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Abstract
This article aims to analyze the implementation of the code of ethics of 
notaries right of refusal as a witness in civil and criminal. Right of refusal is 
an integral part of the code of conduct. This dissenter absolute obligation 
should be carried out and executed by a notary, unless there is a law that 
ordered to abort the obligation dissenter rights in practice still puzzling nota-
ries to use. This is because the right of refusal is still implicated in practice, 
especially in criminal cases. In a criminal case is sought is the truth of mate-
rial so that the presence of a notary as witnesses is required, as opposed to 
civil cases seeking formal correctness. The presence of a notary already be 
considered to exist with the presented notarial deed made by the notary. 
According to the Regulation of the Minister of Justice and Human Rights of 
the Republic of Indonesia,M.03.HT.03.10 of 2007 basically notary regional 
Supervisory Council has the authority to deliver licensed notary presence in 
the trial is not contrary to the rules and laws.
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Abstrak
Tulisan ini bertujuan menganalisis tentang ruang lingkup hak ingkar dan 
penerapan kode etik hak ingkar notaris sebagai saksi dalam perkara perdata 
dan pidana. Hak ingkar merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kode 
etik. Kewajiban ingkar ini mutlak harus dilakukan dan dijalankan oleh notar-
is, kecuali ada undang-undang yang memerintahkan untuk menggugurkan 
kewajiban ingkar tersebut Hak ingkar ini dalam praktek masih membingung-
kan para notaris untuk menggunakannya. Hal ini disebabkan karena hak 
ingkar masih berimplikasi dalam pelaksanaannya khususnya dalam perkara 
pidana. Dalam perkara pidana yang dicari adalah kebenaran materil sehingga 
kehadiran Notaris sebagai saksi sangat diperlukan, berlainan dengan perkara 
perdata yang mencari kebenaran formil. Kehadiran notaris sudah dapat diang-
gap ada dengan dihadirkan akta notaris yang dibuat oleh notaris terse-
but.Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007, pada dasarnya Majelis Penga-
was Daerah Notaris mempunyai kewenangan untuk memberikan Izin Kehad-
iran Notaris Dalam Sidang Pengadilan sepanjang tidak bertentangan dengan 
peraturan dan undang-undang.
Kata kunci: hak ingkar, notaris, saksi
Pendahuluan 
Pasca disahkannya Undang-Un-
dang Jabatan Notaris yakni Undang- 
Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang 
perubahan Undang-Undang 30 
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 
(UUJN), peranan notaris memasuki 
era baru. Lahirnya Undang-Undang 
Jabatan Notaris mengakhiri hampir 2 
abad berlakunya Peraturan Jabatan 
Notaris yaitu Reglement op Het 
Notaris Ambt in Indonesie (Stb. 
1860:3) yang mengatur mengenai 
jabatan notaris. Peraturan Jabatan 
Notaris Staatblad 1860 Nomor 3 ini 
dianggap tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan hukum dan kebutu-
han masyarakat Indonesia. Oleh 
karena itu, Peraturan Jabatan Notaris 
ini harus diganti untuk disesuaikan 
dengan kondisi dan perkembangan 
masyarakat Indonesia. Lahirnya 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN) merupakan tero-
bosan baru untuk memastikan bahwa 
fungsi notaris sebagai pejabat umum 
dapat terlaksana dengan baik.
Notaris merupakan salah satu 
pejabat negara yang kedudukannya 
sangat dibutuhkan di masa sekarang 
ini. Di masa modern ini, masyarakat 
sudah banyak tidak lagi mengenal 
perjanjian yang berdasarkan atas 
kepercayaan satu sama lain seperti 
yang mereka kenal dulu. Dahulu 
perjanjian-perjanjian menurut hu- 
kum adat tidak dibuat dalam bentuk 
tertulis, dilakukan secara lisan saja, 
oleh karena adanya saling percaya 
mempercayai. Tuntut menuntut 
boleh dikatakan sangat jarang sekali 
terjadi akibat tidak dipenuhinya 
perjanjian yang dilakukan. Oleh 
karenanya jika timbul perselisihan 
diantara mereka maka para pihak 
hanya mengajukan saksi-saksi yang 
dapat membenarkan atau menguat-
kan dalil-dalil yang dimajukan di 
muka persidangan. Oleh karena itu 
pembuktian dengan saksi dalam 
hukum adat sangatlah penting. 
Berlainan dengan sekarang 
dimana para pihak dalam membuat 
perjanjian memerlukan bentuk tertu-
lis. Bukti fisik dari perjanjian itu 
yang diperlukan. Oleh karena itu,  
setiap perjanjian yang dilakukan oleh 
masyarakat pasti akan mengarah 
kepada notaris sebagai sarana keab-
sahan perjanjian yang mereka laku-
kan. Notaris dianggap yang melahir-
kan bukti fisik dari perjanjian yang 
disepakati oleh para pihak. Oleh 
karena itulah, kedudukan notaris 
menjadi semakin penting di masa 
sekarang ini.
Sebagaimana pejabat negara lain 
yang mempunyai wewenang 
tersendiri khusus untuk pejabat 
negara bidang yang dimaksud, maka 
notaris juga memiliki kewenangan 
tersendiri yang tidak dimiliki oleh 
pejabat negara yang lainnya karena 
masing-masing pejabat Negara ini 
mempunyai kewenangan yang 
berbeda satu sama lain. 
Selain kewenangannya, para 
notaris juga memiliki kewajiban dan 
larangan yang wajib mereka patuhi 
dalam pelaksanaan tugas jabatannya. 
Kewenangan, kewajiban dan lara- 
ngan adalah konsekuensi logis dari 
adanya suatu jabatan. Dengan 
berdasar pada Undang-Undang 
Nomor 2 tahun 2014 tentang peruba-
han Undang-Undang 30 Tahun 2004 
tentang Jabatan Notaris (UUJN), 
para notaris di Indonesia wajib untuk 
memahami apa yang menjadi 
wewenang dan kewajiban mereka 
serta larangan yang tidak boleh 
dilakukan dalam pelaksanaan tugas 
jabatannya.
Sebagaimana diketahui bahwa 
Akta Notaris yang merupakan suatu 
akta otentik yang memiliki kekuatan 
pembuktian lengkap atau sempurna 
dalam sengketa hukum perdata, 
ternyata dapat mengalami penurunan 
status (degradasi) dari kekuatan bukti 
lengkap dan sempurna menjadi 
permulaan bukti seperti akta dibawah 
tangan, dan dapat cacat hukum yang 
menyebabkan kebatalan atau ketidak 
absahan akta tersebut. Apabila terjadi 
degradasi dari akta otentik menjadi 
akta dibawah tangan atau bahkan 
batal demi hukum maka hal itu akan 
menimbulkan kerugian bagi para 
pihak. Oleh karenanya Notaris terse-
but dapat digugat oleh pihak. Pihak 
yang menderita kerugian dapat 
menuntut dengan tuntutan melaku-
kan perbuatan melanggar hukum 
(onrechtmatige daad ) yang disyarat-
kan dalam pasal 1365 maupun dalam 
pasal 1367 KUH Perdata atau ingkar 
janji atau wanprestasi menurut pasal 
1234 KUH Perdata.
Sanksi administrasi terhadap 
Notaris yang melanggar ketentuan 
peraturan perundang-undangan ada 5 
jenis sanksi administrasi yang 
berlakunya secara berjenjang yaitu 
berupa : 1. Teguran lisan, 2. Teguran 
tertulis, 3. Pemberhentian sementara, 
4. Pemberhentian dengan hormat, 
dan 5. Pemberhentian tidak hormat. 
Sedangkan penjatuhan sanksi pidana 
terhadap Notaris dapat dilakukan 
sepanjang memenuhi rumusan 
pelanggaran yang tersebut dalam 
Undang-Undang Jabatan Notaris, 
kode etik jabatan notaris, juga harus 
memenuhi unsur-unsur dalam KUH-
Pidana.
Pada dasarnya hak ingkar adalah 
hak untuk mengundurkan diri dari 
memberikan kesaksian dimuka 
Pengadilan dalam masalah Perdata 
maupun Pidana. Dalam perkara 
perdata, notaris lebih leluasa untuk 
menggunakan hak ingkar yang dibe- 
rikan undang-undang kepadanya. 
Istilah hak ingkar ini merupakan 
terjemahan dari bahasa Belanda 
verschoningsrecht yang artinya 
adalah hak untuk dibebaskan dari 
memberikan keterangan sebagai 
saksi dalam suatu perkara perdata 
maupun pidana. Hak ini merupakan 
pengecualian dari prinsip umum 
bahwa setiap orang yang dipanggil 
sebagai saksi wajib memberikan 
kesaksian itu.
Akan tetapi, terlepas dari itu 
semua haruslah digarisbawahi bahwa 
hak ingkar adalah “hak” bukan 
kewajiban. Dengan pengertian 
bahwa Notaris tetaplah dihadapkan 
pada akibat hukum tertentu apabila 
menggunakan atau tidak menggu-
nakan hak yang telah diberikan oleh 
undang-undang tersebut. Untuk 
itulah notaris diberikan kesempatan 
terlebih dahulu untuk memutuskan 
apakah akan menggunakan hak 
ingkar dalam pemberian suatu kesak-
sian atau tidak. Jadi jelas bahwa 
Undang-undang meletakkan kewa-
jiban secara umum kepada setiap 
orang yang cakap menjadi saksi 
untuk memberikan kesaksian di 
muka pengadilan, baik dalam proses 
perdata maupun pidana. 
Tulisan singkat ini akan mencoba 
memahami ruang lingkup hak ingkar. 
Hak ingkar ini merupakan bagian 
yang tak terpisahkan dari bagian 
kode etik Notaris. Undang-Undang 
Jabatan Notaris dalam penerapannya 
pada perkara perdata maupun perka-
ra pidana akan melibatkan notaris 
sebagai pihak atau sebagai saksi. 
Disamping itu juga sekaligus untuk 
menjawab apakah majelis pengawas 
notaris memiliki kewenangan untuk 
memberikan persetujuan kepada 
hakim dalam pemanggilan notaris 
sebagai saksi dan atau pengambilan 
foto copy minuta, surat-surat lainnya 
yang dilekatkan pada minuta akta 
dan protokol notaris  yang berada 
dalam penyimpanan atau pengambi-
lan minuta akta, surat surat yang 
dilekatkan pada minuta akta dan 
protokol notaris dalam penyim-
panan, sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2014 tentang perubahan 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2004 tentang Jabatan Notaris.
Permasalahan
Berdasarkan latar belakang terse-
but, maka permasalahan yang akan 
dikaji dalam tulisan ini adalah
1. Apakah yang dimaksud dengan 
hak ingkar Notaris dan dasar 
hukum pengaturannya? 
2. Bagaimana hak ingkar notaris 
sebagai saksi dapat diterapkan 
dalam perkara perdata dan pidana 
dalam sidang pengadilan? 
3. Apakah majelis pengawas notaris 
mempunyai kewenangan untuk 
memberikan izin kehadiran 
Notaris dalam sidang pengadilan?
Pembahasan
Hak Ingkar Notaris dan Dasar 
Hukum Pengaturannya
 Sebelum membahas lebih 
lanjut mengenai hak ingkar dan dasar 
hukum serta kewenangan majelis 
pengawas notaris untuk merekomen-
dasikan dapat dipanggilnya notaris 
sebagai saksi dalam perkara perdata 
dan pidana maka terlebih dahulu 
akan diuraikan mengenai sejarah 
mulai berkembangnya notaris ini. 
Sejarah perkembangan Notaris ini 
penting diketahui agar dapat dipaha-
mi bagaimana sebetulnya pengaruh 
hak ingkar notaris tersebut perlu 
dipahami oleh semua pihak, terutama 
hakim dan penyidik polisi. 
Notaris adalah sebuah profesi 
yang dapat dilacak balik ke abad ke 
2-3 pada masa Roma Kuno, dimana 
mereka dikenal sebagai scribae, 
tabellius atau notarius. Pada masa 
itu, mereka adalah golongan orang 
yang mencatat pidato. Istilah notaris 
diambil dari nama pengabdinya, 
Notarius, yang kemudian menjadi 
istilah/titel bagi golongan orang 
penulis cepat atau stenografer. Nota- 
ris adalah salah satu cabang dari 
profesi hukum yang tertua di dunia.
Sekitar abad ke 5, notaris diang-
gap sebagai pejabat istana. Di Italia 
utara sebagai daerah perdagangan 
utama pada abad ke 11 - 12, dikenal 
Latijnse Notariat, yaitu orang yang 
diangkat oleh penguasa umum, 
dengan tujuan melayani kepentingan 
masyarakat umum, dan boleh 
mendapatkan honorarium atas 
jasanya oleh masyarakat umum.
Latijnse notariat ini murni berasal 
dari Italia Utara, bukan sebagai 
pengaruh hukum Romawi Kuno. 
Pada tahun 1888, terbitlah buku 
Formularium Tabellionum oleh Ime-
rius, pendiri sekolah Bologna, dalam 
rangka peringatan 8 abad sekolah 
hukum Bologna. Berturut-turut sera-
tus tahun kemudian ditebitkan 
Summa Artis Notariae oleh Rantero 
dari Perugia, kemudian pada abad ke 
13 buku dengan judul yang sama 
diterbitkan oleh Rolandinus 
Passegeri. Ronaldinus Passegeri 
kemudian juga menerbitkan Flos 
Tamentorum. Buku-buku tersebut 
menjelaskan definisi notaris, fungsi, 
kewenangan dan kewajiban-kewa-
jibannya.
Sebelum diperlakukan 
Undang-Undang Nomor 2 tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN), Negara Indonesia 
masih mempergunakan dan memakai 
peraturan Jabatan Notaris yang 
berasal dari produk bangsa Belanda 
sebagai bangsa penjajah. Pember-
lakuan Peraturan Jabatan Notaris 
bangsa penjajah ini diperkenankan 
oleh Pasal 2 Aturan Peralihan 
Undang-Undang Dasar 1945, yang 
mengatakan bahwa segala badan 
negara dan peraturan yang ada masih 
langsung berlaku, selama belum 
diadakan yang baru menurut 
Undang-Undang Dasar 1945 ini.
Perkembangan lembaga notaris di 
Indonesia, mulai masuk pada permu-
laan abad ke 17. Menurut Jan Pie- 
terszoon Coen di Jacatra  (sekarang 
Jakarta) antara tahun 1617 sampai 
1629, untuk keperluan para 
penduduk dan para pedagang perlu 
mengangkat seorang notaris, yang 
disebut Notarium Publicum (Lum-
ban Tobing1,1983:15).   Sejak tang-
gal 27 Agustus 1620 diangkat notaris 
pertama di Indonesia yaitu Melchior 
Kerchem, sebagai sekretaris College 
Van Schepenen (urusan perkapalan 
kota) di Jakarta untuk merangkap 
sebagai notaris yang berkedudukan 
di Jakarta. Tugas dari Melchior 
Kerchem sebagai notaris dalam surat 
pengangkatannya, yaitu melayani 
dan melakukan semua surat libel 
(Smaadschrift) yang bahasa Indone-
sianya yaitu tulisan menghina/menis-
ta, surat wasiat di bawah tangan, 
persiapan penerangan, akta perjanji-
an perdagangan, perjanjian kawin, 
surat wasiat, dan akta-akta lainnya 
dan ketentuan-ketentuan yang perlu 
Daerah Tingkat kotapraja (Komar 
Andasasmita,1981:37). Setelah pe- 
ngangkatan notaris pertama jumlah 
notaris di Indonesia kian berkem-
bang dan pada tahun 1650 di Batavia 
hanya ada dua orang notaris yang 
diangkat. 
Menurut kenyataannya para 
notaris pada waktu itu tidak mempu-
nyai kebebasan didalam menjalan- 
kan jabatannya, karena notaris pada 
masa itu adalah pegawai dari Vereni-
gde Oost Indie Compagnie (VOC). 
Bahkan tahun 1632 dikeluarkan 
plakat yang berisi ketentuan bahwa 
notaris, sekretaris dan pejabat lain- 
nya dilarang untuk membuat 
akta-akta transport, jual beli, surat 
wasiat dan lain-lain akta, jika tidak 
mendapat persetujuan terlebih 
dahulu dari Gubernur Jenderal dan 
daden van indie dengan ancaman 
akan kehilangan jabatannya. Namun 
dalam prakteknya ketentuan tersebut 
tidak dipatuhi oleh pejabat-pejabat 
atau notaris yang bersangkutan. 
Maksud dan tujuan membawa 
lembaga kenotariatan ke Indonesia 
adalah untuk memenuhi kebutuhan 
akan alat bukti autentik  yang sangat 
dibutuhkan untuk menggunakan hal 
dan kepentingan yang timbul karena 
adanya transaksi dagang yang 
mereka lakukan. Lembaga kenotaria-
tan di Indonesia pada waktu itu 
belum dikenal dan meluas ke 
kota-kota kecil bahkan desa-desa hal 
ini dikarenakan sebelum perang 
dunia ke 2 (dua) hampir seluruh 
notaris yang ada di Indonesia pada 
waktu itu adalah berkebangsaan 
Belanda. Sedangkan yang berke-
bangsaan Indonesia sangat sedikit 
jumlahnya, lagi pula mereka mempu-
nyai kedudukan di kota-kota besar 
sedangkan orang-orang Indonesia 
berada di daerah-daerah. Di samping 
itu tingkat kesadaran dan budaya 
hukum masyarakat Indonesia pada 
waktu itu suatu masyarakat yang 
masih bersifat primordial yang masih 
berpegang teguh pada hukum adat 
serta kaidah-kaidah religius, lebih- 
lebih lagi para pengasuh dari lemba-
ga notiariat itu lebih menitikberatkan 
orientasinya pada hukum barat. 
Semua itu merupakan faktor-faktor 
penghambat yang tidak menguntung-
kan bagi perkembangan dan untuk 
dikenalnya lembaga notariat ini 
dengan cepat dan secara luas dika-
langan masyarakat yang justru harus 
dilayaninya. 
Lembaga kemasyarakatan yang 
dikenal sebagai notariat ini  timbul 
dari kebutuhan dalam pergaulan 
sesama manusia yang menghendai 
adanya alat bukti baginya mengenai 
hubungan hukum keperdataan yang 
ada dan/atau terjadi diantara mereka 
suatu lembaga dengan para pengab-
dinya yang ditugaskan oleh kekua-
saan umum (openbaar gezag) untuk 
dimana dan apabila undang-undang 
mengharuskan sedemikian atau dike-
hendaki oleh masyarakat membuat 
alat bukti tertulis yang mempunyai 
kekuatan autentik. 
Saat ini notaris dikenal sebagai 
orang yang melayani masyarakat 
untuk membuat akta atau doku-
men-dokumen yang autentik. Akan 
tetapi, tugas ini sedikit berbeda 
dengan yang dilakoni para notaris 
pada awal kemunculannya. Saat 
kejayaan bangsa Romawi, tidak 
hanya ada kelompok gladiator di 
sana, tetapi juga hidup sekelompok 
orang yang disebut notarius. 
Berbicara mengenai notaris, 
berarti kita bicara mengenai autenti- 
sitas dokumen. Hal itulah yang men-
jadi salah satu alasan orang berkun-
jung ke notaris. Pengakuan akan sifat 
autentisitas dokumen tersebut tidak 
datang secara serta merta, tetapi 
pengakuan baru muncul pada abad 
ke-13 (tiga belas), sekian ratus tahun 
setelah kemunculan jabatan notaris. 
Beberapa ratus tahun kemudian 
barulah muncul peraturan yang dise-
but ventosewet (Ira Koesoemawati 
dan Yunirman Rijan,2009). 
Di Indonesia, notaris bertindak 
sebagai pelayan masyarakat. Hal ini 
karena notaris adalah pejabat yang 
diangkat oleh pemerintah untuk 
melayani kebutuhan masyarakat 
akan dokumen-dokumen legal yang 
sah. Meskipun status notaris sebagai 
pelayan masyarakat, jangan 
berpikiran bahwa notaris menggu-
nakan pakaian yang sederhana. 
Justru sebaliknya, notaris me- 
ngenakan pakaian yang resmi dan 
eksklusif guna menunjukkan profe-
sionalisme dan keseriusan mereka. 
Sebagai seorang dengan jabatan 
notaris sudah seharusnya orang 
tersebut dalam menjalankan jabatan-
nya lebih “diistimewakan” kedudu-
kannya dalam hukum dibandingkan 
dengan orang lain. Namun seorang 
notaris di luar jabatannya adalah 
orang yang memiliki kedudukan 
yang sama dengan orang yang lain 
(equality before the law). 
Tentu saja ada beberapa hal yang 
harus dipenuhi untuk menjadi 
seorang notaris. Tidak mungkin 
seorang notaris dapat berpraktek 
tanpa memiliki kemampuan mema-
dai. Latar belakang pendidikan 
hukum merupakan sebuah kenis-
cayaan. Setelah lulus dari fakultas 
hukum, seorang calon notaris wajib 
mengikuti kuliah bidang kenotaria-
tan atau menempuh pendidikan 
Strata 2 (dua)  hukum bidang keno-
tariatan. Tidak cukup berbekal 
pendidikan formil saja untuk menja-
di profesi notaris di Indonesia. Syarat 
lain menjadi calon notaris di Indone-
sia secara umum adalah orang yang 
berkewarganegaraan Indonesia. Oleh 
karena seorang notaris adalah peja-
bat umum yang diangkat oleh negara 
untuk mewakili negara dalam pem-
buatan akta-akta autentik yang 
dibuat berisi hal-hal yang sifatnya 
rahasia. Tentu akan berbahaya, jika 
jabatan ini dipegang oleh seorang 
warga negara asing. Bisa–bisa raha-
sia negeri ini jatuh ke tangan negara 
lain. 
Menjadi notaris yang baik ditun-
tut untuk memiliki kedewasaan yang 
matang. Menurut Kitab Undang-Un-
dang Hukum Perdata (selanjutnya 
disingkat KUHPerdata) bahwa usia 
dewasa seseorang adalah 21 (duapu-
luh satu) tahun, tetapi seseorang 
untuk dapat menjadi notaris 
berdasarkan berdasarkan Undang- 
Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang 
perubahan Undang-Undang 30 
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 
(UUJN) haruslah berusia 27 (dua 
puluh tujuh) tahun. 
Di Indonesia para notaris berhim-
pun dalam sebuah wadah perkumpu-
lan yang bernama Ikatan Notaris 
Indonesia (yang selanjutnya dising-
kat INI). INI merupakan perkumpu-
lan notaris yang legal dan sudah 
berbadan hukum sesuai SK Menteri 
Kehakiman Replubik Indonesia 
tanggal 23 Januari 1995 Nomor 
C210221.HT.01.06. 
Hak ingkar ini mulai diperbin-
cangkan berawal dengan ditariknya 
seorang notaris sebagai salah satu 
tergugat dalam suatu perkara perdata 
antara Badan Penyehatan Perbankan 
Nasional (Kreditur) selaku penggu-
gat dan nasabah debitur selaku 
tergugat, dengan obyek sengketa 
adanya 2 (dua) salinan akta penga-
kuan hutang yang dibuat dihadapan 
notaris yang sama dengan nomor dan 
tanggal yang sama, namun substansi 
jumlah hutangnya berbeda dalam 2 
(dua) salinan akta tersebut. Ma- 
sing-masing pihak berpegang kepada 
salinan akta pengakuan hutangnya. 
Dalam kasus ini majelis hakim 
melalui suratnya kepada majelis 
pengawas notaris telah meminta 
persetujuan agar foto copy minuta 
aktanya dapat dibawa oleh notaris 
yang bersangkutan dalam sidang 
pengadilan (Pieter Latumeten,2012).
Selain kewajiban untuk melaku-
kan hal-hal yang telah diatur dalam 
UU, notaris masih memiliki suatu 
kewajiban lain. Hal ini berhubungan 
dengan sumpah/janji notaris yang 
berisi bahwa notaris akan meraha-
siakan isi akta dan keterangan yang 
diperoleh dalam pelaksanaan jabatan 
notaris. Secara umum, notaris wajib 
merahasiakan isi akta dan keterangan 
yang diperoleh dalam pembuatan 
akta notaris, kecuali diperintahkan 
oleh undang-undang bahwa notaris 
tidak wajib merahasiakan dan mem-
berikan keterangan yang diperlukan 
yang berkaitan dengan akta tersebut. 
Dengan demikian, hanya undang-un-
dang saja yang dapat memerintahkan 
notaris untuk membuka rahasia isi 
akta dan keterangan/pernyataan yang 
diketahui oleh notaris yang berkaitan 
dengan pembuatan akta yang dimak-
sud.
Hal ini dikenal dengan “kewa-
jiban ingkar” notaris (Tan Thong 
Kie,2000:67) Instrumen untuk 
ingkar bagi notaris ditegaskan 
sebagai salah satu kewajiban notaris 
yang disebut dalam Pasal 16 ayat (1) 
huruf e UUJN, sehingga kewajiban 
ingkar untuk notaris melekat pada 
tugas jabatan notaris. Kewajiban 
ingkar ini mutlak harus dilakukan 
dan dijalankan oleh notaris, kecuali 
ada undang-undang yang memerin-
tahkan untuk menggugurkan kewa-
jiban ingkar tersebut. Kewajiban 
untuk ingkar ini dapat dilakukan 
dengan batasan sepanjang notaris 
diperiksa oleh instansi mana saja 
yang berupaya untuk meminta 
pernyataan atau keterangan dari 
notaris yang berkaitan dengan akta 
yang telah atau pernah dibuat oleh 
atau di hadapan notaris yang  ber-
sangkutan.
Pasal 1909 Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata (KUHPerdata) 
mewajibkan setiap orang yang cakap 
untuk menjadi saksi, untuk memberi-
kan kesaksian di muka pengadilan. 
Pada umumnya semua orang dapat 
menjadi saksi, akan tetapi dalam 
KUHAP (Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana) juga mengatur 
beberapa pihak yang tidak dapat 
menjadi saksi, yaitu dalam Pasal 168 
KUHAP dan Pasal 170 KUHAP. 
Pasal 168 KUHAP memberikan 
pengecualian bagi saksi yang mem-
punyai hubungan kekeluargaan 
dengan terdakwa dan dalam Pasal 
170 ayat (1) KUHAP memberikan 
verschoningsrecht (hak mengundur-
kan diri) dari pemberian kesaksian 
bagi mereka yang karena jabatan, 
harkat martabat dan  pekerjaannya 
wajib menyimpan rahasia.  
Baik menurut Pasal 322 KUHP 
(Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana) maupun menurut Pasal 146 
HIR dan 277 RIB ada kategori-kate-
gori orang yang karena jabatan atau 
pekerjaannya dianggap sebagai 
wajib penyimpan rahasia. Dalam 
Pasal 322 KUHP diadakan sanksi 
pidana terhadap mereka dari kate-
gori-kategori tersebut yang dengan 
sengaja membuka rahasia itu, 
sedangkan menurut Pasal 146 HIR 
dan Pasal 277 RIB mereka boleh 
menolak untuk memberi kesaksian 
mengenai rahasia tersebut (S 
Lumban Tobing (1933:4). 
Penerapan Hak Ingkar Notaris 
Dalam Perkara Perdata dan 
Pidana 
Dalam praktiknya, jika ternyata 
notaris sebagai saksi atau tersangka, 
tergugat, ataupun dalam pemerik-
saan oleh Majelis Pengawas Notaris 
membuka rahasia dan memberikan 
keterangan/pernyataan yang seharus-
nya wajib dirahasiakan, sedangkan 
undang-undang tidak memerintah-
kannya, maka atas pengaduan pihak 
yang merasa dirugikan dapat menun-
tut notaris yang bersangkutan. 
Dalam hal ini, dapat dikenakan Pasal 
322 ayat (1) dan (2) KUHP, yaitu 
membongkar rahasia, yang padahal 
sebenarnya notaris wajib menyim-
pannya. Bahkan sehubungan dengan 
perkara perdata, yaitu apabila notaris 
berada dalam kedudukannya sebagai 
saksi, maka notaris dapat meminta 
untuk dibebaskan dari kewajibannya 
untuk memberikan kesaksian, karena 
jabatannya menurut undang-undang 
diwajibkan untuk merahasiakannya 
(R.Soegondo Notodisoerjo,1982:97- 
98). 
Larangan notaris merupakan 
suatu tindakan yang dilarang untuk 
dilakukan oleh notaris. Jika larangan 
ini dilanggar oleh notaris, maka 
kepada notaris yang melanggar akan 
dikenakan sanksi sebagaimana yang 
tersebut dalam Pasal 85 UUJN. 
Kewajiban bagi notaris untuk 
mengucapkan sumpah sebelum men-
jalankan jabatannya sebagai notaris 
telah ada sejak dari dahulu. Dalam 
sumpah jabatan notaris ditetapkan 
bahwa notaris berjanji di bawah 
sumpah untuk merahasiakan sera-
pat-rapatnya isi akta-akta sesuai 
dengan ketentuan-ketentuan peratu- 
ran-peraturan itu. Peraturan-peratu- 
ran yang  dimaksudkan itu adalah 
peraturan-peraturan dalam Undang- 
Undang Jabatan Notaris khususnya 
Pasal 16, yang berisikan larangan 
bagi notaris untuk memberikan 
grosse akta, salinan/kutipan atau 
memperlihatkan atau memberitahu-
kan isi akta-aktanya selain kepada 
orang-orang yang langsung berke- 
pentingan pada akta itu, para ahli 
warisnya dan para penerima hak 
mereka, kecuali yang dalam hal-hal 
yang diatur dalam peraturan-peratu- 
ran umum. 
Pasal 4 Undang-Undang Jabatan 
Notaris menyatakan lebih luas, 
bahwa kewajiban merahasiakan ini 
juga meliputi keterangan yang diper-
oleh notaris dalam pelaksanaan 
jabatannya. Hal ini lebih karena 
jabatan yang dipangku oleh notaris 
adalah jabatan kepercayaan dan 
justru oleh karena itu seseorang 
bersedia mempercayakan sesuatu 
kepercayaan kepadanya. 
Wajib menyimpan atau meme-
gang rahasia ini dapat diketahui dari 
kode etik profesi. Point ke-5 Sumpah 
Jabatan Notaris menyatakan : 
“Bahwa saya akan merahasiakan 
serapat-rapatnya isi akta-akta selaras 
dengan ketentuan-ketentuan peratu- 
ran ini.” Etika memberikan kewa-
jiban bagi kaum profesional hukum 
sebagai aparat atau pejabat untuk 
menyimpan rahasia, sehingga secara 
etis pula tidak dibenarkan kaum 
profesional hukum membuka rahasia 
yang diberitahukan, dipercayakan 
dan diperolehnya, dari klien (Liliana 
Tedjosaputro,2003:80). 
Notaris masih dapat meraha-
siakan semua apa yang diberitahukan 
kepadanya dalam jabatannya terse-
but termasuk isi-isi akta dengan 
mempergunakan hak yang diberikan 
kepadanya dalam Pasal 1946 ayat (3) 
(Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdata 
(Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata)) dan Pasal 148 KUHP 
(Pasal 146 ayat (3) HIR) untuk me- 
ngundurkan diri sebagai saksi apabi-
la ia dipanggil sebagai saksi untuk 
didengar keterangannya di muka 
pengadilan. 
Apabila notaris dipanggil menjadi 
saksi di muka persidangan penga-
dilan, ia berdasarkan Pasal 1909 ayat 
(2) KUHPerdata dan Pasal-pasal 146 
HIR dan 227 RIB, dapat mempergu-
nakan haknya untuk mengundurkan 
diri sebagai saksi, dengan jalan 
menuntut penggunaan Verschonings-
recht (dahulu “hak ingkar”). 
Verschoningsrecht (hak mengundur-
kan diri) merupakan pengecualian 
terhadap ketentuan umum yang dise-
but tadi, yaitu bahwa setiap orang 
yang dipanggil sebagai saksi, wajib 
memberikan kesaksian (ibid:20).  
Verschoningsrecht berbeda de- 
ngan wraken, dalam kamus hukum 
Yan Pramadya Puspa Verschonings-
recht diartikan sebagai permohonan 
agar dibebaskan dari, hak mengun-
durkan diri (Yan Pramadya Puspa, 
1977:253).
 Sedangkan wraken dalam kamus 
Belanda – Indonesia Datje Rahajoe-
koe diartikan sebagai menolak, 
menolak sebagai saksi Datje Rahajoe 
Koesoemah,1991:302).  Wraken (hak 
ingkar) ada pada pihaknya, penggu-
gat maupun tergugat; mengingkari 
kewenangan hakim yang memeriksa 
perkara karena mempunyai kepenti- 
ngan atau hubungan dengan perkara 
yang diperiksanya. Hak ingkar inilah 
yang dimaksud sebagaimana diatur 
dalam Pasal 28 Undang-undang 
Pokok Kekuasaan Kehakiman 
Nomor 14 Tahun 1970.  
Kewenangan Majelis Pengawas 
Notaris Memberikan Izin Keha- 
diran Notaris Dalam Sidang Pen-
gadilan
Pertanyaan yang sering muncul 
adalah dapatkah notaris dipaksa 
untuk hadir sebagai saksi dalam 
perkara perdata dan apakah untuk 
bertindak sebagai saksi, diperlukan 
persetujuan majelis pengawas notaris 
sebagaimana yang dimaksud dalam 
pasal 66 Undang-Undang Jabatan 
Notaris. Pertanyaan-pertanyaan di- 
atas merupakan pertanyaan yang 
sering muncul yang memerlukan 
jawaban.
Majelis Pengawas adalah suatu 
badan yang mempunyai kewenangan 
dan kewajiban untuk melaksanakan 
pembinaan dan pengawasan terhadap 
Notaris. Menurut Pasal 1 ayat (6) 
Undang-Undang Nomor 2 tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN), Majelis Pengawas 
Notaris merupakan suatu badan yang 
memiliki wewenang dan untuk 
melakukan pembinaan dan penga-
wasan terhadap Notaris. Menurut 
Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Nomor M.02. 
PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata 
Cara Pengangkatan Anggota, Pem-
berhentian Anggota, Susunan Orga- 
nisasi, Tata Kerja dan Tata Cara 
Pemeriksaan Majelis Pengawas 
Notaris, Majelis Pengawas Notaris 
adalah suatu badan yang mempunyai 
kewenangan dan kewajiban untuk 
melaksanakan pengawasan dan pem-
binaan terhadap Notaris.  
Menurut Peraturan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Nomor M.02. 
PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata 
Cara Pengangkatan Anggota, Pem-
berhentian Anggota, Susunan Orga- 
nisasi, Tata Kerja dan Tata Cara 
Pemeriksaan Majelis Pengawas 
Notaris, Majelis Pengawas Notaris 
yaitu Majelis Pengawas yang tugas- 
nya memberi pembinaan dan penga-
wasan kepada notaris dalam men-
jalankan jabatan profesinya sebagai 
pejabat umum yang senantiasa 
meningkatkan profesionalisme dan 
kualitas kerjanya sehingga dapat 
memberikan jaminan kepastian dan 
perlindungan hukum bagi penerima 
jasa Notaris dan masyarakat luas
Menurut Pasal 1 ayat (6) Peratu- 
ran Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Nomor: 
M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang 
Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, 
Pemindahan dan Pemberhentian 
Notaris, Majelis Pengawas Notaris 
adalah suatu badan yang mempunyai 
kewenangan dan kewajiban untuk 
melaksanakan pembinaan dan 
pengawasan terhadap Notaris.
Menurut Pasal 1 ayat (7) Peratur-
an Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Nomor: 
M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang 
Pengambilan  Minuta Akta dan 
Pemanggilan Notaris, yang dimak-
sud dengan Majelis Pengawas 
Daerah adalah suatu badan yang 
mempunyai kewenangan dan kewa-
jiban untuk melaksanakan penga-
wasan dan pembinaan terhadap 
Notaris yang berkedudukan di Kabu-
paten atau kota. Selanjutnya dalam  
Peraturan Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia 
tersebut juga dijelaskan tingka-
tan-tingkatan Majelis Pengawas 
Notaris.
Dalam Pasal 68, Pasal 69 ayat (1), 
Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 76 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN), disebutkan bahwa 
tingkatan-tingkatan Majelis Penga-
was Notaris tersebut meliputi :  
1   Majelis Pengawas Daerah Notaris 
berkedudukan di kota atau kabu-
paten;  
2   Majelis Pengawas Wilayah Nota- 
ris dibentuk dan berkedudukan di 
Ibukota Propinsi; 
3  Majelis Pengawas Pusat Notaris 
dibentuk dan berkedudukan di 
Ibukota Negara Kesatuan Repu- 
blik Indonesia
Wewenang Majelis Pengawas 
Daerah Notaris berkaitan dengan 
pengambilan Minuta Akta dan/ atau 
pemanggilan Notaris baik sebagai 
saksi maupun sebagai tersangka  
oleh Penyidik, Penuntut Umum atau 
Hakim, yaitu:  
1. Prosedur Pengambilan Minuta 
Akta oleh Penyidik, Penuntut 
Umum atau Hakim, dalam Pasal 8 
ayat 1, Pasal 9 sampai dengan 11, 
yaitu: 
a.  Penyidik, Penuntut Umum atau 
Hakim untuk kepentingan 
proses peradilan dapat me- 
ngambil Minuta Akta dan/ atau 
surat-surat yang dilekatkan 
pada Minuta Akta atau 
Protokol Notaris yang terdapat 
dalam Penyimpanan Notaris, 
dengan meminta kepada 
Notaris yang bersangkutan 
untuk membawa Minuta Akta 
dan/ atau sutat-surat yang 
dilekatkan pada Minuta Akta 
atau Protokol Notaris yang 
terdapat dalam Penyimpanan 
Notaris, dengan syarat harus 
megajukan permohonan tertu-
lis pada Majelis Pengawas 
Daerah Notaris setempat.
b. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris memberikan persetu-
juan untuk pengambilan 
Minuta Akta dan atau surat-su-
rat yang dilekatkan pada 
Minuta Akta atau Protokol 
Notaris dalam Penyimpanan 
Notaris oleh Penyidik, Penun-
tut Umum atau Hakim untuk 
kepentingan proses peradilan, 
apabila: 
1   Ada dugaan tindak pidana 
yang terkait dengan 
Minuta Akta dan/ atau 
surat-surat yang dilekat-
kan pada Minuta Akta atau 
Protokol Notaris dalam 
penyimpanan Notaris;  
2    Belum gugur hak menuntut 
berdasarkan ketentuan 
tentang daluarsa peraturan 
perundang-undangan di 
bidang pidana;  
3    Ada penyangkalan keabsa-
han tanda tangan dari para 
pihak;  
4   Ada dugaan pengurangan 
atau penambahan dari 
Minuta Akta; 
5   Ada dugaan Notaris me- 
lakukan pemunduran 
tanggal akta. 
c. Persetujuan Majelis Penga-
was Daerah Notaris diberikan 
setelah mendengar keterangan 
dari Notaris yang bersangku-
tan;
d. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris tidak memberikan 
persetujuan untuk pengambi-
lan Minuta Akta dan/ atau 
surat-surat yang dilekatkan 
pada Minuta Akta atau Pro- 
tokol Notaris dalam penyim-
panan Notaris, apabila tidak 
memenuhi ketentuan pada 
Pasal  9;
e. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dalam waktu paling 
lambat 14 (empat belas) hari 
sejak permohonan pengambi-
lan Minuta Akta dan/atau 
surat-surat yang dilekatkan 
Pada Minuta Akta atau 
Protokol Notaris oleh Penyi- 
dik, Penuntut Umum atau 
Hakim harus memberikan 
persetujuan atau tidak mem-
berikan persetujuan terhadap 
pengambilan tersebut; 
f. Jika jangka waktu 14 (empat 
belas) hari itu terlampaui maka 
Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dianggap menyetujui 
pengambilan Minuta Akta 
dan/ atau surat-surat yang 
dilekatkan pada Minuta Akta 
atau Protokol Notaris.
2. Prosedur Pemanggilan Notaris 
oleh Penyidik, Penuntut Umum 
atau Hakim dalam Pasal 14 
sampai dengan Pasal 18:  
a. Penyidik, Penuntut Umum 
atau Hakim, untuk kepenti- 
ngan proses peradilan dapat 
memanggil Notaris sebagai 
saksi, tersangka atau terdakwa 
dengan mengajukan permo-
honan tertulis kepada Majelis 
Pengawas Daerah Notaris 
setempat; 
b. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dapat memberikan 
persetujuan pemanggilan No- 
taris sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 ayat (1) apabi-
la: 
Ada dugaan tindak pidana yang 
berkaitan dengan Minuta Akta dan 
atau surat-surat yang dilekatkan pada 
Minuta Akta atau Protokol Notaris 
yang terdapat dalam penyimpanan 
Notaris;  
1. Belum gugurnya hak menun-
tut berdasarkan ketentuan 
tentang daluarsa dalam pera-
turan perundang-undangan 
dibidang pidana; 
c. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris  dapat memberi per- 
setujuan kepada Penyidik, 
Penuntut Umum atau Hakim 
setelah mendengar keterangan 
dari Notaris yang bersangku-
tan;
d. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris tidak memberikan per- 
setujuan pemanggilan Notaris 
sebagai saksi, tersangka atau 
terdakwa kepada Penyidik, 
Penuntut Umum atau Hakim, 
apabila tidak memenuhi per- 
syaratan dalam Pasal 15;
e. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris wajib memberikan 
persetujuan atau tidak mem-
berikan persetujuan secara 
tertulis dalam jangka waktu 
paling lambat 14 (empat belas) 
hari sejak permohonan secara 
tertulis untuk pemanggilan 
Notaris sebagai saksi, tersang-
ka atau terdakwa yang diaju-
kan oleh Penyidik, Penuntut 
Umum atau Hakim kepada 
Majelis Pengawas Notaris;
f. Jika jangka waktu 14 (empat 
belas) hari terlampaui dan 
Majelis Pengawas Daerah 
Notaris tidak memberikan 
persetujuan atau penolakan 
persetujuan pemanggilan 
Notaris sebagai saksi, tersang-
ka atau terdakwa secara tertu-
lis kepada Penyidik, Penuntut 
Umum atau Hakim, maka 
Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dianggap menyetujui 
pemanggilan Notaris.
Simpulan
Pada dasarnya hak ingkar adalah 
hak untuk mengundurkan diri dari 
memberikan kesaksian dimuka 
Pengadilan dalam masalah Perdata 
maupun Pidana. Dalam perkara 
perdata, notaris lebih leluasa untuk 
menggunakan hak ingkar yang dibe- 
rikan undang-undang kepadanya. 
Istilah hak ingkar ini merupakan 
terjemahan dari bahasa Belanda 
verschoningsrecht yang artinya 
adalah hak untuk dibebaskan dari 
memberikan keterangan sebagai 
saksi dalam suatu perkara perdata 
maupun pidana. Hak ini merupakan 
pengecualian dari prinsip umum 
bahwa setiap orang yang dipanggil 
sebagai saksi wajib memberikan 
kesaksian itu. Hak Ingkar dapat 
dilihat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 
e UU No 30 Tahun 2004 jo UU No 
No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan 
Notaris.
Hak ingkar ini dalam praktek 
masih membingungkan para notaris 
untuk menggunakannya. Hal ini 
disebabkan karena hak ingkar masih 
berimplikasi dalam pelaksanaannya 
khususnya dalam perkara pidana. 
Dalam perkara pidana yang dicari 
adalah kebenaran materil sehingga 
kehadiran Notaris sebagai saksi 
sangat diperlukan, berlainan dengan 
perkara perdata yang mencari kebe-
naran formil. Kehadiran notaris 
sudah dapat dianggap ada dengan 
dihadirkan akta notaris yang dibuat 
oleh notaris yang bersangkutan. 
Menurut Peraturan Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia, pada dasarnya Majelis 
Pengawas Daerah Notaris mempu-
nyai kewenangan untuk Memberikan 
Izin Kehadiran Notaris Dalam 
Sidang Pengadilan sepanjang tidak 
bertentangan dengan peraturan dan 
undang-undang.
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Pendahuluan 
Pasca disahkannya Undang-Un-
dang Jabatan Notaris yakni Undang- 
Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang 
perubahan Undang-Undang 30 
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 
(UUJN), peranan notaris memasuki 
era baru. Lahirnya Undang-Undang 
Jabatan Notaris mengakhiri hampir 2 
abad berlakunya Peraturan Jabatan 
Notaris yaitu Reglement op Het 
Notaris Ambt in Indonesie (Stb. 
1860:3) yang mengatur mengenai 
jabatan notaris. Peraturan Jabatan 
Notaris Staatblad 1860 Nomor 3 ini 
dianggap tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan hukum dan kebutu-
han masyarakat Indonesia. Oleh 
karena itu, Peraturan Jabatan Notaris 
ini harus diganti untuk disesuaikan 
dengan kondisi dan perkembangan 
masyarakat Indonesia. Lahirnya 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN) merupakan tero-
bosan baru untuk memastikan bahwa 
fungsi notaris sebagai pejabat umum 
dapat terlaksana dengan baik.
Notaris merupakan salah satu 
pejabat negara yang kedudukannya 
sangat dibutuhkan di masa sekarang 
ini. Di masa modern ini, masyarakat 
sudah banyak tidak lagi mengenal 
perjanjian yang berdasarkan atas 
kepercayaan satu sama lain seperti 
yang mereka kenal dulu. Dahulu 
perjanjian-perjanjian menurut hu- 
kum adat tidak dibuat dalam bentuk 
tertulis, dilakukan secara lisan saja, 
oleh karena adanya saling percaya 
mempercayai. Tuntut menuntut 
boleh dikatakan sangat jarang sekali 
terjadi akibat tidak dipenuhinya 
perjanjian yang dilakukan. Oleh 
karenanya jika timbul perselisihan 
diantara mereka maka para pihak 
hanya mengajukan saksi-saksi yang 
dapat membenarkan atau menguat-
kan dalil-dalil yang dimajukan di 
muka persidangan. Oleh karena itu 
pembuktian dengan saksi dalam 
hukum adat sangatlah penting. 
Berlainan dengan sekarang 
dimana para pihak dalam membuat 
perjanjian memerlukan bentuk tertu-
lis. Bukti fisik dari perjanjian itu 
yang diperlukan. Oleh karena itu,  
setiap perjanjian yang dilakukan oleh 
masyarakat pasti akan mengarah 
kepada notaris sebagai sarana keab-
sahan perjanjian yang mereka laku-
kan. Notaris dianggap yang melahir-
kan bukti fisik dari perjanjian yang 
disepakati oleh para pihak. Oleh 
karena itulah, kedudukan notaris 
menjadi semakin penting di masa 
sekarang ini.
Sebagaimana pejabat negara lain 
yang mempunyai wewenang 
tersendiri khusus untuk pejabat 
negara bidang yang dimaksud, maka 
notaris juga memiliki kewenangan 
tersendiri yang tidak dimiliki oleh 
pejabat negara yang lainnya karena 
masing-masing pejabat Negara ini 
mempunyai kewenangan yang 
berbeda satu sama lain. 
Selain kewenangannya, para 
notaris juga memiliki kewajiban dan 
larangan yang wajib mereka patuhi 
dalam pelaksanaan tugas jabatannya. 
Kewenangan, kewajiban dan lara- 
ngan adalah konsekuensi logis dari 
adanya suatu jabatan. Dengan 
berdasar pada Undang-Undang 
Nomor 2 tahun 2014 tentang peruba-
han Undang-Undang 30 Tahun 2004 
tentang Jabatan Notaris (UUJN), 
para notaris di Indonesia wajib untuk 
memahami apa yang menjadi 
wewenang dan kewajiban mereka 
serta larangan yang tidak boleh 
dilakukan dalam pelaksanaan tugas 
jabatannya.
Sebagaimana diketahui bahwa 
Akta Notaris yang merupakan suatu 
akta otentik yang memiliki kekuatan 
pembuktian lengkap atau sempurna 
dalam sengketa hukum perdata, 
ternyata dapat mengalami penurunan 
status (degradasi) dari kekuatan bukti 
lengkap dan sempurna menjadi 
permulaan bukti seperti akta dibawah 
tangan, dan dapat cacat hukum yang 
menyebabkan kebatalan atau ketidak 
absahan akta tersebut. Apabila terjadi 
degradasi dari akta otentik menjadi 
akta dibawah tangan atau bahkan 
batal demi hukum maka hal itu akan 
menimbulkan kerugian bagi para 
pihak. Oleh karenanya Notaris terse-
but dapat digugat oleh pihak. Pihak 
yang menderita kerugian dapat 
menuntut dengan tuntutan melaku-
kan perbuatan melanggar hukum 
(onrechtmatige daad ) yang disyarat-
kan dalam pasal 1365 maupun dalam 
pasal 1367 KUH Perdata atau ingkar 
janji atau wanprestasi menurut pasal 
1234 KUH Perdata.
Sanksi administrasi terhadap 
Notaris yang melanggar ketentuan 
peraturan perundang-undangan ada 5 
jenis sanksi administrasi yang 
berlakunya secara berjenjang yaitu 
berupa : 1. Teguran lisan, 2. Teguran 
tertulis, 3. Pemberhentian sementara, 
4. Pemberhentian dengan hormat, 
dan 5. Pemberhentian tidak hormat. 
Sedangkan penjatuhan sanksi pidana 
terhadap Notaris dapat dilakukan 
sepanjang memenuhi rumusan 
pelanggaran yang tersebut dalam 
Undang-Undang Jabatan Notaris, 
kode etik jabatan notaris, juga harus 
memenuhi unsur-unsur dalam KUH-
Pidana.
Pada dasarnya hak ingkar adalah 
hak untuk mengundurkan diri dari 
memberikan kesaksian dimuka 
Pengadilan dalam masalah Perdata 
maupun Pidana. Dalam perkara 
perdata, notaris lebih leluasa untuk 
menggunakan hak ingkar yang dibe- 
rikan undang-undang kepadanya. 
Istilah hak ingkar ini merupakan 
terjemahan dari bahasa Belanda 
verschoningsrecht yang artinya 
adalah hak untuk dibebaskan dari 
memberikan keterangan sebagai 
saksi dalam suatu perkara perdata 
maupun pidana. Hak ini merupakan 
pengecualian dari prinsip umum 
bahwa setiap orang yang dipanggil 
sebagai saksi wajib memberikan 
kesaksian itu.
Akan tetapi, terlepas dari itu 
semua haruslah digarisbawahi bahwa 
hak ingkar adalah “hak” bukan 
kewajiban. Dengan pengertian 
bahwa Notaris tetaplah dihadapkan 
pada akibat hukum tertentu apabila 
menggunakan atau tidak menggu-
nakan hak yang telah diberikan oleh 
undang-undang tersebut. Untuk 
itulah notaris diberikan kesempatan 
terlebih dahulu untuk memutuskan 
apakah akan menggunakan hak 
ingkar dalam pemberian suatu kesak-
sian atau tidak. Jadi jelas bahwa 
Undang-undang meletakkan kewa-
jiban secara umum kepada setiap 
orang yang cakap menjadi saksi 
untuk memberikan kesaksian di 
muka pengadilan, baik dalam proses 
perdata maupun pidana. 
Tulisan singkat ini akan mencoba 
memahami ruang lingkup hak ingkar. 
Hak ingkar ini merupakan bagian 
yang tak terpisahkan dari bagian 
kode etik Notaris. Undang-Undang 
Jabatan Notaris dalam penerapannya 
pada perkara perdata maupun perka-
ra pidana akan melibatkan notaris 
sebagai pihak atau sebagai saksi. 
Disamping itu juga sekaligus untuk 
menjawab apakah majelis pengawas 
notaris memiliki kewenangan untuk 
memberikan persetujuan kepada 
hakim dalam pemanggilan notaris 
sebagai saksi dan atau pengambilan 
foto copy minuta, surat-surat lainnya 
yang dilekatkan pada minuta akta 
dan protokol notaris  yang berada 
dalam penyimpanan atau pengambi-
lan minuta akta, surat surat yang 
dilekatkan pada minuta akta dan 
protokol notaris dalam penyim-
panan, sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2014 tentang perubahan 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2004 tentang Jabatan Notaris.
Permasalahan
Berdasarkan latar belakang terse-
but, maka permasalahan yang akan 
dikaji dalam tulisan ini adalah
1. Apakah yang dimaksud dengan 
hak ingkar Notaris dan dasar 
hukum pengaturannya? 
2. Bagaimana hak ingkar notaris 
sebagai saksi dapat diterapkan 
dalam perkara perdata dan pidana 
dalam sidang pengadilan? 
3. Apakah majelis pengawas notaris 
mempunyai kewenangan untuk 
memberikan izin kehadiran 
Notaris dalam sidang pengadilan?
Pembahasan
Hak Ingkar Notaris dan Dasar 
Hukum Pengaturannya
 Sebelum membahas lebih 
lanjut mengenai hak ingkar dan dasar 
hukum serta kewenangan majelis 
pengawas notaris untuk merekomen-
dasikan dapat dipanggilnya notaris 
sebagai saksi dalam perkara perdata 
dan pidana maka terlebih dahulu 
akan diuraikan mengenai sejarah 
mulai berkembangnya notaris ini. 
Sejarah perkembangan Notaris ini 
penting diketahui agar dapat dipaha-
mi bagaimana sebetulnya pengaruh 
hak ingkar notaris tersebut perlu 
dipahami oleh semua pihak, terutama 
hakim dan penyidik polisi. 
Notaris adalah sebuah profesi 
yang dapat dilacak balik ke abad ke 
2-3 pada masa Roma Kuno, dimana 
mereka dikenal sebagai scribae, 
tabellius atau notarius. Pada masa 
itu, mereka adalah golongan orang 
yang mencatat pidato. Istilah notaris 
diambil dari nama pengabdinya, 
Notarius, yang kemudian menjadi 
istilah/titel bagi golongan orang 
penulis cepat atau stenografer. Nota- 
ris adalah salah satu cabang dari 
profesi hukum yang tertua di dunia.
Sekitar abad ke 5, notaris diang-
gap sebagai pejabat istana. Di Italia 
utara sebagai daerah perdagangan 
utama pada abad ke 11 - 12, dikenal 
Latijnse Notariat, yaitu orang yang 
diangkat oleh penguasa umum, 
dengan tujuan melayani kepentingan 
masyarakat umum, dan boleh 
mendapatkan honorarium atas 
jasanya oleh masyarakat umum.
Latijnse notariat ini murni berasal 
dari Italia Utara, bukan sebagai 
pengaruh hukum Romawi Kuno. 
Pada tahun 1888, terbitlah buku 
Formularium Tabellionum oleh Ime-
rius, pendiri sekolah Bologna, dalam 
rangka peringatan 8 abad sekolah 
hukum Bologna. Berturut-turut sera-
tus tahun kemudian ditebitkan 
Summa Artis Notariae oleh Rantero 
dari Perugia, kemudian pada abad ke 
13 buku dengan judul yang sama 
diterbitkan oleh Rolandinus 
Passegeri. Ronaldinus Passegeri 
kemudian juga menerbitkan Flos 
Tamentorum. Buku-buku tersebut 
menjelaskan definisi notaris, fungsi, 
kewenangan dan kewajiban-kewa-
jibannya.
Sebelum diperlakukan 
Undang-Undang Nomor 2 tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN), Negara Indonesia 
masih mempergunakan dan memakai 
peraturan Jabatan Notaris yang 
berasal dari produk bangsa Belanda 
sebagai bangsa penjajah. Pember-
lakuan Peraturan Jabatan Notaris 
bangsa penjajah ini diperkenankan 
oleh Pasal 2 Aturan Peralihan 
Undang-Undang Dasar 1945, yang 
mengatakan bahwa segala badan 
negara dan peraturan yang ada masih 
langsung berlaku, selama belum 
diadakan yang baru menurut 
Undang-Undang Dasar 1945 ini.
Perkembangan lembaga notaris di 
Indonesia, mulai masuk pada permu-
laan abad ke 17. Menurut Jan Pie- 
terszoon Coen di Jacatra  (sekarang 
Jakarta) antara tahun 1617 sampai 
1629, untuk keperluan para 
penduduk dan para pedagang perlu 
mengangkat seorang notaris, yang 
disebut Notarium Publicum (Lum-
ban Tobing1,1983:15).   Sejak tang-
gal 27 Agustus 1620 diangkat notaris 
pertama di Indonesia yaitu Melchior 
Kerchem, sebagai sekretaris College 
Van Schepenen (urusan perkapalan 
kota) di Jakarta untuk merangkap 
sebagai notaris yang berkedudukan 
di Jakarta. Tugas dari Melchior 
Kerchem sebagai notaris dalam surat 
pengangkatannya, yaitu melayani 
dan melakukan semua surat libel 
(Smaadschrift) yang bahasa Indone-
sianya yaitu tulisan menghina/menis-
ta, surat wasiat di bawah tangan, 
persiapan penerangan, akta perjanji-
an perdagangan, perjanjian kawin, 
surat wasiat, dan akta-akta lainnya 
dan ketentuan-ketentuan yang perlu 
Daerah Tingkat kotapraja (Komar 
Andasasmita,1981:37). Setelah pe- 
ngangkatan notaris pertama jumlah 
notaris di Indonesia kian berkem-
bang dan pada tahun 1650 di Batavia 
hanya ada dua orang notaris yang 
diangkat. 
Menurut kenyataannya para 
notaris pada waktu itu tidak mempu-
nyai kebebasan didalam menjalan- 
kan jabatannya, karena notaris pada 
masa itu adalah pegawai dari Vereni-
gde Oost Indie Compagnie (VOC). 
Bahkan tahun 1632 dikeluarkan 
plakat yang berisi ketentuan bahwa 
notaris, sekretaris dan pejabat lain- 
nya dilarang untuk membuat 
akta-akta transport, jual beli, surat 
wasiat dan lain-lain akta, jika tidak 
mendapat persetujuan terlebih 
dahulu dari Gubernur Jenderal dan 
daden van indie dengan ancaman 
akan kehilangan jabatannya. Namun 
dalam prakteknya ketentuan tersebut 
tidak dipatuhi oleh pejabat-pejabat 
atau notaris yang bersangkutan. 
Maksud dan tujuan membawa 
lembaga kenotariatan ke Indonesia 
adalah untuk memenuhi kebutuhan 
akan alat bukti autentik  yang sangat 
dibutuhkan untuk menggunakan hal 
dan kepentingan yang timbul karena 
adanya transaksi dagang yang 
mereka lakukan. Lembaga kenotaria-
tan di Indonesia pada waktu itu 
belum dikenal dan meluas ke 
kota-kota kecil bahkan desa-desa hal 
ini dikarenakan sebelum perang 
dunia ke 2 (dua) hampir seluruh 
notaris yang ada di Indonesia pada 
waktu itu adalah berkebangsaan 
Belanda. Sedangkan yang berke-
bangsaan Indonesia sangat sedikit 
jumlahnya, lagi pula mereka mempu-
nyai kedudukan di kota-kota besar 
sedangkan orang-orang Indonesia 
berada di daerah-daerah. Di samping 
itu tingkat kesadaran dan budaya 
hukum masyarakat Indonesia pada 
waktu itu suatu masyarakat yang 
masih bersifat primordial yang masih 
berpegang teguh pada hukum adat 
serta kaidah-kaidah religius, lebih- 
lebih lagi para pengasuh dari lemba-
ga notiariat itu lebih menitikberatkan 
orientasinya pada hukum barat. 
Semua itu merupakan faktor-faktor 
penghambat yang tidak menguntung-
kan bagi perkembangan dan untuk 
dikenalnya lembaga notariat ini 
dengan cepat dan secara luas dika-
langan masyarakat yang justru harus 
dilayaninya. 
Lembaga kemasyarakatan yang 
dikenal sebagai notariat ini  timbul 
dari kebutuhan dalam pergaulan 
sesama manusia yang menghendai 
adanya alat bukti baginya mengenai 
hubungan hukum keperdataan yang 
ada dan/atau terjadi diantara mereka 
suatu lembaga dengan para pengab-
dinya yang ditugaskan oleh kekua-
saan umum (openbaar gezag) untuk 
dimana dan apabila undang-undang 
mengharuskan sedemikian atau dike-
hendaki oleh masyarakat membuat 
alat bukti tertulis yang mempunyai 
kekuatan autentik. 
Saat ini notaris dikenal sebagai 
orang yang melayani masyarakat 
untuk membuat akta atau doku-
men-dokumen yang autentik. Akan 
tetapi, tugas ini sedikit berbeda 
dengan yang dilakoni para notaris 
pada awal kemunculannya. Saat 
kejayaan bangsa Romawi, tidak 
hanya ada kelompok gladiator di 
sana, tetapi juga hidup sekelompok 
orang yang disebut notarius. 
Berbicara mengenai notaris, 
berarti kita bicara mengenai autenti- 
sitas dokumen. Hal itulah yang men-
jadi salah satu alasan orang berkun-
jung ke notaris. Pengakuan akan sifat 
autentisitas dokumen tersebut tidak 
datang secara serta merta, tetapi 
pengakuan baru muncul pada abad 
ke-13 (tiga belas), sekian ratus tahun 
setelah kemunculan jabatan notaris. 
Beberapa ratus tahun kemudian 
barulah muncul peraturan yang dise-
but ventosewet (Ira Koesoemawati 
dan Yunirman Rijan,2009). 
Di Indonesia, notaris bertindak 
sebagai pelayan masyarakat. Hal ini 
karena notaris adalah pejabat yang 
diangkat oleh pemerintah untuk 
melayani kebutuhan masyarakat 
akan dokumen-dokumen legal yang 
sah. Meskipun status notaris sebagai 
pelayan masyarakat, jangan 
berpikiran bahwa notaris menggu-
nakan pakaian yang sederhana. 
Justru sebaliknya, notaris me- 
ngenakan pakaian yang resmi dan 
eksklusif guna menunjukkan profe-
sionalisme dan keseriusan mereka. 
Sebagai seorang dengan jabatan 
notaris sudah seharusnya orang 
tersebut dalam menjalankan jabatan-
nya lebih “diistimewakan” kedudu-
kannya dalam hukum dibandingkan 
dengan orang lain. Namun seorang 
notaris di luar jabatannya adalah 
orang yang memiliki kedudukan 
yang sama dengan orang yang lain 
(equality before the law). 
Tentu saja ada beberapa hal yang 
harus dipenuhi untuk menjadi 
seorang notaris. Tidak mungkin 
seorang notaris dapat berpraktek 
tanpa memiliki kemampuan mema-
dai. Latar belakang pendidikan 
hukum merupakan sebuah kenis-
cayaan. Setelah lulus dari fakultas 
hukum, seorang calon notaris wajib 
mengikuti kuliah bidang kenotaria-
tan atau menempuh pendidikan 
Strata 2 (dua)  hukum bidang keno-
tariatan. Tidak cukup berbekal 
pendidikan formil saja untuk menja-
di profesi notaris di Indonesia. Syarat 
lain menjadi calon notaris di Indone-
sia secara umum adalah orang yang 
berkewarganegaraan Indonesia. Oleh 
karena seorang notaris adalah peja-
bat umum yang diangkat oleh negara 
untuk mewakili negara dalam pem-
buatan akta-akta autentik yang 
dibuat berisi hal-hal yang sifatnya 
rahasia. Tentu akan berbahaya, jika 
jabatan ini dipegang oleh seorang 
warga negara asing. Bisa–bisa raha-
sia negeri ini jatuh ke tangan negara 
lain. 
Menjadi notaris yang baik ditun-
tut untuk memiliki kedewasaan yang 
matang. Menurut Kitab Undang-Un-
dang Hukum Perdata (selanjutnya 
disingkat KUHPerdata) bahwa usia 
dewasa seseorang adalah 21 (duapu-
luh satu) tahun, tetapi seseorang 
untuk dapat menjadi notaris 
berdasarkan berdasarkan Undang- 
Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang 
perubahan Undang-Undang 30 
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 
(UUJN) haruslah berusia 27 (dua 
puluh tujuh) tahun. 
Di Indonesia para notaris berhim-
pun dalam sebuah wadah perkumpu-
lan yang bernama Ikatan Notaris 
Indonesia (yang selanjutnya dising-
kat INI). INI merupakan perkumpu-
lan notaris yang legal dan sudah 
berbadan hukum sesuai SK Menteri 
Kehakiman Replubik Indonesia 
tanggal 23 Januari 1995 Nomor 
C210221.HT.01.06. 
Hak ingkar ini mulai diperbin-
cangkan berawal dengan ditariknya 
seorang notaris sebagai salah satu 
tergugat dalam suatu perkara perdata 
antara Badan Penyehatan Perbankan 
Nasional (Kreditur) selaku penggu-
gat dan nasabah debitur selaku 
tergugat, dengan obyek sengketa 
adanya 2 (dua) salinan akta penga-
kuan hutang yang dibuat dihadapan 
notaris yang sama dengan nomor dan 
tanggal yang sama, namun substansi 
jumlah hutangnya berbeda dalam 2 
(dua) salinan akta tersebut. Ma- 
sing-masing pihak berpegang kepada 
salinan akta pengakuan hutangnya. 
Dalam kasus ini majelis hakim 
melalui suratnya kepada majelis 
pengawas notaris telah meminta 
persetujuan agar foto copy minuta 
aktanya dapat dibawa oleh notaris 
yang bersangkutan dalam sidang 
pengadilan (Pieter Latumeten,2012).
Selain kewajiban untuk melaku-
kan hal-hal yang telah diatur dalam 
UU, notaris masih memiliki suatu 
kewajiban lain. Hal ini berhubungan 
dengan sumpah/janji notaris yang 
berisi bahwa notaris akan meraha-
siakan isi akta dan keterangan yang 
diperoleh dalam pelaksanaan jabatan 
notaris. Secara umum, notaris wajib 
merahasiakan isi akta dan keterangan 
yang diperoleh dalam pembuatan 
akta notaris, kecuali diperintahkan 
oleh undang-undang bahwa notaris 
tidak wajib merahasiakan dan mem-
berikan keterangan yang diperlukan 
yang berkaitan dengan akta tersebut. 
Dengan demikian, hanya undang-un-
dang saja yang dapat memerintahkan 
notaris untuk membuka rahasia isi 
akta dan keterangan/pernyataan yang 
diketahui oleh notaris yang berkaitan 
dengan pembuatan akta yang dimak-
sud.
Hal ini dikenal dengan “kewa-
jiban ingkar” notaris (Tan Thong 
Kie,2000:67) Instrumen untuk 
ingkar bagi notaris ditegaskan 
sebagai salah satu kewajiban notaris 
yang disebut dalam Pasal 16 ayat (1) 
huruf e UUJN, sehingga kewajiban 
ingkar untuk notaris melekat pada 
tugas jabatan notaris. Kewajiban 
ingkar ini mutlak harus dilakukan 
dan dijalankan oleh notaris, kecuali 
ada undang-undang yang memerin-
tahkan untuk menggugurkan kewa-
jiban ingkar tersebut. Kewajiban 
untuk ingkar ini dapat dilakukan 
dengan batasan sepanjang notaris 
diperiksa oleh instansi mana saja 
yang berupaya untuk meminta 
pernyataan atau keterangan dari 
notaris yang berkaitan dengan akta 
yang telah atau pernah dibuat oleh 
atau di hadapan notaris yang  ber-
sangkutan.
Pasal 1909 Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata (KUHPerdata) 
mewajibkan setiap orang yang cakap 
untuk menjadi saksi, untuk memberi-
kan kesaksian di muka pengadilan. 
Pada umumnya semua orang dapat 
menjadi saksi, akan tetapi dalam 
KUHAP (Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana) juga mengatur 
beberapa pihak yang tidak dapat 
menjadi saksi, yaitu dalam Pasal 168 
KUHAP dan Pasal 170 KUHAP. 
Pasal 168 KUHAP memberikan 
pengecualian bagi saksi yang mem-
punyai hubungan kekeluargaan 
dengan terdakwa dan dalam Pasal 
170 ayat (1) KUHAP memberikan 
verschoningsrecht (hak mengundur-
kan diri) dari pemberian kesaksian 
bagi mereka yang karena jabatan, 
harkat martabat dan  pekerjaannya 
wajib menyimpan rahasia.  
Baik menurut Pasal 322 KUHP 
(Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana) maupun menurut Pasal 146 
HIR dan 277 RIB ada kategori-kate-
gori orang yang karena jabatan atau 
pekerjaannya dianggap sebagai 
wajib penyimpan rahasia. Dalam 
Pasal 322 KUHP diadakan sanksi 
pidana terhadap mereka dari kate-
gori-kategori tersebut yang dengan 
sengaja membuka rahasia itu, 
sedangkan menurut Pasal 146 HIR 
dan Pasal 277 RIB mereka boleh 
menolak untuk memberi kesaksian 
mengenai rahasia tersebut (S 
Lumban Tobing (1933:4). 
Penerapan Hak Ingkar Notaris 
Dalam Perkara Perdata dan 
Pidana 
Dalam praktiknya, jika ternyata 
notaris sebagai saksi atau tersangka, 
tergugat, ataupun dalam pemerik-
saan oleh Majelis Pengawas Notaris 
membuka rahasia dan memberikan 
keterangan/pernyataan yang seharus-
nya wajib dirahasiakan, sedangkan 
undang-undang tidak memerintah-
kannya, maka atas pengaduan pihak 
yang merasa dirugikan dapat menun-
tut notaris yang bersangkutan. 
Dalam hal ini, dapat dikenakan Pasal 
322 ayat (1) dan (2) KUHP, yaitu 
membongkar rahasia, yang padahal 
sebenarnya notaris wajib menyim-
pannya. Bahkan sehubungan dengan 
perkara perdata, yaitu apabila notaris 
berada dalam kedudukannya sebagai 
saksi, maka notaris dapat meminta 
untuk dibebaskan dari kewajibannya 
untuk memberikan kesaksian, karena 
jabatannya menurut undang-undang 
diwajibkan untuk merahasiakannya 
(R.Soegondo Notodisoerjo,1982:97- 
98). 
Larangan notaris merupakan 
suatu tindakan yang dilarang untuk 
dilakukan oleh notaris. Jika larangan 
ini dilanggar oleh notaris, maka 
kepada notaris yang melanggar akan 
dikenakan sanksi sebagaimana yang 
tersebut dalam Pasal 85 UUJN. 
Kewajiban bagi notaris untuk 
mengucapkan sumpah sebelum men-
jalankan jabatannya sebagai notaris 
telah ada sejak dari dahulu. Dalam 
sumpah jabatan notaris ditetapkan 
bahwa notaris berjanji di bawah 
sumpah untuk merahasiakan sera-
pat-rapatnya isi akta-akta sesuai 
dengan ketentuan-ketentuan peratu- 
ran-peraturan itu. Peraturan-peratu- 
ran yang  dimaksudkan itu adalah 
peraturan-peraturan dalam Undang- 
Undang Jabatan Notaris khususnya 
Pasal 16, yang berisikan larangan 
bagi notaris untuk memberikan 
grosse akta, salinan/kutipan atau 
memperlihatkan atau memberitahu-
kan isi akta-aktanya selain kepada 
orang-orang yang langsung berke- 
pentingan pada akta itu, para ahli 
warisnya dan para penerima hak 
mereka, kecuali yang dalam hal-hal 
yang diatur dalam peraturan-peratu- 
ran umum. 
Pasal 4 Undang-Undang Jabatan 
Notaris menyatakan lebih luas, 
bahwa kewajiban merahasiakan ini 
juga meliputi keterangan yang diper-
oleh notaris dalam pelaksanaan 
jabatannya. Hal ini lebih karena 
jabatan yang dipangku oleh notaris 
adalah jabatan kepercayaan dan 
justru oleh karena itu seseorang 
bersedia mempercayakan sesuatu 
kepercayaan kepadanya. 
Wajib menyimpan atau meme-
gang rahasia ini dapat diketahui dari 
kode etik profesi. Point ke-5 Sumpah 
Jabatan Notaris menyatakan : 
“Bahwa saya akan merahasiakan 
serapat-rapatnya isi akta-akta selaras 
dengan ketentuan-ketentuan peratu- 
ran ini.” Etika memberikan kewa-
jiban bagi kaum profesional hukum 
sebagai aparat atau pejabat untuk 
menyimpan rahasia, sehingga secara 
etis pula tidak dibenarkan kaum 
profesional hukum membuka rahasia 
yang diberitahukan, dipercayakan 
dan diperolehnya, dari klien (Liliana 
Tedjosaputro,2003:80). 
Notaris masih dapat meraha-
siakan semua apa yang diberitahukan 
kepadanya dalam jabatannya terse-
but termasuk isi-isi akta dengan 
mempergunakan hak yang diberikan 
kepadanya dalam Pasal 1946 ayat (3) 
(Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdata 
(Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata)) dan Pasal 148 KUHP 
(Pasal 146 ayat (3) HIR) untuk me- 
ngundurkan diri sebagai saksi apabi-
la ia dipanggil sebagai saksi untuk 
didengar keterangannya di muka 
pengadilan. 
Apabila notaris dipanggil menjadi 
saksi di muka persidangan penga-
dilan, ia berdasarkan Pasal 1909 ayat 
(2) KUHPerdata dan Pasal-pasal 146 
HIR dan 227 RIB, dapat mempergu-
nakan haknya untuk mengundurkan 
diri sebagai saksi, dengan jalan 
menuntut penggunaan Verschonings-
recht (dahulu “hak ingkar”). 
Verschoningsrecht (hak mengundur-
kan diri) merupakan pengecualian 
terhadap ketentuan umum yang dise-
but tadi, yaitu bahwa setiap orang 
yang dipanggil sebagai saksi, wajib 
memberikan kesaksian (ibid:20).  
Verschoningsrecht berbeda de- 
ngan wraken, dalam kamus hukum 
Yan Pramadya Puspa Verschonings-
recht diartikan sebagai permohonan 
agar dibebaskan dari, hak mengun-
durkan diri (Yan Pramadya Puspa, 
1977:253).
 Sedangkan wraken dalam kamus 
Belanda – Indonesia Datje Rahajoe-
koe diartikan sebagai menolak, 
menolak sebagai saksi Datje Rahajoe 
Koesoemah,1991:302).  Wraken (hak 
ingkar) ada pada pihaknya, penggu-
gat maupun tergugat; mengingkari 
kewenangan hakim yang memeriksa 
perkara karena mempunyai kepenti- 
ngan atau hubungan dengan perkara 
yang diperiksanya. Hak ingkar inilah 
yang dimaksud sebagaimana diatur 
dalam Pasal 28 Undang-undang 
Pokok Kekuasaan Kehakiman 
Nomor 14 Tahun 1970.  
Kewenangan Majelis Pengawas 
Notaris Memberikan Izin Keha- 
diran Notaris Dalam Sidang Pen-
gadilan
Pertanyaan yang sering muncul 
adalah dapatkah notaris dipaksa 
untuk hadir sebagai saksi dalam 
perkara perdata dan apakah untuk 
bertindak sebagai saksi, diperlukan 
persetujuan majelis pengawas notaris 
sebagaimana yang dimaksud dalam 
pasal 66 Undang-Undang Jabatan 
Notaris. Pertanyaan-pertanyaan di- 
atas merupakan pertanyaan yang 
sering muncul yang memerlukan 
jawaban.
Majelis Pengawas adalah suatu 
badan yang mempunyai kewenangan 
dan kewajiban untuk melaksanakan 
pembinaan dan pengawasan terhadap 
Notaris. Menurut Pasal 1 ayat (6) 
Undang-Undang Nomor 2 tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN), Majelis Pengawas 
Notaris merupakan suatu badan yang 
memiliki wewenang dan untuk 
melakukan pembinaan dan penga-
wasan terhadap Notaris. Menurut 
Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Nomor M.02. 
PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata 
Cara Pengangkatan Anggota, Pem-
berhentian Anggota, Susunan Orga- 
nisasi, Tata Kerja dan Tata Cara 
Pemeriksaan Majelis Pengawas 
Notaris, Majelis Pengawas Notaris 
adalah suatu badan yang mempunyai 
kewenangan dan kewajiban untuk 
melaksanakan pengawasan dan pem-
binaan terhadap Notaris.  
Menurut Peraturan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Nomor M.02. 
PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata 
Cara Pengangkatan Anggota, Pem-
berhentian Anggota, Susunan Orga- 
nisasi, Tata Kerja dan Tata Cara 
Pemeriksaan Majelis Pengawas 
Notaris, Majelis Pengawas Notaris 
yaitu Majelis Pengawas yang tugas- 
nya memberi pembinaan dan penga-
wasan kepada notaris dalam men-
jalankan jabatan profesinya sebagai 
pejabat umum yang senantiasa 
meningkatkan profesionalisme dan 
kualitas kerjanya sehingga dapat 
memberikan jaminan kepastian dan 
perlindungan hukum bagi penerima 
jasa Notaris dan masyarakat luas
Menurut Pasal 1 ayat (6) Peratu- 
ran Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Nomor: 
M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang 
Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, 
Pemindahan dan Pemberhentian 
Notaris, Majelis Pengawas Notaris 
adalah suatu badan yang mempunyai 
kewenangan dan kewajiban untuk 
melaksanakan pembinaan dan 
pengawasan terhadap Notaris.
Menurut Pasal 1 ayat (7) Peratur-
an Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Nomor: 
M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang 
Pengambilan  Minuta Akta dan 
Pemanggilan Notaris, yang dimak-
sud dengan Majelis Pengawas 
Daerah adalah suatu badan yang 
mempunyai kewenangan dan kewa-
jiban untuk melaksanakan penga-
wasan dan pembinaan terhadap 
Notaris yang berkedudukan di Kabu-
paten atau kota. Selanjutnya dalam  
Peraturan Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia 
tersebut juga dijelaskan tingka-
tan-tingkatan Majelis Pengawas 
Notaris.
Dalam Pasal 68, Pasal 69 ayat (1), 
Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 76 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN), disebutkan bahwa 
tingkatan-tingkatan Majelis Penga-
was Notaris tersebut meliputi :  
1   Majelis Pengawas Daerah Notaris 
berkedudukan di kota atau kabu-
paten;  
2   Majelis Pengawas Wilayah Nota- 
ris dibentuk dan berkedudukan di 
Ibukota Propinsi; 
3  Majelis Pengawas Pusat Notaris 
dibentuk dan berkedudukan di 
Ibukota Negara Kesatuan Repu- 
blik Indonesia
Wewenang Majelis Pengawas 
Daerah Notaris berkaitan dengan 
pengambilan Minuta Akta dan/ atau 
pemanggilan Notaris baik sebagai 
saksi maupun sebagai tersangka  
oleh Penyidik, Penuntut Umum atau 
Hakim, yaitu:  
1. Prosedur Pengambilan Minuta 
Akta oleh Penyidik, Penuntut 
Umum atau Hakim, dalam Pasal 8 
ayat 1, Pasal 9 sampai dengan 11, 
yaitu: 
a.  Penyidik, Penuntut Umum atau 
Hakim untuk kepentingan 
proses peradilan dapat me- 
ngambil Minuta Akta dan/ atau 
surat-surat yang dilekatkan 
pada Minuta Akta atau 
Protokol Notaris yang terdapat 
dalam Penyimpanan Notaris, 
dengan meminta kepada 
Notaris yang bersangkutan 
untuk membawa Minuta Akta 
dan/ atau sutat-surat yang 
dilekatkan pada Minuta Akta 
atau Protokol Notaris yang 
terdapat dalam Penyimpanan 
Notaris, dengan syarat harus 
megajukan permohonan tertu-
lis pada Majelis Pengawas 
Daerah Notaris setempat.
b. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris memberikan persetu-
juan untuk pengambilan 
Minuta Akta dan atau surat-su-
rat yang dilekatkan pada 
Minuta Akta atau Protokol 
Notaris dalam Penyimpanan 
Notaris oleh Penyidik, Penun-
tut Umum atau Hakim untuk 
kepentingan proses peradilan, 
apabila: 
1   Ada dugaan tindak pidana 
yang terkait dengan 
Minuta Akta dan/ atau 
surat-surat yang dilekat-
kan pada Minuta Akta atau 
Protokol Notaris dalam 
penyimpanan Notaris;  
2    Belum gugur hak menuntut 
berdasarkan ketentuan 
tentang daluarsa peraturan 
perundang-undangan di 
bidang pidana;  
3    Ada penyangkalan keabsa-
han tanda tangan dari para 
pihak;  
4   Ada dugaan pengurangan 
atau penambahan dari 
Minuta Akta; 
5   Ada dugaan Notaris me- 
lakukan pemunduran 
tanggal akta. 
c. Persetujuan Majelis Penga-
was Daerah Notaris diberikan 
setelah mendengar keterangan 
dari Notaris yang bersangku-
tan;
d. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris tidak memberikan 
persetujuan untuk pengambi-
lan Minuta Akta dan/ atau 
surat-surat yang dilekatkan 
pada Minuta Akta atau Pro- 
tokol Notaris dalam penyim-
panan Notaris, apabila tidak 
memenuhi ketentuan pada 
Pasal  9;
e. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dalam waktu paling 
lambat 14 (empat belas) hari 
sejak permohonan pengambi-
lan Minuta Akta dan/atau 
surat-surat yang dilekatkan 
Pada Minuta Akta atau 
Protokol Notaris oleh Penyi- 
dik, Penuntut Umum atau 
Hakim harus memberikan 
persetujuan atau tidak mem-
berikan persetujuan terhadap 
pengambilan tersebut; 
f. Jika jangka waktu 14 (empat 
belas) hari itu terlampaui maka 
Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dianggap menyetujui 
pengambilan Minuta Akta 
dan/ atau surat-surat yang 
dilekatkan pada Minuta Akta 
atau Protokol Notaris.
2. Prosedur Pemanggilan Notaris 
oleh Penyidik, Penuntut Umum 
atau Hakim dalam Pasal 14 
sampai dengan Pasal 18:  
a. Penyidik, Penuntut Umum 
atau Hakim, untuk kepenti- 
ngan proses peradilan dapat 
memanggil Notaris sebagai 
saksi, tersangka atau terdakwa 
dengan mengajukan permo-
honan tertulis kepada Majelis 
Pengawas Daerah Notaris 
setempat; 
b. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dapat memberikan 
persetujuan pemanggilan No- 
taris sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 ayat (1) apabi-
la: 
Ada dugaan tindak pidana yang 
berkaitan dengan Minuta Akta dan 
atau surat-surat yang dilekatkan pada 
Minuta Akta atau Protokol Notaris 
yang terdapat dalam penyimpanan 
Notaris;  
1. Belum gugurnya hak menun-
tut berdasarkan ketentuan 
tentang daluarsa dalam pera-
turan perundang-undangan 
dibidang pidana; 
c. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris  dapat memberi per- 
setujuan kepada Penyidik, 
Penuntut Umum atau Hakim 
setelah mendengar keterangan 
dari Notaris yang bersangku-
tan;
d. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris tidak memberikan per- 
setujuan pemanggilan Notaris 
sebagai saksi, tersangka atau 
terdakwa kepada Penyidik, 
Penuntut Umum atau Hakim, 
apabila tidak memenuhi per- 
syaratan dalam Pasal 15;
e. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris wajib memberikan 
persetujuan atau tidak mem-
berikan persetujuan secara 
tertulis dalam jangka waktu 
paling lambat 14 (empat belas) 
hari sejak permohonan secara 
tertulis untuk pemanggilan 
Notaris sebagai saksi, tersang-
ka atau terdakwa yang diaju-
kan oleh Penyidik, Penuntut 
Umum atau Hakim kepada 
Majelis Pengawas Notaris;
f. Jika jangka waktu 14 (empat 
belas) hari terlampaui dan 
Majelis Pengawas Daerah 
Notaris tidak memberikan 
persetujuan atau penolakan 
persetujuan pemanggilan 
Notaris sebagai saksi, tersang-
ka atau terdakwa secara tertu-
lis kepada Penyidik, Penuntut 
Umum atau Hakim, maka 
Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dianggap menyetujui 
pemanggilan Notaris.
Simpulan
Pada dasarnya hak ingkar adalah 
hak untuk mengundurkan diri dari 
memberikan kesaksian dimuka 
Pengadilan dalam masalah Perdata 
maupun Pidana. Dalam perkara 
perdata, notaris lebih leluasa untuk 
menggunakan hak ingkar yang dibe- 
rikan undang-undang kepadanya. 
Istilah hak ingkar ini merupakan 
terjemahan dari bahasa Belanda 
verschoningsrecht yang artinya 
adalah hak untuk dibebaskan dari 
memberikan keterangan sebagai 
saksi dalam suatu perkara perdata 
maupun pidana. Hak ini merupakan 
pengecualian dari prinsip umum 
bahwa setiap orang yang dipanggil 
sebagai saksi wajib memberikan 
kesaksian itu. Hak Ingkar dapat 
dilihat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 
e UU No 30 Tahun 2004 jo UU No 
No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan 
Notaris.
Hak ingkar ini dalam praktek 
masih membingungkan para notaris 
untuk menggunakannya. Hal ini 
disebabkan karena hak ingkar masih 
berimplikasi dalam pelaksanaannya 
khususnya dalam perkara pidana. 
Dalam perkara pidana yang dicari 
adalah kebenaran materil sehingga 
kehadiran Notaris sebagai saksi 
sangat diperlukan, berlainan dengan 
perkara perdata yang mencari kebe-
naran formil. Kehadiran notaris 
sudah dapat dianggap ada dengan 
dihadirkan akta notaris yang dibuat 
oleh notaris yang bersangkutan. 
Menurut Peraturan Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia, pada dasarnya Majelis 
Pengawas Daerah Notaris mempu-
nyai kewenangan untuk Memberikan 
Izin Kehadiran Notaris Dalam 
Sidang Pengadilan sepanjang tidak 
bertentangan dengan peraturan dan 
undang-undang.
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Pendahuluan 
Pasca disahkannya Undang-Un-
dang Jabatan Notaris yakni Undang- 
Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang 
perubahan Undang-Undang 30 
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 
(UUJN), peranan notaris memasuki 
era baru. Lahirnya Undang-Undang 
Jabatan Notaris mengakhiri hampir 2 
abad berlakunya Peraturan Jabatan 
Notaris yaitu Reglement op Het 
Notaris Ambt in Indonesie (Stb. 
1860:3) yang mengatur mengenai 
jabatan notaris. Peraturan Jabatan 
Notaris Staatblad 1860 Nomor 3 ini 
dianggap tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan hukum dan kebutu-
han masyarakat Indonesia. Oleh 
karena itu, Peraturan Jabatan Notaris 
ini harus diganti untuk disesuaikan 
dengan kondisi dan perkembangan 
masyarakat Indonesia. Lahirnya 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN) merupakan tero-
bosan baru untuk memastikan bahwa 
fungsi notaris sebagai pejabat umum 
dapat terlaksana dengan baik.
Notaris merupakan salah satu 
pejabat negara yang kedudukannya 
sangat dibutuhkan di masa sekarang 
ini. Di masa modern ini, masyarakat 
sudah banyak tidak lagi mengenal 
perjanjian yang berdasarkan atas 
kepercayaan satu sama lain seperti 
yang mereka kenal dulu. Dahulu 
perjanjian-perjanjian menurut hu- 
kum adat tidak dibuat dalam bentuk 
tertulis, dilakukan secara lisan saja, 
oleh karena adanya saling percaya 
mempercayai. Tuntut menuntut 
boleh dikatakan sangat jarang sekali 
terjadi akibat tidak dipenuhinya 
perjanjian yang dilakukan. Oleh 
karenanya jika timbul perselisihan 
diantara mereka maka para pihak 
hanya mengajukan saksi-saksi yang 
dapat membenarkan atau menguat-
kan dalil-dalil yang dimajukan di 
muka persidangan. Oleh karena itu 
pembuktian dengan saksi dalam 
hukum adat sangatlah penting. 
Berlainan dengan sekarang 
dimana para pihak dalam membuat 
perjanjian memerlukan bentuk tertu-
lis. Bukti fisik dari perjanjian itu 
yang diperlukan. Oleh karena itu,  
setiap perjanjian yang dilakukan oleh 
masyarakat pasti akan mengarah 
kepada notaris sebagai sarana keab-
sahan perjanjian yang mereka laku-
kan. Notaris dianggap yang melahir-
kan bukti fisik dari perjanjian yang 
disepakati oleh para pihak. Oleh 
karena itulah, kedudukan notaris 
menjadi semakin penting di masa 
sekarang ini.
Sebagaimana pejabat negara lain 
yang mempunyai wewenang 
tersendiri khusus untuk pejabat 
negara bidang yang dimaksud, maka 
notaris juga memiliki kewenangan 
tersendiri yang tidak dimiliki oleh 
pejabat negara yang lainnya karena 
masing-masing pejabat Negara ini 
mempunyai kewenangan yang 
berbeda satu sama lain. 
Selain kewenangannya, para 
notaris juga memiliki kewajiban dan 
larangan yang wajib mereka patuhi 
dalam pelaksanaan tugas jabatannya. 
Kewenangan, kewajiban dan lara- 
ngan adalah konsekuensi logis dari 
adanya suatu jabatan. Dengan 
berdasar pada Undang-Undang 
Nomor 2 tahun 2014 tentang peruba-
han Undang-Undang 30 Tahun 2004 
tentang Jabatan Notaris (UUJN), 
para notaris di Indonesia wajib untuk 
memahami apa yang menjadi 
wewenang dan kewajiban mereka 
serta larangan yang tidak boleh 
dilakukan dalam pelaksanaan tugas 
jabatannya.
Sebagaimana diketahui bahwa 
Akta Notaris yang merupakan suatu 
akta otentik yang memiliki kekuatan 
pembuktian lengkap atau sempurna 
dalam sengketa hukum perdata, 
ternyata dapat mengalami penurunan 
status (degradasi) dari kekuatan bukti 
lengkap dan sempurna menjadi 
permulaan bukti seperti akta dibawah 
tangan, dan dapat cacat hukum yang 
menyebabkan kebatalan atau ketidak 
absahan akta tersebut. Apabila terjadi 
degradasi dari akta otentik menjadi 
akta dibawah tangan atau bahkan 
batal demi hukum maka hal itu akan 
menimbulkan kerugian bagi para 
pihak. Oleh karenanya Notaris terse-
but dapat digugat oleh pihak. Pihak 
yang menderita kerugian dapat 
menuntut dengan tuntutan melaku-
kan perbuatan melanggar hukum 
(onrechtmatige daad ) yang disyarat-
kan dalam pasal 1365 maupun dalam 
pasal 1367 KUH Perdata atau ingkar 
janji atau wanprestasi menurut pasal 
1234 KUH Perdata.
Sanksi administrasi terhadap 
Notaris yang melanggar ketentuan 
peraturan perundang-undangan ada 5 
jenis sanksi administrasi yang 
berlakunya secara berjenjang yaitu 
berupa : 1. Teguran lisan, 2. Teguran 
tertulis, 3. Pemberhentian sementara, 
4. Pemberhentian dengan hormat, 
dan 5. Pemberhentian tidak hormat. 
Sedangkan penjatuhan sanksi pidana 
terhadap Notaris dapat dilakukan 
sepanjang memenuhi rumusan 
pelanggaran yang tersebut dalam 
Undang-Undang Jabatan Notaris, 
kode etik jabatan notaris, juga harus 
memenuhi unsur-unsur dalam KUH-
Pidana.
Pada dasarnya hak ingkar adalah 
hak untuk mengundurkan diri dari 
memberikan kesaksian dimuka 
Pengadilan dalam masalah Perdata 
maupun Pidana. Dalam perkara 
perdata, notaris lebih leluasa untuk 
menggunakan hak ingkar yang dibe- 
rikan undang-undang kepadanya. 
Istilah hak ingkar ini merupakan 
terjemahan dari bahasa Belanda 
verschoningsrecht yang artinya 
adalah hak untuk dibebaskan dari 
memberikan keterangan sebagai 
saksi dalam suatu perkara perdata 
maupun pidana. Hak ini merupakan 
pengecualian dari prinsip umum 
bahwa setiap orang yang dipanggil 
sebagai saksi wajib memberikan 
kesaksian itu.
Akan tetapi, terlepas dari itu 
semua haruslah digarisbawahi bahwa 
hak ingkar adalah “hak” bukan 
kewajiban. Dengan pengertian 
bahwa Notaris tetaplah dihadapkan 
pada akibat hukum tertentu apabila 
menggunakan atau tidak menggu-
nakan hak yang telah diberikan oleh 
undang-undang tersebut. Untuk 
itulah notaris diberikan kesempatan 
terlebih dahulu untuk memutuskan 
apakah akan menggunakan hak 
ingkar dalam pemberian suatu kesak-
sian atau tidak. Jadi jelas bahwa 
Undang-undang meletakkan kewa-
jiban secara umum kepada setiap 
orang yang cakap menjadi saksi 
untuk memberikan kesaksian di 
muka pengadilan, baik dalam proses 
perdata maupun pidana. 
Tulisan singkat ini akan mencoba 
memahami ruang lingkup hak ingkar. 
Hak ingkar ini merupakan bagian 
yang tak terpisahkan dari bagian 
kode etik Notaris. Undang-Undang 
Jabatan Notaris dalam penerapannya 
pada perkara perdata maupun perka-
ra pidana akan melibatkan notaris 
sebagai pihak atau sebagai saksi. 
Disamping itu juga sekaligus untuk 
menjawab apakah majelis pengawas 
notaris memiliki kewenangan untuk 
memberikan persetujuan kepada 
hakim dalam pemanggilan notaris 
sebagai saksi dan atau pengambilan 
foto copy minuta, surat-surat lainnya 
yang dilekatkan pada minuta akta 
dan protokol notaris  yang berada 
dalam penyimpanan atau pengambi-
lan minuta akta, surat surat yang 
dilekatkan pada minuta akta dan 
protokol notaris dalam penyim-
panan, sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2014 tentang perubahan 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2004 tentang Jabatan Notaris.
Permasalahan
Berdasarkan latar belakang terse-
but, maka permasalahan yang akan 
dikaji dalam tulisan ini adalah
1. Apakah yang dimaksud dengan 
hak ingkar Notaris dan dasar 
hukum pengaturannya? 
2. Bagaimana hak ingkar notaris 
sebagai saksi dapat diterapkan 
dalam perkara perdata dan pidana 
dalam sidang pengadilan? 
3. Apakah majelis pengawas notaris 
mempunyai kewenangan untuk 
memberikan izin kehadiran 
Notaris dalam sidang pengadilan?
Pembahasan
Hak Ingkar Notaris dan Dasar 
Hukum Pengaturannya
 Sebelum membahas lebih 
lanjut mengenai hak ingkar dan dasar 
hukum serta kewenangan majelis 
pengawas notaris untuk merekomen-
dasikan dapat dipanggilnya notaris 
sebagai saksi dalam perkara perdata 
dan pidana maka terlebih dahulu 
akan diuraikan mengenai sejarah 
mulai berkembangnya notaris ini. 
Sejarah perkembangan Notaris ini 
penting diketahui agar dapat dipaha-
mi bagaimana sebetulnya pengaruh 
hak ingkar notaris tersebut perlu 
dipahami oleh semua pihak, terutama 
hakim dan penyidik polisi. 
Notaris adalah sebuah profesi 
yang dapat dilacak balik ke abad ke 
2-3 pada masa Roma Kuno, dimana 
mereka dikenal sebagai scribae, 
tabellius atau notarius. Pada masa 
itu, mereka adalah golongan orang 
yang mencatat pidato. Istilah notaris 
diambil dari nama pengabdinya, 
Notarius, yang kemudian menjadi 
istilah/titel bagi golongan orang 
penulis cepat atau stenografer. Nota- 
ris adalah salah satu cabang dari 
profesi hukum yang tertua di dunia.
Sekitar abad ke 5, notaris diang-
gap sebagai pejabat istana. Di Italia 
utara sebagai daerah perdagangan 
utama pada abad ke 11 - 12, dikenal 
Latijnse Notariat, yaitu orang yang 
diangkat oleh penguasa umum, 
dengan tujuan melayani kepentingan 
masyarakat umum, dan boleh 
mendapatkan honorarium atas 
jasanya oleh masyarakat umum.
Latijnse notariat ini murni berasal 
dari Italia Utara, bukan sebagai 
pengaruh hukum Romawi Kuno. 
Pada tahun 1888, terbitlah buku 
Formularium Tabellionum oleh Ime-
rius, pendiri sekolah Bologna, dalam 
rangka peringatan 8 abad sekolah 
hukum Bologna. Berturut-turut sera-
tus tahun kemudian ditebitkan 
Summa Artis Notariae oleh Rantero 
dari Perugia, kemudian pada abad ke 
13 buku dengan judul yang sama 
diterbitkan oleh Rolandinus 
Passegeri. Ronaldinus Passegeri 
kemudian juga menerbitkan Flos 
Tamentorum. Buku-buku tersebut 
menjelaskan definisi notaris, fungsi, 
kewenangan dan kewajiban-kewa-
jibannya.
Sebelum diperlakukan 
Undang-Undang Nomor 2 tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN), Negara Indonesia 
masih mempergunakan dan memakai 
peraturan Jabatan Notaris yang 
berasal dari produk bangsa Belanda 
sebagai bangsa penjajah. Pember-
lakuan Peraturan Jabatan Notaris 
bangsa penjajah ini diperkenankan 
oleh Pasal 2 Aturan Peralihan 
Undang-Undang Dasar 1945, yang 
mengatakan bahwa segala badan 
negara dan peraturan yang ada masih 
langsung berlaku, selama belum 
diadakan yang baru menurut 
Undang-Undang Dasar 1945 ini.
Perkembangan lembaga notaris di 
Indonesia, mulai masuk pada permu-
laan abad ke 17. Menurut Jan Pie- 
terszoon Coen di Jacatra  (sekarang 
Jakarta) antara tahun 1617 sampai 
1629, untuk keperluan para 
penduduk dan para pedagang perlu 
mengangkat seorang notaris, yang 
disebut Notarium Publicum (Lum-
ban Tobing1,1983:15).   Sejak tang-
gal 27 Agustus 1620 diangkat notaris 
pertama di Indonesia yaitu Melchior 
Kerchem, sebagai sekretaris College 
Van Schepenen (urusan perkapalan 
kota) di Jakarta untuk merangkap 
sebagai notaris yang berkedudukan 
di Jakarta. Tugas dari Melchior 
Kerchem sebagai notaris dalam surat 
pengangkatannya, yaitu melayani 
dan melakukan semua surat libel 
(Smaadschrift) yang bahasa Indone-
sianya yaitu tulisan menghina/menis-
ta, surat wasiat di bawah tangan, 
persiapan penerangan, akta perjanji-
an perdagangan, perjanjian kawin, 
surat wasiat, dan akta-akta lainnya 
dan ketentuan-ketentuan yang perlu 
Daerah Tingkat kotapraja (Komar 
Andasasmita,1981:37). Setelah pe- 
ngangkatan notaris pertama jumlah 
notaris di Indonesia kian berkem-
bang dan pada tahun 1650 di Batavia 
hanya ada dua orang notaris yang 
diangkat. 
Menurut kenyataannya para 
notaris pada waktu itu tidak mempu-
nyai kebebasan didalam menjalan- 
kan jabatannya, karena notaris pada 
masa itu adalah pegawai dari Vereni-
gde Oost Indie Compagnie (VOC). 
Bahkan tahun 1632 dikeluarkan 
plakat yang berisi ketentuan bahwa 
notaris, sekretaris dan pejabat lain- 
nya dilarang untuk membuat 
akta-akta transport, jual beli, surat 
wasiat dan lain-lain akta, jika tidak 
mendapat persetujuan terlebih 
dahulu dari Gubernur Jenderal dan 
daden van indie dengan ancaman 
akan kehilangan jabatannya. Namun 
dalam prakteknya ketentuan tersebut 
tidak dipatuhi oleh pejabat-pejabat 
atau notaris yang bersangkutan. 
Maksud dan tujuan membawa 
lembaga kenotariatan ke Indonesia 
adalah untuk memenuhi kebutuhan 
akan alat bukti autentik  yang sangat 
dibutuhkan untuk menggunakan hal 
dan kepentingan yang timbul karena 
adanya transaksi dagang yang 
mereka lakukan. Lembaga kenotaria-
tan di Indonesia pada waktu itu 
belum dikenal dan meluas ke 
kota-kota kecil bahkan desa-desa hal 
ini dikarenakan sebelum perang 
dunia ke 2 (dua) hampir seluruh 
notaris yang ada di Indonesia pada 
waktu itu adalah berkebangsaan 
Belanda. Sedangkan yang berke-
bangsaan Indonesia sangat sedikit 
jumlahnya, lagi pula mereka mempu-
nyai kedudukan di kota-kota besar 
sedangkan orang-orang Indonesia 
berada di daerah-daerah. Di samping 
itu tingkat kesadaran dan budaya 
hukum masyarakat Indonesia pada 
waktu itu suatu masyarakat yang 
masih bersifat primordial yang masih 
berpegang teguh pada hukum adat 
serta kaidah-kaidah religius, lebih- 
lebih lagi para pengasuh dari lemba-
ga notiariat itu lebih menitikberatkan 
orientasinya pada hukum barat. 
Semua itu merupakan faktor-faktor 
penghambat yang tidak menguntung-
kan bagi perkembangan dan untuk 
dikenalnya lembaga notariat ini 
dengan cepat dan secara luas dika-
langan masyarakat yang justru harus 
dilayaninya. 
Lembaga kemasyarakatan yang 
dikenal sebagai notariat ini  timbul 
dari kebutuhan dalam pergaulan 
sesama manusia yang menghendai 
adanya alat bukti baginya mengenai 
hubungan hukum keperdataan yang 
ada dan/atau terjadi diantara mereka 
suatu lembaga dengan para pengab-
dinya yang ditugaskan oleh kekua-
saan umum (openbaar gezag) untuk 
dimana dan apabila undang-undang 
mengharuskan sedemikian atau dike-
hendaki oleh masyarakat membuat 
alat bukti tertulis yang mempunyai 
kekuatan autentik. 
Saat ini notaris dikenal sebagai 
orang yang melayani masyarakat 
untuk membuat akta atau doku-
men-dokumen yang autentik. Akan 
tetapi, tugas ini sedikit berbeda 
dengan yang dilakoni para notaris 
pada awal kemunculannya. Saat 
kejayaan bangsa Romawi, tidak 
hanya ada kelompok gladiator di 
sana, tetapi juga hidup sekelompok 
orang yang disebut notarius. 
Berbicara mengenai notaris, 
berarti kita bicara mengenai autenti- 
sitas dokumen. Hal itulah yang men-
jadi salah satu alasan orang berkun-
jung ke notaris. Pengakuan akan sifat 
autentisitas dokumen tersebut tidak 
datang secara serta merta, tetapi 
pengakuan baru muncul pada abad 
ke-13 (tiga belas), sekian ratus tahun 
setelah kemunculan jabatan notaris. 
Beberapa ratus tahun kemudian 
barulah muncul peraturan yang dise-
but ventosewet (Ira Koesoemawati 
dan Yunirman Rijan,2009). 
Di Indonesia, notaris bertindak 
sebagai pelayan masyarakat. Hal ini 
karena notaris adalah pejabat yang 
diangkat oleh pemerintah untuk 
melayani kebutuhan masyarakat 
akan dokumen-dokumen legal yang 
sah. Meskipun status notaris sebagai 
pelayan masyarakat, jangan 
berpikiran bahwa notaris menggu-
nakan pakaian yang sederhana. 
Justru sebaliknya, notaris me- 
ngenakan pakaian yang resmi dan 
eksklusif guna menunjukkan profe-
sionalisme dan keseriusan mereka. 
Sebagai seorang dengan jabatan 
notaris sudah seharusnya orang 
tersebut dalam menjalankan jabatan-
nya lebih “diistimewakan” kedudu-
kannya dalam hukum dibandingkan 
dengan orang lain. Namun seorang 
notaris di luar jabatannya adalah 
orang yang memiliki kedudukan 
yang sama dengan orang yang lain 
(equality before the law). 
Tentu saja ada beberapa hal yang 
harus dipenuhi untuk menjadi 
seorang notaris. Tidak mungkin 
seorang notaris dapat berpraktek 
tanpa memiliki kemampuan mema-
dai. Latar belakang pendidikan 
hukum merupakan sebuah kenis-
cayaan. Setelah lulus dari fakultas 
hukum, seorang calon notaris wajib 
mengikuti kuliah bidang kenotaria-
tan atau menempuh pendidikan 
Strata 2 (dua)  hukum bidang keno-
tariatan. Tidak cukup berbekal 
pendidikan formil saja untuk menja-
di profesi notaris di Indonesia. Syarat 
lain menjadi calon notaris di Indone-
sia secara umum adalah orang yang 
berkewarganegaraan Indonesia. Oleh 
karena seorang notaris adalah peja-
bat umum yang diangkat oleh negara 
untuk mewakili negara dalam pem-
buatan akta-akta autentik yang 
dibuat berisi hal-hal yang sifatnya 
rahasia. Tentu akan berbahaya, jika 
jabatan ini dipegang oleh seorang 
warga negara asing. Bisa–bisa raha-
sia negeri ini jatuh ke tangan negara 
lain. 
Menjadi notaris yang baik ditun-
tut untuk memiliki kedewasaan yang 
matang. Menurut Kitab Undang-Un-
dang Hukum Perdata (selanjutnya 
disingkat KUHPerdata) bahwa usia 
dewasa seseorang adalah 21 (duapu-
luh satu) tahun, tetapi seseorang 
untuk dapat menjadi notaris 
berdasarkan berdasarkan Undang- 
Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang 
perubahan Undang-Undang 30 
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 
(UUJN) haruslah berusia 27 (dua 
puluh tujuh) tahun. 
Di Indonesia para notaris berhim-
pun dalam sebuah wadah perkumpu-
lan yang bernama Ikatan Notaris 
Indonesia (yang selanjutnya dising-
kat INI). INI merupakan perkumpu-
lan notaris yang legal dan sudah 
berbadan hukum sesuai SK Menteri 
Kehakiman Replubik Indonesia 
tanggal 23 Januari 1995 Nomor 
C210221.HT.01.06. 
Hak ingkar ini mulai diperbin-
cangkan berawal dengan ditariknya 
seorang notaris sebagai salah satu 
tergugat dalam suatu perkara perdata 
antara Badan Penyehatan Perbankan 
Nasional (Kreditur) selaku penggu-
gat dan nasabah debitur selaku 
tergugat, dengan obyek sengketa 
adanya 2 (dua) salinan akta penga-
kuan hutang yang dibuat dihadapan 
notaris yang sama dengan nomor dan 
tanggal yang sama, namun substansi 
jumlah hutangnya berbeda dalam 2 
(dua) salinan akta tersebut. Ma- 
sing-masing pihak berpegang kepada 
salinan akta pengakuan hutangnya. 
Dalam kasus ini majelis hakim 
melalui suratnya kepada majelis 
pengawas notaris telah meminta 
persetujuan agar foto copy minuta 
aktanya dapat dibawa oleh notaris 
yang bersangkutan dalam sidang 
pengadilan (Pieter Latumeten,2012).
Selain kewajiban untuk melaku-
kan hal-hal yang telah diatur dalam 
UU, notaris masih memiliki suatu 
kewajiban lain. Hal ini berhubungan 
dengan sumpah/janji notaris yang 
berisi bahwa notaris akan meraha-
siakan isi akta dan keterangan yang 
diperoleh dalam pelaksanaan jabatan 
notaris. Secara umum, notaris wajib 
merahasiakan isi akta dan keterangan 
yang diperoleh dalam pembuatan 
akta notaris, kecuali diperintahkan 
oleh undang-undang bahwa notaris 
tidak wajib merahasiakan dan mem-
berikan keterangan yang diperlukan 
yang berkaitan dengan akta tersebut. 
Dengan demikian, hanya undang-un-
dang saja yang dapat memerintahkan 
notaris untuk membuka rahasia isi 
akta dan keterangan/pernyataan yang 
diketahui oleh notaris yang berkaitan 
dengan pembuatan akta yang dimak-
sud.
Hal ini dikenal dengan “kewa-
jiban ingkar” notaris (Tan Thong 
Kie,2000:67) Instrumen untuk 
ingkar bagi notaris ditegaskan 
sebagai salah satu kewajiban notaris 
yang disebut dalam Pasal 16 ayat (1) 
huruf e UUJN, sehingga kewajiban 
ingkar untuk notaris melekat pada 
tugas jabatan notaris. Kewajiban 
ingkar ini mutlak harus dilakukan 
dan dijalankan oleh notaris, kecuali 
ada undang-undang yang memerin-
tahkan untuk menggugurkan kewa-
jiban ingkar tersebut. Kewajiban 
untuk ingkar ini dapat dilakukan 
dengan batasan sepanjang notaris 
diperiksa oleh instansi mana saja 
yang berupaya untuk meminta 
pernyataan atau keterangan dari 
notaris yang berkaitan dengan akta 
yang telah atau pernah dibuat oleh 
atau di hadapan notaris yang  ber-
sangkutan.
Pasal 1909 Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata (KUHPerdata) 
mewajibkan setiap orang yang cakap 
untuk menjadi saksi, untuk memberi-
kan kesaksian di muka pengadilan. 
Pada umumnya semua orang dapat 
menjadi saksi, akan tetapi dalam 
KUHAP (Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana) juga mengatur 
beberapa pihak yang tidak dapat 
menjadi saksi, yaitu dalam Pasal 168 
KUHAP dan Pasal 170 KUHAP. 
Pasal 168 KUHAP memberikan 
pengecualian bagi saksi yang mem-
punyai hubungan kekeluargaan 
dengan terdakwa dan dalam Pasal 
170 ayat (1) KUHAP memberikan 
verschoningsrecht (hak mengundur-
kan diri) dari pemberian kesaksian 
bagi mereka yang karena jabatan, 
harkat martabat dan  pekerjaannya 
wajib menyimpan rahasia.  
Baik menurut Pasal 322 KUHP 
(Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana) maupun menurut Pasal 146 
HIR dan 277 RIB ada kategori-kate-
gori orang yang karena jabatan atau 
pekerjaannya dianggap sebagai 
wajib penyimpan rahasia. Dalam 
Pasal 322 KUHP diadakan sanksi 
pidana terhadap mereka dari kate-
gori-kategori tersebut yang dengan 
sengaja membuka rahasia itu, 
sedangkan menurut Pasal 146 HIR 
dan Pasal 277 RIB mereka boleh 
menolak untuk memberi kesaksian 
mengenai rahasia tersebut (S 
Lumban Tobing (1933:4). 
Penerapan Hak Ingkar Notaris 
Dalam Perkara Perdata dan 
Pidana 
Dalam praktiknya, jika ternyata 
notaris sebagai saksi atau tersangka, 
tergugat, ataupun dalam pemerik-
saan oleh Majelis Pengawas Notaris 
membuka rahasia dan memberikan 
keterangan/pernyataan yang seharus-
nya wajib dirahasiakan, sedangkan 
undang-undang tidak memerintah-
kannya, maka atas pengaduan pihak 
yang merasa dirugikan dapat menun-
tut notaris yang bersangkutan. 
Dalam hal ini, dapat dikenakan Pasal 
322 ayat (1) dan (2) KUHP, yaitu 
membongkar rahasia, yang padahal 
sebenarnya notaris wajib menyim-
pannya. Bahkan sehubungan dengan 
perkara perdata, yaitu apabila notaris 
berada dalam kedudukannya sebagai 
saksi, maka notaris dapat meminta 
untuk dibebaskan dari kewajibannya 
untuk memberikan kesaksian, karena 
jabatannya menurut undang-undang 
diwajibkan untuk merahasiakannya 
(R.Soegondo Notodisoerjo,1982:97- 
98). 
Larangan notaris merupakan 
suatu tindakan yang dilarang untuk 
dilakukan oleh notaris. Jika larangan 
ini dilanggar oleh notaris, maka 
kepada notaris yang melanggar akan 
dikenakan sanksi sebagaimana yang 
tersebut dalam Pasal 85 UUJN. 
Kewajiban bagi notaris untuk 
mengucapkan sumpah sebelum men-
jalankan jabatannya sebagai notaris 
telah ada sejak dari dahulu. Dalam 
sumpah jabatan notaris ditetapkan 
bahwa notaris berjanji di bawah 
sumpah untuk merahasiakan sera-
pat-rapatnya isi akta-akta sesuai 
dengan ketentuan-ketentuan peratu- 
ran-peraturan itu. Peraturan-peratu- 
ran yang  dimaksudkan itu adalah 
peraturan-peraturan dalam Undang- 
Undang Jabatan Notaris khususnya 
Pasal 16, yang berisikan larangan 
bagi notaris untuk memberikan 
grosse akta, salinan/kutipan atau 
memperlihatkan atau memberitahu-
kan isi akta-aktanya selain kepada 
orang-orang yang langsung berke- 
pentingan pada akta itu, para ahli 
warisnya dan para penerima hak 
mereka, kecuali yang dalam hal-hal 
yang diatur dalam peraturan-peratu- 
ran umum. 
Pasal 4 Undang-Undang Jabatan 
Notaris menyatakan lebih luas, 
bahwa kewajiban merahasiakan ini 
juga meliputi keterangan yang diper-
oleh notaris dalam pelaksanaan 
jabatannya. Hal ini lebih karena 
jabatan yang dipangku oleh notaris 
adalah jabatan kepercayaan dan 
justru oleh karena itu seseorang 
bersedia mempercayakan sesuatu 
kepercayaan kepadanya. 
Wajib menyimpan atau meme-
gang rahasia ini dapat diketahui dari 
kode etik profesi. Point ke-5 Sumpah 
Jabatan Notaris menyatakan : 
“Bahwa saya akan merahasiakan 
serapat-rapatnya isi akta-akta selaras 
dengan ketentuan-ketentuan peratu- 
ran ini.” Etika memberikan kewa-
jiban bagi kaum profesional hukum 
sebagai aparat atau pejabat untuk 
menyimpan rahasia, sehingga secara 
etis pula tidak dibenarkan kaum 
profesional hukum membuka rahasia 
yang diberitahukan, dipercayakan 
dan diperolehnya, dari klien (Liliana 
Tedjosaputro,2003:80). 
Notaris masih dapat meraha-
siakan semua apa yang diberitahukan 
kepadanya dalam jabatannya terse-
but termasuk isi-isi akta dengan 
mempergunakan hak yang diberikan 
kepadanya dalam Pasal 1946 ayat (3) 
(Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdata 
(Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata)) dan Pasal 148 KUHP 
(Pasal 146 ayat (3) HIR) untuk me- 
ngundurkan diri sebagai saksi apabi-
la ia dipanggil sebagai saksi untuk 
didengar keterangannya di muka 
pengadilan. 
Apabila notaris dipanggil menjadi 
saksi di muka persidangan penga-
dilan, ia berdasarkan Pasal 1909 ayat 
(2) KUHPerdata dan Pasal-pasal 146 
HIR dan 227 RIB, dapat mempergu-
nakan haknya untuk mengundurkan 
diri sebagai saksi, dengan jalan 
menuntut penggunaan Verschonings-
recht (dahulu “hak ingkar”). 
Verschoningsrecht (hak mengundur-
kan diri) merupakan pengecualian 
terhadap ketentuan umum yang dise-
but tadi, yaitu bahwa setiap orang 
yang dipanggil sebagai saksi, wajib 
memberikan kesaksian (ibid:20).  
Verschoningsrecht berbeda de- 
ngan wraken, dalam kamus hukum 
Yan Pramadya Puspa Verschonings-
recht diartikan sebagai permohonan 
agar dibebaskan dari, hak mengun-
durkan diri (Yan Pramadya Puspa, 
1977:253).
 Sedangkan wraken dalam kamus 
Belanda – Indonesia Datje Rahajoe-
koe diartikan sebagai menolak, 
menolak sebagai saksi Datje Rahajoe 
Koesoemah,1991:302).  Wraken (hak 
ingkar) ada pada pihaknya, penggu-
gat maupun tergugat; mengingkari 
kewenangan hakim yang memeriksa 
perkara karena mempunyai kepenti- 
ngan atau hubungan dengan perkara 
yang diperiksanya. Hak ingkar inilah 
yang dimaksud sebagaimana diatur 
dalam Pasal 28 Undang-undang 
Pokok Kekuasaan Kehakiman 
Nomor 14 Tahun 1970.  
Kewenangan Majelis Pengawas 
Notaris Memberikan Izin Keha- 
diran Notaris Dalam Sidang Pen-
gadilan
Pertanyaan yang sering muncul 
adalah dapatkah notaris dipaksa 
untuk hadir sebagai saksi dalam 
perkara perdata dan apakah untuk 
bertindak sebagai saksi, diperlukan 
persetujuan majelis pengawas notaris 
sebagaimana yang dimaksud dalam 
pasal 66 Undang-Undang Jabatan 
Notaris. Pertanyaan-pertanyaan di- 
atas merupakan pertanyaan yang 
sering muncul yang memerlukan 
jawaban.
Majelis Pengawas adalah suatu 
badan yang mempunyai kewenangan 
dan kewajiban untuk melaksanakan 
pembinaan dan pengawasan terhadap 
Notaris. Menurut Pasal 1 ayat (6) 
Undang-Undang Nomor 2 tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN), Majelis Pengawas 
Notaris merupakan suatu badan yang 
memiliki wewenang dan untuk 
melakukan pembinaan dan penga-
wasan terhadap Notaris. Menurut 
Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Nomor M.02. 
PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata 
Cara Pengangkatan Anggota, Pem-
berhentian Anggota, Susunan Orga- 
nisasi, Tata Kerja dan Tata Cara 
Pemeriksaan Majelis Pengawas 
Notaris, Majelis Pengawas Notaris 
adalah suatu badan yang mempunyai 
kewenangan dan kewajiban untuk 
melaksanakan pengawasan dan pem-
binaan terhadap Notaris.  
Menurut Peraturan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Nomor M.02. 
PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata 
Cara Pengangkatan Anggota, Pem-
berhentian Anggota, Susunan Orga- 
nisasi, Tata Kerja dan Tata Cara 
Pemeriksaan Majelis Pengawas 
Notaris, Majelis Pengawas Notaris 
yaitu Majelis Pengawas yang tugas- 
nya memberi pembinaan dan penga-
wasan kepada notaris dalam men-
jalankan jabatan profesinya sebagai 
pejabat umum yang senantiasa 
meningkatkan profesionalisme dan 
kualitas kerjanya sehingga dapat 
memberikan jaminan kepastian dan 
perlindungan hukum bagi penerima 
jasa Notaris dan masyarakat luas
Menurut Pasal 1 ayat (6) Peratu- 
ran Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Nomor: 
M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang 
Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, 
Pemindahan dan Pemberhentian 
Notaris, Majelis Pengawas Notaris 
adalah suatu badan yang mempunyai 
kewenangan dan kewajiban untuk 
melaksanakan pembinaan dan 
pengawasan terhadap Notaris.
Menurut Pasal 1 ayat (7) Peratur-
an Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Nomor: 
M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang 
Pengambilan  Minuta Akta dan 
Pemanggilan Notaris, yang dimak-
sud dengan Majelis Pengawas 
Daerah adalah suatu badan yang 
mempunyai kewenangan dan kewa-
jiban untuk melaksanakan penga-
wasan dan pembinaan terhadap 
Notaris yang berkedudukan di Kabu-
paten atau kota. Selanjutnya dalam  
Peraturan Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia 
tersebut juga dijelaskan tingka-
tan-tingkatan Majelis Pengawas 
Notaris.
Dalam Pasal 68, Pasal 69 ayat (1), 
Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 76 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN), disebutkan bahwa 
tingkatan-tingkatan Majelis Penga-
was Notaris tersebut meliputi :  
1   Majelis Pengawas Daerah Notaris 
berkedudukan di kota atau kabu-
paten;  
2   Majelis Pengawas Wilayah Nota- 
ris dibentuk dan berkedudukan di 
Ibukota Propinsi; 
3  Majelis Pengawas Pusat Notaris 
dibentuk dan berkedudukan di 
Ibukota Negara Kesatuan Repu- 
blik Indonesia
Wewenang Majelis Pengawas 
Daerah Notaris berkaitan dengan 
pengambilan Minuta Akta dan/ atau 
pemanggilan Notaris baik sebagai 
saksi maupun sebagai tersangka  
oleh Penyidik, Penuntut Umum atau 
Hakim, yaitu:  
1. Prosedur Pengambilan Minuta 
Akta oleh Penyidik, Penuntut 
Umum atau Hakim, dalam Pasal 8 
ayat 1, Pasal 9 sampai dengan 11, 
yaitu: 
a.  Penyidik, Penuntut Umum atau 
Hakim untuk kepentingan 
proses peradilan dapat me- 
ngambil Minuta Akta dan/ atau 
surat-surat yang dilekatkan 
pada Minuta Akta atau 
Protokol Notaris yang terdapat 
dalam Penyimpanan Notaris, 
dengan meminta kepada 
Notaris yang bersangkutan 
untuk membawa Minuta Akta 
dan/ atau sutat-surat yang 
dilekatkan pada Minuta Akta 
atau Protokol Notaris yang 
terdapat dalam Penyimpanan 
Notaris, dengan syarat harus 
megajukan permohonan tertu-
lis pada Majelis Pengawas 
Daerah Notaris setempat.
b. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris memberikan persetu-
juan untuk pengambilan 
Minuta Akta dan atau surat-su-
rat yang dilekatkan pada 
Minuta Akta atau Protokol 
Notaris dalam Penyimpanan 
Notaris oleh Penyidik, Penun-
tut Umum atau Hakim untuk 
kepentingan proses peradilan, 
apabila: 
1   Ada dugaan tindak pidana 
yang terkait dengan 
Minuta Akta dan/ atau 
surat-surat yang dilekat-
kan pada Minuta Akta atau 
Protokol Notaris dalam 
penyimpanan Notaris;  
2    Belum gugur hak menuntut 
berdasarkan ketentuan 
tentang daluarsa peraturan 
perundang-undangan di 
bidang pidana;  
3    Ada penyangkalan keabsa-
han tanda tangan dari para 
pihak;  
4   Ada dugaan pengurangan 
atau penambahan dari 
Minuta Akta; 
5   Ada dugaan Notaris me- 
lakukan pemunduran 
tanggal akta. 
c. Persetujuan Majelis Penga-
was Daerah Notaris diberikan 
setelah mendengar keterangan 
dari Notaris yang bersangku-
tan;
d. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris tidak memberikan 
persetujuan untuk pengambi-
lan Minuta Akta dan/ atau 
surat-surat yang dilekatkan 
pada Minuta Akta atau Pro- 
tokol Notaris dalam penyim-
panan Notaris, apabila tidak 
memenuhi ketentuan pada 
Pasal  9;
e. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dalam waktu paling 
lambat 14 (empat belas) hari 
sejak permohonan pengambi-
lan Minuta Akta dan/atau 
surat-surat yang dilekatkan 
Pada Minuta Akta atau 
Protokol Notaris oleh Penyi- 
dik, Penuntut Umum atau 
Hakim harus memberikan 
persetujuan atau tidak mem-
berikan persetujuan terhadap 
pengambilan tersebut; 
f. Jika jangka waktu 14 (empat 
belas) hari itu terlampaui maka 
Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dianggap menyetujui 
pengambilan Minuta Akta 
dan/ atau surat-surat yang 
dilekatkan pada Minuta Akta 
atau Protokol Notaris.
2. Prosedur Pemanggilan Notaris 
oleh Penyidik, Penuntut Umum 
atau Hakim dalam Pasal 14 
sampai dengan Pasal 18:  
a. Penyidik, Penuntut Umum 
atau Hakim, untuk kepenti- 
ngan proses peradilan dapat 
memanggil Notaris sebagai 
saksi, tersangka atau terdakwa 
dengan mengajukan permo-
honan tertulis kepada Majelis 
Pengawas Daerah Notaris 
setempat; 
b. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dapat memberikan 
persetujuan pemanggilan No- 
taris sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 ayat (1) apabi-
la: 
Ada dugaan tindak pidana yang 
berkaitan dengan Minuta Akta dan 
atau surat-surat yang dilekatkan pada 
Minuta Akta atau Protokol Notaris 
yang terdapat dalam penyimpanan 
Notaris;  
1. Belum gugurnya hak menun-
tut berdasarkan ketentuan 
tentang daluarsa dalam pera-
turan perundang-undangan 
dibidang pidana; 
c. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris  dapat memberi per- 
setujuan kepada Penyidik, 
Penuntut Umum atau Hakim 
setelah mendengar keterangan 
dari Notaris yang bersangku-
tan;
d. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris tidak memberikan per- 
setujuan pemanggilan Notaris 
sebagai saksi, tersangka atau 
terdakwa kepada Penyidik, 
Penuntut Umum atau Hakim, 
apabila tidak memenuhi per- 
syaratan dalam Pasal 15;
e. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris wajib memberikan 
persetujuan atau tidak mem-
berikan persetujuan secara 
tertulis dalam jangka waktu 
paling lambat 14 (empat belas) 
hari sejak permohonan secara 
tertulis untuk pemanggilan 
Notaris sebagai saksi, tersang-
ka atau terdakwa yang diaju-
kan oleh Penyidik, Penuntut 
Umum atau Hakim kepada 
Majelis Pengawas Notaris;
f. Jika jangka waktu 14 (empat 
belas) hari terlampaui dan 
Majelis Pengawas Daerah 
Notaris tidak memberikan 
persetujuan atau penolakan 
persetujuan pemanggilan 
Notaris sebagai saksi, tersang-
ka atau terdakwa secara tertu-
lis kepada Penyidik, Penuntut 
Umum atau Hakim, maka 
Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dianggap menyetujui 
pemanggilan Notaris.
Simpulan
Pada dasarnya hak ingkar adalah 
hak untuk mengundurkan diri dari 
memberikan kesaksian dimuka 
Pengadilan dalam masalah Perdata 
maupun Pidana. Dalam perkara 
perdata, notaris lebih leluasa untuk 
menggunakan hak ingkar yang dibe- 
rikan undang-undang kepadanya. 
Istilah hak ingkar ini merupakan 
terjemahan dari bahasa Belanda 
verschoningsrecht yang artinya 
adalah hak untuk dibebaskan dari 
memberikan keterangan sebagai 
saksi dalam suatu perkara perdata 
maupun pidana. Hak ini merupakan 
pengecualian dari prinsip umum 
bahwa setiap orang yang dipanggil 
sebagai saksi wajib memberikan 
kesaksian itu. Hak Ingkar dapat 
dilihat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 
e UU No 30 Tahun 2004 jo UU No 
No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan 
Notaris.
Hak ingkar ini dalam praktek 
masih membingungkan para notaris 
untuk menggunakannya. Hal ini 
disebabkan karena hak ingkar masih 
berimplikasi dalam pelaksanaannya 
khususnya dalam perkara pidana. 
Dalam perkara pidana yang dicari 
adalah kebenaran materil sehingga 
kehadiran Notaris sebagai saksi 
sangat diperlukan, berlainan dengan 
perkara perdata yang mencari kebe-
naran formil. Kehadiran notaris 
sudah dapat dianggap ada dengan 
dihadirkan akta notaris yang dibuat 
oleh notaris yang bersangkutan. 
Menurut Peraturan Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia, pada dasarnya Majelis 
Pengawas Daerah Notaris mempu-
nyai kewenangan untuk Memberikan 
Izin Kehadiran Notaris Dalam 
Sidang Pengadilan sepanjang tidak 
bertentangan dengan peraturan dan 
undang-undang.
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Pendahuluan 
Pasca disahkannya Undang-Un-
dang Jabatan Notaris yakni Undang- 
Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang 
perubahan Undang-Undang 30 
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 
(UUJN), peranan notaris memasuki 
era baru. Lahirnya Undang-Undang 
Jabatan Notaris mengakhiri hampir 2 
abad berlakunya Peraturan Jabatan 
Notaris yaitu Reglement op Het 
Notaris Ambt in Indonesie (Stb. 
1860:3) yang mengatur mengenai 
jabatan notaris. Peraturan Jabatan 
Notaris Staatblad 1860 Nomor 3 ini 
dianggap tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan hukum dan kebutu-
han masyarakat Indonesia. Oleh 
karena itu, Peraturan Jabatan Notaris 
ini harus diganti untuk disesuaikan 
dengan kondisi dan perkembangan 
masyarakat Indonesia. Lahirnya 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN) merupakan tero-
bosan baru untuk memastikan bahwa 
fungsi notaris sebagai pejabat umum 
dapat terlaksana dengan baik.
Notaris merupakan salah satu 
pejabat negara yang kedudukannya 
sangat dibutuhkan di masa sekarang 
ini. Di masa modern ini, masyarakat 
sudah banyak tidak lagi mengenal 
perjanjian yang berdasarkan atas 
kepercayaan satu sama lain seperti 
yang mereka kenal dulu. Dahulu 
perjanjian-perjanjian menurut hu- 
kum adat tidak dibuat dalam bentuk 
tertulis, dilakukan secara lisan saja, 
oleh karena adanya saling percaya 
mempercayai. Tuntut menuntut 
boleh dikatakan sangat jarang sekali 
terjadi akibat tidak dipenuhinya 
perjanjian yang dilakukan. Oleh 
karenanya jika timbul perselisihan 
diantara mereka maka para pihak 
hanya mengajukan saksi-saksi yang 
dapat membenarkan atau menguat-
kan dalil-dalil yang dimajukan di 
muka persidangan. Oleh karena itu 
pembuktian dengan saksi dalam 
hukum adat sangatlah penting. 
Berlainan dengan sekarang 
dimana para pihak dalam membuat 
perjanjian memerlukan bentuk tertu-
lis. Bukti fisik dari perjanjian itu 
yang diperlukan. Oleh karena itu,  
setiap perjanjian yang dilakukan oleh 
masyarakat pasti akan mengarah 
kepada notaris sebagai sarana keab-
sahan perjanjian yang mereka laku-
kan. Notaris dianggap yang melahir-
kan bukti fisik dari perjanjian yang 
disepakati oleh para pihak. Oleh 
karena itulah, kedudukan notaris 
menjadi semakin penting di masa 
sekarang ini.
Sebagaimana pejabat negara lain 
yang mempunyai wewenang 
tersendiri khusus untuk pejabat 
negara bidang yang dimaksud, maka 
notaris juga memiliki kewenangan 
tersendiri yang tidak dimiliki oleh 
pejabat negara yang lainnya karena 
masing-masing pejabat Negara ini 
mempunyai kewenangan yang 
berbeda satu sama lain. 
Selain kewenangannya, para 
notaris juga memiliki kewajiban dan 
larangan yang wajib mereka patuhi 
dalam pelaksanaan tugas jabatannya. 
Kewenangan, kewajiban dan lara- 
ngan adalah konsekuensi logis dari 
adanya suatu jabatan. Dengan 
berdasar pada Undang-Undang 
Nomor 2 tahun 2014 tentang peruba-
han Undang-Undang 30 Tahun 2004 
tentang Jabatan Notaris (UUJN), 
para notaris di Indonesia wajib untuk 
memahami apa yang menjadi 
wewenang dan kewajiban mereka 
serta larangan yang tidak boleh 
dilakukan dalam pelaksanaan tugas 
jabatannya.
Sebagaimana diketahui bahwa 
Akta Notaris yang merupakan suatu 
akta otentik yang memiliki kekuatan 
pembuktian lengkap atau sempurna 
dalam sengketa hukum perdata, 
ternyata dapat mengalami penurunan 
status (degradasi) dari kekuatan bukti 
lengkap dan sempurna menjadi 
permulaan bukti seperti akta dibawah 
tangan, dan dapat cacat hukum yang 
menyebabkan kebatalan atau ketidak 
absahan akta tersebut. Apabila terjadi 
degradasi dari akta otentik menjadi 
akta dibawah tangan atau bahkan 
batal demi hukum maka hal itu akan 
menimbulkan kerugian bagi para 
pihak. Oleh karenanya Notaris terse-
but dapat digugat oleh pihak. Pihak 
yang menderita kerugian dapat 
menuntut dengan tuntutan melaku-
kan perbuatan melanggar hukum 
(onrechtmatige daad ) yang disyarat-
kan dalam pasal 1365 maupun dalam 
pasal 1367 KUH Perdata atau ingkar 
janji atau wanprestasi menurut pasal 
1234 KUH Perdata.
Sanksi administrasi terhadap 
Notaris yang melanggar ketentuan 
peraturan perundang-undangan ada 5 
jenis sanksi administrasi yang 
berlakunya secara berjenjang yaitu 
berupa : 1. Teguran lisan, 2. Teguran 
tertulis, 3. Pemberhentian sementara, 
4. Pemberhentian dengan hormat, 
dan 5. Pemberhentian tidak hormat. 
Sedangkan penjatuhan sanksi pidana 
terhadap Notaris dapat dilakukan 
sepanjang memenuhi rumusan 
pelanggaran yang tersebut dalam 
Undang-Undang Jabatan Notaris, 
kode etik jabatan notaris, juga harus 
memenuhi unsur-unsur dalam KUH-
Pidana.
Pada dasarnya hak ingkar adalah 
hak untuk mengundurkan diri dari 
memberikan kesaksian dimuka 
Pengadilan dalam masalah Perdata 
maupun Pidana. Dalam perkara 
perdata, notaris lebih leluasa untuk 
menggunakan hak ingkar yang dibe- 
rikan undang-undang kepadanya. 
Istilah hak ingkar ini merupakan 
terjemahan dari bahasa Belanda 
verschoningsrecht yang artinya 
adalah hak untuk dibebaskan dari 
memberikan keterangan sebagai 
saksi dalam suatu perkara perdata 
maupun pidana. Hak ini merupakan 
pengecualian dari prinsip umum 
bahwa setiap orang yang dipanggil 
sebagai saksi wajib memberikan 
kesaksian itu.
Akan tetapi, terlepas dari itu 
semua haruslah digarisbawahi bahwa 
hak ingkar adalah “hak” bukan 
kewajiban. Dengan pengertian 
bahwa Notaris tetaplah dihadapkan 
pada akibat hukum tertentu apabila 
menggunakan atau tidak menggu-
nakan hak yang telah diberikan oleh 
undang-undang tersebut. Untuk 
itulah notaris diberikan kesempatan 
terlebih dahulu untuk memutuskan 
apakah akan menggunakan hak 
ingkar dalam pemberian suatu kesak-
sian atau tidak. Jadi jelas bahwa 
Undang-undang meletakkan kewa-
jiban secara umum kepada setiap 
orang yang cakap menjadi saksi 
untuk memberikan kesaksian di 
muka pengadilan, baik dalam proses 
perdata maupun pidana. 
Tulisan singkat ini akan mencoba 
memahami ruang lingkup hak ingkar. 
Hak ingkar ini merupakan bagian 
yang tak terpisahkan dari bagian 
kode etik Notaris. Undang-Undang 
Jabatan Notaris dalam penerapannya 
pada perkara perdata maupun perka-
ra pidana akan melibatkan notaris 
sebagai pihak atau sebagai saksi. 
Disamping itu juga sekaligus untuk 
menjawab apakah majelis pengawas 
notaris memiliki kewenangan untuk 
memberikan persetujuan kepada 
hakim dalam pemanggilan notaris 
sebagai saksi dan atau pengambilan 
foto copy minuta, surat-surat lainnya 
yang dilekatkan pada minuta akta 
dan protokol notaris  yang berada 
dalam penyimpanan atau pengambi-
lan minuta akta, surat surat yang 
dilekatkan pada minuta akta dan 
protokol notaris dalam penyim-
panan, sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2014 tentang perubahan 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2004 tentang Jabatan Notaris.
Permasalahan
Berdasarkan latar belakang terse-
but, maka permasalahan yang akan 
dikaji dalam tulisan ini adalah
1. Apakah yang dimaksud dengan 
hak ingkar Notaris dan dasar 
hukum pengaturannya? 
2. Bagaimana hak ingkar notaris 
sebagai saksi dapat diterapkan 
dalam perkara perdata dan pidana 
dalam sidang pengadilan? 
3. Apakah majelis pengawas notaris 
mempunyai kewenangan untuk 
memberikan izin kehadiran 
Notaris dalam sidang pengadilan?
Pembahasan
Hak Ingkar Notaris dan Dasar 
Hukum Pengaturannya
 Sebelum membahas lebih 
lanjut mengenai hak ingkar dan dasar 
hukum serta kewenangan majelis 
pengawas notaris untuk merekomen-
dasikan dapat dipanggilnya notaris 
sebagai saksi dalam perkara perdata 
dan pidana maka terlebih dahulu 
akan diuraikan mengenai sejarah 
mulai berkembangnya notaris ini. 
Sejarah perkembangan Notaris ini 
penting diketahui agar dapat dipaha-
mi bagaimana sebetulnya pengaruh 
hak ingkar notaris tersebut perlu 
dipahami oleh semua pihak, terutama 
hakim dan penyidik polisi. 
Notaris adalah sebuah profesi 
yang dapat dilacak balik ke abad ke 
2-3 pada masa Roma Kuno, dimana 
mereka dikenal sebagai scribae, 
tabellius atau notarius. Pada masa 
itu, mereka adalah golongan orang 
yang mencatat pidato. Istilah notaris 
diambil dari nama pengabdinya, 
Notarius, yang kemudian menjadi 
istilah/titel bagi golongan orang 
penulis cepat atau stenografer. Nota- 
ris adalah salah satu cabang dari 
profesi hukum yang tertua di dunia.
Sekitar abad ke 5, notaris diang-
gap sebagai pejabat istana. Di Italia 
utara sebagai daerah perdagangan 
utama pada abad ke 11 - 12, dikenal 
Latijnse Notariat, yaitu orang yang 
diangkat oleh penguasa umum, 
dengan tujuan melayani kepentingan 
masyarakat umum, dan boleh 
mendapatkan honorarium atas 
jasanya oleh masyarakat umum.
Latijnse notariat ini murni berasal 
dari Italia Utara, bukan sebagai 
pengaruh hukum Romawi Kuno. 
Pada tahun 1888, terbitlah buku 
Formularium Tabellionum oleh Ime-
rius, pendiri sekolah Bologna, dalam 
rangka peringatan 8 abad sekolah 
hukum Bologna. Berturut-turut sera-
tus tahun kemudian ditebitkan 
Summa Artis Notariae oleh Rantero 
dari Perugia, kemudian pada abad ke 
13 buku dengan judul yang sama 
diterbitkan oleh Rolandinus 
Passegeri. Ronaldinus Passegeri 
kemudian juga menerbitkan Flos 
Tamentorum. Buku-buku tersebut 
menjelaskan definisi notaris, fungsi, 
kewenangan dan kewajiban-kewa-
jibannya.
Sebelum diperlakukan 
Undang-Undang Nomor 2 tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN), Negara Indonesia 
masih mempergunakan dan memakai 
peraturan Jabatan Notaris yang 
berasal dari produk bangsa Belanda 
sebagai bangsa penjajah. Pember-
lakuan Peraturan Jabatan Notaris 
bangsa penjajah ini diperkenankan 
oleh Pasal 2 Aturan Peralihan 
Undang-Undang Dasar 1945, yang 
mengatakan bahwa segala badan 
negara dan peraturan yang ada masih 
langsung berlaku, selama belum 
diadakan yang baru menurut 
Undang-Undang Dasar 1945 ini.
Perkembangan lembaga notaris di 
Indonesia, mulai masuk pada permu-
laan abad ke 17. Menurut Jan Pie- 
terszoon Coen di Jacatra  (sekarang 
Jakarta) antara tahun 1617 sampai 
1629, untuk keperluan para 
penduduk dan para pedagang perlu 
mengangkat seorang notaris, yang 
disebut Notarium Publicum (Lum-
ban Tobing1,1983:15).   Sejak tang-
gal 27 Agustus 1620 diangkat notaris 
pertama di Indonesia yaitu Melchior 
Kerchem, sebagai sekretaris College 
Van Schepenen (urusan perkapalan 
kota) di Jakarta untuk merangkap 
sebagai notaris yang berkedudukan 
di Jakarta. Tugas dari Melchior 
Kerchem sebagai notaris dalam surat 
pengangkatannya, yaitu melayani 
dan melakukan semua surat libel 
(Smaadschrift) yang bahasa Indone-
sianya yaitu tulisan menghina/menis-
ta, surat wasiat di bawah tangan, 
persiapan penerangan, akta perjanji-
an perdagangan, perjanjian kawin, 
surat wasiat, dan akta-akta lainnya 
dan ketentuan-ketentuan yang perlu 
Daerah Tingkat kotapraja (Komar 
Andasasmita,1981:37). Setelah pe- 
ngangkatan notaris pertama jumlah 
notaris di Indonesia kian berkem-
bang dan pada tahun 1650 di Batavia 
hanya ada dua orang notaris yang 
diangkat. 
Menurut kenyataannya para 
notaris pada waktu itu tidak mempu-
nyai kebebasan didalam menjalan- 
kan jabatannya, karena notaris pada 
masa itu adalah pegawai dari Vereni-
gde Oost Indie Compagnie (VOC). 
Bahkan tahun 1632 dikeluarkan 
plakat yang berisi ketentuan bahwa 
notaris, sekretaris dan pejabat lain- 
nya dilarang untuk membuat 
akta-akta transport, jual beli, surat 
wasiat dan lain-lain akta, jika tidak 
mendapat persetujuan terlebih 
dahulu dari Gubernur Jenderal dan 
daden van indie dengan ancaman 
akan kehilangan jabatannya. Namun 
dalam prakteknya ketentuan tersebut 
tidak dipatuhi oleh pejabat-pejabat 
atau notaris yang bersangkutan. 
Maksud dan tujuan membawa 
lembaga kenotariatan ke Indonesia 
adalah untuk memenuhi kebutuhan 
akan alat bukti autentik  yang sangat 
dibutuhkan untuk menggunakan hal 
dan kepentingan yang timbul karena 
adanya transaksi dagang yang 
mereka lakukan. Lembaga kenotaria-
tan di Indonesia pada waktu itu 
belum dikenal dan meluas ke 
kota-kota kecil bahkan desa-desa hal 
ini dikarenakan sebelum perang 
dunia ke 2 (dua) hampir seluruh 
notaris yang ada di Indonesia pada 
waktu itu adalah berkebangsaan 
Belanda. Sedangkan yang berke-
bangsaan Indonesia sangat sedikit 
jumlahnya, lagi pula mereka mempu-
nyai kedudukan di kota-kota besar 
sedangkan orang-orang Indonesia 
berada di daerah-daerah. Di samping 
itu tingkat kesadaran dan budaya 
hukum masyarakat Indonesia pada 
waktu itu suatu masyarakat yang 
masih bersifat primordial yang masih 
berpegang teguh pada hukum adat 
serta kaidah-kaidah religius, lebih- 
lebih lagi para pengasuh dari lemba-
ga notiariat itu lebih menitikberatkan 
orientasinya pada hukum barat. 
Semua itu merupakan faktor-faktor 
penghambat yang tidak menguntung-
kan bagi perkembangan dan untuk 
dikenalnya lembaga notariat ini 
dengan cepat dan secara luas dika-
langan masyarakat yang justru harus 
dilayaninya. 
Lembaga kemasyarakatan yang 
dikenal sebagai notariat ini  timbul 
dari kebutuhan dalam pergaulan 
sesama manusia yang menghendai 
adanya alat bukti baginya mengenai 
hubungan hukum keperdataan yang 
ada dan/atau terjadi diantara mereka 
suatu lembaga dengan para pengab-
dinya yang ditugaskan oleh kekua-
saan umum (openbaar gezag) untuk 
dimana dan apabila undang-undang 
mengharuskan sedemikian atau dike-
hendaki oleh masyarakat membuat 
alat bukti tertulis yang mempunyai 
kekuatan autentik. 
Saat ini notaris dikenal sebagai 
orang yang melayani masyarakat 
untuk membuat akta atau doku-
men-dokumen yang autentik. Akan 
tetapi, tugas ini sedikit berbeda 
dengan yang dilakoni para notaris 
pada awal kemunculannya. Saat 
kejayaan bangsa Romawi, tidak 
hanya ada kelompok gladiator di 
sana, tetapi juga hidup sekelompok 
orang yang disebut notarius. 
Berbicara mengenai notaris, 
berarti kita bicara mengenai autenti- 
sitas dokumen. Hal itulah yang men-
jadi salah satu alasan orang berkun-
jung ke notaris. Pengakuan akan sifat 
autentisitas dokumen tersebut tidak 
datang secara serta merta, tetapi 
pengakuan baru muncul pada abad 
ke-13 (tiga belas), sekian ratus tahun 
setelah kemunculan jabatan notaris. 
Beberapa ratus tahun kemudian 
barulah muncul peraturan yang dise-
but ventosewet (Ira Koesoemawati 
dan Yunirman Rijan,2009). 
Di Indonesia, notaris bertindak 
sebagai pelayan masyarakat. Hal ini 
karena notaris adalah pejabat yang 
diangkat oleh pemerintah untuk 
melayani kebutuhan masyarakat 
akan dokumen-dokumen legal yang 
sah. Meskipun status notaris sebagai 
pelayan masyarakat, jangan 
berpikiran bahwa notaris menggu-
nakan pakaian yang sederhana. 
Justru sebaliknya, notaris me- 
ngenakan pakaian yang resmi dan 
eksklusif guna menunjukkan profe-
sionalisme dan keseriusan mereka. 
Sebagai seorang dengan jabatan 
notaris sudah seharusnya orang 
tersebut dalam menjalankan jabatan-
nya lebih “diistimewakan” kedudu-
kannya dalam hukum dibandingkan 
dengan orang lain. Namun seorang 
notaris di luar jabatannya adalah 
orang yang memiliki kedudukan 
yang sama dengan orang yang lain 
(equality before the law). 
Tentu saja ada beberapa hal yang 
harus dipenuhi untuk menjadi 
seorang notaris. Tidak mungkin 
seorang notaris dapat berpraktek 
tanpa memiliki kemampuan mema-
dai. Latar belakang pendidikan 
hukum merupakan sebuah kenis-
cayaan. Setelah lulus dari fakultas 
hukum, seorang calon notaris wajib 
mengikuti kuliah bidang kenotaria-
tan atau menempuh pendidikan 
Strata 2 (dua)  hukum bidang keno-
tariatan. Tidak cukup berbekal 
pendidikan formil saja untuk menja-
di profesi notaris di Indonesia. Syarat 
lain menjadi calon notaris di Indone-
sia secara umum adalah orang yang 
berkewarganegaraan Indonesia. Oleh 
karena seorang notaris adalah peja-
bat umum yang diangkat oleh negara 
untuk mewakili negara dalam pem-
buatan akta-akta autentik yang 
dibuat berisi hal-hal yang sifatnya 
rahasia. Tentu akan berbahaya, jika 
jabatan ini dipegang oleh seorang 
warga negara asing. Bisa–bisa raha-
sia negeri ini jatuh ke tangan negara 
lain. 
Menjadi notaris yang baik ditun-
tut untuk memiliki kedewasaan yang 
matang. Menurut Kitab Undang-Un-
dang Hukum Perdata (selanjutnya 
disingkat KUHPerdata) bahwa usia 
dewasa seseorang adalah 21 (duapu-
luh satu) tahun, tetapi seseorang 
untuk dapat menjadi notaris 
berdasarkan berdasarkan Undang- 
Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang 
perubahan Undang-Undang 30 
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 
(UUJN) haruslah berusia 27 (dua 
puluh tujuh) tahun. 
Di Indonesia para notaris berhim-
pun dalam sebuah wadah perkumpu-
lan yang bernama Ikatan Notaris 
Indonesia (yang selanjutnya dising-
kat INI). INI merupakan perkumpu-
lan notaris yang legal dan sudah 
berbadan hukum sesuai SK Menteri 
Kehakiman Replubik Indonesia 
tanggal 23 Januari 1995 Nomor 
C210221.HT.01.06. 
Hak ingkar ini mulai diperbin-
cangkan berawal dengan ditariknya 
seorang notaris sebagai salah satu 
tergugat dalam suatu perkara perdata 
antara Badan Penyehatan Perbankan 
Nasional (Kreditur) selaku penggu-
gat dan nasabah debitur selaku 
tergugat, dengan obyek sengketa 
adanya 2 (dua) salinan akta penga-
kuan hutang yang dibuat dihadapan 
notaris yang sama dengan nomor dan 
tanggal yang sama, namun substansi 
jumlah hutangnya berbeda dalam 2 
(dua) salinan akta tersebut. Ma- 
sing-masing pihak berpegang kepada 
salinan akta pengakuan hutangnya. 
Dalam kasus ini majelis hakim 
melalui suratnya kepada majelis 
pengawas notaris telah meminta 
persetujuan agar foto copy minuta 
aktanya dapat dibawa oleh notaris 
yang bersangkutan dalam sidang 
pengadilan (Pieter Latumeten,2012).
Selain kewajiban untuk melaku-
kan hal-hal yang telah diatur dalam 
UU, notaris masih memiliki suatu 
kewajiban lain. Hal ini berhubungan 
dengan sumpah/janji notaris yang 
berisi bahwa notaris akan meraha-
siakan isi akta dan keterangan yang 
diperoleh dalam pelaksanaan jabatan 
notaris. Secara umum, notaris wajib 
merahasiakan isi akta dan keterangan 
yang diperoleh dalam pembuatan 
akta notaris, kecuali diperintahkan 
oleh undang-undang bahwa notaris 
tidak wajib merahasiakan dan mem-
berikan keterangan yang diperlukan 
yang berkaitan dengan akta tersebut. 
Dengan demikian, hanya undang-un-
dang saja yang dapat memerintahkan 
notaris untuk membuka rahasia isi 
akta dan keterangan/pernyataan yang 
diketahui oleh notaris yang berkaitan 
dengan pembuatan akta yang dimak-
sud.
Hal ini dikenal dengan “kewa-
jiban ingkar” notaris (Tan Thong 
Kie,2000:67) Instrumen untuk 
ingkar bagi notaris ditegaskan 
sebagai salah satu kewajiban notaris 
yang disebut dalam Pasal 16 ayat (1) 
huruf e UUJN, sehingga kewajiban 
ingkar untuk notaris melekat pada 
tugas jabatan notaris. Kewajiban 
ingkar ini mutlak harus dilakukan 
dan dijalankan oleh notaris, kecuali 
ada undang-undang yang memerin-
tahkan untuk menggugurkan kewa-
jiban ingkar tersebut. Kewajiban 
untuk ingkar ini dapat dilakukan 
dengan batasan sepanjang notaris 
diperiksa oleh instansi mana saja 
yang berupaya untuk meminta 
pernyataan atau keterangan dari 
notaris yang berkaitan dengan akta 
yang telah atau pernah dibuat oleh 
atau di hadapan notaris yang  ber-
sangkutan.
Pasal 1909 Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata (KUHPerdata) 
mewajibkan setiap orang yang cakap 
untuk menjadi saksi, untuk memberi-
kan kesaksian di muka pengadilan. 
Pada umumnya semua orang dapat 
menjadi saksi, akan tetapi dalam 
KUHAP (Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana) juga mengatur 
beberapa pihak yang tidak dapat 
menjadi saksi, yaitu dalam Pasal 168 
KUHAP dan Pasal 170 KUHAP. 
Pasal 168 KUHAP memberikan 
pengecualian bagi saksi yang mem-
punyai hubungan kekeluargaan 
dengan terdakwa dan dalam Pasal 
170 ayat (1) KUHAP memberikan 
verschoningsrecht (hak mengundur-
kan diri) dari pemberian kesaksian 
bagi mereka yang karena jabatan, 
harkat martabat dan  pekerjaannya 
wajib menyimpan rahasia.  
Baik menurut Pasal 322 KUHP 
(Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana) maupun menurut Pasal 146 
HIR dan 277 RIB ada kategori-kate-
gori orang yang karena jabatan atau 
pekerjaannya dianggap sebagai 
wajib penyimpan rahasia. Dalam 
Pasal 322 KUHP diadakan sanksi 
pidana terhadap mereka dari kate-
gori-kategori tersebut yang dengan 
sengaja membuka rahasia itu, 
sedangkan menurut Pasal 146 HIR 
dan Pasal 277 RIB mereka boleh 
menolak untuk memberi kesaksian 
mengenai rahasia tersebut (S 
Lumban Tobing (1933:4). 
Penerapan Hak Ingkar Notaris 
Dalam Perkara Perdata dan 
Pidana 
Dalam praktiknya, jika ternyata 
notaris sebagai saksi atau tersangka, 
tergugat, ataupun dalam pemerik-
saan oleh Majelis Pengawas Notaris 
membuka rahasia dan memberikan 
keterangan/pernyataan yang seharus-
nya wajib dirahasiakan, sedangkan 
undang-undang tidak memerintah-
kannya, maka atas pengaduan pihak 
yang merasa dirugikan dapat menun-
tut notaris yang bersangkutan. 
Dalam hal ini, dapat dikenakan Pasal 
322 ayat (1) dan (2) KUHP, yaitu 
membongkar rahasia, yang padahal 
sebenarnya notaris wajib menyim-
pannya. Bahkan sehubungan dengan 
perkara perdata, yaitu apabila notaris 
berada dalam kedudukannya sebagai 
saksi, maka notaris dapat meminta 
untuk dibebaskan dari kewajibannya 
untuk memberikan kesaksian, karena 
jabatannya menurut undang-undang 
diwajibkan untuk merahasiakannya 
(R.Soegondo Notodisoerjo,1982:97- 
98). 
Larangan notaris merupakan 
suatu tindakan yang dilarang untuk 
dilakukan oleh notaris. Jika larangan 
ini dilanggar oleh notaris, maka 
kepada notaris yang melanggar akan 
dikenakan sanksi sebagaimana yang 
tersebut dalam Pasal 85 UUJN. 
Kewajiban bagi notaris untuk 
mengucapkan sumpah sebelum men-
jalankan jabatannya sebagai notaris 
telah ada sejak dari dahulu. Dalam 
sumpah jabatan notaris ditetapkan 
bahwa notaris berjanji di bawah 
sumpah untuk merahasiakan sera-
pat-rapatnya isi akta-akta sesuai 
dengan ketentuan-ketentuan peratu- 
ran-peraturan itu. Peraturan-peratu- 
ran yang  dimaksudkan itu adalah 
peraturan-peraturan dalam Undang- 
Undang Jabatan Notaris khususnya 
Pasal 16, yang berisikan larangan 
bagi notaris untuk memberikan 
grosse akta, salinan/kutipan atau 
memperlihatkan atau memberitahu-
kan isi akta-aktanya selain kepada 
orang-orang yang langsung berke- 
pentingan pada akta itu, para ahli 
warisnya dan para penerima hak 
mereka, kecuali yang dalam hal-hal 
yang diatur dalam peraturan-peratu- 
ran umum. 
Pasal 4 Undang-Undang Jabatan 
Notaris menyatakan lebih luas, 
bahwa kewajiban merahasiakan ini 
juga meliputi keterangan yang diper-
oleh notaris dalam pelaksanaan 
jabatannya. Hal ini lebih karena 
jabatan yang dipangku oleh notaris 
adalah jabatan kepercayaan dan 
justru oleh karena itu seseorang 
bersedia mempercayakan sesuatu 
kepercayaan kepadanya. 
Wajib menyimpan atau meme-
gang rahasia ini dapat diketahui dari 
kode etik profesi. Point ke-5 Sumpah 
Jabatan Notaris menyatakan : 
“Bahwa saya akan merahasiakan 
serapat-rapatnya isi akta-akta selaras 
dengan ketentuan-ketentuan peratu- 
ran ini.” Etika memberikan kewa-
jiban bagi kaum profesional hukum 
sebagai aparat atau pejabat untuk 
menyimpan rahasia, sehingga secara 
etis pula tidak dibenarkan kaum 
profesional hukum membuka rahasia 
yang diberitahukan, dipercayakan 
dan diperolehnya, dari klien (Liliana 
Tedjosaputro,2003:80). 
Notaris masih dapat meraha-
siakan semua apa yang diberitahukan 
kepadanya dalam jabatannya terse-
but termasuk isi-isi akta dengan 
mempergunakan hak yang diberikan 
kepadanya dalam Pasal 1946 ayat (3) 
(Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdata 
(Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata)) dan Pasal 148 KUHP 
(Pasal 146 ayat (3) HIR) untuk me- 
ngundurkan diri sebagai saksi apabi-
la ia dipanggil sebagai saksi untuk 
didengar keterangannya di muka 
pengadilan. 
Apabila notaris dipanggil menjadi 
saksi di muka persidangan penga-
dilan, ia berdasarkan Pasal 1909 ayat 
(2) KUHPerdata dan Pasal-pasal 146 
HIR dan 227 RIB, dapat mempergu-
nakan haknya untuk mengundurkan 
diri sebagai saksi, dengan jalan 
menuntut penggunaan Verschonings-
recht (dahulu “hak ingkar”). 
Verschoningsrecht (hak mengundur-
kan diri) merupakan pengecualian 
terhadap ketentuan umum yang dise-
but tadi, yaitu bahwa setiap orang 
yang dipanggil sebagai saksi, wajib 
memberikan kesaksian (ibid:20).  
Verschoningsrecht berbeda de- 
ngan wraken, dalam kamus hukum 
Yan Pramadya Puspa Verschonings-
recht diartikan sebagai permohonan 
agar dibebaskan dari, hak mengun-
durkan diri (Yan Pramadya Puspa, 
1977:253).
 Sedangkan wraken dalam kamus 
Belanda – Indonesia Datje Rahajoe-
koe diartikan sebagai menolak, 
menolak sebagai saksi Datje Rahajoe 
Koesoemah,1991:302).  Wraken (hak 
ingkar) ada pada pihaknya, penggu-
gat maupun tergugat; mengingkari 
kewenangan hakim yang memeriksa 
perkara karena mempunyai kepenti- 
ngan atau hubungan dengan perkara 
yang diperiksanya. Hak ingkar inilah 
yang dimaksud sebagaimana diatur 
dalam Pasal 28 Undang-undang 
Pokok Kekuasaan Kehakiman 
Nomor 14 Tahun 1970.  
Kewenangan Majelis Pengawas 
Notaris Memberikan Izin Keha- 
diran Notaris Dalam Sidang Pen-
gadilan
Pertanyaan yang sering muncul 
adalah dapatkah notaris dipaksa 
untuk hadir sebagai saksi dalam 
perkara perdata dan apakah untuk 
bertindak sebagai saksi, diperlukan 
persetujuan majelis pengawas notaris 
sebagaimana yang dimaksud dalam 
pasal 66 Undang-Undang Jabatan 
Notaris. Pertanyaan-pertanyaan di- 
atas merupakan pertanyaan yang 
sering muncul yang memerlukan 
jawaban.
Majelis Pengawas adalah suatu 
badan yang mempunyai kewenangan 
dan kewajiban untuk melaksanakan 
pembinaan dan pengawasan terhadap 
Notaris. Menurut Pasal 1 ayat (6) 
Undang-Undang Nomor 2 tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN), Majelis Pengawas 
Notaris merupakan suatu badan yang 
memiliki wewenang dan untuk 
melakukan pembinaan dan penga-
wasan terhadap Notaris. Menurut 
Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Nomor M.02. 
PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata 
Cara Pengangkatan Anggota, Pem-
berhentian Anggota, Susunan Orga- 
nisasi, Tata Kerja dan Tata Cara 
Pemeriksaan Majelis Pengawas 
Notaris, Majelis Pengawas Notaris 
adalah suatu badan yang mempunyai 
kewenangan dan kewajiban untuk 
melaksanakan pengawasan dan pem-
binaan terhadap Notaris.  
Menurut Peraturan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Nomor M.02. 
PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata 
Cara Pengangkatan Anggota, Pem-
berhentian Anggota, Susunan Orga- 
nisasi, Tata Kerja dan Tata Cara 
Pemeriksaan Majelis Pengawas 
Notaris, Majelis Pengawas Notaris 
yaitu Majelis Pengawas yang tugas- 
nya memberi pembinaan dan penga-
wasan kepada notaris dalam men-
jalankan jabatan profesinya sebagai 
pejabat umum yang senantiasa 
meningkatkan profesionalisme dan 
kualitas kerjanya sehingga dapat 
memberikan jaminan kepastian dan 
perlindungan hukum bagi penerima 
jasa Notaris dan masyarakat luas
Menurut Pasal 1 ayat (6) Peratu- 
ran Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Nomor: 
M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang 
Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, 
Pemindahan dan Pemberhentian 
Notaris, Majelis Pengawas Notaris 
adalah suatu badan yang mempunyai 
kewenangan dan kewajiban untuk 
melaksanakan pembinaan dan 
pengawasan terhadap Notaris.
Menurut Pasal 1 ayat (7) Peratur-
an Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Nomor: 
M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang 
Pengambilan  Minuta Akta dan 
Pemanggilan Notaris, yang dimak-
sud dengan Majelis Pengawas 
Daerah adalah suatu badan yang 
mempunyai kewenangan dan kewa-
jiban untuk melaksanakan penga-
wasan dan pembinaan terhadap 
Notaris yang berkedudukan di Kabu-
paten atau kota. Selanjutnya dalam  
Peraturan Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia 
tersebut juga dijelaskan tingka-
tan-tingkatan Majelis Pengawas 
Notaris.
Dalam Pasal 68, Pasal 69 ayat (1), 
Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 76 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN), disebutkan bahwa 
tingkatan-tingkatan Majelis Penga-
was Notaris tersebut meliputi :  
1   Majelis Pengawas Daerah Notaris 
berkedudukan di kota atau kabu-
paten;  
2   Majelis Pengawas Wilayah Nota- 
ris dibentuk dan berkedudukan di 
Ibukota Propinsi; 
3  Majelis Pengawas Pusat Notaris 
dibentuk dan berkedudukan di 
Ibukota Negara Kesatuan Repu- 
blik Indonesia
Wewenang Majelis Pengawas 
Daerah Notaris berkaitan dengan 
pengambilan Minuta Akta dan/ atau 
pemanggilan Notaris baik sebagai 
saksi maupun sebagai tersangka  
oleh Penyidik, Penuntut Umum atau 
Hakim, yaitu:  
1. Prosedur Pengambilan Minuta 
Akta oleh Penyidik, Penuntut 
Umum atau Hakim, dalam Pasal 8 
ayat 1, Pasal 9 sampai dengan 11, 
yaitu: 
a.  Penyidik, Penuntut Umum atau 
Hakim untuk kepentingan 
proses peradilan dapat me- 
ngambil Minuta Akta dan/ atau 
surat-surat yang dilekatkan 
pada Minuta Akta atau 
Protokol Notaris yang terdapat 
dalam Penyimpanan Notaris, 
dengan meminta kepada 
Notaris yang bersangkutan 
untuk membawa Minuta Akta 
dan/ atau sutat-surat yang 
dilekatkan pada Minuta Akta 
atau Protokol Notaris yang 
terdapat dalam Penyimpanan 
Notaris, dengan syarat harus 
megajukan permohonan tertu-
lis pada Majelis Pengawas 
Daerah Notaris setempat.
b. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris memberikan persetu-
juan untuk pengambilan 
Minuta Akta dan atau surat-su-
rat yang dilekatkan pada 
Minuta Akta atau Protokol 
Notaris dalam Penyimpanan 
Notaris oleh Penyidik, Penun-
tut Umum atau Hakim untuk 
kepentingan proses peradilan, 
apabila: 
1   Ada dugaan tindak pidana 
yang terkait dengan 
Minuta Akta dan/ atau 
surat-surat yang dilekat-
kan pada Minuta Akta atau 
Protokol Notaris dalam 
penyimpanan Notaris;  
2    Belum gugur hak menuntut 
berdasarkan ketentuan 
tentang daluarsa peraturan 
perundang-undangan di 
bidang pidana;  
3    Ada penyangkalan keabsa-
han tanda tangan dari para 
pihak;  
4   Ada dugaan pengurangan 
atau penambahan dari 
Minuta Akta; 
5   Ada dugaan Notaris me- 
lakukan pemunduran 
tanggal akta. 
c. Persetujuan Majelis Penga-
was Daerah Notaris diberikan 
setelah mendengar keterangan 
dari Notaris yang bersangku-
tan;
d. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris tidak memberikan 
persetujuan untuk pengambi-
lan Minuta Akta dan/ atau 
surat-surat yang dilekatkan 
pada Minuta Akta atau Pro- 
tokol Notaris dalam penyim-
panan Notaris, apabila tidak 
memenuhi ketentuan pada 
Pasal  9;
e. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dalam waktu paling 
lambat 14 (empat belas) hari 
sejak permohonan pengambi-
lan Minuta Akta dan/atau 
surat-surat yang dilekatkan 
Pada Minuta Akta atau 
Protokol Notaris oleh Penyi- 
dik, Penuntut Umum atau 
Hakim harus memberikan 
persetujuan atau tidak mem-
berikan persetujuan terhadap 
pengambilan tersebut; 
f. Jika jangka waktu 14 (empat 
belas) hari itu terlampaui maka 
Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dianggap menyetujui 
pengambilan Minuta Akta 
dan/ atau surat-surat yang 
dilekatkan pada Minuta Akta 
atau Protokol Notaris.
2. Prosedur Pemanggilan Notaris 
oleh Penyidik, Penuntut Umum 
atau Hakim dalam Pasal 14 
sampai dengan Pasal 18:  
a. Penyidik, Penuntut Umum 
atau Hakim, untuk kepenti- 
ngan proses peradilan dapat 
memanggil Notaris sebagai 
saksi, tersangka atau terdakwa 
dengan mengajukan permo-
honan tertulis kepada Majelis 
Pengawas Daerah Notaris 
setempat; 
b. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dapat memberikan 
persetujuan pemanggilan No- 
taris sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 ayat (1) apabi-
la: 
Ada dugaan tindak pidana yang 
berkaitan dengan Minuta Akta dan 
atau surat-surat yang dilekatkan pada 
Minuta Akta atau Protokol Notaris 
yang terdapat dalam penyimpanan 
Notaris;  
1. Belum gugurnya hak menun-
tut berdasarkan ketentuan 
tentang daluarsa dalam pera-
turan perundang-undangan 
dibidang pidana; 
c. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris  dapat memberi per- 
setujuan kepada Penyidik, 
Penuntut Umum atau Hakim 
setelah mendengar keterangan 
dari Notaris yang bersangku-
tan;
d. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris tidak memberikan per- 
setujuan pemanggilan Notaris 
sebagai saksi, tersangka atau 
terdakwa kepada Penyidik, 
Penuntut Umum atau Hakim, 
apabila tidak memenuhi per- 
syaratan dalam Pasal 15;
e. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris wajib memberikan 
persetujuan atau tidak mem-
berikan persetujuan secara 
tertulis dalam jangka waktu 
paling lambat 14 (empat belas) 
hari sejak permohonan secara 
tertulis untuk pemanggilan 
Notaris sebagai saksi, tersang-
ka atau terdakwa yang diaju-
kan oleh Penyidik, Penuntut 
Umum atau Hakim kepada 
Majelis Pengawas Notaris;
f. Jika jangka waktu 14 (empat 
belas) hari terlampaui dan 
Majelis Pengawas Daerah 
Notaris tidak memberikan 
persetujuan atau penolakan 
persetujuan pemanggilan 
Notaris sebagai saksi, tersang-
ka atau terdakwa secara tertu-
lis kepada Penyidik, Penuntut 
Umum atau Hakim, maka 
Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dianggap menyetujui 
pemanggilan Notaris.
Simpulan
Pada dasarnya hak ingkar adalah 
hak untuk mengundurkan diri dari 
memberikan kesaksian dimuka 
Pengadilan dalam masalah Perdata 
maupun Pidana. Dalam perkara 
perdata, notaris lebih leluasa untuk 
menggunakan hak ingkar yang dibe- 
rikan undang-undang kepadanya. 
Istilah hak ingkar ini merupakan 
terjemahan dari bahasa Belanda 
verschoningsrecht yang artinya 
adalah hak untuk dibebaskan dari 
memberikan keterangan sebagai 
saksi dalam suatu perkara perdata 
maupun pidana. Hak ini merupakan 
pengecualian dari prinsip umum 
bahwa setiap orang yang dipanggil 
sebagai saksi wajib memberikan 
kesaksian itu. Hak Ingkar dapat 
dilihat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 
e UU No 30 Tahun 2004 jo UU No 
No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan 
Notaris.
Hak ingkar ini dalam praktek 
masih membingungkan para notaris 
untuk menggunakannya. Hal ini 
disebabkan karena hak ingkar masih 
berimplikasi dalam pelaksanaannya 
khususnya dalam perkara pidana. 
Dalam perkara pidana yang dicari 
adalah kebenaran materil sehingga 
kehadiran Notaris sebagai saksi 
sangat diperlukan, berlainan dengan 
perkara perdata yang mencari kebe-
naran formil. Kehadiran notaris 
sudah dapat dianggap ada dengan 
dihadirkan akta notaris yang dibuat 
oleh notaris yang bersangkutan. 
Menurut Peraturan Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia, pada dasarnya Majelis 
Pengawas Daerah Notaris mempu-
nyai kewenangan untuk Memberikan 
Izin Kehadiran Notaris Dalam 
Sidang Pengadilan sepanjang tidak 
bertentangan dengan peraturan dan 
undang-undang.
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Pendahuluan 
Pasca disahkannya Undang-Un-
dang Jabatan Notaris yakni Undang- 
Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang 
perubahan Undang-Undang 30 
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 
(UUJN), peranan notaris memasuki 
era baru. Lahirnya Undang-Undang 
Jabatan Notaris mengakhiri hampir 2 
abad berlakunya Peraturan Jabatan 
Notaris yaitu Reglement op Het 
Notaris Ambt in Indonesie (Stb. 
1860:3) yang mengatur mengenai 
jabatan notaris. Peraturan Jabatan 
Notaris Staatblad 1860 Nomor 3 ini 
dianggap tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan hukum dan kebutu-
han masyarakat Indonesia. Oleh 
karena itu, Peraturan Jabatan Notaris 
ini harus diganti untuk disesuaikan 
dengan kondisi dan perkembangan 
masyarakat Indonesia. Lahirnya 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN) merupakan tero-
bosan baru untuk memastikan bahwa 
fungsi notaris sebagai pejabat umum 
dapat terlaksana dengan baik.
Notaris merupakan salah satu 
pejabat negara yang kedudukannya 
sangat dibutuhkan di masa sekarang 
ini. Di masa modern ini, masyarakat 
sudah banyak tidak lagi mengenal 
perjanjian yang berdasarkan atas 
kepercayaan satu sama lain seperti 
yang mereka kenal dulu. Dahulu 
perjanjian-perjanjian menurut hu- 
kum adat tidak dibuat dalam bentuk 
tertulis, dilakukan secara lisan saja, 
oleh karena adanya saling percaya 
mempercayai. Tuntut menuntut 
boleh dikatakan sangat jarang sekali 
terjadi akibat tidak dipenuhinya 
perjanjian yang dilakukan. Oleh 
karenanya jika timbul perselisihan 
diantara mereka maka para pihak 
hanya mengajukan saksi-saksi yang 
dapat membenarkan atau menguat-
kan dalil-dalil yang dimajukan di 
muka persidangan. Oleh karena itu 
pembuktian dengan saksi dalam 
hukum adat sangatlah penting. 
Berlainan dengan sekarang 
dimana para pihak dalam membuat 
perjanjian memerlukan bentuk tertu-
lis. Bukti fisik dari perjanjian itu 
yang diperlukan. Oleh karena itu,  
setiap perjanjian yang dilakukan oleh 
masyarakat pasti akan mengarah 
kepada notaris sebagai sarana keab-
sahan perjanjian yang mereka laku-
kan. Notaris dianggap yang melahir-
kan bukti fisik dari perjanjian yang 
disepakati oleh para pihak. Oleh 
karena itulah, kedudukan notaris 
menjadi semakin penting di masa 
sekarang ini.
Sebagaimana pejabat negara lain 
yang mempunyai wewenang 
tersendiri khusus untuk pejabat 
negara bidang yang dimaksud, maka 
notaris juga memiliki kewenangan 
tersendiri yang tidak dimiliki oleh 
pejabat negara yang lainnya karena 
masing-masing pejabat Negara ini 
mempunyai kewenangan yang 
berbeda satu sama lain. 
Selain kewenangannya, para 
notaris juga memiliki kewajiban dan 
larangan yang wajib mereka patuhi 
dalam pelaksanaan tugas jabatannya. 
Kewenangan, kewajiban dan lara- 
ngan adalah konsekuensi logis dari 
adanya suatu jabatan. Dengan 
berdasar pada Undang-Undang 
Nomor 2 tahun 2014 tentang peruba-
han Undang-Undang 30 Tahun 2004 
tentang Jabatan Notaris (UUJN), 
para notaris di Indonesia wajib untuk 
memahami apa yang menjadi 
wewenang dan kewajiban mereka 
serta larangan yang tidak boleh 
dilakukan dalam pelaksanaan tugas 
jabatannya.
Sebagaimana diketahui bahwa 
Akta Notaris yang merupakan suatu 
akta otentik yang memiliki kekuatan 
pembuktian lengkap atau sempurna 
dalam sengketa hukum perdata, 
ternyata dapat mengalami penurunan 
status (degradasi) dari kekuatan bukti 
lengkap dan sempurna menjadi 
permulaan bukti seperti akta dibawah 
tangan, dan dapat cacat hukum yang 
menyebabkan kebatalan atau ketidak 
absahan akta tersebut. Apabila terjadi 
degradasi dari akta otentik menjadi 
akta dibawah tangan atau bahkan 
batal demi hukum maka hal itu akan 
menimbulkan kerugian bagi para 
pihak. Oleh karenanya Notaris terse-
but dapat digugat oleh pihak. Pihak 
yang menderita kerugian dapat 
menuntut dengan tuntutan melaku-
kan perbuatan melanggar hukum 
(onrechtmatige daad ) yang disyarat-
kan dalam pasal 1365 maupun dalam 
pasal 1367 KUH Perdata atau ingkar 
janji atau wanprestasi menurut pasal 
1234 KUH Perdata.
Sanksi administrasi terhadap 
Notaris yang melanggar ketentuan 
peraturan perundang-undangan ada 5 
jenis sanksi administrasi yang 
berlakunya secara berjenjang yaitu 
berupa : 1. Teguran lisan, 2. Teguran 
tertulis, 3. Pemberhentian sementara, 
4. Pemberhentian dengan hormat, 
dan 5. Pemberhentian tidak hormat. 
Sedangkan penjatuhan sanksi pidana 
terhadap Notaris dapat dilakukan 
sepanjang memenuhi rumusan 
pelanggaran yang tersebut dalam 
Undang-Undang Jabatan Notaris, 
kode etik jabatan notaris, juga harus 
memenuhi unsur-unsur dalam KUH-
Pidana.
Pada dasarnya hak ingkar adalah 
hak untuk mengundurkan diri dari 
memberikan kesaksian dimuka 
Pengadilan dalam masalah Perdata 
maupun Pidana. Dalam perkara 
perdata, notaris lebih leluasa untuk 
menggunakan hak ingkar yang dibe- 
rikan undang-undang kepadanya. 
Istilah hak ingkar ini merupakan 
terjemahan dari bahasa Belanda 
verschoningsrecht yang artinya 
adalah hak untuk dibebaskan dari 
memberikan keterangan sebagai 
saksi dalam suatu perkara perdata 
maupun pidana. Hak ini merupakan 
pengecualian dari prinsip umum 
bahwa setiap orang yang dipanggil 
sebagai saksi wajib memberikan 
kesaksian itu.
Akan tetapi, terlepas dari itu 
semua haruslah digarisbawahi bahwa 
hak ingkar adalah “hak” bukan 
kewajiban. Dengan pengertian 
bahwa Notaris tetaplah dihadapkan 
pada akibat hukum tertentu apabila 
menggunakan atau tidak menggu-
nakan hak yang telah diberikan oleh 
undang-undang tersebut. Untuk 
itulah notaris diberikan kesempatan 
terlebih dahulu untuk memutuskan 
apakah akan menggunakan hak 
ingkar dalam pemberian suatu kesak-
sian atau tidak. Jadi jelas bahwa 
Undang-undang meletakkan kewa-
jiban secara umum kepada setiap 
orang yang cakap menjadi saksi 
untuk memberikan kesaksian di 
muka pengadilan, baik dalam proses 
perdata maupun pidana. 
Tulisan singkat ini akan mencoba 
memahami ruang lingkup hak ingkar. 
Hak ingkar ini merupakan bagian 
yang tak terpisahkan dari bagian 
kode etik Notaris. Undang-Undang 
Jabatan Notaris dalam penerapannya 
pada perkara perdata maupun perka-
ra pidana akan melibatkan notaris 
sebagai pihak atau sebagai saksi. 
Disamping itu juga sekaligus untuk 
menjawab apakah majelis pengawas 
notaris memiliki kewenangan untuk 
memberikan persetujuan kepada 
hakim dalam pemanggilan notaris 
sebagai saksi dan atau pengambilan 
foto copy minuta, surat-surat lainnya 
yang dilekatkan pada minuta akta 
dan protokol notaris  yang berada 
dalam penyimpanan atau pengambi-
lan minuta akta, surat surat yang 
dilekatkan pada minuta akta dan 
protokol notaris dalam penyim-
panan, sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2014 tentang perubahan 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2004 tentang Jabatan Notaris.
Permasalahan
Berdasarkan latar belakang terse-
but, maka permasalahan yang akan 
dikaji dalam tulisan ini adalah
1. Apakah yang dimaksud dengan 
hak ingkar Notaris dan dasar 
hukum pengaturannya? 
2. Bagaimana hak ingkar notaris 
sebagai saksi dapat diterapkan 
dalam perkara perdata dan pidana 
dalam sidang pengadilan? 
3. Apakah majelis pengawas notaris 
mempunyai kewenangan untuk 
memberikan izin kehadiran 
Notaris dalam sidang pengadilan?
Pembahasan
Hak Ingkar Notaris dan Dasar 
Hukum Pengaturannya
 Sebelum membahas lebih 
lanjut mengenai hak ingkar dan dasar 
hukum serta kewenangan majelis 
pengawas notaris untuk merekomen-
dasikan dapat dipanggilnya notaris 
sebagai saksi dalam perkara perdata 
dan pidana maka terlebih dahulu 
akan diuraikan mengenai sejarah 
mulai berkembangnya notaris ini. 
Sejarah perkembangan Notaris ini 
penting diketahui agar dapat dipaha-
mi bagaimana sebetulnya pengaruh 
hak ingkar notaris tersebut perlu 
dipahami oleh semua pihak, terutama 
hakim dan penyidik polisi. 
Notaris adalah sebuah profesi 
yang dapat dilacak balik ke abad ke 
2-3 pada masa Roma Kuno, dimana 
mereka dikenal sebagai scribae, 
tabellius atau notarius. Pada masa 
itu, mereka adalah golongan orang 
yang mencatat pidato. Istilah notaris 
diambil dari nama pengabdinya, 
Notarius, yang kemudian menjadi 
istilah/titel bagi golongan orang 
penulis cepat atau stenografer. Nota- 
ris adalah salah satu cabang dari 
profesi hukum yang tertua di dunia.
Sekitar abad ke 5, notaris diang-
gap sebagai pejabat istana. Di Italia 
utara sebagai daerah perdagangan 
utama pada abad ke 11 - 12, dikenal 
Latijnse Notariat, yaitu orang yang 
diangkat oleh penguasa umum, 
dengan tujuan melayani kepentingan 
masyarakat umum, dan boleh 
mendapatkan honorarium atas 
jasanya oleh masyarakat umum.
Latijnse notariat ini murni berasal 
dari Italia Utara, bukan sebagai 
pengaruh hukum Romawi Kuno. 
Pada tahun 1888, terbitlah buku 
Formularium Tabellionum oleh Ime-
rius, pendiri sekolah Bologna, dalam 
rangka peringatan 8 abad sekolah 
hukum Bologna. Berturut-turut sera-
tus tahun kemudian ditebitkan 
Summa Artis Notariae oleh Rantero 
dari Perugia, kemudian pada abad ke 
13 buku dengan judul yang sama 
diterbitkan oleh Rolandinus 
Passegeri. Ronaldinus Passegeri 
kemudian juga menerbitkan Flos 
Tamentorum. Buku-buku tersebut 
menjelaskan definisi notaris, fungsi, 
kewenangan dan kewajiban-kewa-
jibannya.
Sebelum diperlakukan 
Undang-Undang Nomor 2 tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN), Negara Indonesia 
masih mempergunakan dan memakai 
peraturan Jabatan Notaris yang 
berasal dari produk bangsa Belanda 
sebagai bangsa penjajah. Pember-
lakuan Peraturan Jabatan Notaris 
bangsa penjajah ini diperkenankan 
oleh Pasal 2 Aturan Peralihan 
Undang-Undang Dasar 1945, yang 
mengatakan bahwa segala badan 
negara dan peraturan yang ada masih 
langsung berlaku, selama belum 
diadakan yang baru menurut 
Undang-Undang Dasar 1945 ini.
Perkembangan lembaga notaris di 
Indonesia, mulai masuk pada permu-
laan abad ke 17. Menurut Jan Pie- 
terszoon Coen di Jacatra  (sekarang 
Jakarta) antara tahun 1617 sampai 
1629, untuk keperluan para 
penduduk dan para pedagang perlu 
mengangkat seorang notaris, yang 
disebut Notarium Publicum (Lum-
ban Tobing1,1983:15).   Sejak tang-
gal 27 Agustus 1620 diangkat notaris 
pertama di Indonesia yaitu Melchior 
Kerchem, sebagai sekretaris College 
Van Schepenen (urusan perkapalan 
kota) di Jakarta untuk merangkap 
sebagai notaris yang berkedudukan 
di Jakarta. Tugas dari Melchior 
Kerchem sebagai notaris dalam surat 
pengangkatannya, yaitu melayani 
dan melakukan semua surat libel 
(Smaadschrift) yang bahasa Indone-
sianya yaitu tulisan menghina/menis-
ta, surat wasiat di bawah tangan, 
persiapan penerangan, akta perjanji-
an perdagangan, perjanjian kawin, 
surat wasiat, dan akta-akta lainnya 
dan ketentuan-ketentuan yang perlu 
Daerah Tingkat kotapraja (Komar 
Andasasmita,1981:37). Setelah pe- 
ngangkatan notaris pertama jumlah 
notaris di Indonesia kian berkem-
bang dan pada tahun 1650 di Batavia 
hanya ada dua orang notaris yang 
diangkat. 
Menurut kenyataannya para 
notaris pada waktu itu tidak mempu-
nyai kebebasan didalam menjalan- 
kan jabatannya, karena notaris pada 
masa itu adalah pegawai dari Vereni-
gde Oost Indie Compagnie (VOC). 
Bahkan tahun 1632 dikeluarkan 
plakat yang berisi ketentuan bahwa 
notaris, sekretaris dan pejabat lain- 
nya dilarang untuk membuat 
akta-akta transport, jual beli, surat 
wasiat dan lain-lain akta, jika tidak 
mendapat persetujuan terlebih 
dahulu dari Gubernur Jenderal dan 
daden van indie dengan ancaman 
akan kehilangan jabatannya. Namun 
dalam prakteknya ketentuan tersebut 
tidak dipatuhi oleh pejabat-pejabat 
atau notaris yang bersangkutan. 
Maksud dan tujuan membawa 
lembaga kenotariatan ke Indonesia 
adalah untuk memenuhi kebutuhan 
akan alat bukti autentik  yang sangat 
dibutuhkan untuk menggunakan hal 
dan kepentingan yang timbul karena 
adanya transaksi dagang yang 
mereka lakukan. Lembaga kenotaria-
tan di Indonesia pada waktu itu 
belum dikenal dan meluas ke 
kota-kota kecil bahkan desa-desa hal 
ini dikarenakan sebelum perang 
dunia ke 2 (dua) hampir seluruh 
notaris yang ada di Indonesia pada 
waktu itu adalah berkebangsaan 
Belanda. Sedangkan yang berke-
bangsaan Indonesia sangat sedikit 
jumlahnya, lagi pula mereka mempu-
nyai kedudukan di kota-kota besar 
sedangkan orang-orang Indonesia 
berada di daerah-daerah. Di samping 
itu tingkat kesadaran dan budaya 
hukum masyarakat Indonesia pada 
waktu itu suatu masyarakat yang 
masih bersifat primordial yang masih 
berpegang teguh pada hukum adat 
serta kaidah-kaidah religius, lebih- 
lebih lagi para pengasuh dari lemba-
ga notiariat itu lebih menitikberatkan 
orientasinya pada hukum barat. 
Semua itu merupakan faktor-faktor 
penghambat yang tidak menguntung-
kan bagi perkembangan dan untuk 
dikenalnya lembaga notariat ini 
dengan cepat dan secara luas dika-
langan masyarakat yang justru harus 
dilayaninya. 
Lembaga kemasyarakatan yang 
dikenal sebagai notariat ini  timbul 
dari kebutuhan dalam pergaulan 
sesama manusia yang menghendai 
adanya alat bukti baginya mengenai 
hubungan hukum keperdataan yang 
ada dan/atau terjadi diantara mereka 
suatu lembaga dengan para pengab-
dinya yang ditugaskan oleh kekua-
saan umum (openbaar gezag) untuk 
dimana dan apabila undang-undang 
mengharuskan sedemikian atau dike-
hendaki oleh masyarakat membuat 
alat bukti tertulis yang mempunyai 
kekuatan autentik. 
Saat ini notaris dikenal sebagai 
orang yang melayani masyarakat 
untuk membuat akta atau doku-
men-dokumen yang autentik. Akan 
tetapi, tugas ini sedikit berbeda 
dengan yang dilakoni para notaris 
pada awal kemunculannya. Saat 
kejayaan bangsa Romawi, tidak 
hanya ada kelompok gladiator di 
sana, tetapi juga hidup sekelompok 
orang yang disebut notarius. 
Berbicara mengenai notaris, 
berarti kita bicara mengenai autenti- 
sitas dokumen. Hal itulah yang men-
jadi salah satu alasan orang berkun-
jung ke notaris. Pengakuan akan sifat 
autentisitas dokumen tersebut tidak 
datang secara serta merta, tetapi 
pengakuan baru muncul pada abad 
ke-13 (tiga belas), sekian ratus tahun 
setelah kemunculan jabatan notaris. 
Beberapa ratus tahun kemudian 
barulah muncul peraturan yang dise-
but ventosewet (Ira Koesoemawati 
dan Yunirman Rijan,2009). 
Di Indonesia, notaris bertindak 
sebagai pelayan masyarakat. Hal ini 
karena notaris adalah pejabat yang 
diangkat oleh pemerintah untuk 
melayani kebutuhan masyarakat 
akan dokumen-dokumen legal yang 
sah. Meskipun status notaris sebagai 
pelayan masyarakat, jangan 
berpikiran bahwa notaris menggu-
nakan pakaian yang sederhana. 
Justru sebaliknya, notaris me- 
ngenakan pakaian yang resmi dan 
eksklusif guna menunjukkan profe-
sionalisme dan keseriusan mereka. 
Sebagai seorang dengan jabatan 
notaris sudah seharusnya orang 
tersebut dalam menjalankan jabatan-
nya lebih “diistimewakan” kedudu-
kannya dalam hukum dibandingkan 
dengan orang lain. Namun seorang 
notaris di luar jabatannya adalah 
orang yang memiliki kedudukan 
yang sama dengan orang yang lain 
(equality before the law). 
Tentu saja ada beberapa hal yang 
harus dipenuhi untuk menjadi 
seorang notaris. Tidak mungkin 
seorang notaris dapat berpraktek 
tanpa memiliki kemampuan mema-
dai. Latar belakang pendidikan 
hukum merupakan sebuah kenis-
cayaan. Setelah lulus dari fakultas 
hukum, seorang calon notaris wajib 
mengikuti kuliah bidang kenotaria-
tan atau menempuh pendidikan 
Strata 2 (dua)  hukum bidang keno-
tariatan. Tidak cukup berbekal 
pendidikan formil saja untuk menja-
di profesi notaris di Indonesia. Syarat 
lain menjadi calon notaris di Indone-
sia secara umum adalah orang yang 
berkewarganegaraan Indonesia. Oleh 
karena seorang notaris adalah peja-
bat umum yang diangkat oleh negara 
untuk mewakili negara dalam pem-
buatan akta-akta autentik yang 
dibuat berisi hal-hal yang sifatnya 
rahasia. Tentu akan berbahaya, jika 
jabatan ini dipegang oleh seorang 
warga negara asing. Bisa–bisa raha-
sia negeri ini jatuh ke tangan negara 
lain. 
Menjadi notaris yang baik ditun-
tut untuk memiliki kedewasaan yang 
matang. Menurut Kitab Undang-Un-
dang Hukum Perdata (selanjutnya 
disingkat KUHPerdata) bahwa usia 
dewasa seseorang adalah 21 (duapu-
luh satu) tahun, tetapi seseorang 
untuk dapat menjadi notaris 
berdasarkan berdasarkan Undang- 
Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang 
perubahan Undang-Undang 30 
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 
(UUJN) haruslah berusia 27 (dua 
puluh tujuh) tahun. 
Di Indonesia para notaris berhim-
pun dalam sebuah wadah perkumpu-
lan yang bernama Ikatan Notaris 
Indonesia (yang selanjutnya dising-
kat INI). INI merupakan perkumpu-
lan notaris yang legal dan sudah 
berbadan hukum sesuai SK Menteri 
Kehakiman Replubik Indonesia 
tanggal 23 Januari 1995 Nomor 
C210221.HT.01.06. 
Hak ingkar ini mulai diperbin-
cangkan berawal dengan ditariknya 
seorang notaris sebagai salah satu 
tergugat dalam suatu perkara perdata 
antara Badan Penyehatan Perbankan 
Nasional (Kreditur) selaku penggu-
gat dan nasabah debitur selaku 
tergugat, dengan obyek sengketa 
adanya 2 (dua) salinan akta penga-
kuan hutang yang dibuat dihadapan 
notaris yang sama dengan nomor dan 
tanggal yang sama, namun substansi 
jumlah hutangnya berbeda dalam 2 
(dua) salinan akta tersebut. Ma- 
sing-masing pihak berpegang kepada 
salinan akta pengakuan hutangnya. 
Dalam kasus ini majelis hakim 
melalui suratnya kepada majelis 
pengawas notaris telah meminta 
persetujuan agar foto copy minuta 
aktanya dapat dibawa oleh notaris 
yang bersangkutan dalam sidang 
pengadilan (Pieter Latumeten,2012).
Selain kewajiban untuk melaku-
kan hal-hal yang telah diatur dalam 
UU, notaris masih memiliki suatu 
kewajiban lain. Hal ini berhubungan 
dengan sumpah/janji notaris yang 
berisi bahwa notaris akan meraha-
siakan isi akta dan keterangan yang 
diperoleh dalam pelaksanaan jabatan 
notaris. Secara umum, notaris wajib 
merahasiakan isi akta dan keterangan 
yang diperoleh dalam pembuatan 
akta notaris, kecuali diperintahkan 
oleh undang-undang bahwa notaris 
tidak wajib merahasiakan dan mem-
berikan keterangan yang diperlukan 
yang berkaitan dengan akta tersebut. 
Dengan demikian, hanya undang-un-
dang saja yang dapat memerintahkan 
notaris untuk membuka rahasia isi 
akta dan keterangan/pernyataan yang 
diketahui oleh notaris yang berkaitan 
dengan pembuatan akta yang dimak-
sud.
Hal ini dikenal dengan “kewa-
jiban ingkar” notaris (Tan Thong 
Kie,2000:67) Instrumen untuk 
ingkar bagi notaris ditegaskan 
sebagai salah satu kewajiban notaris 
yang disebut dalam Pasal 16 ayat (1) 
huruf e UUJN, sehingga kewajiban 
ingkar untuk notaris melekat pada 
tugas jabatan notaris. Kewajiban 
ingkar ini mutlak harus dilakukan 
dan dijalankan oleh notaris, kecuali 
ada undang-undang yang memerin-
tahkan untuk menggugurkan kewa-
jiban ingkar tersebut. Kewajiban 
untuk ingkar ini dapat dilakukan 
dengan batasan sepanjang notaris 
diperiksa oleh instansi mana saja 
yang berupaya untuk meminta 
pernyataan atau keterangan dari 
notaris yang berkaitan dengan akta 
yang telah atau pernah dibuat oleh 
atau di hadapan notaris yang  ber-
sangkutan.
Pasal 1909 Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata (KUHPerdata) 
mewajibkan setiap orang yang cakap 
untuk menjadi saksi, untuk memberi-
kan kesaksian di muka pengadilan. 
Pada umumnya semua orang dapat 
menjadi saksi, akan tetapi dalam 
KUHAP (Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana) juga mengatur 
beberapa pihak yang tidak dapat 
menjadi saksi, yaitu dalam Pasal 168 
KUHAP dan Pasal 170 KUHAP. 
Pasal 168 KUHAP memberikan 
pengecualian bagi saksi yang mem-
punyai hubungan kekeluargaan 
dengan terdakwa dan dalam Pasal 
170 ayat (1) KUHAP memberikan 
verschoningsrecht (hak mengundur-
kan diri) dari pemberian kesaksian 
bagi mereka yang karena jabatan, 
harkat martabat dan  pekerjaannya 
wajib menyimpan rahasia.  
Baik menurut Pasal 322 KUHP 
(Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana) maupun menurut Pasal 146 
HIR dan 277 RIB ada kategori-kate-
gori orang yang karena jabatan atau 
pekerjaannya dianggap sebagai 
wajib penyimpan rahasia. Dalam 
Pasal 322 KUHP diadakan sanksi 
pidana terhadap mereka dari kate-
gori-kategori tersebut yang dengan 
sengaja membuka rahasia itu, 
sedangkan menurut Pasal 146 HIR 
dan Pasal 277 RIB mereka boleh 
menolak untuk memberi kesaksian 
mengenai rahasia tersebut (S 
Lumban Tobing (1933:4). 
Penerapan Hak Ingkar Notaris 
Dalam Perkara Perdata dan 
Pidana 
Dalam praktiknya, jika ternyata 
notaris sebagai saksi atau tersangka, 
tergugat, ataupun dalam pemerik-
saan oleh Majelis Pengawas Notaris 
membuka rahasia dan memberikan 
keterangan/pernyataan yang seharus-
nya wajib dirahasiakan, sedangkan 
undang-undang tidak memerintah-
kannya, maka atas pengaduan pihak 
yang merasa dirugikan dapat menun-
tut notaris yang bersangkutan. 
Dalam hal ini, dapat dikenakan Pasal 
322 ayat (1) dan (2) KUHP, yaitu 
membongkar rahasia, yang padahal 
sebenarnya notaris wajib menyim-
pannya. Bahkan sehubungan dengan 
perkara perdata, yaitu apabila notaris 
berada dalam kedudukannya sebagai 
saksi, maka notaris dapat meminta 
untuk dibebaskan dari kewajibannya 
untuk memberikan kesaksian, karena 
jabatannya menurut undang-undang 
diwajibkan untuk merahasiakannya 
(R.Soegondo Notodisoerjo,1982:97- 
98). 
Larangan notaris merupakan 
suatu tindakan yang dilarang untuk 
dilakukan oleh notaris. Jika larangan 
ini dilanggar oleh notaris, maka 
kepada notaris yang melanggar akan 
dikenakan sanksi sebagaimana yang 
tersebut dalam Pasal 85 UUJN. 
Kewajiban bagi notaris untuk 
mengucapkan sumpah sebelum men-
jalankan jabatannya sebagai notaris 
telah ada sejak dari dahulu. Dalam 
sumpah jabatan notaris ditetapkan 
bahwa notaris berjanji di bawah 
sumpah untuk merahasiakan sera-
pat-rapatnya isi akta-akta sesuai 
dengan ketentuan-ketentuan peratu- 
ran-peraturan itu. Peraturan-peratu- 
ran yang  dimaksudkan itu adalah 
peraturan-peraturan dalam Undang- 
Undang Jabatan Notaris khususnya 
Pasal 16, yang berisikan larangan 
bagi notaris untuk memberikan 
grosse akta, salinan/kutipan atau 
memperlihatkan atau memberitahu-
kan isi akta-aktanya selain kepada 
orang-orang yang langsung berke- 
pentingan pada akta itu, para ahli 
warisnya dan para penerima hak 
mereka, kecuali yang dalam hal-hal 
yang diatur dalam peraturan-peratu- 
ran umum. 
Pasal 4 Undang-Undang Jabatan 
Notaris menyatakan lebih luas, 
bahwa kewajiban merahasiakan ini 
juga meliputi keterangan yang diper-
oleh notaris dalam pelaksanaan 
jabatannya. Hal ini lebih karena 
jabatan yang dipangku oleh notaris 
adalah jabatan kepercayaan dan 
justru oleh karena itu seseorang 
bersedia mempercayakan sesuatu 
kepercayaan kepadanya. 
Wajib menyimpan atau meme-
gang rahasia ini dapat diketahui dari 
kode etik profesi. Point ke-5 Sumpah 
Jabatan Notaris menyatakan : 
“Bahwa saya akan merahasiakan 
serapat-rapatnya isi akta-akta selaras 
dengan ketentuan-ketentuan peratu- 
ran ini.” Etika memberikan kewa-
jiban bagi kaum profesional hukum 
sebagai aparat atau pejabat untuk 
menyimpan rahasia, sehingga secara 
etis pula tidak dibenarkan kaum 
profesional hukum membuka rahasia 
yang diberitahukan, dipercayakan 
dan diperolehnya, dari klien (Liliana 
Tedjosaputro,2003:80). 
Notaris masih dapat meraha-
siakan semua apa yang diberitahukan 
kepadanya dalam jabatannya terse-
but termasuk isi-isi akta dengan 
mempergunakan hak yang diberikan 
kepadanya dalam Pasal 1946 ayat (3) 
(Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdata 
(Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata)) dan Pasal 148 KUHP 
(Pasal 146 ayat (3) HIR) untuk me- 
ngundurkan diri sebagai saksi apabi-
la ia dipanggil sebagai saksi untuk 
didengar keterangannya di muka 
pengadilan. 
Apabila notaris dipanggil menjadi 
saksi di muka persidangan penga-
dilan, ia berdasarkan Pasal 1909 ayat 
(2) KUHPerdata dan Pasal-pasal 146 
HIR dan 227 RIB, dapat mempergu-
nakan haknya untuk mengundurkan 
diri sebagai saksi, dengan jalan 
menuntut penggunaan Verschonings-
recht (dahulu “hak ingkar”). 
Verschoningsrecht (hak mengundur-
kan diri) merupakan pengecualian 
terhadap ketentuan umum yang dise-
but tadi, yaitu bahwa setiap orang 
yang dipanggil sebagai saksi, wajib 
memberikan kesaksian (ibid:20).  
Verschoningsrecht berbeda de- 
ngan wraken, dalam kamus hukum 
Yan Pramadya Puspa Verschonings-
recht diartikan sebagai permohonan 
agar dibebaskan dari, hak mengun-
durkan diri (Yan Pramadya Puspa, 
1977:253).
 Sedangkan wraken dalam kamus 
Belanda – Indonesia Datje Rahajoe-
koe diartikan sebagai menolak, 
menolak sebagai saksi Datje Rahajoe 
Koesoemah,1991:302).  Wraken (hak 
ingkar) ada pada pihaknya, penggu-
gat maupun tergugat; mengingkari 
kewenangan hakim yang memeriksa 
perkara karena mempunyai kepenti- 
ngan atau hubungan dengan perkara 
yang diperiksanya. Hak ingkar inilah 
yang dimaksud sebagaimana diatur 
dalam Pasal 28 Undang-undang 
Pokok Kekuasaan Kehakiman 
Nomor 14 Tahun 1970.  
Kewenangan Majelis Pengawas 
Notaris Memberikan Izin Keha- 
diran Notaris Dalam Sidang Pen-
gadilan
Pertanyaan yang sering muncul 
adalah dapatkah notaris dipaksa 
untuk hadir sebagai saksi dalam 
perkara perdata dan apakah untuk 
bertindak sebagai saksi, diperlukan 
persetujuan majelis pengawas notaris 
sebagaimana yang dimaksud dalam 
pasal 66 Undang-Undang Jabatan 
Notaris. Pertanyaan-pertanyaan di- 
atas merupakan pertanyaan yang 
sering muncul yang memerlukan 
jawaban.
Majelis Pengawas adalah suatu 
badan yang mempunyai kewenangan 
dan kewajiban untuk melaksanakan 
pembinaan dan pengawasan terhadap 
Notaris. Menurut Pasal 1 ayat (6) 
Undang-Undang Nomor 2 tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN), Majelis Pengawas 
Notaris merupakan suatu badan yang 
memiliki wewenang dan untuk 
melakukan pembinaan dan penga-
wasan terhadap Notaris. Menurut 
Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Nomor M.02. 
PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata 
Cara Pengangkatan Anggota, Pem-
berhentian Anggota, Susunan Orga- 
nisasi, Tata Kerja dan Tata Cara 
Pemeriksaan Majelis Pengawas 
Notaris, Majelis Pengawas Notaris 
adalah suatu badan yang mempunyai 
kewenangan dan kewajiban untuk 
melaksanakan pengawasan dan pem-
binaan terhadap Notaris.  
Menurut Peraturan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Nomor M.02. 
PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata 
Cara Pengangkatan Anggota, Pem-
berhentian Anggota, Susunan Orga- 
nisasi, Tata Kerja dan Tata Cara 
Pemeriksaan Majelis Pengawas 
Notaris, Majelis Pengawas Notaris 
yaitu Majelis Pengawas yang tugas- 
nya memberi pembinaan dan penga-
wasan kepada notaris dalam men-
jalankan jabatan profesinya sebagai 
pejabat umum yang senantiasa 
meningkatkan profesionalisme dan 
kualitas kerjanya sehingga dapat 
memberikan jaminan kepastian dan 
perlindungan hukum bagi penerima 
jasa Notaris dan masyarakat luas
Menurut Pasal 1 ayat (6) Peratu- 
ran Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Nomor: 
M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang 
Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, 
Pemindahan dan Pemberhentian 
Notaris, Majelis Pengawas Notaris 
adalah suatu badan yang mempunyai 
kewenangan dan kewajiban untuk 
melaksanakan pembinaan dan 
pengawasan terhadap Notaris.
Menurut Pasal 1 ayat (7) Peratur-
an Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Nomor: 
M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang 
Pengambilan  Minuta Akta dan 
Pemanggilan Notaris, yang dimak-
sud dengan Majelis Pengawas 
Daerah adalah suatu badan yang 
mempunyai kewenangan dan kewa-
jiban untuk melaksanakan penga-
wasan dan pembinaan terhadap 
Notaris yang berkedudukan di Kabu-
paten atau kota. Selanjutnya dalam  
Peraturan Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia 
tersebut juga dijelaskan tingka-
tan-tingkatan Majelis Pengawas 
Notaris.
Dalam Pasal 68, Pasal 69 ayat (1), 
Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 76 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN), disebutkan bahwa 
tingkatan-tingkatan Majelis Penga-
was Notaris tersebut meliputi :  
1   Majelis Pengawas Daerah Notaris 
berkedudukan di kota atau kabu-
paten;  
2   Majelis Pengawas Wilayah Nota- 
ris dibentuk dan berkedudukan di 
Ibukota Propinsi; 
3  Majelis Pengawas Pusat Notaris 
dibentuk dan berkedudukan di 
Ibukota Negara Kesatuan Repu- 
blik Indonesia
Wewenang Majelis Pengawas 
Daerah Notaris berkaitan dengan 
pengambilan Minuta Akta dan/ atau 
pemanggilan Notaris baik sebagai 
saksi maupun sebagai tersangka  
oleh Penyidik, Penuntut Umum atau 
Hakim, yaitu:  
1. Prosedur Pengambilan Minuta 
Akta oleh Penyidik, Penuntut 
Umum atau Hakim, dalam Pasal 8 
ayat 1, Pasal 9 sampai dengan 11, 
yaitu: 
a.  Penyidik, Penuntut Umum atau 
Hakim untuk kepentingan 
proses peradilan dapat me- 
ngambil Minuta Akta dan/ atau 
surat-surat yang dilekatkan 
pada Minuta Akta atau 
Protokol Notaris yang terdapat 
dalam Penyimpanan Notaris, 
dengan meminta kepada 
Notaris yang bersangkutan 
untuk membawa Minuta Akta 
dan/ atau sutat-surat yang 
dilekatkan pada Minuta Akta 
atau Protokol Notaris yang 
terdapat dalam Penyimpanan 
Notaris, dengan syarat harus 
megajukan permohonan tertu-
lis pada Majelis Pengawas 
Daerah Notaris setempat.
b. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris memberikan persetu-
juan untuk pengambilan 
Minuta Akta dan atau surat-su-
rat yang dilekatkan pada 
Minuta Akta atau Protokol 
Notaris dalam Penyimpanan 
Notaris oleh Penyidik, Penun-
tut Umum atau Hakim untuk 
kepentingan proses peradilan, 
apabila: 
1   Ada dugaan tindak pidana 
yang terkait dengan 
Minuta Akta dan/ atau 
surat-surat yang dilekat-
kan pada Minuta Akta atau 
Protokol Notaris dalam 
penyimpanan Notaris;  
2    Belum gugur hak menuntut 
berdasarkan ketentuan 
tentang daluarsa peraturan 
perundang-undangan di 
bidang pidana;  
3    Ada penyangkalan keabsa-
han tanda tangan dari para 
pihak;  
4   Ada dugaan pengurangan 
atau penambahan dari 
Minuta Akta; 
5   Ada dugaan Notaris me- 
lakukan pemunduran 
tanggal akta. 
c. Persetujuan Majelis Penga-
was Daerah Notaris diberikan 
setelah mendengar keterangan 
dari Notaris yang bersangku-
tan;
d. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris tidak memberikan 
persetujuan untuk pengambi-
lan Minuta Akta dan/ atau 
surat-surat yang dilekatkan 
pada Minuta Akta atau Pro- 
tokol Notaris dalam penyim-
panan Notaris, apabila tidak 
memenuhi ketentuan pada 
Pasal  9;
e. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dalam waktu paling 
lambat 14 (empat belas) hari 
sejak permohonan pengambi-
lan Minuta Akta dan/atau 
surat-surat yang dilekatkan 
Pada Minuta Akta atau 
Protokol Notaris oleh Penyi- 
dik, Penuntut Umum atau 
Hakim harus memberikan 
persetujuan atau tidak mem-
berikan persetujuan terhadap 
pengambilan tersebut; 
f. Jika jangka waktu 14 (empat 
belas) hari itu terlampaui maka 
Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dianggap menyetujui 
pengambilan Minuta Akta 
dan/ atau surat-surat yang 
dilekatkan pada Minuta Akta 
atau Protokol Notaris.
2. Prosedur Pemanggilan Notaris 
oleh Penyidik, Penuntut Umum 
atau Hakim dalam Pasal 14 
sampai dengan Pasal 18:  
a. Penyidik, Penuntut Umum 
atau Hakim, untuk kepenti- 
ngan proses peradilan dapat 
memanggil Notaris sebagai 
saksi, tersangka atau terdakwa 
dengan mengajukan permo-
honan tertulis kepada Majelis 
Pengawas Daerah Notaris 
setempat; 
b. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dapat memberikan 
persetujuan pemanggilan No- 
taris sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 ayat (1) apabi-
la: 
Ada dugaan tindak pidana yang 
berkaitan dengan Minuta Akta dan 
atau surat-surat yang dilekatkan pada 
Minuta Akta atau Protokol Notaris 
yang terdapat dalam penyimpanan 
Notaris;  
1. Belum gugurnya hak menun-
tut berdasarkan ketentuan 
tentang daluarsa dalam pera-
turan perundang-undangan 
dibidang pidana; 
c. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris  dapat memberi per- 
setujuan kepada Penyidik, 
Penuntut Umum atau Hakim 
setelah mendengar keterangan 
dari Notaris yang bersangku-
tan;
d. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris tidak memberikan per- 
setujuan pemanggilan Notaris 
sebagai saksi, tersangka atau 
terdakwa kepada Penyidik, 
Penuntut Umum atau Hakim, 
apabila tidak memenuhi per- 
syaratan dalam Pasal 15;
e. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris wajib memberikan 
persetujuan atau tidak mem-
berikan persetujuan secara 
tertulis dalam jangka waktu 
paling lambat 14 (empat belas) 
hari sejak permohonan secara 
tertulis untuk pemanggilan 
Notaris sebagai saksi, tersang-
ka atau terdakwa yang diaju-
kan oleh Penyidik, Penuntut 
Umum atau Hakim kepada 
Majelis Pengawas Notaris;
f. Jika jangka waktu 14 (empat 
belas) hari terlampaui dan 
Majelis Pengawas Daerah 
Notaris tidak memberikan 
persetujuan atau penolakan 
persetujuan pemanggilan 
Notaris sebagai saksi, tersang-
ka atau terdakwa secara tertu-
lis kepada Penyidik, Penuntut 
Umum atau Hakim, maka 
Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dianggap menyetujui 
pemanggilan Notaris.
Simpulan
Pada dasarnya hak ingkar adalah 
hak untuk mengundurkan diri dari 
memberikan kesaksian dimuka 
Pengadilan dalam masalah Perdata 
maupun Pidana. Dalam perkara 
perdata, notaris lebih leluasa untuk 
menggunakan hak ingkar yang dibe- 
rikan undang-undang kepadanya. 
Istilah hak ingkar ini merupakan 
terjemahan dari bahasa Belanda 
verschoningsrecht yang artinya 
adalah hak untuk dibebaskan dari 
memberikan keterangan sebagai 
saksi dalam suatu perkara perdata 
maupun pidana. Hak ini merupakan 
pengecualian dari prinsip umum 
bahwa setiap orang yang dipanggil 
sebagai saksi wajib memberikan 
kesaksian itu. Hak Ingkar dapat 
dilihat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 
e UU No 30 Tahun 2004 jo UU No 
No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan 
Notaris.
Hak ingkar ini dalam praktek 
masih membingungkan para notaris 
untuk menggunakannya. Hal ini 
disebabkan karena hak ingkar masih 
berimplikasi dalam pelaksanaannya 
khususnya dalam perkara pidana. 
Dalam perkara pidana yang dicari 
adalah kebenaran materil sehingga 
kehadiran Notaris sebagai saksi 
sangat diperlukan, berlainan dengan 
perkara perdata yang mencari kebe-
naran formil. Kehadiran notaris 
sudah dapat dianggap ada dengan 
dihadirkan akta notaris yang dibuat 
oleh notaris yang bersangkutan. 
Menurut Peraturan Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia, pada dasarnya Majelis 
Pengawas Daerah Notaris mempu-
nyai kewenangan untuk Memberikan 
Izin Kehadiran Notaris Dalam 
Sidang Pengadilan sepanjang tidak 
bertentangan dengan peraturan dan 
undang-undang.
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Pendahuluan 
Pasca disahkannya Undang-Un-
dang Jabatan Notaris yakni Undang- 
Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang 
perubahan Undang-Undang 30 
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 
(UUJN), peranan notaris memasuki 
era baru. Lahirnya Undang-Undang 
Jabatan Notaris mengakhiri hampir 2 
abad berlakunya Peraturan Jabatan 
Notaris yaitu Reglement op Het 
Notaris Ambt in Indonesie (Stb. 
1860:3) yang mengatur mengenai 
jabatan notaris. Peraturan Jabatan 
Notaris Staatblad 1860 Nomor 3 ini 
dianggap tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan hukum dan kebutu-
han masyarakat Indonesia. Oleh 
karena itu, Peraturan Jabatan Notaris 
ini harus diganti untuk disesuaikan 
dengan kondisi dan perkembangan 
masyarakat Indonesia. Lahirnya 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN) merupakan tero-
bosan baru untuk memastikan bahwa 
fungsi notaris sebagai pejabat umum 
dapat terlaksana dengan baik.
Notaris merupakan salah satu 
pejabat negara yang kedudukannya 
sangat dibutuhkan di masa sekarang 
ini. Di masa modern ini, masyarakat 
sudah banyak tidak lagi mengenal 
perjanjian yang berdasarkan atas 
kepercayaan satu sama lain seperti 
yang mereka kenal dulu. Dahulu 
perjanjian-perjanjian menurut hu- 
kum adat tidak dibuat dalam bentuk 
tertulis, dilakukan secara lisan saja, 
oleh karena adanya saling percaya 
mempercayai. Tuntut menuntut 
boleh dikatakan sangat jarang sekali 
terjadi akibat tidak dipenuhinya 
perjanjian yang dilakukan. Oleh 
karenanya jika timbul perselisihan 
diantara mereka maka para pihak 
hanya mengajukan saksi-saksi yang 
dapat membenarkan atau menguat-
kan dalil-dalil yang dimajukan di 
muka persidangan. Oleh karena itu 
pembuktian dengan saksi dalam 
hukum adat sangatlah penting. 
Berlainan dengan sekarang 
dimana para pihak dalam membuat 
perjanjian memerlukan bentuk tertu-
lis. Bukti fisik dari perjanjian itu 
yang diperlukan. Oleh karena itu,  
setiap perjanjian yang dilakukan oleh 
masyarakat pasti akan mengarah 
kepada notaris sebagai sarana keab-
sahan perjanjian yang mereka laku-
kan. Notaris dianggap yang melahir-
kan bukti fisik dari perjanjian yang 
disepakati oleh para pihak. Oleh 
karena itulah, kedudukan notaris 
menjadi semakin penting di masa 
sekarang ini.
Sebagaimana pejabat negara lain 
yang mempunyai wewenang 
tersendiri khusus untuk pejabat 
negara bidang yang dimaksud, maka 
notaris juga memiliki kewenangan 
tersendiri yang tidak dimiliki oleh 
pejabat negara yang lainnya karena 
masing-masing pejabat Negara ini 
mempunyai kewenangan yang 
berbeda satu sama lain. 
Selain kewenangannya, para 
notaris juga memiliki kewajiban dan 
larangan yang wajib mereka patuhi 
dalam pelaksanaan tugas jabatannya. 
Kewenangan, kewajiban dan lara- 
ngan adalah konsekuensi logis dari 
adanya suatu jabatan. Dengan 
berdasar pada Undang-Undang 
Nomor 2 tahun 2014 tentang peruba-
han Undang-Undang 30 Tahun 2004 
tentang Jabatan Notaris (UUJN), 
para notaris di Indonesia wajib untuk 
memahami apa yang menjadi 
wewenang dan kewajiban mereka 
serta larangan yang tidak boleh 
dilakukan dalam pelaksanaan tugas 
jabatannya.
Sebagaimana diketahui bahwa 
Akta Notaris yang merupakan suatu 
akta otentik yang memiliki kekuatan 
pembuktian lengkap atau sempurna 
dalam sengketa hukum perdata, 
ternyata dapat mengalami penurunan 
status (degradasi) dari kekuatan bukti 
lengkap dan sempurna menjadi 
permulaan bukti seperti akta dibawah 
tangan, dan dapat cacat hukum yang 
menyebabkan kebatalan atau ketidak 
absahan akta tersebut. Apabila terjadi 
degradasi dari akta otentik menjadi 
akta dibawah tangan atau bahkan 
batal demi hukum maka hal itu akan 
menimbulkan kerugian bagi para 
pihak. Oleh karenanya Notaris terse-
but dapat digugat oleh pihak. Pihak 
yang menderita kerugian dapat 
menuntut dengan tuntutan melaku-
kan perbuatan melanggar hukum 
(onrechtmatige daad ) yang disyarat-
kan dalam pasal 1365 maupun dalam 
pasal 1367 KUH Perdata atau ingkar 
janji atau wanprestasi menurut pasal 
1234 KUH Perdata.
Sanksi administrasi terhadap 
Notaris yang melanggar ketentuan 
peraturan perundang-undangan ada 5 
jenis sanksi administrasi yang 
berlakunya secara berjenjang yaitu 
berupa : 1. Teguran lisan, 2. Teguran 
tertulis, 3. Pemberhentian sementara, 
4. Pemberhentian dengan hormat, 
dan 5. Pemberhentian tidak hormat. 
Sedangkan penjatuhan sanksi pidana 
terhadap Notaris dapat dilakukan 
sepanjang memenuhi rumusan 
pelanggaran yang tersebut dalam 
Undang-Undang Jabatan Notaris, 
kode etik jabatan notaris, juga harus 
memenuhi unsur-unsur dalam KUH-
Pidana.
Pada dasarnya hak ingkar adalah 
hak untuk mengundurkan diri dari 
memberikan kesaksian dimuka 
Pengadilan dalam masalah Perdata 
maupun Pidana. Dalam perkara 
perdata, notaris lebih leluasa untuk 
menggunakan hak ingkar yang dibe- 
rikan undang-undang kepadanya. 
Istilah hak ingkar ini merupakan 
terjemahan dari bahasa Belanda 
verschoningsrecht yang artinya 
adalah hak untuk dibebaskan dari 
memberikan keterangan sebagai 
saksi dalam suatu perkara perdata 
maupun pidana. Hak ini merupakan 
pengecualian dari prinsip umum 
bahwa setiap orang yang dipanggil 
sebagai saksi wajib memberikan 
kesaksian itu.
Akan tetapi, terlepas dari itu 
semua haruslah digarisbawahi bahwa 
hak ingkar adalah “hak” bukan 
kewajiban. Dengan pengertian 
bahwa Notaris tetaplah dihadapkan 
pada akibat hukum tertentu apabila 
menggunakan atau tidak menggu-
nakan hak yang telah diberikan oleh 
undang-undang tersebut. Untuk 
itulah notaris diberikan kesempatan 
terlebih dahulu untuk memutuskan 
apakah akan menggunakan hak 
ingkar dalam pemberian suatu kesak-
sian atau tidak. Jadi jelas bahwa 
Undang-undang meletakkan kewa-
jiban secara umum kepada setiap 
orang yang cakap menjadi saksi 
untuk memberikan kesaksian di 
muka pengadilan, baik dalam proses 
perdata maupun pidana. 
Tulisan singkat ini akan mencoba 
memahami ruang lingkup hak ingkar. 
Hak ingkar ini merupakan bagian 
yang tak terpisahkan dari bagian 
kode etik Notaris. Undang-Undang 
Jabatan Notaris dalam penerapannya 
pada perkara perdata maupun perka-
ra pidana akan melibatkan notaris 
sebagai pihak atau sebagai saksi. 
Disamping itu juga sekaligus untuk 
menjawab apakah majelis pengawas 
notaris memiliki kewenangan untuk 
memberikan persetujuan kepada 
hakim dalam pemanggilan notaris 
sebagai saksi dan atau pengambilan 
foto copy minuta, surat-surat lainnya 
yang dilekatkan pada minuta akta 
dan protokol notaris  yang berada 
dalam penyimpanan atau pengambi-
lan minuta akta, surat surat yang 
dilekatkan pada minuta akta dan 
protokol notaris dalam penyim-
panan, sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2014 tentang perubahan 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2004 tentang Jabatan Notaris.
Permasalahan
Berdasarkan latar belakang terse-
but, maka permasalahan yang akan 
dikaji dalam tulisan ini adalah
1. Apakah yang dimaksud dengan 
hak ingkar Notaris dan dasar 
hukum pengaturannya? 
2. Bagaimana hak ingkar notaris 
sebagai saksi dapat diterapkan 
dalam perkara perdata dan pidana 
dalam sidang pengadilan? 
3. Apakah majelis pengawas notaris 
mempunyai kewenangan untuk 
memberikan izin kehadiran 
Notaris dalam sidang pengadilan?
Pembahasan
Hak Ingkar Notaris dan Dasar 
Hukum Pengaturannya
 Sebelum membahas lebih 
lanjut mengenai hak ingkar dan dasar 
hukum serta kewenangan majelis 
pengawas notaris untuk merekomen-
dasikan dapat dipanggilnya notaris 
sebagai saksi dalam perkara perdata 
dan pidana maka terlebih dahulu 
akan diuraikan mengenai sejarah 
mulai berkembangnya notaris ini. 
Sejarah perkembangan Notaris ini 
penting diketahui agar dapat dipaha-
mi bagaimana sebetulnya pengaruh 
hak ingkar notaris tersebut perlu 
dipahami oleh semua pihak, terutama 
hakim dan penyidik polisi. 
Notaris adalah sebuah profesi 
yang dapat dilacak balik ke abad ke 
2-3 pada masa Roma Kuno, dimana 
mereka dikenal sebagai scribae, 
tabellius atau notarius. Pada masa 
itu, mereka adalah golongan orang 
yang mencatat pidato. Istilah notaris 
diambil dari nama pengabdinya, 
Notarius, yang kemudian menjadi 
istilah/titel bagi golongan orang 
penulis cepat atau stenografer. Nota- 
ris adalah salah satu cabang dari 
profesi hukum yang tertua di dunia.
Sekitar abad ke 5, notaris diang-
gap sebagai pejabat istana. Di Italia 
utara sebagai daerah perdagangan 
utama pada abad ke 11 - 12, dikenal 
Latijnse Notariat, yaitu orang yang 
diangkat oleh penguasa umum, 
dengan tujuan melayani kepentingan 
masyarakat umum, dan boleh 
mendapatkan honorarium atas 
jasanya oleh masyarakat umum.
Latijnse notariat ini murni berasal 
dari Italia Utara, bukan sebagai 
pengaruh hukum Romawi Kuno. 
Pada tahun 1888, terbitlah buku 
Formularium Tabellionum oleh Ime-
rius, pendiri sekolah Bologna, dalam 
rangka peringatan 8 abad sekolah 
hukum Bologna. Berturut-turut sera-
tus tahun kemudian ditebitkan 
Summa Artis Notariae oleh Rantero 
dari Perugia, kemudian pada abad ke 
13 buku dengan judul yang sama 
diterbitkan oleh Rolandinus 
Passegeri. Ronaldinus Passegeri 
kemudian juga menerbitkan Flos 
Tamentorum. Buku-buku tersebut 
menjelaskan definisi notaris, fungsi, 
kewenangan dan kewajiban-kewa-
jibannya.
Sebelum diperlakukan 
Undang-Undang Nomor 2 tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN), Negara Indonesia 
masih mempergunakan dan memakai 
peraturan Jabatan Notaris yang 
berasal dari produk bangsa Belanda 
sebagai bangsa penjajah. Pember-
lakuan Peraturan Jabatan Notaris 
bangsa penjajah ini diperkenankan 
oleh Pasal 2 Aturan Peralihan 
Undang-Undang Dasar 1945, yang 
mengatakan bahwa segala badan 
negara dan peraturan yang ada masih 
langsung berlaku, selama belum 
diadakan yang baru menurut 
Undang-Undang Dasar 1945 ini.
Perkembangan lembaga notaris di 
Indonesia, mulai masuk pada permu-
laan abad ke 17. Menurut Jan Pie- 
terszoon Coen di Jacatra  (sekarang 
Jakarta) antara tahun 1617 sampai 
1629, untuk keperluan para 
penduduk dan para pedagang perlu 
mengangkat seorang notaris, yang 
disebut Notarium Publicum (Lum-
ban Tobing1,1983:15).   Sejak tang-
gal 27 Agustus 1620 diangkat notaris 
pertama di Indonesia yaitu Melchior 
Kerchem, sebagai sekretaris College 
Van Schepenen (urusan perkapalan 
kota) di Jakarta untuk merangkap 
sebagai notaris yang berkedudukan 
di Jakarta. Tugas dari Melchior 
Kerchem sebagai notaris dalam surat 
pengangkatannya, yaitu melayani 
dan melakukan semua surat libel 
(Smaadschrift) yang bahasa Indone-
sianya yaitu tulisan menghina/menis-
ta, surat wasiat di bawah tangan, 
persiapan penerangan, akta perjanji-
an perdagangan, perjanjian kawin, 
surat wasiat, dan akta-akta lainnya 
dan ketentuan-ketentuan yang perlu 
Daerah Tingkat kotapraja (Komar 
Andasasmita,1981:37). Setelah pe- 
ngangkatan notaris pertama jumlah 
notaris di Indonesia kian berkem-
bang dan pada tahun 1650 di Batavia 
hanya ada dua orang notaris yang 
diangkat. 
Menurut kenyataannya para 
notaris pada waktu itu tidak mempu-
nyai kebebasan didalam menjalan- 
kan jabatannya, karena notaris pada 
masa itu adalah pegawai dari Vereni-
gde Oost Indie Compagnie (VOC). 
Bahkan tahun 1632 dikeluarkan 
plakat yang berisi ketentuan bahwa 
notaris, sekretaris dan pejabat lain- 
nya dilarang untuk membuat 
akta-akta transport, jual beli, surat 
wasiat dan lain-lain akta, jika tidak 
mendapat persetujuan terlebih 
dahulu dari Gubernur Jenderal dan 
daden van indie dengan ancaman 
akan kehilangan jabatannya. Namun 
dalam prakteknya ketentuan tersebut 
tidak dipatuhi oleh pejabat-pejabat 
atau notaris yang bersangkutan. 
Maksud dan tujuan membawa 
lembaga kenotariatan ke Indonesia 
adalah untuk memenuhi kebutuhan 
akan alat bukti autentik  yang sangat 
dibutuhkan untuk menggunakan hal 
dan kepentingan yang timbul karena 
adanya transaksi dagang yang 
mereka lakukan. Lembaga kenotaria-
tan di Indonesia pada waktu itu 
belum dikenal dan meluas ke 
kota-kota kecil bahkan desa-desa hal 
ini dikarenakan sebelum perang 
dunia ke 2 (dua) hampir seluruh 
notaris yang ada di Indonesia pada 
waktu itu adalah berkebangsaan 
Belanda. Sedangkan yang berke-
bangsaan Indonesia sangat sedikit 
jumlahnya, lagi pula mereka mempu-
nyai kedudukan di kota-kota besar 
sedangkan orang-orang Indonesia 
berada di daerah-daerah. Di samping 
itu tingkat kesadaran dan budaya 
hukum masyarakat Indonesia pada 
waktu itu suatu masyarakat yang 
masih bersifat primordial yang masih 
berpegang teguh pada hukum adat 
serta kaidah-kaidah religius, lebih- 
lebih lagi para pengasuh dari lemba-
ga notiariat itu lebih menitikberatkan 
orientasinya pada hukum barat. 
Semua itu merupakan faktor-faktor 
penghambat yang tidak menguntung-
kan bagi perkembangan dan untuk 
dikenalnya lembaga notariat ini 
dengan cepat dan secara luas dika-
langan masyarakat yang justru harus 
dilayaninya. 
Lembaga kemasyarakatan yang 
dikenal sebagai notariat ini  timbul 
dari kebutuhan dalam pergaulan 
sesama manusia yang menghendai 
adanya alat bukti baginya mengenai 
hubungan hukum keperdataan yang 
ada dan/atau terjadi diantara mereka 
suatu lembaga dengan para pengab-
dinya yang ditugaskan oleh kekua-
saan umum (openbaar gezag) untuk 
dimana dan apabila undang-undang 
mengharuskan sedemikian atau dike-
hendaki oleh masyarakat membuat 
alat bukti tertulis yang mempunyai 
kekuatan autentik. 
Saat ini notaris dikenal sebagai 
orang yang melayani masyarakat 
untuk membuat akta atau doku-
men-dokumen yang autentik. Akan 
tetapi, tugas ini sedikit berbeda 
dengan yang dilakoni para notaris 
pada awal kemunculannya. Saat 
kejayaan bangsa Romawi, tidak 
hanya ada kelompok gladiator di 
sana, tetapi juga hidup sekelompok 
orang yang disebut notarius. 
Berbicara mengenai notaris, 
berarti kita bicara mengenai autenti- 
sitas dokumen. Hal itulah yang men-
jadi salah satu alasan orang berkun-
jung ke notaris. Pengakuan akan sifat 
autentisitas dokumen tersebut tidak 
datang secara serta merta, tetapi 
pengakuan baru muncul pada abad 
ke-13 (tiga belas), sekian ratus tahun 
setelah kemunculan jabatan notaris. 
Beberapa ratus tahun kemudian 
barulah muncul peraturan yang dise-
but ventosewet (Ira Koesoemawati 
dan Yunirman Rijan,2009). 
Di Indonesia, notaris bertindak 
sebagai pelayan masyarakat. Hal ini 
karena notaris adalah pejabat yang 
diangkat oleh pemerintah untuk 
melayani kebutuhan masyarakat 
akan dokumen-dokumen legal yang 
sah. Meskipun status notaris sebagai 
pelayan masyarakat, jangan 
berpikiran bahwa notaris menggu-
nakan pakaian yang sederhana. 
Justru sebaliknya, notaris me- 
ngenakan pakaian yang resmi dan 
eksklusif guna menunjukkan profe-
sionalisme dan keseriusan mereka. 
Sebagai seorang dengan jabatan 
notaris sudah seharusnya orang 
tersebut dalam menjalankan jabatan-
nya lebih “diistimewakan” kedudu-
kannya dalam hukum dibandingkan 
dengan orang lain. Namun seorang 
notaris di luar jabatannya adalah 
orang yang memiliki kedudukan 
yang sama dengan orang yang lain 
(equality before the law). 
Tentu saja ada beberapa hal yang 
harus dipenuhi untuk menjadi 
seorang notaris. Tidak mungkin 
seorang notaris dapat berpraktek 
tanpa memiliki kemampuan mema-
dai. Latar belakang pendidikan 
hukum merupakan sebuah kenis-
cayaan. Setelah lulus dari fakultas 
hukum, seorang calon notaris wajib 
mengikuti kuliah bidang kenotaria-
tan atau menempuh pendidikan 
Strata 2 (dua)  hukum bidang keno-
tariatan. Tidak cukup berbekal 
pendidikan formil saja untuk menja-
di profesi notaris di Indonesia. Syarat 
lain menjadi calon notaris di Indone-
sia secara umum adalah orang yang 
berkewarganegaraan Indonesia. Oleh 
karena seorang notaris adalah peja-
bat umum yang diangkat oleh negara 
untuk mewakili negara dalam pem-
buatan akta-akta autentik yang 
dibuat berisi hal-hal yang sifatnya 
rahasia. Tentu akan berbahaya, jika 
jabatan ini dipegang oleh seorang 
warga negara asing. Bisa–bisa raha-
sia negeri ini jatuh ke tangan negara 
lain. 
Menjadi notaris yang baik ditun-
tut untuk memiliki kedewasaan yang 
matang. Menurut Kitab Undang-Un-
dang Hukum Perdata (selanjutnya 
disingkat KUHPerdata) bahwa usia 
dewasa seseorang adalah 21 (duapu-
luh satu) tahun, tetapi seseorang 
untuk dapat menjadi notaris 
berdasarkan berdasarkan Undang- 
Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang 
perubahan Undang-Undang 30 
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 
(UUJN) haruslah berusia 27 (dua 
puluh tujuh) tahun. 
Di Indonesia para notaris berhim-
pun dalam sebuah wadah perkumpu-
lan yang bernama Ikatan Notaris 
Indonesia (yang selanjutnya dising-
kat INI). INI merupakan perkumpu-
lan notaris yang legal dan sudah 
berbadan hukum sesuai SK Menteri 
Kehakiman Replubik Indonesia 
tanggal 23 Januari 1995 Nomor 
C210221.HT.01.06. 
Hak ingkar ini mulai diperbin-
cangkan berawal dengan ditariknya 
seorang notaris sebagai salah satu 
tergugat dalam suatu perkara perdata 
antara Badan Penyehatan Perbankan 
Nasional (Kreditur) selaku penggu-
gat dan nasabah debitur selaku 
tergugat, dengan obyek sengketa 
adanya 2 (dua) salinan akta penga-
kuan hutang yang dibuat dihadapan 
notaris yang sama dengan nomor dan 
tanggal yang sama, namun substansi 
jumlah hutangnya berbeda dalam 2 
(dua) salinan akta tersebut. Ma- 
sing-masing pihak berpegang kepada 
salinan akta pengakuan hutangnya. 
Dalam kasus ini majelis hakim 
melalui suratnya kepada majelis 
pengawas notaris telah meminta 
persetujuan agar foto copy minuta 
aktanya dapat dibawa oleh notaris 
yang bersangkutan dalam sidang 
pengadilan (Pieter Latumeten,2012).
Selain kewajiban untuk melaku-
kan hal-hal yang telah diatur dalam 
UU, notaris masih memiliki suatu 
kewajiban lain. Hal ini berhubungan 
dengan sumpah/janji notaris yang 
berisi bahwa notaris akan meraha-
siakan isi akta dan keterangan yang 
diperoleh dalam pelaksanaan jabatan 
notaris. Secara umum, notaris wajib 
merahasiakan isi akta dan keterangan 
yang diperoleh dalam pembuatan 
akta notaris, kecuali diperintahkan 
oleh undang-undang bahwa notaris 
tidak wajib merahasiakan dan mem-
berikan keterangan yang diperlukan 
yang berkaitan dengan akta tersebut. 
Dengan demikian, hanya undang-un-
dang saja yang dapat memerintahkan 
notaris untuk membuka rahasia isi 
akta dan keterangan/pernyataan yang 
diketahui oleh notaris yang berkaitan 
dengan pembuatan akta yang dimak-
sud.
Hal ini dikenal dengan “kewa-
jiban ingkar” notaris (Tan Thong 
Kie,2000:67) Instrumen untuk 
ingkar bagi notaris ditegaskan 
sebagai salah satu kewajiban notaris 
yang disebut dalam Pasal 16 ayat (1) 
huruf e UUJN, sehingga kewajiban 
ingkar untuk notaris melekat pada 
tugas jabatan notaris. Kewajiban 
ingkar ini mutlak harus dilakukan 
dan dijalankan oleh notaris, kecuali 
ada undang-undang yang memerin-
tahkan untuk menggugurkan kewa-
jiban ingkar tersebut. Kewajiban 
untuk ingkar ini dapat dilakukan 
dengan batasan sepanjang notaris 
diperiksa oleh instansi mana saja 
yang berupaya untuk meminta 
pernyataan atau keterangan dari 
notaris yang berkaitan dengan akta 
yang telah atau pernah dibuat oleh 
atau di hadapan notaris yang  ber-
sangkutan.
Pasal 1909 Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata (KUHPerdata) 
mewajibkan setiap orang yang cakap 
untuk menjadi saksi, untuk memberi-
kan kesaksian di muka pengadilan. 
Pada umumnya semua orang dapat 
menjadi saksi, akan tetapi dalam 
KUHAP (Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana) juga mengatur 
beberapa pihak yang tidak dapat 
menjadi saksi, yaitu dalam Pasal 168 
KUHAP dan Pasal 170 KUHAP. 
Pasal 168 KUHAP memberikan 
pengecualian bagi saksi yang mem-
punyai hubungan kekeluargaan 
dengan terdakwa dan dalam Pasal 
170 ayat (1) KUHAP memberikan 
verschoningsrecht (hak mengundur-
kan diri) dari pemberian kesaksian 
bagi mereka yang karena jabatan, 
harkat martabat dan  pekerjaannya 
wajib menyimpan rahasia.  
Baik menurut Pasal 322 KUHP 
(Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana) maupun menurut Pasal 146 
HIR dan 277 RIB ada kategori-kate-
gori orang yang karena jabatan atau 
pekerjaannya dianggap sebagai 
wajib penyimpan rahasia. Dalam 
Pasal 322 KUHP diadakan sanksi 
pidana terhadap mereka dari kate-
gori-kategori tersebut yang dengan 
sengaja membuka rahasia itu, 
sedangkan menurut Pasal 146 HIR 
dan Pasal 277 RIB mereka boleh 
menolak untuk memberi kesaksian 
mengenai rahasia tersebut (S 
Lumban Tobing (1933:4). 
Penerapan Hak Ingkar Notaris 
Dalam Perkara Perdata dan 
Pidana 
Dalam praktiknya, jika ternyata 
notaris sebagai saksi atau tersangka, 
tergugat, ataupun dalam pemerik-
saan oleh Majelis Pengawas Notaris 
membuka rahasia dan memberikan 
keterangan/pernyataan yang seharus-
nya wajib dirahasiakan, sedangkan 
undang-undang tidak memerintah-
kannya, maka atas pengaduan pihak 
yang merasa dirugikan dapat menun-
tut notaris yang bersangkutan. 
Dalam hal ini, dapat dikenakan Pasal 
322 ayat (1) dan (2) KUHP, yaitu 
membongkar rahasia, yang padahal 
sebenarnya notaris wajib menyim-
pannya. Bahkan sehubungan dengan 
perkara perdata, yaitu apabila notaris 
berada dalam kedudukannya sebagai 
saksi, maka notaris dapat meminta 
untuk dibebaskan dari kewajibannya 
untuk memberikan kesaksian, karena 
jabatannya menurut undang-undang 
diwajibkan untuk merahasiakannya 
(R.Soegondo Notodisoerjo,1982:97- 
98). 
Larangan notaris merupakan 
suatu tindakan yang dilarang untuk 
dilakukan oleh notaris. Jika larangan 
ini dilanggar oleh notaris, maka 
kepada notaris yang melanggar akan 
dikenakan sanksi sebagaimana yang 
tersebut dalam Pasal 85 UUJN. 
Kewajiban bagi notaris untuk 
mengucapkan sumpah sebelum men-
jalankan jabatannya sebagai notaris 
telah ada sejak dari dahulu. Dalam 
sumpah jabatan notaris ditetapkan 
bahwa notaris berjanji di bawah 
sumpah untuk merahasiakan sera-
pat-rapatnya isi akta-akta sesuai 
dengan ketentuan-ketentuan peratu- 
ran-peraturan itu. Peraturan-peratu- 
ran yang  dimaksudkan itu adalah 
peraturan-peraturan dalam Undang- 
Undang Jabatan Notaris khususnya 
Pasal 16, yang berisikan larangan 
bagi notaris untuk memberikan 
grosse akta, salinan/kutipan atau 
memperlihatkan atau memberitahu-
kan isi akta-aktanya selain kepada 
orang-orang yang langsung berke- 
pentingan pada akta itu, para ahli 
warisnya dan para penerima hak 
mereka, kecuali yang dalam hal-hal 
yang diatur dalam peraturan-peratu- 
ran umum. 
Pasal 4 Undang-Undang Jabatan 
Notaris menyatakan lebih luas, 
bahwa kewajiban merahasiakan ini 
juga meliputi keterangan yang diper-
oleh notaris dalam pelaksanaan 
jabatannya. Hal ini lebih karena 
jabatan yang dipangku oleh notaris 
adalah jabatan kepercayaan dan 
justru oleh karena itu seseorang 
bersedia mempercayakan sesuatu 
kepercayaan kepadanya. 
Wajib menyimpan atau meme-
gang rahasia ini dapat diketahui dari 
kode etik profesi. Point ke-5 Sumpah 
Jabatan Notaris menyatakan : 
“Bahwa saya akan merahasiakan 
serapat-rapatnya isi akta-akta selaras 
dengan ketentuan-ketentuan peratu- 
ran ini.” Etika memberikan kewa-
jiban bagi kaum profesional hukum 
sebagai aparat atau pejabat untuk 
menyimpan rahasia, sehingga secara 
etis pula tidak dibenarkan kaum 
profesional hukum membuka rahasia 
yang diberitahukan, dipercayakan 
dan diperolehnya, dari klien (Liliana 
Tedjosaputro,2003:80). 
Notaris masih dapat meraha-
siakan semua apa yang diberitahukan 
kepadanya dalam jabatannya terse-
but termasuk isi-isi akta dengan 
mempergunakan hak yang diberikan 
kepadanya dalam Pasal 1946 ayat (3) 
(Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdata 
(Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata)) dan Pasal 148 KUHP 
(Pasal 146 ayat (3) HIR) untuk me- 
ngundurkan diri sebagai saksi apabi-
la ia dipanggil sebagai saksi untuk 
didengar keterangannya di muka 
pengadilan. 
Apabila notaris dipanggil menjadi 
saksi di muka persidangan penga-
dilan, ia berdasarkan Pasal 1909 ayat 
(2) KUHPerdata dan Pasal-pasal 146 
HIR dan 227 RIB, dapat mempergu-
nakan haknya untuk mengundurkan 
diri sebagai saksi, dengan jalan 
menuntut penggunaan Verschonings-
recht (dahulu “hak ingkar”). 
Verschoningsrecht (hak mengundur-
kan diri) merupakan pengecualian 
terhadap ketentuan umum yang dise-
but tadi, yaitu bahwa setiap orang 
yang dipanggil sebagai saksi, wajib 
memberikan kesaksian (ibid:20).  
Verschoningsrecht berbeda de- 
ngan wraken, dalam kamus hukum 
Yan Pramadya Puspa Verschonings-
recht diartikan sebagai permohonan 
agar dibebaskan dari, hak mengun-
durkan diri (Yan Pramadya Puspa, 
1977:253).
 Sedangkan wraken dalam kamus 
Belanda – Indonesia Datje Rahajoe-
koe diartikan sebagai menolak, 
menolak sebagai saksi Datje Rahajoe 
Koesoemah,1991:302).  Wraken (hak 
ingkar) ada pada pihaknya, penggu-
gat maupun tergugat; mengingkari 
kewenangan hakim yang memeriksa 
perkara karena mempunyai kepenti- 
ngan atau hubungan dengan perkara 
yang diperiksanya. Hak ingkar inilah 
yang dimaksud sebagaimana diatur 
dalam Pasal 28 Undang-undang 
Pokok Kekuasaan Kehakiman 
Nomor 14 Tahun 1970.  
Kewenangan Majelis Pengawas 
Notaris Memberikan Izin Keha- 
diran Notaris Dalam Sidang Pen-
gadilan
Pertanyaan yang sering muncul 
adalah dapatkah notaris dipaksa 
untuk hadir sebagai saksi dalam 
perkara perdata dan apakah untuk 
bertindak sebagai saksi, diperlukan 
persetujuan majelis pengawas notaris 
sebagaimana yang dimaksud dalam 
pasal 66 Undang-Undang Jabatan 
Notaris. Pertanyaan-pertanyaan di- 
atas merupakan pertanyaan yang 
sering muncul yang memerlukan 
jawaban.
Majelis Pengawas adalah suatu 
badan yang mempunyai kewenangan 
dan kewajiban untuk melaksanakan 
pembinaan dan pengawasan terhadap 
Notaris. Menurut Pasal 1 ayat (6) 
Undang-Undang Nomor 2 tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN), Majelis Pengawas 
Notaris merupakan suatu badan yang 
memiliki wewenang dan untuk 
melakukan pembinaan dan penga-
wasan terhadap Notaris. Menurut 
Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Nomor M.02. 
PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata 
Cara Pengangkatan Anggota, Pem-
berhentian Anggota, Susunan Orga- 
nisasi, Tata Kerja dan Tata Cara 
Pemeriksaan Majelis Pengawas 
Notaris, Majelis Pengawas Notaris 
adalah suatu badan yang mempunyai 
kewenangan dan kewajiban untuk 
melaksanakan pengawasan dan pem-
binaan terhadap Notaris.  
Menurut Peraturan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Nomor M.02. 
PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata 
Cara Pengangkatan Anggota, Pem-
berhentian Anggota, Susunan Orga- 
nisasi, Tata Kerja dan Tata Cara 
Pemeriksaan Majelis Pengawas 
Notaris, Majelis Pengawas Notaris 
yaitu Majelis Pengawas yang tugas- 
nya memberi pembinaan dan penga-
wasan kepada notaris dalam men-
jalankan jabatan profesinya sebagai 
pejabat umum yang senantiasa 
meningkatkan profesionalisme dan 
kualitas kerjanya sehingga dapat 
memberikan jaminan kepastian dan 
perlindungan hukum bagi penerima 
jasa Notaris dan masyarakat luas
Menurut Pasal 1 ayat (6) Peratu- 
ran Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Nomor: 
M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang 
Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, 
Pemindahan dan Pemberhentian 
Notaris, Majelis Pengawas Notaris 
adalah suatu badan yang mempunyai 
kewenangan dan kewajiban untuk 
melaksanakan pembinaan dan 
pengawasan terhadap Notaris.
Menurut Pasal 1 ayat (7) Peratur-
an Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Nomor: 
M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang 
Pengambilan  Minuta Akta dan 
Pemanggilan Notaris, yang dimak-
sud dengan Majelis Pengawas 
Daerah adalah suatu badan yang 
mempunyai kewenangan dan kewa-
jiban untuk melaksanakan penga-
wasan dan pembinaan terhadap 
Notaris yang berkedudukan di Kabu-
paten atau kota. Selanjutnya dalam  
Peraturan Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia 
tersebut juga dijelaskan tingka-
tan-tingkatan Majelis Pengawas 
Notaris.
Dalam Pasal 68, Pasal 69 ayat (1), 
Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 76 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN), disebutkan bahwa 
tingkatan-tingkatan Majelis Penga-
was Notaris tersebut meliputi :  
1   Majelis Pengawas Daerah Notaris 
berkedudukan di kota atau kabu-
paten;  
2   Majelis Pengawas Wilayah Nota- 
ris dibentuk dan berkedudukan di 
Ibukota Propinsi; 
3  Majelis Pengawas Pusat Notaris 
dibentuk dan berkedudukan di 
Ibukota Negara Kesatuan Repu- 
blik Indonesia
Wewenang Majelis Pengawas 
Daerah Notaris berkaitan dengan 
pengambilan Minuta Akta dan/ atau 
pemanggilan Notaris baik sebagai 
saksi maupun sebagai tersangka  
oleh Penyidik, Penuntut Umum atau 
Hakim, yaitu:  
1. Prosedur Pengambilan Minuta 
Akta oleh Penyidik, Penuntut 
Umum atau Hakim, dalam Pasal 8 
ayat 1, Pasal 9 sampai dengan 11, 
yaitu: 
a.  Penyidik, Penuntut Umum atau 
Hakim untuk kepentingan 
proses peradilan dapat me- 
ngambil Minuta Akta dan/ atau 
surat-surat yang dilekatkan 
pada Minuta Akta atau 
Protokol Notaris yang terdapat 
dalam Penyimpanan Notaris, 
dengan meminta kepada 
Notaris yang bersangkutan 
untuk membawa Minuta Akta 
dan/ atau sutat-surat yang 
dilekatkan pada Minuta Akta 
atau Protokol Notaris yang 
terdapat dalam Penyimpanan 
Notaris, dengan syarat harus 
megajukan permohonan tertu-
lis pada Majelis Pengawas 
Daerah Notaris setempat.
b. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris memberikan persetu-
juan untuk pengambilan 
Minuta Akta dan atau surat-su-
rat yang dilekatkan pada 
Minuta Akta atau Protokol 
Notaris dalam Penyimpanan 
Notaris oleh Penyidik, Penun-
tut Umum atau Hakim untuk 
kepentingan proses peradilan, 
apabila: 
1   Ada dugaan tindak pidana 
yang terkait dengan 
Minuta Akta dan/ atau 
surat-surat yang dilekat-
kan pada Minuta Akta atau 
Protokol Notaris dalam 
penyimpanan Notaris;  
2    Belum gugur hak menuntut 
berdasarkan ketentuan 
tentang daluarsa peraturan 
perundang-undangan di 
bidang pidana;  
3    Ada penyangkalan keabsa-
han tanda tangan dari para 
pihak;  
4   Ada dugaan pengurangan 
atau penambahan dari 
Minuta Akta; 
5   Ada dugaan Notaris me- 
lakukan pemunduran 
tanggal akta. 
c. Persetujuan Majelis Penga-
was Daerah Notaris diberikan 
setelah mendengar keterangan 
dari Notaris yang bersangku-
tan;
d. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris tidak memberikan 
persetujuan untuk pengambi-
lan Minuta Akta dan/ atau 
surat-surat yang dilekatkan 
pada Minuta Akta atau Pro- 
tokol Notaris dalam penyim-
panan Notaris, apabila tidak 
memenuhi ketentuan pada 
Pasal  9;
e. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dalam waktu paling 
lambat 14 (empat belas) hari 
sejak permohonan pengambi-
lan Minuta Akta dan/atau 
surat-surat yang dilekatkan 
Pada Minuta Akta atau 
Protokol Notaris oleh Penyi- 
dik, Penuntut Umum atau 
Hakim harus memberikan 
persetujuan atau tidak mem-
berikan persetujuan terhadap 
pengambilan tersebut; 
f. Jika jangka waktu 14 (empat 
belas) hari itu terlampaui maka 
Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dianggap menyetujui 
pengambilan Minuta Akta 
dan/ atau surat-surat yang 
dilekatkan pada Minuta Akta 
atau Protokol Notaris.
2. Prosedur Pemanggilan Notaris 
oleh Penyidik, Penuntut Umum 
atau Hakim dalam Pasal 14 
sampai dengan Pasal 18:  
a. Penyidik, Penuntut Umum 
atau Hakim, untuk kepenti- 
ngan proses peradilan dapat 
memanggil Notaris sebagai 
saksi, tersangka atau terdakwa 
dengan mengajukan permo-
honan tertulis kepada Majelis 
Pengawas Daerah Notaris 
setempat; 
b. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dapat memberikan 
persetujuan pemanggilan No- 
taris sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 ayat (1) apabi-
la: 
Ada dugaan tindak pidana yang 
berkaitan dengan Minuta Akta dan 
atau surat-surat yang dilekatkan pada 
Minuta Akta atau Protokol Notaris 
yang terdapat dalam penyimpanan 
Notaris;  
1. Belum gugurnya hak menun-
tut berdasarkan ketentuan 
tentang daluarsa dalam pera-
turan perundang-undangan 
dibidang pidana; 
c. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris  dapat memberi per- 
setujuan kepada Penyidik, 
Penuntut Umum atau Hakim 
setelah mendengar keterangan 
dari Notaris yang bersangku-
tan;
d. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris tidak memberikan per- 
setujuan pemanggilan Notaris 
sebagai saksi, tersangka atau 
terdakwa kepada Penyidik, 
Penuntut Umum atau Hakim, 
apabila tidak memenuhi per- 
syaratan dalam Pasal 15;
e. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris wajib memberikan 
persetujuan atau tidak mem-
berikan persetujuan secara 
tertulis dalam jangka waktu 
paling lambat 14 (empat belas) 
hari sejak permohonan secara 
tertulis untuk pemanggilan 
Notaris sebagai saksi, tersang-
ka atau terdakwa yang diaju-
kan oleh Penyidik, Penuntut 
Umum atau Hakim kepada 
Majelis Pengawas Notaris;
f. Jika jangka waktu 14 (empat 
belas) hari terlampaui dan 
Majelis Pengawas Daerah 
Notaris tidak memberikan 
persetujuan atau penolakan 
persetujuan pemanggilan 
Notaris sebagai saksi, tersang-
ka atau terdakwa secara tertu-
lis kepada Penyidik, Penuntut 
Umum atau Hakim, maka 
Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dianggap menyetujui 
pemanggilan Notaris.
Simpulan
Pada dasarnya hak ingkar adalah 
hak untuk mengundurkan diri dari 
memberikan kesaksian dimuka 
Pengadilan dalam masalah Perdata 
maupun Pidana. Dalam perkara 
perdata, notaris lebih leluasa untuk 
menggunakan hak ingkar yang dibe- 
rikan undang-undang kepadanya. 
Istilah hak ingkar ini merupakan 
terjemahan dari bahasa Belanda 
verschoningsrecht yang artinya 
adalah hak untuk dibebaskan dari 
memberikan keterangan sebagai 
saksi dalam suatu perkara perdata 
maupun pidana. Hak ini merupakan 
pengecualian dari prinsip umum 
bahwa setiap orang yang dipanggil 
sebagai saksi wajib memberikan 
kesaksian itu. Hak Ingkar dapat 
dilihat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 
e UU No 30 Tahun 2004 jo UU No 
No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan 
Notaris.
Hak ingkar ini dalam praktek 
masih membingungkan para notaris 
untuk menggunakannya. Hal ini 
disebabkan karena hak ingkar masih 
berimplikasi dalam pelaksanaannya 
khususnya dalam perkara pidana. 
Dalam perkara pidana yang dicari 
adalah kebenaran materil sehingga 
kehadiran Notaris sebagai saksi 
sangat diperlukan, berlainan dengan 
perkara perdata yang mencari kebe-
naran formil. Kehadiran notaris 
sudah dapat dianggap ada dengan 
dihadirkan akta notaris yang dibuat 
oleh notaris yang bersangkutan. 
Menurut Peraturan Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia, pada dasarnya Majelis 
Pengawas Daerah Notaris mempu-
nyai kewenangan untuk Memberikan 
Izin Kehadiran Notaris Dalam 
Sidang Pengadilan sepanjang tidak 
bertentangan dengan peraturan dan 
undang-undang.
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Pendahuluan 
Pasca disahkannya Undang-Un-
dang Jabatan Notaris yakni Undang- 
Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang 
perubahan Undang-Undang 30 
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 
(UUJN), peranan notaris memasuki 
era baru. Lahirnya Undang-Undang 
Jabatan Notaris mengakhiri hampir 2 
abad berlakunya Peraturan Jabatan 
Notaris yaitu Reglement op Het 
Notaris Ambt in Indonesie (Stb. 
1860:3) yang mengatur mengenai 
jabatan notaris. Peraturan Jabatan 
Notaris Staatblad 1860 Nomor 3 ini 
dianggap tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan hukum dan kebutu-
han masyarakat Indonesia. Oleh 
karena itu, Peraturan Jabatan Notaris 
ini harus diganti untuk disesuaikan 
dengan kondisi dan perkembangan 
masyarakat Indonesia. Lahirnya 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN) merupakan tero-
bosan baru untuk memastikan bahwa 
fungsi notaris sebagai pejabat umum 
dapat terlaksana dengan baik.
Notaris merupakan salah satu 
pejabat negara yang kedudukannya 
sangat dibutuhkan di masa sekarang 
ini. Di masa modern ini, masyarakat 
sudah banyak tidak lagi mengenal 
perjanjian yang berdasarkan atas 
kepercayaan satu sama lain seperti 
yang mereka kenal dulu. Dahulu 
perjanjian-perjanjian menurut hu- 
kum adat tidak dibuat dalam bentuk 
tertulis, dilakukan secara lisan saja, 
oleh karena adanya saling percaya 
mempercayai. Tuntut menuntut 
boleh dikatakan sangat jarang sekali 
terjadi akibat tidak dipenuhinya 
perjanjian yang dilakukan. Oleh 
karenanya jika timbul perselisihan 
diantara mereka maka para pihak 
hanya mengajukan saksi-saksi yang 
dapat membenarkan atau menguat-
kan dalil-dalil yang dimajukan di 
muka persidangan. Oleh karena itu 
pembuktian dengan saksi dalam 
hukum adat sangatlah penting. 
Berlainan dengan sekarang 
dimana para pihak dalam membuat 
perjanjian memerlukan bentuk tertu-
lis. Bukti fisik dari perjanjian itu 
yang diperlukan. Oleh karena itu,  
setiap perjanjian yang dilakukan oleh 
masyarakat pasti akan mengarah 
kepada notaris sebagai sarana keab-
sahan perjanjian yang mereka laku-
kan. Notaris dianggap yang melahir-
kan bukti fisik dari perjanjian yang 
disepakati oleh para pihak. Oleh 
karena itulah, kedudukan notaris 
menjadi semakin penting di masa 
sekarang ini.
Sebagaimana pejabat negara lain 
yang mempunyai wewenang 
tersendiri khusus untuk pejabat 
negara bidang yang dimaksud, maka 
notaris juga memiliki kewenangan 
tersendiri yang tidak dimiliki oleh 
pejabat negara yang lainnya karena 
masing-masing pejabat Negara ini 
mempunyai kewenangan yang 
berbeda satu sama lain. 
Selain kewenangannya, para 
notaris juga memiliki kewajiban dan 
larangan yang wajib mereka patuhi 
dalam pelaksanaan tugas jabatannya. 
Kewenangan, kewajiban dan lara- 
ngan adalah konsekuensi logis dari 
adanya suatu jabatan. Dengan 
berdasar pada Undang-Undang 
Nomor 2 tahun 2014 tentang peruba-
han Undang-Undang 30 Tahun 2004 
tentang Jabatan Notaris (UUJN), 
para notaris di Indonesia wajib untuk 
memahami apa yang menjadi 
wewenang dan kewajiban mereka 
serta larangan yang tidak boleh 
dilakukan dalam pelaksanaan tugas 
jabatannya.
Sebagaimana diketahui bahwa 
Akta Notaris yang merupakan suatu 
akta otentik yang memiliki kekuatan 
pembuktian lengkap atau sempurna 
dalam sengketa hukum perdata, 
ternyata dapat mengalami penurunan 
status (degradasi) dari kekuatan bukti 
lengkap dan sempurna menjadi 
permulaan bukti seperti akta dibawah 
tangan, dan dapat cacat hukum yang 
menyebabkan kebatalan atau ketidak 
absahan akta tersebut. Apabila terjadi 
degradasi dari akta otentik menjadi 
akta dibawah tangan atau bahkan 
batal demi hukum maka hal itu akan 
menimbulkan kerugian bagi para 
pihak. Oleh karenanya Notaris terse-
but dapat digugat oleh pihak. Pihak 
yang menderita kerugian dapat 
menuntut dengan tuntutan melaku-
kan perbuatan melanggar hukum 
(onrechtmatige daad ) yang disyarat-
kan dalam pasal 1365 maupun dalam 
pasal 1367 KUH Perdata atau ingkar 
janji atau wanprestasi menurut pasal 
1234 KUH Perdata.
Sanksi administrasi terhadap 
Notaris yang melanggar ketentuan 
peraturan perundang-undangan ada 5 
jenis sanksi administrasi yang 
berlakunya secara berjenjang yaitu 
berupa : 1. Teguran lisan, 2. Teguran 
tertulis, 3. Pemberhentian sementara, 
4. Pemberhentian dengan hormat, 
dan 5. Pemberhentian tidak hormat. 
Sedangkan penjatuhan sanksi pidana 
terhadap Notaris dapat dilakukan 
sepanjang memenuhi rumusan 
pelanggaran yang tersebut dalam 
Undang-Undang Jabatan Notaris, 
kode etik jabatan notaris, juga harus 
memenuhi unsur-unsur dalam KUH-
Pidana.
Pada dasarnya hak ingkar adalah 
hak untuk mengundurkan diri dari 
memberikan kesaksian dimuka 
Pengadilan dalam masalah Perdata 
maupun Pidana. Dalam perkara 
perdata, notaris lebih leluasa untuk 
menggunakan hak ingkar yang dibe- 
rikan undang-undang kepadanya. 
Istilah hak ingkar ini merupakan 
terjemahan dari bahasa Belanda 
verschoningsrecht yang artinya 
adalah hak untuk dibebaskan dari 
memberikan keterangan sebagai 
saksi dalam suatu perkara perdata 
maupun pidana. Hak ini merupakan 
pengecualian dari prinsip umum 
bahwa setiap orang yang dipanggil 
sebagai saksi wajib memberikan 
kesaksian itu.
Akan tetapi, terlepas dari itu 
semua haruslah digarisbawahi bahwa 
hak ingkar adalah “hak” bukan 
kewajiban. Dengan pengertian 
bahwa Notaris tetaplah dihadapkan 
pada akibat hukum tertentu apabila 
menggunakan atau tidak menggu-
nakan hak yang telah diberikan oleh 
undang-undang tersebut. Untuk 
itulah notaris diberikan kesempatan 
terlebih dahulu untuk memutuskan 
apakah akan menggunakan hak 
ingkar dalam pemberian suatu kesak-
sian atau tidak. Jadi jelas bahwa 
Undang-undang meletakkan kewa-
jiban secara umum kepada setiap 
orang yang cakap menjadi saksi 
untuk memberikan kesaksian di 
muka pengadilan, baik dalam proses 
perdata maupun pidana. 
Tulisan singkat ini akan mencoba 
memahami ruang lingkup hak ingkar. 
Hak ingkar ini merupakan bagian 
yang tak terpisahkan dari bagian 
kode etik Notaris. Undang-Undang 
Jabatan Notaris dalam penerapannya 
pada perkara perdata maupun perka-
ra pidana akan melibatkan notaris 
sebagai pihak atau sebagai saksi. 
Disamping itu juga sekaligus untuk 
menjawab apakah majelis pengawas 
notaris memiliki kewenangan untuk 
memberikan persetujuan kepada 
hakim dalam pemanggilan notaris 
sebagai saksi dan atau pengambilan 
foto copy minuta, surat-surat lainnya 
yang dilekatkan pada minuta akta 
dan protokol notaris  yang berada 
dalam penyimpanan atau pengambi-
lan minuta akta, surat surat yang 
dilekatkan pada minuta akta dan 
protokol notaris dalam penyim-
panan, sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2014 tentang perubahan 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2004 tentang Jabatan Notaris.
Permasalahan
Berdasarkan latar belakang terse-
but, maka permasalahan yang akan 
dikaji dalam tulisan ini adalah
1. Apakah yang dimaksud dengan 
hak ingkar Notaris dan dasar 
hukum pengaturannya? 
2. Bagaimana hak ingkar notaris 
sebagai saksi dapat diterapkan 
dalam perkara perdata dan pidana 
dalam sidang pengadilan? 
3. Apakah majelis pengawas notaris 
mempunyai kewenangan untuk 
memberikan izin kehadiran 
Notaris dalam sidang pengadilan?
Pembahasan
Hak Ingkar Notaris dan Dasar 
Hukum Pengaturannya
 Sebelum membahas lebih 
lanjut mengenai hak ingkar dan dasar 
hukum serta kewenangan majelis 
pengawas notaris untuk merekomen-
dasikan dapat dipanggilnya notaris 
sebagai saksi dalam perkara perdata 
dan pidana maka terlebih dahulu 
akan diuraikan mengenai sejarah 
mulai berkembangnya notaris ini. 
Sejarah perkembangan Notaris ini 
penting diketahui agar dapat dipaha-
mi bagaimana sebetulnya pengaruh 
hak ingkar notaris tersebut perlu 
dipahami oleh semua pihak, terutama 
hakim dan penyidik polisi. 
Notaris adalah sebuah profesi 
yang dapat dilacak balik ke abad ke 
2-3 pada masa Roma Kuno, dimana 
mereka dikenal sebagai scribae, 
tabellius atau notarius. Pada masa 
itu, mereka adalah golongan orang 
yang mencatat pidato. Istilah notaris 
diambil dari nama pengabdinya, 
Notarius, yang kemudian menjadi 
istilah/titel bagi golongan orang 
penulis cepat atau stenografer. Nota- 
ris adalah salah satu cabang dari 
profesi hukum yang tertua di dunia.
Sekitar abad ke 5, notaris diang-
gap sebagai pejabat istana. Di Italia 
utara sebagai daerah perdagangan 
utama pada abad ke 11 - 12, dikenal 
Latijnse Notariat, yaitu orang yang 
diangkat oleh penguasa umum, 
dengan tujuan melayani kepentingan 
masyarakat umum, dan boleh 
mendapatkan honorarium atas 
jasanya oleh masyarakat umum.
Latijnse notariat ini murni berasal 
dari Italia Utara, bukan sebagai 
pengaruh hukum Romawi Kuno. 
Pada tahun 1888, terbitlah buku 
Formularium Tabellionum oleh Ime-
rius, pendiri sekolah Bologna, dalam 
rangka peringatan 8 abad sekolah 
hukum Bologna. Berturut-turut sera-
tus tahun kemudian ditebitkan 
Summa Artis Notariae oleh Rantero 
dari Perugia, kemudian pada abad ke 
13 buku dengan judul yang sama 
diterbitkan oleh Rolandinus 
Passegeri. Ronaldinus Passegeri 
kemudian juga menerbitkan Flos 
Tamentorum. Buku-buku tersebut 
menjelaskan definisi notaris, fungsi, 
kewenangan dan kewajiban-kewa-
jibannya.
Sebelum diperlakukan 
Undang-Undang Nomor 2 tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN), Negara Indonesia 
masih mempergunakan dan memakai 
peraturan Jabatan Notaris yang 
berasal dari produk bangsa Belanda 
sebagai bangsa penjajah. Pember-
lakuan Peraturan Jabatan Notaris 
bangsa penjajah ini diperkenankan 
oleh Pasal 2 Aturan Peralihan 
Undang-Undang Dasar 1945, yang 
mengatakan bahwa segala badan 
negara dan peraturan yang ada masih 
langsung berlaku, selama belum 
diadakan yang baru menurut 
Undang-Undang Dasar 1945 ini.
Perkembangan lembaga notaris di 
Indonesia, mulai masuk pada permu-
laan abad ke 17. Menurut Jan Pie- 
terszoon Coen di Jacatra  (sekarang 
Jakarta) antara tahun 1617 sampai 
1629, untuk keperluan para 
penduduk dan para pedagang perlu 
mengangkat seorang notaris, yang 
disebut Notarium Publicum (Lum-
ban Tobing1,1983:15).   Sejak tang-
gal 27 Agustus 1620 diangkat notaris 
pertama di Indonesia yaitu Melchior 
Kerchem, sebagai sekretaris College 
Van Schepenen (urusan perkapalan 
kota) di Jakarta untuk merangkap 
sebagai notaris yang berkedudukan 
di Jakarta. Tugas dari Melchior 
Kerchem sebagai notaris dalam surat 
pengangkatannya, yaitu melayani 
dan melakukan semua surat libel 
(Smaadschrift) yang bahasa Indone-
sianya yaitu tulisan menghina/menis-
ta, surat wasiat di bawah tangan, 
persiapan penerangan, akta perjanji-
an perdagangan, perjanjian kawin, 
surat wasiat, dan akta-akta lainnya 
dan ketentuan-ketentuan yang perlu 
Daerah Tingkat kotapraja (Komar 
Andasasmita,1981:37). Setelah pe- 
ngangkatan notaris pertama jumlah 
notaris di Indonesia kian berkem-
bang dan pada tahun 1650 di Batavia 
hanya ada dua orang notaris yang 
diangkat. 
Menurut kenyataannya para 
notaris pada waktu itu tidak mempu-
nyai kebebasan didalam menjalan- 
kan jabatannya, karena notaris pada 
masa itu adalah pegawai dari Vereni-
gde Oost Indie Compagnie (VOC). 
Bahkan tahun 1632 dikeluarkan 
plakat yang berisi ketentuan bahwa 
notaris, sekretaris dan pejabat lain- 
nya dilarang untuk membuat 
akta-akta transport, jual beli, surat 
wasiat dan lain-lain akta, jika tidak 
mendapat persetujuan terlebih 
dahulu dari Gubernur Jenderal dan 
daden van indie dengan ancaman 
akan kehilangan jabatannya. Namun 
dalam prakteknya ketentuan tersebut 
tidak dipatuhi oleh pejabat-pejabat 
atau notaris yang bersangkutan. 
Maksud dan tujuan membawa 
lembaga kenotariatan ke Indonesia 
adalah untuk memenuhi kebutuhan 
akan alat bukti autentik  yang sangat 
dibutuhkan untuk menggunakan hal 
dan kepentingan yang timbul karena 
adanya transaksi dagang yang 
mereka lakukan. Lembaga kenotaria-
tan di Indonesia pada waktu itu 
belum dikenal dan meluas ke 
kota-kota kecil bahkan desa-desa hal 
ini dikarenakan sebelum perang 
dunia ke 2 (dua) hampir seluruh 
notaris yang ada di Indonesia pada 
waktu itu adalah berkebangsaan 
Belanda. Sedangkan yang berke-
bangsaan Indonesia sangat sedikit 
jumlahnya, lagi pula mereka mempu-
nyai kedudukan di kota-kota besar 
sedangkan orang-orang Indonesia 
berada di daerah-daerah. Di samping 
itu tingkat kesadaran dan budaya 
hukum masyarakat Indonesia pada 
waktu itu suatu masyarakat yang 
masih bersifat primordial yang masih 
berpegang teguh pada hukum adat 
serta kaidah-kaidah religius, lebih- 
lebih lagi para pengasuh dari lemba-
ga notiariat itu lebih menitikberatkan 
orientasinya pada hukum barat. 
Semua itu merupakan faktor-faktor 
penghambat yang tidak menguntung-
kan bagi perkembangan dan untuk 
dikenalnya lembaga notariat ini 
dengan cepat dan secara luas dika-
langan masyarakat yang justru harus 
dilayaninya. 
Lembaga kemasyarakatan yang 
dikenal sebagai notariat ini  timbul 
dari kebutuhan dalam pergaulan 
sesama manusia yang menghendai 
adanya alat bukti baginya mengenai 
hubungan hukum keperdataan yang 
ada dan/atau terjadi diantara mereka 
suatu lembaga dengan para pengab-
dinya yang ditugaskan oleh kekua-
saan umum (openbaar gezag) untuk 
dimana dan apabila undang-undang 
mengharuskan sedemikian atau dike-
hendaki oleh masyarakat membuat 
alat bukti tertulis yang mempunyai 
kekuatan autentik. 
Saat ini notaris dikenal sebagai 
orang yang melayani masyarakat 
untuk membuat akta atau doku-
men-dokumen yang autentik. Akan 
tetapi, tugas ini sedikit berbeda 
dengan yang dilakoni para notaris 
pada awal kemunculannya. Saat 
kejayaan bangsa Romawi, tidak 
hanya ada kelompok gladiator di 
sana, tetapi juga hidup sekelompok 
orang yang disebut notarius. 
Berbicara mengenai notaris, 
berarti kita bicara mengenai autenti- 
sitas dokumen. Hal itulah yang men-
jadi salah satu alasan orang berkun-
jung ke notaris. Pengakuan akan sifat 
autentisitas dokumen tersebut tidak 
datang secara serta merta, tetapi 
pengakuan baru muncul pada abad 
ke-13 (tiga belas), sekian ratus tahun 
setelah kemunculan jabatan notaris. 
Beberapa ratus tahun kemudian 
barulah muncul peraturan yang dise-
but ventosewet (Ira Koesoemawati 
dan Yunirman Rijan,2009). 
Di Indonesia, notaris bertindak 
sebagai pelayan masyarakat. Hal ini 
karena notaris adalah pejabat yang 
diangkat oleh pemerintah untuk 
melayani kebutuhan masyarakat 
akan dokumen-dokumen legal yang 
sah. Meskipun status notaris sebagai 
pelayan masyarakat, jangan 
berpikiran bahwa notaris menggu-
nakan pakaian yang sederhana. 
Justru sebaliknya, notaris me- 
ngenakan pakaian yang resmi dan 
eksklusif guna menunjukkan profe-
sionalisme dan keseriusan mereka. 
Sebagai seorang dengan jabatan 
notaris sudah seharusnya orang 
tersebut dalam menjalankan jabatan-
nya lebih “diistimewakan” kedudu-
kannya dalam hukum dibandingkan 
dengan orang lain. Namun seorang 
notaris di luar jabatannya adalah 
orang yang memiliki kedudukan 
yang sama dengan orang yang lain 
(equality before the law). 
Tentu saja ada beberapa hal yang 
harus dipenuhi untuk menjadi 
seorang notaris. Tidak mungkin 
seorang notaris dapat berpraktek 
tanpa memiliki kemampuan mema-
dai. Latar belakang pendidikan 
hukum merupakan sebuah kenis-
cayaan. Setelah lulus dari fakultas 
hukum, seorang calon notaris wajib 
mengikuti kuliah bidang kenotaria-
tan atau menempuh pendidikan 
Strata 2 (dua)  hukum bidang keno-
tariatan. Tidak cukup berbekal 
pendidikan formil saja untuk menja-
di profesi notaris di Indonesia. Syarat 
lain menjadi calon notaris di Indone-
sia secara umum adalah orang yang 
berkewarganegaraan Indonesia. Oleh 
karena seorang notaris adalah peja-
bat umum yang diangkat oleh negara 
untuk mewakili negara dalam pem-
buatan akta-akta autentik yang 
dibuat berisi hal-hal yang sifatnya 
rahasia. Tentu akan berbahaya, jika 
jabatan ini dipegang oleh seorang 
warga negara asing. Bisa–bisa raha-
sia negeri ini jatuh ke tangan negara 
lain. 
Menjadi notaris yang baik ditun-
tut untuk memiliki kedewasaan yang 
matang. Menurut Kitab Undang-Un-
dang Hukum Perdata (selanjutnya 
disingkat KUHPerdata) bahwa usia 
dewasa seseorang adalah 21 (duapu-
luh satu) tahun, tetapi seseorang 
untuk dapat menjadi notaris 
berdasarkan berdasarkan Undang- 
Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang 
perubahan Undang-Undang 30 
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 
(UUJN) haruslah berusia 27 (dua 
puluh tujuh) tahun. 
Di Indonesia para notaris berhim-
pun dalam sebuah wadah perkumpu-
lan yang bernama Ikatan Notaris 
Indonesia (yang selanjutnya dising-
kat INI). INI merupakan perkumpu-
lan notaris yang legal dan sudah 
berbadan hukum sesuai SK Menteri 
Kehakiman Replubik Indonesia 
tanggal 23 Januari 1995 Nomor 
C210221.HT.01.06. 
Hak ingkar ini mulai diperbin-
cangkan berawal dengan ditariknya 
seorang notaris sebagai salah satu 
tergugat dalam suatu perkara perdata 
antara Badan Penyehatan Perbankan 
Nasional (Kreditur) selaku penggu-
gat dan nasabah debitur selaku 
tergugat, dengan obyek sengketa 
adanya 2 (dua) salinan akta penga-
kuan hutang yang dibuat dihadapan 
notaris yang sama dengan nomor dan 
tanggal yang sama, namun substansi 
jumlah hutangnya berbeda dalam 2 
(dua) salinan akta tersebut. Ma- 
sing-masing pihak berpegang kepada 
salinan akta pengakuan hutangnya. 
Dalam kasus ini majelis hakim 
melalui suratnya kepada majelis 
pengawas notaris telah meminta 
persetujuan agar foto copy minuta 
aktanya dapat dibawa oleh notaris 
yang bersangkutan dalam sidang 
pengadilan (Pieter Latumeten,2012).
Selain kewajiban untuk melaku-
kan hal-hal yang telah diatur dalam 
UU, notaris masih memiliki suatu 
kewajiban lain. Hal ini berhubungan 
dengan sumpah/janji notaris yang 
berisi bahwa notaris akan meraha-
siakan isi akta dan keterangan yang 
diperoleh dalam pelaksanaan jabatan 
notaris. Secara umum, notaris wajib 
merahasiakan isi akta dan keterangan 
yang diperoleh dalam pembuatan 
akta notaris, kecuali diperintahkan 
oleh undang-undang bahwa notaris 
tidak wajib merahasiakan dan mem-
berikan keterangan yang diperlukan 
yang berkaitan dengan akta tersebut. 
Dengan demikian, hanya undang-un-
dang saja yang dapat memerintahkan 
notaris untuk membuka rahasia isi 
akta dan keterangan/pernyataan yang 
diketahui oleh notaris yang berkaitan 
dengan pembuatan akta yang dimak-
sud.
Hal ini dikenal dengan “kewa-
jiban ingkar” notaris (Tan Thong 
Kie,2000:67) Instrumen untuk 
ingkar bagi notaris ditegaskan 
sebagai salah satu kewajiban notaris 
yang disebut dalam Pasal 16 ayat (1) 
huruf e UUJN, sehingga kewajiban 
ingkar untuk notaris melekat pada 
tugas jabatan notaris. Kewajiban 
ingkar ini mutlak harus dilakukan 
dan dijalankan oleh notaris, kecuali 
ada undang-undang yang memerin-
tahkan untuk menggugurkan kewa-
jiban ingkar tersebut. Kewajiban 
untuk ingkar ini dapat dilakukan 
dengan batasan sepanjang notaris 
diperiksa oleh instansi mana saja 
yang berupaya untuk meminta 
pernyataan atau keterangan dari 
notaris yang berkaitan dengan akta 
yang telah atau pernah dibuat oleh 
atau di hadapan notaris yang  ber-
sangkutan.
Pasal 1909 Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata (KUHPerdata) 
mewajibkan setiap orang yang cakap 
untuk menjadi saksi, untuk memberi-
kan kesaksian di muka pengadilan. 
Pada umumnya semua orang dapat 
menjadi saksi, akan tetapi dalam 
KUHAP (Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana) juga mengatur 
beberapa pihak yang tidak dapat 
menjadi saksi, yaitu dalam Pasal 168 
KUHAP dan Pasal 170 KUHAP. 
Pasal 168 KUHAP memberikan 
pengecualian bagi saksi yang mem-
punyai hubungan kekeluargaan 
dengan terdakwa dan dalam Pasal 
170 ayat (1) KUHAP memberikan 
verschoningsrecht (hak mengundur-
kan diri) dari pemberian kesaksian 
bagi mereka yang karena jabatan, 
harkat martabat dan  pekerjaannya 
wajib menyimpan rahasia.  
Baik menurut Pasal 322 KUHP 
(Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana) maupun menurut Pasal 146 
HIR dan 277 RIB ada kategori-kate-
gori orang yang karena jabatan atau 
pekerjaannya dianggap sebagai 
wajib penyimpan rahasia. Dalam 
Pasal 322 KUHP diadakan sanksi 
pidana terhadap mereka dari kate-
gori-kategori tersebut yang dengan 
sengaja membuka rahasia itu, 
sedangkan menurut Pasal 146 HIR 
dan Pasal 277 RIB mereka boleh 
menolak untuk memberi kesaksian 
mengenai rahasia tersebut (S 
Lumban Tobing (1933:4). 
Penerapan Hak Ingkar Notaris 
Dalam Perkara Perdata dan 
Pidana 
Dalam praktiknya, jika ternyata 
notaris sebagai saksi atau tersangka, 
tergugat, ataupun dalam pemerik-
saan oleh Majelis Pengawas Notaris 
membuka rahasia dan memberikan 
keterangan/pernyataan yang seharus-
nya wajib dirahasiakan, sedangkan 
undang-undang tidak memerintah-
kannya, maka atas pengaduan pihak 
yang merasa dirugikan dapat menun-
tut notaris yang bersangkutan. 
Dalam hal ini, dapat dikenakan Pasal 
322 ayat (1) dan (2) KUHP, yaitu 
membongkar rahasia, yang padahal 
sebenarnya notaris wajib menyim-
pannya. Bahkan sehubungan dengan 
perkara perdata, yaitu apabila notaris 
berada dalam kedudukannya sebagai 
saksi, maka notaris dapat meminta 
untuk dibebaskan dari kewajibannya 
untuk memberikan kesaksian, karena 
jabatannya menurut undang-undang 
diwajibkan untuk merahasiakannya 
(R.Soegondo Notodisoerjo,1982:97- 
98). 
Larangan notaris merupakan 
suatu tindakan yang dilarang untuk 
dilakukan oleh notaris. Jika larangan 
ini dilanggar oleh notaris, maka 
kepada notaris yang melanggar akan 
dikenakan sanksi sebagaimana yang 
tersebut dalam Pasal 85 UUJN. 
Kewajiban bagi notaris untuk 
mengucapkan sumpah sebelum men-
jalankan jabatannya sebagai notaris 
telah ada sejak dari dahulu. Dalam 
sumpah jabatan notaris ditetapkan 
bahwa notaris berjanji di bawah 
sumpah untuk merahasiakan sera-
pat-rapatnya isi akta-akta sesuai 
dengan ketentuan-ketentuan peratu- 
ran-peraturan itu. Peraturan-peratu- 
ran yang  dimaksudkan itu adalah 
peraturan-peraturan dalam Undang- 
Undang Jabatan Notaris khususnya 
Pasal 16, yang berisikan larangan 
bagi notaris untuk memberikan 
grosse akta, salinan/kutipan atau 
memperlihatkan atau memberitahu-
kan isi akta-aktanya selain kepada 
orang-orang yang langsung berke- 
pentingan pada akta itu, para ahli 
warisnya dan para penerima hak 
mereka, kecuali yang dalam hal-hal 
yang diatur dalam peraturan-peratu- 
ran umum. 
Pasal 4 Undang-Undang Jabatan 
Notaris menyatakan lebih luas, 
bahwa kewajiban merahasiakan ini 
juga meliputi keterangan yang diper-
oleh notaris dalam pelaksanaan 
jabatannya. Hal ini lebih karena 
jabatan yang dipangku oleh notaris 
adalah jabatan kepercayaan dan 
justru oleh karena itu seseorang 
bersedia mempercayakan sesuatu 
kepercayaan kepadanya. 
Wajib menyimpan atau meme-
gang rahasia ini dapat diketahui dari 
kode etik profesi. Point ke-5 Sumpah 
Jabatan Notaris menyatakan : 
“Bahwa saya akan merahasiakan 
serapat-rapatnya isi akta-akta selaras 
dengan ketentuan-ketentuan peratu- 
ran ini.” Etika memberikan kewa-
jiban bagi kaum profesional hukum 
sebagai aparat atau pejabat untuk 
menyimpan rahasia, sehingga secara 
etis pula tidak dibenarkan kaum 
profesional hukum membuka rahasia 
yang diberitahukan, dipercayakan 
dan diperolehnya, dari klien (Liliana 
Tedjosaputro,2003:80). 
Notaris masih dapat meraha-
siakan semua apa yang diberitahukan 
kepadanya dalam jabatannya terse-
but termasuk isi-isi akta dengan 
mempergunakan hak yang diberikan 
kepadanya dalam Pasal 1946 ayat (3) 
(Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdata 
(Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata)) dan Pasal 148 KUHP 
(Pasal 146 ayat (3) HIR) untuk me- 
ngundurkan diri sebagai saksi apabi-
la ia dipanggil sebagai saksi untuk 
didengar keterangannya di muka 
pengadilan. 
Apabila notaris dipanggil menjadi 
saksi di muka persidangan penga-
dilan, ia berdasarkan Pasal 1909 ayat 
(2) KUHPerdata dan Pasal-pasal 146 
HIR dan 227 RIB, dapat mempergu-
nakan haknya untuk mengundurkan 
diri sebagai saksi, dengan jalan 
menuntut penggunaan Verschonings-
recht (dahulu “hak ingkar”). 
Verschoningsrecht (hak mengundur-
kan diri) merupakan pengecualian 
terhadap ketentuan umum yang dise-
but tadi, yaitu bahwa setiap orang 
yang dipanggil sebagai saksi, wajib 
memberikan kesaksian (ibid:20).  
Verschoningsrecht berbeda de- 
ngan wraken, dalam kamus hukum 
Yan Pramadya Puspa Verschonings-
recht diartikan sebagai permohonan 
agar dibebaskan dari, hak mengun-
durkan diri (Yan Pramadya Puspa, 
1977:253).
 Sedangkan wraken dalam kamus 
Belanda – Indonesia Datje Rahajoe-
koe diartikan sebagai menolak, 
menolak sebagai saksi Datje Rahajoe 
Koesoemah,1991:302).  Wraken (hak 
ingkar) ada pada pihaknya, penggu-
gat maupun tergugat; mengingkari 
kewenangan hakim yang memeriksa 
perkara karena mempunyai kepenti- 
ngan atau hubungan dengan perkara 
yang diperiksanya. Hak ingkar inilah 
yang dimaksud sebagaimana diatur 
dalam Pasal 28 Undang-undang 
Pokok Kekuasaan Kehakiman 
Nomor 14 Tahun 1970.  
Kewenangan Majelis Pengawas 
Notaris Memberikan Izin Keha- 
diran Notaris Dalam Sidang Pen-
gadilan
Pertanyaan yang sering muncul 
adalah dapatkah notaris dipaksa 
untuk hadir sebagai saksi dalam 
perkara perdata dan apakah untuk 
bertindak sebagai saksi, diperlukan 
persetujuan majelis pengawas notaris 
sebagaimana yang dimaksud dalam 
pasal 66 Undang-Undang Jabatan 
Notaris. Pertanyaan-pertanyaan di- 
atas merupakan pertanyaan yang 
sering muncul yang memerlukan 
jawaban.
Majelis Pengawas adalah suatu 
badan yang mempunyai kewenangan 
dan kewajiban untuk melaksanakan 
pembinaan dan pengawasan terhadap 
Notaris. Menurut Pasal 1 ayat (6) 
Undang-Undang Nomor 2 tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN), Majelis Pengawas 
Notaris merupakan suatu badan yang 
memiliki wewenang dan untuk 
melakukan pembinaan dan penga-
wasan terhadap Notaris. Menurut 
Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Nomor M.02. 
PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata 
Cara Pengangkatan Anggota, Pem-
berhentian Anggota, Susunan Orga- 
nisasi, Tata Kerja dan Tata Cara 
Pemeriksaan Majelis Pengawas 
Notaris, Majelis Pengawas Notaris 
adalah suatu badan yang mempunyai 
kewenangan dan kewajiban untuk 
melaksanakan pengawasan dan pem-
binaan terhadap Notaris.  
Menurut Peraturan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Nomor M.02. 
PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata 
Cara Pengangkatan Anggota, Pem-
berhentian Anggota, Susunan Orga- 
nisasi, Tata Kerja dan Tata Cara 
Pemeriksaan Majelis Pengawas 
Notaris, Majelis Pengawas Notaris 
yaitu Majelis Pengawas yang tugas- 
nya memberi pembinaan dan penga-
wasan kepada notaris dalam men-
jalankan jabatan profesinya sebagai 
pejabat umum yang senantiasa 
meningkatkan profesionalisme dan 
kualitas kerjanya sehingga dapat 
memberikan jaminan kepastian dan 
perlindungan hukum bagi penerima 
jasa Notaris dan masyarakat luas
Menurut Pasal 1 ayat (6) Peratu- 
ran Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Nomor: 
M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang 
Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, 
Pemindahan dan Pemberhentian 
Notaris, Majelis Pengawas Notaris 
adalah suatu badan yang mempunyai 
kewenangan dan kewajiban untuk 
melaksanakan pembinaan dan 
pengawasan terhadap Notaris.
Menurut Pasal 1 ayat (7) Peratur-
an Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Nomor: 
M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang 
Pengambilan  Minuta Akta dan 
Pemanggilan Notaris, yang dimak-
sud dengan Majelis Pengawas 
Daerah adalah suatu badan yang 
mempunyai kewenangan dan kewa-
jiban untuk melaksanakan penga-
wasan dan pembinaan terhadap 
Notaris yang berkedudukan di Kabu-
paten atau kota. Selanjutnya dalam  
Peraturan Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia 
tersebut juga dijelaskan tingka-
tan-tingkatan Majelis Pengawas 
Notaris.
Dalam Pasal 68, Pasal 69 ayat (1), 
Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 76 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN), disebutkan bahwa 
tingkatan-tingkatan Majelis Penga-
was Notaris tersebut meliputi :  
1   Majelis Pengawas Daerah Notaris 
berkedudukan di kota atau kabu-
paten;  
2   Majelis Pengawas Wilayah Nota- 
ris dibentuk dan berkedudukan di 
Ibukota Propinsi; 
3  Majelis Pengawas Pusat Notaris 
dibentuk dan berkedudukan di 
Ibukota Negara Kesatuan Repu- 
blik Indonesia
Wewenang Majelis Pengawas 
Daerah Notaris berkaitan dengan 
pengambilan Minuta Akta dan/ atau 
pemanggilan Notaris baik sebagai 
saksi maupun sebagai tersangka  
oleh Penyidik, Penuntut Umum atau 
Hakim, yaitu:  
1. Prosedur Pengambilan Minuta 
Akta oleh Penyidik, Penuntut 
Umum atau Hakim, dalam Pasal 8 
ayat 1, Pasal 9 sampai dengan 11, 
yaitu: 
a.  Penyidik, Penuntut Umum atau 
Hakim untuk kepentingan 
proses peradilan dapat me- 
ngambil Minuta Akta dan/ atau 
surat-surat yang dilekatkan 
pada Minuta Akta atau 
Protokol Notaris yang terdapat 
dalam Penyimpanan Notaris, 
dengan meminta kepada 
Notaris yang bersangkutan 
untuk membawa Minuta Akta 
dan/ atau sutat-surat yang 
dilekatkan pada Minuta Akta 
atau Protokol Notaris yang 
terdapat dalam Penyimpanan 
Notaris, dengan syarat harus 
megajukan permohonan tertu-
lis pada Majelis Pengawas 
Daerah Notaris setempat.
b. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris memberikan persetu-
juan untuk pengambilan 
Minuta Akta dan atau surat-su-
rat yang dilekatkan pada 
Minuta Akta atau Protokol 
Notaris dalam Penyimpanan 
Notaris oleh Penyidik, Penun-
tut Umum atau Hakim untuk 
kepentingan proses peradilan, 
apabila: 
1   Ada dugaan tindak pidana 
yang terkait dengan 
Minuta Akta dan/ atau 
surat-surat yang dilekat-
kan pada Minuta Akta atau 
Protokol Notaris dalam 
penyimpanan Notaris;  
2    Belum gugur hak menuntut 
berdasarkan ketentuan 
tentang daluarsa peraturan 
perundang-undangan di 
bidang pidana;  
3    Ada penyangkalan keabsa-
han tanda tangan dari para 
pihak;  
4   Ada dugaan pengurangan 
atau penambahan dari 
Minuta Akta; 
5   Ada dugaan Notaris me- 
lakukan pemunduran 
tanggal akta. 
c. Persetujuan Majelis Penga-
was Daerah Notaris diberikan 
setelah mendengar keterangan 
dari Notaris yang bersangku-
tan;
d. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris tidak memberikan 
persetujuan untuk pengambi-
lan Minuta Akta dan/ atau 
surat-surat yang dilekatkan 
pada Minuta Akta atau Pro- 
tokol Notaris dalam penyim-
panan Notaris, apabila tidak 
memenuhi ketentuan pada 
Pasal  9;
e. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dalam waktu paling 
lambat 14 (empat belas) hari 
sejak permohonan pengambi-
lan Minuta Akta dan/atau 
surat-surat yang dilekatkan 
Pada Minuta Akta atau 
Protokol Notaris oleh Penyi- 
dik, Penuntut Umum atau 
Hakim harus memberikan 
persetujuan atau tidak mem-
berikan persetujuan terhadap 
pengambilan tersebut; 
f. Jika jangka waktu 14 (empat 
belas) hari itu terlampaui maka 
Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dianggap menyetujui 
pengambilan Minuta Akta 
dan/ atau surat-surat yang 
dilekatkan pada Minuta Akta 
atau Protokol Notaris.
2. Prosedur Pemanggilan Notaris 
oleh Penyidik, Penuntut Umum 
atau Hakim dalam Pasal 14 
sampai dengan Pasal 18:  
a. Penyidik, Penuntut Umum 
atau Hakim, untuk kepenti- 
ngan proses peradilan dapat 
memanggil Notaris sebagai 
saksi, tersangka atau terdakwa 
dengan mengajukan permo-
honan tertulis kepada Majelis 
Pengawas Daerah Notaris 
setempat; 
b. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dapat memberikan 
persetujuan pemanggilan No- 
taris sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 ayat (1) apabi-
la: 
Ada dugaan tindak pidana yang 
berkaitan dengan Minuta Akta dan 
atau surat-surat yang dilekatkan pada 
Minuta Akta atau Protokol Notaris 
yang terdapat dalam penyimpanan 
Notaris;  
1. Belum gugurnya hak menun-
tut berdasarkan ketentuan 
tentang daluarsa dalam pera-
turan perundang-undangan 
dibidang pidana; 
c. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris  dapat memberi per- 
setujuan kepada Penyidik, 
Penuntut Umum atau Hakim 
setelah mendengar keterangan 
dari Notaris yang bersangku-
tan;
d. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris tidak memberikan per- 
setujuan pemanggilan Notaris 
sebagai saksi, tersangka atau 
terdakwa kepada Penyidik, 
Penuntut Umum atau Hakim, 
apabila tidak memenuhi per- 
syaratan dalam Pasal 15;
e. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris wajib memberikan 
persetujuan atau tidak mem-
berikan persetujuan secara 
tertulis dalam jangka waktu 
paling lambat 14 (empat belas) 
hari sejak permohonan secara 
tertulis untuk pemanggilan 
Notaris sebagai saksi, tersang-
ka atau terdakwa yang diaju-
kan oleh Penyidik, Penuntut 
Umum atau Hakim kepada 
Majelis Pengawas Notaris;
f. Jika jangka waktu 14 (empat 
belas) hari terlampaui dan 
Majelis Pengawas Daerah 
Notaris tidak memberikan 
persetujuan atau penolakan 
persetujuan pemanggilan 
Notaris sebagai saksi, tersang-
ka atau terdakwa secara tertu-
lis kepada Penyidik, Penuntut 
Umum atau Hakim, maka 
Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dianggap menyetujui 
pemanggilan Notaris.
Simpulan
Pada dasarnya hak ingkar adalah 
hak untuk mengundurkan diri dari 
memberikan kesaksian dimuka 
Pengadilan dalam masalah Perdata 
maupun Pidana. Dalam perkara 
perdata, notaris lebih leluasa untuk 
menggunakan hak ingkar yang dibe- 
rikan undang-undang kepadanya. 
Istilah hak ingkar ini merupakan 
terjemahan dari bahasa Belanda 
verschoningsrecht yang artinya 
adalah hak untuk dibebaskan dari 
memberikan keterangan sebagai 
saksi dalam suatu perkara perdata 
maupun pidana. Hak ini merupakan 
pengecualian dari prinsip umum 
bahwa setiap orang yang dipanggil 
sebagai saksi wajib memberikan 
kesaksian itu. Hak Ingkar dapat 
dilihat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 
e UU No 30 Tahun 2004 jo UU No 
No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan 
Notaris.
Hak ingkar ini dalam praktek 
masih membingungkan para notaris 
untuk menggunakannya. Hal ini 
disebabkan karena hak ingkar masih 
berimplikasi dalam pelaksanaannya 
khususnya dalam perkara pidana. 
Dalam perkara pidana yang dicari 
adalah kebenaran materil sehingga 
kehadiran Notaris sebagai saksi 
sangat diperlukan, berlainan dengan 
perkara perdata yang mencari kebe-
naran formil. Kehadiran notaris 
sudah dapat dianggap ada dengan 
dihadirkan akta notaris yang dibuat 
oleh notaris yang bersangkutan. 
Menurut Peraturan Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia, pada dasarnya Majelis 
Pengawas Daerah Notaris mempu-
nyai kewenangan untuk Memberikan 
Izin Kehadiran Notaris Dalam 
Sidang Pengadilan sepanjang tidak 
bertentangan dengan peraturan dan 
undang-undang.
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Pendahuluan 
Pasca disahkannya Undang-Un-
dang Jabatan Notaris yakni Undang- 
Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang 
perubahan Undang-Undang 30 
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 
(UUJN), peranan notaris memasuki 
era baru. Lahirnya Undang-Undang 
Jabatan Notaris mengakhiri hampir 2 
abad berlakunya Peraturan Jabatan 
Notaris yaitu Reglement op Het 
Notaris Ambt in Indonesie (Stb. 
1860:3) yang mengatur mengenai 
jabatan notaris. Peraturan Jabatan 
Notaris Staatblad 1860 Nomor 3 ini 
dianggap tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan hukum dan kebutu-
han masyarakat Indonesia. Oleh 
karena itu, Peraturan Jabatan Notaris 
ini harus diganti untuk disesuaikan 
dengan kondisi dan perkembangan 
masyarakat Indonesia. Lahirnya 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN) merupakan tero-
bosan baru untuk memastikan bahwa 
fungsi notaris sebagai pejabat umum 
dapat terlaksana dengan baik.
Notaris merupakan salah satu 
pejabat negara yang kedudukannya 
sangat dibutuhkan di masa sekarang 
ini. Di masa modern ini, masyarakat 
sudah banyak tidak lagi mengenal 
perjanjian yang berdasarkan atas 
kepercayaan satu sama lain seperti 
yang mereka kenal dulu. Dahulu 
perjanjian-perjanjian menurut hu- 
kum adat tidak dibuat dalam bentuk 
tertulis, dilakukan secara lisan saja, 
oleh karena adanya saling percaya 
mempercayai. Tuntut menuntut 
boleh dikatakan sangat jarang sekali 
terjadi akibat tidak dipenuhinya 
perjanjian yang dilakukan. Oleh 
karenanya jika timbul perselisihan 
diantara mereka maka para pihak 
hanya mengajukan saksi-saksi yang 
dapat membenarkan atau menguat-
kan dalil-dalil yang dimajukan di 
muka persidangan. Oleh karena itu 
pembuktian dengan saksi dalam 
hukum adat sangatlah penting. 
Berlainan dengan sekarang 
dimana para pihak dalam membuat 
perjanjian memerlukan bentuk tertu-
lis. Bukti fisik dari perjanjian itu 
yang diperlukan. Oleh karena itu,  
setiap perjanjian yang dilakukan oleh 
masyarakat pasti akan mengarah 
kepada notaris sebagai sarana keab-
sahan perjanjian yang mereka laku-
kan. Notaris dianggap yang melahir-
kan bukti fisik dari perjanjian yang 
disepakati oleh para pihak. Oleh 
karena itulah, kedudukan notaris 
menjadi semakin penting di masa 
sekarang ini.
Sebagaimana pejabat negara lain 
yang mempunyai wewenang 
tersendiri khusus untuk pejabat 
negara bidang yang dimaksud, maka 
notaris juga memiliki kewenangan 
tersendiri yang tidak dimiliki oleh 
pejabat negara yang lainnya karena 
masing-masing pejabat Negara ini 
mempunyai kewenangan yang 
berbeda satu sama lain. 
Selain kewenangannya, para 
notaris juga memiliki kewajiban dan 
larangan yang wajib mereka patuhi 
dalam pelaksanaan tugas jabatannya. 
Kewenangan, kewajiban dan lara- 
ngan adalah konsekuensi logis dari 
adanya suatu jabatan. Dengan 
berdasar pada Undang-Undang 
Nomor 2 tahun 2014 tentang peruba-
han Undang-Undang 30 Tahun 2004 
tentang Jabatan Notaris (UUJN), 
para notaris di Indonesia wajib untuk 
memahami apa yang menjadi 
wewenang dan kewajiban mereka 
serta larangan yang tidak boleh 
dilakukan dalam pelaksanaan tugas 
jabatannya.
Sebagaimana diketahui bahwa 
Akta Notaris yang merupakan suatu 
akta otentik yang memiliki kekuatan 
pembuktian lengkap atau sempurna 
dalam sengketa hukum perdata, 
ternyata dapat mengalami penurunan 
status (degradasi) dari kekuatan bukti 
lengkap dan sempurna menjadi 
permulaan bukti seperti akta dibawah 
tangan, dan dapat cacat hukum yang 
menyebabkan kebatalan atau ketidak 
absahan akta tersebut. Apabila terjadi 
degradasi dari akta otentik menjadi 
akta dibawah tangan atau bahkan 
batal demi hukum maka hal itu akan 
menimbulkan kerugian bagi para 
pihak. Oleh karenanya Notaris terse-
but dapat digugat oleh pihak. Pihak 
yang menderita kerugian dapat 
menuntut dengan tuntutan melaku-
kan perbuatan melanggar hukum 
(onrechtmatige daad ) yang disyarat-
kan dalam pasal 1365 maupun dalam 
pasal 1367 KUH Perdata atau ingkar 
janji atau wanprestasi menurut pasal 
1234 KUH Perdata.
Sanksi administrasi terhadap 
Notaris yang melanggar ketentuan 
peraturan perundang-undangan ada 5 
jenis sanksi administrasi yang 
berlakunya secara berjenjang yaitu 
berupa : 1. Teguran lisan, 2. Teguran 
tertulis, 3. Pemberhentian sementara, 
4. Pemberhentian dengan hormat, 
dan 5. Pemberhentian tidak hormat. 
Sedangkan penjatuhan sanksi pidana 
terhadap Notaris dapat dilakukan 
sepanjang memenuhi rumusan 
pelanggaran yang tersebut dalam 
Undang-Undang Jabatan Notaris, 
kode etik jabatan notaris, juga harus 
memenuhi unsur-unsur dalam KUH-
Pidana.
Pada dasarnya hak ingkar adalah 
hak untuk mengundurkan diri dari 
memberikan kesaksian dimuka 
Pengadilan dalam masalah Perdata 
maupun Pidana. Dalam perkara 
perdata, notaris lebih leluasa untuk 
menggunakan hak ingkar yang dibe- 
rikan undang-undang kepadanya. 
Istilah hak ingkar ini merupakan 
terjemahan dari bahasa Belanda 
verschoningsrecht yang artinya 
adalah hak untuk dibebaskan dari 
memberikan keterangan sebagai 
saksi dalam suatu perkara perdata 
maupun pidana. Hak ini merupakan 
pengecualian dari prinsip umum 
bahwa setiap orang yang dipanggil 
sebagai saksi wajib memberikan 
kesaksian itu.
Akan tetapi, terlepas dari itu 
semua haruslah digarisbawahi bahwa 
hak ingkar adalah “hak” bukan 
kewajiban. Dengan pengertian 
bahwa Notaris tetaplah dihadapkan 
pada akibat hukum tertentu apabila 
menggunakan atau tidak menggu-
nakan hak yang telah diberikan oleh 
undang-undang tersebut. Untuk 
itulah notaris diberikan kesempatan 
terlebih dahulu untuk memutuskan 
apakah akan menggunakan hak 
ingkar dalam pemberian suatu kesak-
sian atau tidak. Jadi jelas bahwa 
Undang-undang meletakkan kewa-
jiban secara umum kepada setiap 
orang yang cakap menjadi saksi 
untuk memberikan kesaksian di 
muka pengadilan, baik dalam proses 
perdata maupun pidana. 
Tulisan singkat ini akan mencoba 
memahami ruang lingkup hak ingkar. 
Hak ingkar ini merupakan bagian 
yang tak terpisahkan dari bagian 
kode etik Notaris. Undang-Undang 
Jabatan Notaris dalam penerapannya 
pada perkara perdata maupun perka-
ra pidana akan melibatkan notaris 
sebagai pihak atau sebagai saksi. 
Disamping itu juga sekaligus untuk 
menjawab apakah majelis pengawas 
notaris memiliki kewenangan untuk 
memberikan persetujuan kepada 
hakim dalam pemanggilan notaris 
sebagai saksi dan atau pengambilan 
foto copy minuta, surat-surat lainnya 
yang dilekatkan pada minuta akta 
dan protokol notaris  yang berada 
dalam penyimpanan atau pengambi-
lan minuta akta, surat surat yang 
dilekatkan pada minuta akta dan 
protokol notaris dalam penyim-
panan, sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2014 tentang perubahan 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2004 tentang Jabatan Notaris.
Permasalahan
Berdasarkan latar belakang terse-
but, maka permasalahan yang akan 
dikaji dalam tulisan ini adalah
1. Apakah yang dimaksud dengan 
hak ingkar Notaris dan dasar 
hukum pengaturannya? 
2. Bagaimana hak ingkar notaris 
sebagai saksi dapat diterapkan 
dalam perkara perdata dan pidana 
dalam sidang pengadilan? 
3. Apakah majelis pengawas notaris 
mempunyai kewenangan untuk 
memberikan izin kehadiran 
Notaris dalam sidang pengadilan?
Pembahasan
Hak Ingkar Notaris dan Dasar 
Hukum Pengaturannya
 Sebelum membahas lebih 
lanjut mengenai hak ingkar dan dasar 
hukum serta kewenangan majelis 
pengawas notaris untuk merekomen-
dasikan dapat dipanggilnya notaris 
sebagai saksi dalam perkara perdata 
dan pidana maka terlebih dahulu 
akan diuraikan mengenai sejarah 
mulai berkembangnya notaris ini. 
Sejarah perkembangan Notaris ini 
penting diketahui agar dapat dipaha-
mi bagaimana sebetulnya pengaruh 
hak ingkar notaris tersebut perlu 
dipahami oleh semua pihak, terutama 
hakim dan penyidik polisi. 
Notaris adalah sebuah profesi 
yang dapat dilacak balik ke abad ke 
2-3 pada masa Roma Kuno, dimana 
mereka dikenal sebagai scribae, 
tabellius atau notarius. Pada masa 
itu, mereka adalah golongan orang 
yang mencatat pidato. Istilah notaris 
diambil dari nama pengabdinya, 
Notarius, yang kemudian menjadi 
istilah/titel bagi golongan orang 
penulis cepat atau stenografer. Nota- 
ris adalah salah satu cabang dari 
profesi hukum yang tertua di dunia.
Sekitar abad ke 5, notaris diang-
gap sebagai pejabat istana. Di Italia 
utara sebagai daerah perdagangan 
utama pada abad ke 11 - 12, dikenal 
Latijnse Notariat, yaitu orang yang 
diangkat oleh penguasa umum, 
dengan tujuan melayani kepentingan 
masyarakat umum, dan boleh 
mendapatkan honorarium atas 
jasanya oleh masyarakat umum.
Latijnse notariat ini murni berasal 
dari Italia Utara, bukan sebagai 
pengaruh hukum Romawi Kuno. 
Pada tahun 1888, terbitlah buku 
Formularium Tabellionum oleh Ime-
rius, pendiri sekolah Bologna, dalam 
rangka peringatan 8 abad sekolah 
hukum Bologna. Berturut-turut sera-
tus tahun kemudian ditebitkan 
Summa Artis Notariae oleh Rantero 
dari Perugia, kemudian pada abad ke 
13 buku dengan judul yang sama 
diterbitkan oleh Rolandinus 
Passegeri. Ronaldinus Passegeri 
kemudian juga menerbitkan Flos 
Tamentorum. Buku-buku tersebut 
menjelaskan definisi notaris, fungsi, 
kewenangan dan kewajiban-kewa-
jibannya.
Sebelum diperlakukan 
Undang-Undang Nomor 2 tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN), Negara Indonesia 
masih mempergunakan dan memakai 
peraturan Jabatan Notaris yang 
berasal dari produk bangsa Belanda 
sebagai bangsa penjajah. Pember-
lakuan Peraturan Jabatan Notaris 
bangsa penjajah ini diperkenankan 
oleh Pasal 2 Aturan Peralihan 
Undang-Undang Dasar 1945, yang 
mengatakan bahwa segala badan 
negara dan peraturan yang ada masih 
langsung berlaku, selama belum 
diadakan yang baru menurut 
Undang-Undang Dasar 1945 ini.
Perkembangan lembaga notaris di 
Indonesia, mulai masuk pada permu-
laan abad ke 17. Menurut Jan Pie- 
terszoon Coen di Jacatra  (sekarang 
Jakarta) antara tahun 1617 sampai 
1629, untuk keperluan para 
penduduk dan para pedagang perlu 
mengangkat seorang notaris, yang 
disebut Notarium Publicum (Lum-
ban Tobing1,1983:15).   Sejak tang-
gal 27 Agustus 1620 diangkat notaris 
pertama di Indonesia yaitu Melchior 
Kerchem, sebagai sekretaris College 
Van Schepenen (urusan perkapalan 
kota) di Jakarta untuk merangkap 
sebagai notaris yang berkedudukan 
di Jakarta. Tugas dari Melchior 
Kerchem sebagai notaris dalam surat 
pengangkatannya, yaitu melayani 
dan melakukan semua surat libel 
(Smaadschrift) yang bahasa Indone-
sianya yaitu tulisan menghina/menis-
ta, surat wasiat di bawah tangan, 
persiapan penerangan, akta perjanji-
an perdagangan, perjanjian kawin, 
surat wasiat, dan akta-akta lainnya 
dan ketentuan-ketentuan yang perlu 
Daerah Tingkat kotapraja (Komar 
Andasasmita,1981:37). Setelah pe- 
ngangkatan notaris pertama jumlah 
notaris di Indonesia kian berkem-
bang dan pada tahun 1650 di Batavia 
hanya ada dua orang notaris yang 
diangkat. 
Menurut kenyataannya para 
notaris pada waktu itu tidak mempu-
nyai kebebasan didalam menjalan- 
kan jabatannya, karena notaris pada 
masa itu adalah pegawai dari Vereni-
gde Oost Indie Compagnie (VOC). 
Bahkan tahun 1632 dikeluarkan 
plakat yang berisi ketentuan bahwa 
notaris, sekretaris dan pejabat lain- 
nya dilarang untuk membuat 
akta-akta transport, jual beli, surat 
wasiat dan lain-lain akta, jika tidak 
mendapat persetujuan terlebih 
dahulu dari Gubernur Jenderal dan 
daden van indie dengan ancaman 
akan kehilangan jabatannya. Namun 
dalam prakteknya ketentuan tersebut 
tidak dipatuhi oleh pejabat-pejabat 
atau notaris yang bersangkutan. 
Maksud dan tujuan membawa 
lembaga kenotariatan ke Indonesia 
adalah untuk memenuhi kebutuhan 
akan alat bukti autentik  yang sangat 
dibutuhkan untuk menggunakan hal 
dan kepentingan yang timbul karena 
adanya transaksi dagang yang 
mereka lakukan. Lembaga kenotaria-
tan di Indonesia pada waktu itu 
belum dikenal dan meluas ke 
kota-kota kecil bahkan desa-desa hal 
ini dikarenakan sebelum perang 
dunia ke 2 (dua) hampir seluruh 
notaris yang ada di Indonesia pada 
waktu itu adalah berkebangsaan 
Belanda. Sedangkan yang berke-
bangsaan Indonesia sangat sedikit 
jumlahnya, lagi pula mereka mempu-
nyai kedudukan di kota-kota besar 
sedangkan orang-orang Indonesia 
berada di daerah-daerah. Di samping 
itu tingkat kesadaran dan budaya 
hukum masyarakat Indonesia pada 
waktu itu suatu masyarakat yang 
masih bersifat primordial yang masih 
berpegang teguh pada hukum adat 
serta kaidah-kaidah religius, lebih- 
lebih lagi para pengasuh dari lemba-
ga notiariat itu lebih menitikberatkan 
orientasinya pada hukum barat. 
Semua itu merupakan faktor-faktor 
penghambat yang tidak menguntung-
kan bagi perkembangan dan untuk 
dikenalnya lembaga notariat ini 
dengan cepat dan secara luas dika-
langan masyarakat yang justru harus 
dilayaninya. 
Lembaga kemasyarakatan yang 
dikenal sebagai notariat ini  timbul 
dari kebutuhan dalam pergaulan 
sesama manusia yang menghendai 
adanya alat bukti baginya mengenai 
hubungan hukum keperdataan yang 
ada dan/atau terjadi diantara mereka 
suatu lembaga dengan para pengab-
dinya yang ditugaskan oleh kekua-
saan umum (openbaar gezag) untuk 
dimana dan apabila undang-undang 
mengharuskan sedemikian atau dike-
hendaki oleh masyarakat membuat 
alat bukti tertulis yang mempunyai 
kekuatan autentik. 
Saat ini notaris dikenal sebagai 
orang yang melayani masyarakat 
untuk membuat akta atau doku-
men-dokumen yang autentik. Akan 
tetapi, tugas ini sedikit berbeda 
dengan yang dilakoni para notaris 
pada awal kemunculannya. Saat 
kejayaan bangsa Romawi, tidak 
hanya ada kelompok gladiator di 
sana, tetapi juga hidup sekelompok 
orang yang disebut notarius. 
Berbicara mengenai notaris, 
berarti kita bicara mengenai autenti- 
sitas dokumen. Hal itulah yang men-
jadi salah satu alasan orang berkun-
jung ke notaris. Pengakuan akan sifat 
autentisitas dokumen tersebut tidak 
datang secara serta merta, tetapi 
pengakuan baru muncul pada abad 
ke-13 (tiga belas), sekian ratus tahun 
setelah kemunculan jabatan notaris. 
Beberapa ratus tahun kemudian 
barulah muncul peraturan yang dise-
but ventosewet (Ira Koesoemawati 
dan Yunirman Rijan,2009). 
Di Indonesia, notaris bertindak 
sebagai pelayan masyarakat. Hal ini 
karena notaris adalah pejabat yang 
diangkat oleh pemerintah untuk 
melayani kebutuhan masyarakat 
akan dokumen-dokumen legal yang 
sah. Meskipun status notaris sebagai 
pelayan masyarakat, jangan 
berpikiran bahwa notaris menggu-
nakan pakaian yang sederhana. 
Justru sebaliknya, notaris me- 
ngenakan pakaian yang resmi dan 
eksklusif guna menunjukkan profe-
sionalisme dan keseriusan mereka. 
Sebagai seorang dengan jabatan 
notaris sudah seharusnya orang 
tersebut dalam menjalankan jabatan-
nya lebih “diistimewakan” kedudu-
kannya dalam hukum dibandingkan 
dengan orang lain. Namun seorang 
notaris di luar jabatannya adalah 
orang yang memiliki kedudukan 
yang sama dengan orang yang lain 
(equality before the law). 
Tentu saja ada beberapa hal yang 
harus dipenuhi untuk menjadi 
seorang notaris. Tidak mungkin 
seorang notaris dapat berpraktek 
tanpa memiliki kemampuan mema-
dai. Latar belakang pendidikan 
hukum merupakan sebuah kenis-
cayaan. Setelah lulus dari fakultas 
hukum, seorang calon notaris wajib 
mengikuti kuliah bidang kenotaria-
tan atau menempuh pendidikan 
Strata 2 (dua)  hukum bidang keno-
tariatan. Tidak cukup berbekal 
pendidikan formil saja untuk menja-
di profesi notaris di Indonesia. Syarat 
lain menjadi calon notaris di Indone-
sia secara umum adalah orang yang 
berkewarganegaraan Indonesia. Oleh 
karena seorang notaris adalah peja-
bat umum yang diangkat oleh negara 
untuk mewakili negara dalam pem-
buatan akta-akta autentik yang 
dibuat berisi hal-hal yang sifatnya 
rahasia. Tentu akan berbahaya, jika 
jabatan ini dipegang oleh seorang 
warga negara asing. Bisa–bisa raha-
sia negeri ini jatuh ke tangan negara 
lain. 
Menjadi notaris yang baik ditun-
tut untuk memiliki kedewasaan yang 
matang. Menurut Kitab Undang-Un-
dang Hukum Perdata (selanjutnya 
disingkat KUHPerdata) bahwa usia 
dewasa seseorang adalah 21 (duapu-
luh satu) tahun, tetapi seseorang 
untuk dapat menjadi notaris 
berdasarkan berdasarkan Undang- 
Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang 
perubahan Undang-Undang 30 
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 
(UUJN) haruslah berusia 27 (dua 
puluh tujuh) tahun. 
Di Indonesia para notaris berhim-
pun dalam sebuah wadah perkumpu-
lan yang bernama Ikatan Notaris 
Indonesia (yang selanjutnya dising-
kat INI). INI merupakan perkumpu-
lan notaris yang legal dan sudah 
berbadan hukum sesuai SK Menteri 
Kehakiman Replubik Indonesia 
tanggal 23 Januari 1995 Nomor 
C210221.HT.01.06. 
Hak ingkar ini mulai diperbin-
cangkan berawal dengan ditariknya 
seorang notaris sebagai salah satu 
tergugat dalam suatu perkara perdata 
antara Badan Penyehatan Perbankan 
Nasional (Kreditur) selaku penggu-
gat dan nasabah debitur selaku 
tergugat, dengan obyek sengketa 
adanya 2 (dua) salinan akta penga-
kuan hutang yang dibuat dihadapan 
notaris yang sama dengan nomor dan 
tanggal yang sama, namun substansi 
jumlah hutangnya berbeda dalam 2 
(dua) salinan akta tersebut. Ma- 
sing-masing pihak berpegang kepada 
salinan akta pengakuan hutangnya. 
Dalam kasus ini majelis hakim 
melalui suratnya kepada majelis 
pengawas notaris telah meminta 
persetujuan agar foto copy minuta 
aktanya dapat dibawa oleh notaris 
yang bersangkutan dalam sidang 
pengadilan (Pieter Latumeten,2012).
Selain kewajiban untuk melaku-
kan hal-hal yang telah diatur dalam 
UU, notaris masih memiliki suatu 
kewajiban lain. Hal ini berhubungan 
dengan sumpah/janji notaris yang 
berisi bahwa notaris akan meraha-
siakan isi akta dan keterangan yang 
diperoleh dalam pelaksanaan jabatan 
notaris. Secara umum, notaris wajib 
merahasiakan isi akta dan keterangan 
yang diperoleh dalam pembuatan 
akta notaris, kecuali diperintahkan 
oleh undang-undang bahwa notaris 
tidak wajib merahasiakan dan mem-
berikan keterangan yang diperlukan 
yang berkaitan dengan akta tersebut. 
Dengan demikian, hanya undang-un-
dang saja yang dapat memerintahkan 
notaris untuk membuka rahasia isi 
akta dan keterangan/pernyataan yang 
diketahui oleh notaris yang berkaitan 
dengan pembuatan akta yang dimak-
sud.
Hal ini dikenal dengan “kewa-
jiban ingkar” notaris (Tan Thong 
Kie,2000:67) Instrumen untuk 
ingkar bagi notaris ditegaskan 
sebagai salah satu kewajiban notaris 
yang disebut dalam Pasal 16 ayat (1) 
huruf e UUJN, sehingga kewajiban 
ingkar untuk notaris melekat pada 
tugas jabatan notaris. Kewajiban 
ingkar ini mutlak harus dilakukan 
dan dijalankan oleh notaris, kecuali 
ada undang-undang yang memerin-
tahkan untuk menggugurkan kewa-
jiban ingkar tersebut. Kewajiban 
untuk ingkar ini dapat dilakukan 
dengan batasan sepanjang notaris 
diperiksa oleh instansi mana saja 
yang berupaya untuk meminta 
pernyataan atau keterangan dari 
notaris yang berkaitan dengan akta 
yang telah atau pernah dibuat oleh 
atau di hadapan notaris yang  ber-
sangkutan.
Pasal 1909 Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata (KUHPerdata) 
mewajibkan setiap orang yang cakap 
untuk menjadi saksi, untuk memberi-
kan kesaksian di muka pengadilan. 
Pada umumnya semua orang dapat 
menjadi saksi, akan tetapi dalam 
KUHAP (Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana) juga mengatur 
beberapa pihak yang tidak dapat 
menjadi saksi, yaitu dalam Pasal 168 
KUHAP dan Pasal 170 KUHAP. 
Pasal 168 KUHAP memberikan 
pengecualian bagi saksi yang mem-
punyai hubungan kekeluargaan 
dengan terdakwa dan dalam Pasal 
170 ayat (1) KUHAP memberikan 
verschoningsrecht (hak mengundur-
kan diri) dari pemberian kesaksian 
bagi mereka yang karena jabatan, 
harkat martabat dan  pekerjaannya 
wajib menyimpan rahasia.  
Baik menurut Pasal 322 KUHP 
(Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana) maupun menurut Pasal 146 
HIR dan 277 RIB ada kategori-kate-
gori orang yang karena jabatan atau 
pekerjaannya dianggap sebagai 
wajib penyimpan rahasia. Dalam 
Pasal 322 KUHP diadakan sanksi 
pidana terhadap mereka dari kate-
gori-kategori tersebut yang dengan 
sengaja membuka rahasia itu, 
sedangkan menurut Pasal 146 HIR 
dan Pasal 277 RIB mereka boleh 
menolak untuk memberi kesaksian 
mengenai rahasia tersebut (S 
Lumban Tobing (1933:4). 
Penerapan Hak Ingkar Notaris 
Dalam Perkara Perdata dan 
Pidana 
Dalam praktiknya, jika ternyata 
notaris sebagai saksi atau tersangka, 
tergugat, ataupun dalam pemerik-
saan oleh Majelis Pengawas Notaris 
membuka rahasia dan memberikan 
keterangan/pernyataan yang seharus-
nya wajib dirahasiakan, sedangkan 
undang-undang tidak memerintah-
kannya, maka atas pengaduan pihak 
yang merasa dirugikan dapat menun-
tut notaris yang bersangkutan. 
Dalam hal ini, dapat dikenakan Pasal 
322 ayat (1) dan (2) KUHP, yaitu 
membongkar rahasia, yang padahal 
sebenarnya notaris wajib menyim-
pannya. Bahkan sehubungan dengan 
perkara perdata, yaitu apabila notaris 
berada dalam kedudukannya sebagai 
saksi, maka notaris dapat meminta 
untuk dibebaskan dari kewajibannya 
untuk memberikan kesaksian, karena 
jabatannya menurut undang-undang 
diwajibkan untuk merahasiakannya 
(R.Soegondo Notodisoerjo,1982:97- 
98). 
Larangan notaris merupakan 
suatu tindakan yang dilarang untuk 
dilakukan oleh notaris. Jika larangan 
ini dilanggar oleh notaris, maka 
kepada notaris yang melanggar akan 
dikenakan sanksi sebagaimana yang 
tersebut dalam Pasal 85 UUJN. 
Kewajiban bagi notaris untuk 
mengucapkan sumpah sebelum men-
jalankan jabatannya sebagai notaris 
telah ada sejak dari dahulu. Dalam 
sumpah jabatan notaris ditetapkan 
bahwa notaris berjanji di bawah 
sumpah untuk merahasiakan sera-
pat-rapatnya isi akta-akta sesuai 
dengan ketentuan-ketentuan peratu- 
ran-peraturan itu. Peraturan-peratu- 
ran yang  dimaksudkan itu adalah 
peraturan-peraturan dalam Undang- 
Undang Jabatan Notaris khususnya 
Pasal 16, yang berisikan larangan 
bagi notaris untuk memberikan 
grosse akta, salinan/kutipan atau 
memperlihatkan atau memberitahu-
kan isi akta-aktanya selain kepada 
orang-orang yang langsung berke- 
pentingan pada akta itu, para ahli 
warisnya dan para penerima hak 
mereka, kecuali yang dalam hal-hal 
yang diatur dalam peraturan-peratu- 
ran umum. 
Pasal 4 Undang-Undang Jabatan 
Notaris menyatakan lebih luas, 
bahwa kewajiban merahasiakan ini 
juga meliputi keterangan yang diper-
oleh notaris dalam pelaksanaan 
jabatannya. Hal ini lebih karena 
jabatan yang dipangku oleh notaris 
adalah jabatan kepercayaan dan 
justru oleh karena itu seseorang 
bersedia mempercayakan sesuatu 
kepercayaan kepadanya. 
Wajib menyimpan atau meme-
gang rahasia ini dapat diketahui dari 
kode etik profesi. Point ke-5 Sumpah 
Jabatan Notaris menyatakan : 
“Bahwa saya akan merahasiakan 
serapat-rapatnya isi akta-akta selaras 
dengan ketentuan-ketentuan peratu- 
ran ini.” Etika memberikan kewa-
jiban bagi kaum profesional hukum 
sebagai aparat atau pejabat untuk 
menyimpan rahasia, sehingga secara 
etis pula tidak dibenarkan kaum 
profesional hukum membuka rahasia 
yang diberitahukan, dipercayakan 
dan diperolehnya, dari klien (Liliana 
Tedjosaputro,2003:80). 
Notaris masih dapat meraha-
siakan semua apa yang diberitahukan 
kepadanya dalam jabatannya terse-
but termasuk isi-isi akta dengan 
mempergunakan hak yang diberikan 
kepadanya dalam Pasal 1946 ayat (3) 
(Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdata 
(Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata)) dan Pasal 148 KUHP 
(Pasal 146 ayat (3) HIR) untuk me- 
ngundurkan diri sebagai saksi apabi-
la ia dipanggil sebagai saksi untuk 
didengar keterangannya di muka 
pengadilan. 
Apabila notaris dipanggil menjadi 
saksi di muka persidangan penga-
dilan, ia berdasarkan Pasal 1909 ayat 
(2) KUHPerdata dan Pasal-pasal 146 
HIR dan 227 RIB, dapat mempergu-
nakan haknya untuk mengundurkan 
diri sebagai saksi, dengan jalan 
menuntut penggunaan Verschonings-
recht (dahulu “hak ingkar”). 
Verschoningsrecht (hak mengundur-
kan diri) merupakan pengecualian 
terhadap ketentuan umum yang dise-
but tadi, yaitu bahwa setiap orang 
yang dipanggil sebagai saksi, wajib 
memberikan kesaksian (ibid:20).  
Verschoningsrecht berbeda de- 
ngan wraken, dalam kamus hukum 
Yan Pramadya Puspa Verschonings-
recht diartikan sebagai permohonan 
agar dibebaskan dari, hak mengun-
durkan diri (Yan Pramadya Puspa, 
1977:253).
 Sedangkan wraken dalam kamus 
Belanda – Indonesia Datje Rahajoe-
koe diartikan sebagai menolak, 
menolak sebagai saksi Datje Rahajoe 
Koesoemah,1991:302).  Wraken (hak 
ingkar) ada pada pihaknya, penggu-
gat maupun tergugat; mengingkari 
kewenangan hakim yang memeriksa 
perkara karena mempunyai kepenti- 
ngan atau hubungan dengan perkara 
yang diperiksanya. Hak ingkar inilah 
yang dimaksud sebagaimana diatur 
dalam Pasal 28 Undang-undang 
Pokok Kekuasaan Kehakiman 
Nomor 14 Tahun 1970.  
Kewenangan Majelis Pengawas 
Notaris Memberikan Izin Keha- 
diran Notaris Dalam Sidang Pen-
gadilan
Pertanyaan yang sering muncul 
adalah dapatkah notaris dipaksa 
untuk hadir sebagai saksi dalam 
perkara perdata dan apakah untuk 
bertindak sebagai saksi, diperlukan 
persetujuan majelis pengawas notaris 
sebagaimana yang dimaksud dalam 
pasal 66 Undang-Undang Jabatan 
Notaris. Pertanyaan-pertanyaan di- 
atas merupakan pertanyaan yang 
sering muncul yang memerlukan 
jawaban.
Majelis Pengawas adalah suatu 
badan yang mempunyai kewenangan 
dan kewajiban untuk melaksanakan 
pembinaan dan pengawasan terhadap 
Notaris. Menurut Pasal 1 ayat (6) 
Undang-Undang Nomor 2 tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN), Majelis Pengawas 
Notaris merupakan suatu badan yang 
memiliki wewenang dan untuk 
melakukan pembinaan dan penga-
wasan terhadap Notaris. Menurut 
Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Nomor M.02. 
PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata 
Cara Pengangkatan Anggota, Pem-
berhentian Anggota, Susunan Orga- 
nisasi, Tata Kerja dan Tata Cara 
Pemeriksaan Majelis Pengawas 
Notaris, Majelis Pengawas Notaris 
adalah suatu badan yang mempunyai 
kewenangan dan kewajiban untuk 
melaksanakan pengawasan dan pem-
binaan terhadap Notaris.  
Menurut Peraturan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Nomor M.02. 
PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata 
Cara Pengangkatan Anggota, Pem-
berhentian Anggota, Susunan Orga- 
nisasi, Tata Kerja dan Tata Cara 
Pemeriksaan Majelis Pengawas 
Notaris, Majelis Pengawas Notaris 
yaitu Majelis Pengawas yang tugas- 
nya memberi pembinaan dan penga-
wasan kepada notaris dalam men-
jalankan jabatan profesinya sebagai 
pejabat umum yang senantiasa 
meningkatkan profesionalisme dan 
kualitas kerjanya sehingga dapat 
memberikan jaminan kepastian dan 
perlindungan hukum bagi penerima 
jasa Notaris dan masyarakat luas
Menurut Pasal 1 ayat (6) Peratu- 
ran Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Nomor: 
M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang 
Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, 
Pemindahan dan Pemberhentian 
Notaris, Majelis Pengawas Notaris 
adalah suatu badan yang mempunyai 
kewenangan dan kewajiban untuk 
melaksanakan pembinaan dan 
pengawasan terhadap Notaris.
Menurut Pasal 1 ayat (7) Peratur-
an Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Nomor: 
M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang 
Pengambilan  Minuta Akta dan 
Pemanggilan Notaris, yang dimak-
sud dengan Majelis Pengawas 
Daerah adalah suatu badan yang 
mempunyai kewenangan dan kewa-
jiban untuk melaksanakan penga-
wasan dan pembinaan terhadap 
Notaris yang berkedudukan di Kabu-
paten atau kota. Selanjutnya dalam  
Peraturan Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia 
tersebut juga dijelaskan tingka-
tan-tingkatan Majelis Pengawas 
Notaris.
Dalam Pasal 68, Pasal 69 ayat (1), 
Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 76 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN), disebutkan bahwa 
tingkatan-tingkatan Majelis Penga-
was Notaris tersebut meliputi :  
1   Majelis Pengawas Daerah Notaris 
berkedudukan di kota atau kabu-
paten;  
2   Majelis Pengawas Wilayah Nota- 
ris dibentuk dan berkedudukan di 
Ibukota Propinsi; 
3  Majelis Pengawas Pusat Notaris 
dibentuk dan berkedudukan di 
Ibukota Negara Kesatuan Repu- 
blik Indonesia
Wewenang Majelis Pengawas 
Daerah Notaris berkaitan dengan 
pengambilan Minuta Akta dan/ atau 
pemanggilan Notaris baik sebagai 
saksi maupun sebagai tersangka  
oleh Penyidik, Penuntut Umum atau 
Hakim, yaitu:  
1. Prosedur Pengambilan Minuta 
Akta oleh Penyidik, Penuntut 
Umum atau Hakim, dalam Pasal 8 
ayat 1, Pasal 9 sampai dengan 11, 
yaitu: 
a.  Penyidik, Penuntut Umum atau 
Hakim untuk kepentingan 
proses peradilan dapat me- 
ngambil Minuta Akta dan/ atau 
surat-surat yang dilekatkan 
pada Minuta Akta atau 
Protokol Notaris yang terdapat 
dalam Penyimpanan Notaris, 
dengan meminta kepada 
Notaris yang bersangkutan 
untuk membawa Minuta Akta 
dan/ atau sutat-surat yang 
dilekatkan pada Minuta Akta 
atau Protokol Notaris yang 
terdapat dalam Penyimpanan 
Notaris, dengan syarat harus 
megajukan permohonan tertu-
lis pada Majelis Pengawas 
Daerah Notaris setempat.
b. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris memberikan persetu-
juan untuk pengambilan 
Minuta Akta dan atau surat-su-
rat yang dilekatkan pada 
Minuta Akta atau Protokol 
Notaris dalam Penyimpanan 
Notaris oleh Penyidik, Penun-
tut Umum atau Hakim untuk 
kepentingan proses peradilan, 
apabila: 
1   Ada dugaan tindak pidana 
yang terkait dengan 
Minuta Akta dan/ atau 
surat-surat yang dilekat-
kan pada Minuta Akta atau 
Protokol Notaris dalam 
penyimpanan Notaris;  
2    Belum gugur hak menuntut 
berdasarkan ketentuan 
tentang daluarsa peraturan 
perundang-undangan di 
bidang pidana;  
3    Ada penyangkalan keabsa-
han tanda tangan dari para 
pihak;  
4   Ada dugaan pengurangan 
atau penambahan dari 
Minuta Akta; 
5   Ada dugaan Notaris me- 
lakukan pemunduran 
tanggal akta. 
c. Persetujuan Majelis Penga-
was Daerah Notaris diberikan 
setelah mendengar keterangan 
dari Notaris yang bersangku-
tan;
d. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris tidak memberikan 
persetujuan untuk pengambi-
lan Minuta Akta dan/ atau 
surat-surat yang dilekatkan 
pada Minuta Akta atau Pro- 
tokol Notaris dalam penyim-
panan Notaris, apabila tidak 
memenuhi ketentuan pada 
Pasal  9;
e. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dalam waktu paling 
lambat 14 (empat belas) hari 
sejak permohonan pengambi-
lan Minuta Akta dan/atau 
surat-surat yang dilekatkan 
Pada Minuta Akta atau 
Protokol Notaris oleh Penyi- 
dik, Penuntut Umum atau 
Hakim harus memberikan 
persetujuan atau tidak mem-
berikan persetujuan terhadap 
pengambilan tersebut; 
f. Jika jangka waktu 14 (empat 
belas) hari itu terlampaui maka 
Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dianggap menyetujui 
pengambilan Minuta Akta 
dan/ atau surat-surat yang 
dilekatkan pada Minuta Akta 
atau Protokol Notaris.
2. Prosedur Pemanggilan Notaris 
oleh Penyidik, Penuntut Umum 
atau Hakim dalam Pasal 14 
sampai dengan Pasal 18:  
a. Penyidik, Penuntut Umum 
atau Hakim, untuk kepenti- 
ngan proses peradilan dapat 
memanggil Notaris sebagai 
saksi, tersangka atau terdakwa 
dengan mengajukan permo-
honan tertulis kepada Majelis 
Pengawas Daerah Notaris 
setempat; 
b. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dapat memberikan 
persetujuan pemanggilan No- 
taris sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 ayat (1) apabi-
la: 
Ada dugaan tindak pidana yang 
berkaitan dengan Minuta Akta dan 
atau surat-surat yang dilekatkan pada 
Minuta Akta atau Protokol Notaris 
yang terdapat dalam penyimpanan 
Notaris;  
1. Belum gugurnya hak menun-
tut berdasarkan ketentuan 
tentang daluarsa dalam pera-
turan perundang-undangan 
dibidang pidana; 
c. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris  dapat memberi per- 
setujuan kepada Penyidik, 
Penuntut Umum atau Hakim 
setelah mendengar keterangan 
dari Notaris yang bersangku-
tan;
d. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris tidak memberikan per- 
setujuan pemanggilan Notaris 
sebagai saksi, tersangka atau 
terdakwa kepada Penyidik, 
Penuntut Umum atau Hakim, 
apabila tidak memenuhi per- 
syaratan dalam Pasal 15;
e. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris wajib memberikan 
persetujuan atau tidak mem-
berikan persetujuan secara 
tertulis dalam jangka waktu 
paling lambat 14 (empat belas) 
hari sejak permohonan secara 
tertulis untuk pemanggilan 
Notaris sebagai saksi, tersang-
ka atau terdakwa yang diaju-
kan oleh Penyidik, Penuntut 
Umum atau Hakim kepada 
Majelis Pengawas Notaris;
f. Jika jangka waktu 14 (empat 
belas) hari terlampaui dan 
Majelis Pengawas Daerah 
Notaris tidak memberikan 
persetujuan atau penolakan 
persetujuan pemanggilan 
Notaris sebagai saksi, tersang-
ka atau terdakwa secara tertu-
lis kepada Penyidik, Penuntut 
Umum atau Hakim, maka 
Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dianggap menyetujui 
pemanggilan Notaris.
Simpulan
Pada dasarnya hak ingkar adalah 
hak untuk mengundurkan diri dari 
memberikan kesaksian dimuka 
Pengadilan dalam masalah Perdata 
maupun Pidana. Dalam perkara 
perdata, notaris lebih leluasa untuk 
menggunakan hak ingkar yang dibe- 
rikan undang-undang kepadanya. 
Istilah hak ingkar ini merupakan 
terjemahan dari bahasa Belanda 
verschoningsrecht yang artinya 
adalah hak untuk dibebaskan dari 
memberikan keterangan sebagai 
saksi dalam suatu perkara perdata 
maupun pidana. Hak ini merupakan 
pengecualian dari prinsip umum 
bahwa setiap orang yang dipanggil 
sebagai saksi wajib memberikan 
kesaksian itu. Hak Ingkar dapat 
dilihat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 
e UU No 30 Tahun 2004 jo UU No 
No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan 
Notaris.
Hak ingkar ini dalam praktek 
masih membingungkan para notaris 
untuk menggunakannya. Hal ini 
disebabkan karena hak ingkar masih 
berimplikasi dalam pelaksanaannya 
khususnya dalam perkara pidana. 
Dalam perkara pidana yang dicari 
adalah kebenaran materil sehingga 
kehadiran Notaris sebagai saksi 
sangat diperlukan, berlainan dengan 
perkara perdata yang mencari kebe-
naran formil. Kehadiran notaris 
sudah dapat dianggap ada dengan 
dihadirkan akta notaris yang dibuat 
oleh notaris yang bersangkutan. 
Menurut Peraturan Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia, pada dasarnya Majelis 
Pengawas Daerah Notaris mempu-
nyai kewenangan untuk Memberikan 
Izin Kehadiran Notaris Dalam 
Sidang Pengadilan sepanjang tidak 
bertentangan dengan peraturan dan 
undang-undang.
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Pendahuluan 
Pasca disahkannya Undang-Un-
dang Jabatan Notaris yakni Undang- 
Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang 
perubahan Undang-Undang 30 
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 
(UUJN), peranan notaris memasuki 
era baru. Lahirnya Undang-Undang 
Jabatan Notaris mengakhiri hampir 2 
abad berlakunya Peraturan Jabatan 
Notaris yaitu Reglement op Het 
Notaris Ambt in Indonesie (Stb. 
1860:3) yang mengatur mengenai 
jabatan notaris. Peraturan Jabatan 
Notaris Staatblad 1860 Nomor 3 ini 
dianggap tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan hukum dan kebutu-
han masyarakat Indonesia. Oleh 
karena itu, Peraturan Jabatan Notaris 
ini harus diganti untuk disesuaikan 
dengan kondisi dan perkembangan 
masyarakat Indonesia. Lahirnya 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN) merupakan tero-
bosan baru untuk memastikan bahwa 
fungsi notaris sebagai pejabat umum 
dapat terlaksana dengan baik.
Notaris merupakan salah satu 
pejabat negara yang kedudukannya 
sangat dibutuhkan di masa sekarang 
ini. Di masa modern ini, masyarakat 
sudah banyak tidak lagi mengenal 
perjanjian yang berdasarkan atas 
kepercayaan satu sama lain seperti 
yang mereka kenal dulu. Dahulu 
perjanjian-perjanjian menurut hu- 
kum adat tidak dibuat dalam bentuk 
tertulis, dilakukan secara lisan saja, 
oleh karena adanya saling percaya 
mempercayai. Tuntut menuntut 
boleh dikatakan sangat jarang sekali 
terjadi akibat tidak dipenuhinya 
perjanjian yang dilakukan. Oleh 
karenanya jika timbul perselisihan 
diantara mereka maka para pihak 
hanya mengajukan saksi-saksi yang 
dapat membenarkan atau menguat-
kan dalil-dalil yang dimajukan di 
muka persidangan. Oleh karena itu 
pembuktian dengan saksi dalam 
hukum adat sangatlah penting. 
Berlainan dengan sekarang 
dimana para pihak dalam membuat 
perjanjian memerlukan bentuk tertu-
lis. Bukti fisik dari perjanjian itu 
yang diperlukan. Oleh karena itu,  
setiap perjanjian yang dilakukan oleh 
masyarakat pasti akan mengarah 
kepada notaris sebagai sarana keab-
sahan perjanjian yang mereka laku-
kan. Notaris dianggap yang melahir-
kan bukti fisik dari perjanjian yang 
disepakati oleh para pihak. Oleh 
karena itulah, kedudukan notaris 
menjadi semakin penting di masa 
sekarang ini.
Sebagaimana pejabat negara lain 
yang mempunyai wewenang 
tersendiri khusus untuk pejabat 
negara bidang yang dimaksud, maka 
notaris juga memiliki kewenangan 
tersendiri yang tidak dimiliki oleh 
pejabat negara yang lainnya karena 
masing-masing pejabat Negara ini 
mempunyai kewenangan yang 
berbeda satu sama lain. 
Selain kewenangannya, para 
notaris juga memiliki kewajiban dan 
larangan yang wajib mereka patuhi 
dalam pelaksanaan tugas jabatannya. 
Kewenangan, kewajiban dan lara- 
ngan adalah konsekuensi logis dari 
adanya suatu jabatan. Dengan 
berdasar pada Undang-Undang 
Nomor 2 tahun 2014 tentang peruba-
han Undang-Undang 30 Tahun 2004 
tentang Jabatan Notaris (UUJN), 
para notaris di Indonesia wajib untuk 
memahami apa yang menjadi 
wewenang dan kewajiban mereka 
serta larangan yang tidak boleh 
dilakukan dalam pelaksanaan tugas 
jabatannya.
Sebagaimana diketahui bahwa 
Akta Notaris yang merupakan suatu 
akta otentik yang memiliki kekuatan 
pembuktian lengkap atau sempurna 
dalam sengketa hukum perdata, 
ternyata dapat mengalami penurunan 
status (degradasi) dari kekuatan bukti 
lengkap dan sempurna menjadi 
permulaan bukti seperti akta dibawah 
tangan, dan dapat cacat hukum yang 
menyebabkan kebatalan atau ketidak 
absahan akta tersebut. Apabila terjadi 
degradasi dari akta otentik menjadi 
akta dibawah tangan atau bahkan 
batal demi hukum maka hal itu akan 
menimbulkan kerugian bagi para 
pihak. Oleh karenanya Notaris terse-
but dapat digugat oleh pihak. Pihak 
yang menderita kerugian dapat 
menuntut dengan tuntutan melaku-
kan perbuatan melanggar hukum 
(onrechtmatige daad ) yang disyarat-
kan dalam pasal 1365 maupun dalam 
pasal 1367 KUH Perdata atau ingkar 
janji atau wanprestasi menurut pasal 
1234 KUH Perdata.
Sanksi administrasi terhadap 
Notaris yang melanggar ketentuan 
peraturan perundang-undangan ada 5 
jenis sanksi administrasi yang 
berlakunya secara berjenjang yaitu 
berupa : 1. Teguran lisan, 2. Teguran 
tertulis, 3. Pemberhentian sementara, 
4. Pemberhentian dengan hormat, 
dan 5. Pemberhentian tidak hormat. 
Sedangkan penjatuhan sanksi pidana 
terhadap Notaris dapat dilakukan 
sepanjang memenuhi rumusan 
pelanggaran yang tersebut dalam 
Undang-Undang Jabatan Notaris, 
kode etik jabatan notaris, juga harus 
memenuhi unsur-unsur dalam KUH-
Pidana.
Pada dasarnya hak ingkar adalah 
hak untuk mengundurkan diri dari 
memberikan kesaksian dimuka 
Pengadilan dalam masalah Perdata 
maupun Pidana. Dalam perkara 
perdata, notaris lebih leluasa untuk 
menggunakan hak ingkar yang dibe- 
rikan undang-undang kepadanya. 
Istilah hak ingkar ini merupakan 
terjemahan dari bahasa Belanda 
verschoningsrecht yang artinya 
adalah hak untuk dibebaskan dari 
memberikan keterangan sebagai 
saksi dalam suatu perkara perdata 
maupun pidana. Hak ini merupakan 
pengecualian dari prinsip umum 
bahwa setiap orang yang dipanggil 
sebagai saksi wajib memberikan 
kesaksian itu.
Akan tetapi, terlepas dari itu 
semua haruslah digarisbawahi bahwa 
hak ingkar adalah “hak” bukan 
kewajiban. Dengan pengertian 
bahwa Notaris tetaplah dihadapkan 
pada akibat hukum tertentu apabila 
menggunakan atau tidak menggu-
nakan hak yang telah diberikan oleh 
undang-undang tersebut. Untuk 
itulah notaris diberikan kesempatan 
terlebih dahulu untuk memutuskan 
apakah akan menggunakan hak 
ingkar dalam pemberian suatu kesak-
sian atau tidak. Jadi jelas bahwa 
Undang-undang meletakkan kewa-
jiban secara umum kepada setiap 
orang yang cakap menjadi saksi 
untuk memberikan kesaksian di 
muka pengadilan, baik dalam proses 
perdata maupun pidana. 
Tulisan singkat ini akan mencoba 
memahami ruang lingkup hak ingkar. 
Hak ingkar ini merupakan bagian 
yang tak terpisahkan dari bagian 
kode etik Notaris. Undang-Undang 
Jabatan Notaris dalam penerapannya 
pada perkara perdata maupun perka-
ra pidana akan melibatkan notaris 
sebagai pihak atau sebagai saksi. 
Disamping itu juga sekaligus untuk 
menjawab apakah majelis pengawas 
notaris memiliki kewenangan untuk 
memberikan persetujuan kepada 
hakim dalam pemanggilan notaris 
sebagai saksi dan atau pengambilan 
foto copy minuta, surat-surat lainnya 
yang dilekatkan pada minuta akta 
dan protokol notaris  yang berada 
dalam penyimpanan atau pengambi-
lan minuta akta, surat surat yang 
dilekatkan pada minuta akta dan 
protokol notaris dalam penyim-
panan, sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2014 tentang perubahan 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2004 tentang Jabatan Notaris.
Permasalahan
Berdasarkan latar belakang terse-
but, maka permasalahan yang akan 
dikaji dalam tulisan ini adalah
1. Apakah yang dimaksud dengan 
hak ingkar Notaris dan dasar 
hukum pengaturannya? 
2. Bagaimana hak ingkar notaris 
sebagai saksi dapat diterapkan 
dalam perkara perdata dan pidana 
dalam sidang pengadilan? 
3. Apakah majelis pengawas notaris 
mempunyai kewenangan untuk 
memberikan izin kehadiran 
Notaris dalam sidang pengadilan?
Pembahasan
Hak Ingkar Notaris dan Dasar 
Hukum Pengaturannya
 Sebelum membahas lebih 
lanjut mengenai hak ingkar dan dasar 
hukum serta kewenangan majelis 
pengawas notaris untuk merekomen-
dasikan dapat dipanggilnya notaris 
sebagai saksi dalam perkara perdata 
dan pidana maka terlebih dahulu 
akan diuraikan mengenai sejarah 
mulai berkembangnya notaris ini. 
Sejarah perkembangan Notaris ini 
penting diketahui agar dapat dipaha-
mi bagaimana sebetulnya pengaruh 
hak ingkar notaris tersebut perlu 
dipahami oleh semua pihak, terutama 
hakim dan penyidik polisi. 
Notaris adalah sebuah profesi 
yang dapat dilacak balik ke abad ke 
2-3 pada masa Roma Kuno, dimana 
mereka dikenal sebagai scribae, 
tabellius atau notarius. Pada masa 
itu, mereka adalah golongan orang 
yang mencatat pidato. Istilah notaris 
diambil dari nama pengabdinya, 
Notarius, yang kemudian menjadi 
istilah/titel bagi golongan orang 
penulis cepat atau stenografer. Nota- 
ris adalah salah satu cabang dari 
profesi hukum yang tertua di dunia.
Sekitar abad ke 5, notaris diang-
gap sebagai pejabat istana. Di Italia 
utara sebagai daerah perdagangan 
utama pada abad ke 11 - 12, dikenal 
Latijnse Notariat, yaitu orang yang 
diangkat oleh penguasa umum, 
dengan tujuan melayani kepentingan 
masyarakat umum, dan boleh 
mendapatkan honorarium atas 
jasanya oleh masyarakat umum.
Latijnse notariat ini murni berasal 
dari Italia Utara, bukan sebagai 
pengaruh hukum Romawi Kuno. 
Pada tahun 1888, terbitlah buku 
Formularium Tabellionum oleh Ime-
rius, pendiri sekolah Bologna, dalam 
rangka peringatan 8 abad sekolah 
hukum Bologna. Berturut-turut sera-
tus tahun kemudian ditebitkan 
Summa Artis Notariae oleh Rantero 
dari Perugia, kemudian pada abad ke 
13 buku dengan judul yang sama 
diterbitkan oleh Rolandinus 
Passegeri. Ronaldinus Passegeri 
kemudian juga menerbitkan Flos 
Tamentorum. Buku-buku tersebut 
menjelaskan definisi notaris, fungsi, 
kewenangan dan kewajiban-kewa-
jibannya.
Sebelum diperlakukan 
Undang-Undang Nomor 2 tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN), Negara Indonesia 
masih mempergunakan dan memakai 
peraturan Jabatan Notaris yang 
berasal dari produk bangsa Belanda 
sebagai bangsa penjajah. Pember-
lakuan Peraturan Jabatan Notaris 
bangsa penjajah ini diperkenankan 
oleh Pasal 2 Aturan Peralihan 
Undang-Undang Dasar 1945, yang 
mengatakan bahwa segala badan 
negara dan peraturan yang ada masih 
langsung berlaku, selama belum 
diadakan yang baru menurut 
Undang-Undang Dasar 1945 ini.
Perkembangan lembaga notaris di 
Indonesia, mulai masuk pada permu-
laan abad ke 17. Menurut Jan Pie- 
terszoon Coen di Jacatra  (sekarang 
Jakarta) antara tahun 1617 sampai 
1629, untuk keperluan para 
penduduk dan para pedagang perlu 
mengangkat seorang notaris, yang 
disebut Notarium Publicum (Lum-
ban Tobing1,1983:15).   Sejak tang-
gal 27 Agustus 1620 diangkat notaris 
pertama di Indonesia yaitu Melchior 
Kerchem, sebagai sekretaris College 
Van Schepenen (urusan perkapalan 
kota) di Jakarta untuk merangkap 
sebagai notaris yang berkedudukan 
di Jakarta. Tugas dari Melchior 
Kerchem sebagai notaris dalam surat 
pengangkatannya, yaitu melayani 
dan melakukan semua surat libel 
(Smaadschrift) yang bahasa Indone-
sianya yaitu tulisan menghina/menis-
ta, surat wasiat di bawah tangan, 
persiapan penerangan, akta perjanji-
an perdagangan, perjanjian kawin, 
surat wasiat, dan akta-akta lainnya 
dan ketentuan-ketentuan yang perlu 
Daerah Tingkat kotapraja (Komar 
Andasasmita,1981:37). Setelah pe- 
ngangkatan notaris pertama jumlah 
notaris di Indonesia kian berkem-
bang dan pada tahun 1650 di Batavia 
hanya ada dua orang notaris yang 
diangkat. 
Menurut kenyataannya para 
notaris pada waktu itu tidak mempu-
nyai kebebasan didalam menjalan- 
kan jabatannya, karena notaris pada 
masa itu adalah pegawai dari Vereni-
gde Oost Indie Compagnie (VOC). 
Bahkan tahun 1632 dikeluarkan 
plakat yang berisi ketentuan bahwa 
notaris, sekretaris dan pejabat lain- 
nya dilarang untuk membuat 
akta-akta transport, jual beli, surat 
wasiat dan lain-lain akta, jika tidak 
mendapat persetujuan terlebih 
dahulu dari Gubernur Jenderal dan 
daden van indie dengan ancaman 
akan kehilangan jabatannya. Namun 
dalam prakteknya ketentuan tersebut 
tidak dipatuhi oleh pejabat-pejabat 
atau notaris yang bersangkutan. 
Maksud dan tujuan membawa 
lembaga kenotariatan ke Indonesia 
adalah untuk memenuhi kebutuhan 
akan alat bukti autentik  yang sangat 
dibutuhkan untuk menggunakan hal 
dan kepentingan yang timbul karena 
adanya transaksi dagang yang 
mereka lakukan. Lembaga kenotaria-
tan di Indonesia pada waktu itu 
belum dikenal dan meluas ke 
kota-kota kecil bahkan desa-desa hal 
ini dikarenakan sebelum perang 
dunia ke 2 (dua) hampir seluruh 
notaris yang ada di Indonesia pada 
waktu itu adalah berkebangsaan 
Belanda. Sedangkan yang berke-
bangsaan Indonesia sangat sedikit 
jumlahnya, lagi pula mereka mempu-
nyai kedudukan di kota-kota besar 
sedangkan orang-orang Indonesia 
berada di daerah-daerah. Di samping 
itu tingkat kesadaran dan budaya 
hukum masyarakat Indonesia pada 
waktu itu suatu masyarakat yang 
masih bersifat primordial yang masih 
berpegang teguh pada hukum adat 
serta kaidah-kaidah religius, lebih- 
lebih lagi para pengasuh dari lemba-
ga notiariat itu lebih menitikberatkan 
orientasinya pada hukum barat. 
Semua itu merupakan faktor-faktor 
penghambat yang tidak menguntung-
kan bagi perkembangan dan untuk 
dikenalnya lembaga notariat ini 
dengan cepat dan secara luas dika-
langan masyarakat yang justru harus 
dilayaninya. 
Lembaga kemasyarakatan yang 
dikenal sebagai notariat ini  timbul 
dari kebutuhan dalam pergaulan 
sesama manusia yang menghendai 
adanya alat bukti baginya mengenai 
hubungan hukum keperdataan yang 
ada dan/atau terjadi diantara mereka 
suatu lembaga dengan para pengab-
dinya yang ditugaskan oleh kekua-
saan umum (openbaar gezag) untuk 
dimana dan apabila undang-undang 
mengharuskan sedemikian atau dike-
hendaki oleh masyarakat membuat 
alat bukti tertulis yang mempunyai 
kekuatan autentik. 
Saat ini notaris dikenal sebagai 
orang yang melayani masyarakat 
untuk membuat akta atau doku-
men-dokumen yang autentik. Akan 
tetapi, tugas ini sedikit berbeda 
dengan yang dilakoni para notaris 
pada awal kemunculannya. Saat 
kejayaan bangsa Romawi, tidak 
hanya ada kelompok gladiator di 
sana, tetapi juga hidup sekelompok 
orang yang disebut notarius. 
Berbicara mengenai notaris, 
berarti kita bicara mengenai autenti- 
sitas dokumen. Hal itulah yang men-
jadi salah satu alasan orang berkun-
jung ke notaris. Pengakuan akan sifat 
autentisitas dokumen tersebut tidak 
datang secara serta merta, tetapi 
pengakuan baru muncul pada abad 
ke-13 (tiga belas), sekian ratus tahun 
setelah kemunculan jabatan notaris. 
Beberapa ratus tahun kemudian 
barulah muncul peraturan yang dise-
but ventosewet (Ira Koesoemawati 
dan Yunirman Rijan,2009). 
Di Indonesia, notaris bertindak 
sebagai pelayan masyarakat. Hal ini 
karena notaris adalah pejabat yang 
diangkat oleh pemerintah untuk 
melayani kebutuhan masyarakat 
akan dokumen-dokumen legal yang 
sah. Meskipun status notaris sebagai 
pelayan masyarakat, jangan 
berpikiran bahwa notaris menggu-
nakan pakaian yang sederhana. 
Justru sebaliknya, notaris me- 
ngenakan pakaian yang resmi dan 
eksklusif guna menunjukkan profe-
sionalisme dan keseriusan mereka. 
Sebagai seorang dengan jabatan 
notaris sudah seharusnya orang 
tersebut dalam menjalankan jabatan-
nya lebih “diistimewakan” kedudu-
kannya dalam hukum dibandingkan 
dengan orang lain. Namun seorang 
notaris di luar jabatannya adalah 
orang yang memiliki kedudukan 
yang sama dengan orang yang lain 
(equality before the law). 
Tentu saja ada beberapa hal yang 
harus dipenuhi untuk menjadi 
seorang notaris. Tidak mungkin 
seorang notaris dapat berpraktek 
tanpa memiliki kemampuan mema-
dai. Latar belakang pendidikan 
hukum merupakan sebuah kenis-
cayaan. Setelah lulus dari fakultas 
hukum, seorang calon notaris wajib 
mengikuti kuliah bidang kenotaria-
tan atau menempuh pendidikan 
Strata 2 (dua)  hukum bidang keno-
tariatan. Tidak cukup berbekal 
pendidikan formil saja untuk menja-
di profesi notaris di Indonesia. Syarat 
lain menjadi calon notaris di Indone-
sia secara umum adalah orang yang 
berkewarganegaraan Indonesia. Oleh 
karena seorang notaris adalah peja-
bat umum yang diangkat oleh negara 
untuk mewakili negara dalam pem-
buatan akta-akta autentik yang 
dibuat berisi hal-hal yang sifatnya 
rahasia. Tentu akan berbahaya, jika 
jabatan ini dipegang oleh seorang 
warga negara asing. Bisa–bisa raha-
sia negeri ini jatuh ke tangan negara 
lain. 
Menjadi notaris yang baik ditun-
tut untuk memiliki kedewasaan yang 
matang. Menurut Kitab Undang-Un-
dang Hukum Perdata (selanjutnya 
disingkat KUHPerdata) bahwa usia 
dewasa seseorang adalah 21 (duapu-
luh satu) tahun, tetapi seseorang 
untuk dapat menjadi notaris 
berdasarkan berdasarkan Undang- 
Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang 
perubahan Undang-Undang 30 
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 
(UUJN) haruslah berusia 27 (dua 
puluh tujuh) tahun. 
Di Indonesia para notaris berhim-
pun dalam sebuah wadah perkumpu-
lan yang bernama Ikatan Notaris 
Indonesia (yang selanjutnya dising-
kat INI). INI merupakan perkumpu-
lan notaris yang legal dan sudah 
berbadan hukum sesuai SK Menteri 
Kehakiman Replubik Indonesia 
tanggal 23 Januari 1995 Nomor 
C210221.HT.01.06. 
Hak ingkar ini mulai diperbin-
cangkan berawal dengan ditariknya 
seorang notaris sebagai salah satu 
tergugat dalam suatu perkara perdata 
antara Badan Penyehatan Perbankan 
Nasional (Kreditur) selaku penggu-
gat dan nasabah debitur selaku 
tergugat, dengan obyek sengketa 
adanya 2 (dua) salinan akta penga-
kuan hutang yang dibuat dihadapan 
notaris yang sama dengan nomor dan 
tanggal yang sama, namun substansi 
jumlah hutangnya berbeda dalam 2 
(dua) salinan akta tersebut. Ma- 
sing-masing pihak berpegang kepada 
salinan akta pengakuan hutangnya. 
Dalam kasus ini majelis hakim 
melalui suratnya kepada majelis 
pengawas notaris telah meminta 
persetujuan agar foto copy minuta 
aktanya dapat dibawa oleh notaris 
yang bersangkutan dalam sidang 
pengadilan (Pieter Latumeten,2012).
Selain kewajiban untuk melaku-
kan hal-hal yang telah diatur dalam 
UU, notaris masih memiliki suatu 
kewajiban lain. Hal ini berhubungan 
dengan sumpah/janji notaris yang 
berisi bahwa notaris akan meraha-
siakan isi akta dan keterangan yang 
diperoleh dalam pelaksanaan jabatan 
notaris. Secara umum, notaris wajib 
merahasiakan isi akta dan keterangan 
yang diperoleh dalam pembuatan 
akta notaris, kecuali diperintahkan 
oleh undang-undang bahwa notaris 
tidak wajib merahasiakan dan mem-
berikan keterangan yang diperlukan 
yang berkaitan dengan akta tersebut. 
Dengan demikian, hanya undang-un-
dang saja yang dapat memerintahkan 
notaris untuk membuka rahasia isi 
akta dan keterangan/pernyataan yang 
diketahui oleh notaris yang berkaitan 
dengan pembuatan akta yang dimak-
sud.
Hal ini dikenal dengan “kewa-
jiban ingkar” notaris (Tan Thong 
Kie,2000:67) Instrumen untuk 
ingkar bagi notaris ditegaskan 
sebagai salah satu kewajiban notaris 
yang disebut dalam Pasal 16 ayat (1) 
huruf e UUJN, sehingga kewajiban 
ingkar untuk notaris melekat pada 
tugas jabatan notaris. Kewajiban 
ingkar ini mutlak harus dilakukan 
dan dijalankan oleh notaris, kecuali 
ada undang-undang yang memerin-
tahkan untuk menggugurkan kewa-
jiban ingkar tersebut. Kewajiban 
untuk ingkar ini dapat dilakukan 
dengan batasan sepanjang notaris 
diperiksa oleh instansi mana saja 
yang berupaya untuk meminta 
pernyataan atau keterangan dari 
notaris yang berkaitan dengan akta 
yang telah atau pernah dibuat oleh 
atau di hadapan notaris yang  ber-
sangkutan.
Pasal 1909 Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata (KUHPerdata) 
mewajibkan setiap orang yang cakap 
untuk menjadi saksi, untuk memberi-
kan kesaksian di muka pengadilan. 
Pada umumnya semua orang dapat 
menjadi saksi, akan tetapi dalam 
KUHAP (Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana) juga mengatur 
beberapa pihak yang tidak dapat 
menjadi saksi, yaitu dalam Pasal 168 
KUHAP dan Pasal 170 KUHAP. 
Pasal 168 KUHAP memberikan 
pengecualian bagi saksi yang mem-
punyai hubungan kekeluargaan 
dengan terdakwa dan dalam Pasal 
170 ayat (1) KUHAP memberikan 
verschoningsrecht (hak mengundur-
kan diri) dari pemberian kesaksian 
bagi mereka yang karena jabatan, 
harkat martabat dan  pekerjaannya 
wajib menyimpan rahasia.  
Baik menurut Pasal 322 KUHP 
(Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana) maupun menurut Pasal 146 
HIR dan 277 RIB ada kategori-kate-
gori orang yang karena jabatan atau 
pekerjaannya dianggap sebagai 
wajib penyimpan rahasia. Dalam 
Pasal 322 KUHP diadakan sanksi 
pidana terhadap mereka dari kate-
gori-kategori tersebut yang dengan 
sengaja membuka rahasia itu, 
sedangkan menurut Pasal 146 HIR 
dan Pasal 277 RIB mereka boleh 
menolak untuk memberi kesaksian 
mengenai rahasia tersebut (S 
Lumban Tobing (1933:4). 
Penerapan Hak Ingkar Notaris 
Dalam Perkara Perdata dan 
Pidana 
Dalam praktiknya, jika ternyata 
notaris sebagai saksi atau tersangka, 
tergugat, ataupun dalam pemerik-
saan oleh Majelis Pengawas Notaris 
membuka rahasia dan memberikan 
keterangan/pernyataan yang seharus-
nya wajib dirahasiakan, sedangkan 
undang-undang tidak memerintah-
kannya, maka atas pengaduan pihak 
yang merasa dirugikan dapat menun-
tut notaris yang bersangkutan. 
Dalam hal ini, dapat dikenakan Pasal 
322 ayat (1) dan (2) KUHP, yaitu 
membongkar rahasia, yang padahal 
sebenarnya notaris wajib menyim-
pannya. Bahkan sehubungan dengan 
perkara perdata, yaitu apabila notaris 
berada dalam kedudukannya sebagai 
saksi, maka notaris dapat meminta 
untuk dibebaskan dari kewajibannya 
untuk memberikan kesaksian, karena 
jabatannya menurut undang-undang 
diwajibkan untuk merahasiakannya 
(R.Soegondo Notodisoerjo,1982:97- 
98). 
Larangan notaris merupakan 
suatu tindakan yang dilarang untuk 
dilakukan oleh notaris. Jika larangan 
ini dilanggar oleh notaris, maka 
kepada notaris yang melanggar akan 
dikenakan sanksi sebagaimana yang 
tersebut dalam Pasal 85 UUJN. 
Kewajiban bagi notaris untuk 
mengucapkan sumpah sebelum men-
jalankan jabatannya sebagai notaris 
telah ada sejak dari dahulu. Dalam 
sumpah jabatan notaris ditetapkan 
bahwa notaris berjanji di bawah 
sumpah untuk merahasiakan sera-
pat-rapatnya isi akta-akta sesuai 
dengan ketentuan-ketentuan peratu- 
ran-peraturan itu. Peraturan-peratu- 
ran yang  dimaksudkan itu adalah 
peraturan-peraturan dalam Undang- 
Undang Jabatan Notaris khususnya 
Pasal 16, yang berisikan larangan 
bagi notaris untuk memberikan 
grosse akta, salinan/kutipan atau 
memperlihatkan atau memberitahu-
kan isi akta-aktanya selain kepada 
orang-orang yang langsung berke- 
pentingan pada akta itu, para ahli 
warisnya dan para penerima hak 
mereka, kecuali yang dalam hal-hal 
yang diatur dalam peraturan-peratu- 
ran umum. 
Pasal 4 Undang-Undang Jabatan 
Notaris menyatakan lebih luas, 
bahwa kewajiban merahasiakan ini 
juga meliputi keterangan yang diper-
oleh notaris dalam pelaksanaan 
jabatannya. Hal ini lebih karena 
jabatan yang dipangku oleh notaris 
adalah jabatan kepercayaan dan 
justru oleh karena itu seseorang 
bersedia mempercayakan sesuatu 
kepercayaan kepadanya. 
Wajib menyimpan atau meme-
gang rahasia ini dapat diketahui dari 
kode etik profesi. Point ke-5 Sumpah 
Jabatan Notaris menyatakan : 
“Bahwa saya akan merahasiakan 
serapat-rapatnya isi akta-akta selaras 
dengan ketentuan-ketentuan peratu- 
ran ini.” Etika memberikan kewa-
jiban bagi kaum profesional hukum 
sebagai aparat atau pejabat untuk 
menyimpan rahasia, sehingga secara 
etis pula tidak dibenarkan kaum 
profesional hukum membuka rahasia 
yang diberitahukan, dipercayakan 
dan diperolehnya, dari klien (Liliana 
Tedjosaputro,2003:80). 
Notaris masih dapat meraha-
siakan semua apa yang diberitahukan 
kepadanya dalam jabatannya terse-
but termasuk isi-isi akta dengan 
mempergunakan hak yang diberikan 
kepadanya dalam Pasal 1946 ayat (3) 
(Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdata 
(Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata)) dan Pasal 148 KUHP 
(Pasal 146 ayat (3) HIR) untuk me- 
ngundurkan diri sebagai saksi apabi-
la ia dipanggil sebagai saksi untuk 
didengar keterangannya di muka 
pengadilan. 
Apabila notaris dipanggil menjadi 
saksi di muka persidangan penga-
dilan, ia berdasarkan Pasal 1909 ayat 
(2) KUHPerdata dan Pasal-pasal 146 
HIR dan 227 RIB, dapat mempergu-
nakan haknya untuk mengundurkan 
diri sebagai saksi, dengan jalan 
menuntut penggunaan Verschonings-
recht (dahulu “hak ingkar”). 
Verschoningsrecht (hak mengundur-
kan diri) merupakan pengecualian 
terhadap ketentuan umum yang dise-
but tadi, yaitu bahwa setiap orang 
yang dipanggil sebagai saksi, wajib 
memberikan kesaksian (ibid:20).  
Verschoningsrecht berbeda de- 
ngan wraken, dalam kamus hukum 
Yan Pramadya Puspa Verschonings-
recht diartikan sebagai permohonan 
agar dibebaskan dari, hak mengun-
durkan diri (Yan Pramadya Puspa, 
1977:253).
 Sedangkan wraken dalam kamus 
Belanda – Indonesia Datje Rahajoe-
koe diartikan sebagai menolak, 
menolak sebagai saksi Datje Rahajoe 
Koesoemah,1991:302).  Wraken (hak 
ingkar) ada pada pihaknya, penggu-
gat maupun tergugat; mengingkari 
kewenangan hakim yang memeriksa 
perkara karena mempunyai kepenti- 
ngan atau hubungan dengan perkara 
yang diperiksanya. Hak ingkar inilah 
yang dimaksud sebagaimana diatur 
dalam Pasal 28 Undang-undang 
Pokok Kekuasaan Kehakiman 
Nomor 14 Tahun 1970.  
Kewenangan Majelis Pengawas 
Notaris Memberikan Izin Keha- 
diran Notaris Dalam Sidang Pen-
gadilan
Pertanyaan yang sering muncul 
adalah dapatkah notaris dipaksa 
untuk hadir sebagai saksi dalam 
perkara perdata dan apakah untuk 
bertindak sebagai saksi, diperlukan 
persetujuan majelis pengawas notaris 
sebagaimana yang dimaksud dalam 
pasal 66 Undang-Undang Jabatan 
Notaris. Pertanyaan-pertanyaan di- 
atas merupakan pertanyaan yang 
sering muncul yang memerlukan 
jawaban.
Majelis Pengawas adalah suatu 
badan yang mempunyai kewenangan 
dan kewajiban untuk melaksanakan 
pembinaan dan pengawasan terhadap 
Notaris. Menurut Pasal 1 ayat (6) 
Undang-Undang Nomor 2 tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN), Majelis Pengawas 
Notaris merupakan suatu badan yang 
memiliki wewenang dan untuk 
melakukan pembinaan dan penga-
wasan terhadap Notaris. Menurut 
Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Nomor M.02. 
PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata 
Cara Pengangkatan Anggota, Pem-
berhentian Anggota, Susunan Orga- 
nisasi, Tata Kerja dan Tata Cara 
Pemeriksaan Majelis Pengawas 
Notaris, Majelis Pengawas Notaris 
adalah suatu badan yang mempunyai 
kewenangan dan kewajiban untuk 
melaksanakan pengawasan dan pem-
binaan terhadap Notaris.  
Menurut Peraturan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Nomor M.02. 
PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata 
Cara Pengangkatan Anggota, Pem-
berhentian Anggota, Susunan Orga- 
nisasi, Tata Kerja dan Tata Cara 
Pemeriksaan Majelis Pengawas 
Notaris, Majelis Pengawas Notaris 
yaitu Majelis Pengawas yang tugas- 
nya memberi pembinaan dan penga-
wasan kepada notaris dalam men-
jalankan jabatan profesinya sebagai 
pejabat umum yang senantiasa 
meningkatkan profesionalisme dan 
kualitas kerjanya sehingga dapat 
memberikan jaminan kepastian dan 
perlindungan hukum bagi penerima 
jasa Notaris dan masyarakat luas
Menurut Pasal 1 ayat (6) Peratu- 
ran Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Nomor: 
M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang 
Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, 
Pemindahan dan Pemberhentian 
Notaris, Majelis Pengawas Notaris 
adalah suatu badan yang mempunyai 
kewenangan dan kewajiban untuk 
melaksanakan pembinaan dan 
pengawasan terhadap Notaris.
Menurut Pasal 1 ayat (7) Peratur-
an Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Nomor: 
M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang 
Pengambilan  Minuta Akta dan 
Pemanggilan Notaris, yang dimak-
sud dengan Majelis Pengawas 
Daerah adalah suatu badan yang 
mempunyai kewenangan dan kewa-
jiban untuk melaksanakan penga-
wasan dan pembinaan terhadap 
Notaris yang berkedudukan di Kabu-
paten atau kota. Selanjutnya dalam  
Peraturan Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia 
tersebut juga dijelaskan tingka-
tan-tingkatan Majelis Pengawas 
Notaris.
Dalam Pasal 68, Pasal 69 ayat (1), 
Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 76 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN), disebutkan bahwa 
tingkatan-tingkatan Majelis Penga-
was Notaris tersebut meliputi :  
1   Majelis Pengawas Daerah Notaris 
berkedudukan di kota atau kabu-
paten;  
2   Majelis Pengawas Wilayah Nota- 
ris dibentuk dan berkedudukan di 
Ibukota Propinsi; 
3  Majelis Pengawas Pusat Notaris 
dibentuk dan berkedudukan di 
Ibukota Negara Kesatuan Repu- 
blik Indonesia
Wewenang Majelis Pengawas 
Daerah Notaris berkaitan dengan 
pengambilan Minuta Akta dan/ atau 
pemanggilan Notaris baik sebagai 
saksi maupun sebagai tersangka  
oleh Penyidik, Penuntut Umum atau 
Hakim, yaitu:  
1. Prosedur Pengambilan Minuta 
Akta oleh Penyidik, Penuntut 
Umum atau Hakim, dalam Pasal 8 
ayat 1, Pasal 9 sampai dengan 11, 
yaitu: 
a.  Penyidik, Penuntut Umum atau 
Hakim untuk kepentingan 
proses peradilan dapat me- 
ngambil Minuta Akta dan/ atau 
surat-surat yang dilekatkan 
pada Minuta Akta atau 
Protokol Notaris yang terdapat 
dalam Penyimpanan Notaris, 
dengan meminta kepada 
Notaris yang bersangkutan 
untuk membawa Minuta Akta 
dan/ atau sutat-surat yang 
dilekatkan pada Minuta Akta 
atau Protokol Notaris yang 
terdapat dalam Penyimpanan 
Notaris, dengan syarat harus 
megajukan permohonan tertu-
lis pada Majelis Pengawas 
Daerah Notaris setempat.
b. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris memberikan persetu-
juan untuk pengambilan 
Minuta Akta dan atau surat-su-
rat yang dilekatkan pada 
Minuta Akta atau Protokol 
Notaris dalam Penyimpanan 
Notaris oleh Penyidik, Penun-
tut Umum atau Hakim untuk 
kepentingan proses peradilan, 
apabila: 
1   Ada dugaan tindak pidana 
yang terkait dengan 
Minuta Akta dan/ atau 
surat-surat yang dilekat-
kan pada Minuta Akta atau 
Protokol Notaris dalam 
penyimpanan Notaris;  
2    Belum gugur hak menuntut 
berdasarkan ketentuan 
tentang daluarsa peraturan 
perundang-undangan di 
bidang pidana;  
3    Ada penyangkalan keabsa-
han tanda tangan dari para 
pihak;  
4   Ada dugaan pengurangan 
atau penambahan dari 
Minuta Akta; 
5   Ada dugaan Notaris me- 
lakukan pemunduran 
tanggal akta. 
c. Persetujuan Majelis Penga-
was Daerah Notaris diberikan 
setelah mendengar keterangan 
dari Notaris yang bersangku-
tan;
d. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris tidak memberikan 
persetujuan untuk pengambi-
lan Minuta Akta dan/ atau 
surat-surat yang dilekatkan 
pada Minuta Akta atau Pro- 
tokol Notaris dalam penyim-
panan Notaris, apabila tidak 
memenuhi ketentuan pada 
Pasal  9;
e. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dalam waktu paling 
lambat 14 (empat belas) hari 
sejak permohonan pengambi-
lan Minuta Akta dan/atau 
surat-surat yang dilekatkan 
Pada Minuta Akta atau 
Protokol Notaris oleh Penyi- 
dik, Penuntut Umum atau 
Hakim harus memberikan 
persetujuan atau tidak mem-
berikan persetujuan terhadap 
pengambilan tersebut; 
f. Jika jangka waktu 14 (empat 
belas) hari itu terlampaui maka 
Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dianggap menyetujui 
pengambilan Minuta Akta 
dan/ atau surat-surat yang 
dilekatkan pada Minuta Akta 
atau Protokol Notaris.
2. Prosedur Pemanggilan Notaris 
oleh Penyidik, Penuntut Umum 
atau Hakim dalam Pasal 14 
sampai dengan Pasal 18:  
a. Penyidik, Penuntut Umum 
atau Hakim, untuk kepenti- 
ngan proses peradilan dapat 
memanggil Notaris sebagai 
saksi, tersangka atau terdakwa 
dengan mengajukan permo-
honan tertulis kepada Majelis 
Pengawas Daerah Notaris 
setempat; 
b. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dapat memberikan 
persetujuan pemanggilan No- 
taris sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 ayat (1) apabi-
la: 
Ada dugaan tindak pidana yang 
berkaitan dengan Minuta Akta dan 
atau surat-surat yang dilekatkan pada 
Minuta Akta atau Protokol Notaris 
yang terdapat dalam penyimpanan 
Notaris;  
1. Belum gugurnya hak menun-
tut berdasarkan ketentuan 
tentang daluarsa dalam pera-
turan perundang-undangan 
dibidang pidana; 
c. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris  dapat memberi per- 
setujuan kepada Penyidik, 
Penuntut Umum atau Hakim 
setelah mendengar keterangan 
dari Notaris yang bersangku-
tan;
d. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris tidak memberikan per- 
setujuan pemanggilan Notaris 
sebagai saksi, tersangka atau 
terdakwa kepada Penyidik, 
Penuntut Umum atau Hakim, 
apabila tidak memenuhi per- 
syaratan dalam Pasal 15;
e. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris wajib memberikan 
persetujuan atau tidak mem-
berikan persetujuan secara 
tertulis dalam jangka waktu 
paling lambat 14 (empat belas) 
hari sejak permohonan secara 
tertulis untuk pemanggilan 
Notaris sebagai saksi, tersang-
ka atau terdakwa yang diaju-
kan oleh Penyidik, Penuntut 
Umum atau Hakim kepada 
Majelis Pengawas Notaris;
f. Jika jangka waktu 14 (empat 
belas) hari terlampaui dan 
Majelis Pengawas Daerah 
Notaris tidak memberikan 
persetujuan atau penolakan 
persetujuan pemanggilan 
Notaris sebagai saksi, tersang-
ka atau terdakwa secara tertu-
lis kepada Penyidik, Penuntut 
Umum atau Hakim, maka 
Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dianggap menyetujui 
pemanggilan Notaris.
Simpulan
Pada dasarnya hak ingkar adalah 
hak untuk mengundurkan diri dari 
memberikan kesaksian dimuka 
Pengadilan dalam masalah Perdata 
maupun Pidana. Dalam perkara 
perdata, notaris lebih leluasa untuk 
menggunakan hak ingkar yang dibe- 
rikan undang-undang kepadanya. 
Istilah hak ingkar ini merupakan 
terjemahan dari bahasa Belanda 
verschoningsrecht yang artinya 
adalah hak untuk dibebaskan dari 
memberikan keterangan sebagai 
saksi dalam suatu perkara perdata 
maupun pidana. Hak ini merupakan 
pengecualian dari prinsip umum 
bahwa setiap orang yang dipanggil 
sebagai saksi wajib memberikan 
kesaksian itu. Hak Ingkar dapat 
dilihat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 
e UU No 30 Tahun 2004 jo UU No 
No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan 
Notaris.
Hak ingkar ini dalam praktek 
masih membingungkan para notaris 
untuk menggunakannya. Hal ini 
disebabkan karena hak ingkar masih 
berimplikasi dalam pelaksanaannya 
khususnya dalam perkara pidana. 
Dalam perkara pidana yang dicari 
adalah kebenaran materil sehingga 
kehadiran Notaris sebagai saksi 
sangat diperlukan, berlainan dengan 
perkara perdata yang mencari kebe-
naran formil. Kehadiran notaris 
sudah dapat dianggap ada dengan 
dihadirkan akta notaris yang dibuat 
oleh notaris yang bersangkutan. 
Menurut Peraturan Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia, pada dasarnya Majelis 
Pengawas Daerah Notaris mempu-
nyai kewenangan untuk Memberikan 
Izin Kehadiran Notaris Dalam 
Sidang Pengadilan sepanjang tidak 
bertentangan dengan peraturan dan 
undang-undang.
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Pendahuluan 
Pasca disahkannya Undang-Un-
dang Jabatan Notaris yakni Undang- 
Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang 
perubahan Undang-Undang 30 
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 
(UUJN), peranan notaris memasuki 
era baru. Lahirnya Undang-Undang 
Jabatan Notaris mengakhiri hampir 2 
abad berlakunya Peraturan Jabatan 
Notaris yaitu Reglement op Het 
Notaris Ambt in Indonesie (Stb. 
1860:3) yang mengatur mengenai 
jabatan notaris. Peraturan Jabatan 
Notaris Staatblad 1860 Nomor 3 ini 
dianggap tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan hukum dan kebutu-
han masyarakat Indonesia. Oleh 
karena itu, Peraturan Jabatan Notaris 
ini harus diganti untuk disesuaikan 
dengan kondisi dan perkembangan 
masyarakat Indonesia. Lahirnya 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN) merupakan tero-
bosan baru untuk memastikan bahwa 
fungsi notaris sebagai pejabat umum 
dapat terlaksana dengan baik.
Notaris merupakan salah satu 
pejabat negara yang kedudukannya 
sangat dibutuhkan di masa sekarang 
ini. Di masa modern ini, masyarakat 
sudah banyak tidak lagi mengenal 
perjanjian yang berdasarkan atas 
kepercayaan satu sama lain seperti 
yang mereka kenal dulu. Dahulu 
perjanjian-perjanjian menurut hu- 
kum adat tidak dibuat dalam bentuk 
tertulis, dilakukan secara lisan saja, 
oleh karena adanya saling percaya 
mempercayai. Tuntut menuntut 
boleh dikatakan sangat jarang sekali 
terjadi akibat tidak dipenuhinya 
perjanjian yang dilakukan. Oleh 
karenanya jika timbul perselisihan 
diantara mereka maka para pihak 
hanya mengajukan saksi-saksi yang 
dapat membenarkan atau menguat-
kan dalil-dalil yang dimajukan di 
muka persidangan. Oleh karena itu 
pembuktian dengan saksi dalam 
hukum adat sangatlah penting. 
Berlainan dengan sekarang 
dimana para pihak dalam membuat 
perjanjian memerlukan bentuk tertu-
lis. Bukti fisik dari perjanjian itu 
yang diperlukan. Oleh karena itu,  
setiap perjanjian yang dilakukan oleh 
masyarakat pasti akan mengarah 
kepada notaris sebagai sarana keab-
sahan perjanjian yang mereka laku-
kan. Notaris dianggap yang melahir-
kan bukti fisik dari perjanjian yang 
disepakati oleh para pihak. Oleh 
karena itulah, kedudukan notaris 
menjadi semakin penting di masa 
sekarang ini.
Sebagaimana pejabat negara lain 
yang mempunyai wewenang 
tersendiri khusus untuk pejabat 
negara bidang yang dimaksud, maka 
notaris juga memiliki kewenangan 
tersendiri yang tidak dimiliki oleh 
pejabat negara yang lainnya karena 
masing-masing pejabat Negara ini 
mempunyai kewenangan yang 
berbeda satu sama lain. 
Selain kewenangannya, para 
notaris juga memiliki kewajiban dan 
larangan yang wajib mereka patuhi 
dalam pelaksanaan tugas jabatannya. 
Kewenangan, kewajiban dan lara- 
ngan adalah konsekuensi logis dari 
adanya suatu jabatan. Dengan 
berdasar pada Undang-Undang 
Nomor 2 tahun 2014 tentang peruba-
han Undang-Undang 30 Tahun 2004 
tentang Jabatan Notaris (UUJN), 
para notaris di Indonesia wajib untuk 
memahami apa yang menjadi 
wewenang dan kewajiban mereka 
serta larangan yang tidak boleh 
dilakukan dalam pelaksanaan tugas 
jabatannya.
Sebagaimana diketahui bahwa 
Akta Notaris yang merupakan suatu 
akta otentik yang memiliki kekuatan 
pembuktian lengkap atau sempurna 
dalam sengketa hukum perdata, 
ternyata dapat mengalami penurunan 
status (degradasi) dari kekuatan bukti 
lengkap dan sempurna menjadi 
permulaan bukti seperti akta dibawah 
tangan, dan dapat cacat hukum yang 
menyebabkan kebatalan atau ketidak 
absahan akta tersebut. Apabila terjadi 
degradasi dari akta otentik menjadi 
akta dibawah tangan atau bahkan 
batal demi hukum maka hal itu akan 
menimbulkan kerugian bagi para 
pihak. Oleh karenanya Notaris terse-
but dapat digugat oleh pihak. Pihak 
yang menderita kerugian dapat 
menuntut dengan tuntutan melaku-
kan perbuatan melanggar hukum 
(onrechtmatige daad ) yang disyarat-
kan dalam pasal 1365 maupun dalam 
pasal 1367 KUH Perdata atau ingkar 
janji atau wanprestasi menurut pasal 
1234 KUH Perdata.
Sanksi administrasi terhadap 
Notaris yang melanggar ketentuan 
peraturan perundang-undangan ada 5 
jenis sanksi administrasi yang 
berlakunya secara berjenjang yaitu 
berupa : 1. Teguran lisan, 2. Teguran 
tertulis, 3. Pemberhentian sementara, 
4. Pemberhentian dengan hormat, 
dan 5. Pemberhentian tidak hormat. 
Sedangkan penjatuhan sanksi pidana 
terhadap Notaris dapat dilakukan 
sepanjang memenuhi rumusan 
pelanggaran yang tersebut dalam 
Undang-Undang Jabatan Notaris, 
kode etik jabatan notaris, juga harus 
memenuhi unsur-unsur dalam KUH-
Pidana.
Pada dasarnya hak ingkar adalah 
hak untuk mengundurkan diri dari 
memberikan kesaksian dimuka 
Pengadilan dalam masalah Perdata 
maupun Pidana. Dalam perkara 
perdata, notaris lebih leluasa untuk 
menggunakan hak ingkar yang dibe- 
rikan undang-undang kepadanya. 
Istilah hak ingkar ini merupakan 
terjemahan dari bahasa Belanda 
verschoningsrecht yang artinya 
adalah hak untuk dibebaskan dari 
memberikan keterangan sebagai 
saksi dalam suatu perkara perdata 
maupun pidana. Hak ini merupakan 
pengecualian dari prinsip umum 
bahwa setiap orang yang dipanggil 
sebagai saksi wajib memberikan 
kesaksian itu.
Akan tetapi, terlepas dari itu 
semua haruslah digarisbawahi bahwa 
hak ingkar adalah “hak” bukan 
kewajiban. Dengan pengertian 
bahwa Notaris tetaplah dihadapkan 
pada akibat hukum tertentu apabila 
menggunakan atau tidak menggu-
nakan hak yang telah diberikan oleh 
undang-undang tersebut. Untuk 
itulah notaris diberikan kesempatan 
terlebih dahulu untuk memutuskan 
apakah akan menggunakan hak 
ingkar dalam pemberian suatu kesak-
sian atau tidak. Jadi jelas bahwa 
Undang-undang meletakkan kewa-
jiban secara umum kepada setiap 
orang yang cakap menjadi saksi 
untuk memberikan kesaksian di 
muka pengadilan, baik dalam proses 
perdata maupun pidana. 
Tulisan singkat ini akan mencoba 
memahami ruang lingkup hak ingkar. 
Hak ingkar ini merupakan bagian 
yang tak terpisahkan dari bagian 
kode etik Notaris. Undang-Undang 
Jabatan Notaris dalam penerapannya 
pada perkara perdata maupun perka-
ra pidana akan melibatkan notaris 
sebagai pihak atau sebagai saksi. 
Disamping itu juga sekaligus untuk 
menjawab apakah majelis pengawas 
notaris memiliki kewenangan untuk 
memberikan persetujuan kepada 
hakim dalam pemanggilan notaris 
sebagai saksi dan atau pengambilan 
foto copy minuta, surat-surat lainnya 
yang dilekatkan pada minuta akta 
dan protokol notaris  yang berada 
dalam penyimpanan atau pengambi-
lan minuta akta, surat surat yang 
dilekatkan pada minuta akta dan 
protokol notaris dalam penyim-
panan, sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2014 tentang perubahan 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2004 tentang Jabatan Notaris.
Permasalahan
Berdasarkan latar belakang terse-
but, maka permasalahan yang akan 
dikaji dalam tulisan ini adalah
1. Apakah yang dimaksud dengan 
hak ingkar Notaris dan dasar 
hukum pengaturannya? 
2. Bagaimana hak ingkar notaris 
sebagai saksi dapat diterapkan 
dalam perkara perdata dan pidana 
dalam sidang pengadilan? 
3. Apakah majelis pengawas notaris 
mempunyai kewenangan untuk 
memberikan izin kehadiran 
Notaris dalam sidang pengadilan?
Pembahasan
Hak Ingkar Notaris dan Dasar 
Hukum Pengaturannya
 Sebelum membahas lebih 
lanjut mengenai hak ingkar dan dasar 
hukum serta kewenangan majelis 
pengawas notaris untuk merekomen-
dasikan dapat dipanggilnya notaris 
sebagai saksi dalam perkara perdata 
dan pidana maka terlebih dahulu 
akan diuraikan mengenai sejarah 
mulai berkembangnya notaris ini. 
Sejarah perkembangan Notaris ini 
penting diketahui agar dapat dipaha-
mi bagaimana sebetulnya pengaruh 
hak ingkar notaris tersebut perlu 
dipahami oleh semua pihak, terutama 
hakim dan penyidik polisi. 
Notaris adalah sebuah profesi 
yang dapat dilacak balik ke abad ke 
2-3 pada masa Roma Kuno, dimana 
mereka dikenal sebagai scribae, 
tabellius atau notarius. Pada masa 
itu, mereka adalah golongan orang 
yang mencatat pidato. Istilah notaris 
diambil dari nama pengabdinya, 
Notarius, yang kemudian menjadi 
istilah/titel bagi golongan orang 
penulis cepat atau stenografer. Nota- 
ris adalah salah satu cabang dari 
profesi hukum yang tertua di dunia.
Sekitar abad ke 5, notaris diang-
gap sebagai pejabat istana. Di Italia 
utara sebagai daerah perdagangan 
utama pada abad ke 11 - 12, dikenal 
Latijnse Notariat, yaitu orang yang 
diangkat oleh penguasa umum, 
dengan tujuan melayani kepentingan 
masyarakat umum, dan boleh 
mendapatkan honorarium atas 
jasanya oleh masyarakat umum.
Latijnse notariat ini murni berasal 
dari Italia Utara, bukan sebagai 
pengaruh hukum Romawi Kuno. 
Pada tahun 1888, terbitlah buku 
Formularium Tabellionum oleh Ime-
rius, pendiri sekolah Bologna, dalam 
rangka peringatan 8 abad sekolah 
hukum Bologna. Berturut-turut sera-
tus tahun kemudian ditebitkan 
Summa Artis Notariae oleh Rantero 
dari Perugia, kemudian pada abad ke 
13 buku dengan judul yang sama 
diterbitkan oleh Rolandinus 
Passegeri. Ronaldinus Passegeri 
kemudian juga menerbitkan Flos 
Tamentorum. Buku-buku tersebut 
menjelaskan definisi notaris, fungsi, 
kewenangan dan kewajiban-kewa-
jibannya.
Sebelum diperlakukan 
Undang-Undang Nomor 2 tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN), Negara Indonesia 
masih mempergunakan dan memakai 
peraturan Jabatan Notaris yang 
berasal dari produk bangsa Belanda 
sebagai bangsa penjajah. Pember-
lakuan Peraturan Jabatan Notaris 
bangsa penjajah ini diperkenankan 
oleh Pasal 2 Aturan Peralihan 
Undang-Undang Dasar 1945, yang 
mengatakan bahwa segala badan 
negara dan peraturan yang ada masih 
langsung berlaku, selama belum 
diadakan yang baru menurut 
Undang-Undang Dasar 1945 ini.
Perkembangan lembaga notaris di 
Indonesia, mulai masuk pada permu-
laan abad ke 17. Menurut Jan Pie- 
terszoon Coen di Jacatra  (sekarang 
Jakarta) antara tahun 1617 sampai 
1629, untuk keperluan para 
penduduk dan para pedagang perlu 
mengangkat seorang notaris, yang 
disebut Notarium Publicum (Lum-
ban Tobing1,1983:15).   Sejak tang-
gal 27 Agustus 1620 diangkat notaris 
pertama di Indonesia yaitu Melchior 
Kerchem, sebagai sekretaris College 
Van Schepenen (urusan perkapalan 
kota) di Jakarta untuk merangkap 
sebagai notaris yang berkedudukan 
di Jakarta. Tugas dari Melchior 
Kerchem sebagai notaris dalam surat 
pengangkatannya, yaitu melayani 
dan melakukan semua surat libel 
(Smaadschrift) yang bahasa Indone-
sianya yaitu tulisan menghina/menis-
ta, surat wasiat di bawah tangan, 
persiapan penerangan, akta perjanji-
an perdagangan, perjanjian kawin, 
surat wasiat, dan akta-akta lainnya 
dan ketentuan-ketentuan yang perlu 
Daerah Tingkat kotapraja (Komar 
Andasasmita,1981:37). Setelah pe- 
ngangkatan notaris pertama jumlah 
notaris di Indonesia kian berkem-
bang dan pada tahun 1650 di Batavia 
hanya ada dua orang notaris yang 
diangkat. 
Menurut kenyataannya para 
notaris pada waktu itu tidak mempu-
nyai kebebasan didalam menjalan- 
kan jabatannya, karena notaris pada 
masa itu adalah pegawai dari Vereni-
gde Oost Indie Compagnie (VOC). 
Bahkan tahun 1632 dikeluarkan 
plakat yang berisi ketentuan bahwa 
notaris, sekretaris dan pejabat lain- 
nya dilarang untuk membuat 
akta-akta transport, jual beli, surat 
wasiat dan lain-lain akta, jika tidak 
mendapat persetujuan terlebih 
dahulu dari Gubernur Jenderal dan 
daden van indie dengan ancaman 
akan kehilangan jabatannya. Namun 
dalam prakteknya ketentuan tersebut 
tidak dipatuhi oleh pejabat-pejabat 
atau notaris yang bersangkutan. 
Maksud dan tujuan membawa 
lembaga kenotariatan ke Indonesia 
adalah untuk memenuhi kebutuhan 
akan alat bukti autentik  yang sangat 
dibutuhkan untuk menggunakan hal 
dan kepentingan yang timbul karena 
adanya transaksi dagang yang 
mereka lakukan. Lembaga kenotaria-
tan di Indonesia pada waktu itu 
belum dikenal dan meluas ke 
kota-kota kecil bahkan desa-desa hal 
ini dikarenakan sebelum perang 
dunia ke 2 (dua) hampir seluruh 
notaris yang ada di Indonesia pada 
waktu itu adalah berkebangsaan 
Belanda. Sedangkan yang berke-
bangsaan Indonesia sangat sedikit 
jumlahnya, lagi pula mereka mempu-
nyai kedudukan di kota-kota besar 
sedangkan orang-orang Indonesia 
berada di daerah-daerah. Di samping 
itu tingkat kesadaran dan budaya 
hukum masyarakat Indonesia pada 
waktu itu suatu masyarakat yang 
masih bersifat primordial yang masih 
berpegang teguh pada hukum adat 
serta kaidah-kaidah religius, lebih- 
lebih lagi para pengasuh dari lemba-
ga notiariat itu lebih menitikberatkan 
orientasinya pada hukum barat. 
Semua itu merupakan faktor-faktor 
penghambat yang tidak menguntung-
kan bagi perkembangan dan untuk 
dikenalnya lembaga notariat ini 
dengan cepat dan secara luas dika-
langan masyarakat yang justru harus 
dilayaninya. 
Lembaga kemasyarakatan yang 
dikenal sebagai notariat ini  timbul 
dari kebutuhan dalam pergaulan 
sesama manusia yang menghendai 
adanya alat bukti baginya mengenai 
hubungan hukum keperdataan yang 
ada dan/atau terjadi diantara mereka 
suatu lembaga dengan para pengab-
dinya yang ditugaskan oleh kekua-
saan umum (openbaar gezag) untuk 
dimana dan apabila undang-undang 
mengharuskan sedemikian atau dike-
hendaki oleh masyarakat membuat 
alat bukti tertulis yang mempunyai 
kekuatan autentik. 
Saat ini notaris dikenal sebagai 
orang yang melayani masyarakat 
untuk membuat akta atau doku-
men-dokumen yang autentik. Akan 
tetapi, tugas ini sedikit berbeda 
dengan yang dilakoni para notaris 
pada awal kemunculannya. Saat 
kejayaan bangsa Romawi, tidak 
hanya ada kelompok gladiator di 
sana, tetapi juga hidup sekelompok 
orang yang disebut notarius. 
Berbicara mengenai notaris, 
berarti kita bicara mengenai autenti- 
sitas dokumen. Hal itulah yang men-
jadi salah satu alasan orang berkun-
jung ke notaris. Pengakuan akan sifat 
autentisitas dokumen tersebut tidak 
datang secara serta merta, tetapi 
pengakuan baru muncul pada abad 
ke-13 (tiga belas), sekian ratus tahun 
setelah kemunculan jabatan notaris. 
Beberapa ratus tahun kemudian 
barulah muncul peraturan yang dise-
but ventosewet (Ira Koesoemawati 
dan Yunirman Rijan,2009). 
Di Indonesia, notaris bertindak 
sebagai pelayan masyarakat. Hal ini 
karena notaris adalah pejabat yang 
diangkat oleh pemerintah untuk 
melayani kebutuhan masyarakat 
akan dokumen-dokumen legal yang 
sah. Meskipun status notaris sebagai 
pelayan masyarakat, jangan 
berpikiran bahwa notaris menggu-
nakan pakaian yang sederhana. 
Justru sebaliknya, notaris me- 
ngenakan pakaian yang resmi dan 
eksklusif guna menunjukkan profe-
sionalisme dan keseriusan mereka. 
Sebagai seorang dengan jabatan 
notaris sudah seharusnya orang 
tersebut dalam menjalankan jabatan-
nya lebih “diistimewakan” kedudu-
kannya dalam hukum dibandingkan 
dengan orang lain. Namun seorang 
notaris di luar jabatannya adalah 
orang yang memiliki kedudukan 
yang sama dengan orang yang lain 
(equality before the law). 
Tentu saja ada beberapa hal yang 
harus dipenuhi untuk menjadi 
seorang notaris. Tidak mungkin 
seorang notaris dapat berpraktek 
tanpa memiliki kemampuan mema-
dai. Latar belakang pendidikan 
hukum merupakan sebuah kenis-
cayaan. Setelah lulus dari fakultas 
hukum, seorang calon notaris wajib 
mengikuti kuliah bidang kenotaria-
tan atau menempuh pendidikan 
Strata 2 (dua)  hukum bidang keno-
tariatan. Tidak cukup berbekal 
pendidikan formil saja untuk menja-
di profesi notaris di Indonesia. Syarat 
lain menjadi calon notaris di Indone-
sia secara umum adalah orang yang 
berkewarganegaraan Indonesia. Oleh 
karena seorang notaris adalah peja-
bat umum yang diangkat oleh negara 
untuk mewakili negara dalam pem-
buatan akta-akta autentik yang 
dibuat berisi hal-hal yang sifatnya 
rahasia. Tentu akan berbahaya, jika 
jabatan ini dipegang oleh seorang 
warga negara asing. Bisa–bisa raha-
sia negeri ini jatuh ke tangan negara 
lain. 
Menjadi notaris yang baik ditun-
tut untuk memiliki kedewasaan yang 
matang. Menurut Kitab Undang-Un-
dang Hukum Perdata (selanjutnya 
disingkat KUHPerdata) bahwa usia 
dewasa seseorang adalah 21 (duapu-
luh satu) tahun, tetapi seseorang 
untuk dapat menjadi notaris 
berdasarkan berdasarkan Undang- 
Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang 
perubahan Undang-Undang 30 
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 
(UUJN) haruslah berusia 27 (dua 
puluh tujuh) tahun. 
Di Indonesia para notaris berhim-
pun dalam sebuah wadah perkumpu-
lan yang bernama Ikatan Notaris 
Indonesia (yang selanjutnya dising-
kat INI). INI merupakan perkumpu-
lan notaris yang legal dan sudah 
berbadan hukum sesuai SK Menteri 
Kehakiman Replubik Indonesia 
tanggal 23 Januari 1995 Nomor 
C210221.HT.01.06. 
Hak ingkar ini mulai diperbin-
cangkan berawal dengan ditariknya 
seorang notaris sebagai salah satu 
tergugat dalam suatu perkara perdata 
antara Badan Penyehatan Perbankan 
Nasional (Kreditur) selaku penggu-
gat dan nasabah debitur selaku 
tergugat, dengan obyek sengketa 
adanya 2 (dua) salinan akta penga-
kuan hutang yang dibuat dihadapan 
notaris yang sama dengan nomor dan 
tanggal yang sama, namun substansi 
jumlah hutangnya berbeda dalam 2 
(dua) salinan akta tersebut. Ma- 
sing-masing pihak berpegang kepada 
salinan akta pengakuan hutangnya. 
Dalam kasus ini majelis hakim 
melalui suratnya kepada majelis 
pengawas notaris telah meminta 
persetujuan agar foto copy minuta 
aktanya dapat dibawa oleh notaris 
yang bersangkutan dalam sidang 
pengadilan (Pieter Latumeten,2012).
Selain kewajiban untuk melaku-
kan hal-hal yang telah diatur dalam 
UU, notaris masih memiliki suatu 
kewajiban lain. Hal ini berhubungan 
dengan sumpah/janji notaris yang 
berisi bahwa notaris akan meraha-
siakan isi akta dan keterangan yang 
diperoleh dalam pelaksanaan jabatan 
notaris. Secara umum, notaris wajib 
merahasiakan isi akta dan keterangan 
yang diperoleh dalam pembuatan 
akta notaris, kecuali diperintahkan 
oleh undang-undang bahwa notaris 
tidak wajib merahasiakan dan mem-
berikan keterangan yang diperlukan 
yang berkaitan dengan akta tersebut. 
Dengan demikian, hanya undang-un-
dang saja yang dapat memerintahkan 
notaris untuk membuka rahasia isi 
akta dan keterangan/pernyataan yang 
diketahui oleh notaris yang berkaitan 
dengan pembuatan akta yang dimak-
sud.
Hal ini dikenal dengan “kewa-
jiban ingkar” notaris (Tan Thong 
Kie,2000:67) Instrumen untuk 
ingkar bagi notaris ditegaskan 
sebagai salah satu kewajiban notaris 
yang disebut dalam Pasal 16 ayat (1) 
huruf e UUJN, sehingga kewajiban 
ingkar untuk notaris melekat pada 
tugas jabatan notaris. Kewajiban 
ingkar ini mutlak harus dilakukan 
dan dijalankan oleh notaris, kecuali 
ada undang-undang yang memerin-
tahkan untuk menggugurkan kewa-
jiban ingkar tersebut. Kewajiban 
untuk ingkar ini dapat dilakukan 
dengan batasan sepanjang notaris 
diperiksa oleh instansi mana saja 
yang berupaya untuk meminta 
pernyataan atau keterangan dari 
notaris yang berkaitan dengan akta 
yang telah atau pernah dibuat oleh 
atau di hadapan notaris yang  ber-
sangkutan.
Pasal 1909 Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata (KUHPerdata) 
mewajibkan setiap orang yang cakap 
untuk menjadi saksi, untuk memberi-
kan kesaksian di muka pengadilan. 
Pada umumnya semua orang dapat 
menjadi saksi, akan tetapi dalam 
KUHAP (Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana) juga mengatur 
beberapa pihak yang tidak dapat 
menjadi saksi, yaitu dalam Pasal 168 
KUHAP dan Pasal 170 KUHAP. 
Pasal 168 KUHAP memberikan 
pengecualian bagi saksi yang mem-
punyai hubungan kekeluargaan 
dengan terdakwa dan dalam Pasal 
170 ayat (1) KUHAP memberikan 
verschoningsrecht (hak mengundur-
kan diri) dari pemberian kesaksian 
bagi mereka yang karena jabatan, 
harkat martabat dan  pekerjaannya 
wajib menyimpan rahasia.  
Baik menurut Pasal 322 KUHP 
(Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana) maupun menurut Pasal 146 
HIR dan 277 RIB ada kategori-kate-
gori orang yang karena jabatan atau 
pekerjaannya dianggap sebagai 
wajib penyimpan rahasia. Dalam 
Pasal 322 KUHP diadakan sanksi 
pidana terhadap mereka dari kate-
gori-kategori tersebut yang dengan 
sengaja membuka rahasia itu, 
sedangkan menurut Pasal 146 HIR 
dan Pasal 277 RIB mereka boleh 
menolak untuk memberi kesaksian 
mengenai rahasia tersebut (S 
Lumban Tobing (1933:4). 
Penerapan Hak Ingkar Notaris 
Dalam Perkara Perdata dan 
Pidana 
Dalam praktiknya, jika ternyata 
notaris sebagai saksi atau tersangka, 
tergugat, ataupun dalam pemerik-
saan oleh Majelis Pengawas Notaris 
membuka rahasia dan memberikan 
keterangan/pernyataan yang seharus-
nya wajib dirahasiakan, sedangkan 
undang-undang tidak memerintah-
kannya, maka atas pengaduan pihak 
yang merasa dirugikan dapat menun-
tut notaris yang bersangkutan. 
Dalam hal ini, dapat dikenakan Pasal 
322 ayat (1) dan (2) KUHP, yaitu 
membongkar rahasia, yang padahal 
sebenarnya notaris wajib menyim-
pannya. Bahkan sehubungan dengan 
perkara perdata, yaitu apabila notaris 
berada dalam kedudukannya sebagai 
saksi, maka notaris dapat meminta 
untuk dibebaskan dari kewajibannya 
untuk memberikan kesaksian, karena 
jabatannya menurut undang-undang 
diwajibkan untuk merahasiakannya 
(R.Soegondo Notodisoerjo,1982:97- 
98). 
Larangan notaris merupakan 
suatu tindakan yang dilarang untuk 
dilakukan oleh notaris. Jika larangan 
ini dilanggar oleh notaris, maka 
kepada notaris yang melanggar akan 
dikenakan sanksi sebagaimana yang 
tersebut dalam Pasal 85 UUJN. 
Kewajiban bagi notaris untuk 
mengucapkan sumpah sebelum men-
jalankan jabatannya sebagai notaris 
telah ada sejak dari dahulu. Dalam 
sumpah jabatan notaris ditetapkan 
bahwa notaris berjanji di bawah 
sumpah untuk merahasiakan sera-
pat-rapatnya isi akta-akta sesuai 
dengan ketentuan-ketentuan peratu- 
ran-peraturan itu. Peraturan-peratu- 
ran yang  dimaksudkan itu adalah 
peraturan-peraturan dalam Undang- 
Undang Jabatan Notaris khususnya 
Pasal 16, yang berisikan larangan 
bagi notaris untuk memberikan 
grosse akta, salinan/kutipan atau 
memperlihatkan atau memberitahu-
kan isi akta-aktanya selain kepada 
orang-orang yang langsung berke- 
pentingan pada akta itu, para ahli 
warisnya dan para penerima hak 
mereka, kecuali yang dalam hal-hal 
yang diatur dalam peraturan-peratu- 
ran umum. 
Pasal 4 Undang-Undang Jabatan 
Notaris menyatakan lebih luas, 
bahwa kewajiban merahasiakan ini 
juga meliputi keterangan yang diper-
oleh notaris dalam pelaksanaan 
jabatannya. Hal ini lebih karena 
jabatan yang dipangku oleh notaris 
adalah jabatan kepercayaan dan 
justru oleh karena itu seseorang 
bersedia mempercayakan sesuatu 
kepercayaan kepadanya. 
Wajib menyimpan atau meme-
gang rahasia ini dapat diketahui dari 
kode etik profesi. Point ke-5 Sumpah 
Jabatan Notaris menyatakan : 
“Bahwa saya akan merahasiakan 
serapat-rapatnya isi akta-akta selaras 
dengan ketentuan-ketentuan peratu- 
ran ini.” Etika memberikan kewa-
jiban bagi kaum profesional hukum 
sebagai aparat atau pejabat untuk 
menyimpan rahasia, sehingga secara 
etis pula tidak dibenarkan kaum 
profesional hukum membuka rahasia 
yang diberitahukan, dipercayakan 
dan diperolehnya, dari klien (Liliana 
Tedjosaputro,2003:80). 
Notaris masih dapat meraha-
siakan semua apa yang diberitahukan 
kepadanya dalam jabatannya terse-
but termasuk isi-isi akta dengan 
mempergunakan hak yang diberikan 
kepadanya dalam Pasal 1946 ayat (3) 
(Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdata 
(Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata)) dan Pasal 148 KUHP 
(Pasal 146 ayat (3) HIR) untuk me- 
ngundurkan diri sebagai saksi apabi-
la ia dipanggil sebagai saksi untuk 
didengar keterangannya di muka 
pengadilan. 
Apabila notaris dipanggil menjadi 
saksi di muka persidangan penga-
dilan, ia berdasarkan Pasal 1909 ayat 
(2) KUHPerdata dan Pasal-pasal 146 
HIR dan 227 RIB, dapat mempergu-
nakan haknya untuk mengundurkan 
diri sebagai saksi, dengan jalan 
menuntut penggunaan Verschonings-
recht (dahulu “hak ingkar”). 
Verschoningsrecht (hak mengundur-
kan diri) merupakan pengecualian 
terhadap ketentuan umum yang dise-
but tadi, yaitu bahwa setiap orang 
yang dipanggil sebagai saksi, wajib 
memberikan kesaksian (ibid:20).  
Verschoningsrecht berbeda de- 
ngan wraken, dalam kamus hukum 
Yan Pramadya Puspa Verschonings-
recht diartikan sebagai permohonan 
agar dibebaskan dari, hak mengun-
durkan diri (Yan Pramadya Puspa, 
1977:253).
 Sedangkan wraken dalam kamus 
Belanda – Indonesia Datje Rahajoe-
koe diartikan sebagai menolak, 
menolak sebagai saksi Datje Rahajoe 
Koesoemah,1991:302).  Wraken (hak 
ingkar) ada pada pihaknya, penggu-
gat maupun tergugat; mengingkari 
kewenangan hakim yang memeriksa 
perkara karena mempunyai kepenti- 
ngan atau hubungan dengan perkara 
yang diperiksanya. Hak ingkar inilah 
yang dimaksud sebagaimana diatur 
dalam Pasal 28 Undang-undang 
Pokok Kekuasaan Kehakiman 
Nomor 14 Tahun 1970.  
Kewenangan Majelis Pengawas 
Notaris Memberikan Izin Keha- 
diran Notaris Dalam Sidang Pen-
gadilan
Pertanyaan yang sering muncul 
adalah dapatkah notaris dipaksa 
untuk hadir sebagai saksi dalam 
perkara perdata dan apakah untuk 
bertindak sebagai saksi, diperlukan 
persetujuan majelis pengawas notaris 
sebagaimana yang dimaksud dalam 
pasal 66 Undang-Undang Jabatan 
Notaris. Pertanyaan-pertanyaan di- 
atas merupakan pertanyaan yang 
sering muncul yang memerlukan 
jawaban.
Majelis Pengawas adalah suatu 
badan yang mempunyai kewenangan 
dan kewajiban untuk melaksanakan 
pembinaan dan pengawasan terhadap 
Notaris. Menurut Pasal 1 ayat (6) 
Undang-Undang Nomor 2 tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN), Majelis Pengawas 
Notaris merupakan suatu badan yang 
memiliki wewenang dan untuk 
melakukan pembinaan dan penga-
wasan terhadap Notaris. Menurut 
Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Nomor M.02. 
PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata 
Cara Pengangkatan Anggota, Pem-
berhentian Anggota, Susunan Orga- 
nisasi, Tata Kerja dan Tata Cara 
Pemeriksaan Majelis Pengawas 
Notaris, Majelis Pengawas Notaris 
adalah suatu badan yang mempunyai 
kewenangan dan kewajiban untuk 
melaksanakan pengawasan dan pem-
binaan terhadap Notaris.  
Menurut Peraturan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Nomor M.02. 
PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata 
Cara Pengangkatan Anggota, Pem-
berhentian Anggota, Susunan Orga- 
nisasi, Tata Kerja dan Tata Cara 
Pemeriksaan Majelis Pengawas 
Notaris, Majelis Pengawas Notaris 
yaitu Majelis Pengawas yang tugas- 
nya memberi pembinaan dan penga-
wasan kepada notaris dalam men-
jalankan jabatan profesinya sebagai 
pejabat umum yang senantiasa 
meningkatkan profesionalisme dan 
kualitas kerjanya sehingga dapat 
memberikan jaminan kepastian dan 
perlindungan hukum bagi penerima 
jasa Notaris dan masyarakat luas
Menurut Pasal 1 ayat (6) Peratu- 
ran Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Nomor: 
M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang 
Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, 
Pemindahan dan Pemberhentian 
Notaris, Majelis Pengawas Notaris 
adalah suatu badan yang mempunyai 
kewenangan dan kewajiban untuk 
melaksanakan pembinaan dan 
pengawasan terhadap Notaris.
Menurut Pasal 1 ayat (7) Peratur-
an Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Nomor: 
M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang 
Pengambilan  Minuta Akta dan 
Pemanggilan Notaris, yang dimak-
sud dengan Majelis Pengawas 
Daerah adalah suatu badan yang 
mempunyai kewenangan dan kewa-
jiban untuk melaksanakan penga-
wasan dan pembinaan terhadap 
Notaris yang berkedudukan di Kabu-
paten atau kota. Selanjutnya dalam  
Peraturan Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia 
tersebut juga dijelaskan tingka-
tan-tingkatan Majelis Pengawas 
Notaris.
Dalam Pasal 68, Pasal 69 ayat (1), 
Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 76 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN), disebutkan bahwa 
tingkatan-tingkatan Majelis Penga-
was Notaris tersebut meliputi :  
1   Majelis Pengawas Daerah Notaris 
berkedudukan di kota atau kabu-
paten;  
2   Majelis Pengawas Wilayah Nota- 
ris dibentuk dan berkedudukan di 
Ibukota Propinsi; 
3  Majelis Pengawas Pusat Notaris 
dibentuk dan berkedudukan di 
Ibukota Negara Kesatuan Repu- 
blik Indonesia
Wewenang Majelis Pengawas 
Daerah Notaris berkaitan dengan 
pengambilan Minuta Akta dan/ atau 
pemanggilan Notaris baik sebagai 
saksi maupun sebagai tersangka  
oleh Penyidik, Penuntut Umum atau 
Hakim, yaitu:  
1. Prosedur Pengambilan Minuta 
Akta oleh Penyidik, Penuntut 
Umum atau Hakim, dalam Pasal 8 
ayat 1, Pasal 9 sampai dengan 11, 
yaitu: 
a.  Penyidik, Penuntut Umum atau 
Hakim untuk kepentingan 
proses peradilan dapat me- 
ngambil Minuta Akta dan/ atau 
surat-surat yang dilekatkan 
pada Minuta Akta atau 
Protokol Notaris yang terdapat 
dalam Penyimpanan Notaris, 
dengan meminta kepada 
Notaris yang bersangkutan 
untuk membawa Minuta Akta 
dan/ atau sutat-surat yang 
dilekatkan pada Minuta Akta 
atau Protokol Notaris yang 
terdapat dalam Penyimpanan 
Notaris, dengan syarat harus 
megajukan permohonan tertu-
lis pada Majelis Pengawas 
Daerah Notaris setempat.
b. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris memberikan persetu-
juan untuk pengambilan 
Minuta Akta dan atau surat-su-
rat yang dilekatkan pada 
Minuta Akta atau Protokol 
Notaris dalam Penyimpanan 
Notaris oleh Penyidik, Penun-
tut Umum atau Hakim untuk 
kepentingan proses peradilan, 
apabila: 
1   Ada dugaan tindak pidana 
yang terkait dengan 
Minuta Akta dan/ atau 
surat-surat yang dilekat-
kan pada Minuta Akta atau 
Protokol Notaris dalam 
penyimpanan Notaris;  
2    Belum gugur hak menuntut 
berdasarkan ketentuan 
tentang daluarsa peraturan 
perundang-undangan di 
bidang pidana;  
3    Ada penyangkalan keabsa-
han tanda tangan dari para 
pihak;  
4   Ada dugaan pengurangan 
atau penambahan dari 
Minuta Akta; 
5   Ada dugaan Notaris me- 
lakukan pemunduran 
tanggal akta. 
c. Persetujuan Majelis Penga-
was Daerah Notaris diberikan 
setelah mendengar keterangan 
dari Notaris yang bersangku-
tan;
d. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris tidak memberikan 
persetujuan untuk pengambi-
lan Minuta Akta dan/ atau 
surat-surat yang dilekatkan 
pada Minuta Akta atau Pro- 
tokol Notaris dalam penyim-
panan Notaris, apabila tidak 
memenuhi ketentuan pada 
Pasal  9;
e. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dalam waktu paling 
lambat 14 (empat belas) hari 
sejak permohonan pengambi-
lan Minuta Akta dan/atau 
surat-surat yang dilekatkan 
Pada Minuta Akta atau 
Protokol Notaris oleh Penyi- 
dik, Penuntut Umum atau 
Hakim harus memberikan 
persetujuan atau tidak mem-
berikan persetujuan terhadap 
pengambilan tersebut; 
f. Jika jangka waktu 14 (empat 
belas) hari itu terlampaui maka 
Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dianggap menyetujui 
pengambilan Minuta Akta 
dan/ atau surat-surat yang 
dilekatkan pada Minuta Akta 
atau Protokol Notaris.
2. Prosedur Pemanggilan Notaris 
oleh Penyidik, Penuntut Umum 
atau Hakim dalam Pasal 14 
sampai dengan Pasal 18:  
a. Penyidik, Penuntut Umum 
atau Hakim, untuk kepenti- 
ngan proses peradilan dapat 
memanggil Notaris sebagai 
saksi, tersangka atau terdakwa 
dengan mengajukan permo-
honan tertulis kepada Majelis 
Pengawas Daerah Notaris 
setempat; 
b. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dapat memberikan 
persetujuan pemanggilan No- 
taris sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 ayat (1) apabi-
la: 
Ada dugaan tindak pidana yang 
berkaitan dengan Minuta Akta dan 
atau surat-surat yang dilekatkan pada 
Minuta Akta atau Protokol Notaris 
yang terdapat dalam penyimpanan 
Notaris;  
1. Belum gugurnya hak menun-
tut berdasarkan ketentuan 
tentang daluarsa dalam pera-
turan perundang-undangan 
dibidang pidana; 
c. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris  dapat memberi per- 
setujuan kepada Penyidik, 
Penuntut Umum atau Hakim 
setelah mendengar keterangan 
dari Notaris yang bersangku-
tan;
d. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris tidak memberikan per- 
setujuan pemanggilan Notaris 
sebagai saksi, tersangka atau 
terdakwa kepada Penyidik, 
Penuntut Umum atau Hakim, 
apabila tidak memenuhi per- 
syaratan dalam Pasal 15;
e. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris wajib memberikan 
persetujuan atau tidak mem-
berikan persetujuan secara 
tertulis dalam jangka waktu 
paling lambat 14 (empat belas) 
hari sejak permohonan secara 
tertulis untuk pemanggilan 
Notaris sebagai saksi, tersang-
ka atau terdakwa yang diaju-
kan oleh Penyidik, Penuntut 
Umum atau Hakim kepada 
Majelis Pengawas Notaris;
f. Jika jangka waktu 14 (empat 
belas) hari terlampaui dan 
Majelis Pengawas Daerah 
Notaris tidak memberikan 
persetujuan atau penolakan 
persetujuan pemanggilan 
Notaris sebagai saksi, tersang-
ka atau terdakwa secara tertu-
lis kepada Penyidik, Penuntut 
Umum atau Hakim, maka 
Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dianggap menyetujui 
pemanggilan Notaris.
Simpulan
Pada dasarnya hak ingkar adalah 
hak untuk mengundurkan diri dari 
memberikan kesaksian dimuka 
Pengadilan dalam masalah Perdata 
maupun Pidana. Dalam perkara 
perdata, notaris lebih leluasa untuk 
menggunakan hak ingkar yang dibe- 
rikan undang-undang kepadanya. 
Istilah hak ingkar ini merupakan 
terjemahan dari bahasa Belanda 
verschoningsrecht yang artinya 
adalah hak untuk dibebaskan dari 
memberikan keterangan sebagai 
saksi dalam suatu perkara perdata 
maupun pidana. Hak ini merupakan 
pengecualian dari prinsip umum 
bahwa setiap orang yang dipanggil 
sebagai saksi wajib memberikan 
kesaksian itu. Hak Ingkar dapat 
dilihat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 
e UU No 30 Tahun 2004 jo UU No 
No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan 
Notaris.
Hak ingkar ini dalam praktek 
masih membingungkan para notaris 
untuk menggunakannya. Hal ini 
disebabkan karena hak ingkar masih 
berimplikasi dalam pelaksanaannya 
khususnya dalam perkara pidana. 
Dalam perkara pidana yang dicari 
adalah kebenaran materil sehingga 
kehadiran Notaris sebagai saksi 
sangat diperlukan, berlainan dengan 
perkara perdata yang mencari kebe-
naran formil. Kehadiran notaris 
sudah dapat dianggap ada dengan 
dihadirkan akta notaris yang dibuat 
oleh notaris yang bersangkutan. 
Menurut Peraturan Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia, pada dasarnya Majelis 
Pengawas Daerah Notaris mempu-
nyai kewenangan untuk Memberikan 
Izin Kehadiran Notaris Dalam 
Sidang Pengadilan sepanjang tidak 
bertentangan dengan peraturan dan 
undang-undang.
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Pendahuluan 
Pasca disahkannya Undang-Un-
dang Jabatan Notaris yakni Undang- 
Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang 
perubahan Undang-Undang 30 
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 
(UUJN), peranan notaris memasuki 
era baru. Lahirnya Undang-Undang 
Jabatan Notaris mengakhiri hampir 2 
abad berlakunya Peraturan Jabatan 
Notaris yaitu Reglement op Het 
Notaris Ambt in Indonesie (Stb. 
1860:3) yang mengatur mengenai 
jabatan notaris. Peraturan Jabatan 
Notaris Staatblad 1860 Nomor 3 ini 
dianggap tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan hukum dan kebutu-
han masyarakat Indonesia. Oleh 
karena itu, Peraturan Jabatan Notaris 
ini harus diganti untuk disesuaikan 
dengan kondisi dan perkembangan 
masyarakat Indonesia. Lahirnya 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN) merupakan tero-
bosan baru untuk memastikan bahwa 
fungsi notaris sebagai pejabat umum 
dapat terlaksana dengan baik.
Notaris merupakan salah satu 
pejabat negara yang kedudukannya 
sangat dibutuhkan di masa sekarang 
ini. Di masa modern ini, masyarakat 
sudah banyak tidak lagi mengenal 
perjanjian yang berdasarkan atas 
kepercayaan satu sama lain seperti 
yang mereka kenal dulu. Dahulu 
perjanjian-perjanjian menurut hu- 
kum adat tidak dibuat dalam bentuk 
tertulis, dilakukan secara lisan saja, 
oleh karena adanya saling percaya 
mempercayai. Tuntut menuntut 
boleh dikatakan sangat jarang sekali 
terjadi akibat tidak dipenuhinya 
perjanjian yang dilakukan. Oleh 
karenanya jika timbul perselisihan 
diantara mereka maka para pihak 
hanya mengajukan saksi-saksi yang 
dapat membenarkan atau menguat-
kan dalil-dalil yang dimajukan di 
muka persidangan. Oleh karena itu 
pembuktian dengan saksi dalam 
hukum adat sangatlah penting. 
Berlainan dengan sekarang 
dimana para pihak dalam membuat 
perjanjian memerlukan bentuk tertu-
lis. Bukti fisik dari perjanjian itu 
yang diperlukan. Oleh karena itu,  
setiap perjanjian yang dilakukan oleh 
masyarakat pasti akan mengarah 
kepada notaris sebagai sarana keab-
sahan perjanjian yang mereka laku-
kan. Notaris dianggap yang melahir-
kan bukti fisik dari perjanjian yang 
disepakati oleh para pihak. Oleh 
karena itulah, kedudukan notaris 
menjadi semakin penting di masa 
sekarang ini.
Sebagaimana pejabat negara lain 
yang mempunyai wewenang 
tersendiri khusus untuk pejabat 
negara bidang yang dimaksud, maka 
notaris juga memiliki kewenangan 
tersendiri yang tidak dimiliki oleh 
pejabat negara yang lainnya karena 
masing-masing pejabat Negara ini 
mempunyai kewenangan yang 
berbeda satu sama lain. 
Selain kewenangannya, para 
notaris juga memiliki kewajiban dan 
larangan yang wajib mereka patuhi 
dalam pelaksanaan tugas jabatannya. 
Kewenangan, kewajiban dan lara- 
ngan adalah konsekuensi logis dari 
adanya suatu jabatan. Dengan 
berdasar pada Undang-Undang 
Nomor 2 tahun 2014 tentang peruba-
han Undang-Undang 30 Tahun 2004 
tentang Jabatan Notaris (UUJN), 
para notaris di Indonesia wajib untuk 
memahami apa yang menjadi 
wewenang dan kewajiban mereka 
serta larangan yang tidak boleh 
dilakukan dalam pelaksanaan tugas 
jabatannya.
Sebagaimana diketahui bahwa 
Akta Notaris yang merupakan suatu 
akta otentik yang memiliki kekuatan 
pembuktian lengkap atau sempurna 
dalam sengketa hukum perdata, 
ternyata dapat mengalami penurunan 
status (degradasi) dari kekuatan bukti 
lengkap dan sempurna menjadi 
permulaan bukti seperti akta dibawah 
tangan, dan dapat cacat hukum yang 
menyebabkan kebatalan atau ketidak 
absahan akta tersebut. Apabila terjadi 
degradasi dari akta otentik menjadi 
akta dibawah tangan atau bahkan 
batal demi hukum maka hal itu akan 
menimbulkan kerugian bagi para 
pihak. Oleh karenanya Notaris terse-
but dapat digugat oleh pihak. Pihak 
yang menderita kerugian dapat 
menuntut dengan tuntutan melaku-
kan perbuatan melanggar hukum 
(onrechtmatige daad ) yang disyarat-
kan dalam pasal 1365 maupun dalam 
pasal 1367 KUH Perdata atau ingkar 
janji atau wanprestasi menurut pasal 
1234 KUH Perdata.
Sanksi administrasi terhadap 
Notaris yang melanggar ketentuan 
peraturan perundang-undangan ada 5 
jenis sanksi administrasi yang 
berlakunya secara berjenjang yaitu 
berupa : 1. Teguran lisan, 2. Teguran 
tertulis, 3. Pemberhentian sementara, 
4. Pemberhentian dengan hormat, 
dan 5. Pemberhentian tidak hormat. 
Sedangkan penjatuhan sanksi pidana 
terhadap Notaris dapat dilakukan 
sepanjang memenuhi rumusan 
pelanggaran yang tersebut dalam 
Undang-Undang Jabatan Notaris, 
kode etik jabatan notaris, juga harus 
memenuhi unsur-unsur dalam KUH-
Pidana.
Pada dasarnya hak ingkar adalah 
hak untuk mengundurkan diri dari 
memberikan kesaksian dimuka 
Pengadilan dalam masalah Perdata 
maupun Pidana. Dalam perkara 
perdata, notaris lebih leluasa untuk 
menggunakan hak ingkar yang dibe- 
rikan undang-undang kepadanya. 
Istilah hak ingkar ini merupakan 
terjemahan dari bahasa Belanda 
verschoningsrecht yang artinya 
adalah hak untuk dibebaskan dari 
memberikan keterangan sebagai 
saksi dalam suatu perkara perdata 
maupun pidana. Hak ini merupakan 
pengecualian dari prinsip umum 
bahwa setiap orang yang dipanggil 
sebagai saksi wajib memberikan 
kesaksian itu.
Akan tetapi, terlepas dari itu 
semua haruslah digarisbawahi bahwa 
hak ingkar adalah “hak” bukan 
kewajiban. Dengan pengertian 
bahwa Notaris tetaplah dihadapkan 
pada akibat hukum tertentu apabila 
menggunakan atau tidak menggu-
nakan hak yang telah diberikan oleh 
undang-undang tersebut. Untuk 
itulah notaris diberikan kesempatan 
terlebih dahulu untuk memutuskan 
apakah akan menggunakan hak 
ingkar dalam pemberian suatu kesak-
sian atau tidak. Jadi jelas bahwa 
Undang-undang meletakkan kewa-
jiban secara umum kepada setiap 
orang yang cakap menjadi saksi 
untuk memberikan kesaksian di 
muka pengadilan, baik dalam proses 
perdata maupun pidana. 
Tulisan singkat ini akan mencoba 
memahami ruang lingkup hak ingkar. 
Hak ingkar ini merupakan bagian 
yang tak terpisahkan dari bagian 
kode etik Notaris. Undang-Undang 
Jabatan Notaris dalam penerapannya 
pada perkara perdata maupun perka-
ra pidana akan melibatkan notaris 
sebagai pihak atau sebagai saksi. 
Disamping itu juga sekaligus untuk 
menjawab apakah majelis pengawas 
notaris memiliki kewenangan untuk 
memberikan persetujuan kepada 
hakim dalam pemanggilan notaris 
sebagai saksi dan atau pengambilan 
foto copy minuta, surat-surat lainnya 
yang dilekatkan pada minuta akta 
dan protokol notaris  yang berada 
dalam penyimpanan atau pengambi-
lan minuta akta, surat surat yang 
dilekatkan pada minuta akta dan 
protokol notaris dalam penyim-
panan, sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2014 tentang perubahan 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2004 tentang Jabatan Notaris.
Permasalahan
Berdasarkan latar belakang terse-
but, maka permasalahan yang akan 
dikaji dalam tulisan ini adalah
1. Apakah yang dimaksud dengan 
hak ingkar Notaris dan dasar 
hukum pengaturannya? 
2. Bagaimana hak ingkar notaris 
sebagai saksi dapat diterapkan 
dalam perkara perdata dan pidana 
dalam sidang pengadilan? 
3. Apakah majelis pengawas notaris 
mempunyai kewenangan untuk 
memberikan izin kehadiran 
Notaris dalam sidang pengadilan?
Pembahasan
Hak Ingkar Notaris dan Dasar 
Hukum Pengaturannya
 Sebelum membahas lebih 
lanjut mengenai hak ingkar dan dasar 
hukum serta kewenangan majelis 
pengawas notaris untuk merekomen-
dasikan dapat dipanggilnya notaris 
sebagai saksi dalam perkara perdata 
dan pidana maka terlebih dahulu 
akan diuraikan mengenai sejarah 
mulai berkembangnya notaris ini. 
Sejarah perkembangan Notaris ini 
penting diketahui agar dapat dipaha-
mi bagaimana sebetulnya pengaruh 
hak ingkar notaris tersebut perlu 
dipahami oleh semua pihak, terutama 
hakim dan penyidik polisi. 
Notaris adalah sebuah profesi 
yang dapat dilacak balik ke abad ke 
2-3 pada masa Roma Kuno, dimana 
mereka dikenal sebagai scribae, 
tabellius atau notarius. Pada masa 
itu, mereka adalah golongan orang 
yang mencatat pidato. Istilah notaris 
diambil dari nama pengabdinya, 
Notarius, yang kemudian menjadi 
istilah/titel bagi golongan orang 
penulis cepat atau stenografer. Nota- 
ris adalah salah satu cabang dari 
profesi hukum yang tertua di dunia.
Sekitar abad ke 5, notaris diang-
gap sebagai pejabat istana. Di Italia 
utara sebagai daerah perdagangan 
utama pada abad ke 11 - 12, dikenal 
Latijnse Notariat, yaitu orang yang 
diangkat oleh penguasa umum, 
dengan tujuan melayani kepentingan 
masyarakat umum, dan boleh 
mendapatkan honorarium atas 
jasanya oleh masyarakat umum.
Latijnse notariat ini murni berasal 
dari Italia Utara, bukan sebagai 
pengaruh hukum Romawi Kuno. 
Pada tahun 1888, terbitlah buku 
Formularium Tabellionum oleh Ime-
rius, pendiri sekolah Bologna, dalam 
rangka peringatan 8 abad sekolah 
hukum Bologna. Berturut-turut sera-
tus tahun kemudian ditebitkan 
Summa Artis Notariae oleh Rantero 
dari Perugia, kemudian pada abad ke 
13 buku dengan judul yang sama 
diterbitkan oleh Rolandinus 
Passegeri. Ronaldinus Passegeri 
kemudian juga menerbitkan Flos 
Tamentorum. Buku-buku tersebut 
menjelaskan definisi notaris, fungsi, 
kewenangan dan kewajiban-kewa-
jibannya.
Sebelum diperlakukan 
Undang-Undang Nomor 2 tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN), Negara Indonesia 
masih mempergunakan dan memakai 
peraturan Jabatan Notaris yang 
berasal dari produk bangsa Belanda 
sebagai bangsa penjajah. Pember-
lakuan Peraturan Jabatan Notaris 
bangsa penjajah ini diperkenankan 
oleh Pasal 2 Aturan Peralihan 
Undang-Undang Dasar 1945, yang 
mengatakan bahwa segala badan 
negara dan peraturan yang ada masih 
langsung berlaku, selama belum 
diadakan yang baru menurut 
Undang-Undang Dasar 1945 ini.
Perkembangan lembaga notaris di 
Indonesia, mulai masuk pada permu-
laan abad ke 17. Menurut Jan Pie- 
terszoon Coen di Jacatra  (sekarang 
Jakarta) antara tahun 1617 sampai 
1629, untuk keperluan para 
penduduk dan para pedagang perlu 
mengangkat seorang notaris, yang 
disebut Notarium Publicum (Lum-
ban Tobing1,1983:15).   Sejak tang-
gal 27 Agustus 1620 diangkat notaris 
pertama di Indonesia yaitu Melchior 
Kerchem, sebagai sekretaris College 
Van Schepenen (urusan perkapalan 
kota) di Jakarta untuk merangkap 
sebagai notaris yang berkedudukan 
di Jakarta. Tugas dari Melchior 
Kerchem sebagai notaris dalam surat 
pengangkatannya, yaitu melayani 
dan melakukan semua surat libel 
(Smaadschrift) yang bahasa Indone-
sianya yaitu tulisan menghina/menis-
ta, surat wasiat di bawah tangan, 
persiapan penerangan, akta perjanji-
an perdagangan, perjanjian kawin, 
surat wasiat, dan akta-akta lainnya 
dan ketentuan-ketentuan yang perlu 
Daerah Tingkat kotapraja (Komar 
Andasasmita,1981:37). Setelah pe- 
ngangkatan notaris pertama jumlah 
notaris di Indonesia kian berkem-
bang dan pada tahun 1650 di Batavia 
hanya ada dua orang notaris yang 
diangkat. 
Menurut kenyataannya para 
notaris pada waktu itu tidak mempu-
nyai kebebasan didalam menjalan- 
kan jabatannya, karena notaris pada 
masa itu adalah pegawai dari Vereni-
gde Oost Indie Compagnie (VOC). 
Bahkan tahun 1632 dikeluarkan 
plakat yang berisi ketentuan bahwa 
notaris, sekretaris dan pejabat lain- 
nya dilarang untuk membuat 
akta-akta transport, jual beli, surat 
wasiat dan lain-lain akta, jika tidak 
mendapat persetujuan terlebih 
dahulu dari Gubernur Jenderal dan 
daden van indie dengan ancaman 
akan kehilangan jabatannya. Namun 
dalam prakteknya ketentuan tersebut 
tidak dipatuhi oleh pejabat-pejabat 
atau notaris yang bersangkutan. 
Maksud dan tujuan membawa 
lembaga kenotariatan ke Indonesia 
adalah untuk memenuhi kebutuhan 
akan alat bukti autentik  yang sangat 
dibutuhkan untuk menggunakan hal 
dan kepentingan yang timbul karena 
adanya transaksi dagang yang 
mereka lakukan. Lembaga kenotaria-
tan di Indonesia pada waktu itu 
belum dikenal dan meluas ke 
kota-kota kecil bahkan desa-desa hal 
ini dikarenakan sebelum perang 
dunia ke 2 (dua) hampir seluruh 
notaris yang ada di Indonesia pada 
waktu itu adalah berkebangsaan 
Belanda. Sedangkan yang berke-
bangsaan Indonesia sangat sedikit 
jumlahnya, lagi pula mereka mempu-
nyai kedudukan di kota-kota besar 
sedangkan orang-orang Indonesia 
berada di daerah-daerah. Di samping 
itu tingkat kesadaran dan budaya 
hukum masyarakat Indonesia pada 
waktu itu suatu masyarakat yang 
masih bersifat primordial yang masih 
berpegang teguh pada hukum adat 
serta kaidah-kaidah religius, lebih- 
lebih lagi para pengasuh dari lemba-
ga notiariat itu lebih menitikberatkan 
orientasinya pada hukum barat. 
Semua itu merupakan faktor-faktor 
penghambat yang tidak menguntung-
kan bagi perkembangan dan untuk 
dikenalnya lembaga notariat ini 
dengan cepat dan secara luas dika-
langan masyarakat yang justru harus 
dilayaninya. 
Lembaga kemasyarakatan yang 
dikenal sebagai notariat ini  timbul 
dari kebutuhan dalam pergaulan 
sesama manusia yang menghendai 
adanya alat bukti baginya mengenai 
hubungan hukum keperdataan yang 
ada dan/atau terjadi diantara mereka 
suatu lembaga dengan para pengab-
dinya yang ditugaskan oleh kekua-
saan umum (openbaar gezag) untuk 
dimana dan apabila undang-undang 
mengharuskan sedemikian atau dike-
hendaki oleh masyarakat membuat 
alat bukti tertulis yang mempunyai 
kekuatan autentik. 
Saat ini notaris dikenal sebagai 
orang yang melayani masyarakat 
untuk membuat akta atau doku-
men-dokumen yang autentik. Akan 
tetapi, tugas ini sedikit berbeda 
dengan yang dilakoni para notaris 
pada awal kemunculannya. Saat 
kejayaan bangsa Romawi, tidak 
hanya ada kelompok gladiator di 
sana, tetapi juga hidup sekelompok 
orang yang disebut notarius. 
Berbicara mengenai notaris, 
berarti kita bicara mengenai autenti- 
sitas dokumen. Hal itulah yang men-
jadi salah satu alasan orang berkun-
jung ke notaris. Pengakuan akan sifat 
autentisitas dokumen tersebut tidak 
datang secara serta merta, tetapi 
pengakuan baru muncul pada abad 
ke-13 (tiga belas), sekian ratus tahun 
setelah kemunculan jabatan notaris. 
Beberapa ratus tahun kemudian 
barulah muncul peraturan yang dise-
but ventosewet (Ira Koesoemawati 
dan Yunirman Rijan,2009). 
Di Indonesia, notaris bertindak 
sebagai pelayan masyarakat. Hal ini 
karena notaris adalah pejabat yang 
diangkat oleh pemerintah untuk 
melayani kebutuhan masyarakat 
akan dokumen-dokumen legal yang 
sah. Meskipun status notaris sebagai 
pelayan masyarakat, jangan 
berpikiran bahwa notaris menggu-
nakan pakaian yang sederhana. 
Justru sebaliknya, notaris me- 
ngenakan pakaian yang resmi dan 
eksklusif guna menunjukkan profe-
sionalisme dan keseriusan mereka. 
Sebagai seorang dengan jabatan 
notaris sudah seharusnya orang 
tersebut dalam menjalankan jabatan-
nya lebih “diistimewakan” kedudu-
kannya dalam hukum dibandingkan 
dengan orang lain. Namun seorang 
notaris di luar jabatannya adalah 
orang yang memiliki kedudukan 
yang sama dengan orang yang lain 
(equality before the law). 
Tentu saja ada beberapa hal yang 
harus dipenuhi untuk menjadi 
seorang notaris. Tidak mungkin 
seorang notaris dapat berpraktek 
tanpa memiliki kemampuan mema-
dai. Latar belakang pendidikan 
hukum merupakan sebuah kenis-
cayaan. Setelah lulus dari fakultas 
hukum, seorang calon notaris wajib 
mengikuti kuliah bidang kenotaria-
tan atau menempuh pendidikan 
Strata 2 (dua)  hukum bidang keno-
tariatan. Tidak cukup berbekal 
pendidikan formil saja untuk menja-
di profesi notaris di Indonesia. Syarat 
lain menjadi calon notaris di Indone-
sia secara umum adalah orang yang 
berkewarganegaraan Indonesia. Oleh 
karena seorang notaris adalah peja-
bat umum yang diangkat oleh negara 
untuk mewakili negara dalam pem-
buatan akta-akta autentik yang 
dibuat berisi hal-hal yang sifatnya 
rahasia. Tentu akan berbahaya, jika 
jabatan ini dipegang oleh seorang 
warga negara asing. Bisa–bisa raha-
sia negeri ini jatuh ke tangan negara 
lain. 
Menjadi notaris yang baik ditun-
tut untuk memiliki kedewasaan yang 
matang. Menurut Kitab Undang-Un-
dang Hukum Perdata (selanjutnya 
disingkat KUHPerdata) bahwa usia 
dewasa seseorang adalah 21 (duapu-
luh satu) tahun, tetapi seseorang 
untuk dapat menjadi notaris 
berdasarkan berdasarkan Undang- 
Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang 
perubahan Undang-Undang 30 
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 
(UUJN) haruslah berusia 27 (dua 
puluh tujuh) tahun. 
Di Indonesia para notaris berhim-
pun dalam sebuah wadah perkumpu-
lan yang bernama Ikatan Notaris 
Indonesia (yang selanjutnya dising-
kat INI). INI merupakan perkumpu-
lan notaris yang legal dan sudah 
berbadan hukum sesuai SK Menteri 
Kehakiman Replubik Indonesia 
tanggal 23 Januari 1995 Nomor 
C210221.HT.01.06. 
Hak ingkar ini mulai diperbin-
cangkan berawal dengan ditariknya 
seorang notaris sebagai salah satu 
tergugat dalam suatu perkara perdata 
antara Badan Penyehatan Perbankan 
Nasional (Kreditur) selaku penggu-
gat dan nasabah debitur selaku 
tergugat, dengan obyek sengketa 
adanya 2 (dua) salinan akta penga-
kuan hutang yang dibuat dihadapan 
notaris yang sama dengan nomor dan 
tanggal yang sama, namun substansi 
jumlah hutangnya berbeda dalam 2 
(dua) salinan akta tersebut. Ma- 
sing-masing pihak berpegang kepada 
salinan akta pengakuan hutangnya. 
Dalam kasus ini majelis hakim 
melalui suratnya kepada majelis 
pengawas notaris telah meminta 
persetujuan agar foto copy minuta 
aktanya dapat dibawa oleh notaris 
yang bersangkutan dalam sidang 
pengadilan (Pieter Latumeten,2012).
Selain kewajiban untuk melaku-
kan hal-hal yang telah diatur dalam 
UU, notaris masih memiliki suatu 
kewajiban lain. Hal ini berhubungan 
dengan sumpah/janji notaris yang 
berisi bahwa notaris akan meraha-
siakan isi akta dan keterangan yang 
diperoleh dalam pelaksanaan jabatan 
notaris. Secara umum, notaris wajib 
merahasiakan isi akta dan keterangan 
yang diperoleh dalam pembuatan 
akta notaris, kecuali diperintahkan 
oleh undang-undang bahwa notaris 
tidak wajib merahasiakan dan mem-
berikan keterangan yang diperlukan 
yang berkaitan dengan akta tersebut. 
Dengan demikian, hanya undang-un-
dang saja yang dapat memerintahkan 
notaris untuk membuka rahasia isi 
akta dan keterangan/pernyataan yang 
diketahui oleh notaris yang berkaitan 
dengan pembuatan akta yang dimak-
sud.
Hal ini dikenal dengan “kewa-
jiban ingkar” notaris (Tan Thong 
Kie,2000:67) Instrumen untuk 
ingkar bagi notaris ditegaskan 
sebagai salah satu kewajiban notaris 
yang disebut dalam Pasal 16 ayat (1) 
huruf e UUJN, sehingga kewajiban 
ingkar untuk notaris melekat pada 
tugas jabatan notaris. Kewajiban 
ingkar ini mutlak harus dilakukan 
dan dijalankan oleh notaris, kecuali 
ada undang-undang yang memerin-
tahkan untuk menggugurkan kewa-
jiban ingkar tersebut. Kewajiban 
untuk ingkar ini dapat dilakukan 
dengan batasan sepanjang notaris 
diperiksa oleh instansi mana saja 
yang berupaya untuk meminta 
pernyataan atau keterangan dari 
notaris yang berkaitan dengan akta 
yang telah atau pernah dibuat oleh 
atau di hadapan notaris yang  ber-
sangkutan.
Pasal 1909 Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata (KUHPerdata) 
mewajibkan setiap orang yang cakap 
untuk menjadi saksi, untuk memberi-
kan kesaksian di muka pengadilan. 
Pada umumnya semua orang dapat 
menjadi saksi, akan tetapi dalam 
KUHAP (Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana) juga mengatur 
beberapa pihak yang tidak dapat 
menjadi saksi, yaitu dalam Pasal 168 
KUHAP dan Pasal 170 KUHAP. 
Pasal 168 KUHAP memberikan 
pengecualian bagi saksi yang mem-
punyai hubungan kekeluargaan 
dengan terdakwa dan dalam Pasal 
170 ayat (1) KUHAP memberikan 
verschoningsrecht (hak mengundur-
kan diri) dari pemberian kesaksian 
bagi mereka yang karena jabatan, 
harkat martabat dan  pekerjaannya 
wajib menyimpan rahasia.  
Baik menurut Pasal 322 KUHP 
(Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana) maupun menurut Pasal 146 
HIR dan 277 RIB ada kategori-kate-
gori orang yang karena jabatan atau 
pekerjaannya dianggap sebagai 
wajib penyimpan rahasia. Dalam 
Pasal 322 KUHP diadakan sanksi 
pidana terhadap mereka dari kate-
gori-kategori tersebut yang dengan 
sengaja membuka rahasia itu, 
sedangkan menurut Pasal 146 HIR 
dan Pasal 277 RIB mereka boleh 
menolak untuk memberi kesaksian 
mengenai rahasia tersebut (S 
Lumban Tobing (1933:4). 
Penerapan Hak Ingkar Notaris 
Dalam Perkara Perdata dan 
Pidana 
Dalam praktiknya, jika ternyata 
notaris sebagai saksi atau tersangka, 
tergugat, ataupun dalam pemerik-
saan oleh Majelis Pengawas Notaris 
membuka rahasia dan memberikan 
keterangan/pernyataan yang seharus-
nya wajib dirahasiakan, sedangkan 
undang-undang tidak memerintah-
kannya, maka atas pengaduan pihak 
yang merasa dirugikan dapat menun-
tut notaris yang bersangkutan. 
Dalam hal ini, dapat dikenakan Pasal 
322 ayat (1) dan (2) KUHP, yaitu 
membongkar rahasia, yang padahal 
sebenarnya notaris wajib menyim-
pannya. Bahkan sehubungan dengan 
perkara perdata, yaitu apabila notaris 
berada dalam kedudukannya sebagai 
saksi, maka notaris dapat meminta 
untuk dibebaskan dari kewajibannya 
untuk memberikan kesaksian, karena 
jabatannya menurut undang-undang 
diwajibkan untuk merahasiakannya 
(R.Soegondo Notodisoerjo,1982:97- 
98). 
Larangan notaris merupakan 
suatu tindakan yang dilarang untuk 
dilakukan oleh notaris. Jika larangan 
ini dilanggar oleh notaris, maka 
kepada notaris yang melanggar akan 
dikenakan sanksi sebagaimana yang 
tersebut dalam Pasal 85 UUJN. 
Kewajiban bagi notaris untuk 
mengucapkan sumpah sebelum men-
jalankan jabatannya sebagai notaris 
telah ada sejak dari dahulu. Dalam 
sumpah jabatan notaris ditetapkan 
bahwa notaris berjanji di bawah 
sumpah untuk merahasiakan sera-
pat-rapatnya isi akta-akta sesuai 
dengan ketentuan-ketentuan peratu- 
ran-peraturan itu. Peraturan-peratu- 
ran yang  dimaksudkan itu adalah 
peraturan-peraturan dalam Undang- 
Undang Jabatan Notaris khususnya 
Pasal 16, yang berisikan larangan 
bagi notaris untuk memberikan 
grosse akta, salinan/kutipan atau 
memperlihatkan atau memberitahu-
kan isi akta-aktanya selain kepada 
orang-orang yang langsung berke- 
pentingan pada akta itu, para ahli 
warisnya dan para penerima hak 
mereka, kecuali yang dalam hal-hal 
yang diatur dalam peraturan-peratu- 
ran umum. 
Pasal 4 Undang-Undang Jabatan 
Notaris menyatakan lebih luas, 
bahwa kewajiban merahasiakan ini 
juga meliputi keterangan yang diper-
oleh notaris dalam pelaksanaan 
jabatannya. Hal ini lebih karena 
jabatan yang dipangku oleh notaris 
adalah jabatan kepercayaan dan 
justru oleh karena itu seseorang 
bersedia mempercayakan sesuatu 
kepercayaan kepadanya. 
Wajib menyimpan atau meme-
gang rahasia ini dapat diketahui dari 
kode etik profesi. Point ke-5 Sumpah 
Jabatan Notaris menyatakan : 
“Bahwa saya akan merahasiakan 
serapat-rapatnya isi akta-akta selaras 
dengan ketentuan-ketentuan peratu- 
ran ini.” Etika memberikan kewa-
jiban bagi kaum profesional hukum 
sebagai aparat atau pejabat untuk 
menyimpan rahasia, sehingga secara 
etis pula tidak dibenarkan kaum 
profesional hukum membuka rahasia 
yang diberitahukan, dipercayakan 
dan diperolehnya, dari klien (Liliana 
Tedjosaputro,2003:80). 
Notaris masih dapat meraha-
siakan semua apa yang diberitahukan 
kepadanya dalam jabatannya terse-
but termasuk isi-isi akta dengan 
mempergunakan hak yang diberikan 
kepadanya dalam Pasal 1946 ayat (3) 
(Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdata 
(Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata)) dan Pasal 148 KUHP 
(Pasal 146 ayat (3) HIR) untuk me- 
ngundurkan diri sebagai saksi apabi-
la ia dipanggil sebagai saksi untuk 
didengar keterangannya di muka 
pengadilan. 
Apabila notaris dipanggil menjadi 
saksi di muka persidangan penga-
dilan, ia berdasarkan Pasal 1909 ayat 
(2) KUHPerdata dan Pasal-pasal 146 
HIR dan 227 RIB, dapat mempergu-
nakan haknya untuk mengundurkan 
diri sebagai saksi, dengan jalan 
menuntut penggunaan Verschonings-
recht (dahulu “hak ingkar”). 
Verschoningsrecht (hak mengundur-
kan diri) merupakan pengecualian 
terhadap ketentuan umum yang dise-
but tadi, yaitu bahwa setiap orang 
yang dipanggil sebagai saksi, wajib 
memberikan kesaksian (ibid:20).  
Verschoningsrecht berbeda de- 
ngan wraken, dalam kamus hukum 
Yan Pramadya Puspa Verschonings-
recht diartikan sebagai permohonan 
agar dibebaskan dari, hak mengun-
durkan diri (Yan Pramadya Puspa, 
1977:253).
 Sedangkan wraken dalam kamus 
Belanda – Indonesia Datje Rahajoe-
koe diartikan sebagai menolak, 
menolak sebagai saksi Datje Rahajoe 
Koesoemah,1991:302).  Wraken (hak 
ingkar) ada pada pihaknya, penggu-
gat maupun tergugat; mengingkari 
kewenangan hakim yang memeriksa 
perkara karena mempunyai kepenti- 
ngan atau hubungan dengan perkara 
yang diperiksanya. Hak ingkar inilah 
yang dimaksud sebagaimana diatur 
dalam Pasal 28 Undang-undang 
Pokok Kekuasaan Kehakiman 
Nomor 14 Tahun 1970.  
Kewenangan Majelis Pengawas 
Notaris Memberikan Izin Keha- 
diran Notaris Dalam Sidang Pen-
gadilan
Pertanyaan yang sering muncul 
adalah dapatkah notaris dipaksa 
untuk hadir sebagai saksi dalam 
perkara perdata dan apakah untuk 
bertindak sebagai saksi, diperlukan 
persetujuan majelis pengawas notaris 
sebagaimana yang dimaksud dalam 
pasal 66 Undang-Undang Jabatan 
Notaris. Pertanyaan-pertanyaan di- 
atas merupakan pertanyaan yang 
sering muncul yang memerlukan 
jawaban.
Majelis Pengawas adalah suatu 
badan yang mempunyai kewenangan 
dan kewajiban untuk melaksanakan 
pembinaan dan pengawasan terhadap 
Notaris. Menurut Pasal 1 ayat (6) 
Undang-Undang Nomor 2 tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN), Majelis Pengawas 
Notaris merupakan suatu badan yang 
memiliki wewenang dan untuk 
melakukan pembinaan dan penga-
wasan terhadap Notaris. Menurut 
Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Nomor M.02. 
PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata 
Cara Pengangkatan Anggota, Pem-
berhentian Anggota, Susunan Orga- 
nisasi, Tata Kerja dan Tata Cara 
Pemeriksaan Majelis Pengawas 
Notaris, Majelis Pengawas Notaris 
adalah suatu badan yang mempunyai 
kewenangan dan kewajiban untuk 
melaksanakan pengawasan dan pem-
binaan terhadap Notaris.  
Menurut Peraturan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Nomor M.02. 
PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata 
Cara Pengangkatan Anggota, Pem-
berhentian Anggota, Susunan Orga- 
nisasi, Tata Kerja dan Tata Cara 
Pemeriksaan Majelis Pengawas 
Notaris, Majelis Pengawas Notaris 
yaitu Majelis Pengawas yang tugas- 
nya memberi pembinaan dan penga-
wasan kepada notaris dalam men-
jalankan jabatan profesinya sebagai 
pejabat umum yang senantiasa 
meningkatkan profesionalisme dan 
kualitas kerjanya sehingga dapat 
memberikan jaminan kepastian dan 
perlindungan hukum bagi penerima 
jasa Notaris dan masyarakat luas
Menurut Pasal 1 ayat (6) Peratu- 
ran Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Nomor: 
M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang 
Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, 
Pemindahan dan Pemberhentian 
Notaris, Majelis Pengawas Notaris 
adalah suatu badan yang mempunyai 
kewenangan dan kewajiban untuk 
melaksanakan pembinaan dan 
pengawasan terhadap Notaris.
Menurut Pasal 1 ayat (7) Peratur-
an Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Nomor: 
M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang 
Pengambilan  Minuta Akta dan 
Pemanggilan Notaris, yang dimak-
sud dengan Majelis Pengawas 
Daerah adalah suatu badan yang 
mempunyai kewenangan dan kewa-
jiban untuk melaksanakan penga-
wasan dan pembinaan terhadap 
Notaris yang berkedudukan di Kabu-
paten atau kota. Selanjutnya dalam  
Peraturan Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia 
tersebut juga dijelaskan tingka-
tan-tingkatan Majelis Pengawas 
Notaris.
Dalam Pasal 68, Pasal 69 ayat (1), 
Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 76 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN), disebutkan bahwa 
tingkatan-tingkatan Majelis Penga-
was Notaris tersebut meliputi :  
1   Majelis Pengawas Daerah Notaris 
berkedudukan di kota atau kabu-
paten;  
2   Majelis Pengawas Wilayah Nota- 
ris dibentuk dan berkedudukan di 
Ibukota Propinsi; 
3  Majelis Pengawas Pusat Notaris 
dibentuk dan berkedudukan di 
Ibukota Negara Kesatuan Repu- 
blik Indonesia
Wewenang Majelis Pengawas 
Daerah Notaris berkaitan dengan 
pengambilan Minuta Akta dan/ atau 
pemanggilan Notaris baik sebagai 
saksi maupun sebagai tersangka  
oleh Penyidik, Penuntut Umum atau 
Hakim, yaitu:  
1. Prosedur Pengambilan Minuta 
Akta oleh Penyidik, Penuntut 
Umum atau Hakim, dalam Pasal 8 
ayat 1, Pasal 9 sampai dengan 11, 
yaitu: 
a.  Penyidik, Penuntut Umum atau 
Hakim untuk kepentingan 
proses peradilan dapat me- 
ngambil Minuta Akta dan/ atau 
surat-surat yang dilekatkan 
pada Minuta Akta atau 
Protokol Notaris yang terdapat 
dalam Penyimpanan Notaris, 
dengan meminta kepada 
Notaris yang bersangkutan 
untuk membawa Minuta Akta 
dan/ atau sutat-surat yang 
dilekatkan pada Minuta Akta 
atau Protokol Notaris yang 
terdapat dalam Penyimpanan 
Notaris, dengan syarat harus 
megajukan permohonan tertu-
lis pada Majelis Pengawas 
Daerah Notaris setempat.
b. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris memberikan persetu-
juan untuk pengambilan 
Minuta Akta dan atau surat-su-
rat yang dilekatkan pada 
Minuta Akta atau Protokol 
Notaris dalam Penyimpanan 
Notaris oleh Penyidik, Penun-
tut Umum atau Hakim untuk 
kepentingan proses peradilan, 
apabila: 
1   Ada dugaan tindak pidana 
yang terkait dengan 
Minuta Akta dan/ atau 
surat-surat yang dilekat-
kan pada Minuta Akta atau 
Protokol Notaris dalam 
penyimpanan Notaris;  
2    Belum gugur hak menuntut 
berdasarkan ketentuan 
tentang daluarsa peraturan 
perundang-undangan di 
bidang pidana;  
3    Ada penyangkalan keabsa-
han tanda tangan dari para 
pihak;  
4   Ada dugaan pengurangan 
atau penambahan dari 
Minuta Akta; 
5   Ada dugaan Notaris me- 
lakukan pemunduran 
tanggal akta. 
c. Persetujuan Majelis Penga-
was Daerah Notaris diberikan 
setelah mendengar keterangan 
dari Notaris yang bersangku-
tan;
d. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris tidak memberikan 
persetujuan untuk pengambi-
lan Minuta Akta dan/ atau 
surat-surat yang dilekatkan 
pada Minuta Akta atau Pro- 
tokol Notaris dalam penyim-
panan Notaris, apabila tidak 
memenuhi ketentuan pada 
Pasal  9;
e. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dalam waktu paling 
lambat 14 (empat belas) hari 
sejak permohonan pengambi-
lan Minuta Akta dan/atau 
surat-surat yang dilekatkan 
Pada Minuta Akta atau 
Protokol Notaris oleh Penyi- 
dik, Penuntut Umum atau 
Hakim harus memberikan 
persetujuan atau tidak mem-
berikan persetujuan terhadap 
pengambilan tersebut; 
f. Jika jangka waktu 14 (empat 
belas) hari itu terlampaui maka 
Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dianggap menyetujui 
pengambilan Minuta Akta 
dan/ atau surat-surat yang 
dilekatkan pada Minuta Akta 
atau Protokol Notaris.
2. Prosedur Pemanggilan Notaris 
oleh Penyidik, Penuntut Umum 
atau Hakim dalam Pasal 14 
sampai dengan Pasal 18:  
a. Penyidik, Penuntut Umum 
atau Hakim, untuk kepenti- 
ngan proses peradilan dapat 
memanggil Notaris sebagai 
saksi, tersangka atau terdakwa 
dengan mengajukan permo-
honan tertulis kepada Majelis 
Pengawas Daerah Notaris 
setempat; 
b. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dapat memberikan 
persetujuan pemanggilan No- 
taris sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 ayat (1) apabi-
la: 
Ada dugaan tindak pidana yang 
berkaitan dengan Minuta Akta dan 
atau surat-surat yang dilekatkan pada 
Minuta Akta atau Protokol Notaris 
yang terdapat dalam penyimpanan 
Notaris;  
1. Belum gugurnya hak menun-
tut berdasarkan ketentuan 
tentang daluarsa dalam pera-
turan perundang-undangan 
dibidang pidana; 
c. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris  dapat memberi per- 
setujuan kepada Penyidik, 
Penuntut Umum atau Hakim 
setelah mendengar keterangan 
dari Notaris yang bersangku-
tan;
d. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris tidak memberikan per- 
setujuan pemanggilan Notaris 
sebagai saksi, tersangka atau 
terdakwa kepada Penyidik, 
Penuntut Umum atau Hakim, 
apabila tidak memenuhi per- 
syaratan dalam Pasal 15;
e. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris wajib memberikan 
persetujuan atau tidak mem-
berikan persetujuan secara 
tertulis dalam jangka waktu 
paling lambat 14 (empat belas) 
hari sejak permohonan secara 
tertulis untuk pemanggilan 
Notaris sebagai saksi, tersang-
ka atau terdakwa yang diaju-
kan oleh Penyidik, Penuntut 
Umum atau Hakim kepada 
Majelis Pengawas Notaris;
f. Jika jangka waktu 14 (empat 
belas) hari terlampaui dan 
Majelis Pengawas Daerah 
Notaris tidak memberikan 
persetujuan atau penolakan 
persetujuan pemanggilan 
Notaris sebagai saksi, tersang-
ka atau terdakwa secara tertu-
lis kepada Penyidik, Penuntut 
Umum atau Hakim, maka 
Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dianggap menyetujui 
pemanggilan Notaris.
Simpulan
Pada dasarnya hak ingkar adalah 
hak untuk mengundurkan diri dari 
memberikan kesaksian dimuka 
Pengadilan dalam masalah Perdata 
maupun Pidana. Dalam perkara 
perdata, notaris lebih leluasa untuk 
menggunakan hak ingkar yang dibe- 
rikan undang-undang kepadanya. 
Istilah hak ingkar ini merupakan 
terjemahan dari bahasa Belanda 
verschoningsrecht yang artinya 
adalah hak untuk dibebaskan dari 
memberikan keterangan sebagai 
saksi dalam suatu perkara perdata 
maupun pidana. Hak ini merupakan 
pengecualian dari prinsip umum 
bahwa setiap orang yang dipanggil 
sebagai saksi wajib memberikan 
kesaksian itu. Hak Ingkar dapat 
dilihat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 
e UU No 30 Tahun 2004 jo UU No 
No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan 
Notaris.
Hak ingkar ini dalam praktek 
masih membingungkan para notaris 
untuk menggunakannya. Hal ini 
disebabkan karena hak ingkar masih 
berimplikasi dalam pelaksanaannya 
khususnya dalam perkara pidana. 
Dalam perkara pidana yang dicari 
adalah kebenaran materil sehingga 
kehadiran Notaris sebagai saksi 
sangat diperlukan, berlainan dengan 
perkara perdata yang mencari kebe-
naran formil. Kehadiran notaris 
sudah dapat dianggap ada dengan 
dihadirkan akta notaris yang dibuat 
oleh notaris yang bersangkutan. 
Menurut Peraturan Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia, pada dasarnya Majelis 
Pengawas Daerah Notaris mempu-
nyai kewenangan untuk Memberikan 
Izin Kehadiran Notaris Dalam 
Sidang Pengadilan sepanjang tidak 
bertentangan dengan peraturan dan 
undang-undang.
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Pendahuluan 
Pasca disahkannya Undang-Un-
dang Jabatan Notaris yakni Undang- 
Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang 
perubahan Undang-Undang 30 
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 
(UUJN), peranan notaris memasuki 
era baru. Lahirnya Undang-Undang 
Jabatan Notaris mengakhiri hampir 2 
abad berlakunya Peraturan Jabatan 
Notaris yaitu Reglement op Het 
Notaris Ambt in Indonesie (Stb. 
1860:3) yang mengatur mengenai 
jabatan notaris. Peraturan Jabatan 
Notaris Staatblad 1860 Nomor 3 ini 
dianggap tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan hukum dan kebutu-
han masyarakat Indonesia. Oleh 
karena itu, Peraturan Jabatan Notaris 
ini harus diganti untuk disesuaikan 
dengan kondisi dan perkembangan 
masyarakat Indonesia. Lahirnya 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN) merupakan tero-
bosan baru untuk memastikan bahwa 
fungsi notaris sebagai pejabat umum 
dapat terlaksana dengan baik.
Notaris merupakan salah satu 
pejabat negara yang kedudukannya 
sangat dibutuhkan di masa sekarang 
ini. Di masa modern ini, masyarakat 
sudah banyak tidak lagi mengenal 
perjanjian yang berdasarkan atas 
kepercayaan satu sama lain seperti 
yang mereka kenal dulu. Dahulu 
perjanjian-perjanjian menurut hu- 
kum adat tidak dibuat dalam bentuk 
tertulis, dilakukan secara lisan saja, 
oleh karena adanya saling percaya 
mempercayai. Tuntut menuntut 
boleh dikatakan sangat jarang sekali 
terjadi akibat tidak dipenuhinya 
perjanjian yang dilakukan. Oleh 
karenanya jika timbul perselisihan 
diantara mereka maka para pihak 
hanya mengajukan saksi-saksi yang 
dapat membenarkan atau menguat-
kan dalil-dalil yang dimajukan di 
muka persidangan. Oleh karena itu 
pembuktian dengan saksi dalam 
hukum adat sangatlah penting. 
Berlainan dengan sekarang 
dimana para pihak dalam membuat 
perjanjian memerlukan bentuk tertu-
lis. Bukti fisik dari perjanjian itu 
yang diperlukan. Oleh karena itu,  
setiap perjanjian yang dilakukan oleh 
masyarakat pasti akan mengarah 
kepada notaris sebagai sarana keab-
sahan perjanjian yang mereka laku-
kan. Notaris dianggap yang melahir-
kan bukti fisik dari perjanjian yang 
disepakati oleh para pihak. Oleh 
karena itulah, kedudukan notaris 
menjadi semakin penting di masa 
sekarang ini.
Sebagaimana pejabat negara lain 
yang mempunyai wewenang 
tersendiri khusus untuk pejabat 
negara bidang yang dimaksud, maka 
notaris juga memiliki kewenangan 
tersendiri yang tidak dimiliki oleh 
pejabat negara yang lainnya karena 
masing-masing pejabat Negara ini 
mempunyai kewenangan yang 
berbeda satu sama lain. 
Selain kewenangannya, para 
notaris juga memiliki kewajiban dan 
larangan yang wajib mereka patuhi 
dalam pelaksanaan tugas jabatannya. 
Kewenangan, kewajiban dan lara- 
ngan adalah konsekuensi logis dari 
adanya suatu jabatan. Dengan 
berdasar pada Undang-Undang 
Nomor 2 tahun 2014 tentang peruba-
han Undang-Undang 30 Tahun 2004 
tentang Jabatan Notaris (UUJN), 
para notaris di Indonesia wajib untuk 
memahami apa yang menjadi 
wewenang dan kewajiban mereka 
serta larangan yang tidak boleh 
dilakukan dalam pelaksanaan tugas 
jabatannya.
Sebagaimana diketahui bahwa 
Akta Notaris yang merupakan suatu 
akta otentik yang memiliki kekuatan 
pembuktian lengkap atau sempurna 
dalam sengketa hukum perdata, 
ternyata dapat mengalami penurunan 
status (degradasi) dari kekuatan bukti 
lengkap dan sempurna menjadi 
permulaan bukti seperti akta dibawah 
tangan, dan dapat cacat hukum yang 
menyebabkan kebatalan atau ketidak 
absahan akta tersebut. Apabila terjadi 
degradasi dari akta otentik menjadi 
akta dibawah tangan atau bahkan 
batal demi hukum maka hal itu akan 
menimbulkan kerugian bagi para 
pihak. Oleh karenanya Notaris terse-
but dapat digugat oleh pihak. Pihak 
yang menderita kerugian dapat 
menuntut dengan tuntutan melaku-
kan perbuatan melanggar hukum 
(onrechtmatige daad ) yang disyarat-
kan dalam pasal 1365 maupun dalam 
pasal 1367 KUH Perdata atau ingkar 
janji atau wanprestasi menurut pasal 
1234 KUH Perdata.
Sanksi administrasi terhadap 
Notaris yang melanggar ketentuan 
peraturan perundang-undangan ada 5 
jenis sanksi administrasi yang 
berlakunya secara berjenjang yaitu 
berupa : 1. Teguran lisan, 2. Teguran 
tertulis, 3. Pemberhentian sementara, 
4. Pemberhentian dengan hormat, 
dan 5. Pemberhentian tidak hormat. 
Sedangkan penjatuhan sanksi pidana 
terhadap Notaris dapat dilakukan 
sepanjang memenuhi rumusan 
pelanggaran yang tersebut dalam 
Undang-Undang Jabatan Notaris, 
kode etik jabatan notaris, juga harus 
memenuhi unsur-unsur dalam KUH-
Pidana.
Pada dasarnya hak ingkar adalah 
hak untuk mengundurkan diri dari 
memberikan kesaksian dimuka 
Pengadilan dalam masalah Perdata 
maupun Pidana. Dalam perkara 
perdata, notaris lebih leluasa untuk 
menggunakan hak ingkar yang dibe- 
rikan undang-undang kepadanya. 
Istilah hak ingkar ini merupakan 
terjemahan dari bahasa Belanda 
verschoningsrecht yang artinya 
adalah hak untuk dibebaskan dari 
memberikan keterangan sebagai 
saksi dalam suatu perkara perdata 
maupun pidana. Hak ini merupakan 
pengecualian dari prinsip umum 
bahwa setiap orang yang dipanggil 
sebagai saksi wajib memberikan 
kesaksian itu.
Akan tetapi, terlepas dari itu 
semua haruslah digarisbawahi bahwa 
hak ingkar adalah “hak” bukan 
kewajiban. Dengan pengertian 
bahwa Notaris tetaplah dihadapkan 
pada akibat hukum tertentu apabila 
menggunakan atau tidak menggu-
nakan hak yang telah diberikan oleh 
undang-undang tersebut. Untuk 
itulah notaris diberikan kesempatan 
terlebih dahulu untuk memutuskan 
apakah akan menggunakan hak 
ingkar dalam pemberian suatu kesak-
sian atau tidak. Jadi jelas bahwa 
Undang-undang meletakkan kewa-
jiban secara umum kepada setiap 
orang yang cakap menjadi saksi 
untuk memberikan kesaksian di 
muka pengadilan, baik dalam proses 
perdata maupun pidana. 
Tulisan singkat ini akan mencoba 
memahami ruang lingkup hak ingkar. 
Hak ingkar ini merupakan bagian 
yang tak terpisahkan dari bagian 
kode etik Notaris. Undang-Undang 
Jabatan Notaris dalam penerapannya 
pada perkara perdata maupun perka-
ra pidana akan melibatkan notaris 
sebagai pihak atau sebagai saksi. 
Disamping itu juga sekaligus untuk 
menjawab apakah majelis pengawas 
notaris memiliki kewenangan untuk 
memberikan persetujuan kepada 
hakim dalam pemanggilan notaris 
sebagai saksi dan atau pengambilan 
foto copy minuta, surat-surat lainnya 
yang dilekatkan pada minuta akta 
dan protokol notaris  yang berada 
dalam penyimpanan atau pengambi-
lan minuta akta, surat surat yang 
dilekatkan pada minuta akta dan 
protokol notaris dalam penyim-
panan, sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2014 tentang perubahan 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2004 tentang Jabatan Notaris.
Permasalahan
Berdasarkan latar belakang terse-
but, maka permasalahan yang akan 
dikaji dalam tulisan ini adalah
1. Apakah yang dimaksud dengan 
hak ingkar Notaris dan dasar 
hukum pengaturannya? 
2. Bagaimana hak ingkar notaris 
sebagai saksi dapat diterapkan 
dalam perkara perdata dan pidana 
dalam sidang pengadilan? 
3. Apakah majelis pengawas notaris 
mempunyai kewenangan untuk 
memberikan izin kehadiran 
Notaris dalam sidang pengadilan?
Pembahasan
Hak Ingkar Notaris dan Dasar 
Hukum Pengaturannya
 Sebelum membahas lebih 
lanjut mengenai hak ingkar dan dasar 
hukum serta kewenangan majelis 
pengawas notaris untuk merekomen-
dasikan dapat dipanggilnya notaris 
sebagai saksi dalam perkara perdata 
dan pidana maka terlebih dahulu 
akan diuraikan mengenai sejarah 
mulai berkembangnya notaris ini. 
Sejarah perkembangan Notaris ini 
penting diketahui agar dapat dipaha-
mi bagaimana sebetulnya pengaruh 
hak ingkar notaris tersebut perlu 
dipahami oleh semua pihak, terutama 
hakim dan penyidik polisi. 
Notaris adalah sebuah profesi 
yang dapat dilacak balik ke abad ke 
2-3 pada masa Roma Kuno, dimana 
mereka dikenal sebagai scribae, 
tabellius atau notarius. Pada masa 
itu, mereka adalah golongan orang 
yang mencatat pidato. Istilah notaris 
diambil dari nama pengabdinya, 
Notarius, yang kemudian menjadi 
istilah/titel bagi golongan orang 
penulis cepat atau stenografer. Nota- 
ris adalah salah satu cabang dari 
profesi hukum yang tertua di dunia.
Sekitar abad ke 5, notaris diang-
gap sebagai pejabat istana. Di Italia 
utara sebagai daerah perdagangan 
utama pada abad ke 11 - 12, dikenal 
Latijnse Notariat, yaitu orang yang 
diangkat oleh penguasa umum, 
dengan tujuan melayani kepentingan 
masyarakat umum, dan boleh 
mendapatkan honorarium atas 
jasanya oleh masyarakat umum.
Latijnse notariat ini murni berasal 
dari Italia Utara, bukan sebagai 
pengaruh hukum Romawi Kuno. 
Pada tahun 1888, terbitlah buku 
Formularium Tabellionum oleh Ime-
rius, pendiri sekolah Bologna, dalam 
rangka peringatan 8 abad sekolah 
hukum Bologna. Berturut-turut sera-
tus tahun kemudian ditebitkan 
Summa Artis Notariae oleh Rantero 
dari Perugia, kemudian pada abad ke 
13 buku dengan judul yang sama 
diterbitkan oleh Rolandinus 
Passegeri. Ronaldinus Passegeri 
kemudian juga menerbitkan Flos 
Tamentorum. Buku-buku tersebut 
menjelaskan definisi notaris, fungsi, 
kewenangan dan kewajiban-kewa-
jibannya.
Sebelum diperlakukan 
Undang-Undang Nomor 2 tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN), Negara Indonesia 
masih mempergunakan dan memakai 
peraturan Jabatan Notaris yang 
berasal dari produk bangsa Belanda 
sebagai bangsa penjajah. Pember-
lakuan Peraturan Jabatan Notaris 
bangsa penjajah ini diperkenankan 
oleh Pasal 2 Aturan Peralihan 
Undang-Undang Dasar 1945, yang 
mengatakan bahwa segala badan 
negara dan peraturan yang ada masih 
langsung berlaku, selama belum 
diadakan yang baru menurut 
Undang-Undang Dasar 1945 ini.
Perkembangan lembaga notaris di 
Indonesia, mulai masuk pada permu-
laan abad ke 17. Menurut Jan Pie- 
terszoon Coen di Jacatra  (sekarang 
Jakarta) antara tahun 1617 sampai 
1629, untuk keperluan para 
penduduk dan para pedagang perlu 
mengangkat seorang notaris, yang 
disebut Notarium Publicum (Lum-
ban Tobing1,1983:15).   Sejak tang-
gal 27 Agustus 1620 diangkat notaris 
pertama di Indonesia yaitu Melchior 
Kerchem, sebagai sekretaris College 
Van Schepenen (urusan perkapalan 
kota) di Jakarta untuk merangkap 
sebagai notaris yang berkedudukan 
di Jakarta. Tugas dari Melchior 
Kerchem sebagai notaris dalam surat 
pengangkatannya, yaitu melayani 
dan melakukan semua surat libel 
(Smaadschrift) yang bahasa Indone-
sianya yaitu tulisan menghina/menis-
ta, surat wasiat di bawah tangan, 
persiapan penerangan, akta perjanji-
an perdagangan, perjanjian kawin, 
surat wasiat, dan akta-akta lainnya 
dan ketentuan-ketentuan yang perlu 
Daerah Tingkat kotapraja (Komar 
Andasasmita,1981:37). Setelah pe- 
ngangkatan notaris pertama jumlah 
notaris di Indonesia kian berkem-
bang dan pada tahun 1650 di Batavia 
hanya ada dua orang notaris yang 
diangkat. 
Menurut kenyataannya para 
notaris pada waktu itu tidak mempu-
nyai kebebasan didalam menjalan- 
kan jabatannya, karena notaris pada 
masa itu adalah pegawai dari Vereni-
gde Oost Indie Compagnie (VOC). 
Bahkan tahun 1632 dikeluarkan 
plakat yang berisi ketentuan bahwa 
notaris, sekretaris dan pejabat lain- 
nya dilarang untuk membuat 
akta-akta transport, jual beli, surat 
wasiat dan lain-lain akta, jika tidak 
mendapat persetujuan terlebih 
dahulu dari Gubernur Jenderal dan 
daden van indie dengan ancaman 
akan kehilangan jabatannya. Namun 
dalam prakteknya ketentuan tersebut 
tidak dipatuhi oleh pejabat-pejabat 
atau notaris yang bersangkutan. 
Maksud dan tujuan membawa 
lembaga kenotariatan ke Indonesia 
adalah untuk memenuhi kebutuhan 
akan alat bukti autentik  yang sangat 
dibutuhkan untuk menggunakan hal 
dan kepentingan yang timbul karena 
adanya transaksi dagang yang 
mereka lakukan. Lembaga kenotaria-
tan di Indonesia pada waktu itu 
belum dikenal dan meluas ke 
kota-kota kecil bahkan desa-desa hal 
ini dikarenakan sebelum perang 
dunia ke 2 (dua) hampir seluruh 
notaris yang ada di Indonesia pada 
waktu itu adalah berkebangsaan 
Belanda. Sedangkan yang berke-
bangsaan Indonesia sangat sedikit 
jumlahnya, lagi pula mereka mempu-
nyai kedudukan di kota-kota besar 
sedangkan orang-orang Indonesia 
berada di daerah-daerah. Di samping 
itu tingkat kesadaran dan budaya 
hukum masyarakat Indonesia pada 
waktu itu suatu masyarakat yang 
masih bersifat primordial yang masih 
berpegang teguh pada hukum adat 
serta kaidah-kaidah religius, lebih- 
lebih lagi para pengasuh dari lemba-
ga notiariat itu lebih menitikberatkan 
orientasinya pada hukum barat. 
Semua itu merupakan faktor-faktor 
penghambat yang tidak menguntung-
kan bagi perkembangan dan untuk 
dikenalnya lembaga notariat ini 
dengan cepat dan secara luas dika-
langan masyarakat yang justru harus 
dilayaninya. 
Lembaga kemasyarakatan yang 
dikenal sebagai notariat ini  timbul 
dari kebutuhan dalam pergaulan 
sesama manusia yang menghendai 
adanya alat bukti baginya mengenai 
hubungan hukum keperdataan yang 
ada dan/atau terjadi diantara mereka 
suatu lembaga dengan para pengab-
dinya yang ditugaskan oleh kekua-
saan umum (openbaar gezag) untuk 
dimana dan apabila undang-undang 
mengharuskan sedemikian atau dike-
hendaki oleh masyarakat membuat 
alat bukti tertulis yang mempunyai 
kekuatan autentik. 
Saat ini notaris dikenal sebagai 
orang yang melayani masyarakat 
untuk membuat akta atau doku-
men-dokumen yang autentik. Akan 
tetapi, tugas ini sedikit berbeda 
dengan yang dilakoni para notaris 
pada awal kemunculannya. Saat 
kejayaan bangsa Romawi, tidak 
hanya ada kelompok gladiator di 
sana, tetapi juga hidup sekelompok 
orang yang disebut notarius. 
Berbicara mengenai notaris, 
berarti kita bicara mengenai autenti- 
sitas dokumen. Hal itulah yang men-
jadi salah satu alasan orang berkun-
jung ke notaris. Pengakuan akan sifat 
autentisitas dokumen tersebut tidak 
datang secara serta merta, tetapi 
pengakuan baru muncul pada abad 
ke-13 (tiga belas), sekian ratus tahun 
setelah kemunculan jabatan notaris. 
Beberapa ratus tahun kemudian 
barulah muncul peraturan yang dise-
but ventosewet (Ira Koesoemawati 
dan Yunirman Rijan,2009). 
Di Indonesia, notaris bertindak 
sebagai pelayan masyarakat. Hal ini 
karena notaris adalah pejabat yang 
diangkat oleh pemerintah untuk 
melayani kebutuhan masyarakat 
akan dokumen-dokumen legal yang 
sah. Meskipun status notaris sebagai 
pelayan masyarakat, jangan 
berpikiran bahwa notaris menggu-
nakan pakaian yang sederhana. 
Justru sebaliknya, notaris me- 
ngenakan pakaian yang resmi dan 
eksklusif guna menunjukkan profe-
sionalisme dan keseriusan mereka. 
Sebagai seorang dengan jabatan 
notaris sudah seharusnya orang 
tersebut dalam menjalankan jabatan-
nya lebih “diistimewakan” kedudu-
kannya dalam hukum dibandingkan 
dengan orang lain. Namun seorang 
notaris di luar jabatannya adalah 
orang yang memiliki kedudukan 
yang sama dengan orang yang lain 
(equality before the law). 
Tentu saja ada beberapa hal yang 
harus dipenuhi untuk menjadi 
seorang notaris. Tidak mungkin 
seorang notaris dapat berpraktek 
tanpa memiliki kemampuan mema-
dai. Latar belakang pendidikan 
hukum merupakan sebuah kenis-
cayaan. Setelah lulus dari fakultas 
hukum, seorang calon notaris wajib 
mengikuti kuliah bidang kenotaria-
tan atau menempuh pendidikan 
Strata 2 (dua)  hukum bidang keno-
tariatan. Tidak cukup berbekal 
pendidikan formil saja untuk menja-
di profesi notaris di Indonesia. Syarat 
lain menjadi calon notaris di Indone-
sia secara umum adalah orang yang 
berkewarganegaraan Indonesia. Oleh 
karena seorang notaris adalah peja-
bat umum yang diangkat oleh negara 
untuk mewakili negara dalam pem-
buatan akta-akta autentik yang 
dibuat berisi hal-hal yang sifatnya 
rahasia. Tentu akan berbahaya, jika 
jabatan ini dipegang oleh seorang 
warga negara asing. Bisa–bisa raha-
sia negeri ini jatuh ke tangan negara 
lain. 
Menjadi notaris yang baik ditun-
tut untuk memiliki kedewasaan yang 
matang. Menurut Kitab Undang-Un-
dang Hukum Perdata (selanjutnya 
disingkat KUHPerdata) bahwa usia 
dewasa seseorang adalah 21 (duapu-
luh satu) tahun, tetapi seseorang 
untuk dapat menjadi notaris 
berdasarkan berdasarkan Undang- 
Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang 
perubahan Undang-Undang 30 
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 
(UUJN) haruslah berusia 27 (dua 
puluh tujuh) tahun. 
Di Indonesia para notaris berhim-
pun dalam sebuah wadah perkumpu-
lan yang bernama Ikatan Notaris 
Indonesia (yang selanjutnya dising-
kat INI). INI merupakan perkumpu-
lan notaris yang legal dan sudah 
berbadan hukum sesuai SK Menteri 
Kehakiman Replubik Indonesia 
tanggal 23 Januari 1995 Nomor 
C210221.HT.01.06. 
Hak ingkar ini mulai diperbin-
cangkan berawal dengan ditariknya 
seorang notaris sebagai salah satu 
tergugat dalam suatu perkara perdata 
antara Badan Penyehatan Perbankan 
Nasional (Kreditur) selaku penggu-
gat dan nasabah debitur selaku 
tergugat, dengan obyek sengketa 
adanya 2 (dua) salinan akta penga-
kuan hutang yang dibuat dihadapan 
notaris yang sama dengan nomor dan 
tanggal yang sama, namun substansi 
jumlah hutangnya berbeda dalam 2 
(dua) salinan akta tersebut. Ma- 
sing-masing pihak berpegang kepada 
salinan akta pengakuan hutangnya. 
Dalam kasus ini majelis hakim 
melalui suratnya kepada majelis 
pengawas notaris telah meminta 
persetujuan agar foto copy minuta 
aktanya dapat dibawa oleh notaris 
yang bersangkutan dalam sidang 
pengadilan (Pieter Latumeten,2012).
Selain kewajiban untuk melaku-
kan hal-hal yang telah diatur dalam 
UU, notaris masih memiliki suatu 
kewajiban lain. Hal ini berhubungan 
dengan sumpah/janji notaris yang 
berisi bahwa notaris akan meraha-
siakan isi akta dan keterangan yang 
diperoleh dalam pelaksanaan jabatan 
notaris. Secara umum, notaris wajib 
merahasiakan isi akta dan keterangan 
yang diperoleh dalam pembuatan 
akta notaris, kecuali diperintahkan 
oleh undang-undang bahwa notaris 
tidak wajib merahasiakan dan mem-
berikan keterangan yang diperlukan 
yang berkaitan dengan akta tersebut. 
Dengan demikian, hanya undang-un-
dang saja yang dapat memerintahkan 
notaris untuk membuka rahasia isi 
akta dan keterangan/pernyataan yang 
diketahui oleh notaris yang berkaitan 
dengan pembuatan akta yang dimak-
sud.
Hal ini dikenal dengan “kewa-
jiban ingkar” notaris (Tan Thong 
Kie,2000:67) Instrumen untuk 
ingkar bagi notaris ditegaskan 
sebagai salah satu kewajiban notaris 
yang disebut dalam Pasal 16 ayat (1) 
huruf e UUJN, sehingga kewajiban 
ingkar untuk notaris melekat pada 
tugas jabatan notaris. Kewajiban 
ingkar ini mutlak harus dilakukan 
dan dijalankan oleh notaris, kecuali 
ada undang-undang yang memerin-
tahkan untuk menggugurkan kewa-
jiban ingkar tersebut. Kewajiban 
untuk ingkar ini dapat dilakukan 
dengan batasan sepanjang notaris 
diperiksa oleh instansi mana saja 
yang berupaya untuk meminta 
pernyataan atau keterangan dari 
notaris yang berkaitan dengan akta 
yang telah atau pernah dibuat oleh 
atau di hadapan notaris yang  ber-
sangkutan.
Pasal 1909 Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata (KUHPerdata) 
mewajibkan setiap orang yang cakap 
untuk menjadi saksi, untuk memberi-
kan kesaksian di muka pengadilan. 
Pada umumnya semua orang dapat 
menjadi saksi, akan tetapi dalam 
KUHAP (Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana) juga mengatur 
beberapa pihak yang tidak dapat 
menjadi saksi, yaitu dalam Pasal 168 
KUHAP dan Pasal 170 KUHAP. 
Pasal 168 KUHAP memberikan 
pengecualian bagi saksi yang mem-
punyai hubungan kekeluargaan 
dengan terdakwa dan dalam Pasal 
170 ayat (1) KUHAP memberikan 
verschoningsrecht (hak mengundur-
kan diri) dari pemberian kesaksian 
bagi mereka yang karena jabatan, 
harkat martabat dan  pekerjaannya 
wajib menyimpan rahasia.  
Baik menurut Pasal 322 KUHP 
(Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana) maupun menurut Pasal 146 
HIR dan 277 RIB ada kategori-kate-
gori orang yang karena jabatan atau 
pekerjaannya dianggap sebagai 
wajib penyimpan rahasia. Dalam 
Pasal 322 KUHP diadakan sanksi 
pidana terhadap mereka dari kate-
gori-kategori tersebut yang dengan 
sengaja membuka rahasia itu, 
sedangkan menurut Pasal 146 HIR 
dan Pasal 277 RIB mereka boleh 
menolak untuk memberi kesaksian 
mengenai rahasia tersebut (S 
Lumban Tobing (1933:4). 
Penerapan Hak Ingkar Notaris 
Dalam Perkara Perdata dan 
Pidana 
Dalam praktiknya, jika ternyata 
notaris sebagai saksi atau tersangka, 
tergugat, ataupun dalam pemerik-
saan oleh Majelis Pengawas Notaris 
membuka rahasia dan memberikan 
keterangan/pernyataan yang seharus-
nya wajib dirahasiakan, sedangkan 
undang-undang tidak memerintah-
kannya, maka atas pengaduan pihak 
yang merasa dirugikan dapat menun-
tut notaris yang bersangkutan. 
Dalam hal ini, dapat dikenakan Pasal 
322 ayat (1) dan (2) KUHP, yaitu 
membongkar rahasia, yang padahal 
sebenarnya notaris wajib menyim-
pannya. Bahkan sehubungan dengan 
perkara perdata, yaitu apabila notaris 
berada dalam kedudukannya sebagai 
saksi, maka notaris dapat meminta 
untuk dibebaskan dari kewajibannya 
untuk memberikan kesaksian, karena 
jabatannya menurut undang-undang 
diwajibkan untuk merahasiakannya 
(R.Soegondo Notodisoerjo,1982:97- 
98). 
Larangan notaris merupakan 
suatu tindakan yang dilarang untuk 
dilakukan oleh notaris. Jika larangan 
ini dilanggar oleh notaris, maka 
kepada notaris yang melanggar akan 
dikenakan sanksi sebagaimana yang 
tersebut dalam Pasal 85 UUJN. 
Kewajiban bagi notaris untuk 
mengucapkan sumpah sebelum men-
jalankan jabatannya sebagai notaris 
telah ada sejak dari dahulu. Dalam 
sumpah jabatan notaris ditetapkan 
bahwa notaris berjanji di bawah 
sumpah untuk merahasiakan sera-
pat-rapatnya isi akta-akta sesuai 
dengan ketentuan-ketentuan peratu- 
ran-peraturan itu. Peraturan-peratu- 
ran yang  dimaksudkan itu adalah 
peraturan-peraturan dalam Undang- 
Undang Jabatan Notaris khususnya 
Pasal 16, yang berisikan larangan 
bagi notaris untuk memberikan 
grosse akta, salinan/kutipan atau 
memperlihatkan atau memberitahu-
kan isi akta-aktanya selain kepada 
orang-orang yang langsung berke- 
pentingan pada akta itu, para ahli 
warisnya dan para penerima hak 
mereka, kecuali yang dalam hal-hal 
yang diatur dalam peraturan-peratu- 
ran umum. 
Pasal 4 Undang-Undang Jabatan 
Notaris menyatakan lebih luas, 
bahwa kewajiban merahasiakan ini 
juga meliputi keterangan yang diper-
oleh notaris dalam pelaksanaan 
jabatannya. Hal ini lebih karena 
jabatan yang dipangku oleh notaris 
adalah jabatan kepercayaan dan 
justru oleh karena itu seseorang 
bersedia mempercayakan sesuatu 
kepercayaan kepadanya. 
Wajib menyimpan atau meme-
gang rahasia ini dapat diketahui dari 
kode etik profesi. Point ke-5 Sumpah 
Jabatan Notaris menyatakan : 
“Bahwa saya akan merahasiakan 
serapat-rapatnya isi akta-akta selaras 
dengan ketentuan-ketentuan peratu- 
ran ini.” Etika memberikan kewa-
jiban bagi kaum profesional hukum 
sebagai aparat atau pejabat untuk 
menyimpan rahasia, sehingga secara 
etis pula tidak dibenarkan kaum 
profesional hukum membuka rahasia 
yang diberitahukan, dipercayakan 
dan diperolehnya, dari klien (Liliana 
Tedjosaputro,2003:80). 
Notaris masih dapat meraha-
siakan semua apa yang diberitahukan 
kepadanya dalam jabatannya terse-
but termasuk isi-isi akta dengan 
mempergunakan hak yang diberikan 
kepadanya dalam Pasal 1946 ayat (3) 
(Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdata 
(Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata)) dan Pasal 148 KUHP 
(Pasal 146 ayat (3) HIR) untuk me- 
ngundurkan diri sebagai saksi apabi-
la ia dipanggil sebagai saksi untuk 
didengar keterangannya di muka 
pengadilan. 
Apabila notaris dipanggil menjadi 
saksi di muka persidangan penga-
dilan, ia berdasarkan Pasal 1909 ayat 
(2) KUHPerdata dan Pasal-pasal 146 
HIR dan 227 RIB, dapat mempergu-
nakan haknya untuk mengundurkan 
diri sebagai saksi, dengan jalan 
menuntut penggunaan Verschonings-
recht (dahulu “hak ingkar”). 
Verschoningsrecht (hak mengundur-
kan diri) merupakan pengecualian 
terhadap ketentuan umum yang dise-
but tadi, yaitu bahwa setiap orang 
yang dipanggil sebagai saksi, wajib 
memberikan kesaksian (ibid:20).  
Verschoningsrecht berbeda de- 
ngan wraken, dalam kamus hukum 
Yan Pramadya Puspa Verschonings-
recht diartikan sebagai permohonan 
agar dibebaskan dari, hak mengun-
durkan diri (Yan Pramadya Puspa, 
1977:253).
 Sedangkan wraken dalam kamus 
Belanda – Indonesia Datje Rahajoe-
koe diartikan sebagai menolak, 
menolak sebagai saksi Datje Rahajoe 
Koesoemah,1991:302).  Wraken (hak 
ingkar) ada pada pihaknya, penggu-
gat maupun tergugat; mengingkari 
kewenangan hakim yang memeriksa 
perkara karena mempunyai kepenti- 
ngan atau hubungan dengan perkara 
yang diperiksanya. Hak ingkar inilah 
yang dimaksud sebagaimana diatur 
dalam Pasal 28 Undang-undang 
Pokok Kekuasaan Kehakiman 
Nomor 14 Tahun 1970.  
Kewenangan Majelis Pengawas 
Notaris Memberikan Izin Keha- 
diran Notaris Dalam Sidang Pen-
gadilan
Pertanyaan yang sering muncul 
adalah dapatkah notaris dipaksa 
untuk hadir sebagai saksi dalam 
perkara perdata dan apakah untuk 
bertindak sebagai saksi, diperlukan 
persetujuan majelis pengawas notaris 
sebagaimana yang dimaksud dalam 
pasal 66 Undang-Undang Jabatan 
Notaris. Pertanyaan-pertanyaan di- 
atas merupakan pertanyaan yang 
sering muncul yang memerlukan 
jawaban.
Majelis Pengawas adalah suatu 
badan yang mempunyai kewenangan 
dan kewajiban untuk melaksanakan 
pembinaan dan pengawasan terhadap 
Notaris. Menurut Pasal 1 ayat (6) 
Undang-Undang Nomor 2 tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN), Majelis Pengawas 
Notaris merupakan suatu badan yang 
memiliki wewenang dan untuk 
melakukan pembinaan dan penga-
wasan terhadap Notaris. Menurut 
Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Nomor M.02. 
PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata 
Cara Pengangkatan Anggota, Pem-
berhentian Anggota, Susunan Orga- 
nisasi, Tata Kerja dan Tata Cara 
Pemeriksaan Majelis Pengawas 
Notaris, Majelis Pengawas Notaris 
adalah suatu badan yang mempunyai 
kewenangan dan kewajiban untuk 
melaksanakan pengawasan dan pem-
binaan terhadap Notaris.  
Menurut Peraturan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Nomor M.02. 
PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata 
Cara Pengangkatan Anggota, Pem-
berhentian Anggota, Susunan Orga- 
nisasi, Tata Kerja dan Tata Cara 
Pemeriksaan Majelis Pengawas 
Notaris, Majelis Pengawas Notaris 
yaitu Majelis Pengawas yang tugas- 
nya memberi pembinaan dan penga-
wasan kepada notaris dalam men-
jalankan jabatan profesinya sebagai 
pejabat umum yang senantiasa 
meningkatkan profesionalisme dan 
kualitas kerjanya sehingga dapat 
memberikan jaminan kepastian dan 
perlindungan hukum bagi penerima 
jasa Notaris dan masyarakat luas
Menurut Pasal 1 ayat (6) Peratu- 
ran Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Nomor: 
M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang 
Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, 
Pemindahan dan Pemberhentian 
Notaris, Majelis Pengawas Notaris 
adalah suatu badan yang mempunyai 
kewenangan dan kewajiban untuk 
melaksanakan pembinaan dan 
pengawasan terhadap Notaris.
Menurut Pasal 1 ayat (7) Peratur-
an Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Nomor: 
M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang 
Pengambilan  Minuta Akta dan 
Pemanggilan Notaris, yang dimak-
sud dengan Majelis Pengawas 
Daerah adalah suatu badan yang 
mempunyai kewenangan dan kewa-
jiban untuk melaksanakan penga-
wasan dan pembinaan terhadap 
Notaris yang berkedudukan di Kabu-
paten atau kota. Selanjutnya dalam  
Peraturan Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia 
tersebut juga dijelaskan tingka-
tan-tingkatan Majelis Pengawas 
Notaris.
Dalam Pasal 68, Pasal 69 ayat (1), 
Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 76 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN), disebutkan bahwa 
tingkatan-tingkatan Majelis Penga-
was Notaris tersebut meliputi :  
1   Majelis Pengawas Daerah Notaris 
berkedudukan di kota atau kabu-
paten;  
2   Majelis Pengawas Wilayah Nota- 
ris dibentuk dan berkedudukan di 
Ibukota Propinsi; 
3  Majelis Pengawas Pusat Notaris 
dibentuk dan berkedudukan di 
Ibukota Negara Kesatuan Repu- 
blik Indonesia
Wewenang Majelis Pengawas 
Daerah Notaris berkaitan dengan 
pengambilan Minuta Akta dan/ atau 
pemanggilan Notaris baik sebagai 
saksi maupun sebagai tersangka  
oleh Penyidik, Penuntut Umum atau 
Hakim, yaitu:  
1. Prosedur Pengambilan Minuta 
Akta oleh Penyidik, Penuntut 
Umum atau Hakim, dalam Pasal 8 
ayat 1, Pasal 9 sampai dengan 11, 
yaitu: 
a.  Penyidik, Penuntut Umum atau 
Hakim untuk kepentingan 
proses peradilan dapat me- 
ngambil Minuta Akta dan/ atau 
surat-surat yang dilekatkan 
pada Minuta Akta atau 
Protokol Notaris yang terdapat 
dalam Penyimpanan Notaris, 
dengan meminta kepada 
Notaris yang bersangkutan 
untuk membawa Minuta Akta 
dan/ atau sutat-surat yang 
dilekatkan pada Minuta Akta 
atau Protokol Notaris yang 
terdapat dalam Penyimpanan 
Notaris, dengan syarat harus 
megajukan permohonan tertu-
lis pada Majelis Pengawas 
Daerah Notaris setempat.
b. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris memberikan persetu-
juan untuk pengambilan 
Minuta Akta dan atau surat-su-
rat yang dilekatkan pada 
Minuta Akta atau Protokol 
Notaris dalam Penyimpanan 
Notaris oleh Penyidik, Penun-
tut Umum atau Hakim untuk 
kepentingan proses peradilan, 
apabila: 
1   Ada dugaan tindak pidana 
yang terkait dengan 
Minuta Akta dan/ atau 
surat-surat yang dilekat-
kan pada Minuta Akta atau 
Protokol Notaris dalam 
penyimpanan Notaris;  
2    Belum gugur hak menuntut 
berdasarkan ketentuan 
tentang daluarsa peraturan 
perundang-undangan di 
bidang pidana;  
3    Ada penyangkalan keabsa-
han tanda tangan dari para 
pihak;  
4   Ada dugaan pengurangan 
atau penambahan dari 
Minuta Akta; 
5   Ada dugaan Notaris me- 
lakukan pemunduran 
tanggal akta. 
c. Persetujuan Majelis Penga-
was Daerah Notaris diberikan 
setelah mendengar keterangan 
dari Notaris yang bersangku-
tan;
d. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris tidak memberikan 
persetujuan untuk pengambi-
lan Minuta Akta dan/ atau 
surat-surat yang dilekatkan 
pada Minuta Akta atau Pro- 
tokol Notaris dalam penyim-
panan Notaris, apabila tidak 
memenuhi ketentuan pada 
Pasal  9;
e. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dalam waktu paling 
lambat 14 (empat belas) hari 
sejak permohonan pengambi-
lan Minuta Akta dan/atau 
surat-surat yang dilekatkan 
Pada Minuta Akta atau 
Protokol Notaris oleh Penyi- 
dik, Penuntut Umum atau 
Hakim harus memberikan 
persetujuan atau tidak mem-
berikan persetujuan terhadap 
pengambilan tersebut; 
f. Jika jangka waktu 14 (empat 
belas) hari itu terlampaui maka 
Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dianggap menyetujui 
pengambilan Minuta Akta 
dan/ atau surat-surat yang 
dilekatkan pada Minuta Akta 
atau Protokol Notaris.
2. Prosedur Pemanggilan Notaris 
oleh Penyidik, Penuntut Umum 
atau Hakim dalam Pasal 14 
sampai dengan Pasal 18:  
a. Penyidik, Penuntut Umum 
atau Hakim, untuk kepenti- 
ngan proses peradilan dapat 
memanggil Notaris sebagai 
saksi, tersangka atau terdakwa 
dengan mengajukan permo-
honan tertulis kepada Majelis 
Pengawas Daerah Notaris 
setempat; 
b. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dapat memberikan 
persetujuan pemanggilan No- 
taris sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 ayat (1) apabi-
la: 
Ada dugaan tindak pidana yang 
berkaitan dengan Minuta Akta dan 
atau surat-surat yang dilekatkan pada 
Minuta Akta atau Protokol Notaris 
yang terdapat dalam penyimpanan 
Notaris;  
1. Belum gugurnya hak menun-
tut berdasarkan ketentuan 
tentang daluarsa dalam pera-
turan perundang-undangan 
dibidang pidana; 
c. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris  dapat memberi per- 
setujuan kepada Penyidik, 
Penuntut Umum atau Hakim 
setelah mendengar keterangan 
dari Notaris yang bersangku-
tan;
d. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris tidak memberikan per- 
setujuan pemanggilan Notaris 
sebagai saksi, tersangka atau 
terdakwa kepada Penyidik, 
Penuntut Umum atau Hakim, 
apabila tidak memenuhi per- 
syaratan dalam Pasal 15;
e. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris wajib memberikan 
persetujuan atau tidak mem-
berikan persetujuan secara 
tertulis dalam jangka waktu 
paling lambat 14 (empat belas) 
hari sejak permohonan secara 
tertulis untuk pemanggilan 
Notaris sebagai saksi, tersang-
ka atau terdakwa yang diaju-
kan oleh Penyidik, Penuntut 
Umum atau Hakim kepada 
Majelis Pengawas Notaris;
f. Jika jangka waktu 14 (empat 
belas) hari terlampaui dan 
Majelis Pengawas Daerah 
Notaris tidak memberikan 
persetujuan atau penolakan 
persetujuan pemanggilan 
Notaris sebagai saksi, tersang-
ka atau terdakwa secara tertu-
lis kepada Penyidik, Penuntut 
Umum atau Hakim, maka 
Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dianggap menyetujui 
pemanggilan Notaris.
Simpulan
Pada dasarnya hak ingkar adalah 
hak untuk mengundurkan diri dari 
memberikan kesaksian dimuka 
Pengadilan dalam masalah Perdata 
maupun Pidana. Dalam perkara 
perdata, notaris lebih leluasa untuk 
menggunakan hak ingkar yang dibe- 
rikan undang-undang kepadanya. 
Istilah hak ingkar ini merupakan 
terjemahan dari bahasa Belanda 
verschoningsrecht yang artinya 
adalah hak untuk dibebaskan dari 
memberikan keterangan sebagai 
saksi dalam suatu perkara perdata 
maupun pidana. Hak ini merupakan 
pengecualian dari prinsip umum 
bahwa setiap orang yang dipanggil 
sebagai saksi wajib memberikan 
kesaksian itu. Hak Ingkar dapat 
dilihat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 
e UU No 30 Tahun 2004 jo UU No 
No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan 
Notaris.
Hak ingkar ini dalam praktek 
masih membingungkan para notaris 
untuk menggunakannya. Hal ini 
disebabkan karena hak ingkar masih 
berimplikasi dalam pelaksanaannya 
khususnya dalam perkara pidana. 
Dalam perkara pidana yang dicari 
adalah kebenaran materil sehingga 
kehadiran Notaris sebagai saksi 
sangat diperlukan, berlainan dengan 
perkara perdata yang mencari kebe-
naran formil. Kehadiran notaris 
sudah dapat dianggap ada dengan 
dihadirkan akta notaris yang dibuat 
oleh notaris yang bersangkutan. 
Menurut Peraturan Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia, pada dasarnya Majelis 
Pengawas Daerah Notaris mempu-
nyai kewenangan untuk Memberikan 
Izin Kehadiran Notaris Dalam 
Sidang Pengadilan sepanjang tidak 
bertentangan dengan peraturan dan 
undang-undang.
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Pendahuluan 
Pasca disahkannya Undang-Un-
dang Jabatan Notaris yakni Undang- 
Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang 
perubahan Undang-Undang 30 
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 
(UUJN), peranan notaris memasuki 
era baru. Lahirnya Undang-Undang 
Jabatan Notaris mengakhiri hampir 2 
abad berlakunya Peraturan Jabatan 
Notaris yaitu Reglement op Het 
Notaris Ambt in Indonesie (Stb. 
1860:3) yang mengatur mengenai 
jabatan notaris. Peraturan Jabatan 
Notaris Staatblad 1860 Nomor 3 ini 
dianggap tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan hukum dan kebutu-
han masyarakat Indonesia. Oleh 
karena itu, Peraturan Jabatan Notaris 
ini harus diganti untuk disesuaikan 
dengan kondisi dan perkembangan 
masyarakat Indonesia. Lahirnya 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN) merupakan tero-
bosan baru untuk memastikan bahwa 
fungsi notaris sebagai pejabat umum 
dapat terlaksana dengan baik.
Notaris merupakan salah satu 
pejabat negara yang kedudukannya 
sangat dibutuhkan di masa sekarang 
ini. Di masa modern ini, masyarakat 
sudah banyak tidak lagi mengenal 
perjanjian yang berdasarkan atas 
kepercayaan satu sama lain seperti 
yang mereka kenal dulu. Dahulu 
perjanjian-perjanjian menurut hu- 
kum adat tidak dibuat dalam bentuk 
tertulis, dilakukan secara lisan saja, 
oleh karena adanya saling percaya 
mempercayai. Tuntut menuntut 
boleh dikatakan sangat jarang sekali 
terjadi akibat tidak dipenuhinya 
perjanjian yang dilakukan. Oleh 
karenanya jika timbul perselisihan 
diantara mereka maka para pihak 
hanya mengajukan saksi-saksi yang 
dapat membenarkan atau menguat-
kan dalil-dalil yang dimajukan di 
muka persidangan. Oleh karena itu 
pembuktian dengan saksi dalam 
hukum adat sangatlah penting. 
Berlainan dengan sekarang 
dimana para pihak dalam membuat 
perjanjian memerlukan bentuk tertu-
lis. Bukti fisik dari perjanjian itu 
yang diperlukan. Oleh karena itu,  
setiap perjanjian yang dilakukan oleh 
masyarakat pasti akan mengarah 
kepada notaris sebagai sarana keab-
sahan perjanjian yang mereka laku-
kan. Notaris dianggap yang melahir-
kan bukti fisik dari perjanjian yang 
disepakati oleh para pihak. Oleh 
karena itulah, kedudukan notaris 
menjadi semakin penting di masa 
sekarang ini.
Sebagaimana pejabat negara lain 
yang mempunyai wewenang 
tersendiri khusus untuk pejabat 
negara bidang yang dimaksud, maka 
notaris juga memiliki kewenangan 
tersendiri yang tidak dimiliki oleh 
pejabat negara yang lainnya karena 
masing-masing pejabat Negara ini 
mempunyai kewenangan yang 
berbeda satu sama lain. 
Selain kewenangannya, para 
notaris juga memiliki kewajiban dan 
larangan yang wajib mereka patuhi 
dalam pelaksanaan tugas jabatannya. 
Kewenangan, kewajiban dan lara- 
ngan adalah konsekuensi logis dari 
adanya suatu jabatan. Dengan 
berdasar pada Undang-Undang 
Nomor 2 tahun 2014 tentang peruba-
han Undang-Undang 30 Tahun 2004 
tentang Jabatan Notaris (UUJN), 
para notaris di Indonesia wajib untuk 
memahami apa yang menjadi 
wewenang dan kewajiban mereka 
serta larangan yang tidak boleh 
dilakukan dalam pelaksanaan tugas 
jabatannya.
Sebagaimana diketahui bahwa 
Akta Notaris yang merupakan suatu 
akta otentik yang memiliki kekuatan 
pembuktian lengkap atau sempurna 
dalam sengketa hukum perdata, 
ternyata dapat mengalami penurunan 
status (degradasi) dari kekuatan bukti 
lengkap dan sempurna menjadi 
permulaan bukti seperti akta dibawah 
tangan, dan dapat cacat hukum yang 
menyebabkan kebatalan atau ketidak 
absahan akta tersebut. Apabila terjadi 
degradasi dari akta otentik menjadi 
akta dibawah tangan atau bahkan 
batal demi hukum maka hal itu akan 
menimbulkan kerugian bagi para 
pihak. Oleh karenanya Notaris terse-
but dapat digugat oleh pihak. Pihak 
yang menderita kerugian dapat 
menuntut dengan tuntutan melaku-
kan perbuatan melanggar hukum 
(onrechtmatige daad ) yang disyarat-
kan dalam pasal 1365 maupun dalam 
pasal 1367 KUH Perdata atau ingkar 
janji atau wanprestasi menurut pasal 
1234 KUH Perdata.
Sanksi administrasi terhadap 
Notaris yang melanggar ketentuan 
peraturan perundang-undangan ada 5 
jenis sanksi administrasi yang 
berlakunya secara berjenjang yaitu 
berupa : 1. Teguran lisan, 2. Teguran 
tertulis, 3. Pemberhentian sementara, 
4. Pemberhentian dengan hormat, 
dan 5. Pemberhentian tidak hormat. 
Sedangkan penjatuhan sanksi pidana 
terhadap Notaris dapat dilakukan 
sepanjang memenuhi rumusan 
pelanggaran yang tersebut dalam 
Undang-Undang Jabatan Notaris, 
kode etik jabatan notaris, juga harus 
memenuhi unsur-unsur dalam KUH-
Pidana.
Pada dasarnya hak ingkar adalah 
hak untuk mengundurkan diri dari 
memberikan kesaksian dimuka 
Pengadilan dalam masalah Perdata 
maupun Pidana. Dalam perkara 
perdata, notaris lebih leluasa untuk 
menggunakan hak ingkar yang dibe- 
rikan undang-undang kepadanya. 
Istilah hak ingkar ini merupakan 
terjemahan dari bahasa Belanda 
verschoningsrecht yang artinya 
adalah hak untuk dibebaskan dari 
memberikan keterangan sebagai 
saksi dalam suatu perkara perdata 
maupun pidana. Hak ini merupakan 
pengecualian dari prinsip umum 
bahwa setiap orang yang dipanggil 
sebagai saksi wajib memberikan 
kesaksian itu.
Akan tetapi, terlepas dari itu 
semua haruslah digarisbawahi bahwa 
hak ingkar adalah “hak” bukan 
kewajiban. Dengan pengertian 
bahwa Notaris tetaplah dihadapkan 
pada akibat hukum tertentu apabila 
menggunakan atau tidak menggu-
nakan hak yang telah diberikan oleh 
undang-undang tersebut. Untuk 
itulah notaris diberikan kesempatan 
terlebih dahulu untuk memutuskan 
apakah akan menggunakan hak 
ingkar dalam pemberian suatu kesak-
sian atau tidak. Jadi jelas bahwa 
Undang-undang meletakkan kewa-
jiban secara umum kepada setiap 
orang yang cakap menjadi saksi 
untuk memberikan kesaksian di 
muka pengadilan, baik dalam proses 
perdata maupun pidana. 
Tulisan singkat ini akan mencoba 
memahami ruang lingkup hak ingkar. 
Hak ingkar ini merupakan bagian 
yang tak terpisahkan dari bagian 
kode etik Notaris. Undang-Undang 
Jabatan Notaris dalam penerapannya 
pada perkara perdata maupun perka-
ra pidana akan melibatkan notaris 
sebagai pihak atau sebagai saksi. 
Disamping itu juga sekaligus untuk 
menjawab apakah majelis pengawas 
notaris memiliki kewenangan untuk 
memberikan persetujuan kepada 
hakim dalam pemanggilan notaris 
sebagai saksi dan atau pengambilan 
foto copy minuta, surat-surat lainnya 
yang dilekatkan pada minuta akta 
dan protokol notaris  yang berada 
dalam penyimpanan atau pengambi-
lan minuta akta, surat surat yang 
dilekatkan pada minuta akta dan 
protokol notaris dalam penyim-
panan, sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2014 tentang perubahan 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2004 tentang Jabatan Notaris.
Permasalahan
Berdasarkan latar belakang terse-
but, maka permasalahan yang akan 
dikaji dalam tulisan ini adalah
1. Apakah yang dimaksud dengan 
hak ingkar Notaris dan dasar 
hukum pengaturannya? 
2. Bagaimana hak ingkar notaris 
sebagai saksi dapat diterapkan 
dalam perkara perdata dan pidana 
dalam sidang pengadilan? 
3. Apakah majelis pengawas notaris 
mempunyai kewenangan untuk 
memberikan izin kehadiran 
Notaris dalam sidang pengadilan?
Pembahasan
Hak Ingkar Notaris dan Dasar 
Hukum Pengaturannya
 Sebelum membahas lebih 
lanjut mengenai hak ingkar dan dasar 
hukum serta kewenangan majelis 
pengawas notaris untuk merekomen-
dasikan dapat dipanggilnya notaris 
sebagai saksi dalam perkara perdata 
dan pidana maka terlebih dahulu 
akan diuraikan mengenai sejarah 
mulai berkembangnya notaris ini. 
Sejarah perkembangan Notaris ini 
penting diketahui agar dapat dipaha-
mi bagaimana sebetulnya pengaruh 
hak ingkar notaris tersebut perlu 
dipahami oleh semua pihak, terutama 
hakim dan penyidik polisi. 
Notaris adalah sebuah profesi 
yang dapat dilacak balik ke abad ke 
2-3 pada masa Roma Kuno, dimana 
mereka dikenal sebagai scribae, 
tabellius atau notarius. Pada masa 
itu, mereka adalah golongan orang 
yang mencatat pidato. Istilah notaris 
diambil dari nama pengabdinya, 
Notarius, yang kemudian menjadi 
istilah/titel bagi golongan orang 
penulis cepat atau stenografer. Nota- 
ris adalah salah satu cabang dari 
profesi hukum yang tertua di dunia.
Sekitar abad ke 5, notaris diang-
gap sebagai pejabat istana. Di Italia 
utara sebagai daerah perdagangan 
utama pada abad ke 11 - 12, dikenal 
Latijnse Notariat, yaitu orang yang 
diangkat oleh penguasa umum, 
dengan tujuan melayani kepentingan 
masyarakat umum, dan boleh 
mendapatkan honorarium atas 
jasanya oleh masyarakat umum.
Latijnse notariat ini murni berasal 
dari Italia Utara, bukan sebagai 
pengaruh hukum Romawi Kuno. 
Pada tahun 1888, terbitlah buku 
Formularium Tabellionum oleh Ime-
rius, pendiri sekolah Bologna, dalam 
rangka peringatan 8 abad sekolah 
hukum Bologna. Berturut-turut sera-
tus tahun kemudian ditebitkan 
Summa Artis Notariae oleh Rantero 
dari Perugia, kemudian pada abad ke 
13 buku dengan judul yang sama 
diterbitkan oleh Rolandinus 
Passegeri. Ronaldinus Passegeri 
kemudian juga menerbitkan Flos 
Tamentorum. Buku-buku tersebut 
menjelaskan definisi notaris, fungsi, 
kewenangan dan kewajiban-kewa-
jibannya.
Sebelum diperlakukan 
Undang-Undang Nomor 2 tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN), Negara Indonesia 
masih mempergunakan dan memakai 
peraturan Jabatan Notaris yang 
berasal dari produk bangsa Belanda 
sebagai bangsa penjajah. Pember-
lakuan Peraturan Jabatan Notaris 
bangsa penjajah ini diperkenankan 
oleh Pasal 2 Aturan Peralihan 
Undang-Undang Dasar 1945, yang 
mengatakan bahwa segala badan 
negara dan peraturan yang ada masih 
langsung berlaku, selama belum 
diadakan yang baru menurut 
Undang-Undang Dasar 1945 ini.
Perkembangan lembaga notaris di 
Indonesia, mulai masuk pada permu-
laan abad ke 17. Menurut Jan Pie- 
terszoon Coen di Jacatra  (sekarang 
Jakarta) antara tahun 1617 sampai 
1629, untuk keperluan para 
penduduk dan para pedagang perlu 
mengangkat seorang notaris, yang 
disebut Notarium Publicum (Lum-
ban Tobing1,1983:15).   Sejak tang-
gal 27 Agustus 1620 diangkat notaris 
pertama di Indonesia yaitu Melchior 
Kerchem, sebagai sekretaris College 
Van Schepenen (urusan perkapalan 
kota) di Jakarta untuk merangkap 
sebagai notaris yang berkedudukan 
di Jakarta. Tugas dari Melchior 
Kerchem sebagai notaris dalam surat 
pengangkatannya, yaitu melayani 
dan melakukan semua surat libel 
(Smaadschrift) yang bahasa Indone-
sianya yaitu tulisan menghina/menis-
ta, surat wasiat di bawah tangan, 
persiapan penerangan, akta perjanji-
an perdagangan, perjanjian kawin, 
surat wasiat, dan akta-akta lainnya 
dan ketentuan-ketentuan yang perlu 
Daerah Tingkat kotapraja (Komar 
Andasasmita,1981:37). Setelah pe- 
ngangkatan notaris pertama jumlah 
notaris di Indonesia kian berkem-
bang dan pada tahun 1650 di Batavia 
hanya ada dua orang notaris yang 
diangkat. 
Menurut kenyataannya para 
notaris pada waktu itu tidak mempu-
nyai kebebasan didalam menjalan- 
kan jabatannya, karena notaris pada 
masa itu adalah pegawai dari Vereni-
gde Oost Indie Compagnie (VOC). 
Bahkan tahun 1632 dikeluarkan 
plakat yang berisi ketentuan bahwa 
notaris, sekretaris dan pejabat lain- 
nya dilarang untuk membuat 
akta-akta transport, jual beli, surat 
wasiat dan lain-lain akta, jika tidak 
mendapat persetujuan terlebih 
dahulu dari Gubernur Jenderal dan 
daden van indie dengan ancaman 
akan kehilangan jabatannya. Namun 
dalam prakteknya ketentuan tersebut 
tidak dipatuhi oleh pejabat-pejabat 
atau notaris yang bersangkutan. 
Maksud dan tujuan membawa 
lembaga kenotariatan ke Indonesia 
adalah untuk memenuhi kebutuhan 
akan alat bukti autentik  yang sangat 
dibutuhkan untuk menggunakan hal 
dan kepentingan yang timbul karena 
adanya transaksi dagang yang 
mereka lakukan. Lembaga kenotaria-
tan di Indonesia pada waktu itu 
belum dikenal dan meluas ke 
kota-kota kecil bahkan desa-desa hal 
ini dikarenakan sebelum perang 
dunia ke 2 (dua) hampir seluruh 
notaris yang ada di Indonesia pada 
waktu itu adalah berkebangsaan 
Belanda. Sedangkan yang berke-
bangsaan Indonesia sangat sedikit 
jumlahnya, lagi pula mereka mempu-
nyai kedudukan di kota-kota besar 
sedangkan orang-orang Indonesia 
berada di daerah-daerah. Di samping 
itu tingkat kesadaran dan budaya 
hukum masyarakat Indonesia pada 
waktu itu suatu masyarakat yang 
masih bersifat primordial yang masih 
berpegang teguh pada hukum adat 
serta kaidah-kaidah religius, lebih- 
lebih lagi para pengasuh dari lemba-
ga notiariat itu lebih menitikberatkan 
orientasinya pada hukum barat. 
Semua itu merupakan faktor-faktor 
penghambat yang tidak menguntung-
kan bagi perkembangan dan untuk 
dikenalnya lembaga notariat ini 
dengan cepat dan secara luas dika-
langan masyarakat yang justru harus 
dilayaninya. 
Lembaga kemasyarakatan yang 
dikenal sebagai notariat ini  timbul 
dari kebutuhan dalam pergaulan 
sesama manusia yang menghendai 
adanya alat bukti baginya mengenai 
hubungan hukum keperdataan yang 
ada dan/atau terjadi diantara mereka 
suatu lembaga dengan para pengab-
dinya yang ditugaskan oleh kekua-
saan umum (openbaar gezag) untuk 
dimana dan apabila undang-undang 
mengharuskan sedemikian atau dike-
hendaki oleh masyarakat membuat 
alat bukti tertulis yang mempunyai 
kekuatan autentik. 
Saat ini notaris dikenal sebagai 
orang yang melayani masyarakat 
untuk membuat akta atau doku-
men-dokumen yang autentik. Akan 
tetapi, tugas ini sedikit berbeda 
dengan yang dilakoni para notaris 
pada awal kemunculannya. Saat 
kejayaan bangsa Romawi, tidak 
hanya ada kelompok gladiator di 
sana, tetapi juga hidup sekelompok 
orang yang disebut notarius. 
Berbicara mengenai notaris, 
berarti kita bicara mengenai autenti- 
sitas dokumen. Hal itulah yang men-
jadi salah satu alasan orang berkun-
jung ke notaris. Pengakuan akan sifat 
autentisitas dokumen tersebut tidak 
datang secara serta merta, tetapi 
pengakuan baru muncul pada abad 
ke-13 (tiga belas), sekian ratus tahun 
setelah kemunculan jabatan notaris. 
Beberapa ratus tahun kemudian 
barulah muncul peraturan yang dise-
but ventosewet (Ira Koesoemawati 
dan Yunirman Rijan,2009). 
Di Indonesia, notaris bertindak 
sebagai pelayan masyarakat. Hal ini 
karena notaris adalah pejabat yang 
diangkat oleh pemerintah untuk 
melayani kebutuhan masyarakat 
akan dokumen-dokumen legal yang 
sah. Meskipun status notaris sebagai 
pelayan masyarakat, jangan 
berpikiran bahwa notaris menggu-
nakan pakaian yang sederhana. 
Justru sebaliknya, notaris me- 
ngenakan pakaian yang resmi dan 
eksklusif guna menunjukkan profe-
sionalisme dan keseriusan mereka. 
Sebagai seorang dengan jabatan 
notaris sudah seharusnya orang 
tersebut dalam menjalankan jabatan-
nya lebih “diistimewakan” kedudu-
kannya dalam hukum dibandingkan 
dengan orang lain. Namun seorang 
notaris di luar jabatannya adalah 
orang yang memiliki kedudukan 
yang sama dengan orang yang lain 
(equality before the law). 
Tentu saja ada beberapa hal yang 
harus dipenuhi untuk menjadi 
seorang notaris. Tidak mungkin 
seorang notaris dapat berpraktek 
tanpa memiliki kemampuan mema-
dai. Latar belakang pendidikan 
hukum merupakan sebuah kenis-
cayaan. Setelah lulus dari fakultas 
hukum, seorang calon notaris wajib 
mengikuti kuliah bidang kenotaria-
tan atau menempuh pendidikan 
Strata 2 (dua)  hukum bidang keno-
tariatan. Tidak cukup berbekal 
pendidikan formil saja untuk menja-
di profesi notaris di Indonesia. Syarat 
lain menjadi calon notaris di Indone-
sia secara umum adalah orang yang 
berkewarganegaraan Indonesia. Oleh 
karena seorang notaris adalah peja-
bat umum yang diangkat oleh negara 
untuk mewakili negara dalam pem-
buatan akta-akta autentik yang 
dibuat berisi hal-hal yang sifatnya 
rahasia. Tentu akan berbahaya, jika 
jabatan ini dipegang oleh seorang 
warga negara asing. Bisa–bisa raha-
sia negeri ini jatuh ke tangan negara 
lain. 
Menjadi notaris yang baik ditun-
tut untuk memiliki kedewasaan yang 
matang. Menurut Kitab Undang-Un-
dang Hukum Perdata (selanjutnya 
disingkat KUHPerdata) bahwa usia 
dewasa seseorang adalah 21 (duapu-
luh satu) tahun, tetapi seseorang 
untuk dapat menjadi notaris 
berdasarkan berdasarkan Undang- 
Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang 
perubahan Undang-Undang 30 
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 
(UUJN) haruslah berusia 27 (dua 
puluh tujuh) tahun. 
Di Indonesia para notaris berhim-
pun dalam sebuah wadah perkumpu-
lan yang bernama Ikatan Notaris 
Indonesia (yang selanjutnya dising-
kat INI). INI merupakan perkumpu-
lan notaris yang legal dan sudah 
berbadan hukum sesuai SK Menteri 
Kehakiman Replubik Indonesia 
tanggal 23 Januari 1995 Nomor 
C210221.HT.01.06. 
Hak ingkar ini mulai diperbin-
cangkan berawal dengan ditariknya 
seorang notaris sebagai salah satu 
tergugat dalam suatu perkara perdata 
antara Badan Penyehatan Perbankan 
Nasional (Kreditur) selaku penggu-
gat dan nasabah debitur selaku 
tergugat, dengan obyek sengketa 
adanya 2 (dua) salinan akta penga-
kuan hutang yang dibuat dihadapan 
notaris yang sama dengan nomor dan 
tanggal yang sama, namun substansi 
jumlah hutangnya berbeda dalam 2 
(dua) salinan akta tersebut. Ma- 
sing-masing pihak berpegang kepada 
salinan akta pengakuan hutangnya. 
Dalam kasus ini majelis hakim 
melalui suratnya kepada majelis 
pengawas notaris telah meminta 
persetujuan agar foto copy minuta 
aktanya dapat dibawa oleh notaris 
yang bersangkutan dalam sidang 
pengadilan (Pieter Latumeten,2012).
Selain kewajiban untuk melaku-
kan hal-hal yang telah diatur dalam 
UU, notaris masih memiliki suatu 
kewajiban lain. Hal ini berhubungan 
dengan sumpah/janji notaris yang 
berisi bahwa notaris akan meraha-
siakan isi akta dan keterangan yang 
diperoleh dalam pelaksanaan jabatan 
notaris. Secara umum, notaris wajib 
merahasiakan isi akta dan keterangan 
yang diperoleh dalam pembuatan 
akta notaris, kecuali diperintahkan 
oleh undang-undang bahwa notaris 
tidak wajib merahasiakan dan mem-
berikan keterangan yang diperlukan 
yang berkaitan dengan akta tersebut. 
Dengan demikian, hanya undang-un-
dang saja yang dapat memerintahkan 
notaris untuk membuka rahasia isi 
akta dan keterangan/pernyataan yang 
diketahui oleh notaris yang berkaitan 
dengan pembuatan akta yang dimak-
sud.
Hal ini dikenal dengan “kewa-
jiban ingkar” notaris (Tan Thong 
Kie,2000:67) Instrumen untuk 
ingkar bagi notaris ditegaskan 
sebagai salah satu kewajiban notaris 
yang disebut dalam Pasal 16 ayat (1) 
huruf e UUJN, sehingga kewajiban 
ingkar untuk notaris melekat pada 
tugas jabatan notaris. Kewajiban 
ingkar ini mutlak harus dilakukan 
dan dijalankan oleh notaris, kecuali 
ada undang-undang yang memerin-
tahkan untuk menggugurkan kewa-
jiban ingkar tersebut. Kewajiban 
untuk ingkar ini dapat dilakukan 
dengan batasan sepanjang notaris 
diperiksa oleh instansi mana saja 
yang berupaya untuk meminta 
pernyataan atau keterangan dari 
notaris yang berkaitan dengan akta 
yang telah atau pernah dibuat oleh 
atau di hadapan notaris yang  ber-
sangkutan.
Pasal 1909 Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata (KUHPerdata) 
mewajibkan setiap orang yang cakap 
untuk menjadi saksi, untuk memberi-
kan kesaksian di muka pengadilan. 
Pada umumnya semua orang dapat 
menjadi saksi, akan tetapi dalam 
KUHAP (Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana) juga mengatur 
beberapa pihak yang tidak dapat 
menjadi saksi, yaitu dalam Pasal 168 
KUHAP dan Pasal 170 KUHAP. 
Pasal 168 KUHAP memberikan 
pengecualian bagi saksi yang mem-
punyai hubungan kekeluargaan 
dengan terdakwa dan dalam Pasal 
170 ayat (1) KUHAP memberikan 
verschoningsrecht (hak mengundur-
kan diri) dari pemberian kesaksian 
bagi mereka yang karena jabatan, 
harkat martabat dan  pekerjaannya 
wajib menyimpan rahasia.  
Baik menurut Pasal 322 KUHP 
(Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana) maupun menurut Pasal 146 
HIR dan 277 RIB ada kategori-kate-
gori orang yang karena jabatan atau 
pekerjaannya dianggap sebagai 
wajib penyimpan rahasia. Dalam 
Pasal 322 KUHP diadakan sanksi 
pidana terhadap mereka dari kate-
gori-kategori tersebut yang dengan 
sengaja membuka rahasia itu, 
sedangkan menurut Pasal 146 HIR 
dan Pasal 277 RIB mereka boleh 
menolak untuk memberi kesaksian 
mengenai rahasia tersebut (S 
Lumban Tobing (1933:4). 
Penerapan Hak Ingkar Notaris 
Dalam Perkara Perdata dan 
Pidana 
Dalam praktiknya, jika ternyata 
notaris sebagai saksi atau tersangka, 
tergugat, ataupun dalam pemerik-
saan oleh Majelis Pengawas Notaris 
membuka rahasia dan memberikan 
keterangan/pernyataan yang seharus-
nya wajib dirahasiakan, sedangkan 
undang-undang tidak memerintah-
kannya, maka atas pengaduan pihak 
yang merasa dirugikan dapat menun-
tut notaris yang bersangkutan. 
Dalam hal ini, dapat dikenakan Pasal 
322 ayat (1) dan (2) KUHP, yaitu 
membongkar rahasia, yang padahal 
sebenarnya notaris wajib menyim-
pannya. Bahkan sehubungan dengan 
perkara perdata, yaitu apabila notaris 
berada dalam kedudukannya sebagai 
saksi, maka notaris dapat meminta 
untuk dibebaskan dari kewajibannya 
untuk memberikan kesaksian, karena 
jabatannya menurut undang-undang 
diwajibkan untuk merahasiakannya 
(R.Soegondo Notodisoerjo,1982:97- 
98). 
Larangan notaris merupakan 
suatu tindakan yang dilarang untuk 
dilakukan oleh notaris. Jika larangan 
ini dilanggar oleh notaris, maka 
kepada notaris yang melanggar akan 
dikenakan sanksi sebagaimana yang 
tersebut dalam Pasal 85 UUJN. 
Kewajiban bagi notaris untuk 
mengucapkan sumpah sebelum men-
jalankan jabatannya sebagai notaris 
telah ada sejak dari dahulu. Dalam 
sumpah jabatan notaris ditetapkan 
bahwa notaris berjanji di bawah 
sumpah untuk merahasiakan sera-
pat-rapatnya isi akta-akta sesuai 
dengan ketentuan-ketentuan peratu- 
ran-peraturan itu. Peraturan-peratu- 
ran yang  dimaksudkan itu adalah 
peraturan-peraturan dalam Undang- 
Undang Jabatan Notaris khususnya 
Pasal 16, yang berisikan larangan 
bagi notaris untuk memberikan 
grosse akta, salinan/kutipan atau 
memperlihatkan atau memberitahu-
kan isi akta-aktanya selain kepada 
orang-orang yang langsung berke- 
pentingan pada akta itu, para ahli 
warisnya dan para penerima hak 
mereka, kecuali yang dalam hal-hal 
yang diatur dalam peraturan-peratu- 
ran umum. 
Pasal 4 Undang-Undang Jabatan 
Notaris menyatakan lebih luas, 
bahwa kewajiban merahasiakan ini 
juga meliputi keterangan yang diper-
oleh notaris dalam pelaksanaan 
jabatannya. Hal ini lebih karena 
jabatan yang dipangku oleh notaris 
adalah jabatan kepercayaan dan 
justru oleh karena itu seseorang 
bersedia mempercayakan sesuatu 
kepercayaan kepadanya. 
Wajib menyimpan atau meme-
gang rahasia ini dapat diketahui dari 
kode etik profesi. Point ke-5 Sumpah 
Jabatan Notaris menyatakan : 
“Bahwa saya akan merahasiakan 
serapat-rapatnya isi akta-akta selaras 
dengan ketentuan-ketentuan peratu- 
ran ini.” Etika memberikan kewa-
jiban bagi kaum profesional hukum 
sebagai aparat atau pejabat untuk 
menyimpan rahasia, sehingga secara 
etis pula tidak dibenarkan kaum 
profesional hukum membuka rahasia 
yang diberitahukan, dipercayakan 
dan diperolehnya, dari klien (Liliana 
Tedjosaputro,2003:80). 
Notaris masih dapat meraha-
siakan semua apa yang diberitahukan 
kepadanya dalam jabatannya terse-
but termasuk isi-isi akta dengan 
mempergunakan hak yang diberikan 
kepadanya dalam Pasal 1946 ayat (3) 
(Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdata 
(Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata)) dan Pasal 148 KUHP 
(Pasal 146 ayat (3) HIR) untuk me- 
ngundurkan diri sebagai saksi apabi-
la ia dipanggil sebagai saksi untuk 
didengar keterangannya di muka 
pengadilan. 
Apabila notaris dipanggil menjadi 
saksi di muka persidangan penga-
dilan, ia berdasarkan Pasal 1909 ayat 
(2) KUHPerdata dan Pasal-pasal 146 
HIR dan 227 RIB, dapat mempergu-
nakan haknya untuk mengundurkan 
diri sebagai saksi, dengan jalan 
menuntut penggunaan Verschonings-
recht (dahulu “hak ingkar”). 
Verschoningsrecht (hak mengundur-
kan diri) merupakan pengecualian 
terhadap ketentuan umum yang dise-
but tadi, yaitu bahwa setiap orang 
yang dipanggil sebagai saksi, wajib 
memberikan kesaksian (ibid:20).  
Verschoningsrecht berbeda de- 
ngan wraken, dalam kamus hukum 
Yan Pramadya Puspa Verschonings-
recht diartikan sebagai permohonan 
agar dibebaskan dari, hak mengun-
durkan diri (Yan Pramadya Puspa, 
1977:253).
 Sedangkan wraken dalam kamus 
Belanda – Indonesia Datje Rahajoe-
koe diartikan sebagai menolak, 
menolak sebagai saksi Datje Rahajoe 
Koesoemah,1991:302).  Wraken (hak 
ingkar) ada pada pihaknya, penggu-
gat maupun tergugat; mengingkari 
kewenangan hakim yang memeriksa 
perkara karena mempunyai kepenti- 
ngan atau hubungan dengan perkara 
yang diperiksanya. Hak ingkar inilah 
yang dimaksud sebagaimana diatur 
dalam Pasal 28 Undang-undang 
Pokok Kekuasaan Kehakiman 
Nomor 14 Tahun 1970.  
Kewenangan Majelis Pengawas 
Notaris Memberikan Izin Keha- 
diran Notaris Dalam Sidang Pen-
gadilan
Pertanyaan yang sering muncul 
adalah dapatkah notaris dipaksa 
untuk hadir sebagai saksi dalam 
perkara perdata dan apakah untuk 
bertindak sebagai saksi, diperlukan 
persetujuan majelis pengawas notaris 
sebagaimana yang dimaksud dalam 
pasal 66 Undang-Undang Jabatan 
Notaris. Pertanyaan-pertanyaan di- 
atas merupakan pertanyaan yang 
sering muncul yang memerlukan 
jawaban.
Majelis Pengawas adalah suatu 
badan yang mempunyai kewenangan 
dan kewajiban untuk melaksanakan 
pembinaan dan pengawasan terhadap 
Notaris. Menurut Pasal 1 ayat (6) 
Undang-Undang Nomor 2 tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN), Majelis Pengawas 
Notaris merupakan suatu badan yang 
memiliki wewenang dan untuk 
melakukan pembinaan dan penga-
wasan terhadap Notaris. Menurut 
Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Nomor M.02. 
PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata 
Cara Pengangkatan Anggota, Pem-
berhentian Anggota, Susunan Orga- 
nisasi, Tata Kerja dan Tata Cara 
Pemeriksaan Majelis Pengawas 
Notaris, Majelis Pengawas Notaris 
adalah suatu badan yang mempunyai 
kewenangan dan kewajiban untuk 
melaksanakan pengawasan dan pem-
binaan terhadap Notaris.  
Menurut Peraturan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Nomor M.02. 
PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata 
Cara Pengangkatan Anggota, Pem-
berhentian Anggota, Susunan Orga- 
nisasi, Tata Kerja dan Tata Cara 
Pemeriksaan Majelis Pengawas 
Notaris, Majelis Pengawas Notaris 
yaitu Majelis Pengawas yang tugas- 
nya memberi pembinaan dan penga-
wasan kepada notaris dalam men-
jalankan jabatan profesinya sebagai 
pejabat umum yang senantiasa 
meningkatkan profesionalisme dan 
kualitas kerjanya sehingga dapat 
memberikan jaminan kepastian dan 
perlindungan hukum bagi penerima 
jasa Notaris dan masyarakat luas
Menurut Pasal 1 ayat (6) Peratu- 
ran Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Nomor: 
M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang 
Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, 
Pemindahan dan Pemberhentian 
Notaris, Majelis Pengawas Notaris 
adalah suatu badan yang mempunyai 
kewenangan dan kewajiban untuk 
melaksanakan pembinaan dan 
pengawasan terhadap Notaris.
Menurut Pasal 1 ayat (7) Peratur-
an Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Nomor: 
M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang 
Pengambilan  Minuta Akta dan 
Pemanggilan Notaris, yang dimak-
sud dengan Majelis Pengawas 
Daerah adalah suatu badan yang 
mempunyai kewenangan dan kewa-
jiban untuk melaksanakan penga-
wasan dan pembinaan terhadap 
Notaris yang berkedudukan di Kabu-
paten atau kota. Selanjutnya dalam  
Peraturan Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia 
tersebut juga dijelaskan tingka-
tan-tingkatan Majelis Pengawas 
Notaris.
Dalam Pasal 68, Pasal 69 ayat (1), 
Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 76 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN), disebutkan bahwa 
tingkatan-tingkatan Majelis Penga-
was Notaris tersebut meliputi :  
1   Majelis Pengawas Daerah Notaris 
berkedudukan di kota atau kabu-
paten;  
2   Majelis Pengawas Wilayah Nota- 
ris dibentuk dan berkedudukan di 
Ibukota Propinsi; 
3  Majelis Pengawas Pusat Notaris 
dibentuk dan berkedudukan di 
Ibukota Negara Kesatuan Repu- 
blik Indonesia
Wewenang Majelis Pengawas 
Daerah Notaris berkaitan dengan 
pengambilan Minuta Akta dan/ atau 
pemanggilan Notaris baik sebagai 
saksi maupun sebagai tersangka  
oleh Penyidik, Penuntut Umum atau 
Hakim, yaitu:  
1. Prosedur Pengambilan Minuta 
Akta oleh Penyidik, Penuntut 
Umum atau Hakim, dalam Pasal 8 
ayat 1, Pasal 9 sampai dengan 11, 
yaitu: 
a.  Penyidik, Penuntut Umum atau 
Hakim untuk kepentingan 
proses peradilan dapat me- 
ngambil Minuta Akta dan/ atau 
surat-surat yang dilekatkan 
pada Minuta Akta atau 
Protokol Notaris yang terdapat 
dalam Penyimpanan Notaris, 
dengan meminta kepada 
Notaris yang bersangkutan 
untuk membawa Minuta Akta 
dan/ atau sutat-surat yang 
dilekatkan pada Minuta Akta 
atau Protokol Notaris yang 
terdapat dalam Penyimpanan 
Notaris, dengan syarat harus 
megajukan permohonan tertu-
lis pada Majelis Pengawas 
Daerah Notaris setempat.
b. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris memberikan persetu-
juan untuk pengambilan 
Minuta Akta dan atau surat-su-
rat yang dilekatkan pada 
Minuta Akta atau Protokol 
Notaris dalam Penyimpanan 
Notaris oleh Penyidik, Penun-
tut Umum atau Hakim untuk 
kepentingan proses peradilan, 
apabila: 
1   Ada dugaan tindak pidana 
yang terkait dengan 
Minuta Akta dan/ atau 
surat-surat yang dilekat-
kan pada Minuta Akta atau 
Protokol Notaris dalam 
penyimpanan Notaris;  
2    Belum gugur hak menuntut 
berdasarkan ketentuan 
tentang daluarsa peraturan 
perundang-undangan di 
bidang pidana;  
3    Ada penyangkalan keabsa-
han tanda tangan dari para 
pihak;  
4   Ada dugaan pengurangan 
atau penambahan dari 
Minuta Akta; 
5   Ada dugaan Notaris me- 
lakukan pemunduran 
tanggal akta. 
c. Persetujuan Majelis Penga-
was Daerah Notaris diberikan 
setelah mendengar keterangan 
dari Notaris yang bersangku-
tan;
d. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris tidak memberikan 
persetujuan untuk pengambi-
lan Minuta Akta dan/ atau 
surat-surat yang dilekatkan 
pada Minuta Akta atau Pro- 
tokol Notaris dalam penyim-
panan Notaris, apabila tidak 
memenuhi ketentuan pada 
Pasal  9;
e. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dalam waktu paling 
lambat 14 (empat belas) hari 
sejak permohonan pengambi-
lan Minuta Akta dan/atau 
surat-surat yang dilekatkan 
Pada Minuta Akta atau 
Protokol Notaris oleh Penyi- 
dik, Penuntut Umum atau 
Hakim harus memberikan 
persetujuan atau tidak mem-
berikan persetujuan terhadap 
pengambilan tersebut; 
f. Jika jangka waktu 14 (empat 
belas) hari itu terlampaui maka 
Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dianggap menyetujui 
pengambilan Minuta Akta 
dan/ atau surat-surat yang 
dilekatkan pada Minuta Akta 
atau Protokol Notaris.
2. Prosedur Pemanggilan Notaris 
oleh Penyidik, Penuntut Umum 
atau Hakim dalam Pasal 14 
sampai dengan Pasal 18:  
a. Penyidik, Penuntut Umum 
atau Hakim, untuk kepenti- 
ngan proses peradilan dapat 
memanggil Notaris sebagai 
saksi, tersangka atau terdakwa 
dengan mengajukan permo-
honan tertulis kepada Majelis 
Pengawas Daerah Notaris 
setempat; 
b. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dapat memberikan 
persetujuan pemanggilan No- 
taris sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 ayat (1) apabi-
la: 
Ada dugaan tindak pidana yang 
berkaitan dengan Minuta Akta dan 
atau surat-surat yang dilekatkan pada 
Minuta Akta atau Protokol Notaris 
yang terdapat dalam penyimpanan 
Notaris;  
1. Belum gugurnya hak menun-
tut berdasarkan ketentuan 
tentang daluarsa dalam pera-
turan perundang-undangan 
dibidang pidana; 
c. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris  dapat memberi per- 
setujuan kepada Penyidik, 
Penuntut Umum atau Hakim 
setelah mendengar keterangan 
dari Notaris yang bersangku-
tan;
d. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris tidak memberikan per- 
setujuan pemanggilan Notaris 
sebagai saksi, tersangka atau 
terdakwa kepada Penyidik, 
Penuntut Umum atau Hakim, 
apabila tidak memenuhi per- 
syaratan dalam Pasal 15;
e. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris wajib memberikan 
persetujuan atau tidak mem-
berikan persetujuan secara 
tertulis dalam jangka waktu 
paling lambat 14 (empat belas) 
hari sejak permohonan secara 
tertulis untuk pemanggilan 
Notaris sebagai saksi, tersang-
ka atau terdakwa yang diaju-
kan oleh Penyidik, Penuntut 
Umum atau Hakim kepada 
Majelis Pengawas Notaris;
f. Jika jangka waktu 14 (empat 
belas) hari terlampaui dan 
Majelis Pengawas Daerah 
Notaris tidak memberikan 
persetujuan atau penolakan 
persetujuan pemanggilan 
Notaris sebagai saksi, tersang-
ka atau terdakwa secara tertu-
lis kepada Penyidik, Penuntut 
Umum atau Hakim, maka 
Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dianggap menyetujui 
pemanggilan Notaris.
Simpulan
Pada dasarnya hak ingkar adalah 
hak untuk mengundurkan diri dari 
memberikan kesaksian dimuka 
Pengadilan dalam masalah Perdata 
maupun Pidana. Dalam perkara 
perdata, notaris lebih leluasa untuk 
menggunakan hak ingkar yang dibe- 
rikan undang-undang kepadanya. 
Istilah hak ingkar ini merupakan 
terjemahan dari bahasa Belanda 
verschoningsrecht yang artinya 
adalah hak untuk dibebaskan dari 
memberikan keterangan sebagai 
saksi dalam suatu perkara perdata 
maupun pidana. Hak ini merupakan 
pengecualian dari prinsip umum 
bahwa setiap orang yang dipanggil 
sebagai saksi wajib memberikan 
kesaksian itu. Hak Ingkar dapat 
dilihat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 
e UU No 30 Tahun 2004 jo UU No 
No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan 
Notaris.
Hak ingkar ini dalam praktek 
masih membingungkan para notaris 
untuk menggunakannya. Hal ini 
disebabkan karena hak ingkar masih 
berimplikasi dalam pelaksanaannya 
khususnya dalam perkara pidana. 
Dalam perkara pidana yang dicari 
adalah kebenaran materil sehingga 
kehadiran Notaris sebagai saksi 
sangat diperlukan, berlainan dengan 
perkara perdata yang mencari kebe-
naran formil. Kehadiran notaris 
sudah dapat dianggap ada dengan 
dihadirkan akta notaris yang dibuat 
oleh notaris yang bersangkutan. 
Menurut Peraturan Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia, pada dasarnya Majelis 
Pengawas Daerah Notaris mempu-
nyai kewenangan untuk Memberikan 
Izin Kehadiran Notaris Dalam 
Sidang Pengadilan sepanjang tidak 
bertentangan dengan peraturan dan 
undang-undang.
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Pendahuluan 
Pasca disahkannya Undang-Un-
dang Jabatan Notaris yakni Undang- 
Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang 
perubahan Undang-Undang 30 
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 
(UUJN), peranan notaris memasuki 
era baru. Lahirnya Undang-Undang 
Jabatan Notaris mengakhiri hampir 2 
abad berlakunya Peraturan Jabatan 
Notaris yaitu Reglement op Het 
Notaris Ambt in Indonesie (Stb. 
1860:3) yang mengatur mengenai 
jabatan notaris. Peraturan Jabatan 
Notaris Staatblad 1860 Nomor 3 ini 
dianggap tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan hukum dan kebutu-
han masyarakat Indonesia. Oleh 
karena itu, Peraturan Jabatan Notaris 
ini harus diganti untuk disesuaikan 
dengan kondisi dan perkembangan 
masyarakat Indonesia. Lahirnya 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN) merupakan tero-
bosan baru untuk memastikan bahwa 
fungsi notaris sebagai pejabat umum 
dapat terlaksana dengan baik.
Notaris merupakan salah satu 
pejabat negara yang kedudukannya 
sangat dibutuhkan di masa sekarang 
ini. Di masa modern ini, masyarakat 
sudah banyak tidak lagi mengenal 
perjanjian yang berdasarkan atas 
kepercayaan satu sama lain seperti 
yang mereka kenal dulu. Dahulu 
perjanjian-perjanjian menurut hu- 
kum adat tidak dibuat dalam bentuk 
tertulis, dilakukan secara lisan saja, 
oleh karena adanya saling percaya 
mempercayai. Tuntut menuntut 
boleh dikatakan sangat jarang sekali 
terjadi akibat tidak dipenuhinya 
perjanjian yang dilakukan. Oleh 
karenanya jika timbul perselisihan 
diantara mereka maka para pihak 
hanya mengajukan saksi-saksi yang 
dapat membenarkan atau menguat-
kan dalil-dalil yang dimajukan di 
muka persidangan. Oleh karena itu 
pembuktian dengan saksi dalam 
hukum adat sangatlah penting. 
Berlainan dengan sekarang 
dimana para pihak dalam membuat 
perjanjian memerlukan bentuk tertu-
lis. Bukti fisik dari perjanjian itu 
yang diperlukan. Oleh karena itu,  
setiap perjanjian yang dilakukan oleh 
masyarakat pasti akan mengarah 
kepada notaris sebagai sarana keab-
sahan perjanjian yang mereka laku-
kan. Notaris dianggap yang melahir-
kan bukti fisik dari perjanjian yang 
disepakati oleh para pihak. Oleh 
karena itulah, kedudukan notaris 
menjadi semakin penting di masa 
sekarang ini.
Sebagaimana pejabat negara lain 
yang mempunyai wewenang 
tersendiri khusus untuk pejabat 
negara bidang yang dimaksud, maka 
notaris juga memiliki kewenangan 
tersendiri yang tidak dimiliki oleh 
pejabat negara yang lainnya karena 
masing-masing pejabat Negara ini 
mempunyai kewenangan yang 
berbeda satu sama lain. 
Selain kewenangannya, para 
notaris juga memiliki kewajiban dan 
larangan yang wajib mereka patuhi 
dalam pelaksanaan tugas jabatannya. 
Kewenangan, kewajiban dan lara- 
ngan adalah konsekuensi logis dari 
adanya suatu jabatan. Dengan 
berdasar pada Undang-Undang 
Nomor 2 tahun 2014 tentang peruba-
han Undang-Undang 30 Tahun 2004 
tentang Jabatan Notaris (UUJN), 
para notaris di Indonesia wajib untuk 
memahami apa yang menjadi 
wewenang dan kewajiban mereka 
serta larangan yang tidak boleh 
dilakukan dalam pelaksanaan tugas 
jabatannya.
Sebagaimana diketahui bahwa 
Akta Notaris yang merupakan suatu 
akta otentik yang memiliki kekuatan 
pembuktian lengkap atau sempurna 
dalam sengketa hukum perdata, 
ternyata dapat mengalami penurunan 
status (degradasi) dari kekuatan bukti 
lengkap dan sempurna menjadi 
permulaan bukti seperti akta dibawah 
tangan, dan dapat cacat hukum yang 
menyebabkan kebatalan atau ketidak 
absahan akta tersebut. Apabila terjadi 
degradasi dari akta otentik menjadi 
akta dibawah tangan atau bahkan 
batal demi hukum maka hal itu akan 
menimbulkan kerugian bagi para 
pihak. Oleh karenanya Notaris terse-
but dapat digugat oleh pihak. Pihak 
yang menderita kerugian dapat 
menuntut dengan tuntutan melaku-
kan perbuatan melanggar hukum 
(onrechtmatige daad ) yang disyarat-
kan dalam pasal 1365 maupun dalam 
pasal 1367 KUH Perdata atau ingkar 
janji atau wanprestasi menurut pasal 
1234 KUH Perdata.
Sanksi administrasi terhadap 
Notaris yang melanggar ketentuan 
peraturan perundang-undangan ada 5 
jenis sanksi administrasi yang 
berlakunya secara berjenjang yaitu 
berupa : 1. Teguran lisan, 2. Teguran 
tertulis, 3. Pemberhentian sementara, 
4. Pemberhentian dengan hormat, 
dan 5. Pemberhentian tidak hormat. 
Sedangkan penjatuhan sanksi pidana 
terhadap Notaris dapat dilakukan 
sepanjang memenuhi rumusan 
pelanggaran yang tersebut dalam 
Undang-Undang Jabatan Notaris, 
kode etik jabatan notaris, juga harus 
memenuhi unsur-unsur dalam KUH-
Pidana.
Pada dasarnya hak ingkar adalah 
hak untuk mengundurkan diri dari 
memberikan kesaksian dimuka 
Pengadilan dalam masalah Perdata 
maupun Pidana. Dalam perkara 
perdata, notaris lebih leluasa untuk 
menggunakan hak ingkar yang dibe- 
rikan undang-undang kepadanya. 
Istilah hak ingkar ini merupakan 
terjemahan dari bahasa Belanda 
verschoningsrecht yang artinya 
adalah hak untuk dibebaskan dari 
memberikan keterangan sebagai 
saksi dalam suatu perkara perdata 
maupun pidana. Hak ini merupakan 
pengecualian dari prinsip umum 
bahwa setiap orang yang dipanggil 
sebagai saksi wajib memberikan 
kesaksian itu.
Akan tetapi, terlepas dari itu 
semua haruslah digarisbawahi bahwa 
hak ingkar adalah “hak” bukan 
kewajiban. Dengan pengertian 
bahwa Notaris tetaplah dihadapkan 
pada akibat hukum tertentu apabila 
menggunakan atau tidak menggu-
nakan hak yang telah diberikan oleh 
undang-undang tersebut. Untuk 
itulah notaris diberikan kesempatan 
terlebih dahulu untuk memutuskan 
apakah akan menggunakan hak 
ingkar dalam pemberian suatu kesak-
sian atau tidak. Jadi jelas bahwa 
Undang-undang meletakkan kewa-
jiban secara umum kepada setiap 
orang yang cakap menjadi saksi 
untuk memberikan kesaksian di 
muka pengadilan, baik dalam proses 
perdata maupun pidana. 
Tulisan singkat ini akan mencoba 
memahami ruang lingkup hak ingkar. 
Hak ingkar ini merupakan bagian 
yang tak terpisahkan dari bagian 
kode etik Notaris. Undang-Undang 
Jabatan Notaris dalam penerapannya 
pada perkara perdata maupun perka-
ra pidana akan melibatkan notaris 
sebagai pihak atau sebagai saksi. 
Disamping itu juga sekaligus untuk 
menjawab apakah majelis pengawas 
notaris memiliki kewenangan untuk 
memberikan persetujuan kepada 
hakim dalam pemanggilan notaris 
sebagai saksi dan atau pengambilan 
foto copy minuta, surat-surat lainnya 
yang dilekatkan pada minuta akta 
dan protokol notaris  yang berada 
dalam penyimpanan atau pengambi-
lan minuta akta, surat surat yang 
dilekatkan pada minuta akta dan 
protokol notaris dalam penyim-
panan, sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2014 tentang perubahan 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2004 tentang Jabatan Notaris.
Permasalahan
Berdasarkan latar belakang terse-
but, maka permasalahan yang akan 
dikaji dalam tulisan ini adalah
1. Apakah yang dimaksud dengan 
hak ingkar Notaris dan dasar 
hukum pengaturannya? 
2. Bagaimana hak ingkar notaris 
sebagai saksi dapat diterapkan 
dalam perkara perdata dan pidana 
dalam sidang pengadilan? 
3. Apakah majelis pengawas notaris 
mempunyai kewenangan untuk 
memberikan izin kehadiran 
Notaris dalam sidang pengadilan?
Pembahasan
Hak Ingkar Notaris dan Dasar 
Hukum Pengaturannya
 Sebelum membahas lebih 
lanjut mengenai hak ingkar dan dasar 
hukum serta kewenangan majelis 
pengawas notaris untuk merekomen-
dasikan dapat dipanggilnya notaris 
sebagai saksi dalam perkara perdata 
dan pidana maka terlebih dahulu 
akan diuraikan mengenai sejarah 
mulai berkembangnya notaris ini. 
Sejarah perkembangan Notaris ini 
penting diketahui agar dapat dipaha-
mi bagaimana sebetulnya pengaruh 
hak ingkar notaris tersebut perlu 
dipahami oleh semua pihak, terutama 
hakim dan penyidik polisi. 
Notaris adalah sebuah profesi 
yang dapat dilacak balik ke abad ke 
2-3 pada masa Roma Kuno, dimana 
mereka dikenal sebagai scribae, 
tabellius atau notarius. Pada masa 
itu, mereka adalah golongan orang 
yang mencatat pidato. Istilah notaris 
diambil dari nama pengabdinya, 
Notarius, yang kemudian menjadi 
istilah/titel bagi golongan orang 
penulis cepat atau stenografer. Nota- 
ris adalah salah satu cabang dari 
profesi hukum yang tertua di dunia.
Sekitar abad ke 5, notaris diang-
gap sebagai pejabat istana. Di Italia 
utara sebagai daerah perdagangan 
utama pada abad ke 11 - 12, dikenal 
Latijnse Notariat, yaitu orang yang 
diangkat oleh penguasa umum, 
dengan tujuan melayani kepentingan 
masyarakat umum, dan boleh 
mendapatkan honorarium atas 
jasanya oleh masyarakat umum.
Latijnse notariat ini murni berasal 
dari Italia Utara, bukan sebagai 
pengaruh hukum Romawi Kuno. 
Pada tahun 1888, terbitlah buku 
Formularium Tabellionum oleh Ime-
rius, pendiri sekolah Bologna, dalam 
rangka peringatan 8 abad sekolah 
hukum Bologna. Berturut-turut sera-
tus tahun kemudian ditebitkan 
Summa Artis Notariae oleh Rantero 
dari Perugia, kemudian pada abad ke 
13 buku dengan judul yang sama 
diterbitkan oleh Rolandinus 
Passegeri. Ronaldinus Passegeri 
kemudian juga menerbitkan Flos 
Tamentorum. Buku-buku tersebut 
menjelaskan definisi notaris, fungsi, 
kewenangan dan kewajiban-kewa-
jibannya.
Sebelum diperlakukan 
Undang-Undang Nomor 2 tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN), Negara Indonesia 
masih mempergunakan dan memakai 
peraturan Jabatan Notaris yang 
berasal dari produk bangsa Belanda 
sebagai bangsa penjajah. Pember-
lakuan Peraturan Jabatan Notaris 
bangsa penjajah ini diperkenankan 
oleh Pasal 2 Aturan Peralihan 
Undang-Undang Dasar 1945, yang 
mengatakan bahwa segala badan 
negara dan peraturan yang ada masih 
langsung berlaku, selama belum 
diadakan yang baru menurut 
Undang-Undang Dasar 1945 ini.
Perkembangan lembaga notaris di 
Indonesia, mulai masuk pada permu-
laan abad ke 17. Menurut Jan Pie- 
terszoon Coen di Jacatra  (sekarang 
Jakarta) antara tahun 1617 sampai 
1629, untuk keperluan para 
penduduk dan para pedagang perlu 
mengangkat seorang notaris, yang 
disebut Notarium Publicum (Lum-
ban Tobing1,1983:15).   Sejak tang-
gal 27 Agustus 1620 diangkat notaris 
pertama di Indonesia yaitu Melchior 
Kerchem, sebagai sekretaris College 
Van Schepenen (urusan perkapalan 
kota) di Jakarta untuk merangkap 
sebagai notaris yang berkedudukan 
di Jakarta. Tugas dari Melchior 
Kerchem sebagai notaris dalam surat 
pengangkatannya, yaitu melayani 
dan melakukan semua surat libel 
(Smaadschrift) yang bahasa Indone-
sianya yaitu tulisan menghina/menis-
ta, surat wasiat di bawah tangan, 
persiapan penerangan, akta perjanji-
an perdagangan, perjanjian kawin, 
surat wasiat, dan akta-akta lainnya 
dan ketentuan-ketentuan yang perlu 
Daerah Tingkat kotapraja (Komar 
Andasasmita,1981:37). Setelah pe- 
ngangkatan notaris pertama jumlah 
notaris di Indonesia kian berkem-
bang dan pada tahun 1650 di Batavia 
hanya ada dua orang notaris yang 
diangkat. 
Menurut kenyataannya para 
notaris pada waktu itu tidak mempu-
nyai kebebasan didalam menjalan- 
kan jabatannya, karena notaris pada 
masa itu adalah pegawai dari Vereni-
gde Oost Indie Compagnie (VOC). 
Bahkan tahun 1632 dikeluarkan 
plakat yang berisi ketentuan bahwa 
notaris, sekretaris dan pejabat lain- 
nya dilarang untuk membuat 
akta-akta transport, jual beli, surat 
wasiat dan lain-lain akta, jika tidak 
mendapat persetujuan terlebih 
dahulu dari Gubernur Jenderal dan 
daden van indie dengan ancaman 
akan kehilangan jabatannya. Namun 
dalam prakteknya ketentuan tersebut 
tidak dipatuhi oleh pejabat-pejabat 
atau notaris yang bersangkutan. 
Maksud dan tujuan membawa 
lembaga kenotariatan ke Indonesia 
adalah untuk memenuhi kebutuhan 
akan alat bukti autentik  yang sangat 
dibutuhkan untuk menggunakan hal 
dan kepentingan yang timbul karena 
adanya transaksi dagang yang 
mereka lakukan. Lembaga kenotaria-
tan di Indonesia pada waktu itu 
belum dikenal dan meluas ke 
kota-kota kecil bahkan desa-desa hal 
ini dikarenakan sebelum perang 
dunia ke 2 (dua) hampir seluruh 
notaris yang ada di Indonesia pada 
waktu itu adalah berkebangsaan 
Belanda. Sedangkan yang berke-
bangsaan Indonesia sangat sedikit 
jumlahnya, lagi pula mereka mempu-
nyai kedudukan di kota-kota besar 
sedangkan orang-orang Indonesia 
berada di daerah-daerah. Di samping 
itu tingkat kesadaran dan budaya 
hukum masyarakat Indonesia pada 
waktu itu suatu masyarakat yang 
masih bersifat primordial yang masih 
berpegang teguh pada hukum adat 
serta kaidah-kaidah religius, lebih- 
lebih lagi para pengasuh dari lemba-
ga notiariat itu lebih menitikberatkan 
orientasinya pada hukum barat. 
Semua itu merupakan faktor-faktor 
penghambat yang tidak menguntung-
kan bagi perkembangan dan untuk 
dikenalnya lembaga notariat ini 
dengan cepat dan secara luas dika-
langan masyarakat yang justru harus 
dilayaninya. 
Lembaga kemasyarakatan yang 
dikenal sebagai notariat ini  timbul 
dari kebutuhan dalam pergaulan 
sesama manusia yang menghendai 
adanya alat bukti baginya mengenai 
hubungan hukum keperdataan yang 
ada dan/atau terjadi diantara mereka 
suatu lembaga dengan para pengab-
dinya yang ditugaskan oleh kekua-
saan umum (openbaar gezag) untuk 
dimana dan apabila undang-undang 
mengharuskan sedemikian atau dike-
hendaki oleh masyarakat membuat 
alat bukti tertulis yang mempunyai 
kekuatan autentik. 
Saat ini notaris dikenal sebagai 
orang yang melayani masyarakat 
untuk membuat akta atau doku-
men-dokumen yang autentik. Akan 
tetapi, tugas ini sedikit berbeda 
dengan yang dilakoni para notaris 
pada awal kemunculannya. Saat 
kejayaan bangsa Romawi, tidak 
hanya ada kelompok gladiator di 
sana, tetapi juga hidup sekelompok 
orang yang disebut notarius. 
Berbicara mengenai notaris, 
berarti kita bicara mengenai autenti- 
sitas dokumen. Hal itulah yang men-
jadi salah satu alasan orang berkun-
jung ke notaris. Pengakuan akan sifat 
autentisitas dokumen tersebut tidak 
datang secara serta merta, tetapi 
pengakuan baru muncul pada abad 
ke-13 (tiga belas), sekian ratus tahun 
setelah kemunculan jabatan notaris. 
Beberapa ratus tahun kemudian 
barulah muncul peraturan yang dise-
but ventosewet (Ira Koesoemawati 
dan Yunirman Rijan,2009). 
Di Indonesia, notaris bertindak 
sebagai pelayan masyarakat. Hal ini 
karena notaris adalah pejabat yang 
diangkat oleh pemerintah untuk 
melayani kebutuhan masyarakat 
akan dokumen-dokumen legal yang 
sah. Meskipun status notaris sebagai 
pelayan masyarakat, jangan 
berpikiran bahwa notaris menggu-
nakan pakaian yang sederhana. 
Justru sebaliknya, notaris me- 
ngenakan pakaian yang resmi dan 
eksklusif guna menunjukkan profe-
sionalisme dan keseriusan mereka. 
Sebagai seorang dengan jabatan 
notaris sudah seharusnya orang 
tersebut dalam menjalankan jabatan-
nya lebih “diistimewakan” kedudu-
kannya dalam hukum dibandingkan 
dengan orang lain. Namun seorang 
notaris di luar jabatannya adalah 
orang yang memiliki kedudukan 
yang sama dengan orang yang lain 
(equality before the law). 
Tentu saja ada beberapa hal yang 
harus dipenuhi untuk menjadi 
seorang notaris. Tidak mungkin 
seorang notaris dapat berpraktek 
tanpa memiliki kemampuan mema-
dai. Latar belakang pendidikan 
hukum merupakan sebuah kenis-
cayaan. Setelah lulus dari fakultas 
hukum, seorang calon notaris wajib 
mengikuti kuliah bidang kenotaria-
tan atau menempuh pendidikan 
Strata 2 (dua)  hukum bidang keno-
tariatan. Tidak cukup berbekal 
pendidikan formil saja untuk menja-
di profesi notaris di Indonesia. Syarat 
lain menjadi calon notaris di Indone-
sia secara umum adalah orang yang 
berkewarganegaraan Indonesia. Oleh 
karena seorang notaris adalah peja-
bat umum yang diangkat oleh negara 
untuk mewakili negara dalam pem-
buatan akta-akta autentik yang 
dibuat berisi hal-hal yang sifatnya 
rahasia. Tentu akan berbahaya, jika 
jabatan ini dipegang oleh seorang 
warga negara asing. Bisa–bisa raha-
sia negeri ini jatuh ke tangan negara 
lain. 
Menjadi notaris yang baik ditun-
tut untuk memiliki kedewasaan yang 
matang. Menurut Kitab Undang-Un-
dang Hukum Perdata (selanjutnya 
disingkat KUHPerdata) bahwa usia 
dewasa seseorang adalah 21 (duapu-
luh satu) tahun, tetapi seseorang 
untuk dapat menjadi notaris 
berdasarkan berdasarkan Undang- 
Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang 
perubahan Undang-Undang 30 
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 
(UUJN) haruslah berusia 27 (dua 
puluh tujuh) tahun. 
Di Indonesia para notaris berhim-
pun dalam sebuah wadah perkumpu-
lan yang bernama Ikatan Notaris 
Indonesia (yang selanjutnya dising-
kat INI). INI merupakan perkumpu-
lan notaris yang legal dan sudah 
berbadan hukum sesuai SK Menteri 
Kehakiman Replubik Indonesia 
tanggal 23 Januari 1995 Nomor 
C210221.HT.01.06. 
Hak ingkar ini mulai diperbin-
cangkan berawal dengan ditariknya 
seorang notaris sebagai salah satu 
tergugat dalam suatu perkara perdata 
antara Badan Penyehatan Perbankan 
Nasional (Kreditur) selaku penggu-
gat dan nasabah debitur selaku 
tergugat, dengan obyek sengketa 
adanya 2 (dua) salinan akta penga-
kuan hutang yang dibuat dihadapan 
notaris yang sama dengan nomor dan 
tanggal yang sama, namun substansi 
jumlah hutangnya berbeda dalam 2 
(dua) salinan akta tersebut. Ma- 
sing-masing pihak berpegang kepada 
salinan akta pengakuan hutangnya. 
Dalam kasus ini majelis hakim 
melalui suratnya kepada majelis 
pengawas notaris telah meminta 
persetujuan agar foto copy minuta 
aktanya dapat dibawa oleh notaris 
yang bersangkutan dalam sidang 
pengadilan (Pieter Latumeten,2012).
Selain kewajiban untuk melaku-
kan hal-hal yang telah diatur dalam 
UU, notaris masih memiliki suatu 
kewajiban lain. Hal ini berhubungan 
dengan sumpah/janji notaris yang 
berisi bahwa notaris akan meraha-
siakan isi akta dan keterangan yang 
diperoleh dalam pelaksanaan jabatan 
notaris. Secara umum, notaris wajib 
merahasiakan isi akta dan keterangan 
yang diperoleh dalam pembuatan 
akta notaris, kecuali diperintahkan 
oleh undang-undang bahwa notaris 
tidak wajib merahasiakan dan mem-
berikan keterangan yang diperlukan 
yang berkaitan dengan akta tersebut. 
Dengan demikian, hanya undang-un-
dang saja yang dapat memerintahkan 
notaris untuk membuka rahasia isi 
akta dan keterangan/pernyataan yang 
diketahui oleh notaris yang berkaitan 
dengan pembuatan akta yang dimak-
sud.
Hal ini dikenal dengan “kewa-
jiban ingkar” notaris (Tan Thong 
Kie,2000:67) Instrumen untuk 
ingkar bagi notaris ditegaskan 
sebagai salah satu kewajiban notaris 
yang disebut dalam Pasal 16 ayat (1) 
huruf e UUJN, sehingga kewajiban 
ingkar untuk notaris melekat pada 
tugas jabatan notaris. Kewajiban 
ingkar ini mutlak harus dilakukan 
dan dijalankan oleh notaris, kecuali 
ada undang-undang yang memerin-
tahkan untuk menggugurkan kewa-
jiban ingkar tersebut. Kewajiban 
untuk ingkar ini dapat dilakukan 
dengan batasan sepanjang notaris 
diperiksa oleh instansi mana saja 
yang berupaya untuk meminta 
pernyataan atau keterangan dari 
notaris yang berkaitan dengan akta 
yang telah atau pernah dibuat oleh 
atau di hadapan notaris yang  ber-
sangkutan.
Pasal 1909 Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata (KUHPerdata) 
mewajibkan setiap orang yang cakap 
untuk menjadi saksi, untuk memberi-
kan kesaksian di muka pengadilan. 
Pada umumnya semua orang dapat 
menjadi saksi, akan tetapi dalam 
KUHAP (Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana) juga mengatur 
beberapa pihak yang tidak dapat 
menjadi saksi, yaitu dalam Pasal 168 
KUHAP dan Pasal 170 KUHAP. 
Pasal 168 KUHAP memberikan 
pengecualian bagi saksi yang mem-
punyai hubungan kekeluargaan 
dengan terdakwa dan dalam Pasal 
170 ayat (1) KUHAP memberikan 
verschoningsrecht (hak mengundur-
kan diri) dari pemberian kesaksian 
bagi mereka yang karena jabatan, 
harkat martabat dan  pekerjaannya 
wajib menyimpan rahasia.  
Baik menurut Pasal 322 KUHP 
(Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana) maupun menurut Pasal 146 
HIR dan 277 RIB ada kategori-kate-
gori orang yang karena jabatan atau 
pekerjaannya dianggap sebagai 
wajib penyimpan rahasia. Dalam 
Pasal 322 KUHP diadakan sanksi 
pidana terhadap mereka dari kate-
gori-kategori tersebut yang dengan 
sengaja membuka rahasia itu, 
sedangkan menurut Pasal 146 HIR 
dan Pasal 277 RIB mereka boleh 
menolak untuk memberi kesaksian 
mengenai rahasia tersebut (S 
Lumban Tobing (1933:4). 
Penerapan Hak Ingkar Notaris 
Dalam Perkara Perdata dan 
Pidana 
Dalam praktiknya, jika ternyata 
notaris sebagai saksi atau tersangka, 
tergugat, ataupun dalam pemerik-
saan oleh Majelis Pengawas Notaris 
membuka rahasia dan memberikan 
keterangan/pernyataan yang seharus-
nya wajib dirahasiakan, sedangkan 
undang-undang tidak memerintah-
kannya, maka atas pengaduan pihak 
yang merasa dirugikan dapat menun-
tut notaris yang bersangkutan. 
Dalam hal ini, dapat dikenakan Pasal 
322 ayat (1) dan (2) KUHP, yaitu 
membongkar rahasia, yang padahal 
sebenarnya notaris wajib menyim-
pannya. Bahkan sehubungan dengan 
perkara perdata, yaitu apabila notaris 
berada dalam kedudukannya sebagai 
saksi, maka notaris dapat meminta 
untuk dibebaskan dari kewajibannya 
untuk memberikan kesaksian, karena 
jabatannya menurut undang-undang 
diwajibkan untuk merahasiakannya 
(R.Soegondo Notodisoerjo,1982:97- 
98). 
Larangan notaris merupakan 
suatu tindakan yang dilarang untuk 
dilakukan oleh notaris. Jika larangan 
ini dilanggar oleh notaris, maka 
kepada notaris yang melanggar akan 
dikenakan sanksi sebagaimana yang 
tersebut dalam Pasal 85 UUJN. 
Kewajiban bagi notaris untuk 
mengucapkan sumpah sebelum men-
jalankan jabatannya sebagai notaris 
telah ada sejak dari dahulu. Dalam 
sumpah jabatan notaris ditetapkan 
bahwa notaris berjanji di bawah 
sumpah untuk merahasiakan sera-
pat-rapatnya isi akta-akta sesuai 
dengan ketentuan-ketentuan peratu- 
ran-peraturan itu. Peraturan-peratu- 
ran yang  dimaksudkan itu adalah 
peraturan-peraturan dalam Undang- 
Undang Jabatan Notaris khususnya 
Pasal 16, yang berisikan larangan 
bagi notaris untuk memberikan 
grosse akta, salinan/kutipan atau 
memperlihatkan atau memberitahu-
kan isi akta-aktanya selain kepada 
orang-orang yang langsung berke- 
pentingan pada akta itu, para ahli 
warisnya dan para penerima hak 
mereka, kecuali yang dalam hal-hal 
yang diatur dalam peraturan-peratu- 
ran umum. 
Pasal 4 Undang-Undang Jabatan 
Notaris menyatakan lebih luas, 
bahwa kewajiban merahasiakan ini 
juga meliputi keterangan yang diper-
oleh notaris dalam pelaksanaan 
jabatannya. Hal ini lebih karena 
jabatan yang dipangku oleh notaris 
adalah jabatan kepercayaan dan 
justru oleh karena itu seseorang 
bersedia mempercayakan sesuatu 
kepercayaan kepadanya. 
Wajib menyimpan atau meme-
gang rahasia ini dapat diketahui dari 
kode etik profesi. Point ke-5 Sumpah 
Jabatan Notaris menyatakan : 
“Bahwa saya akan merahasiakan 
serapat-rapatnya isi akta-akta selaras 
dengan ketentuan-ketentuan peratu- 
ran ini.” Etika memberikan kewa-
jiban bagi kaum profesional hukum 
sebagai aparat atau pejabat untuk 
menyimpan rahasia, sehingga secara 
etis pula tidak dibenarkan kaum 
profesional hukum membuka rahasia 
yang diberitahukan, dipercayakan 
dan diperolehnya, dari klien (Liliana 
Tedjosaputro,2003:80). 
Notaris masih dapat meraha-
siakan semua apa yang diberitahukan 
kepadanya dalam jabatannya terse-
but termasuk isi-isi akta dengan 
mempergunakan hak yang diberikan 
kepadanya dalam Pasal 1946 ayat (3) 
(Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdata 
(Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata)) dan Pasal 148 KUHP 
(Pasal 146 ayat (3) HIR) untuk me- 
ngundurkan diri sebagai saksi apabi-
la ia dipanggil sebagai saksi untuk 
didengar keterangannya di muka 
pengadilan. 
Apabila notaris dipanggil menjadi 
saksi di muka persidangan penga-
dilan, ia berdasarkan Pasal 1909 ayat 
(2) KUHPerdata dan Pasal-pasal 146 
HIR dan 227 RIB, dapat mempergu-
nakan haknya untuk mengundurkan 
diri sebagai saksi, dengan jalan 
menuntut penggunaan Verschonings-
recht (dahulu “hak ingkar”). 
Verschoningsrecht (hak mengundur-
kan diri) merupakan pengecualian 
terhadap ketentuan umum yang dise-
but tadi, yaitu bahwa setiap orang 
yang dipanggil sebagai saksi, wajib 
memberikan kesaksian (ibid:20).  
Verschoningsrecht berbeda de- 
ngan wraken, dalam kamus hukum 
Yan Pramadya Puspa Verschonings-
recht diartikan sebagai permohonan 
agar dibebaskan dari, hak mengun-
durkan diri (Yan Pramadya Puspa, 
1977:253).
 Sedangkan wraken dalam kamus 
Belanda – Indonesia Datje Rahajoe-
koe diartikan sebagai menolak, 
menolak sebagai saksi Datje Rahajoe 
Koesoemah,1991:302).  Wraken (hak 
ingkar) ada pada pihaknya, penggu-
gat maupun tergugat; mengingkari 
kewenangan hakim yang memeriksa 
perkara karena mempunyai kepenti- 
ngan atau hubungan dengan perkara 
yang diperiksanya. Hak ingkar inilah 
yang dimaksud sebagaimana diatur 
dalam Pasal 28 Undang-undang 
Pokok Kekuasaan Kehakiman 
Nomor 14 Tahun 1970.  
Kewenangan Majelis Pengawas 
Notaris Memberikan Izin Keha- 
diran Notaris Dalam Sidang Pen-
gadilan
Pertanyaan yang sering muncul 
adalah dapatkah notaris dipaksa 
untuk hadir sebagai saksi dalam 
perkara perdata dan apakah untuk 
bertindak sebagai saksi, diperlukan 
persetujuan majelis pengawas notaris 
sebagaimana yang dimaksud dalam 
pasal 66 Undang-Undang Jabatan 
Notaris. Pertanyaan-pertanyaan di- 
atas merupakan pertanyaan yang 
sering muncul yang memerlukan 
jawaban.
Majelis Pengawas adalah suatu 
badan yang mempunyai kewenangan 
dan kewajiban untuk melaksanakan 
pembinaan dan pengawasan terhadap 
Notaris. Menurut Pasal 1 ayat (6) 
Undang-Undang Nomor 2 tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN), Majelis Pengawas 
Notaris merupakan suatu badan yang 
memiliki wewenang dan untuk 
melakukan pembinaan dan penga-
wasan terhadap Notaris. Menurut 
Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Nomor M.02. 
PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata 
Cara Pengangkatan Anggota, Pem-
berhentian Anggota, Susunan Orga- 
nisasi, Tata Kerja dan Tata Cara 
Pemeriksaan Majelis Pengawas 
Notaris, Majelis Pengawas Notaris 
adalah suatu badan yang mempunyai 
kewenangan dan kewajiban untuk 
melaksanakan pengawasan dan pem-
binaan terhadap Notaris.  
Menurut Peraturan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Nomor M.02. 
PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata 
Cara Pengangkatan Anggota, Pem-
berhentian Anggota, Susunan Orga- 
nisasi, Tata Kerja dan Tata Cara 
Pemeriksaan Majelis Pengawas 
Notaris, Majelis Pengawas Notaris 
yaitu Majelis Pengawas yang tugas- 
nya memberi pembinaan dan penga-
wasan kepada notaris dalam men-
jalankan jabatan profesinya sebagai 
pejabat umum yang senantiasa 
meningkatkan profesionalisme dan 
kualitas kerjanya sehingga dapat 
memberikan jaminan kepastian dan 
perlindungan hukum bagi penerima 
jasa Notaris dan masyarakat luas
Menurut Pasal 1 ayat (6) Peratu- 
ran Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Nomor: 
M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang 
Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, 
Pemindahan dan Pemberhentian 
Notaris, Majelis Pengawas Notaris 
adalah suatu badan yang mempunyai 
kewenangan dan kewajiban untuk 
melaksanakan pembinaan dan 
pengawasan terhadap Notaris.
Menurut Pasal 1 ayat (7) Peratur-
an Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Nomor: 
M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang 
Pengambilan  Minuta Akta dan 
Pemanggilan Notaris, yang dimak-
sud dengan Majelis Pengawas 
Daerah adalah suatu badan yang 
mempunyai kewenangan dan kewa-
jiban untuk melaksanakan penga-
wasan dan pembinaan terhadap 
Notaris yang berkedudukan di Kabu-
paten atau kota. Selanjutnya dalam  
Peraturan Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia 
tersebut juga dijelaskan tingka-
tan-tingkatan Majelis Pengawas 
Notaris.
Dalam Pasal 68, Pasal 69 ayat (1), 
Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 76 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN), disebutkan bahwa 
tingkatan-tingkatan Majelis Penga-
was Notaris tersebut meliputi :  
1   Majelis Pengawas Daerah Notaris 
berkedudukan di kota atau kabu-
paten;  
2   Majelis Pengawas Wilayah Nota- 
ris dibentuk dan berkedudukan di 
Ibukota Propinsi; 
3  Majelis Pengawas Pusat Notaris 
dibentuk dan berkedudukan di 
Ibukota Negara Kesatuan Repu- 
blik Indonesia
Wewenang Majelis Pengawas 
Daerah Notaris berkaitan dengan 
pengambilan Minuta Akta dan/ atau 
pemanggilan Notaris baik sebagai 
saksi maupun sebagai tersangka  
oleh Penyidik, Penuntut Umum atau 
Hakim, yaitu:  
1. Prosedur Pengambilan Minuta 
Akta oleh Penyidik, Penuntut 
Umum atau Hakim, dalam Pasal 8 
ayat 1, Pasal 9 sampai dengan 11, 
yaitu: 
a.  Penyidik, Penuntut Umum atau 
Hakim untuk kepentingan 
proses peradilan dapat me- 
ngambil Minuta Akta dan/ atau 
surat-surat yang dilekatkan 
pada Minuta Akta atau 
Protokol Notaris yang terdapat 
dalam Penyimpanan Notaris, 
dengan meminta kepada 
Notaris yang bersangkutan 
untuk membawa Minuta Akta 
dan/ atau sutat-surat yang 
dilekatkan pada Minuta Akta 
atau Protokol Notaris yang 
terdapat dalam Penyimpanan 
Notaris, dengan syarat harus 
megajukan permohonan tertu-
lis pada Majelis Pengawas 
Daerah Notaris setempat.
b. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris memberikan persetu-
juan untuk pengambilan 
Minuta Akta dan atau surat-su-
rat yang dilekatkan pada 
Minuta Akta atau Protokol 
Notaris dalam Penyimpanan 
Notaris oleh Penyidik, Penun-
tut Umum atau Hakim untuk 
kepentingan proses peradilan, 
apabila: 
1   Ada dugaan tindak pidana 
yang terkait dengan 
Minuta Akta dan/ atau 
surat-surat yang dilekat-
kan pada Minuta Akta atau 
Protokol Notaris dalam 
penyimpanan Notaris;  
2    Belum gugur hak menuntut 
berdasarkan ketentuan 
tentang daluarsa peraturan 
perundang-undangan di 
bidang pidana;  
3    Ada penyangkalan keabsa-
han tanda tangan dari para 
pihak;  
4   Ada dugaan pengurangan 
atau penambahan dari 
Minuta Akta; 
5   Ada dugaan Notaris me- 
lakukan pemunduran 
tanggal akta. 
c. Persetujuan Majelis Penga-
was Daerah Notaris diberikan 
setelah mendengar keterangan 
dari Notaris yang bersangku-
tan;
d. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris tidak memberikan 
persetujuan untuk pengambi-
lan Minuta Akta dan/ atau 
surat-surat yang dilekatkan 
pada Minuta Akta atau Pro- 
tokol Notaris dalam penyim-
panan Notaris, apabila tidak 
memenuhi ketentuan pada 
Pasal  9;
e. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dalam waktu paling 
lambat 14 (empat belas) hari 
sejak permohonan pengambi-
lan Minuta Akta dan/atau 
surat-surat yang dilekatkan 
Pada Minuta Akta atau 
Protokol Notaris oleh Penyi- 
dik, Penuntut Umum atau 
Hakim harus memberikan 
persetujuan atau tidak mem-
berikan persetujuan terhadap 
pengambilan tersebut; 
f. Jika jangka waktu 14 (empat 
belas) hari itu terlampaui maka 
Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dianggap menyetujui 
pengambilan Minuta Akta 
dan/ atau surat-surat yang 
dilekatkan pada Minuta Akta 
atau Protokol Notaris.
2. Prosedur Pemanggilan Notaris 
oleh Penyidik, Penuntut Umum 
atau Hakim dalam Pasal 14 
sampai dengan Pasal 18:  
a. Penyidik, Penuntut Umum 
atau Hakim, untuk kepenti- 
ngan proses peradilan dapat 
memanggil Notaris sebagai 
saksi, tersangka atau terdakwa 
dengan mengajukan permo-
honan tertulis kepada Majelis 
Pengawas Daerah Notaris 
setempat; 
b. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dapat memberikan 
persetujuan pemanggilan No- 
taris sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 ayat (1) apabi-
la: 
Ada dugaan tindak pidana yang 
berkaitan dengan Minuta Akta dan 
atau surat-surat yang dilekatkan pada 
Minuta Akta atau Protokol Notaris 
yang terdapat dalam penyimpanan 
Notaris;  
1. Belum gugurnya hak menun-
tut berdasarkan ketentuan 
tentang daluarsa dalam pera-
turan perundang-undangan 
dibidang pidana; 
c. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris  dapat memberi per- 
setujuan kepada Penyidik, 
Penuntut Umum atau Hakim 
setelah mendengar keterangan 
dari Notaris yang bersangku-
tan;
d. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris tidak memberikan per- 
setujuan pemanggilan Notaris 
sebagai saksi, tersangka atau 
terdakwa kepada Penyidik, 
Penuntut Umum atau Hakim, 
apabila tidak memenuhi per- 
syaratan dalam Pasal 15;
e. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris wajib memberikan 
persetujuan atau tidak mem-
berikan persetujuan secara 
tertulis dalam jangka waktu 
paling lambat 14 (empat belas) 
hari sejak permohonan secara 
tertulis untuk pemanggilan 
Notaris sebagai saksi, tersang-
ka atau terdakwa yang diaju-
kan oleh Penyidik, Penuntut 
Umum atau Hakim kepada 
Majelis Pengawas Notaris;
f. Jika jangka waktu 14 (empat 
belas) hari terlampaui dan 
Majelis Pengawas Daerah 
Notaris tidak memberikan 
persetujuan atau penolakan 
persetujuan pemanggilan 
Notaris sebagai saksi, tersang-
ka atau terdakwa secara tertu-
lis kepada Penyidik, Penuntut 
Umum atau Hakim, maka 
Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dianggap menyetujui 
pemanggilan Notaris.
Simpulan
Pada dasarnya hak ingkar adalah 
hak untuk mengundurkan diri dari 
memberikan kesaksian dimuka 
Pengadilan dalam masalah Perdata 
maupun Pidana. Dalam perkara 
perdata, notaris lebih leluasa untuk 
menggunakan hak ingkar yang dibe- 
rikan undang-undang kepadanya. 
Istilah hak ingkar ini merupakan 
terjemahan dari bahasa Belanda 
verschoningsrecht yang artinya 
adalah hak untuk dibebaskan dari 
memberikan keterangan sebagai 
saksi dalam suatu perkara perdata 
maupun pidana. Hak ini merupakan 
pengecualian dari prinsip umum 
bahwa setiap orang yang dipanggil 
sebagai saksi wajib memberikan 
kesaksian itu. Hak Ingkar dapat 
dilihat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 
e UU No 30 Tahun 2004 jo UU No 
No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan 
Notaris.
Hak ingkar ini dalam praktek 
masih membingungkan para notaris 
untuk menggunakannya. Hal ini 
disebabkan karena hak ingkar masih 
berimplikasi dalam pelaksanaannya 
khususnya dalam perkara pidana. 
Dalam perkara pidana yang dicari 
adalah kebenaran materil sehingga 
kehadiran Notaris sebagai saksi 
sangat diperlukan, berlainan dengan 
perkara perdata yang mencari kebe-
naran formil. Kehadiran notaris 
sudah dapat dianggap ada dengan 
dihadirkan akta notaris yang dibuat 
oleh notaris yang bersangkutan. 
Menurut Peraturan Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia, pada dasarnya Majelis 
Pengawas Daerah Notaris mempu-
nyai kewenangan untuk Memberikan 
Izin Kehadiran Notaris Dalam 
Sidang Pengadilan sepanjang tidak 
bertentangan dengan peraturan dan 
undang-undang.
Daftar Rujukan
Literatur:
Abdul Ghofur Anshori, 2009, Lem-
baga Kenotariatan Indonesia 
Perspektif Hukum dan Etika, 
Yogyakarta : Penerbit UII Press.
Abdul Kadir Muhammad, 2006, 
Etika Profesi Hukum,  Bandung : 
PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan 
ke III
A. Kohar, 1984, Hak Ingkar Notaris 
Disimposiumkan, tulisan dalam 
Notaris Berkomunikasi, Bandung 
: Alumni.
G.H.S. Lumban Tobing, 1983, Pera-
turan Jabatan Notaris,Jakarta :  
Penerbit Erlangga.
Habieb Adjie, 2009, Meneropong 
Khasanah Notaris dan PPAT 
Indonesia, Bandung : Citra aditya 
Bakti.
___________, 2008, Sanksi Perdata 
dan Administrasi Terhadap Notar-
is Sebagai Pejabat Publik, Refika 
Aditama.
___________, 2009, Sekilas Dunia 
Notaris dan PPAT Indonesia, 
Bandung : Mandar Maju.
H.B. Sutopo, 1998, Metodologi 
Penelitian Hukum Kualitatif 
Bagian II, Surakarta : Penerbit 
UNS Press.
Ira Koesoemawati dan Yunirman 
Rijan, 2009, Ke Notaris, Jakarta : 
Raih Asa Sukses, 
Komar Andasasmita, 1981, Notaris I, 
Bandung : Penerbit Sumur.
Liliana Tedjosaputro, 1991, Mal-
praktek Notaris dan Hukum 
Pidana,Semarang : CV. Agung.
Roesnantiti Prayitno, 1989, Tugas 
dan Tanggung Jawab Notaris 
Sebagai Pejabat Pembuat Akta 
Tanah, Jakarta : Media Notariat 
INI.
R. Soegondo, Notodisoerjo, 1982, 
Hukum Notariat di Indonesia 
suatu Penjelasan, Jakarta: 
Rajawali.
Salim HS, 2006, Hukum Kon-
trak-Teori dan Teknik Penyusu-
nan Kontrak, Jakarta :Sinar Grafi-
ka.
Satjipto Raharjo, 1983, Masalah 
Penegakan Hukum, Bandung : 
Sinar Baru.
Setiawan Wawwan, 1995, Hak 
Ingkar dari Notaris dan Hubun-
gannya dengan KUHAP (suatu 
kajian uraian yang disajikan 
dalam kongress INI di Jakarta.
Soekanto dan Muhammad, 2006, 
Potret Lembaga Pengadilan Indo-
nesia, Jakarta :PT.Raja Grafindo 
Persada.
Tan Thong Kie, 200, Studi Notari-
at-Serba Serbi Praktek Notaris, 
Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
Peraturan Perundang-undangan:
Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata.
Undang-Undang Nomor 2 tahun 
2014 tentang perubahan 
Undang-Undang Nomor tentang 
Jabatan Notaris.
Undang-undang Pokok Kekuasaan 
Kehakiman Nomor 14 Tahun 
1970.  
Peraturan Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indone-
sia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 
2004 tentang Tata Cara Pengang-
katan Anggota, Pemberhentian 
Anggota, Susunan Organisasi, 
Tata Kerja dan Tata Cara Peme- 
riksaan Majelis Pengawas Nota- 
ris.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indone-
sia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 
2004 tentang Tata Cara Pengang-
katan Anggota, Pemberhentian 
Anggota, Susunan Organisasi, 
Tata Kerja dan Tata Cara Peme- 
riksaan Majelis Pengawas Notar-
is.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indone-
sia Nomor: M.01-HT.03.01 
Tahun 2006 tentang Syarat dan 
Tata Cara Pengangkatan, 
Pemindahan dan Pemberhentian 
Notaris. 
Peraturan Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indone-
sia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 
2007 Tentang Pengambilan  
Minuta Akta dan Pemanggilan 
Notaris
Peraturan Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indone-
sia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 
2007 Tentang Pengambilan  
Minuta Akta dan Pemanggilan 
Notaris. 
Peraturan Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indone-
sia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 
2007 Tentang Pengambilan  
Minuta Akta dan Pemanggilan 
Notaris. 
Peraturan Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indone-
sia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 
2007 Tentang Pengambilan  
Minuta Akta dan Pemanggilan 
Notaris. 
Peraturan Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indone-
sia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 
2007 Tentang Pengambilan  
Minuta Akta dan Pemanggilan 
Notaris.  
Sumber Lainnya:
Majalah Renvoi. edisi delapan pulud 
dua (Maret). JURNAL RENVOI 
MEDIATAMA. 2010.
Http//Adln.Lib.unair.ac.id, Lanny 
Kusumawati, Tanggung Jawab 
Jabatan Notaris.
www. Google search “Harkat dan 
Martabat Notaris”.co.id
www.wawasanhukum.blogspot.com, 
Biro Humas dan HLN. Hasbullah, 
Notaris dan Jaminan Kepastian 
Hukum, 3 Juli 2007.
Dahlil Marjon : Penerapan Kode Etik...
237
Pendahuluan 
Pasca disahkannya Undang-Un-
dang Jabatan Notaris yakni Undang- 
Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang 
perubahan Undang-Undang 30 
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 
(UUJN), peranan notaris memasuki 
era baru. Lahirnya Undang-Undang 
Jabatan Notaris mengakhiri hampir 2 
abad berlakunya Peraturan Jabatan 
Notaris yaitu Reglement op Het 
Notaris Ambt in Indonesie (Stb. 
1860:3) yang mengatur mengenai 
jabatan notaris. Peraturan Jabatan 
Notaris Staatblad 1860 Nomor 3 ini 
dianggap tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan hukum dan kebutu-
han masyarakat Indonesia. Oleh 
karena itu, Peraturan Jabatan Notaris 
ini harus diganti untuk disesuaikan 
dengan kondisi dan perkembangan 
masyarakat Indonesia. Lahirnya 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN) merupakan tero-
bosan baru untuk memastikan bahwa 
fungsi notaris sebagai pejabat umum 
dapat terlaksana dengan baik.
Notaris merupakan salah satu 
pejabat negara yang kedudukannya 
sangat dibutuhkan di masa sekarang 
ini. Di masa modern ini, masyarakat 
sudah banyak tidak lagi mengenal 
perjanjian yang berdasarkan atas 
kepercayaan satu sama lain seperti 
yang mereka kenal dulu. Dahulu 
perjanjian-perjanjian menurut hu- 
kum adat tidak dibuat dalam bentuk 
tertulis, dilakukan secara lisan saja, 
oleh karena adanya saling percaya 
mempercayai. Tuntut menuntut 
boleh dikatakan sangat jarang sekali 
terjadi akibat tidak dipenuhinya 
perjanjian yang dilakukan. Oleh 
karenanya jika timbul perselisihan 
diantara mereka maka para pihak 
hanya mengajukan saksi-saksi yang 
dapat membenarkan atau menguat-
kan dalil-dalil yang dimajukan di 
muka persidangan. Oleh karena itu 
pembuktian dengan saksi dalam 
hukum adat sangatlah penting. 
Berlainan dengan sekarang 
dimana para pihak dalam membuat 
perjanjian memerlukan bentuk tertu-
lis. Bukti fisik dari perjanjian itu 
yang diperlukan. Oleh karena itu,  
setiap perjanjian yang dilakukan oleh 
masyarakat pasti akan mengarah 
kepada notaris sebagai sarana keab-
sahan perjanjian yang mereka laku-
kan. Notaris dianggap yang melahir-
kan bukti fisik dari perjanjian yang 
disepakati oleh para pihak. Oleh 
karena itulah, kedudukan notaris 
menjadi semakin penting di masa 
sekarang ini.
Sebagaimana pejabat negara lain 
yang mempunyai wewenang 
tersendiri khusus untuk pejabat 
negara bidang yang dimaksud, maka 
notaris juga memiliki kewenangan 
tersendiri yang tidak dimiliki oleh 
pejabat negara yang lainnya karena 
masing-masing pejabat Negara ini 
mempunyai kewenangan yang 
berbeda satu sama lain. 
Selain kewenangannya, para 
notaris juga memiliki kewajiban dan 
larangan yang wajib mereka patuhi 
dalam pelaksanaan tugas jabatannya. 
Kewenangan, kewajiban dan lara- 
ngan adalah konsekuensi logis dari 
adanya suatu jabatan. Dengan 
berdasar pada Undang-Undang 
Nomor 2 tahun 2014 tentang peruba-
han Undang-Undang 30 Tahun 2004 
tentang Jabatan Notaris (UUJN), 
para notaris di Indonesia wajib untuk 
memahami apa yang menjadi 
wewenang dan kewajiban mereka 
serta larangan yang tidak boleh 
dilakukan dalam pelaksanaan tugas 
jabatannya.
Sebagaimana diketahui bahwa 
Akta Notaris yang merupakan suatu 
akta otentik yang memiliki kekuatan 
pembuktian lengkap atau sempurna 
dalam sengketa hukum perdata, 
ternyata dapat mengalami penurunan 
status (degradasi) dari kekuatan bukti 
lengkap dan sempurna menjadi 
permulaan bukti seperti akta dibawah 
tangan, dan dapat cacat hukum yang 
menyebabkan kebatalan atau ketidak 
absahan akta tersebut. Apabila terjadi 
degradasi dari akta otentik menjadi 
akta dibawah tangan atau bahkan 
batal demi hukum maka hal itu akan 
menimbulkan kerugian bagi para 
pihak. Oleh karenanya Notaris terse-
but dapat digugat oleh pihak. Pihak 
yang menderita kerugian dapat 
menuntut dengan tuntutan melaku-
kan perbuatan melanggar hukum 
(onrechtmatige daad ) yang disyarat-
kan dalam pasal 1365 maupun dalam 
pasal 1367 KUH Perdata atau ingkar 
janji atau wanprestasi menurut pasal 
1234 KUH Perdata.
Sanksi administrasi terhadap 
Notaris yang melanggar ketentuan 
peraturan perundang-undangan ada 5 
jenis sanksi administrasi yang 
berlakunya secara berjenjang yaitu 
berupa : 1. Teguran lisan, 2. Teguran 
tertulis, 3. Pemberhentian sementara, 
4. Pemberhentian dengan hormat, 
dan 5. Pemberhentian tidak hormat. 
Sedangkan penjatuhan sanksi pidana 
terhadap Notaris dapat dilakukan 
sepanjang memenuhi rumusan 
pelanggaran yang tersebut dalam 
Undang-Undang Jabatan Notaris, 
kode etik jabatan notaris, juga harus 
memenuhi unsur-unsur dalam KUH-
Pidana.
Pada dasarnya hak ingkar adalah 
hak untuk mengundurkan diri dari 
memberikan kesaksian dimuka 
Pengadilan dalam masalah Perdata 
maupun Pidana. Dalam perkara 
perdata, notaris lebih leluasa untuk 
menggunakan hak ingkar yang dibe- 
rikan undang-undang kepadanya. 
Istilah hak ingkar ini merupakan 
terjemahan dari bahasa Belanda 
verschoningsrecht yang artinya 
adalah hak untuk dibebaskan dari 
memberikan keterangan sebagai 
saksi dalam suatu perkara perdata 
maupun pidana. Hak ini merupakan 
pengecualian dari prinsip umum 
bahwa setiap orang yang dipanggil 
sebagai saksi wajib memberikan 
kesaksian itu.
Akan tetapi, terlepas dari itu 
semua haruslah digarisbawahi bahwa 
hak ingkar adalah “hak” bukan 
kewajiban. Dengan pengertian 
bahwa Notaris tetaplah dihadapkan 
pada akibat hukum tertentu apabila 
menggunakan atau tidak menggu-
nakan hak yang telah diberikan oleh 
undang-undang tersebut. Untuk 
itulah notaris diberikan kesempatan 
terlebih dahulu untuk memutuskan 
apakah akan menggunakan hak 
ingkar dalam pemberian suatu kesak-
sian atau tidak. Jadi jelas bahwa 
Undang-undang meletakkan kewa-
jiban secara umum kepada setiap 
orang yang cakap menjadi saksi 
untuk memberikan kesaksian di 
muka pengadilan, baik dalam proses 
perdata maupun pidana. 
Tulisan singkat ini akan mencoba 
memahami ruang lingkup hak ingkar. 
Hak ingkar ini merupakan bagian 
yang tak terpisahkan dari bagian 
kode etik Notaris. Undang-Undang 
Jabatan Notaris dalam penerapannya 
pada perkara perdata maupun perka-
ra pidana akan melibatkan notaris 
sebagai pihak atau sebagai saksi. 
Disamping itu juga sekaligus untuk 
menjawab apakah majelis pengawas 
notaris memiliki kewenangan untuk 
memberikan persetujuan kepada 
hakim dalam pemanggilan notaris 
sebagai saksi dan atau pengambilan 
foto copy minuta, surat-surat lainnya 
yang dilekatkan pada minuta akta 
dan protokol notaris  yang berada 
dalam penyimpanan atau pengambi-
lan minuta akta, surat surat yang 
dilekatkan pada minuta akta dan 
protokol notaris dalam penyim-
panan, sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2014 tentang perubahan 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2004 tentang Jabatan Notaris.
Permasalahan
Berdasarkan latar belakang terse-
but, maka permasalahan yang akan 
dikaji dalam tulisan ini adalah
1. Apakah yang dimaksud dengan 
hak ingkar Notaris dan dasar 
hukum pengaturannya? 
2. Bagaimana hak ingkar notaris 
sebagai saksi dapat diterapkan 
dalam perkara perdata dan pidana 
dalam sidang pengadilan? 
3. Apakah majelis pengawas notaris 
mempunyai kewenangan untuk 
memberikan izin kehadiran 
Notaris dalam sidang pengadilan?
Pembahasan
Hak Ingkar Notaris dan Dasar 
Hukum Pengaturannya
 Sebelum membahas lebih 
lanjut mengenai hak ingkar dan dasar 
hukum serta kewenangan majelis 
pengawas notaris untuk merekomen-
dasikan dapat dipanggilnya notaris 
sebagai saksi dalam perkara perdata 
dan pidana maka terlebih dahulu 
akan diuraikan mengenai sejarah 
mulai berkembangnya notaris ini. 
Sejarah perkembangan Notaris ini 
penting diketahui agar dapat dipaha-
mi bagaimana sebetulnya pengaruh 
hak ingkar notaris tersebut perlu 
dipahami oleh semua pihak, terutama 
hakim dan penyidik polisi. 
Notaris adalah sebuah profesi 
yang dapat dilacak balik ke abad ke 
2-3 pada masa Roma Kuno, dimana 
mereka dikenal sebagai scribae, 
tabellius atau notarius. Pada masa 
itu, mereka adalah golongan orang 
yang mencatat pidato. Istilah notaris 
diambil dari nama pengabdinya, 
Notarius, yang kemudian menjadi 
istilah/titel bagi golongan orang 
penulis cepat atau stenografer. Nota- 
ris adalah salah satu cabang dari 
profesi hukum yang tertua di dunia.
Sekitar abad ke 5, notaris diang-
gap sebagai pejabat istana. Di Italia 
utara sebagai daerah perdagangan 
utama pada abad ke 11 - 12, dikenal 
Latijnse Notariat, yaitu orang yang 
diangkat oleh penguasa umum, 
dengan tujuan melayani kepentingan 
masyarakat umum, dan boleh 
mendapatkan honorarium atas 
jasanya oleh masyarakat umum.
Latijnse notariat ini murni berasal 
dari Italia Utara, bukan sebagai 
pengaruh hukum Romawi Kuno. 
Pada tahun 1888, terbitlah buku 
Formularium Tabellionum oleh Ime-
rius, pendiri sekolah Bologna, dalam 
rangka peringatan 8 abad sekolah 
hukum Bologna. Berturut-turut sera-
tus tahun kemudian ditebitkan 
Summa Artis Notariae oleh Rantero 
dari Perugia, kemudian pada abad ke 
13 buku dengan judul yang sama 
diterbitkan oleh Rolandinus 
Passegeri. Ronaldinus Passegeri 
kemudian juga menerbitkan Flos 
Tamentorum. Buku-buku tersebut 
menjelaskan definisi notaris, fungsi, 
kewenangan dan kewajiban-kewa-
jibannya.
Sebelum diperlakukan 
Undang-Undang Nomor 2 tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN), Negara Indonesia 
masih mempergunakan dan memakai 
peraturan Jabatan Notaris yang 
berasal dari produk bangsa Belanda 
sebagai bangsa penjajah. Pember-
lakuan Peraturan Jabatan Notaris 
bangsa penjajah ini diperkenankan 
oleh Pasal 2 Aturan Peralihan 
Undang-Undang Dasar 1945, yang 
mengatakan bahwa segala badan 
negara dan peraturan yang ada masih 
langsung berlaku, selama belum 
diadakan yang baru menurut 
Undang-Undang Dasar 1945 ini.
Perkembangan lembaga notaris di 
Indonesia, mulai masuk pada permu-
laan abad ke 17. Menurut Jan Pie- 
terszoon Coen di Jacatra  (sekarang 
Jakarta) antara tahun 1617 sampai 
1629, untuk keperluan para 
penduduk dan para pedagang perlu 
mengangkat seorang notaris, yang 
disebut Notarium Publicum (Lum-
ban Tobing1,1983:15).   Sejak tang-
gal 27 Agustus 1620 diangkat notaris 
pertama di Indonesia yaitu Melchior 
Kerchem, sebagai sekretaris College 
Van Schepenen (urusan perkapalan 
kota) di Jakarta untuk merangkap 
sebagai notaris yang berkedudukan 
di Jakarta. Tugas dari Melchior 
Kerchem sebagai notaris dalam surat 
pengangkatannya, yaitu melayani 
dan melakukan semua surat libel 
(Smaadschrift) yang bahasa Indone-
sianya yaitu tulisan menghina/menis-
ta, surat wasiat di bawah tangan, 
persiapan penerangan, akta perjanji-
an perdagangan, perjanjian kawin, 
surat wasiat, dan akta-akta lainnya 
dan ketentuan-ketentuan yang perlu 
Daerah Tingkat kotapraja (Komar 
Andasasmita,1981:37). Setelah pe- 
ngangkatan notaris pertama jumlah 
notaris di Indonesia kian berkem-
bang dan pada tahun 1650 di Batavia 
hanya ada dua orang notaris yang 
diangkat. 
Menurut kenyataannya para 
notaris pada waktu itu tidak mempu-
nyai kebebasan didalam menjalan- 
kan jabatannya, karena notaris pada 
masa itu adalah pegawai dari Vereni-
gde Oost Indie Compagnie (VOC). 
Bahkan tahun 1632 dikeluarkan 
plakat yang berisi ketentuan bahwa 
notaris, sekretaris dan pejabat lain- 
nya dilarang untuk membuat 
akta-akta transport, jual beli, surat 
wasiat dan lain-lain akta, jika tidak 
mendapat persetujuan terlebih 
dahulu dari Gubernur Jenderal dan 
daden van indie dengan ancaman 
akan kehilangan jabatannya. Namun 
dalam prakteknya ketentuan tersebut 
tidak dipatuhi oleh pejabat-pejabat 
atau notaris yang bersangkutan. 
Maksud dan tujuan membawa 
lembaga kenotariatan ke Indonesia 
adalah untuk memenuhi kebutuhan 
akan alat bukti autentik  yang sangat 
dibutuhkan untuk menggunakan hal 
dan kepentingan yang timbul karena 
adanya transaksi dagang yang 
mereka lakukan. Lembaga kenotaria-
tan di Indonesia pada waktu itu 
belum dikenal dan meluas ke 
kota-kota kecil bahkan desa-desa hal 
ini dikarenakan sebelum perang 
dunia ke 2 (dua) hampir seluruh 
notaris yang ada di Indonesia pada 
waktu itu adalah berkebangsaan 
Belanda. Sedangkan yang berke-
bangsaan Indonesia sangat sedikit 
jumlahnya, lagi pula mereka mempu-
nyai kedudukan di kota-kota besar 
sedangkan orang-orang Indonesia 
berada di daerah-daerah. Di samping 
itu tingkat kesadaran dan budaya 
hukum masyarakat Indonesia pada 
waktu itu suatu masyarakat yang 
masih bersifat primordial yang masih 
berpegang teguh pada hukum adat 
serta kaidah-kaidah religius, lebih- 
lebih lagi para pengasuh dari lemba-
ga notiariat itu lebih menitikberatkan 
orientasinya pada hukum barat. 
Semua itu merupakan faktor-faktor 
penghambat yang tidak menguntung-
kan bagi perkembangan dan untuk 
dikenalnya lembaga notariat ini 
dengan cepat dan secara luas dika-
langan masyarakat yang justru harus 
dilayaninya. 
Lembaga kemasyarakatan yang 
dikenal sebagai notariat ini  timbul 
dari kebutuhan dalam pergaulan 
sesama manusia yang menghendai 
adanya alat bukti baginya mengenai 
hubungan hukum keperdataan yang 
ada dan/atau terjadi diantara mereka 
suatu lembaga dengan para pengab-
dinya yang ditugaskan oleh kekua-
saan umum (openbaar gezag) untuk 
dimana dan apabila undang-undang 
mengharuskan sedemikian atau dike-
hendaki oleh masyarakat membuat 
alat bukti tertulis yang mempunyai 
kekuatan autentik. 
Saat ini notaris dikenal sebagai 
orang yang melayani masyarakat 
untuk membuat akta atau doku-
men-dokumen yang autentik. Akan 
tetapi, tugas ini sedikit berbeda 
dengan yang dilakoni para notaris 
pada awal kemunculannya. Saat 
kejayaan bangsa Romawi, tidak 
hanya ada kelompok gladiator di 
sana, tetapi juga hidup sekelompok 
orang yang disebut notarius. 
Berbicara mengenai notaris, 
berarti kita bicara mengenai autenti- 
sitas dokumen. Hal itulah yang men-
jadi salah satu alasan orang berkun-
jung ke notaris. Pengakuan akan sifat 
autentisitas dokumen tersebut tidak 
datang secara serta merta, tetapi 
pengakuan baru muncul pada abad 
ke-13 (tiga belas), sekian ratus tahun 
setelah kemunculan jabatan notaris. 
Beberapa ratus tahun kemudian 
barulah muncul peraturan yang dise-
but ventosewet (Ira Koesoemawati 
dan Yunirman Rijan,2009). 
Di Indonesia, notaris bertindak 
sebagai pelayan masyarakat. Hal ini 
karena notaris adalah pejabat yang 
diangkat oleh pemerintah untuk 
melayani kebutuhan masyarakat 
akan dokumen-dokumen legal yang 
sah. Meskipun status notaris sebagai 
pelayan masyarakat, jangan 
berpikiran bahwa notaris menggu-
nakan pakaian yang sederhana. 
Justru sebaliknya, notaris me- 
ngenakan pakaian yang resmi dan 
eksklusif guna menunjukkan profe-
sionalisme dan keseriusan mereka. 
Sebagai seorang dengan jabatan 
notaris sudah seharusnya orang 
tersebut dalam menjalankan jabatan-
nya lebih “diistimewakan” kedudu-
kannya dalam hukum dibandingkan 
dengan orang lain. Namun seorang 
notaris di luar jabatannya adalah 
orang yang memiliki kedudukan 
yang sama dengan orang yang lain 
(equality before the law). 
Tentu saja ada beberapa hal yang 
harus dipenuhi untuk menjadi 
seorang notaris. Tidak mungkin 
seorang notaris dapat berpraktek 
tanpa memiliki kemampuan mema-
dai. Latar belakang pendidikan 
hukum merupakan sebuah kenis-
cayaan. Setelah lulus dari fakultas 
hukum, seorang calon notaris wajib 
mengikuti kuliah bidang kenotaria-
tan atau menempuh pendidikan 
Strata 2 (dua)  hukum bidang keno-
tariatan. Tidak cukup berbekal 
pendidikan formil saja untuk menja-
di profesi notaris di Indonesia. Syarat 
lain menjadi calon notaris di Indone-
sia secara umum adalah orang yang 
berkewarganegaraan Indonesia. Oleh 
karena seorang notaris adalah peja-
bat umum yang diangkat oleh negara 
untuk mewakili negara dalam pem-
buatan akta-akta autentik yang 
dibuat berisi hal-hal yang sifatnya 
rahasia. Tentu akan berbahaya, jika 
jabatan ini dipegang oleh seorang 
warga negara asing. Bisa–bisa raha-
sia negeri ini jatuh ke tangan negara 
lain. 
Menjadi notaris yang baik ditun-
tut untuk memiliki kedewasaan yang 
matang. Menurut Kitab Undang-Un-
dang Hukum Perdata (selanjutnya 
disingkat KUHPerdata) bahwa usia 
dewasa seseorang adalah 21 (duapu-
luh satu) tahun, tetapi seseorang 
untuk dapat menjadi notaris 
berdasarkan berdasarkan Undang- 
Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang 
perubahan Undang-Undang 30 
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 
(UUJN) haruslah berusia 27 (dua 
puluh tujuh) tahun. 
Di Indonesia para notaris berhim-
pun dalam sebuah wadah perkumpu-
lan yang bernama Ikatan Notaris 
Indonesia (yang selanjutnya dising-
kat INI). INI merupakan perkumpu-
lan notaris yang legal dan sudah 
berbadan hukum sesuai SK Menteri 
Kehakiman Replubik Indonesia 
tanggal 23 Januari 1995 Nomor 
C210221.HT.01.06. 
Hak ingkar ini mulai diperbin-
cangkan berawal dengan ditariknya 
seorang notaris sebagai salah satu 
tergugat dalam suatu perkara perdata 
antara Badan Penyehatan Perbankan 
Nasional (Kreditur) selaku penggu-
gat dan nasabah debitur selaku 
tergugat, dengan obyek sengketa 
adanya 2 (dua) salinan akta penga-
kuan hutang yang dibuat dihadapan 
notaris yang sama dengan nomor dan 
tanggal yang sama, namun substansi 
jumlah hutangnya berbeda dalam 2 
(dua) salinan akta tersebut. Ma- 
sing-masing pihak berpegang kepada 
salinan akta pengakuan hutangnya. 
Dalam kasus ini majelis hakim 
melalui suratnya kepada majelis 
pengawas notaris telah meminta 
persetujuan agar foto copy minuta 
aktanya dapat dibawa oleh notaris 
yang bersangkutan dalam sidang 
pengadilan (Pieter Latumeten,2012).
Selain kewajiban untuk melaku-
kan hal-hal yang telah diatur dalam 
UU, notaris masih memiliki suatu 
kewajiban lain. Hal ini berhubungan 
dengan sumpah/janji notaris yang 
berisi bahwa notaris akan meraha-
siakan isi akta dan keterangan yang 
diperoleh dalam pelaksanaan jabatan 
notaris. Secara umum, notaris wajib 
merahasiakan isi akta dan keterangan 
yang diperoleh dalam pembuatan 
akta notaris, kecuali diperintahkan 
oleh undang-undang bahwa notaris 
tidak wajib merahasiakan dan mem-
berikan keterangan yang diperlukan 
yang berkaitan dengan akta tersebut. 
Dengan demikian, hanya undang-un-
dang saja yang dapat memerintahkan 
notaris untuk membuka rahasia isi 
akta dan keterangan/pernyataan yang 
diketahui oleh notaris yang berkaitan 
dengan pembuatan akta yang dimak-
sud.
Hal ini dikenal dengan “kewa-
jiban ingkar” notaris (Tan Thong 
Kie,2000:67) Instrumen untuk 
ingkar bagi notaris ditegaskan 
sebagai salah satu kewajiban notaris 
yang disebut dalam Pasal 16 ayat (1) 
huruf e UUJN, sehingga kewajiban 
ingkar untuk notaris melekat pada 
tugas jabatan notaris. Kewajiban 
ingkar ini mutlak harus dilakukan 
dan dijalankan oleh notaris, kecuali 
ada undang-undang yang memerin-
tahkan untuk menggugurkan kewa-
jiban ingkar tersebut. Kewajiban 
untuk ingkar ini dapat dilakukan 
dengan batasan sepanjang notaris 
diperiksa oleh instansi mana saja 
yang berupaya untuk meminta 
pernyataan atau keterangan dari 
notaris yang berkaitan dengan akta 
yang telah atau pernah dibuat oleh 
atau di hadapan notaris yang  ber-
sangkutan.
Pasal 1909 Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata (KUHPerdata) 
mewajibkan setiap orang yang cakap 
untuk menjadi saksi, untuk memberi-
kan kesaksian di muka pengadilan. 
Pada umumnya semua orang dapat 
menjadi saksi, akan tetapi dalam 
KUHAP (Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana) juga mengatur 
beberapa pihak yang tidak dapat 
menjadi saksi, yaitu dalam Pasal 168 
KUHAP dan Pasal 170 KUHAP. 
Pasal 168 KUHAP memberikan 
pengecualian bagi saksi yang mem-
punyai hubungan kekeluargaan 
dengan terdakwa dan dalam Pasal 
170 ayat (1) KUHAP memberikan 
verschoningsrecht (hak mengundur-
kan diri) dari pemberian kesaksian 
bagi mereka yang karena jabatan, 
harkat martabat dan  pekerjaannya 
wajib menyimpan rahasia.  
Baik menurut Pasal 322 KUHP 
(Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana) maupun menurut Pasal 146 
HIR dan 277 RIB ada kategori-kate-
gori orang yang karena jabatan atau 
pekerjaannya dianggap sebagai 
wajib penyimpan rahasia. Dalam 
Pasal 322 KUHP diadakan sanksi 
pidana terhadap mereka dari kate-
gori-kategori tersebut yang dengan 
sengaja membuka rahasia itu, 
sedangkan menurut Pasal 146 HIR 
dan Pasal 277 RIB mereka boleh 
menolak untuk memberi kesaksian 
mengenai rahasia tersebut (S 
Lumban Tobing (1933:4). 
Penerapan Hak Ingkar Notaris 
Dalam Perkara Perdata dan 
Pidana 
Dalam praktiknya, jika ternyata 
notaris sebagai saksi atau tersangka, 
tergugat, ataupun dalam pemerik-
saan oleh Majelis Pengawas Notaris 
membuka rahasia dan memberikan 
keterangan/pernyataan yang seharus-
nya wajib dirahasiakan, sedangkan 
undang-undang tidak memerintah-
kannya, maka atas pengaduan pihak 
yang merasa dirugikan dapat menun-
tut notaris yang bersangkutan. 
Dalam hal ini, dapat dikenakan Pasal 
322 ayat (1) dan (2) KUHP, yaitu 
membongkar rahasia, yang padahal 
sebenarnya notaris wajib menyim-
pannya. Bahkan sehubungan dengan 
perkara perdata, yaitu apabila notaris 
berada dalam kedudukannya sebagai 
saksi, maka notaris dapat meminta 
untuk dibebaskan dari kewajibannya 
untuk memberikan kesaksian, karena 
jabatannya menurut undang-undang 
diwajibkan untuk merahasiakannya 
(R.Soegondo Notodisoerjo,1982:97- 
98). 
Larangan notaris merupakan 
suatu tindakan yang dilarang untuk 
dilakukan oleh notaris. Jika larangan 
ini dilanggar oleh notaris, maka 
kepada notaris yang melanggar akan 
dikenakan sanksi sebagaimana yang 
tersebut dalam Pasal 85 UUJN. 
Kewajiban bagi notaris untuk 
mengucapkan sumpah sebelum men-
jalankan jabatannya sebagai notaris 
telah ada sejak dari dahulu. Dalam 
sumpah jabatan notaris ditetapkan 
bahwa notaris berjanji di bawah 
sumpah untuk merahasiakan sera-
pat-rapatnya isi akta-akta sesuai 
dengan ketentuan-ketentuan peratu- 
ran-peraturan itu. Peraturan-peratu- 
ran yang  dimaksudkan itu adalah 
peraturan-peraturan dalam Undang- 
Undang Jabatan Notaris khususnya 
Pasal 16, yang berisikan larangan 
bagi notaris untuk memberikan 
grosse akta, salinan/kutipan atau 
memperlihatkan atau memberitahu-
kan isi akta-aktanya selain kepada 
orang-orang yang langsung berke- 
pentingan pada akta itu, para ahli 
warisnya dan para penerima hak 
mereka, kecuali yang dalam hal-hal 
yang diatur dalam peraturan-peratu- 
ran umum. 
Pasal 4 Undang-Undang Jabatan 
Notaris menyatakan lebih luas, 
bahwa kewajiban merahasiakan ini 
juga meliputi keterangan yang diper-
oleh notaris dalam pelaksanaan 
jabatannya. Hal ini lebih karena 
jabatan yang dipangku oleh notaris 
adalah jabatan kepercayaan dan 
justru oleh karena itu seseorang 
bersedia mempercayakan sesuatu 
kepercayaan kepadanya. 
Wajib menyimpan atau meme-
gang rahasia ini dapat diketahui dari 
kode etik profesi. Point ke-5 Sumpah 
Jabatan Notaris menyatakan : 
“Bahwa saya akan merahasiakan 
serapat-rapatnya isi akta-akta selaras 
dengan ketentuan-ketentuan peratu- 
ran ini.” Etika memberikan kewa-
jiban bagi kaum profesional hukum 
sebagai aparat atau pejabat untuk 
menyimpan rahasia, sehingga secara 
etis pula tidak dibenarkan kaum 
profesional hukum membuka rahasia 
yang diberitahukan, dipercayakan 
dan diperolehnya, dari klien (Liliana 
Tedjosaputro,2003:80). 
Notaris masih dapat meraha-
siakan semua apa yang diberitahukan 
kepadanya dalam jabatannya terse-
but termasuk isi-isi akta dengan 
mempergunakan hak yang diberikan 
kepadanya dalam Pasal 1946 ayat (3) 
(Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdata 
(Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata)) dan Pasal 148 KUHP 
(Pasal 146 ayat (3) HIR) untuk me- 
ngundurkan diri sebagai saksi apabi-
la ia dipanggil sebagai saksi untuk 
didengar keterangannya di muka 
pengadilan. 
Apabila notaris dipanggil menjadi 
saksi di muka persidangan penga-
dilan, ia berdasarkan Pasal 1909 ayat 
(2) KUHPerdata dan Pasal-pasal 146 
HIR dan 227 RIB, dapat mempergu-
nakan haknya untuk mengundurkan 
diri sebagai saksi, dengan jalan 
menuntut penggunaan Verschonings-
recht (dahulu “hak ingkar”). 
Verschoningsrecht (hak mengundur-
kan diri) merupakan pengecualian 
terhadap ketentuan umum yang dise-
but tadi, yaitu bahwa setiap orang 
yang dipanggil sebagai saksi, wajib 
memberikan kesaksian (ibid:20).  
Verschoningsrecht berbeda de- 
ngan wraken, dalam kamus hukum 
Yan Pramadya Puspa Verschonings-
recht diartikan sebagai permohonan 
agar dibebaskan dari, hak mengun-
durkan diri (Yan Pramadya Puspa, 
1977:253).
 Sedangkan wraken dalam kamus 
Belanda – Indonesia Datje Rahajoe-
koe diartikan sebagai menolak, 
menolak sebagai saksi Datje Rahajoe 
Koesoemah,1991:302).  Wraken (hak 
ingkar) ada pada pihaknya, penggu-
gat maupun tergugat; mengingkari 
kewenangan hakim yang memeriksa 
perkara karena mempunyai kepenti- 
ngan atau hubungan dengan perkara 
yang diperiksanya. Hak ingkar inilah 
yang dimaksud sebagaimana diatur 
dalam Pasal 28 Undang-undang 
Pokok Kekuasaan Kehakiman 
Nomor 14 Tahun 1970.  
Kewenangan Majelis Pengawas 
Notaris Memberikan Izin Keha- 
diran Notaris Dalam Sidang Pen-
gadilan
Pertanyaan yang sering muncul 
adalah dapatkah notaris dipaksa 
untuk hadir sebagai saksi dalam 
perkara perdata dan apakah untuk 
bertindak sebagai saksi, diperlukan 
persetujuan majelis pengawas notaris 
sebagaimana yang dimaksud dalam 
pasal 66 Undang-Undang Jabatan 
Notaris. Pertanyaan-pertanyaan di- 
atas merupakan pertanyaan yang 
sering muncul yang memerlukan 
jawaban.
Majelis Pengawas adalah suatu 
badan yang mempunyai kewenangan 
dan kewajiban untuk melaksanakan 
pembinaan dan pengawasan terhadap 
Notaris. Menurut Pasal 1 ayat (6) 
Undang-Undang Nomor 2 tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN), Majelis Pengawas 
Notaris merupakan suatu badan yang 
memiliki wewenang dan untuk 
melakukan pembinaan dan penga-
wasan terhadap Notaris. Menurut 
Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Nomor M.02. 
PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata 
Cara Pengangkatan Anggota, Pem-
berhentian Anggota, Susunan Orga- 
nisasi, Tata Kerja dan Tata Cara 
Pemeriksaan Majelis Pengawas 
Notaris, Majelis Pengawas Notaris 
adalah suatu badan yang mempunyai 
kewenangan dan kewajiban untuk 
melaksanakan pengawasan dan pem-
binaan terhadap Notaris.  
Menurut Peraturan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Nomor M.02. 
PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata 
Cara Pengangkatan Anggota, Pem-
berhentian Anggota, Susunan Orga- 
nisasi, Tata Kerja dan Tata Cara 
Pemeriksaan Majelis Pengawas 
Notaris, Majelis Pengawas Notaris 
yaitu Majelis Pengawas yang tugas- 
nya memberi pembinaan dan penga-
wasan kepada notaris dalam men-
jalankan jabatan profesinya sebagai 
pejabat umum yang senantiasa 
meningkatkan profesionalisme dan 
kualitas kerjanya sehingga dapat 
memberikan jaminan kepastian dan 
perlindungan hukum bagi penerima 
jasa Notaris dan masyarakat luas
Menurut Pasal 1 ayat (6) Peratu- 
ran Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Nomor: 
M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang 
Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, 
Pemindahan dan Pemberhentian 
Notaris, Majelis Pengawas Notaris 
adalah suatu badan yang mempunyai 
kewenangan dan kewajiban untuk 
melaksanakan pembinaan dan 
pengawasan terhadap Notaris.
Menurut Pasal 1 ayat (7) Peratur-
an Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Nomor: 
M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang 
Pengambilan  Minuta Akta dan 
Pemanggilan Notaris, yang dimak-
sud dengan Majelis Pengawas 
Daerah adalah suatu badan yang 
mempunyai kewenangan dan kewa-
jiban untuk melaksanakan penga-
wasan dan pembinaan terhadap 
Notaris yang berkedudukan di Kabu-
paten atau kota. Selanjutnya dalam  
Peraturan Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia 
tersebut juga dijelaskan tingka-
tan-tingkatan Majelis Pengawas 
Notaris.
Dalam Pasal 68, Pasal 69 ayat (1), 
Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 76 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN), disebutkan bahwa 
tingkatan-tingkatan Majelis Penga-
was Notaris tersebut meliputi :  
1   Majelis Pengawas Daerah Notaris 
berkedudukan di kota atau kabu-
paten;  
2   Majelis Pengawas Wilayah Nota- 
ris dibentuk dan berkedudukan di 
Ibukota Propinsi; 
3  Majelis Pengawas Pusat Notaris 
dibentuk dan berkedudukan di 
Ibukota Negara Kesatuan Repu- 
blik Indonesia
Wewenang Majelis Pengawas 
Daerah Notaris berkaitan dengan 
pengambilan Minuta Akta dan/ atau 
pemanggilan Notaris baik sebagai 
saksi maupun sebagai tersangka  
oleh Penyidik, Penuntut Umum atau 
Hakim, yaitu:  
1. Prosedur Pengambilan Minuta 
Akta oleh Penyidik, Penuntut 
Umum atau Hakim, dalam Pasal 8 
ayat 1, Pasal 9 sampai dengan 11, 
yaitu: 
a.  Penyidik, Penuntut Umum atau 
Hakim untuk kepentingan 
proses peradilan dapat me- 
ngambil Minuta Akta dan/ atau 
surat-surat yang dilekatkan 
pada Minuta Akta atau 
Protokol Notaris yang terdapat 
dalam Penyimpanan Notaris, 
dengan meminta kepada 
Notaris yang bersangkutan 
untuk membawa Minuta Akta 
dan/ atau sutat-surat yang 
dilekatkan pada Minuta Akta 
atau Protokol Notaris yang 
terdapat dalam Penyimpanan 
Notaris, dengan syarat harus 
megajukan permohonan tertu-
lis pada Majelis Pengawas 
Daerah Notaris setempat.
b. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris memberikan persetu-
juan untuk pengambilan 
Minuta Akta dan atau surat-su-
rat yang dilekatkan pada 
Minuta Akta atau Protokol 
Notaris dalam Penyimpanan 
Notaris oleh Penyidik, Penun-
tut Umum atau Hakim untuk 
kepentingan proses peradilan, 
apabila: 
1   Ada dugaan tindak pidana 
yang terkait dengan 
Minuta Akta dan/ atau 
surat-surat yang dilekat-
kan pada Minuta Akta atau 
Protokol Notaris dalam 
penyimpanan Notaris;  
2    Belum gugur hak menuntut 
berdasarkan ketentuan 
tentang daluarsa peraturan 
perundang-undangan di 
bidang pidana;  
3    Ada penyangkalan keabsa-
han tanda tangan dari para 
pihak;  
4   Ada dugaan pengurangan 
atau penambahan dari 
Minuta Akta; 
5   Ada dugaan Notaris me- 
lakukan pemunduran 
tanggal akta. 
c. Persetujuan Majelis Penga-
was Daerah Notaris diberikan 
setelah mendengar keterangan 
dari Notaris yang bersangku-
tan;
d. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris tidak memberikan 
persetujuan untuk pengambi-
lan Minuta Akta dan/ atau 
surat-surat yang dilekatkan 
pada Minuta Akta atau Pro- 
tokol Notaris dalam penyim-
panan Notaris, apabila tidak 
memenuhi ketentuan pada 
Pasal  9;
e. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dalam waktu paling 
lambat 14 (empat belas) hari 
sejak permohonan pengambi-
lan Minuta Akta dan/atau 
surat-surat yang dilekatkan 
Pada Minuta Akta atau 
Protokol Notaris oleh Penyi- 
dik, Penuntut Umum atau 
Hakim harus memberikan 
persetujuan atau tidak mem-
berikan persetujuan terhadap 
pengambilan tersebut; 
f. Jika jangka waktu 14 (empat 
belas) hari itu terlampaui maka 
Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dianggap menyetujui 
pengambilan Minuta Akta 
dan/ atau surat-surat yang 
dilekatkan pada Minuta Akta 
atau Protokol Notaris.
2. Prosedur Pemanggilan Notaris 
oleh Penyidik, Penuntut Umum 
atau Hakim dalam Pasal 14 
sampai dengan Pasal 18:  
a. Penyidik, Penuntut Umum 
atau Hakim, untuk kepenti- 
ngan proses peradilan dapat 
memanggil Notaris sebagai 
saksi, tersangka atau terdakwa 
dengan mengajukan permo-
honan tertulis kepada Majelis 
Pengawas Daerah Notaris 
setempat; 
b. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dapat memberikan 
persetujuan pemanggilan No- 
taris sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 ayat (1) apabi-
la: 
Ada dugaan tindak pidana yang 
berkaitan dengan Minuta Akta dan 
atau surat-surat yang dilekatkan pada 
Minuta Akta atau Protokol Notaris 
yang terdapat dalam penyimpanan 
Notaris;  
1. Belum gugurnya hak menun-
tut berdasarkan ketentuan 
tentang daluarsa dalam pera-
turan perundang-undangan 
dibidang pidana; 
c. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris  dapat memberi per- 
setujuan kepada Penyidik, 
Penuntut Umum atau Hakim 
setelah mendengar keterangan 
dari Notaris yang bersangku-
tan;
d. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris tidak memberikan per- 
setujuan pemanggilan Notaris 
sebagai saksi, tersangka atau 
terdakwa kepada Penyidik, 
Penuntut Umum atau Hakim, 
apabila tidak memenuhi per- 
syaratan dalam Pasal 15;
e. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris wajib memberikan 
persetujuan atau tidak mem-
berikan persetujuan secara 
tertulis dalam jangka waktu 
paling lambat 14 (empat belas) 
hari sejak permohonan secara 
tertulis untuk pemanggilan 
Notaris sebagai saksi, tersang-
ka atau terdakwa yang diaju-
kan oleh Penyidik, Penuntut 
Umum atau Hakim kepada 
Majelis Pengawas Notaris;
f. Jika jangka waktu 14 (empat 
belas) hari terlampaui dan 
Majelis Pengawas Daerah 
Notaris tidak memberikan 
persetujuan atau penolakan 
persetujuan pemanggilan 
Notaris sebagai saksi, tersang-
ka atau terdakwa secara tertu-
lis kepada Penyidik, Penuntut 
Umum atau Hakim, maka 
Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dianggap menyetujui 
pemanggilan Notaris.
Simpulan
Pada dasarnya hak ingkar adalah 
hak untuk mengundurkan diri dari 
memberikan kesaksian dimuka 
Pengadilan dalam masalah Perdata 
maupun Pidana. Dalam perkara 
perdata, notaris lebih leluasa untuk 
menggunakan hak ingkar yang dibe- 
rikan undang-undang kepadanya. 
Istilah hak ingkar ini merupakan 
terjemahan dari bahasa Belanda 
verschoningsrecht yang artinya 
adalah hak untuk dibebaskan dari 
memberikan keterangan sebagai 
saksi dalam suatu perkara perdata 
maupun pidana. Hak ini merupakan 
pengecualian dari prinsip umum 
bahwa setiap orang yang dipanggil 
sebagai saksi wajib memberikan 
kesaksian itu. Hak Ingkar dapat 
dilihat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 
e UU No 30 Tahun 2004 jo UU No 
No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan 
Notaris.
Hak ingkar ini dalam praktek 
masih membingungkan para notaris 
untuk menggunakannya. Hal ini 
disebabkan karena hak ingkar masih 
berimplikasi dalam pelaksanaannya 
khususnya dalam perkara pidana. 
Dalam perkara pidana yang dicari 
adalah kebenaran materil sehingga 
kehadiran Notaris sebagai saksi 
sangat diperlukan, berlainan dengan 
perkara perdata yang mencari kebe-
naran formil. Kehadiran notaris 
sudah dapat dianggap ada dengan 
dihadirkan akta notaris yang dibuat 
oleh notaris yang bersangkutan. 
Menurut Peraturan Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia, pada dasarnya Majelis 
Pengawas Daerah Notaris mempu-
nyai kewenangan untuk Memberikan 
Izin Kehadiran Notaris Dalam 
Sidang Pengadilan sepanjang tidak 
bertentangan dengan peraturan dan 
undang-undang.
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Pendahuluan 
Pasca disahkannya Undang-Un-
dang Jabatan Notaris yakni Undang- 
Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang 
perubahan Undang-Undang 30 
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 
(UUJN), peranan notaris memasuki 
era baru. Lahirnya Undang-Undang 
Jabatan Notaris mengakhiri hampir 2 
abad berlakunya Peraturan Jabatan 
Notaris yaitu Reglement op Het 
Notaris Ambt in Indonesie (Stb. 
1860:3) yang mengatur mengenai 
jabatan notaris. Peraturan Jabatan 
Notaris Staatblad 1860 Nomor 3 ini 
dianggap tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan hukum dan kebutu-
han masyarakat Indonesia. Oleh 
karena itu, Peraturan Jabatan Notaris 
ini harus diganti untuk disesuaikan 
dengan kondisi dan perkembangan 
masyarakat Indonesia. Lahirnya 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN) merupakan tero-
bosan baru untuk memastikan bahwa 
fungsi notaris sebagai pejabat umum 
dapat terlaksana dengan baik.
Notaris merupakan salah satu 
pejabat negara yang kedudukannya 
sangat dibutuhkan di masa sekarang 
ini. Di masa modern ini, masyarakat 
sudah banyak tidak lagi mengenal 
perjanjian yang berdasarkan atas 
kepercayaan satu sama lain seperti 
yang mereka kenal dulu. Dahulu 
perjanjian-perjanjian menurut hu- 
kum adat tidak dibuat dalam bentuk 
tertulis, dilakukan secara lisan saja, 
oleh karena adanya saling percaya 
mempercayai. Tuntut menuntut 
boleh dikatakan sangat jarang sekali 
terjadi akibat tidak dipenuhinya 
perjanjian yang dilakukan. Oleh 
karenanya jika timbul perselisihan 
diantara mereka maka para pihak 
hanya mengajukan saksi-saksi yang 
dapat membenarkan atau menguat-
kan dalil-dalil yang dimajukan di 
muka persidangan. Oleh karena itu 
pembuktian dengan saksi dalam 
hukum adat sangatlah penting. 
Berlainan dengan sekarang 
dimana para pihak dalam membuat 
perjanjian memerlukan bentuk tertu-
lis. Bukti fisik dari perjanjian itu 
yang diperlukan. Oleh karena itu,  
setiap perjanjian yang dilakukan oleh 
masyarakat pasti akan mengarah 
kepada notaris sebagai sarana keab-
sahan perjanjian yang mereka laku-
kan. Notaris dianggap yang melahir-
kan bukti fisik dari perjanjian yang 
disepakati oleh para pihak. Oleh 
karena itulah, kedudukan notaris 
menjadi semakin penting di masa 
sekarang ini.
Sebagaimana pejabat negara lain 
yang mempunyai wewenang 
tersendiri khusus untuk pejabat 
negara bidang yang dimaksud, maka 
notaris juga memiliki kewenangan 
tersendiri yang tidak dimiliki oleh 
pejabat negara yang lainnya karena 
masing-masing pejabat Negara ini 
mempunyai kewenangan yang 
berbeda satu sama lain. 
Selain kewenangannya, para 
notaris juga memiliki kewajiban dan 
larangan yang wajib mereka patuhi 
dalam pelaksanaan tugas jabatannya. 
Kewenangan, kewajiban dan lara- 
ngan adalah konsekuensi logis dari 
adanya suatu jabatan. Dengan 
berdasar pada Undang-Undang 
Nomor 2 tahun 2014 tentang peruba-
han Undang-Undang 30 Tahun 2004 
tentang Jabatan Notaris (UUJN), 
para notaris di Indonesia wajib untuk 
memahami apa yang menjadi 
wewenang dan kewajiban mereka 
serta larangan yang tidak boleh 
dilakukan dalam pelaksanaan tugas 
jabatannya.
Sebagaimana diketahui bahwa 
Akta Notaris yang merupakan suatu 
akta otentik yang memiliki kekuatan 
pembuktian lengkap atau sempurna 
dalam sengketa hukum perdata, 
ternyata dapat mengalami penurunan 
status (degradasi) dari kekuatan bukti 
lengkap dan sempurna menjadi 
permulaan bukti seperti akta dibawah 
tangan, dan dapat cacat hukum yang 
menyebabkan kebatalan atau ketidak 
absahan akta tersebut. Apabila terjadi 
degradasi dari akta otentik menjadi 
akta dibawah tangan atau bahkan 
batal demi hukum maka hal itu akan 
menimbulkan kerugian bagi para 
pihak. Oleh karenanya Notaris terse-
but dapat digugat oleh pihak. Pihak 
yang menderita kerugian dapat 
menuntut dengan tuntutan melaku-
kan perbuatan melanggar hukum 
(onrechtmatige daad ) yang disyarat-
kan dalam pasal 1365 maupun dalam 
pasal 1367 KUH Perdata atau ingkar 
janji atau wanprestasi menurut pasal 
1234 KUH Perdata.
Sanksi administrasi terhadap 
Notaris yang melanggar ketentuan 
peraturan perundang-undangan ada 5 
jenis sanksi administrasi yang 
berlakunya secara berjenjang yaitu 
berupa : 1. Teguran lisan, 2. Teguran 
tertulis, 3. Pemberhentian sementara, 
4. Pemberhentian dengan hormat, 
dan 5. Pemberhentian tidak hormat. 
Sedangkan penjatuhan sanksi pidana 
terhadap Notaris dapat dilakukan 
sepanjang memenuhi rumusan 
pelanggaran yang tersebut dalam 
Undang-Undang Jabatan Notaris, 
kode etik jabatan notaris, juga harus 
memenuhi unsur-unsur dalam KUH-
Pidana.
Pada dasarnya hak ingkar adalah 
hak untuk mengundurkan diri dari 
memberikan kesaksian dimuka 
Pengadilan dalam masalah Perdata 
maupun Pidana. Dalam perkara 
perdata, notaris lebih leluasa untuk 
menggunakan hak ingkar yang dibe- 
rikan undang-undang kepadanya. 
Istilah hak ingkar ini merupakan 
terjemahan dari bahasa Belanda 
verschoningsrecht yang artinya 
adalah hak untuk dibebaskan dari 
memberikan keterangan sebagai 
saksi dalam suatu perkara perdata 
maupun pidana. Hak ini merupakan 
pengecualian dari prinsip umum 
bahwa setiap orang yang dipanggil 
sebagai saksi wajib memberikan 
kesaksian itu.
Akan tetapi, terlepas dari itu 
semua haruslah digarisbawahi bahwa 
hak ingkar adalah “hak” bukan 
kewajiban. Dengan pengertian 
bahwa Notaris tetaplah dihadapkan 
pada akibat hukum tertentu apabila 
menggunakan atau tidak menggu-
nakan hak yang telah diberikan oleh 
undang-undang tersebut. Untuk 
itulah notaris diberikan kesempatan 
terlebih dahulu untuk memutuskan 
apakah akan menggunakan hak 
ingkar dalam pemberian suatu kesak-
sian atau tidak. Jadi jelas bahwa 
Undang-undang meletakkan kewa-
jiban secara umum kepada setiap 
orang yang cakap menjadi saksi 
untuk memberikan kesaksian di 
muka pengadilan, baik dalam proses 
perdata maupun pidana. 
Tulisan singkat ini akan mencoba 
memahami ruang lingkup hak ingkar. 
Hak ingkar ini merupakan bagian 
yang tak terpisahkan dari bagian 
kode etik Notaris. Undang-Undang 
Jabatan Notaris dalam penerapannya 
pada perkara perdata maupun perka-
ra pidana akan melibatkan notaris 
sebagai pihak atau sebagai saksi. 
Disamping itu juga sekaligus untuk 
menjawab apakah majelis pengawas 
notaris memiliki kewenangan untuk 
memberikan persetujuan kepada 
hakim dalam pemanggilan notaris 
sebagai saksi dan atau pengambilan 
foto copy minuta, surat-surat lainnya 
yang dilekatkan pada minuta akta 
dan protokol notaris  yang berada 
dalam penyimpanan atau pengambi-
lan minuta akta, surat surat yang 
dilekatkan pada minuta akta dan 
protokol notaris dalam penyim-
panan, sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2014 tentang perubahan 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2004 tentang Jabatan Notaris.
Permasalahan
Berdasarkan latar belakang terse-
but, maka permasalahan yang akan 
dikaji dalam tulisan ini adalah
1. Apakah yang dimaksud dengan 
hak ingkar Notaris dan dasar 
hukum pengaturannya? 
2. Bagaimana hak ingkar notaris 
sebagai saksi dapat diterapkan 
dalam perkara perdata dan pidana 
dalam sidang pengadilan? 
3. Apakah majelis pengawas notaris 
mempunyai kewenangan untuk 
memberikan izin kehadiran 
Notaris dalam sidang pengadilan?
Pembahasan
Hak Ingkar Notaris dan Dasar 
Hukum Pengaturannya
 Sebelum membahas lebih 
lanjut mengenai hak ingkar dan dasar 
hukum serta kewenangan majelis 
pengawas notaris untuk merekomen-
dasikan dapat dipanggilnya notaris 
sebagai saksi dalam perkara perdata 
dan pidana maka terlebih dahulu 
akan diuraikan mengenai sejarah 
mulai berkembangnya notaris ini. 
Sejarah perkembangan Notaris ini 
penting diketahui agar dapat dipaha-
mi bagaimana sebetulnya pengaruh 
hak ingkar notaris tersebut perlu 
dipahami oleh semua pihak, terutama 
hakim dan penyidik polisi. 
Notaris adalah sebuah profesi 
yang dapat dilacak balik ke abad ke 
2-3 pada masa Roma Kuno, dimana 
mereka dikenal sebagai scribae, 
tabellius atau notarius. Pada masa 
itu, mereka adalah golongan orang 
yang mencatat pidato. Istilah notaris 
diambil dari nama pengabdinya, 
Notarius, yang kemudian menjadi 
istilah/titel bagi golongan orang 
penulis cepat atau stenografer. Nota- 
ris adalah salah satu cabang dari 
profesi hukum yang tertua di dunia.
Sekitar abad ke 5, notaris diang-
gap sebagai pejabat istana. Di Italia 
utara sebagai daerah perdagangan 
utama pada abad ke 11 - 12, dikenal 
Latijnse Notariat, yaitu orang yang 
diangkat oleh penguasa umum, 
dengan tujuan melayani kepentingan 
masyarakat umum, dan boleh 
mendapatkan honorarium atas 
jasanya oleh masyarakat umum.
Latijnse notariat ini murni berasal 
dari Italia Utara, bukan sebagai 
pengaruh hukum Romawi Kuno. 
Pada tahun 1888, terbitlah buku 
Formularium Tabellionum oleh Ime-
rius, pendiri sekolah Bologna, dalam 
rangka peringatan 8 abad sekolah 
hukum Bologna. Berturut-turut sera-
tus tahun kemudian ditebitkan 
Summa Artis Notariae oleh Rantero 
dari Perugia, kemudian pada abad ke 
13 buku dengan judul yang sama 
diterbitkan oleh Rolandinus 
Passegeri. Ronaldinus Passegeri 
kemudian juga menerbitkan Flos 
Tamentorum. Buku-buku tersebut 
menjelaskan definisi notaris, fungsi, 
kewenangan dan kewajiban-kewa-
jibannya.
Sebelum diperlakukan 
Undang-Undang Nomor 2 tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN), Negara Indonesia 
masih mempergunakan dan memakai 
peraturan Jabatan Notaris yang 
berasal dari produk bangsa Belanda 
sebagai bangsa penjajah. Pember-
lakuan Peraturan Jabatan Notaris 
bangsa penjajah ini diperkenankan 
oleh Pasal 2 Aturan Peralihan 
Undang-Undang Dasar 1945, yang 
mengatakan bahwa segala badan 
negara dan peraturan yang ada masih 
langsung berlaku, selama belum 
diadakan yang baru menurut 
Undang-Undang Dasar 1945 ini.
Perkembangan lembaga notaris di 
Indonesia, mulai masuk pada permu-
laan abad ke 17. Menurut Jan Pie- 
terszoon Coen di Jacatra  (sekarang 
Jakarta) antara tahun 1617 sampai 
1629, untuk keperluan para 
penduduk dan para pedagang perlu 
mengangkat seorang notaris, yang 
disebut Notarium Publicum (Lum-
ban Tobing1,1983:15).   Sejak tang-
gal 27 Agustus 1620 diangkat notaris 
pertama di Indonesia yaitu Melchior 
Kerchem, sebagai sekretaris College 
Van Schepenen (urusan perkapalan 
kota) di Jakarta untuk merangkap 
sebagai notaris yang berkedudukan 
di Jakarta. Tugas dari Melchior 
Kerchem sebagai notaris dalam surat 
pengangkatannya, yaitu melayani 
dan melakukan semua surat libel 
(Smaadschrift) yang bahasa Indone-
sianya yaitu tulisan menghina/menis-
ta, surat wasiat di bawah tangan, 
persiapan penerangan, akta perjanji-
an perdagangan, perjanjian kawin, 
surat wasiat, dan akta-akta lainnya 
dan ketentuan-ketentuan yang perlu 
Daerah Tingkat kotapraja (Komar 
Andasasmita,1981:37). Setelah pe- 
ngangkatan notaris pertama jumlah 
notaris di Indonesia kian berkem-
bang dan pada tahun 1650 di Batavia 
hanya ada dua orang notaris yang 
diangkat. 
Menurut kenyataannya para 
notaris pada waktu itu tidak mempu-
nyai kebebasan didalam menjalan- 
kan jabatannya, karena notaris pada 
masa itu adalah pegawai dari Vereni-
gde Oost Indie Compagnie (VOC). 
Bahkan tahun 1632 dikeluarkan 
plakat yang berisi ketentuan bahwa 
notaris, sekretaris dan pejabat lain- 
nya dilarang untuk membuat 
akta-akta transport, jual beli, surat 
wasiat dan lain-lain akta, jika tidak 
mendapat persetujuan terlebih 
dahulu dari Gubernur Jenderal dan 
daden van indie dengan ancaman 
akan kehilangan jabatannya. Namun 
dalam prakteknya ketentuan tersebut 
tidak dipatuhi oleh pejabat-pejabat 
atau notaris yang bersangkutan. 
Maksud dan tujuan membawa 
lembaga kenotariatan ke Indonesia 
adalah untuk memenuhi kebutuhan 
akan alat bukti autentik  yang sangat 
dibutuhkan untuk menggunakan hal 
dan kepentingan yang timbul karena 
adanya transaksi dagang yang 
mereka lakukan. Lembaga kenotaria-
tan di Indonesia pada waktu itu 
belum dikenal dan meluas ke 
kota-kota kecil bahkan desa-desa hal 
ini dikarenakan sebelum perang 
dunia ke 2 (dua) hampir seluruh 
notaris yang ada di Indonesia pada 
waktu itu adalah berkebangsaan 
Belanda. Sedangkan yang berke-
bangsaan Indonesia sangat sedikit 
jumlahnya, lagi pula mereka mempu-
nyai kedudukan di kota-kota besar 
sedangkan orang-orang Indonesia 
berada di daerah-daerah. Di samping 
itu tingkat kesadaran dan budaya 
hukum masyarakat Indonesia pada 
waktu itu suatu masyarakat yang 
masih bersifat primordial yang masih 
berpegang teguh pada hukum adat 
serta kaidah-kaidah religius, lebih- 
lebih lagi para pengasuh dari lemba-
ga notiariat itu lebih menitikberatkan 
orientasinya pada hukum barat. 
Semua itu merupakan faktor-faktor 
penghambat yang tidak menguntung-
kan bagi perkembangan dan untuk 
dikenalnya lembaga notariat ini 
dengan cepat dan secara luas dika-
langan masyarakat yang justru harus 
dilayaninya. 
Lembaga kemasyarakatan yang 
dikenal sebagai notariat ini  timbul 
dari kebutuhan dalam pergaulan 
sesama manusia yang menghendai 
adanya alat bukti baginya mengenai 
hubungan hukum keperdataan yang 
ada dan/atau terjadi diantara mereka 
suatu lembaga dengan para pengab-
dinya yang ditugaskan oleh kekua-
saan umum (openbaar gezag) untuk 
dimana dan apabila undang-undang 
mengharuskan sedemikian atau dike-
hendaki oleh masyarakat membuat 
alat bukti tertulis yang mempunyai 
kekuatan autentik. 
Saat ini notaris dikenal sebagai 
orang yang melayani masyarakat 
untuk membuat akta atau doku-
men-dokumen yang autentik. Akan 
tetapi, tugas ini sedikit berbeda 
dengan yang dilakoni para notaris 
pada awal kemunculannya. Saat 
kejayaan bangsa Romawi, tidak 
hanya ada kelompok gladiator di 
sana, tetapi juga hidup sekelompok 
orang yang disebut notarius. 
Berbicara mengenai notaris, 
berarti kita bicara mengenai autenti- 
sitas dokumen. Hal itulah yang men-
jadi salah satu alasan orang berkun-
jung ke notaris. Pengakuan akan sifat 
autentisitas dokumen tersebut tidak 
datang secara serta merta, tetapi 
pengakuan baru muncul pada abad 
ke-13 (tiga belas), sekian ratus tahun 
setelah kemunculan jabatan notaris. 
Beberapa ratus tahun kemudian 
barulah muncul peraturan yang dise-
but ventosewet (Ira Koesoemawati 
dan Yunirman Rijan,2009). 
Di Indonesia, notaris bertindak 
sebagai pelayan masyarakat. Hal ini 
karena notaris adalah pejabat yang 
diangkat oleh pemerintah untuk 
melayani kebutuhan masyarakat 
akan dokumen-dokumen legal yang 
sah. Meskipun status notaris sebagai 
pelayan masyarakat, jangan 
berpikiran bahwa notaris menggu-
nakan pakaian yang sederhana. 
Justru sebaliknya, notaris me- 
ngenakan pakaian yang resmi dan 
eksklusif guna menunjukkan profe-
sionalisme dan keseriusan mereka. 
Sebagai seorang dengan jabatan 
notaris sudah seharusnya orang 
tersebut dalam menjalankan jabatan-
nya lebih “diistimewakan” kedudu-
kannya dalam hukum dibandingkan 
dengan orang lain. Namun seorang 
notaris di luar jabatannya adalah 
orang yang memiliki kedudukan 
yang sama dengan orang yang lain 
(equality before the law). 
Tentu saja ada beberapa hal yang 
harus dipenuhi untuk menjadi 
seorang notaris. Tidak mungkin 
seorang notaris dapat berpraktek 
tanpa memiliki kemampuan mema-
dai. Latar belakang pendidikan 
hukum merupakan sebuah kenis-
cayaan. Setelah lulus dari fakultas 
hukum, seorang calon notaris wajib 
mengikuti kuliah bidang kenotaria-
tan atau menempuh pendidikan 
Strata 2 (dua)  hukum bidang keno-
tariatan. Tidak cukup berbekal 
pendidikan formil saja untuk menja-
di profesi notaris di Indonesia. Syarat 
lain menjadi calon notaris di Indone-
sia secara umum adalah orang yang 
berkewarganegaraan Indonesia. Oleh 
karena seorang notaris adalah peja-
bat umum yang diangkat oleh negara 
untuk mewakili negara dalam pem-
buatan akta-akta autentik yang 
dibuat berisi hal-hal yang sifatnya 
rahasia. Tentu akan berbahaya, jika 
jabatan ini dipegang oleh seorang 
warga negara asing. Bisa–bisa raha-
sia negeri ini jatuh ke tangan negara 
lain. 
Menjadi notaris yang baik ditun-
tut untuk memiliki kedewasaan yang 
matang. Menurut Kitab Undang-Un-
dang Hukum Perdata (selanjutnya 
disingkat KUHPerdata) bahwa usia 
dewasa seseorang adalah 21 (duapu-
luh satu) tahun, tetapi seseorang 
untuk dapat menjadi notaris 
berdasarkan berdasarkan Undang- 
Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang 
perubahan Undang-Undang 30 
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 
(UUJN) haruslah berusia 27 (dua 
puluh tujuh) tahun. 
Di Indonesia para notaris berhim-
pun dalam sebuah wadah perkumpu-
lan yang bernama Ikatan Notaris 
Indonesia (yang selanjutnya dising-
kat INI). INI merupakan perkumpu-
lan notaris yang legal dan sudah 
berbadan hukum sesuai SK Menteri 
Kehakiman Replubik Indonesia 
tanggal 23 Januari 1995 Nomor 
C210221.HT.01.06. 
Hak ingkar ini mulai diperbin-
cangkan berawal dengan ditariknya 
seorang notaris sebagai salah satu 
tergugat dalam suatu perkara perdata 
antara Badan Penyehatan Perbankan 
Nasional (Kreditur) selaku penggu-
gat dan nasabah debitur selaku 
tergugat, dengan obyek sengketa 
adanya 2 (dua) salinan akta penga-
kuan hutang yang dibuat dihadapan 
notaris yang sama dengan nomor dan 
tanggal yang sama, namun substansi 
jumlah hutangnya berbeda dalam 2 
(dua) salinan akta tersebut. Ma- 
sing-masing pihak berpegang kepada 
salinan akta pengakuan hutangnya. 
Dalam kasus ini majelis hakim 
melalui suratnya kepada majelis 
pengawas notaris telah meminta 
persetujuan agar foto copy minuta 
aktanya dapat dibawa oleh notaris 
yang bersangkutan dalam sidang 
pengadilan (Pieter Latumeten,2012).
Selain kewajiban untuk melaku-
kan hal-hal yang telah diatur dalam 
UU, notaris masih memiliki suatu 
kewajiban lain. Hal ini berhubungan 
dengan sumpah/janji notaris yang 
berisi bahwa notaris akan meraha-
siakan isi akta dan keterangan yang 
diperoleh dalam pelaksanaan jabatan 
notaris. Secara umum, notaris wajib 
merahasiakan isi akta dan keterangan 
yang diperoleh dalam pembuatan 
akta notaris, kecuali diperintahkan 
oleh undang-undang bahwa notaris 
tidak wajib merahasiakan dan mem-
berikan keterangan yang diperlukan 
yang berkaitan dengan akta tersebut. 
Dengan demikian, hanya undang-un-
dang saja yang dapat memerintahkan 
notaris untuk membuka rahasia isi 
akta dan keterangan/pernyataan yang 
diketahui oleh notaris yang berkaitan 
dengan pembuatan akta yang dimak-
sud.
Hal ini dikenal dengan “kewa-
jiban ingkar” notaris (Tan Thong 
Kie,2000:67) Instrumen untuk 
ingkar bagi notaris ditegaskan 
sebagai salah satu kewajiban notaris 
yang disebut dalam Pasal 16 ayat (1) 
huruf e UUJN, sehingga kewajiban 
ingkar untuk notaris melekat pada 
tugas jabatan notaris. Kewajiban 
ingkar ini mutlak harus dilakukan 
dan dijalankan oleh notaris, kecuali 
ada undang-undang yang memerin-
tahkan untuk menggugurkan kewa-
jiban ingkar tersebut. Kewajiban 
untuk ingkar ini dapat dilakukan 
dengan batasan sepanjang notaris 
diperiksa oleh instansi mana saja 
yang berupaya untuk meminta 
pernyataan atau keterangan dari 
notaris yang berkaitan dengan akta 
yang telah atau pernah dibuat oleh 
atau di hadapan notaris yang  ber-
sangkutan.
Pasal 1909 Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata (KUHPerdata) 
mewajibkan setiap orang yang cakap 
untuk menjadi saksi, untuk memberi-
kan kesaksian di muka pengadilan. 
Pada umumnya semua orang dapat 
menjadi saksi, akan tetapi dalam 
KUHAP (Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana) juga mengatur 
beberapa pihak yang tidak dapat 
menjadi saksi, yaitu dalam Pasal 168 
KUHAP dan Pasal 170 KUHAP. 
Pasal 168 KUHAP memberikan 
pengecualian bagi saksi yang mem-
punyai hubungan kekeluargaan 
dengan terdakwa dan dalam Pasal 
170 ayat (1) KUHAP memberikan 
verschoningsrecht (hak mengundur-
kan diri) dari pemberian kesaksian 
bagi mereka yang karena jabatan, 
harkat martabat dan  pekerjaannya 
wajib menyimpan rahasia.  
Baik menurut Pasal 322 KUHP 
(Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana) maupun menurut Pasal 146 
HIR dan 277 RIB ada kategori-kate-
gori orang yang karena jabatan atau 
pekerjaannya dianggap sebagai 
wajib penyimpan rahasia. Dalam 
Pasal 322 KUHP diadakan sanksi 
pidana terhadap mereka dari kate-
gori-kategori tersebut yang dengan 
sengaja membuka rahasia itu, 
sedangkan menurut Pasal 146 HIR 
dan Pasal 277 RIB mereka boleh 
menolak untuk memberi kesaksian 
mengenai rahasia tersebut (S 
Lumban Tobing (1933:4). 
Penerapan Hak Ingkar Notaris 
Dalam Perkara Perdata dan 
Pidana 
Dalam praktiknya, jika ternyata 
notaris sebagai saksi atau tersangka, 
tergugat, ataupun dalam pemerik-
saan oleh Majelis Pengawas Notaris 
membuka rahasia dan memberikan 
keterangan/pernyataan yang seharus-
nya wajib dirahasiakan, sedangkan 
undang-undang tidak memerintah-
kannya, maka atas pengaduan pihak 
yang merasa dirugikan dapat menun-
tut notaris yang bersangkutan. 
Dalam hal ini, dapat dikenakan Pasal 
322 ayat (1) dan (2) KUHP, yaitu 
membongkar rahasia, yang padahal 
sebenarnya notaris wajib menyim-
pannya. Bahkan sehubungan dengan 
perkara perdata, yaitu apabila notaris 
berada dalam kedudukannya sebagai 
saksi, maka notaris dapat meminta 
untuk dibebaskan dari kewajibannya 
untuk memberikan kesaksian, karena 
jabatannya menurut undang-undang 
diwajibkan untuk merahasiakannya 
(R.Soegondo Notodisoerjo,1982:97- 
98). 
Larangan notaris merupakan 
suatu tindakan yang dilarang untuk 
dilakukan oleh notaris. Jika larangan 
ini dilanggar oleh notaris, maka 
kepada notaris yang melanggar akan 
dikenakan sanksi sebagaimana yang 
tersebut dalam Pasal 85 UUJN. 
Kewajiban bagi notaris untuk 
mengucapkan sumpah sebelum men-
jalankan jabatannya sebagai notaris 
telah ada sejak dari dahulu. Dalam 
sumpah jabatan notaris ditetapkan 
bahwa notaris berjanji di bawah 
sumpah untuk merahasiakan sera-
pat-rapatnya isi akta-akta sesuai 
dengan ketentuan-ketentuan peratu- 
ran-peraturan itu. Peraturan-peratu- 
ran yang  dimaksudkan itu adalah 
peraturan-peraturan dalam Undang- 
Undang Jabatan Notaris khususnya 
Pasal 16, yang berisikan larangan 
bagi notaris untuk memberikan 
grosse akta, salinan/kutipan atau 
memperlihatkan atau memberitahu-
kan isi akta-aktanya selain kepada 
orang-orang yang langsung berke- 
pentingan pada akta itu, para ahli 
warisnya dan para penerima hak 
mereka, kecuali yang dalam hal-hal 
yang diatur dalam peraturan-peratu- 
ran umum. 
Pasal 4 Undang-Undang Jabatan 
Notaris menyatakan lebih luas, 
bahwa kewajiban merahasiakan ini 
juga meliputi keterangan yang diper-
oleh notaris dalam pelaksanaan 
jabatannya. Hal ini lebih karena 
jabatan yang dipangku oleh notaris 
adalah jabatan kepercayaan dan 
justru oleh karena itu seseorang 
bersedia mempercayakan sesuatu 
kepercayaan kepadanya. 
Wajib menyimpan atau meme-
gang rahasia ini dapat diketahui dari 
kode etik profesi. Point ke-5 Sumpah 
Jabatan Notaris menyatakan : 
“Bahwa saya akan merahasiakan 
serapat-rapatnya isi akta-akta selaras 
dengan ketentuan-ketentuan peratu- 
ran ini.” Etika memberikan kewa-
jiban bagi kaum profesional hukum 
sebagai aparat atau pejabat untuk 
menyimpan rahasia, sehingga secara 
etis pula tidak dibenarkan kaum 
profesional hukum membuka rahasia 
yang diberitahukan, dipercayakan 
dan diperolehnya, dari klien (Liliana 
Tedjosaputro,2003:80). 
Notaris masih dapat meraha-
siakan semua apa yang diberitahukan 
kepadanya dalam jabatannya terse-
but termasuk isi-isi akta dengan 
mempergunakan hak yang diberikan 
kepadanya dalam Pasal 1946 ayat (3) 
(Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdata 
(Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata)) dan Pasal 148 KUHP 
(Pasal 146 ayat (3) HIR) untuk me- 
ngundurkan diri sebagai saksi apabi-
la ia dipanggil sebagai saksi untuk 
didengar keterangannya di muka 
pengadilan. 
Apabila notaris dipanggil menjadi 
saksi di muka persidangan penga-
dilan, ia berdasarkan Pasal 1909 ayat 
(2) KUHPerdata dan Pasal-pasal 146 
HIR dan 227 RIB, dapat mempergu-
nakan haknya untuk mengundurkan 
diri sebagai saksi, dengan jalan 
menuntut penggunaan Verschonings-
recht (dahulu “hak ingkar”). 
Verschoningsrecht (hak mengundur-
kan diri) merupakan pengecualian 
terhadap ketentuan umum yang dise-
but tadi, yaitu bahwa setiap orang 
yang dipanggil sebagai saksi, wajib 
memberikan kesaksian (ibid:20).  
Verschoningsrecht berbeda de- 
ngan wraken, dalam kamus hukum 
Yan Pramadya Puspa Verschonings-
recht diartikan sebagai permohonan 
agar dibebaskan dari, hak mengun-
durkan diri (Yan Pramadya Puspa, 
1977:253).
 Sedangkan wraken dalam kamus 
Belanda – Indonesia Datje Rahajoe-
koe diartikan sebagai menolak, 
menolak sebagai saksi Datje Rahajoe 
Koesoemah,1991:302).  Wraken (hak 
ingkar) ada pada pihaknya, penggu-
gat maupun tergugat; mengingkari 
kewenangan hakim yang memeriksa 
perkara karena mempunyai kepenti- 
ngan atau hubungan dengan perkara 
yang diperiksanya. Hak ingkar inilah 
yang dimaksud sebagaimana diatur 
dalam Pasal 28 Undang-undang 
Pokok Kekuasaan Kehakiman 
Nomor 14 Tahun 1970.  
Kewenangan Majelis Pengawas 
Notaris Memberikan Izin Keha- 
diran Notaris Dalam Sidang Pen-
gadilan
Pertanyaan yang sering muncul 
adalah dapatkah notaris dipaksa 
untuk hadir sebagai saksi dalam 
perkara perdata dan apakah untuk 
bertindak sebagai saksi, diperlukan 
persetujuan majelis pengawas notaris 
sebagaimana yang dimaksud dalam 
pasal 66 Undang-Undang Jabatan 
Notaris. Pertanyaan-pertanyaan di- 
atas merupakan pertanyaan yang 
sering muncul yang memerlukan 
jawaban.
Majelis Pengawas adalah suatu 
badan yang mempunyai kewenangan 
dan kewajiban untuk melaksanakan 
pembinaan dan pengawasan terhadap 
Notaris. Menurut Pasal 1 ayat (6) 
Undang-Undang Nomor 2 tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN), Majelis Pengawas 
Notaris merupakan suatu badan yang 
memiliki wewenang dan untuk 
melakukan pembinaan dan penga-
wasan terhadap Notaris. Menurut 
Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Nomor M.02. 
PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata 
Cara Pengangkatan Anggota, Pem-
berhentian Anggota, Susunan Orga- 
nisasi, Tata Kerja dan Tata Cara 
Pemeriksaan Majelis Pengawas 
Notaris, Majelis Pengawas Notaris 
adalah suatu badan yang mempunyai 
kewenangan dan kewajiban untuk 
melaksanakan pengawasan dan pem-
binaan terhadap Notaris.  
Menurut Peraturan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Nomor M.02. 
PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata 
Cara Pengangkatan Anggota, Pem-
berhentian Anggota, Susunan Orga- 
nisasi, Tata Kerja dan Tata Cara 
Pemeriksaan Majelis Pengawas 
Notaris, Majelis Pengawas Notaris 
yaitu Majelis Pengawas yang tugas- 
nya memberi pembinaan dan penga-
wasan kepada notaris dalam men-
jalankan jabatan profesinya sebagai 
pejabat umum yang senantiasa 
meningkatkan profesionalisme dan 
kualitas kerjanya sehingga dapat 
memberikan jaminan kepastian dan 
perlindungan hukum bagi penerima 
jasa Notaris dan masyarakat luas
Menurut Pasal 1 ayat (6) Peratu- 
ran Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Nomor: 
M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang 
Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, 
Pemindahan dan Pemberhentian 
Notaris, Majelis Pengawas Notaris 
adalah suatu badan yang mempunyai 
kewenangan dan kewajiban untuk 
melaksanakan pembinaan dan 
pengawasan terhadap Notaris.
Menurut Pasal 1 ayat (7) Peratur-
an Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Nomor: 
M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang 
Pengambilan  Minuta Akta dan 
Pemanggilan Notaris, yang dimak-
sud dengan Majelis Pengawas 
Daerah adalah suatu badan yang 
mempunyai kewenangan dan kewa-
jiban untuk melaksanakan penga-
wasan dan pembinaan terhadap 
Notaris yang berkedudukan di Kabu-
paten atau kota. Selanjutnya dalam  
Peraturan Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia 
tersebut juga dijelaskan tingka-
tan-tingkatan Majelis Pengawas 
Notaris.
Dalam Pasal 68, Pasal 69 ayat (1), 
Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 76 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN), disebutkan bahwa 
tingkatan-tingkatan Majelis Penga-
was Notaris tersebut meliputi :  
1   Majelis Pengawas Daerah Notaris 
berkedudukan di kota atau kabu-
paten;  
2   Majelis Pengawas Wilayah Nota- 
ris dibentuk dan berkedudukan di 
Ibukota Propinsi; 
3  Majelis Pengawas Pusat Notaris 
dibentuk dan berkedudukan di 
Ibukota Negara Kesatuan Repu- 
blik Indonesia
Wewenang Majelis Pengawas 
Daerah Notaris berkaitan dengan 
pengambilan Minuta Akta dan/ atau 
pemanggilan Notaris baik sebagai 
saksi maupun sebagai tersangka  
oleh Penyidik, Penuntut Umum atau 
Hakim, yaitu:  
1. Prosedur Pengambilan Minuta 
Akta oleh Penyidik, Penuntut 
Umum atau Hakim, dalam Pasal 8 
ayat 1, Pasal 9 sampai dengan 11, 
yaitu: 
a.  Penyidik, Penuntut Umum atau 
Hakim untuk kepentingan 
proses peradilan dapat me- 
ngambil Minuta Akta dan/ atau 
surat-surat yang dilekatkan 
pada Minuta Akta atau 
Protokol Notaris yang terdapat 
dalam Penyimpanan Notaris, 
dengan meminta kepada 
Notaris yang bersangkutan 
untuk membawa Minuta Akta 
dan/ atau sutat-surat yang 
dilekatkan pada Minuta Akta 
atau Protokol Notaris yang 
terdapat dalam Penyimpanan 
Notaris, dengan syarat harus 
megajukan permohonan tertu-
lis pada Majelis Pengawas 
Daerah Notaris setempat.
b. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris memberikan persetu-
juan untuk pengambilan 
Minuta Akta dan atau surat-su-
rat yang dilekatkan pada 
Minuta Akta atau Protokol 
Notaris dalam Penyimpanan 
Notaris oleh Penyidik, Penun-
tut Umum atau Hakim untuk 
kepentingan proses peradilan, 
apabila: 
1   Ada dugaan tindak pidana 
yang terkait dengan 
Minuta Akta dan/ atau 
surat-surat yang dilekat-
kan pada Minuta Akta atau 
Protokol Notaris dalam 
penyimpanan Notaris;  
2    Belum gugur hak menuntut 
berdasarkan ketentuan 
tentang daluarsa peraturan 
perundang-undangan di 
bidang pidana;  
3    Ada penyangkalan keabsa-
han tanda tangan dari para 
pihak;  
4   Ada dugaan pengurangan 
atau penambahan dari 
Minuta Akta; 
5   Ada dugaan Notaris me- 
lakukan pemunduran 
tanggal akta. 
c. Persetujuan Majelis Penga-
was Daerah Notaris diberikan 
setelah mendengar keterangan 
dari Notaris yang bersangku-
tan;
d. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris tidak memberikan 
persetujuan untuk pengambi-
lan Minuta Akta dan/ atau 
surat-surat yang dilekatkan 
pada Minuta Akta atau Pro- 
tokol Notaris dalam penyim-
panan Notaris, apabila tidak 
memenuhi ketentuan pada 
Pasal  9;
e. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dalam waktu paling 
lambat 14 (empat belas) hari 
sejak permohonan pengambi-
lan Minuta Akta dan/atau 
surat-surat yang dilekatkan 
Pada Minuta Akta atau 
Protokol Notaris oleh Penyi- 
dik, Penuntut Umum atau 
Hakim harus memberikan 
persetujuan atau tidak mem-
berikan persetujuan terhadap 
pengambilan tersebut; 
f. Jika jangka waktu 14 (empat 
belas) hari itu terlampaui maka 
Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dianggap menyetujui 
pengambilan Minuta Akta 
dan/ atau surat-surat yang 
dilekatkan pada Minuta Akta 
atau Protokol Notaris.
2. Prosedur Pemanggilan Notaris 
oleh Penyidik, Penuntut Umum 
atau Hakim dalam Pasal 14 
sampai dengan Pasal 18:  
a. Penyidik, Penuntut Umum 
atau Hakim, untuk kepenti- 
ngan proses peradilan dapat 
memanggil Notaris sebagai 
saksi, tersangka atau terdakwa 
dengan mengajukan permo-
honan tertulis kepada Majelis 
Pengawas Daerah Notaris 
setempat; 
b. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dapat memberikan 
persetujuan pemanggilan No- 
taris sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 ayat (1) apabi-
la: 
Ada dugaan tindak pidana yang 
berkaitan dengan Minuta Akta dan 
atau surat-surat yang dilekatkan pada 
Minuta Akta atau Protokol Notaris 
yang terdapat dalam penyimpanan 
Notaris;  
1. Belum gugurnya hak menun-
tut berdasarkan ketentuan 
tentang daluarsa dalam pera-
turan perundang-undangan 
dibidang pidana; 
c. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris  dapat memberi per- 
setujuan kepada Penyidik, 
Penuntut Umum atau Hakim 
setelah mendengar keterangan 
dari Notaris yang bersangku-
tan;
d. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris tidak memberikan per- 
setujuan pemanggilan Notaris 
sebagai saksi, tersangka atau 
terdakwa kepada Penyidik, 
Penuntut Umum atau Hakim, 
apabila tidak memenuhi per- 
syaratan dalam Pasal 15;
e. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris wajib memberikan 
persetujuan atau tidak mem-
berikan persetujuan secara 
tertulis dalam jangka waktu 
paling lambat 14 (empat belas) 
hari sejak permohonan secara 
tertulis untuk pemanggilan 
Notaris sebagai saksi, tersang-
ka atau terdakwa yang diaju-
kan oleh Penyidik, Penuntut 
Umum atau Hakim kepada 
Majelis Pengawas Notaris;
f. Jika jangka waktu 14 (empat 
belas) hari terlampaui dan 
Majelis Pengawas Daerah 
Notaris tidak memberikan 
persetujuan atau penolakan 
persetujuan pemanggilan 
Notaris sebagai saksi, tersang-
ka atau terdakwa secara tertu-
lis kepada Penyidik, Penuntut 
Umum atau Hakim, maka 
Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dianggap menyetujui 
pemanggilan Notaris.
Simpulan
Pada dasarnya hak ingkar adalah 
hak untuk mengundurkan diri dari 
memberikan kesaksian dimuka 
Pengadilan dalam masalah Perdata 
maupun Pidana. Dalam perkara 
perdata, notaris lebih leluasa untuk 
menggunakan hak ingkar yang dibe- 
rikan undang-undang kepadanya. 
Istilah hak ingkar ini merupakan 
terjemahan dari bahasa Belanda 
verschoningsrecht yang artinya 
adalah hak untuk dibebaskan dari 
memberikan keterangan sebagai 
saksi dalam suatu perkara perdata 
maupun pidana. Hak ini merupakan 
pengecualian dari prinsip umum 
bahwa setiap orang yang dipanggil 
sebagai saksi wajib memberikan 
kesaksian itu. Hak Ingkar dapat 
dilihat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 
e UU No 30 Tahun 2004 jo UU No 
No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan 
Notaris.
Hak ingkar ini dalam praktek 
masih membingungkan para notaris 
untuk menggunakannya. Hal ini 
disebabkan karena hak ingkar masih 
berimplikasi dalam pelaksanaannya 
khususnya dalam perkara pidana. 
Dalam perkara pidana yang dicari 
adalah kebenaran materil sehingga 
kehadiran Notaris sebagai saksi 
sangat diperlukan, berlainan dengan 
perkara perdata yang mencari kebe-
naran formil. Kehadiran notaris 
sudah dapat dianggap ada dengan 
dihadirkan akta notaris yang dibuat 
oleh notaris yang bersangkutan. 
Menurut Peraturan Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia, pada dasarnya Majelis 
Pengawas Daerah Notaris mempu-
nyai kewenangan untuk Memberikan 
Izin Kehadiran Notaris Dalam 
Sidang Pengadilan sepanjang tidak 
bertentangan dengan peraturan dan 
undang-undang.
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Pendahuluan 
Pasca disahkannya Undang-Un-
dang Jabatan Notaris yakni Undang- 
Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang 
perubahan Undang-Undang 30 
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 
(UUJN), peranan notaris memasuki 
era baru. Lahirnya Undang-Undang 
Jabatan Notaris mengakhiri hampir 2 
abad berlakunya Peraturan Jabatan 
Notaris yaitu Reglement op Het 
Notaris Ambt in Indonesie (Stb. 
1860:3) yang mengatur mengenai 
jabatan notaris. Peraturan Jabatan 
Notaris Staatblad 1860 Nomor 3 ini 
dianggap tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan hukum dan kebutu-
han masyarakat Indonesia. Oleh 
karena itu, Peraturan Jabatan Notaris 
ini harus diganti untuk disesuaikan 
dengan kondisi dan perkembangan 
masyarakat Indonesia. Lahirnya 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN) merupakan tero-
bosan baru untuk memastikan bahwa 
fungsi notaris sebagai pejabat umum 
dapat terlaksana dengan baik.
Notaris merupakan salah satu 
pejabat negara yang kedudukannya 
sangat dibutuhkan di masa sekarang 
ini. Di masa modern ini, masyarakat 
sudah banyak tidak lagi mengenal 
perjanjian yang berdasarkan atas 
kepercayaan satu sama lain seperti 
yang mereka kenal dulu. Dahulu 
perjanjian-perjanjian menurut hu- 
kum adat tidak dibuat dalam bentuk 
tertulis, dilakukan secara lisan saja, 
oleh karena adanya saling percaya 
mempercayai. Tuntut menuntut 
boleh dikatakan sangat jarang sekali 
terjadi akibat tidak dipenuhinya 
perjanjian yang dilakukan. Oleh 
karenanya jika timbul perselisihan 
diantara mereka maka para pihak 
hanya mengajukan saksi-saksi yang 
dapat membenarkan atau menguat-
kan dalil-dalil yang dimajukan di 
muka persidangan. Oleh karena itu 
pembuktian dengan saksi dalam 
hukum adat sangatlah penting. 
Berlainan dengan sekarang 
dimana para pihak dalam membuat 
perjanjian memerlukan bentuk tertu-
lis. Bukti fisik dari perjanjian itu 
yang diperlukan. Oleh karena itu,  
setiap perjanjian yang dilakukan oleh 
masyarakat pasti akan mengarah 
kepada notaris sebagai sarana keab-
sahan perjanjian yang mereka laku-
kan. Notaris dianggap yang melahir-
kan bukti fisik dari perjanjian yang 
disepakati oleh para pihak. Oleh 
karena itulah, kedudukan notaris 
menjadi semakin penting di masa 
sekarang ini.
Sebagaimana pejabat negara lain 
yang mempunyai wewenang 
tersendiri khusus untuk pejabat 
negara bidang yang dimaksud, maka 
notaris juga memiliki kewenangan 
tersendiri yang tidak dimiliki oleh 
pejabat negara yang lainnya karena 
masing-masing pejabat Negara ini 
mempunyai kewenangan yang 
berbeda satu sama lain. 
Selain kewenangannya, para 
notaris juga memiliki kewajiban dan 
larangan yang wajib mereka patuhi 
dalam pelaksanaan tugas jabatannya. 
Kewenangan, kewajiban dan lara- 
ngan adalah konsekuensi logis dari 
adanya suatu jabatan. Dengan 
berdasar pada Undang-Undang 
Nomor 2 tahun 2014 tentang peruba-
han Undang-Undang 30 Tahun 2004 
tentang Jabatan Notaris (UUJN), 
para notaris di Indonesia wajib untuk 
memahami apa yang menjadi 
wewenang dan kewajiban mereka 
serta larangan yang tidak boleh 
dilakukan dalam pelaksanaan tugas 
jabatannya.
Sebagaimana diketahui bahwa 
Akta Notaris yang merupakan suatu 
akta otentik yang memiliki kekuatan 
pembuktian lengkap atau sempurna 
dalam sengketa hukum perdata, 
ternyata dapat mengalami penurunan 
status (degradasi) dari kekuatan bukti 
lengkap dan sempurna menjadi 
permulaan bukti seperti akta dibawah 
tangan, dan dapat cacat hukum yang 
menyebabkan kebatalan atau ketidak 
absahan akta tersebut. Apabila terjadi 
degradasi dari akta otentik menjadi 
akta dibawah tangan atau bahkan 
batal demi hukum maka hal itu akan 
menimbulkan kerugian bagi para 
pihak. Oleh karenanya Notaris terse-
but dapat digugat oleh pihak. Pihak 
yang menderita kerugian dapat 
menuntut dengan tuntutan melaku-
kan perbuatan melanggar hukum 
(onrechtmatige daad ) yang disyarat-
kan dalam pasal 1365 maupun dalam 
pasal 1367 KUH Perdata atau ingkar 
janji atau wanprestasi menurut pasal 
1234 KUH Perdata.
Sanksi administrasi terhadap 
Notaris yang melanggar ketentuan 
peraturan perundang-undangan ada 5 
jenis sanksi administrasi yang 
berlakunya secara berjenjang yaitu 
berupa : 1. Teguran lisan, 2. Teguran 
tertulis, 3. Pemberhentian sementara, 
4. Pemberhentian dengan hormat, 
dan 5. Pemberhentian tidak hormat. 
Sedangkan penjatuhan sanksi pidana 
terhadap Notaris dapat dilakukan 
sepanjang memenuhi rumusan 
pelanggaran yang tersebut dalam 
Undang-Undang Jabatan Notaris, 
kode etik jabatan notaris, juga harus 
memenuhi unsur-unsur dalam KUH-
Pidana.
Pada dasarnya hak ingkar adalah 
hak untuk mengundurkan diri dari 
memberikan kesaksian dimuka 
Pengadilan dalam masalah Perdata 
maupun Pidana. Dalam perkara 
perdata, notaris lebih leluasa untuk 
menggunakan hak ingkar yang dibe- 
rikan undang-undang kepadanya. 
Istilah hak ingkar ini merupakan 
terjemahan dari bahasa Belanda 
verschoningsrecht yang artinya 
adalah hak untuk dibebaskan dari 
memberikan keterangan sebagai 
saksi dalam suatu perkara perdata 
maupun pidana. Hak ini merupakan 
pengecualian dari prinsip umum 
bahwa setiap orang yang dipanggil 
sebagai saksi wajib memberikan 
kesaksian itu.
Akan tetapi, terlepas dari itu 
semua haruslah digarisbawahi bahwa 
hak ingkar adalah “hak” bukan 
kewajiban. Dengan pengertian 
bahwa Notaris tetaplah dihadapkan 
pada akibat hukum tertentu apabila 
menggunakan atau tidak menggu-
nakan hak yang telah diberikan oleh 
undang-undang tersebut. Untuk 
itulah notaris diberikan kesempatan 
terlebih dahulu untuk memutuskan 
apakah akan menggunakan hak 
ingkar dalam pemberian suatu kesak-
sian atau tidak. Jadi jelas bahwa 
Undang-undang meletakkan kewa-
jiban secara umum kepada setiap 
orang yang cakap menjadi saksi 
untuk memberikan kesaksian di 
muka pengadilan, baik dalam proses 
perdata maupun pidana. 
Tulisan singkat ini akan mencoba 
memahami ruang lingkup hak ingkar. 
Hak ingkar ini merupakan bagian 
yang tak terpisahkan dari bagian 
kode etik Notaris. Undang-Undang 
Jabatan Notaris dalam penerapannya 
pada perkara perdata maupun perka-
ra pidana akan melibatkan notaris 
sebagai pihak atau sebagai saksi. 
Disamping itu juga sekaligus untuk 
menjawab apakah majelis pengawas 
notaris memiliki kewenangan untuk 
memberikan persetujuan kepada 
hakim dalam pemanggilan notaris 
sebagai saksi dan atau pengambilan 
foto copy minuta, surat-surat lainnya 
yang dilekatkan pada minuta akta 
dan protokol notaris  yang berada 
dalam penyimpanan atau pengambi-
lan minuta akta, surat surat yang 
dilekatkan pada minuta akta dan 
protokol notaris dalam penyim-
panan, sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2014 tentang perubahan 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2004 tentang Jabatan Notaris.
Permasalahan
Berdasarkan latar belakang terse-
but, maka permasalahan yang akan 
dikaji dalam tulisan ini adalah
1. Apakah yang dimaksud dengan 
hak ingkar Notaris dan dasar 
hukum pengaturannya? 
2. Bagaimana hak ingkar notaris 
sebagai saksi dapat diterapkan 
dalam perkara perdata dan pidana 
dalam sidang pengadilan? 
3. Apakah majelis pengawas notaris 
mempunyai kewenangan untuk 
memberikan izin kehadiran 
Notaris dalam sidang pengadilan?
Pembahasan
Hak Ingkar Notaris dan Dasar 
Hukum Pengaturannya
 Sebelum membahas lebih 
lanjut mengenai hak ingkar dan dasar 
hukum serta kewenangan majelis 
pengawas notaris untuk merekomen-
dasikan dapat dipanggilnya notaris 
sebagai saksi dalam perkara perdata 
dan pidana maka terlebih dahulu 
akan diuraikan mengenai sejarah 
mulai berkembangnya notaris ini. 
Sejarah perkembangan Notaris ini 
penting diketahui agar dapat dipaha-
mi bagaimana sebetulnya pengaruh 
hak ingkar notaris tersebut perlu 
dipahami oleh semua pihak, terutama 
hakim dan penyidik polisi. 
Notaris adalah sebuah profesi 
yang dapat dilacak balik ke abad ke 
2-3 pada masa Roma Kuno, dimana 
mereka dikenal sebagai scribae, 
tabellius atau notarius. Pada masa 
itu, mereka adalah golongan orang 
yang mencatat pidato. Istilah notaris 
diambil dari nama pengabdinya, 
Notarius, yang kemudian menjadi 
istilah/titel bagi golongan orang 
penulis cepat atau stenografer. Nota- 
ris adalah salah satu cabang dari 
profesi hukum yang tertua di dunia.
Sekitar abad ke 5, notaris diang-
gap sebagai pejabat istana. Di Italia 
utara sebagai daerah perdagangan 
utama pada abad ke 11 - 12, dikenal 
Latijnse Notariat, yaitu orang yang 
diangkat oleh penguasa umum, 
dengan tujuan melayani kepentingan 
masyarakat umum, dan boleh 
mendapatkan honorarium atas 
jasanya oleh masyarakat umum.
Latijnse notariat ini murni berasal 
dari Italia Utara, bukan sebagai 
pengaruh hukum Romawi Kuno. 
Pada tahun 1888, terbitlah buku 
Formularium Tabellionum oleh Ime-
rius, pendiri sekolah Bologna, dalam 
rangka peringatan 8 abad sekolah 
hukum Bologna. Berturut-turut sera-
tus tahun kemudian ditebitkan 
Summa Artis Notariae oleh Rantero 
dari Perugia, kemudian pada abad ke 
13 buku dengan judul yang sama 
diterbitkan oleh Rolandinus 
Passegeri. Ronaldinus Passegeri 
kemudian juga menerbitkan Flos 
Tamentorum. Buku-buku tersebut 
menjelaskan definisi notaris, fungsi, 
kewenangan dan kewajiban-kewa-
jibannya.
Sebelum diperlakukan 
Undang-Undang Nomor 2 tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN), Negara Indonesia 
masih mempergunakan dan memakai 
peraturan Jabatan Notaris yang 
berasal dari produk bangsa Belanda 
sebagai bangsa penjajah. Pember-
lakuan Peraturan Jabatan Notaris 
bangsa penjajah ini diperkenankan 
oleh Pasal 2 Aturan Peralihan 
Undang-Undang Dasar 1945, yang 
mengatakan bahwa segala badan 
negara dan peraturan yang ada masih 
langsung berlaku, selama belum 
diadakan yang baru menurut 
Undang-Undang Dasar 1945 ini.
Perkembangan lembaga notaris di 
Indonesia, mulai masuk pada permu-
laan abad ke 17. Menurut Jan Pie- 
terszoon Coen di Jacatra  (sekarang 
Jakarta) antara tahun 1617 sampai 
1629, untuk keperluan para 
penduduk dan para pedagang perlu 
mengangkat seorang notaris, yang 
disebut Notarium Publicum (Lum-
ban Tobing1,1983:15).   Sejak tang-
gal 27 Agustus 1620 diangkat notaris 
pertama di Indonesia yaitu Melchior 
Kerchem, sebagai sekretaris College 
Van Schepenen (urusan perkapalan 
kota) di Jakarta untuk merangkap 
sebagai notaris yang berkedudukan 
di Jakarta. Tugas dari Melchior 
Kerchem sebagai notaris dalam surat 
pengangkatannya, yaitu melayani 
dan melakukan semua surat libel 
(Smaadschrift) yang bahasa Indone-
sianya yaitu tulisan menghina/menis-
ta, surat wasiat di bawah tangan, 
persiapan penerangan, akta perjanji-
an perdagangan, perjanjian kawin, 
surat wasiat, dan akta-akta lainnya 
dan ketentuan-ketentuan yang perlu 
Daerah Tingkat kotapraja (Komar 
Andasasmita,1981:37). Setelah pe- 
ngangkatan notaris pertama jumlah 
notaris di Indonesia kian berkem-
bang dan pada tahun 1650 di Batavia 
hanya ada dua orang notaris yang 
diangkat. 
Menurut kenyataannya para 
notaris pada waktu itu tidak mempu-
nyai kebebasan didalam menjalan- 
kan jabatannya, karena notaris pada 
masa itu adalah pegawai dari Vereni-
gde Oost Indie Compagnie (VOC). 
Bahkan tahun 1632 dikeluarkan 
plakat yang berisi ketentuan bahwa 
notaris, sekretaris dan pejabat lain- 
nya dilarang untuk membuat 
akta-akta transport, jual beli, surat 
wasiat dan lain-lain akta, jika tidak 
mendapat persetujuan terlebih 
dahulu dari Gubernur Jenderal dan 
daden van indie dengan ancaman 
akan kehilangan jabatannya. Namun 
dalam prakteknya ketentuan tersebut 
tidak dipatuhi oleh pejabat-pejabat 
atau notaris yang bersangkutan. 
Maksud dan tujuan membawa 
lembaga kenotariatan ke Indonesia 
adalah untuk memenuhi kebutuhan 
akan alat bukti autentik  yang sangat 
dibutuhkan untuk menggunakan hal 
dan kepentingan yang timbul karena 
adanya transaksi dagang yang 
mereka lakukan. Lembaga kenotaria-
tan di Indonesia pada waktu itu 
belum dikenal dan meluas ke 
kota-kota kecil bahkan desa-desa hal 
ini dikarenakan sebelum perang 
dunia ke 2 (dua) hampir seluruh 
notaris yang ada di Indonesia pada 
waktu itu adalah berkebangsaan 
Belanda. Sedangkan yang berke-
bangsaan Indonesia sangat sedikit 
jumlahnya, lagi pula mereka mempu-
nyai kedudukan di kota-kota besar 
sedangkan orang-orang Indonesia 
berada di daerah-daerah. Di samping 
itu tingkat kesadaran dan budaya 
hukum masyarakat Indonesia pada 
waktu itu suatu masyarakat yang 
masih bersifat primordial yang masih 
berpegang teguh pada hukum adat 
serta kaidah-kaidah religius, lebih- 
lebih lagi para pengasuh dari lemba-
ga notiariat itu lebih menitikberatkan 
orientasinya pada hukum barat. 
Semua itu merupakan faktor-faktor 
penghambat yang tidak menguntung-
kan bagi perkembangan dan untuk 
dikenalnya lembaga notariat ini 
dengan cepat dan secara luas dika-
langan masyarakat yang justru harus 
dilayaninya. 
Lembaga kemasyarakatan yang 
dikenal sebagai notariat ini  timbul 
dari kebutuhan dalam pergaulan 
sesama manusia yang menghendai 
adanya alat bukti baginya mengenai 
hubungan hukum keperdataan yang 
ada dan/atau terjadi diantara mereka 
suatu lembaga dengan para pengab-
dinya yang ditugaskan oleh kekua-
saan umum (openbaar gezag) untuk 
dimana dan apabila undang-undang 
mengharuskan sedemikian atau dike-
hendaki oleh masyarakat membuat 
alat bukti tertulis yang mempunyai 
kekuatan autentik. 
Saat ini notaris dikenal sebagai 
orang yang melayani masyarakat 
untuk membuat akta atau doku-
men-dokumen yang autentik. Akan 
tetapi, tugas ini sedikit berbeda 
dengan yang dilakoni para notaris 
pada awal kemunculannya. Saat 
kejayaan bangsa Romawi, tidak 
hanya ada kelompok gladiator di 
sana, tetapi juga hidup sekelompok 
orang yang disebut notarius. 
Berbicara mengenai notaris, 
berarti kita bicara mengenai autenti- 
sitas dokumen. Hal itulah yang men-
jadi salah satu alasan orang berkun-
jung ke notaris. Pengakuan akan sifat 
autentisitas dokumen tersebut tidak 
datang secara serta merta, tetapi 
pengakuan baru muncul pada abad 
ke-13 (tiga belas), sekian ratus tahun 
setelah kemunculan jabatan notaris. 
Beberapa ratus tahun kemudian 
barulah muncul peraturan yang dise-
but ventosewet (Ira Koesoemawati 
dan Yunirman Rijan,2009). 
Di Indonesia, notaris bertindak 
sebagai pelayan masyarakat. Hal ini 
karena notaris adalah pejabat yang 
diangkat oleh pemerintah untuk 
melayani kebutuhan masyarakat 
akan dokumen-dokumen legal yang 
sah. Meskipun status notaris sebagai 
pelayan masyarakat, jangan 
berpikiran bahwa notaris menggu-
nakan pakaian yang sederhana. 
Justru sebaliknya, notaris me- 
ngenakan pakaian yang resmi dan 
eksklusif guna menunjukkan profe-
sionalisme dan keseriusan mereka. 
Sebagai seorang dengan jabatan 
notaris sudah seharusnya orang 
tersebut dalam menjalankan jabatan-
nya lebih “diistimewakan” kedudu-
kannya dalam hukum dibandingkan 
dengan orang lain. Namun seorang 
notaris di luar jabatannya adalah 
orang yang memiliki kedudukan 
yang sama dengan orang yang lain 
(equality before the law). 
Tentu saja ada beberapa hal yang 
harus dipenuhi untuk menjadi 
seorang notaris. Tidak mungkin 
seorang notaris dapat berpraktek 
tanpa memiliki kemampuan mema-
dai. Latar belakang pendidikan 
hukum merupakan sebuah kenis-
cayaan. Setelah lulus dari fakultas 
hukum, seorang calon notaris wajib 
mengikuti kuliah bidang kenotaria-
tan atau menempuh pendidikan 
Strata 2 (dua)  hukum bidang keno-
tariatan. Tidak cukup berbekal 
pendidikan formil saja untuk menja-
di profesi notaris di Indonesia. Syarat 
lain menjadi calon notaris di Indone-
sia secara umum adalah orang yang 
berkewarganegaraan Indonesia. Oleh 
karena seorang notaris adalah peja-
bat umum yang diangkat oleh negara 
untuk mewakili negara dalam pem-
buatan akta-akta autentik yang 
dibuat berisi hal-hal yang sifatnya 
rahasia. Tentu akan berbahaya, jika 
jabatan ini dipegang oleh seorang 
warga negara asing. Bisa–bisa raha-
sia negeri ini jatuh ke tangan negara 
lain. 
Menjadi notaris yang baik ditun-
tut untuk memiliki kedewasaan yang 
matang. Menurut Kitab Undang-Un-
dang Hukum Perdata (selanjutnya 
disingkat KUHPerdata) bahwa usia 
dewasa seseorang adalah 21 (duapu-
luh satu) tahun, tetapi seseorang 
untuk dapat menjadi notaris 
berdasarkan berdasarkan Undang- 
Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang 
perubahan Undang-Undang 30 
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 
(UUJN) haruslah berusia 27 (dua 
puluh tujuh) tahun. 
Di Indonesia para notaris berhim-
pun dalam sebuah wadah perkumpu-
lan yang bernama Ikatan Notaris 
Indonesia (yang selanjutnya dising-
kat INI). INI merupakan perkumpu-
lan notaris yang legal dan sudah 
berbadan hukum sesuai SK Menteri 
Kehakiman Replubik Indonesia 
tanggal 23 Januari 1995 Nomor 
C210221.HT.01.06. 
Hak ingkar ini mulai diperbin-
cangkan berawal dengan ditariknya 
seorang notaris sebagai salah satu 
tergugat dalam suatu perkara perdata 
antara Badan Penyehatan Perbankan 
Nasional (Kreditur) selaku penggu-
gat dan nasabah debitur selaku 
tergugat, dengan obyek sengketa 
adanya 2 (dua) salinan akta penga-
kuan hutang yang dibuat dihadapan 
notaris yang sama dengan nomor dan 
tanggal yang sama, namun substansi 
jumlah hutangnya berbeda dalam 2 
(dua) salinan akta tersebut. Ma- 
sing-masing pihak berpegang kepada 
salinan akta pengakuan hutangnya. 
Dalam kasus ini majelis hakim 
melalui suratnya kepada majelis 
pengawas notaris telah meminta 
persetujuan agar foto copy minuta 
aktanya dapat dibawa oleh notaris 
yang bersangkutan dalam sidang 
pengadilan (Pieter Latumeten,2012).
Selain kewajiban untuk melaku-
kan hal-hal yang telah diatur dalam 
UU, notaris masih memiliki suatu 
kewajiban lain. Hal ini berhubungan 
dengan sumpah/janji notaris yang 
berisi bahwa notaris akan meraha-
siakan isi akta dan keterangan yang 
diperoleh dalam pelaksanaan jabatan 
notaris. Secara umum, notaris wajib 
merahasiakan isi akta dan keterangan 
yang diperoleh dalam pembuatan 
akta notaris, kecuali diperintahkan 
oleh undang-undang bahwa notaris 
tidak wajib merahasiakan dan mem-
berikan keterangan yang diperlukan 
yang berkaitan dengan akta tersebut. 
Dengan demikian, hanya undang-un-
dang saja yang dapat memerintahkan 
notaris untuk membuka rahasia isi 
akta dan keterangan/pernyataan yang 
diketahui oleh notaris yang berkaitan 
dengan pembuatan akta yang dimak-
sud.
Hal ini dikenal dengan “kewa-
jiban ingkar” notaris (Tan Thong 
Kie,2000:67) Instrumen untuk 
ingkar bagi notaris ditegaskan 
sebagai salah satu kewajiban notaris 
yang disebut dalam Pasal 16 ayat (1) 
huruf e UUJN, sehingga kewajiban 
ingkar untuk notaris melekat pada 
tugas jabatan notaris. Kewajiban 
ingkar ini mutlak harus dilakukan 
dan dijalankan oleh notaris, kecuali 
ada undang-undang yang memerin-
tahkan untuk menggugurkan kewa-
jiban ingkar tersebut. Kewajiban 
untuk ingkar ini dapat dilakukan 
dengan batasan sepanjang notaris 
diperiksa oleh instansi mana saja 
yang berupaya untuk meminta 
pernyataan atau keterangan dari 
notaris yang berkaitan dengan akta 
yang telah atau pernah dibuat oleh 
atau di hadapan notaris yang  ber-
sangkutan.
Pasal 1909 Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata (KUHPerdata) 
mewajibkan setiap orang yang cakap 
untuk menjadi saksi, untuk memberi-
kan kesaksian di muka pengadilan. 
Pada umumnya semua orang dapat 
menjadi saksi, akan tetapi dalam 
KUHAP (Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana) juga mengatur 
beberapa pihak yang tidak dapat 
menjadi saksi, yaitu dalam Pasal 168 
KUHAP dan Pasal 170 KUHAP. 
Pasal 168 KUHAP memberikan 
pengecualian bagi saksi yang mem-
punyai hubungan kekeluargaan 
dengan terdakwa dan dalam Pasal 
170 ayat (1) KUHAP memberikan 
verschoningsrecht (hak mengundur-
kan diri) dari pemberian kesaksian 
bagi mereka yang karena jabatan, 
harkat martabat dan  pekerjaannya 
wajib menyimpan rahasia.  
Baik menurut Pasal 322 KUHP 
(Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana) maupun menurut Pasal 146 
HIR dan 277 RIB ada kategori-kate-
gori orang yang karena jabatan atau 
pekerjaannya dianggap sebagai 
wajib penyimpan rahasia. Dalam 
Pasal 322 KUHP diadakan sanksi 
pidana terhadap mereka dari kate-
gori-kategori tersebut yang dengan 
sengaja membuka rahasia itu, 
sedangkan menurut Pasal 146 HIR 
dan Pasal 277 RIB mereka boleh 
menolak untuk memberi kesaksian 
mengenai rahasia tersebut (S 
Lumban Tobing (1933:4). 
Penerapan Hak Ingkar Notaris 
Dalam Perkara Perdata dan 
Pidana 
Dalam praktiknya, jika ternyata 
notaris sebagai saksi atau tersangka, 
tergugat, ataupun dalam pemerik-
saan oleh Majelis Pengawas Notaris 
membuka rahasia dan memberikan 
keterangan/pernyataan yang seharus-
nya wajib dirahasiakan, sedangkan 
undang-undang tidak memerintah-
kannya, maka atas pengaduan pihak 
yang merasa dirugikan dapat menun-
tut notaris yang bersangkutan. 
Dalam hal ini, dapat dikenakan Pasal 
322 ayat (1) dan (2) KUHP, yaitu 
membongkar rahasia, yang padahal 
sebenarnya notaris wajib menyim-
pannya. Bahkan sehubungan dengan 
perkara perdata, yaitu apabila notaris 
berada dalam kedudukannya sebagai 
saksi, maka notaris dapat meminta 
untuk dibebaskan dari kewajibannya 
untuk memberikan kesaksian, karena 
jabatannya menurut undang-undang 
diwajibkan untuk merahasiakannya 
(R.Soegondo Notodisoerjo,1982:97- 
98). 
Larangan notaris merupakan 
suatu tindakan yang dilarang untuk 
dilakukan oleh notaris. Jika larangan 
ini dilanggar oleh notaris, maka 
kepada notaris yang melanggar akan 
dikenakan sanksi sebagaimana yang 
tersebut dalam Pasal 85 UUJN. 
Kewajiban bagi notaris untuk 
mengucapkan sumpah sebelum men-
jalankan jabatannya sebagai notaris 
telah ada sejak dari dahulu. Dalam 
sumpah jabatan notaris ditetapkan 
bahwa notaris berjanji di bawah 
sumpah untuk merahasiakan sera-
pat-rapatnya isi akta-akta sesuai 
dengan ketentuan-ketentuan peratu- 
ran-peraturan itu. Peraturan-peratu- 
ran yang  dimaksudkan itu adalah 
peraturan-peraturan dalam Undang- 
Undang Jabatan Notaris khususnya 
Pasal 16, yang berisikan larangan 
bagi notaris untuk memberikan 
grosse akta, salinan/kutipan atau 
memperlihatkan atau memberitahu-
kan isi akta-aktanya selain kepada 
orang-orang yang langsung berke- 
pentingan pada akta itu, para ahli 
warisnya dan para penerima hak 
mereka, kecuali yang dalam hal-hal 
yang diatur dalam peraturan-peratu- 
ran umum. 
Pasal 4 Undang-Undang Jabatan 
Notaris menyatakan lebih luas, 
bahwa kewajiban merahasiakan ini 
juga meliputi keterangan yang diper-
oleh notaris dalam pelaksanaan 
jabatannya. Hal ini lebih karena 
jabatan yang dipangku oleh notaris 
adalah jabatan kepercayaan dan 
justru oleh karena itu seseorang 
bersedia mempercayakan sesuatu 
kepercayaan kepadanya. 
Wajib menyimpan atau meme-
gang rahasia ini dapat diketahui dari 
kode etik profesi. Point ke-5 Sumpah 
Jabatan Notaris menyatakan : 
“Bahwa saya akan merahasiakan 
serapat-rapatnya isi akta-akta selaras 
dengan ketentuan-ketentuan peratu- 
ran ini.” Etika memberikan kewa-
jiban bagi kaum profesional hukum 
sebagai aparat atau pejabat untuk 
menyimpan rahasia, sehingga secara 
etis pula tidak dibenarkan kaum 
profesional hukum membuka rahasia 
yang diberitahukan, dipercayakan 
dan diperolehnya, dari klien (Liliana 
Tedjosaputro,2003:80). 
Notaris masih dapat meraha-
siakan semua apa yang diberitahukan 
kepadanya dalam jabatannya terse-
but termasuk isi-isi akta dengan 
mempergunakan hak yang diberikan 
kepadanya dalam Pasal 1946 ayat (3) 
(Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdata 
(Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata)) dan Pasal 148 KUHP 
(Pasal 146 ayat (3) HIR) untuk me- 
ngundurkan diri sebagai saksi apabi-
la ia dipanggil sebagai saksi untuk 
didengar keterangannya di muka 
pengadilan. 
Apabila notaris dipanggil menjadi 
saksi di muka persidangan penga-
dilan, ia berdasarkan Pasal 1909 ayat 
(2) KUHPerdata dan Pasal-pasal 146 
HIR dan 227 RIB, dapat mempergu-
nakan haknya untuk mengundurkan 
diri sebagai saksi, dengan jalan 
menuntut penggunaan Verschonings-
recht (dahulu “hak ingkar”). 
Verschoningsrecht (hak mengundur-
kan diri) merupakan pengecualian 
terhadap ketentuan umum yang dise-
but tadi, yaitu bahwa setiap orang 
yang dipanggil sebagai saksi, wajib 
memberikan kesaksian (ibid:20).  
Verschoningsrecht berbeda de- 
ngan wraken, dalam kamus hukum 
Yan Pramadya Puspa Verschonings-
recht diartikan sebagai permohonan 
agar dibebaskan dari, hak mengun-
durkan diri (Yan Pramadya Puspa, 
1977:253).
 Sedangkan wraken dalam kamus 
Belanda – Indonesia Datje Rahajoe-
koe diartikan sebagai menolak, 
menolak sebagai saksi Datje Rahajoe 
Koesoemah,1991:302).  Wraken (hak 
ingkar) ada pada pihaknya, penggu-
gat maupun tergugat; mengingkari 
kewenangan hakim yang memeriksa 
perkara karena mempunyai kepenti- 
ngan atau hubungan dengan perkara 
yang diperiksanya. Hak ingkar inilah 
yang dimaksud sebagaimana diatur 
dalam Pasal 28 Undang-undang 
Pokok Kekuasaan Kehakiman 
Nomor 14 Tahun 1970.  
Kewenangan Majelis Pengawas 
Notaris Memberikan Izin Keha- 
diran Notaris Dalam Sidang Pen-
gadilan
Pertanyaan yang sering muncul 
adalah dapatkah notaris dipaksa 
untuk hadir sebagai saksi dalam 
perkara perdata dan apakah untuk 
bertindak sebagai saksi, diperlukan 
persetujuan majelis pengawas notaris 
sebagaimana yang dimaksud dalam 
pasal 66 Undang-Undang Jabatan 
Notaris. Pertanyaan-pertanyaan di- 
atas merupakan pertanyaan yang 
sering muncul yang memerlukan 
jawaban.
Majelis Pengawas adalah suatu 
badan yang mempunyai kewenangan 
dan kewajiban untuk melaksanakan 
pembinaan dan pengawasan terhadap 
Notaris. Menurut Pasal 1 ayat (6) 
Undang-Undang Nomor 2 tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN), Majelis Pengawas 
Notaris merupakan suatu badan yang 
memiliki wewenang dan untuk 
melakukan pembinaan dan penga-
wasan terhadap Notaris. Menurut 
Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Nomor M.02. 
PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata 
Cara Pengangkatan Anggota, Pem-
berhentian Anggota, Susunan Orga- 
nisasi, Tata Kerja dan Tata Cara 
Pemeriksaan Majelis Pengawas 
Notaris, Majelis Pengawas Notaris 
adalah suatu badan yang mempunyai 
kewenangan dan kewajiban untuk 
melaksanakan pengawasan dan pem-
binaan terhadap Notaris.  
Menurut Peraturan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Nomor M.02. 
PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata 
Cara Pengangkatan Anggota, Pem-
berhentian Anggota, Susunan Orga- 
nisasi, Tata Kerja dan Tata Cara 
Pemeriksaan Majelis Pengawas 
Notaris, Majelis Pengawas Notaris 
yaitu Majelis Pengawas yang tugas- 
nya memberi pembinaan dan penga-
wasan kepada notaris dalam men-
jalankan jabatan profesinya sebagai 
pejabat umum yang senantiasa 
meningkatkan profesionalisme dan 
kualitas kerjanya sehingga dapat 
memberikan jaminan kepastian dan 
perlindungan hukum bagi penerima 
jasa Notaris dan masyarakat luas
Menurut Pasal 1 ayat (6) Peratu- 
ran Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Nomor: 
M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang 
Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, 
Pemindahan dan Pemberhentian 
Notaris, Majelis Pengawas Notaris 
adalah suatu badan yang mempunyai 
kewenangan dan kewajiban untuk 
melaksanakan pembinaan dan 
pengawasan terhadap Notaris.
Menurut Pasal 1 ayat (7) Peratur-
an Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Nomor: 
M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang 
Pengambilan  Minuta Akta dan 
Pemanggilan Notaris, yang dimak-
sud dengan Majelis Pengawas 
Daerah adalah suatu badan yang 
mempunyai kewenangan dan kewa-
jiban untuk melaksanakan penga-
wasan dan pembinaan terhadap 
Notaris yang berkedudukan di Kabu-
paten atau kota. Selanjutnya dalam  
Peraturan Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia 
tersebut juga dijelaskan tingka-
tan-tingkatan Majelis Pengawas 
Notaris.
Dalam Pasal 68, Pasal 69 ayat (1), 
Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 76 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN), disebutkan bahwa 
tingkatan-tingkatan Majelis Penga-
was Notaris tersebut meliputi :  
1   Majelis Pengawas Daerah Notaris 
berkedudukan di kota atau kabu-
paten;  
2   Majelis Pengawas Wilayah Nota- 
ris dibentuk dan berkedudukan di 
Ibukota Propinsi; 
3  Majelis Pengawas Pusat Notaris 
dibentuk dan berkedudukan di 
Ibukota Negara Kesatuan Repu- 
blik Indonesia
Wewenang Majelis Pengawas 
Daerah Notaris berkaitan dengan 
pengambilan Minuta Akta dan/ atau 
pemanggilan Notaris baik sebagai 
saksi maupun sebagai tersangka  
oleh Penyidik, Penuntut Umum atau 
Hakim, yaitu:  
1. Prosedur Pengambilan Minuta 
Akta oleh Penyidik, Penuntut 
Umum atau Hakim, dalam Pasal 8 
ayat 1, Pasal 9 sampai dengan 11, 
yaitu: 
a.  Penyidik, Penuntut Umum atau 
Hakim untuk kepentingan 
proses peradilan dapat me- 
ngambil Minuta Akta dan/ atau 
surat-surat yang dilekatkan 
pada Minuta Akta atau 
Protokol Notaris yang terdapat 
dalam Penyimpanan Notaris, 
dengan meminta kepada 
Notaris yang bersangkutan 
untuk membawa Minuta Akta 
dan/ atau sutat-surat yang 
dilekatkan pada Minuta Akta 
atau Protokol Notaris yang 
terdapat dalam Penyimpanan 
Notaris, dengan syarat harus 
megajukan permohonan tertu-
lis pada Majelis Pengawas 
Daerah Notaris setempat.
b. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris memberikan persetu-
juan untuk pengambilan 
Minuta Akta dan atau surat-su-
rat yang dilekatkan pada 
Minuta Akta atau Protokol 
Notaris dalam Penyimpanan 
Notaris oleh Penyidik, Penun-
tut Umum atau Hakim untuk 
kepentingan proses peradilan, 
apabila: 
1   Ada dugaan tindak pidana 
yang terkait dengan 
Minuta Akta dan/ atau 
surat-surat yang dilekat-
kan pada Minuta Akta atau 
Protokol Notaris dalam 
penyimpanan Notaris;  
2    Belum gugur hak menuntut 
berdasarkan ketentuan 
tentang daluarsa peraturan 
perundang-undangan di 
bidang pidana;  
3    Ada penyangkalan keabsa-
han tanda tangan dari para 
pihak;  
4   Ada dugaan pengurangan 
atau penambahan dari 
Minuta Akta; 
5   Ada dugaan Notaris me- 
lakukan pemunduran 
tanggal akta. 
c. Persetujuan Majelis Penga-
was Daerah Notaris diberikan 
setelah mendengar keterangan 
dari Notaris yang bersangku-
tan;
d. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris tidak memberikan 
persetujuan untuk pengambi-
lan Minuta Akta dan/ atau 
surat-surat yang dilekatkan 
pada Minuta Akta atau Pro- 
tokol Notaris dalam penyim-
panan Notaris, apabila tidak 
memenuhi ketentuan pada 
Pasal  9;
e. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dalam waktu paling 
lambat 14 (empat belas) hari 
sejak permohonan pengambi-
lan Minuta Akta dan/atau 
surat-surat yang dilekatkan 
Pada Minuta Akta atau 
Protokol Notaris oleh Penyi- 
dik, Penuntut Umum atau 
Hakim harus memberikan 
persetujuan atau tidak mem-
berikan persetujuan terhadap 
pengambilan tersebut; 
f. Jika jangka waktu 14 (empat 
belas) hari itu terlampaui maka 
Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dianggap menyetujui 
pengambilan Minuta Akta 
dan/ atau surat-surat yang 
dilekatkan pada Minuta Akta 
atau Protokol Notaris.
2. Prosedur Pemanggilan Notaris 
oleh Penyidik, Penuntut Umum 
atau Hakim dalam Pasal 14 
sampai dengan Pasal 18:  
a. Penyidik, Penuntut Umum 
atau Hakim, untuk kepenti- 
ngan proses peradilan dapat 
memanggil Notaris sebagai 
saksi, tersangka atau terdakwa 
dengan mengajukan permo-
honan tertulis kepada Majelis 
Pengawas Daerah Notaris 
setempat; 
b. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dapat memberikan 
persetujuan pemanggilan No- 
taris sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 ayat (1) apabi-
la: 
Ada dugaan tindak pidana yang 
berkaitan dengan Minuta Akta dan 
atau surat-surat yang dilekatkan pada 
Minuta Akta atau Protokol Notaris 
yang terdapat dalam penyimpanan 
Notaris;  
1. Belum gugurnya hak menun-
tut berdasarkan ketentuan 
tentang daluarsa dalam pera-
turan perundang-undangan 
dibidang pidana; 
c. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris  dapat memberi per- 
setujuan kepada Penyidik, 
Penuntut Umum atau Hakim 
setelah mendengar keterangan 
dari Notaris yang bersangku-
tan;
d. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris tidak memberikan per- 
setujuan pemanggilan Notaris 
sebagai saksi, tersangka atau 
terdakwa kepada Penyidik, 
Penuntut Umum atau Hakim, 
apabila tidak memenuhi per- 
syaratan dalam Pasal 15;
e. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris wajib memberikan 
persetujuan atau tidak mem-
berikan persetujuan secara 
tertulis dalam jangka waktu 
paling lambat 14 (empat belas) 
hari sejak permohonan secara 
tertulis untuk pemanggilan 
Notaris sebagai saksi, tersang-
ka atau terdakwa yang diaju-
kan oleh Penyidik, Penuntut 
Umum atau Hakim kepada 
Majelis Pengawas Notaris;
f. Jika jangka waktu 14 (empat 
belas) hari terlampaui dan 
Majelis Pengawas Daerah 
Notaris tidak memberikan 
persetujuan atau penolakan 
persetujuan pemanggilan 
Notaris sebagai saksi, tersang-
ka atau terdakwa secara tertu-
lis kepada Penyidik, Penuntut 
Umum atau Hakim, maka 
Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dianggap menyetujui 
pemanggilan Notaris.
Simpulan
Pada dasarnya hak ingkar adalah 
hak untuk mengundurkan diri dari 
memberikan kesaksian dimuka 
Pengadilan dalam masalah Perdata 
maupun Pidana. Dalam perkara 
perdata, notaris lebih leluasa untuk 
menggunakan hak ingkar yang dibe- 
rikan undang-undang kepadanya. 
Istilah hak ingkar ini merupakan 
terjemahan dari bahasa Belanda 
verschoningsrecht yang artinya 
adalah hak untuk dibebaskan dari 
memberikan keterangan sebagai 
saksi dalam suatu perkara perdata 
maupun pidana. Hak ini merupakan 
pengecualian dari prinsip umum 
bahwa setiap orang yang dipanggil 
sebagai saksi wajib memberikan 
kesaksian itu. Hak Ingkar dapat 
dilihat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 
e UU No 30 Tahun 2004 jo UU No 
No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan 
Notaris.
Hak ingkar ini dalam praktek 
masih membingungkan para notaris 
untuk menggunakannya. Hal ini 
disebabkan karena hak ingkar masih 
berimplikasi dalam pelaksanaannya 
khususnya dalam perkara pidana. 
Dalam perkara pidana yang dicari 
adalah kebenaran materil sehingga 
kehadiran Notaris sebagai saksi 
sangat diperlukan, berlainan dengan 
perkara perdata yang mencari kebe-
naran formil. Kehadiran notaris 
sudah dapat dianggap ada dengan 
dihadirkan akta notaris yang dibuat 
oleh notaris yang bersangkutan. 
Menurut Peraturan Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia, pada dasarnya Majelis 
Pengawas Daerah Notaris mempu-
nyai kewenangan untuk Memberikan 
Izin Kehadiran Notaris Dalam 
Sidang Pengadilan sepanjang tidak 
bertentangan dengan peraturan dan 
undang-undang.
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Pendahuluan 
Pasca disahkannya Undang-Un-
dang Jabatan Notaris yakni Undang- 
Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang 
perubahan Undang-Undang 30 
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 
(UUJN), peranan notaris memasuki 
era baru. Lahirnya Undang-Undang 
Jabatan Notaris mengakhiri hampir 2 
abad berlakunya Peraturan Jabatan 
Notaris yaitu Reglement op Het 
Notaris Ambt in Indonesie (Stb. 
1860:3) yang mengatur mengenai 
jabatan notaris. Peraturan Jabatan 
Notaris Staatblad 1860 Nomor 3 ini 
dianggap tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan hukum dan kebutu-
han masyarakat Indonesia. Oleh 
karena itu, Peraturan Jabatan Notaris 
ini harus diganti untuk disesuaikan 
dengan kondisi dan perkembangan 
masyarakat Indonesia. Lahirnya 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN) merupakan tero-
bosan baru untuk memastikan bahwa 
fungsi notaris sebagai pejabat umum 
dapat terlaksana dengan baik.
Notaris merupakan salah satu 
pejabat negara yang kedudukannya 
sangat dibutuhkan di masa sekarang 
ini. Di masa modern ini, masyarakat 
sudah banyak tidak lagi mengenal 
perjanjian yang berdasarkan atas 
kepercayaan satu sama lain seperti 
yang mereka kenal dulu. Dahulu 
perjanjian-perjanjian menurut hu- 
kum adat tidak dibuat dalam bentuk 
tertulis, dilakukan secara lisan saja, 
oleh karena adanya saling percaya 
mempercayai. Tuntut menuntut 
boleh dikatakan sangat jarang sekali 
terjadi akibat tidak dipenuhinya 
perjanjian yang dilakukan. Oleh 
karenanya jika timbul perselisihan 
diantara mereka maka para pihak 
hanya mengajukan saksi-saksi yang 
dapat membenarkan atau menguat-
kan dalil-dalil yang dimajukan di 
muka persidangan. Oleh karena itu 
pembuktian dengan saksi dalam 
hukum adat sangatlah penting. 
Berlainan dengan sekarang 
dimana para pihak dalam membuat 
perjanjian memerlukan bentuk tertu-
lis. Bukti fisik dari perjanjian itu 
yang diperlukan. Oleh karena itu,  
setiap perjanjian yang dilakukan oleh 
masyarakat pasti akan mengarah 
kepada notaris sebagai sarana keab-
sahan perjanjian yang mereka laku-
kan. Notaris dianggap yang melahir-
kan bukti fisik dari perjanjian yang 
disepakati oleh para pihak. Oleh 
karena itulah, kedudukan notaris 
menjadi semakin penting di masa 
sekarang ini.
Sebagaimana pejabat negara lain 
yang mempunyai wewenang 
tersendiri khusus untuk pejabat 
negara bidang yang dimaksud, maka 
notaris juga memiliki kewenangan 
tersendiri yang tidak dimiliki oleh 
pejabat negara yang lainnya karena 
masing-masing pejabat Negara ini 
mempunyai kewenangan yang 
berbeda satu sama lain. 
Selain kewenangannya, para 
notaris juga memiliki kewajiban dan 
larangan yang wajib mereka patuhi 
dalam pelaksanaan tugas jabatannya. 
Kewenangan, kewajiban dan lara- 
ngan adalah konsekuensi logis dari 
adanya suatu jabatan. Dengan 
berdasar pada Undang-Undang 
Nomor 2 tahun 2014 tentang peruba-
han Undang-Undang 30 Tahun 2004 
tentang Jabatan Notaris (UUJN), 
para notaris di Indonesia wajib untuk 
memahami apa yang menjadi 
wewenang dan kewajiban mereka 
serta larangan yang tidak boleh 
dilakukan dalam pelaksanaan tugas 
jabatannya.
Sebagaimana diketahui bahwa 
Akta Notaris yang merupakan suatu 
akta otentik yang memiliki kekuatan 
pembuktian lengkap atau sempurna 
dalam sengketa hukum perdata, 
ternyata dapat mengalami penurunan 
status (degradasi) dari kekuatan bukti 
lengkap dan sempurna menjadi 
permulaan bukti seperti akta dibawah 
tangan, dan dapat cacat hukum yang 
menyebabkan kebatalan atau ketidak 
absahan akta tersebut. Apabila terjadi 
degradasi dari akta otentik menjadi 
akta dibawah tangan atau bahkan 
batal demi hukum maka hal itu akan 
menimbulkan kerugian bagi para 
pihak. Oleh karenanya Notaris terse-
but dapat digugat oleh pihak. Pihak 
yang menderita kerugian dapat 
menuntut dengan tuntutan melaku-
kan perbuatan melanggar hukum 
(onrechtmatige daad ) yang disyarat-
kan dalam pasal 1365 maupun dalam 
pasal 1367 KUH Perdata atau ingkar 
janji atau wanprestasi menurut pasal 
1234 KUH Perdata.
Sanksi administrasi terhadap 
Notaris yang melanggar ketentuan 
peraturan perundang-undangan ada 5 
jenis sanksi administrasi yang 
berlakunya secara berjenjang yaitu 
berupa : 1. Teguran lisan, 2. Teguran 
tertulis, 3. Pemberhentian sementara, 
4. Pemberhentian dengan hormat, 
dan 5. Pemberhentian tidak hormat. 
Sedangkan penjatuhan sanksi pidana 
terhadap Notaris dapat dilakukan 
sepanjang memenuhi rumusan 
pelanggaran yang tersebut dalam 
Undang-Undang Jabatan Notaris, 
kode etik jabatan notaris, juga harus 
memenuhi unsur-unsur dalam KUH-
Pidana.
Pada dasarnya hak ingkar adalah 
hak untuk mengundurkan diri dari 
memberikan kesaksian dimuka 
Pengadilan dalam masalah Perdata 
maupun Pidana. Dalam perkara 
perdata, notaris lebih leluasa untuk 
menggunakan hak ingkar yang dibe- 
rikan undang-undang kepadanya. 
Istilah hak ingkar ini merupakan 
terjemahan dari bahasa Belanda 
verschoningsrecht yang artinya 
adalah hak untuk dibebaskan dari 
memberikan keterangan sebagai 
saksi dalam suatu perkara perdata 
maupun pidana. Hak ini merupakan 
pengecualian dari prinsip umum 
bahwa setiap orang yang dipanggil 
sebagai saksi wajib memberikan 
kesaksian itu.
Akan tetapi, terlepas dari itu 
semua haruslah digarisbawahi bahwa 
hak ingkar adalah “hak” bukan 
kewajiban. Dengan pengertian 
bahwa Notaris tetaplah dihadapkan 
pada akibat hukum tertentu apabila 
menggunakan atau tidak menggu-
nakan hak yang telah diberikan oleh 
undang-undang tersebut. Untuk 
itulah notaris diberikan kesempatan 
terlebih dahulu untuk memutuskan 
apakah akan menggunakan hak 
ingkar dalam pemberian suatu kesak-
sian atau tidak. Jadi jelas bahwa 
Undang-undang meletakkan kewa-
jiban secara umum kepada setiap 
orang yang cakap menjadi saksi 
untuk memberikan kesaksian di 
muka pengadilan, baik dalam proses 
perdata maupun pidana. 
Tulisan singkat ini akan mencoba 
memahami ruang lingkup hak ingkar. 
Hak ingkar ini merupakan bagian 
yang tak terpisahkan dari bagian 
kode etik Notaris. Undang-Undang 
Jabatan Notaris dalam penerapannya 
pada perkara perdata maupun perka-
ra pidana akan melibatkan notaris 
sebagai pihak atau sebagai saksi. 
Disamping itu juga sekaligus untuk 
menjawab apakah majelis pengawas 
notaris memiliki kewenangan untuk 
memberikan persetujuan kepada 
hakim dalam pemanggilan notaris 
sebagai saksi dan atau pengambilan 
foto copy minuta, surat-surat lainnya 
yang dilekatkan pada minuta akta 
dan protokol notaris  yang berada 
dalam penyimpanan atau pengambi-
lan minuta akta, surat surat yang 
dilekatkan pada minuta akta dan 
protokol notaris dalam penyim-
panan, sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2014 tentang perubahan 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2004 tentang Jabatan Notaris.
Permasalahan
Berdasarkan latar belakang terse-
but, maka permasalahan yang akan 
dikaji dalam tulisan ini adalah
1. Apakah yang dimaksud dengan 
hak ingkar Notaris dan dasar 
hukum pengaturannya? 
2. Bagaimana hak ingkar notaris 
sebagai saksi dapat diterapkan 
dalam perkara perdata dan pidana 
dalam sidang pengadilan? 
3. Apakah majelis pengawas notaris 
mempunyai kewenangan untuk 
memberikan izin kehadiran 
Notaris dalam sidang pengadilan?
Pembahasan
Hak Ingkar Notaris dan Dasar 
Hukum Pengaturannya
 Sebelum membahas lebih 
lanjut mengenai hak ingkar dan dasar 
hukum serta kewenangan majelis 
pengawas notaris untuk merekomen-
dasikan dapat dipanggilnya notaris 
sebagai saksi dalam perkara perdata 
dan pidana maka terlebih dahulu 
akan diuraikan mengenai sejarah 
mulai berkembangnya notaris ini. 
Sejarah perkembangan Notaris ini 
penting diketahui agar dapat dipaha-
mi bagaimana sebetulnya pengaruh 
hak ingkar notaris tersebut perlu 
dipahami oleh semua pihak, terutama 
hakim dan penyidik polisi. 
Notaris adalah sebuah profesi 
yang dapat dilacak balik ke abad ke 
2-3 pada masa Roma Kuno, dimana 
mereka dikenal sebagai scribae, 
tabellius atau notarius. Pada masa 
itu, mereka adalah golongan orang 
yang mencatat pidato. Istilah notaris 
diambil dari nama pengabdinya, 
Notarius, yang kemudian menjadi 
istilah/titel bagi golongan orang 
penulis cepat atau stenografer. Nota- 
ris adalah salah satu cabang dari 
profesi hukum yang tertua di dunia.
Sekitar abad ke 5, notaris diang-
gap sebagai pejabat istana. Di Italia 
utara sebagai daerah perdagangan 
utama pada abad ke 11 - 12, dikenal 
Latijnse Notariat, yaitu orang yang 
diangkat oleh penguasa umum, 
dengan tujuan melayani kepentingan 
masyarakat umum, dan boleh 
mendapatkan honorarium atas 
jasanya oleh masyarakat umum.
Latijnse notariat ini murni berasal 
dari Italia Utara, bukan sebagai 
pengaruh hukum Romawi Kuno. 
Pada tahun 1888, terbitlah buku 
Formularium Tabellionum oleh Ime-
rius, pendiri sekolah Bologna, dalam 
rangka peringatan 8 abad sekolah 
hukum Bologna. Berturut-turut sera-
tus tahun kemudian ditebitkan 
Summa Artis Notariae oleh Rantero 
dari Perugia, kemudian pada abad ke 
13 buku dengan judul yang sama 
diterbitkan oleh Rolandinus 
Passegeri. Ronaldinus Passegeri 
kemudian juga menerbitkan Flos 
Tamentorum. Buku-buku tersebut 
menjelaskan definisi notaris, fungsi, 
kewenangan dan kewajiban-kewa-
jibannya.
Sebelum diperlakukan 
Undang-Undang Nomor 2 tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN), Negara Indonesia 
masih mempergunakan dan memakai 
peraturan Jabatan Notaris yang 
berasal dari produk bangsa Belanda 
sebagai bangsa penjajah. Pember-
lakuan Peraturan Jabatan Notaris 
bangsa penjajah ini diperkenankan 
oleh Pasal 2 Aturan Peralihan 
Undang-Undang Dasar 1945, yang 
mengatakan bahwa segala badan 
negara dan peraturan yang ada masih 
langsung berlaku, selama belum 
diadakan yang baru menurut 
Undang-Undang Dasar 1945 ini.
Perkembangan lembaga notaris di 
Indonesia, mulai masuk pada permu-
laan abad ke 17. Menurut Jan Pie- 
terszoon Coen di Jacatra  (sekarang 
Jakarta) antara tahun 1617 sampai 
1629, untuk keperluan para 
penduduk dan para pedagang perlu 
mengangkat seorang notaris, yang 
disebut Notarium Publicum (Lum-
ban Tobing1,1983:15).   Sejak tang-
gal 27 Agustus 1620 diangkat notaris 
pertama di Indonesia yaitu Melchior 
Kerchem, sebagai sekretaris College 
Van Schepenen (urusan perkapalan 
kota) di Jakarta untuk merangkap 
sebagai notaris yang berkedudukan 
di Jakarta. Tugas dari Melchior 
Kerchem sebagai notaris dalam surat 
pengangkatannya, yaitu melayani 
dan melakukan semua surat libel 
(Smaadschrift) yang bahasa Indone-
sianya yaitu tulisan menghina/menis-
ta, surat wasiat di bawah tangan, 
persiapan penerangan, akta perjanji-
an perdagangan, perjanjian kawin, 
surat wasiat, dan akta-akta lainnya 
dan ketentuan-ketentuan yang perlu 
Daerah Tingkat kotapraja (Komar 
Andasasmita,1981:37). Setelah pe- 
ngangkatan notaris pertama jumlah 
notaris di Indonesia kian berkem-
bang dan pada tahun 1650 di Batavia 
hanya ada dua orang notaris yang 
diangkat. 
Menurut kenyataannya para 
notaris pada waktu itu tidak mempu-
nyai kebebasan didalam menjalan- 
kan jabatannya, karena notaris pada 
masa itu adalah pegawai dari Vereni-
gde Oost Indie Compagnie (VOC). 
Bahkan tahun 1632 dikeluarkan 
plakat yang berisi ketentuan bahwa 
notaris, sekretaris dan pejabat lain- 
nya dilarang untuk membuat 
akta-akta transport, jual beli, surat 
wasiat dan lain-lain akta, jika tidak 
mendapat persetujuan terlebih 
dahulu dari Gubernur Jenderal dan 
daden van indie dengan ancaman 
akan kehilangan jabatannya. Namun 
dalam prakteknya ketentuan tersebut 
tidak dipatuhi oleh pejabat-pejabat 
atau notaris yang bersangkutan. 
Maksud dan tujuan membawa 
lembaga kenotariatan ke Indonesia 
adalah untuk memenuhi kebutuhan 
akan alat bukti autentik  yang sangat 
dibutuhkan untuk menggunakan hal 
dan kepentingan yang timbul karena 
adanya transaksi dagang yang 
mereka lakukan. Lembaga kenotaria-
tan di Indonesia pada waktu itu 
belum dikenal dan meluas ke 
kota-kota kecil bahkan desa-desa hal 
ini dikarenakan sebelum perang 
dunia ke 2 (dua) hampir seluruh 
notaris yang ada di Indonesia pada 
waktu itu adalah berkebangsaan 
Belanda. Sedangkan yang berke-
bangsaan Indonesia sangat sedikit 
jumlahnya, lagi pula mereka mempu-
nyai kedudukan di kota-kota besar 
sedangkan orang-orang Indonesia 
berada di daerah-daerah. Di samping 
itu tingkat kesadaran dan budaya 
hukum masyarakat Indonesia pada 
waktu itu suatu masyarakat yang 
masih bersifat primordial yang masih 
berpegang teguh pada hukum adat 
serta kaidah-kaidah religius, lebih- 
lebih lagi para pengasuh dari lemba-
ga notiariat itu lebih menitikberatkan 
orientasinya pada hukum barat. 
Semua itu merupakan faktor-faktor 
penghambat yang tidak menguntung-
kan bagi perkembangan dan untuk 
dikenalnya lembaga notariat ini 
dengan cepat dan secara luas dika-
langan masyarakat yang justru harus 
dilayaninya. 
Lembaga kemasyarakatan yang 
dikenal sebagai notariat ini  timbul 
dari kebutuhan dalam pergaulan 
sesama manusia yang menghendai 
adanya alat bukti baginya mengenai 
hubungan hukum keperdataan yang 
ada dan/atau terjadi diantara mereka 
suatu lembaga dengan para pengab-
dinya yang ditugaskan oleh kekua-
saan umum (openbaar gezag) untuk 
dimana dan apabila undang-undang 
mengharuskan sedemikian atau dike-
hendaki oleh masyarakat membuat 
alat bukti tertulis yang mempunyai 
kekuatan autentik. 
Saat ini notaris dikenal sebagai 
orang yang melayani masyarakat 
untuk membuat akta atau doku-
men-dokumen yang autentik. Akan 
tetapi, tugas ini sedikit berbeda 
dengan yang dilakoni para notaris 
pada awal kemunculannya. Saat 
kejayaan bangsa Romawi, tidak 
hanya ada kelompok gladiator di 
sana, tetapi juga hidup sekelompok 
orang yang disebut notarius. 
Berbicara mengenai notaris, 
berarti kita bicara mengenai autenti- 
sitas dokumen. Hal itulah yang men-
jadi salah satu alasan orang berkun-
jung ke notaris. Pengakuan akan sifat 
autentisitas dokumen tersebut tidak 
datang secara serta merta, tetapi 
pengakuan baru muncul pada abad 
ke-13 (tiga belas), sekian ratus tahun 
setelah kemunculan jabatan notaris. 
Beberapa ratus tahun kemudian 
barulah muncul peraturan yang dise-
but ventosewet (Ira Koesoemawati 
dan Yunirman Rijan,2009). 
Di Indonesia, notaris bertindak 
sebagai pelayan masyarakat. Hal ini 
karena notaris adalah pejabat yang 
diangkat oleh pemerintah untuk 
melayani kebutuhan masyarakat 
akan dokumen-dokumen legal yang 
sah. Meskipun status notaris sebagai 
pelayan masyarakat, jangan 
berpikiran bahwa notaris menggu-
nakan pakaian yang sederhana. 
Justru sebaliknya, notaris me- 
ngenakan pakaian yang resmi dan 
eksklusif guna menunjukkan profe-
sionalisme dan keseriusan mereka. 
Sebagai seorang dengan jabatan 
notaris sudah seharusnya orang 
tersebut dalam menjalankan jabatan-
nya lebih “diistimewakan” kedudu-
kannya dalam hukum dibandingkan 
dengan orang lain. Namun seorang 
notaris di luar jabatannya adalah 
orang yang memiliki kedudukan 
yang sama dengan orang yang lain 
(equality before the law). 
Tentu saja ada beberapa hal yang 
harus dipenuhi untuk menjadi 
seorang notaris. Tidak mungkin 
seorang notaris dapat berpraktek 
tanpa memiliki kemampuan mema-
dai. Latar belakang pendidikan 
hukum merupakan sebuah kenis-
cayaan. Setelah lulus dari fakultas 
hukum, seorang calon notaris wajib 
mengikuti kuliah bidang kenotaria-
tan atau menempuh pendidikan 
Strata 2 (dua)  hukum bidang keno-
tariatan. Tidak cukup berbekal 
pendidikan formil saja untuk menja-
di profesi notaris di Indonesia. Syarat 
lain menjadi calon notaris di Indone-
sia secara umum adalah orang yang 
berkewarganegaraan Indonesia. Oleh 
karena seorang notaris adalah peja-
bat umum yang diangkat oleh negara 
untuk mewakili negara dalam pem-
buatan akta-akta autentik yang 
dibuat berisi hal-hal yang sifatnya 
rahasia. Tentu akan berbahaya, jika 
jabatan ini dipegang oleh seorang 
warga negara asing. Bisa–bisa raha-
sia negeri ini jatuh ke tangan negara 
lain. 
Menjadi notaris yang baik ditun-
tut untuk memiliki kedewasaan yang 
matang. Menurut Kitab Undang-Un-
dang Hukum Perdata (selanjutnya 
disingkat KUHPerdata) bahwa usia 
dewasa seseorang adalah 21 (duapu-
luh satu) tahun, tetapi seseorang 
untuk dapat menjadi notaris 
berdasarkan berdasarkan Undang- 
Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang 
perubahan Undang-Undang 30 
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 
(UUJN) haruslah berusia 27 (dua 
puluh tujuh) tahun. 
Di Indonesia para notaris berhim-
pun dalam sebuah wadah perkumpu-
lan yang bernama Ikatan Notaris 
Indonesia (yang selanjutnya dising-
kat INI). INI merupakan perkumpu-
lan notaris yang legal dan sudah 
berbadan hukum sesuai SK Menteri 
Kehakiman Replubik Indonesia 
tanggal 23 Januari 1995 Nomor 
C210221.HT.01.06. 
Hak ingkar ini mulai diperbin-
cangkan berawal dengan ditariknya 
seorang notaris sebagai salah satu 
tergugat dalam suatu perkara perdata 
antara Badan Penyehatan Perbankan 
Nasional (Kreditur) selaku penggu-
gat dan nasabah debitur selaku 
tergugat, dengan obyek sengketa 
adanya 2 (dua) salinan akta penga-
kuan hutang yang dibuat dihadapan 
notaris yang sama dengan nomor dan 
tanggal yang sama, namun substansi 
jumlah hutangnya berbeda dalam 2 
(dua) salinan akta tersebut. Ma- 
sing-masing pihak berpegang kepada 
salinan akta pengakuan hutangnya. 
Dalam kasus ini majelis hakim 
melalui suratnya kepada majelis 
pengawas notaris telah meminta 
persetujuan agar foto copy minuta 
aktanya dapat dibawa oleh notaris 
yang bersangkutan dalam sidang 
pengadilan (Pieter Latumeten,2012).
Selain kewajiban untuk melaku-
kan hal-hal yang telah diatur dalam 
UU, notaris masih memiliki suatu 
kewajiban lain. Hal ini berhubungan 
dengan sumpah/janji notaris yang 
berisi bahwa notaris akan meraha-
siakan isi akta dan keterangan yang 
diperoleh dalam pelaksanaan jabatan 
notaris. Secara umum, notaris wajib 
merahasiakan isi akta dan keterangan 
yang diperoleh dalam pembuatan 
akta notaris, kecuali diperintahkan 
oleh undang-undang bahwa notaris 
tidak wajib merahasiakan dan mem-
berikan keterangan yang diperlukan 
yang berkaitan dengan akta tersebut. 
Dengan demikian, hanya undang-un-
dang saja yang dapat memerintahkan 
notaris untuk membuka rahasia isi 
akta dan keterangan/pernyataan yang 
diketahui oleh notaris yang berkaitan 
dengan pembuatan akta yang dimak-
sud.
Hal ini dikenal dengan “kewa-
jiban ingkar” notaris (Tan Thong 
Kie,2000:67) Instrumen untuk 
ingkar bagi notaris ditegaskan 
sebagai salah satu kewajiban notaris 
yang disebut dalam Pasal 16 ayat (1) 
huruf e UUJN, sehingga kewajiban 
ingkar untuk notaris melekat pada 
tugas jabatan notaris. Kewajiban 
ingkar ini mutlak harus dilakukan 
dan dijalankan oleh notaris, kecuali 
ada undang-undang yang memerin-
tahkan untuk menggugurkan kewa-
jiban ingkar tersebut. Kewajiban 
untuk ingkar ini dapat dilakukan 
dengan batasan sepanjang notaris 
diperiksa oleh instansi mana saja 
yang berupaya untuk meminta 
pernyataan atau keterangan dari 
notaris yang berkaitan dengan akta 
yang telah atau pernah dibuat oleh 
atau di hadapan notaris yang  ber-
sangkutan.
Pasal 1909 Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata (KUHPerdata) 
mewajibkan setiap orang yang cakap 
untuk menjadi saksi, untuk memberi-
kan kesaksian di muka pengadilan. 
Pada umumnya semua orang dapat 
menjadi saksi, akan tetapi dalam 
KUHAP (Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana) juga mengatur 
beberapa pihak yang tidak dapat 
menjadi saksi, yaitu dalam Pasal 168 
KUHAP dan Pasal 170 KUHAP. 
Pasal 168 KUHAP memberikan 
pengecualian bagi saksi yang mem-
punyai hubungan kekeluargaan 
dengan terdakwa dan dalam Pasal 
170 ayat (1) KUHAP memberikan 
verschoningsrecht (hak mengundur-
kan diri) dari pemberian kesaksian 
bagi mereka yang karena jabatan, 
harkat martabat dan  pekerjaannya 
wajib menyimpan rahasia.  
Baik menurut Pasal 322 KUHP 
(Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana) maupun menurut Pasal 146 
HIR dan 277 RIB ada kategori-kate-
gori orang yang karena jabatan atau 
pekerjaannya dianggap sebagai 
wajib penyimpan rahasia. Dalam 
Pasal 322 KUHP diadakan sanksi 
pidana terhadap mereka dari kate-
gori-kategori tersebut yang dengan 
sengaja membuka rahasia itu, 
sedangkan menurut Pasal 146 HIR 
dan Pasal 277 RIB mereka boleh 
menolak untuk memberi kesaksian 
mengenai rahasia tersebut (S 
Lumban Tobing (1933:4). 
Penerapan Hak Ingkar Notaris 
Dalam Perkara Perdata dan 
Pidana 
Dalam praktiknya, jika ternyata 
notaris sebagai saksi atau tersangka, 
tergugat, ataupun dalam pemerik-
saan oleh Majelis Pengawas Notaris 
membuka rahasia dan memberikan 
keterangan/pernyataan yang seharus-
nya wajib dirahasiakan, sedangkan 
undang-undang tidak memerintah-
kannya, maka atas pengaduan pihak 
yang merasa dirugikan dapat menun-
tut notaris yang bersangkutan. 
Dalam hal ini, dapat dikenakan Pasal 
322 ayat (1) dan (2) KUHP, yaitu 
membongkar rahasia, yang padahal 
sebenarnya notaris wajib menyim-
pannya. Bahkan sehubungan dengan 
perkara perdata, yaitu apabila notaris 
berada dalam kedudukannya sebagai 
saksi, maka notaris dapat meminta 
untuk dibebaskan dari kewajibannya 
untuk memberikan kesaksian, karena 
jabatannya menurut undang-undang 
diwajibkan untuk merahasiakannya 
(R.Soegondo Notodisoerjo,1982:97- 
98). 
Larangan notaris merupakan 
suatu tindakan yang dilarang untuk 
dilakukan oleh notaris. Jika larangan 
ini dilanggar oleh notaris, maka 
kepada notaris yang melanggar akan 
dikenakan sanksi sebagaimana yang 
tersebut dalam Pasal 85 UUJN. 
Kewajiban bagi notaris untuk 
mengucapkan sumpah sebelum men-
jalankan jabatannya sebagai notaris 
telah ada sejak dari dahulu. Dalam 
sumpah jabatan notaris ditetapkan 
bahwa notaris berjanji di bawah 
sumpah untuk merahasiakan sera-
pat-rapatnya isi akta-akta sesuai 
dengan ketentuan-ketentuan peratu- 
ran-peraturan itu. Peraturan-peratu- 
ran yang  dimaksudkan itu adalah 
peraturan-peraturan dalam Undang- 
Undang Jabatan Notaris khususnya 
Pasal 16, yang berisikan larangan 
bagi notaris untuk memberikan 
grosse akta, salinan/kutipan atau 
memperlihatkan atau memberitahu-
kan isi akta-aktanya selain kepada 
orang-orang yang langsung berke- 
pentingan pada akta itu, para ahli 
warisnya dan para penerima hak 
mereka, kecuali yang dalam hal-hal 
yang diatur dalam peraturan-peratu- 
ran umum. 
Pasal 4 Undang-Undang Jabatan 
Notaris menyatakan lebih luas, 
bahwa kewajiban merahasiakan ini 
juga meliputi keterangan yang diper-
oleh notaris dalam pelaksanaan 
jabatannya. Hal ini lebih karena 
jabatan yang dipangku oleh notaris 
adalah jabatan kepercayaan dan 
justru oleh karena itu seseorang 
bersedia mempercayakan sesuatu 
kepercayaan kepadanya. 
Wajib menyimpan atau meme-
gang rahasia ini dapat diketahui dari 
kode etik profesi. Point ke-5 Sumpah 
Jabatan Notaris menyatakan : 
“Bahwa saya akan merahasiakan 
serapat-rapatnya isi akta-akta selaras 
dengan ketentuan-ketentuan peratu- 
ran ini.” Etika memberikan kewa-
jiban bagi kaum profesional hukum 
sebagai aparat atau pejabat untuk 
menyimpan rahasia, sehingga secara 
etis pula tidak dibenarkan kaum 
profesional hukum membuka rahasia 
yang diberitahukan, dipercayakan 
dan diperolehnya, dari klien (Liliana 
Tedjosaputro,2003:80). 
Notaris masih dapat meraha-
siakan semua apa yang diberitahukan 
kepadanya dalam jabatannya terse-
but termasuk isi-isi akta dengan 
mempergunakan hak yang diberikan 
kepadanya dalam Pasal 1946 ayat (3) 
(Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdata 
(Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata)) dan Pasal 148 KUHP 
(Pasal 146 ayat (3) HIR) untuk me- 
ngundurkan diri sebagai saksi apabi-
la ia dipanggil sebagai saksi untuk 
didengar keterangannya di muka 
pengadilan. 
Apabila notaris dipanggil menjadi 
saksi di muka persidangan penga-
dilan, ia berdasarkan Pasal 1909 ayat 
(2) KUHPerdata dan Pasal-pasal 146 
HIR dan 227 RIB, dapat mempergu-
nakan haknya untuk mengundurkan 
diri sebagai saksi, dengan jalan 
menuntut penggunaan Verschonings-
recht (dahulu “hak ingkar”). 
Verschoningsrecht (hak mengundur-
kan diri) merupakan pengecualian 
terhadap ketentuan umum yang dise-
but tadi, yaitu bahwa setiap orang 
yang dipanggil sebagai saksi, wajib 
memberikan kesaksian (ibid:20).  
Verschoningsrecht berbeda de- 
ngan wraken, dalam kamus hukum 
Yan Pramadya Puspa Verschonings-
recht diartikan sebagai permohonan 
agar dibebaskan dari, hak mengun-
durkan diri (Yan Pramadya Puspa, 
1977:253).
 Sedangkan wraken dalam kamus 
Belanda – Indonesia Datje Rahajoe-
koe diartikan sebagai menolak, 
menolak sebagai saksi Datje Rahajoe 
Koesoemah,1991:302).  Wraken (hak 
ingkar) ada pada pihaknya, penggu-
gat maupun tergugat; mengingkari 
kewenangan hakim yang memeriksa 
perkara karena mempunyai kepenti- 
ngan atau hubungan dengan perkara 
yang diperiksanya. Hak ingkar inilah 
yang dimaksud sebagaimana diatur 
dalam Pasal 28 Undang-undang 
Pokok Kekuasaan Kehakiman 
Nomor 14 Tahun 1970.  
Kewenangan Majelis Pengawas 
Notaris Memberikan Izin Keha- 
diran Notaris Dalam Sidang Pen-
gadilan
Pertanyaan yang sering muncul 
adalah dapatkah notaris dipaksa 
untuk hadir sebagai saksi dalam 
perkara perdata dan apakah untuk 
bertindak sebagai saksi, diperlukan 
persetujuan majelis pengawas notaris 
sebagaimana yang dimaksud dalam 
pasal 66 Undang-Undang Jabatan 
Notaris. Pertanyaan-pertanyaan di- 
atas merupakan pertanyaan yang 
sering muncul yang memerlukan 
jawaban.
Majelis Pengawas adalah suatu 
badan yang mempunyai kewenangan 
dan kewajiban untuk melaksanakan 
pembinaan dan pengawasan terhadap 
Notaris. Menurut Pasal 1 ayat (6) 
Undang-Undang Nomor 2 tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN), Majelis Pengawas 
Notaris merupakan suatu badan yang 
memiliki wewenang dan untuk 
melakukan pembinaan dan penga-
wasan terhadap Notaris. Menurut 
Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Nomor M.02. 
PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata 
Cara Pengangkatan Anggota, Pem-
berhentian Anggota, Susunan Orga- 
nisasi, Tata Kerja dan Tata Cara 
Pemeriksaan Majelis Pengawas 
Notaris, Majelis Pengawas Notaris 
adalah suatu badan yang mempunyai 
kewenangan dan kewajiban untuk 
melaksanakan pengawasan dan pem-
binaan terhadap Notaris.  
Menurut Peraturan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Nomor M.02. 
PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata 
Cara Pengangkatan Anggota, Pem-
berhentian Anggota, Susunan Orga- 
nisasi, Tata Kerja dan Tata Cara 
Pemeriksaan Majelis Pengawas 
Notaris, Majelis Pengawas Notaris 
yaitu Majelis Pengawas yang tugas- 
nya memberi pembinaan dan penga-
wasan kepada notaris dalam men-
jalankan jabatan profesinya sebagai 
pejabat umum yang senantiasa 
meningkatkan profesionalisme dan 
kualitas kerjanya sehingga dapat 
memberikan jaminan kepastian dan 
perlindungan hukum bagi penerima 
jasa Notaris dan masyarakat luas
Menurut Pasal 1 ayat (6) Peratu- 
ran Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Nomor: 
M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang 
Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, 
Pemindahan dan Pemberhentian 
Notaris, Majelis Pengawas Notaris 
adalah suatu badan yang mempunyai 
kewenangan dan kewajiban untuk 
melaksanakan pembinaan dan 
pengawasan terhadap Notaris.
Menurut Pasal 1 ayat (7) Peratur-
an Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Nomor: 
M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang 
Pengambilan  Minuta Akta dan 
Pemanggilan Notaris, yang dimak-
sud dengan Majelis Pengawas 
Daerah adalah suatu badan yang 
mempunyai kewenangan dan kewa-
jiban untuk melaksanakan penga-
wasan dan pembinaan terhadap 
Notaris yang berkedudukan di Kabu-
paten atau kota. Selanjutnya dalam  
Peraturan Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia 
tersebut juga dijelaskan tingka-
tan-tingkatan Majelis Pengawas 
Notaris.
Dalam Pasal 68, Pasal 69 ayat (1), 
Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 76 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN), disebutkan bahwa 
tingkatan-tingkatan Majelis Penga-
was Notaris tersebut meliputi :  
1   Majelis Pengawas Daerah Notaris 
berkedudukan di kota atau kabu-
paten;  
2   Majelis Pengawas Wilayah Nota- 
ris dibentuk dan berkedudukan di 
Ibukota Propinsi; 
3  Majelis Pengawas Pusat Notaris 
dibentuk dan berkedudukan di 
Ibukota Negara Kesatuan Repu- 
blik Indonesia
Wewenang Majelis Pengawas 
Daerah Notaris berkaitan dengan 
pengambilan Minuta Akta dan/ atau 
pemanggilan Notaris baik sebagai 
saksi maupun sebagai tersangka  
oleh Penyidik, Penuntut Umum atau 
Hakim, yaitu:  
1. Prosedur Pengambilan Minuta 
Akta oleh Penyidik, Penuntut 
Umum atau Hakim, dalam Pasal 8 
ayat 1, Pasal 9 sampai dengan 11, 
yaitu: 
a.  Penyidik, Penuntut Umum atau 
Hakim untuk kepentingan 
proses peradilan dapat me- 
ngambil Minuta Akta dan/ atau 
surat-surat yang dilekatkan 
pada Minuta Akta atau 
Protokol Notaris yang terdapat 
dalam Penyimpanan Notaris, 
dengan meminta kepada 
Notaris yang bersangkutan 
untuk membawa Minuta Akta 
dan/ atau sutat-surat yang 
dilekatkan pada Minuta Akta 
atau Protokol Notaris yang 
terdapat dalam Penyimpanan 
Notaris, dengan syarat harus 
megajukan permohonan tertu-
lis pada Majelis Pengawas 
Daerah Notaris setempat.
b. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris memberikan persetu-
juan untuk pengambilan 
Minuta Akta dan atau surat-su-
rat yang dilekatkan pada 
Minuta Akta atau Protokol 
Notaris dalam Penyimpanan 
Notaris oleh Penyidik, Penun-
tut Umum atau Hakim untuk 
kepentingan proses peradilan, 
apabila: 
1   Ada dugaan tindak pidana 
yang terkait dengan 
Minuta Akta dan/ atau 
surat-surat yang dilekat-
kan pada Minuta Akta atau 
Protokol Notaris dalam 
penyimpanan Notaris;  
2    Belum gugur hak menuntut 
berdasarkan ketentuan 
tentang daluarsa peraturan 
perundang-undangan di 
bidang pidana;  
3    Ada penyangkalan keabsa-
han tanda tangan dari para 
pihak;  
4   Ada dugaan pengurangan 
atau penambahan dari 
Minuta Akta; 
5   Ada dugaan Notaris me- 
lakukan pemunduran 
tanggal akta. 
c. Persetujuan Majelis Penga-
was Daerah Notaris diberikan 
setelah mendengar keterangan 
dari Notaris yang bersangku-
tan;
d. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris tidak memberikan 
persetujuan untuk pengambi-
lan Minuta Akta dan/ atau 
surat-surat yang dilekatkan 
pada Minuta Akta atau Pro- 
tokol Notaris dalam penyim-
panan Notaris, apabila tidak 
memenuhi ketentuan pada 
Pasal  9;
e. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dalam waktu paling 
lambat 14 (empat belas) hari 
sejak permohonan pengambi-
lan Minuta Akta dan/atau 
surat-surat yang dilekatkan 
Pada Minuta Akta atau 
Protokol Notaris oleh Penyi- 
dik, Penuntut Umum atau 
Hakim harus memberikan 
persetujuan atau tidak mem-
berikan persetujuan terhadap 
pengambilan tersebut; 
f. Jika jangka waktu 14 (empat 
belas) hari itu terlampaui maka 
Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dianggap menyetujui 
pengambilan Minuta Akta 
dan/ atau surat-surat yang 
dilekatkan pada Minuta Akta 
atau Protokol Notaris.
2. Prosedur Pemanggilan Notaris 
oleh Penyidik, Penuntut Umum 
atau Hakim dalam Pasal 14 
sampai dengan Pasal 18:  
a. Penyidik, Penuntut Umum 
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atau Hakim, untuk kepenti- 
ngan proses peradilan dapat 
memanggil Notaris sebagai 
saksi, tersangka atau terdakwa 
dengan mengajukan permo-
honan tertulis kepada Majelis 
Pengawas Daerah Notaris 
setempat; 
b. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dapat memberikan 
persetujuan pemanggilan No- 
taris sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 ayat (1) apabi-
la: 
Ada dugaan tindak pidana yang 
berkaitan dengan Minuta Akta dan 
atau surat-surat yang dilekatkan pada 
Minuta Akta atau Protokol Notaris 
yang terdapat dalam penyimpanan 
Notaris;  
1. Belum gugurnya hak menun-
tut berdasarkan ketentuan 
tentang daluarsa dalam pera-
turan perundang-undangan 
dibidang pidana; 
c. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris  dapat memberi per- 
setujuan kepada Penyidik, 
Penuntut Umum atau Hakim 
setelah mendengar keterangan 
dari Notaris yang bersangku-
tan;
d. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris tidak memberikan per- 
setujuan pemanggilan Notaris 
sebagai saksi, tersangka atau 
terdakwa kepada Penyidik, 
Penuntut Umum atau Hakim, 
apabila tidak memenuhi per- 
syaratan dalam Pasal 15;
e. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris wajib memberikan 
persetujuan atau tidak mem-
berikan persetujuan secara 
tertulis dalam jangka waktu 
paling lambat 14 (empat belas) 
hari sejak permohonan secara 
tertulis untuk pemanggilan 
Notaris sebagai saksi, tersang-
ka atau terdakwa yang diaju-
kan oleh Penyidik, Penuntut 
Umum atau Hakim kepada 
Majelis Pengawas Notaris;
f. Jika jangka waktu 14 (empat 
belas) hari terlampaui dan 
Majelis Pengawas Daerah 
Notaris tidak memberikan 
persetujuan atau penolakan 
persetujuan pemanggilan 
Notaris sebagai saksi, tersang-
ka atau terdakwa secara tertu-
lis kepada Penyidik, Penuntut 
Umum atau Hakim, maka 
Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dianggap menyetujui 
pemanggilan Notaris.
Simpulan
Pada dasarnya hak ingkar adalah 
hak untuk mengundurkan diri dari 
memberikan kesaksian dimuka 
Pengadilan dalam masalah Perdata 
maupun Pidana. Dalam perkara 
perdata, notaris lebih leluasa untuk 
menggunakan hak ingkar yang dibe- 
rikan undang-undang kepadanya. 
Istilah hak ingkar ini merupakan 
terjemahan dari bahasa Belanda 
verschoningsrecht yang artinya 
adalah hak untuk dibebaskan dari 
memberikan keterangan sebagai 
saksi dalam suatu perkara perdata 
maupun pidana. Hak ini merupakan 
pengecualian dari prinsip umum 
bahwa setiap orang yang dipanggil 
sebagai saksi wajib memberikan 
kesaksian itu. Hak Ingkar dapat 
dilihat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 
e UU No 30 Tahun 2004 jo UU No 
No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan 
Notaris.
Hak ingkar ini dalam praktek 
masih membingungkan para notaris 
untuk menggunakannya. Hal ini 
disebabkan karena hak ingkar masih 
berimplikasi dalam pelaksanaannya 
khususnya dalam perkara pidana. 
Dalam perkara pidana yang dicari 
adalah kebenaran materil sehingga 
kehadiran Notaris sebagai saksi 
sangat diperlukan, berlainan dengan 
perkara perdata yang mencari kebe-
naran formil. Kehadiran notaris 
sudah dapat dianggap ada dengan 
dihadirkan akta notaris yang dibuat 
oleh notaris yang bersangkutan. 
Menurut Peraturan Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia, pada dasarnya Majelis 
Pengawas Daerah Notaris mempu-
nyai kewenangan untuk Memberikan 
Izin Kehadiran Notaris Dalam 
Sidang Pengadilan sepanjang tidak 
bertentangan dengan peraturan dan 
undang-undang.
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Pendahuluan 
Pasca disahkannya Undang-Un-
dang Jabatan Notaris yakni Undang- 
Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang 
perubahan Undang-Undang 30 
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 
(UUJN), peranan notaris memasuki 
era baru. Lahirnya Undang-Undang 
Jabatan Notaris mengakhiri hampir 2 
abad berlakunya Peraturan Jabatan 
Notaris yaitu Reglement op Het 
Notaris Ambt in Indonesie (Stb. 
1860:3) yang mengatur mengenai 
jabatan notaris. Peraturan Jabatan 
Notaris Staatblad 1860 Nomor 3 ini 
dianggap tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan hukum dan kebutu-
han masyarakat Indonesia. Oleh 
karena itu, Peraturan Jabatan Notaris 
ini harus diganti untuk disesuaikan 
dengan kondisi dan perkembangan 
masyarakat Indonesia. Lahirnya 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN) merupakan tero-
bosan baru untuk memastikan bahwa 
fungsi notaris sebagai pejabat umum 
dapat terlaksana dengan baik.
Notaris merupakan salah satu 
pejabat negara yang kedudukannya 
sangat dibutuhkan di masa sekarang 
ini. Di masa modern ini, masyarakat 
sudah banyak tidak lagi mengenal 
perjanjian yang berdasarkan atas 
kepercayaan satu sama lain seperti 
yang mereka kenal dulu. Dahulu 
perjanjian-perjanjian menurut hu- 
kum adat tidak dibuat dalam bentuk 
tertulis, dilakukan secara lisan saja, 
oleh karena adanya saling percaya 
mempercayai. Tuntut menuntut 
boleh dikatakan sangat jarang sekali 
terjadi akibat tidak dipenuhinya 
perjanjian yang dilakukan. Oleh 
karenanya jika timbul perselisihan 
diantara mereka maka para pihak 
hanya mengajukan saksi-saksi yang 
dapat membenarkan atau menguat-
kan dalil-dalil yang dimajukan di 
muka persidangan. Oleh karena itu 
pembuktian dengan saksi dalam 
hukum adat sangatlah penting. 
Berlainan dengan sekarang 
dimana para pihak dalam membuat 
perjanjian memerlukan bentuk tertu-
lis. Bukti fisik dari perjanjian itu 
yang diperlukan. Oleh karena itu,  
setiap perjanjian yang dilakukan oleh 
masyarakat pasti akan mengarah 
kepada notaris sebagai sarana keab-
sahan perjanjian yang mereka laku-
kan. Notaris dianggap yang melahir-
kan bukti fisik dari perjanjian yang 
disepakati oleh para pihak. Oleh 
karena itulah, kedudukan notaris 
menjadi semakin penting di masa 
sekarang ini.
Sebagaimana pejabat negara lain 
yang mempunyai wewenang 
tersendiri khusus untuk pejabat 
negara bidang yang dimaksud, maka 
notaris juga memiliki kewenangan 
tersendiri yang tidak dimiliki oleh 
pejabat negara yang lainnya karena 
masing-masing pejabat Negara ini 
mempunyai kewenangan yang 
berbeda satu sama lain. 
Selain kewenangannya, para 
notaris juga memiliki kewajiban dan 
larangan yang wajib mereka patuhi 
dalam pelaksanaan tugas jabatannya. 
Kewenangan, kewajiban dan lara- 
ngan adalah konsekuensi logis dari 
adanya suatu jabatan. Dengan 
berdasar pada Undang-Undang 
Nomor 2 tahun 2014 tentang peruba-
han Undang-Undang 30 Tahun 2004 
tentang Jabatan Notaris (UUJN), 
para notaris di Indonesia wajib untuk 
memahami apa yang menjadi 
wewenang dan kewajiban mereka 
serta larangan yang tidak boleh 
dilakukan dalam pelaksanaan tugas 
jabatannya.
Sebagaimana diketahui bahwa 
Akta Notaris yang merupakan suatu 
akta otentik yang memiliki kekuatan 
pembuktian lengkap atau sempurna 
dalam sengketa hukum perdata, 
ternyata dapat mengalami penurunan 
status (degradasi) dari kekuatan bukti 
lengkap dan sempurna menjadi 
permulaan bukti seperti akta dibawah 
tangan, dan dapat cacat hukum yang 
menyebabkan kebatalan atau ketidak 
absahan akta tersebut. Apabila terjadi 
degradasi dari akta otentik menjadi 
akta dibawah tangan atau bahkan 
batal demi hukum maka hal itu akan 
menimbulkan kerugian bagi para 
pihak. Oleh karenanya Notaris terse-
but dapat digugat oleh pihak. Pihak 
yang menderita kerugian dapat 
menuntut dengan tuntutan melaku-
kan perbuatan melanggar hukum 
(onrechtmatige daad ) yang disyarat-
kan dalam pasal 1365 maupun dalam 
pasal 1367 KUH Perdata atau ingkar 
janji atau wanprestasi menurut pasal 
1234 KUH Perdata.
Sanksi administrasi terhadap 
Notaris yang melanggar ketentuan 
peraturan perundang-undangan ada 5 
jenis sanksi administrasi yang 
berlakunya secara berjenjang yaitu 
berupa : 1. Teguran lisan, 2. Teguran 
tertulis, 3. Pemberhentian sementara, 
4. Pemberhentian dengan hormat, 
dan 5. Pemberhentian tidak hormat. 
Sedangkan penjatuhan sanksi pidana 
terhadap Notaris dapat dilakukan 
sepanjang memenuhi rumusan 
pelanggaran yang tersebut dalam 
Undang-Undang Jabatan Notaris, 
kode etik jabatan notaris, juga harus 
memenuhi unsur-unsur dalam KUH-
Pidana.
Pada dasarnya hak ingkar adalah 
hak untuk mengundurkan diri dari 
memberikan kesaksian dimuka 
Pengadilan dalam masalah Perdata 
maupun Pidana. Dalam perkara 
perdata, notaris lebih leluasa untuk 
menggunakan hak ingkar yang dibe- 
rikan undang-undang kepadanya. 
Istilah hak ingkar ini merupakan 
terjemahan dari bahasa Belanda 
verschoningsrecht yang artinya 
adalah hak untuk dibebaskan dari 
memberikan keterangan sebagai 
saksi dalam suatu perkara perdata 
maupun pidana. Hak ini merupakan 
pengecualian dari prinsip umum 
bahwa setiap orang yang dipanggil 
sebagai saksi wajib memberikan 
kesaksian itu.
Akan tetapi, terlepas dari itu 
semua haruslah digarisbawahi bahwa 
hak ingkar adalah “hak” bukan 
kewajiban. Dengan pengertian 
bahwa Notaris tetaplah dihadapkan 
pada akibat hukum tertentu apabila 
menggunakan atau tidak menggu-
nakan hak yang telah diberikan oleh 
undang-undang tersebut. Untuk 
itulah notaris diberikan kesempatan 
terlebih dahulu untuk memutuskan 
apakah akan menggunakan hak 
ingkar dalam pemberian suatu kesak-
sian atau tidak. Jadi jelas bahwa 
Undang-undang meletakkan kewa-
jiban secara umum kepada setiap 
orang yang cakap menjadi saksi 
untuk memberikan kesaksian di 
muka pengadilan, baik dalam proses 
perdata maupun pidana. 
Tulisan singkat ini akan mencoba 
memahami ruang lingkup hak ingkar. 
Hak ingkar ini merupakan bagian 
yang tak terpisahkan dari bagian 
kode etik Notaris. Undang-Undang 
Jabatan Notaris dalam penerapannya 
pada perkara perdata maupun perka-
ra pidana akan melibatkan notaris 
sebagai pihak atau sebagai saksi. 
Disamping itu juga sekaligus untuk 
menjawab apakah majelis pengawas 
notaris memiliki kewenangan untuk 
memberikan persetujuan kepada 
hakim dalam pemanggilan notaris 
sebagai saksi dan atau pengambilan 
foto copy minuta, surat-surat lainnya 
yang dilekatkan pada minuta akta 
dan protokol notaris  yang berada 
dalam penyimpanan atau pengambi-
lan minuta akta, surat surat yang 
dilekatkan pada minuta akta dan 
protokol notaris dalam penyim-
panan, sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2014 tentang perubahan 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2004 tentang Jabatan Notaris.
Permasalahan
Berdasarkan latar belakang terse-
but, maka permasalahan yang akan 
dikaji dalam tulisan ini adalah
1. Apakah yang dimaksud dengan 
hak ingkar Notaris dan dasar 
hukum pengaturannya? 
2. Bagaimana hak ingkar notaris 
sebagai saksi dapat diterapkan 
dalam perkara perdata dan pidana 
dalam sidang pengadilan? 
3. Apakah majelis pengawas notaris 
mempunyai kewenangan untuk 
memberikan izin kehadiran 
Notaris dalam sidang pengadilan?
Pembahasan
Hak Ingkar Notaris dan Dasar 
Hukum Pengaturannya
 Sebelum membahas lebih 
lanjut mengenai hak ingkar dan dasar 
hukum serta kewenangan majelis 
pengawas notaris untuk merekomen-
dasikan dapat dipanggilnya notaris 
sebagai saksi dalam perkara perdata 
dan pidana maka terlebih dahulu 
akan diuraikan mengenai sejarah 
mulai berkembangnya notaris ini. 
Sejarah perkembangan Notaris ini 
penting diketahui agar dapat dipaha-
mi bagaimana sebetulnya pengaruh 
hak ingkar notaris tersebut perlu 
dipahami oleh semua pihak, terutama 
hakim dan penyidik polisi. 
Notaris adalah sebuah profesi 
yang dapat dilacak balik ke abad ke 
2-3 pada masa Roma Kuno, dimana 
mereka dikenal sebagai scribae, 
tabellius atau notarius. Pada masa 
itu, mereka adalah golongan orang 
yang mencatat pidato. Istilah notaris 
diambil dari nama pengabdinya, 
Notarius, yang kemudian menjadi 
istilah/titel bagi golongan orang 
penulis cepat atau stenografer. Nota- 
ris adalah salah satu cabang dari 
profesi hukum yang tertua di dunia.
Sekitar abad ke 5, notaris diang-
gap sebagai pejabat istana. Di Italia 
utara sebagai daerah perdagangan 
utama pada abad ke 11 - 12, dikenal 
Latijnse Notariat, yaitu orang yang 
diangkat oleh penguasa umum, 
dengan tujuan melayani kepentingan 
masyarakat umum, dan boleh 
mendapatkan honorarium atas 
jasanya oleh masyarakat umum.
Latijnse notariat ini murni berasal 
dari Italia Utara, bukan sebagai 
pengaruh hukum Romawi Kuno. 
Pada tahun 1888, terbitlah buku 
Formularium Tabellionum oleh Ime-
rius, pendiri sekolah Bologna, dalam 
rangka peringatan 8 abad sekolah 
hukum Bologna. Berturut-turut sera-
tus tahun kemudian ditebitkan 
Summa Artis Notariae oleh Rantero 
dari Perugia, kemudian pada abad ke 
13 buku dengan judul yang sama 
diterbitkan oleh Rolandinus 
Passegeri. Ronaldinus Passegeri 
kemudian juga menerbitkan Flos 
Tamentorum. Buku-buku tersebut 
menjelaskan definisi notaris, fungsi, 
kewenangan dan kewajiban-kewa-
jibannya.
Sebelum diperlakukan 
Undang-Undang Nomor 2 tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN), Negara Indonesia 
masih mempergunakan dan memakai 
peraturan Jabatan Notaris yang 
berasal dari produk bangsa Belanda 
sebagai bangsa penjajah. Pember-
lakuan Peraturan Jabatan Notaris 
bangsa penjajah ini diperkenankan 
oleh Pasal 2 Aturan Peralihan 
Undang-Undang Dasar 1945, yang 
mengatakan bahwa segala badan 
negara dan peraturan yang ada masih 
langsung berlaku, selama belum 
diadakan yang baru menurut 
Undang-Undang Dasar 1945 ini.
Perkembangan lembaga notaris di 
Indonesia, mulai masuk pada permu-
laan abad ke 17. Menurut Jan Pie- 
terszoon Coen di Jacatra  (sekarang 
Jakarta) antara tahun 1617 sampai 
1629, untuk keperluan para 
penduduk dan para pedagang perlu 
mengangkat seorang notaris, yang 
disebut Notarium Publicum (Lum-
ban Tobing1,1983:15).   Sejak tang-
gal 27 Agustus 1620 diangkat notaris 
pertama di Indonesia yaitu Melchior 
Kerchem, sebagai sekretaris College 
Van Schepenen (urusan perkapalan 
kota) di Jakarta untuk merangkap 
sebagai notaris yang berkedudukan 
di Jakarta. Tugas dari Melchior 
Kerchem sebagai notaris dalam surat 
pengangkatannya, yaitu melayani 
dan melakukan semua surat libel 
(Smaadschrift) yang bahasa Indone-
sianya yaitu tulisan menghina/menis-
ta, surat wasiat di bawah tangan, 
persiapan penerangan, akta perjanji-
an perdagangan, perjanjian kawin, 
surat wasiat, dan akta-akta lainnya 
dan ketentuan-ketentuan yang perlu 
Daerah Tingkat kotapraja (Komar 
Andasasmita,1981:37). Setelah pe- 
ngangkatan notaris pertama jumlah 
notaris di Indonesia kian berkem-
bang dan pada tahun 1650 di Batavia 
hanya ada dua orang notaris yang 
diangkat. 
Menurut kenyataannya para 
notaris pada waktu itu tidak mempu-
nyai kebebasan didalam menjalan- 
kan jabatannya, karena notaris pada 
masa itu adalah pegawai dari Vereni-
gde Oost Indie Compagnie (VOC). 
Bahkan tahun 1632 dikeluarkan 
plakat yang berisi ketentuan bahwa 
notaris, sekretaris dan pejabat lain- 
nya dilarang untuk membuat 
akta-akta transport, jual beli, surat 
wasiat dan lain-lain akta, jika tidak 
mendapat persetujuan terlebih 
dahulu dari Gubernur Jenderal dan 
daden van indie dengan ancaman 
akan kehilangan jabatannya. Namun 
dalam prakteknya ketentuan tersebut 
tidak dipatuhi oleh pejabat-pejabat 
atau notaris yang bersangkutan. 
Maksud dan tujuan membawa 
lembaga kenotariatan ke Indonesia 
adalah untuk memenuhi kebutuhan 
akan alat bukti autentik  yang sangat 
dibutuhkan untuk menggunakan hal 
dan kepentingan yang timbul karena 
adanya transaksi dagang yang 
mereka lakukan. Lembaga kenotaria-
tan di Indonesia pada waktu itu 
belum dikenal dan meluas ke 
kota-kota kecil bahkan desa-desa hal 
ini dikarenakan sebelum perang 
dunia ke 2 (dua) hampir seluruh 
notaris yang ada di Indonesia pada 
waktu itu adalah berkebangsaan 
Belanda. Sedangkan yang berke-
bangsaan Indonesia sangat sedikit 
jumlahnya, lagi pula mereka mempu-
nyai kedudukan di kota-kota besar 
sedangkan orang-orang Indonesia 
berada di daerah-daerah. Di samping 
itu tingkat kesadaran dan budaya 
hukum masyarakat Indonesia pada 
waktu itu suatu masyarakat yang 
masih bersifat primordial yang masih 
berpegang teguh pada hukum adat 
serta kaidah-kaidah religius, lebih- 
lebih lagi para pengasuh dari lemba-
ga notiariat itu lebih menitikberatkan 
orientasinya pada hukum barat. 
Semua itu merupakan faktor-faktor 
penghambat yang tidak menguntung-
kan bagi perkembangan dan untuk 
dikenalnya lembaga notariat ini 
dengan cepat dan secara luas dika-
langan masyarakat yang justru harus 
dilayaninya. 
Lembaga kemasyarakatan yang 
dikenal sebagai notariat ini  timbul 
dari kebutuhan dalam pergaulan 
sesama manusia yang menghendai 
adanya alat bukti baginya mengenai 
hubungan hukum keperdataan yang 
ada dan/atau terjadi diantara mereka 
suatu lembaga dengan para pengab-
dinya yang ditugaskan oleh kekua-
saan umum (openbaar gezag) untuk 
dimana dan apabila undang-undang 
mengharuskan sedemikian atau dike-
hendaki oleh masyarakat membuat 
alat bukti tertulis yang mempunyai 
kekuatan autentik. 
Saat ini notaris dikenal sebagai 
orang yang melayani masyarakat 
untuk membuat akta atau doku-
men-dokumen yang autentik. Akan 
tetapi, tugas ini sedikit berbeda 
dengan yang dilakoni para notaris 
pada awal kemunculannya. Saat 
kejayaan bangsa Romawi, tidak 
hanya ada kelompok gladiator di 
sana, tetapi juga hidup sekelompok 
orang yang disebut notarius. 
Berbicara mengenai notaris, 
berarti kita bicara mengenai autenti- 
sitas dokumen. Hal itulah yang men-
jadi salah satu alasan orang berkun-
jung ke notaris. Pengakuan akan sifat 
autentisitas dokumen tersebut tidak 
datang secara serta merta, tetapi 
pengakuan baru muncul pada abad 
ke-13 (tiga belas), sekian ratus tahun 
setelah kemunculan jabatan notaris. 
Beberapa ratus tahun kemudian 
barulah muncul peraturan yang dise-
but ventosewet (Ira Koesoemawati 
dan Yunirman Rijan,2009). 
Di Indonesia, notaris bertindak 
sebagai pelayan masyarakat. Hal ini 
karena notaris adalah pejabat yang 
diangkat oleh pemerintah untuk 
melayani kebutuhan masyarakat 
akan dokumen-dokumen legal yang 
sah. Meskipun status notaris sebagai 
pelayan masyarakat, jangan 
berpikiran bahwa notaris menggu-
nakan pakaian yang sederhana. 
Justru sebaliknya, notaris me- 
ngenakan pakaian yang resmi dan 
eksklusif guna menunjukkan profe-
sionalisme dan keseriusan mereka. 
Sebagai seorang dengan jabatan 
notaris sudah seharusnya orang 
tersebut dalam menjalankan jabatan-
nya lebih “diistimewakan” kedudu-
kannya dalam hukum dibandingkan 
dengan orang lain. Namun seorang 
notaris di luar jabatannya adalah 
orang yang memiliki kedudukan 
yang sama dengan orang yang lain 
(equality before the law). 
Tentu saja ada beberapa hal yang 
harus dipenuhi untuk menjadi 
seorang notaris. Tidak mungkin 
seorang notaris dapat berpraktek 
tanpa memiliki kemampuan mema-
dai. Latar belakang pendidikan 
hukum merupakan sebuah kenis-
cayaan. Setelah lulus dari fakultas 
hukum, seorang calon notaris wajib 
mengikuti kuliah bidang kenotaria-
tan atau menempuh pendidikan 
Strata 2 (dua)  hukum bidang keno-
tariatan. Tidak cukup berbekal 
pendidikan formil saja untuk menja-
di profesi notaris di Indonesia. Syarat 
lain menjadi calon notaris di Indone-
sia secara umum adalah orang yang 
berkewarganegaraan Indonesia. Oleh 
karena seorang notaris adalah peja-
bat umum yang diangkat oleh negara 
untuk mewakili negara dalam pem-
buatan akta-akta autentik yang 
dibuat berisi hal-hal yang sifatnya 
rahasia. Tentu akan berbahaya, jika 
jabatan ini dipegang oleh seorang 
warga negara asing. Bisa–bisa raha-
sia negeri ini jatuh ke tangan negara 
lain. 
Menjadi notaris yang baik ditun-
tut untuk memiliki kedewasaan yang 
matang. Menurut Kitab Undang-Un-
dang Hukum Perdata (selanjutnya 
disingkat KUHPerdata) bahwa usia 
dewasa seseorang adalah 21 (duapu-
luh satu) tahun, tetapi seseorang 
untuk dapat menjadi notaris 
berdasarkan berdasarkan Undang- 
Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang 
perubahan Undang-Undang 30 
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 
(UUJN) haruslah berusia 27 (dua 
puluh tujuh) tahun. 
Di Indonesia para notaris berhim-
pun dalam sebuah wadah perkumpu-
lan yang bernama Ikatan Notaris 
Indonesia (yang selanjutnya dising-
kat INI). INI merupakan perkumpu-
lan notaris yang legal dan sudah 
berbadan hukum sesuai SK Menteri 
Kehakiman Replubik Indonesia 
tanggal 23 Januari 1995 Nomor 
C210221.HT.01.06. 
Hak ingkar ini mulai diperbin-
cangkan berawal dengan ditariknya 
seorang notaris sebagai salah satu 
tergugat dalam suatu perkara perdata 
antara Badan Penyehatan Perbankan 
Nasional (Kreditur) selaku penggu-
gat dan nasabah debitur selaku 
tergugat, dengan obyek sengketa 
adanya 2 (dua) salinan akta penga-
kuan hutang yang dibuat dihadapan 
notaris yang sama dengan nomor dan 
tanggal yang sama, namun substansi 
jumlah hutangnya berbeda dalam 2 
(dua) salinan akta tersebut. Ma- 
sing-masing pihak berpegang kepada 
salinan akta pengakuan hutangnya. 
Dalam kasus ini majelis hakim 
melalui suratnya kepada majelis 
pengawas notaris telah meminta 
persetujuan agar foto copy minuta 
aktanya dapat dibawa oleh notaris 
yang bersangkutan dalam sidang 
pengadilan (Pieter Latumeten,2012).
Selain kewajiban untuk melaku-
kan hal-hal yang telah diatur dalam 
UU, notaris masih memiliki suatu 
kewajiban lain. Hal ini berhubungan 
dengan sumpah/janji notaris yang 
berisi bahwa notaris akan meraha-
siakan isi akta dan keterangan yang 
diperoleh dalam pelaksanaan jabatan 
notaris. Secara umum, notaris wajib 
merahasiakan isi akta dan keterangan 
yang diperoleh dalam pembuatan 
akta notaris, kecuali diperintahkan 
oleh undang-undang bahwa notaris 
tidak wajib merahasiakan dan mem-
berikan keterangan yang diperlukan 
yang berkaitan dengan akta tersebut. 
Dengan demikian, hanya undang-un-
dang saja yang dapat memerintahkan 
notaris untuk membuka rahasia isi 
akta dan keterangan/pernyataan yang 
diketahui oleh notaris yang berkaitan 
dengan pembuatan akta yang dimak-
sud.
Hal ini dikenal dengan “kewa-
jiban ingkar” notaris (Tan Thong 
Kie,2000:67) Instrumen untuk 
ingkar bagi notaris ditegaskan 
sebagai salah satu kewajiban notaris 
yang disebut dalam Pasal 16 ayat (1) 
huruf e UUJN, sehingga kewajiban 
ingkar untuk notaris melekat pada 
tugas jabatan notaris. Kewajiban 
ingkar ini mutlak harus dilakukan 
dan dijalankan oleh notaris, kecuali 
ada undang-undang yang memerin-
tahkan untuk menggugurkan kewa-
jiban ingkar tersebut. Kewajiban 
untuk ingkar ini dapat dilakukan 
dengan batasan sepanjang notaris 
diperiksa oleh instansi mana saja 
yang berupaya untuk meminta 
pernyataan atau keterangan dari 
notaris yang berkaitan dengan akta 
yang telah atau pernah dibuat oleh 
atau di hadapan notaris yang  ber-
sangkutan.
Pasal 1909 Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata (KUHPerdata) 
mewajibkan setiap orang yang cakap 
untuk menjadi saksi, untuk memberi-
kan kesaksian di muka pengadilan. 
Pada umumnya semua orang dapat 
menjadi saksi, akan tetapi dalam 
KUHAP (Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana) juga mengatur 
beberapa pihak yang tidak dapat 
menjadi saksi, yaitu dalam Pasal 168 
KUHAP dan Pasal 170 KUHAP. 
Pasal 168 KUHAP memberikan 
pengecualian bagi saksi yang mem-
punyai hubungan kekeluargaan 
dengan terdakwa dan dalam Pasal 
170 ayat (1) KUHAP memberikan 
verschoningsrecht (hak mengundur-
kan diri) dari pemberian kesaksian 
bagi mereka yang karena jabatan, 
harkat martabat dan  pekerjaannya 
wajib menyimpan rahasia.  
Baik menurut Pasal 322 KUHP 
(Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana) maupun menurut Pasal 146 
HIR dan 277 RIB ada kategori-kate-
gori orang yang karena jabatan atau 
pekerjaannya dianggap sebagai 
wajib penyimpan rahasia. Dalam 
Pasal 322 KUHP diadakan sanksi 
pidana terhadap mereka dari kate-
gori-kategori tersebut yang dengan 
sengaja membuka rahasia itu, 
sedangkan menurut Pasal 146 HIR 
dan Pasal 277 RIB mereka boleh 
menolak untuk memberi kesaksian 
mengenai rahasia tersebut (S 
Lumban Tobing (1933:4). 
Penerapan Hak Ingkar Notaris 
Dalam Perkara Perdata dan 
Pidana 
Dalam praktiknya, jika ternyata 
notaris sebagai saksi atau tersangka, 
tergugat, ataupun dalam pemerik-
saan oleh Majelis Pengawas Notaris 
membuka rahasia dan memberikan 
keterangan/pernyataan yang seharus-
nya wajib dirahasiakan, sedangkan 
undang-undang tidak memerintah-
kannya, maka atas pengaduan pihak 
yang merasa dirugikan dapat menun-
tut notaris yang bersangkutan. 
Dalam hal ini, dapat dikenakan Pasal 
322 ayat (1) dan (2) KUHP, yaitu 
membongkar rahasia, yang padahal 
sebenarnya notaris wajib menyim-
pannya. Bahkan sehubungan dengan 
perkara perdata, yaitu apabila notaris 
berada dalam kedudukannya sebagai 
saksi, maka notaris dapat meminta 
untuk dibebaskan dari kewajibannya 
untuk memberikan kesaksian, karena 
jabatannya menurut undang-undang 
diwajibkan untuk merahasiakannya 
(R.Soegondo Notodisoerjo,1982:97- 
98). 
Larangan notaris merupakan 
suatu tindakan yang dilarang untuk 
dilakukan oleh notaris. Jika larangan 
ini dilanggar oleh notaris, maka 
kepada notaris yang melanggar akan 
dikenakan sanksi sebagaimana yang 
tersebut dalam Pasal 85 UUJN. 
Kewajiban bagi notaris untuk 
mengucapkan sumpah sebelum men-
jalankan jabatannya sebagai notaris 
telah ada sejak dari dahulu. Dalam 
sumpah jabatan notaris ditetapkan 
bahwa notaris berjanji di bawah 
sumpah untuk merahasiakan sera-
pat-rapatnya isi akta-akta sesuai 
dengan ketentuan-ketentuan peratu- 
ran-peraturan itu. Peraturan-peratu- 
ran yang  dimaksudkan itu adalah 
peraturan-peraturan dalam Undang- 
Undang Jabatan Notaris khususnya 
Pasal 16, yang berisikan larangan 
bagi notaris untuk memberikan 
grosse akta, salinan/kutipan atau 
memperlihatkan atau memberitahu-
kan isi akta-aktanya selain kepada 
orang-orang yang langsung berke- 
pentingan pada akta itu, para ahli 
warisnya dan para penerima hak 
mereka, kecuali yang dalam hal-hal 
yang diatur dalam peraturan-peratu- 
ran umum. 
Pasal 4 Undang-Undang Jabatan 
Notaris menyatakan lebih luas, 
bahwa kewajiban merahasiakan ini 
juga meliputi keterangan yang diper-
oleh notaris dalam pelaksanaan 
jabatannya. Hal ini lebih karena 
jabatan yang dipangku oleh notaris 
adalah jabatan kepercayaan dan 
justru oleh karena itu seseorang 
bersedia mempercayakan sesuatu 
kepercayaan kepadanya. 
Wajib menyimpan atau meme-
gang rahasia ini dapat diketahui dari 
kode etik profesi. Point ke-5 Sumpah 
Jabatan Notaris menyatakan : 
“Bahwa saya akan merahasiakan 
serapat-rapatnya isi akta-akta selaras 
dengan ketentuan-ketentuan peratu- 
ran ini.” Etika memberikan kewa-
jiban bagi kaum profesional hukum 
sebagai aparat atau pejabat untuk 
menyimpan rahasia, sehingga secara 
etis pula tidak dibenarkan kaum 
profesional hukum membuka rahasia 
yang diberitahukan, dipercayakan 
dan diperolehnya, dari klien (Liliana 
Tedjosaputro,2003:80). 
Notaris masih dapat meraha-
siakan semua apa yang diberitahukan 
kepadanya dalam jabatannya terse-
but termasuk isi-isi akta dengan 
mempergunakan hak yang diberikan 
kepadanya dalam Pasal 1946 ayat (3) 
(Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdata 
(Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata)) dan Pasal 148 KUHP 
(Pasal 146 ayat (3) HIR) untuk me- 
ngundurkan diri sebagai saksi apabi-
la ia dipanggil sebagai saksi untuk 
didengar keterangannya di muka 
pengadilan. 
Apabila notaris dipanggil menjadi 
saksi di muka persidangan penga-
dilan, ia berdasarkan Pasal 1909 ayat 
(2) KUHPerdata dan Pasal-pasal 146 
HIR dan 227 RIB, dapat mempergu-
nakan haknya untuk mengundurkan 
diri sebagai saksi, dengan jalan 
menuntut penggunaan Verschonings-
recht (dahulu “hak ingkar”). 
Verschoningsrecht (hak mengundur-
kan diri) merupakan pengecualian 
terhadap ketentuan umum yang dise-
but tadi, yaitu bahwa setiap orang 
yang dipanggil sebagai saksi, wajib 
memberikan kesaksian (ibid:20).  
Verschoningsrecht berbeda de- 
ngan wraken, dalam kamus hukum 
Yan Pramadya Puspa Verschonings-
recht diartikan sebagai permohonan 
agar dibebaskan dari, hak mengun-
durkan diri (Yan Pramadya Puspa, 
1977:253).
 Sedangkan wraken dalam kamus 
Belanda – Indonesia Datje Rahajoe-
koe diartikan sebagai menolak, 
menolak sebagai saksi Datje Rahajoe 
Koesoemah,1991:302).  Wraken (hak 
ingkar) ada pada pihaknya, penggu-
gat maupun tergugat; mengingkari 
kewenangan hakim yang memeriksa 
perkara karena mempunyai kepenti- 
ngan atau hubungan dengan perkara 
yang diperiksanya. Hak ingkar inilah 
yang dimaksud sebagaimana diatur 
dalam Pasal 28 Undang-undang 
Pokok Kekuasaan Kehakiman 
Nomor 14 Tahun 1970.  
Kewenangan Majelis Pengawas 
Notaris Memberikan Izin Keha- 
diran Notaris Dalam Sidang Pen-
gadilan
Pertanyaan yang sering muncul 
adalah dapatkah notaris dipaksa 
untuk hadir sebagai saksi dalam 
perkara perdata dan apakah untuk 
bertindak sebagai saksi, diperlukan 
persetujuan majelis pengawas notaris 
sebagaimana yang dimaksud dalam 
pasal 66 Undang-Undang Jabatan 
Notaris. Pertanyaan-pertanyaan di- 
atas merupakan pertanyaan yang 
sering muncul yang memerlukan 
jawaban.
Majelis Pengawas adalah suatu 
badan yang mempunyai kewenangan 
dan kewajiban untuk melaksanakan 
pembinaan dan pengawasan terhadap 
Notaris. Menurut Pasal 1 ayat (6) 
Undang-Undang Nomor 2 tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN), Majelis Pengawas 
Notaris merupakan suatu badan yang 
memiliki wewenang dan untuk 
melakukan pembinaan dan penga-
wasan terhadap Notaris. Menurut 
Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Nomor M.02. 
PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata 
Cara Pengangkatan Anggota, Pem-
berhentian Anggota, Susunan Orga- 
nisasi, Tata Kerja dan Tata Cara 
Pemeriksaan Majelis Pengawas 
Notaris, Majelis Pengawas Notaris 
adalah suatu badan yang mempunyai 
kewenangan dan kewajiban untuk 
melaksanakan pengawasan dan pem-
binaan terhadap Notaris.  
Menurut Peraturan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Nomor M.02. 
PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata 
Cara Pengangkatan Anggota, Pem-
berhentian Anggota, Susunan Orga- 
nisasi, Tata Kerja dan Tata Cara 
Pemeriksaan Majelis Pengawas 
Notaris, Majelis Pengawas Notaris 
yaitu Majelis Pengawas yang tugas- 
nya memberi pembinaan dan penga-
wasan kepada notaris dalam men-
jalankan jabatan profesinya sebagai 
pejabat umum yang senantiasa 
meningkatkan profesionalisme dan 
kualitas kerjanya sehingga dapat 
memberikan jaminan kepastian dan 
perlindungan hukum bagi penerima 
jasa Notaris dan masyarakat luas
Menurut Pasal 1 ayat (6) Peratu- 
ran Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Nomor: 
M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang 
Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, 
Pemindahan dan Pemberhentian 
Notaris, Majelis Pengawas Notaris 
adalah suatu badan yang mempunyai 
kewenangan dan kewajiban untuk 
melaksanakan pembinaan dan 
pengawasan terhadap Notaris.
Menurut Pasal 1 ayat (7) Peratur-
an Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Nomor: 
M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang 
Pengambilan  Minuta Akta dan 
Pemanggilan Notaris, yang dimak-
sud dengan Majelis Pengawas 
Daerah adalah suatu badan yang 
mempunyai kewenangan dan kewa-
jiban untuk melaksanakan penga-
wasan dan pembinaan terhadap 
Notaris yang berkedudukan di Kabu-
paten atau kota. Selanjutnya dalam  
Peraturan Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia 
tersebut juga dijelaskan tingka-
tan-tingkatan Majelis Pengawas 
Notaris.
Dalam Pasal 68, Pasal 69 ayat (1), 
Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 76 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN), disebutkan bahwa 
tingkatan-tingkatan Majelis Penga-
was Notaris tersebut meliputi :  
1   Majelis Pengawas Daerah Notaris 
berkedudukan di kota atau kabu-
paten;  
2   Majelis Pengawas Wilayah Nota- 
ris dibentuk dan berkedudukan di 
Ibukota Propinsi; 
3  Majelis Pengawas Pusat Notaris 
dibentuk dan berkedudukan di 
Ibukota Negara Kesatuan Repu- 
blik Indonesia
Wewenang Majelis Pengawas 
Daerah Notaris berkaitan dengan 
pengambilan Minuta Akta dan/ atau 
pemanggilan Notaris baik sebagai 
saksi maupun sebagai tersangka  
oleh Penyidik, Penuntut Umum atau 
Hakim, yaitu:  
1. Prosedur Pengambilan Minuta 
Akta oleh Penyidik, Penuntut 
Umum atau Hakim, dalam Pasal 8 
ayat 1, Pasal 9 sampai dengan 11, 
yaitu: 
a.  Penyidik, Penuntut Umum atau 
Hakim untuk kepentingan 
proses peradilan dapat me- 
ngambil Minuta Akta dan/ atau 
surat-surat yang dilekatkan 
pada Minuta Akta atau 
Protokol Notaris yang terdapat 
dalam Penyimpanan Notaris, 
dengan meminta kepada 
Notaris yang bersangkutan 
untuk membawa Minuta Akta 
dan/ atau sutat-surat yang 
dilekatkan pada Minuta Akta 
atau Protokol Notaris yang 
terdapat dalam Penyimpanan 
Notaris, dengan syarat harus 
megajukan permohonan tertu-
lis pada Majelis Pengawas 
Daerah Notaris setempat.
b. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris memberikan persetu-
juan untuk pengambilan 
Minuta Akta dan atau surat-su-
rat yang dilekatkan pada 
Minuta Akta atau Protokol 
Notaris dalam Penyimpanan 
Notaris oleh Penyidik, Penun-
tut Umum atau Hakim untuk 
kepentingan proses peradilan, 
apabila: 
1   Ada dugaan tindak pidana 
yang terkait dengan 
Minuta Akta dan/ atau 
surat-surat yang dilekat-
kan pada Minuta Akta atau 
Protokol Notaris dalam 
penyimpanan Notaris;  
2    Belum gugur hak menuntut 
berdasarkan ketentuan 
tentang daluarsa peraturan 
perundang-undangan di 
bidang pidana;  
3    Ada penyangkalan keabsa-
han tanda tangan dari para 
pihak;  
4   Ada dugaan pengurangan 
atau penambahan dari 
Minuta Akta; 
5   Ada dugaan Notaris me- 
lakukan pemunduran 
tanggal akta. 
c. Persetujuan Majelis Penga-
was Daerah Notaris diberikan 
setelah mendengar keterangan 
dari Notaris yang bersangku-
tan;
d. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris tidak memberikan 
persetujuan untuk pengambi-
lan Minuta Akta dan/ atau 
surat-surat yang dilekatkan 
pada Minuta Akta atau Pro- 
tokol Notaris dalam penyim-
panan Notaris, apabila tidak 
memenuhi ketentuan pada 
Pasal  9;
e. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dalam waktu paling 
lambat 14 (empat belas) hari 
sejak permohonan pengambi-
lan Minuta Akta dan/atau 
surat-surat yang dilekatkan 
Pada Minuta Akta atau 
Protokol Notaris oleh Penyi- 
dik, Penuntut Umum atau 
Hakim harus memberikan 
persetujuan atau tidak mem-
berikan persetujuan terhadap 
pengambilan tersebut; 
f. Jika jangka waktu 14 (empat 
belas) hari itu terlampaui maka 
Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dianggap menyetujui 
pengambilan Minuta Akta 
dan/ atau surat-surat yang 
dilekatkan pada Minuta Akta 
atau Protokol Notaris.
2. Prosedur Pemanggilan Notaris 
oleh Penyidik, Penuntut Umum 
atau Hakim dalam Pasal 14 
sampai dengan Pasal 18:  
a. Penyidik, Penuntut Umum 
atau Hakim, untuk kepenti- 
ngan proses peradilan dapat 
memanggil Notaris sebagai 
saksi, tersangka atau terdakwa 
dengan mengajukan permo-
honan tertulis kepada Majelis 
Pengawas Daerah Notaris 
setempat; 
b. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dapat memberikan 
persetujuan pemanggilan No- 
taris sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 ayat (1) apabi-
la: 
Ada dugaan tindak pidana yang 
berkaitan dengan Minuta Akta dan 
atau surat-surat yang dilekatkan pada 
Minuta Akta atau Protokol Notaris 
yang terdapat dalam penyimpanan 
Notaris;  
1. Belum gugurnya hak menun-
tut berdasarkan ketentuan 
tentang daluarsa dalam pera-
turan perundang-undangan 
dibidang pidana; 
c. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris  dapat memberi per- 
setujuan kepada Penyidik, 
Penuntut Umum atau Hakim 
setelah mendengar keterangan 
dari Notaris yang bersangku-
tan;
d. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris tidak memberikan per- 
setujuan pemanggilan Notaris 
sebagai saksi, tersangka atau 
terdakwa kepada Penyidik, 
Penuntut Umum atau Hakim, 
apabila tidak memenuhi per- 
syaratan dalam Pasal 15;
e. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris wajib memberikan 
persetujuan atau tidak mem-
berikan persetujuan secara 
tertulis dalam jangka waktu 
paling lambat 14 (empat belas) 
hari sejak permohonan secara 
tertulis untuk pemanggilan 
Notaris sebagai saksi, tersang-
ka atau terdakwa yang diaju-
kan oleh Penyidik, Penuntut 
Umum atau Hakim kepada 
Majelis Pengawas Notaris;
f. Jika jangka waktu 14 (empat 
belas) hari terlampaui dan 
Majelis Pengawas Daerah 
Notaris tidak memberikan 
persetujuan atau penolakan 
persetujuan pemanggilan 
Notaris sebagai saksi, tersang-
ka atau terdakwa secara tertu-
lis kepada Penyidik, Penuntut 
Umum atau Hakim, maka 
Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dianggap menyetujui 
pemanggilan Notaris.
Simpulan
Pada dasarnya hak ingkar adalah 
hak untuk mengundurkan diri dari 
memberikan kesaksian dimuka 
Pengadilan dalam masalah Perdata 
maupun Pidana. Dalam perkara 
perdata, notaris lebih leluasa untuk 
menggunakan hak ingkar yang dibe- 
rikan undang-undang kepadanya. 
Istilah hak ingkar ini merupakan 
terjemahan dari bahasa Belanda 
verschoningsrecht yang artinya 
adalah hak untuk dibebaskan dari 
memberikan keterangan sebagai 
saksi dalam suatu perkara perdata 
maupun pidana. Hak ini merupakan 
pengecualian dari prinsip umum 
bahwa setiap orang yang dipanggil 
sebagai saksi wajib memberikan 
kesaksian itu. Hak Ingkar dapat 
dilihat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 
e UU No 30 Tahun 2004 jo UU No 
No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan 
Notaris.
Hak ingkar ini dalam praktek 
masih membingungkan para notaris 
untuk menggunakannya. Hal ini 
disebabkan karena hak ingkar masih 
berimplikasi dalam pelaksanaannya 
khususnya dalam perkara pidana. 
Dalam perkara pidana yang dicari 
adalah kebenaran materil sehingga 
kehadiran Notaris sebagai saksi 
sangat diperlukan, berlainan dengan 
perkara perdata yang mencari kebe-
naran formil. Kehadiran notaris 
sudah dapat dianggap ada dengan 
dihadirkan akta notaris yang dibuat 
oleh notaris yang bersangkutan. 
Menurut Peraturan Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia, pada dasarnya Majelis 
Pengawas Daerah Notaris mempu-
nyai kewenangan untuk Memberikan 
Izin Kehadiran Notaris Dalam 
Sidang Pengadilan sepanjang tidak 
bertentangan dengan peraturan dan 
undang-undang.
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Pendahuluan 
Pasca disahkannya Undang-Un-
dang Jabatan Notaris yakni Undang- 
Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang 
perubahan Undang-Undang 30 
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 
(UUJN), peranan notaris memasuki 
era baru. Lahirnya Undang-Undang 
Jabatan Notaris mengakhiri hampir 2 
abad berlakunya Peraturan Jabatan 
Notaris yaitu Reglement op Het 
Notaris Ambt in Indonesie (Stb. 
1860:3) yang mengatur mengenai 
jabatan notaris. Peraturan Jabatan 
Notaris Staatblad 1860 Nomor 3 ini 
dianggap tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan hukum dan kebutu-
han masyarakat Indonesia. Oleh 
karena itu, Peraturan Jabatan Notaris 
ini harus diganti untuk disesuaikan 
dengan kondisi dan perkembangan 
masyarakat Indonesia. Lahirnya 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN) merupakan tero-
bosan baru untuk memastikan bahwa 
fungsi notaris sebagai pejabat umum 
dapat terlaksana dengan baik.
Notaris merupakan salah satu 
pejabat negara yang kedudukannya 
sangat dibutuhkan di masa sekarang 
ini. Di masa modern ini, masyarakat 
sudah banyak tidak lagi mengenal 
perjanjian yang berdasarkan atas 
kepercayaan satu sama lain seperti 
yang mereka kenal dulu. Dahulu 
perjanjian-perjanjian menurut hu- 
kum adat tidak dibuat dalam bentuk 
tertulis, dilakukan secara lisan saja, 
oleh karena adanya saling percaya 
mempercayai. Tuntut menuntut 
boleh dikatakan sangat jarang sekali 
terjadi akibat tidak dipenuhinya 
perjanjian yang dilakukan. Oleh 
karenanya jika timbul perselisihan 
diantara mereka maka para pihak 
hanya mengajukan saksi-saksi yang 
dapat membenarkan atau menguat-
kan dalil-dalil yang dimajukan di 
muka persidangan. Oleh karena itu 
pembuktian dengan saksi dalam 
hukum adat sangatlah penting. 
Berlainan dengan sekarang 
dimana para pihak dalam membuat 
perjanjian memerlukan bentuk tertu-
lis. Bukti fisik dari perjanjian itu 
yang diperlukan. Oleh karena itu,  
setiap perjanjian yang dilakukan oleh 
masyarakat pasti akan mengarah 
kepada notaris sebagai sarana keab-
sahan perjanjian yang mereka laku-
kan. Notaris dianggap yang melahir-
kan bukti fisik dari perjanjian yang 
disepakati oleh para pihak. Oleh 
karena itulah, kedudukan notaris 
menjadi semakin penting di masa 
sekarang ini.
Sebagaimana pejabat negara lain 
yang mempunyai wewenang 
tersendiri khusus untuk pejabat 
negara bidang yang dimaksud, maka 
notaris juga memiliki kewenangan 
tersendiri yang tidak dimiliki oleh 
pejabat negara yang lainnya karena 
masing-masing pejabat Negara ini 
mempunyai kewenangan yang 
berbeda satu sama lain. 
Selain kewenangannya, para 
notaris juga memiliki kewajiban dan 
larangan yang wajib mereka patuhi 
dalam pelaksanaan tugas jabatannya. 
Kewenangan, kewajiban dan lara- 
ngan adalah konsekuensi logis dari 
adanya suatu jabatan. Dengan 
berdasar pada Undang-Undang 
Nomor 2 tahun 2014 tentang peruba-
han Undang-Undang 30 Tahun 2004 
tentang Jabatan Notaris (UUJN), 
para notaris di Indonesia wajib untuk 
memahami apa yang menjadi 
wewenang dan kewajiban mereka 
serta larangan yang tidak boleh 
dilakukan dalam pelaksanaan tugas 
jabatannya.
Sebagaimana diketahui bahwa 
Akta Notaris yang merupakan suatu 
akta otentik yang memiliki kekuatan 
pembuktian lengkap atau sempurna 
dalam sengketa hukum perdata, 
ternyata dapat mengalami penurunan 
status (degradasi) dari kekuatan bukti 
lengkap dan sempurna menjadi 
permulaan bukti seperti akta dibawah 
tangan, dan dapat cacat hukum yang 
menyebabkan kebatalan atau ketidak 
absahan akta tersebut. Apabila terjadi 
degradasi dari akta otentik menjadi 
akta dibawah tangan atau bahkan 
batal demi hukum maka hal itu akan 
menimbulkan kerugian bagi para 
pihak. Oleh karenanya Notaris terse-
but dapat digugat oleh pihak. Pihak 
yang menderita kerugian dapat 
menuntut dengan tuntutan melaku-
kan perbuatan melanggar hukum 
(onrechtmatige daad ) yang disyarat-
kan dalam pasal 1365 maupun dalam 
pasal 1367 KUH Perdata atau ingkar 
janji atau wanprestasi menurut pasal 
1234 KUH Perdata.
Sanksi administrasi terhadap 
Notaris yang melanggar ketentuan 
peraturan perundang-undangan ada 5 
jenis sanksi administrasi yang 
berlakunya secara berjenjang yaitu 
berupa : 1. Teguran lisan, 2. Teguran 
tertulis, 3. Pemberhentian sementara, 
4. Pemberhentian dengan hormat, 
dan 5. Pemberhentian tidak hormat. 
Sedangkan penjatuhan sanksi pidana 
terhadap Notaris dapat dilakukan 
sepanjang memenuhi rumusan 
pelanggaran yang tersebut dalam 
Undang-Undang Jabatan Notaris, 
kode etik jabatan notaris, juga harus 
memenuhi unsur-unsur dalam KUH-
Pidana.
Pada dasarnya hak ingkar adalah 
hak untuk mengundurkan diri dari 
memberikan kesaksian dimuka 
Pengadilan dalam masalah Perdata 
maupun Pidana. Dalam perkara 
perdata, notaris lebih leluasa untuk 
menggunakan hak ingkar yang dibe- 
rikan undang-undang kepadanya. 
Istilah hak ingkar ini merupakan 
terjemahan dari bahasa Belanda 
verschoningsrecht yang artinya 
adalah hak untuk dibebaskan dari 
memberikan keterangan sebagai 
saksi dalam suatu perkara perdata 
maupun pidana. Hak ini merupakan 
pengecualian dari prinsip umum 
bahwa setiap orang yang dipanggil 
sebagai saksi wajib memberikan 
kesaksian itu.
Akan tetapi, terlepas dari itu 
semua haruslah digarisbawahi bahwa 
hak ingkar adalah “hak” bukan 
kewajiban. Dengan pengertian 
bahwa Notaris tetaplah dihadapkan 
pada akibat hukum tertentu apabila 
menggunakan atau tidak menggu-
nakan hak yang telah diberikan oleh 
undang-undang tersebut. Untuk 
itulah notaris diberikan kesempatan 
terlebih dahulu untuk memutuskan 
apakah akan menggunakan hak 
ingkar dalam pemberian suatu kesak-
sian atau tidak. Jadi jelas bahwa 
Undang-undang meletakkan kewa-
jiban secara umum kepada setiap 
orang yang cakap menjadi saksi 
untuk memberikan kesaksian di 
muka pengadilan, baik dalam proses 
perdata maupun pidana. 
Tulisan singkat ini akan mencoba 
memahami ruang lingkup hak ingkar. 
Hak ingkar ini merupakan bagian 
yang tak terpisahkan dari bagian 
kode etik Notaris. Undang-Undang 
Jabatan Notaris dalam penerapannya 
pada perkara perdata maupun perka-
ra pidana akan melibatkan notaris 
sebagai pihak atau sebagai saksi. 
Disamping itu juga sekaligus untuk 
menjawab apakah majelis pengawas 
notaris memiliki kewenangan untuk 
memberikan persetujuan kepada 
hakim dalam pemanggilan notaris 
sebagai saksi dan atau pengambilan 
foto copy minuta, surat-surat lainnya 
yang dilekatkan pada minuta akta 
dan protokol notaris  yang berada 
dalam penyimpanan atau pengambi-
lan minuta akta, surat surat yang 
dilekatkan pada minuta akta dan 
protokol notaris dalam penyim-
panan, sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2014 tentang perubahan 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2004 tentang Jabatan Notaris.
Permasalahan
Berdasarkan latar belakang terse-
but, maka permasalahan yang akan 
dikaji dalam tulisan ini adalah
1. Apakah yang dimaksud dengan 
hak ingkar Notaris dan dasar 
hukum pengaturannya? 
2. Bagaimana hak ingkar notaris 
sebagai saksi dapat diterapkan 
dalam perkara perdata dan pidana 
dalam sidang pengadilan? 
3. Apakah majelis pengawas notaris 
mempunyai kewenangan untuk 
memberikan izin kehadiran 
Notaris dalam sidang pengadilan?
Pembahasan
Hak Ingkar Notaris dan Dasar 
Hukum Pengaturannya
 Sebelum membahas lebih 
lanjut mengenai hak ingkar dan dasar 
hukum serta kewenangan majelis 
pengawas notaris untuk merekomen-
dasikan dapat dipanggilnya notaris 
sebagai saksi dalam perkara perdata 
dan pidana maka terlebih dahulu 
akan diuraikan mengenai sejarah 
mulai berkembangnya notaris ini. 
Sejarah perkembangan Notaris ini 
penting diketahui agar dapat dipaha-
mi bagaimana sebetulnya pengaruh 
hak ingkar notaris tersebut perlu 
dipahami oleh semua pihak, terutama 
hakim dan penyidik polisi. 
Notaris adalah sebuah profesi 
yang dapat dilacak balik ke abad ke 
2-3 pada masa Roma Kuno, dimana 
mereka dikenal sebagai scribae, 
tabellius atau notarius. Pada masa 
itu, mereka adalah golongan orang 
yang mencatat pidato. Istilah notaris 
diambil dari nama pengabdinya, 
Notarius, yang kemudian menjadi 
istilah/titel bagi golongan orang 
penulis cepat atau stenografer. Nota- 
ris adalah salah satu cabang dari 
profesi hukum yang tertua di dunia.
Sekitar abad ke 5, notaris diang-
gap sebagai pejabat istana. Di Italia 
utara sebagai daerah perdagangan 
utama pada abad ke 11 - 12, dikenal 
Latijnse Notariat, yaitu orang yang 
diangkat oleh penguasa umum, 
dengan tujuan melayani kepentingan 
masyarakat umum, dan boleh 
mendapatkan honorarium atas 
jasanya oleh masyarakat umum.
Latijnse notariat ini murni berasal 
dari Italia Utara, bukan sebagai 
pengaruh hukum Romawi Kuno. 
Pada tahun 1888, terbitlah buku 
Formularium Tabellionum oleh Ime-
rius, pendiri sekolah Bologna, dalam 
rangka peringatan 8 abad sekolah 
hukum Bologna. Berturut-turut sera-
tus tahun kemudian ditebitkan 
Summa Artis Notariae oleh Rantero 
dari Perugia, kemudian pada abad ke 
13 buku dengan judul yang sama 
diterbitkan oleh Rolandinus 
Passegeri. Ronaldinus Passegeri 
kemudian juga menerbitkan Flos 
Tamentorum. Buku-buku tersebut 
menjelaskan definisi notaris, fungsi, 
kewenangan dan kewajiban-kewa-
jibannya.
Sebelum diperlakukan 
Undang-Undang Nomor 2 tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN), Negara Indonesia 
masih mempergunakan dan memakai 
peraturan Jabatan Notaris yang 
berasal dari produk bangsa Belanda 
sebagai bangsa penjajah. Pember-
lakuan Peraturan Jabatan Notaris 
bangsa penjajah ini diperkenankan 
oleh Pasal 2 Aturan Peralihan 
Undang-Undang Dasar 1945, yang 
mengatakan bahwa segala badan 
negara dan peraturan yang ada masih 
langsung berlaku, selama belum 
diadakan yang baru menurut 
Undang-Undang Dasar 1945 ini.
Perkembangan lembaga notaris di 
Indonesia, mulai masuk pada permu-
laan abad ke 17. Menurut Jan Pie- 
terszoon Coen di Jacatra  (sekarang 
Jakarta) antara tahun 1617 sampai 
1629, untuk keperluan para 
penduduk dan para pedagang perlu 
mengangkat seorang notaris, yang 
disebut Notarium Publicum (Lum-
ban Tobing1,1983:15).   Sejak tang-
gal 27 Agustus 1620 diangkat notaris 
pertama di Indonesia yaitu Melchior 
Kerchem, sebagai sekretaris College 
Van Schepenen (urusan perkapalan 
kota) di Jakarta untuk merangkap 
sebagai notaris yang berkedudukan 
di Jakarta. Tugas dari Melchior 
Kerchem sebagai notaris dalam surat 
pengangkatannya, yaitu melayani 
dan melakukan semua surat libel 
(Smaadschrift) yang bahasa Indone-
sianya yaitu tulisan menghina/menis-
ta, surat wasiat di bawah tangan, 
persiapan penerangan, akta perjanji-
an perdagangan, perjanjian kawin, 
surat wasiat, dan akta-akta lainnya 
dan ketentuan-ketentuan yang perlu 
Daerah Tingkat kotapraja (Komar 
Andasasmita,1981:37). Setelah pe- 
ngangkatan notaris pertama jumlah 
notaris di Indonesia kian berkem-
bang dan pada tahun 1650 di Batavia 
hanya ada dua orang notaris yang 
diangkat. 
Menurut kenyataannya para 
notaris pada waktu itu tidak mempu-
nyai kebebasan didalam menjalan- 
kan jabatannya, karena notaris pada 
masa itu adalah pegawai dari Vereni-
gde Oost Indie Compagnie (VOC). 
Bahkan tahun 1632 dikeluarkan 
plakat yang berisi ketentuan bahwa 
notaris, sekretaris dan pejabat lain- 
nya dilarang untuk membuat 
akta-akta transport, jual beli, surat 
wasiat dan lain-lain akta, jika tidak 
mendapat persetujuan terlebih 
dahulu dari Gubernur Jenderal dan 
daden van indie dengan ancaman 
akan kehilangan jabatannya. Namun 
dalam prakteknya ketentuan tersebut 
tidak dipatuhi oleh pejabat-pejabat 
atau notaris yang bersangkutan. 
Maksud dan tujuan membawa 
lembaga kenotariatan ke Indonesia 
adalah untuk memenuhi kebutuhan 
akan alat bukti autentik  yang sangat 
dibutuhkan untuk menggunakan hal 
dan kepentingan yang timbul karena 
adanya transaksi dagang yang 
mereka lakukan. Lembaga kenotaria-
tan di Indonesia pada waktu itu 
belum dikenal dan meluas ke 
kota-kota kecil bahkan desa-desa hal 
ini dikarenakan sebelum perang 
dunia ke 2 (dua) hampir seluruh 
notaris yang ada di Indonesia pada 
waktu itu adalah berkebangsaan 
Belanda. Sedangkan yang berke-
bangsaan Indonesia sangat sedikit 
jumlahnya, lagi pula mereka mempu-
nyai kedudukan di kota-kota besar 
sedangkan orang-orang Indonesia 
berada di daerah-daerah. Di samping 
itu tingkat kesadaran dan budaya 
hukum masyarakat Indonesia pada 
waktu itu suatu masyarakat yang 
masih bersifat primordial yang masih 
berpegang teguh pada hukum adat 
serta kaidah-kaidah religius, lebih- 
lebih lagi para pengasuh dari lemba-
ga notiariat itu lebih menitikberatkan 
orientasinya pada hukum barat. 
Semua itu merupakan faktor-faktor 
penghambat yang tidak menguntung-
kan bagi perkembangan dan untuk 
dikenalnya lembaga notariat ini 
dengan cepat dan secara luas dika-
langan masyarakat yang justru harus 
dilayaninya. 
Lembaga kemasyarakatan yang 
dikenal sebagai notariat ini  timbul 
dari kebutuhan dalam pergaulan 
sesama manusia yang menghendai 
adanya alat bukti baginya mengenai 
hubungan hukum keperdataan yang 
ada dan/atau terjadi diantara mereka 
suatu lembaga dengan para pengab-
dinya yang ditugaskan oleh kekua-
saan umum (openbaar gezag) untuk 
dimana dan apabila undang-undang 
mengharuskan sedemikian atau dike-
hendaki oleh masyarakat membuat 
alat bukti tertulis yang mempunyai 
kekuatan autentik. 
Saat ini notaris dikenal sebagai 
orang yang melayani masyarakat 
untuk membuat akta atau doku-
men-dokumen yang autentik. Akan 
tetapi, tugas ini sedikit berbeda 
dengan yang dilakoni para notaris 
pada awal kemunculannya. Saat 
kejayaan bangsa Romawi, tidak 
hanya ada kelompok gladiator di 
sana, tetapi juga hidup sekelompok 
orang yang disebut notarius. 
Berbicara mengenai notaris, 
berarti kita bicara mengenai autenti- 
sitas dokumen. Hal itulah yang men-
jadi salah satu alasan orang berkun-
jung ke notaris. Pengakuan akan sifat 
autentisitas dokumen tersebut tidak 
datang secara serta merta, tetapi 
pengakuan baru muncul pada abad 
ke-13 (tiga belas), sekian ratus tahun 
setelah kemunculan jabatan notaris. 
Beberapa ratus tahun kemudian 
barulah muncul peraturan yang dise-
but ventosewet (Ira Koesoemawati 
dan Yunirman Rijan,2009). 
Di Indonesia, notaris bertindak 
sebagai pelayan masyarakat. Hal ini 
karena notaris adalah pejabat yang 
diangkat oleh pemerintah untuk 
melayani kebutuhan masyarakat 
akan dokumen-dokumen legal yang 
sah. Meskipun status notaris sebagai 
pelayan masyarakat, jangan 
berpikiran bahwa notaris menggu-
nakan pakaian yang sederhana. 
Justru sebaliknya, notaris me- 
ngenakan pakaian yang resmi dan 
eksklusif guna menunjukkan profe-
sionalisme dan keseriusan mereka. 
Sebagai seorang dengan jabatan 
notaris sudah seharusnya orang 
tersebut dalam menjalankan jabatan-
nya lebih “diistimewakan” kedudu-
kannya dalam hukum dibandingkan 
dengan orang lain. Namun seorang 
notaris di luar jabatannya adalah 
orang yang memiliki kedudukan 
yang sama dengan orang yang lain 
(equality before the law). 
Tentu saja ada beberapa hal yang 
harus dipenuhi untuk menjadi 
seorang notaris. Tidak mungkin 
seorang notaris dapat berpraktek 
tanpa memiliki kemampuan mema-
dai. Latar belakang pendidikan 
hukum merupakan sebuah kenis-
cayaan. Setelah lulus dari fakultas 
hukum, seorang calon notaris wajib 
mengikuti kuliah bidang kenotaria-
tan atau menempuh pendidikan 
Strata 2 (dua)  hukum bidang keno-
tariatan. Tidak cukup berbekal 
pendidikan formil saja untuk menja-
di profesi notaris di Indonesia. Syarat 
lain menjadi calon notaris di Indone-
sia secara umum adalah orang yang 
berkewarganegaraan Indonesia. Oleh 
karena seorang notaris adalah peja-
bat umum yang diangkat oleh negara 
untuk mewakili negara dalam pem-
buatan akta-akta autentik yang 
dibuat berisi hal-hal yang sifatnya 
rahasia. Tentu akan berbahaya, jika 
jabatan ini dipegang oleh seorang 
warga negara asing. Bisa–bisa raha-
sia negeri ini jatuh ke tangan negara 
lain. 
Menjadi notaris yang baik ditun-
tut untuk memiliki kedewasaan yang 
matang. Menurut Kitab Undang-Un-
dang Hukum Perdata (selanjutnya 
disingkat KUHPerdata) bahwa usia 
dewasa seseorang adalah 21 (duapu-
luh satu) tahun, tetapi seseorang 
untuk dapat menjadi notaris 
berdasarkan berdasarkan Undang- 
Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang 
perubahan Undang-Undang 30 
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 
(UUJN) haruslah berusia 27 (dua 
puluh tujuh) tahun. 
Di Indonesia para notaris berhim-
pun dalam sebuah wadah perkumpu-
lan yang bernama Ikatan Notaris 
Indonesia (yang selanjutnya dising-
kat INI). INI merupakan perkumpu-
lan notaris yang legal dan sudah 
berbadan hukum sesuai SK Menteri 
Kehakiman Replubik Indonesia 
tanggal 23 Januari 1995 Nomor 
C210221.HT.01.06. 
Hak ingkar ini mulai diperbin-
cangkan berawal dengan ditariknya 
seorang notaris sebagai salah satu 
tergugat dalam suatu perkara perdata 
antara Badan Penyehatan Perbankan 
Nasional (Kreditur) selaku penggu-
gat dan nasabah debitur selaku 
tergugat, dengan obyek sengketa 
adanya 2 (dua) salinan akta penga-
kuan hutang yang dibuat dihadapan 
notaris yang sama dengan nomor dan 
tanggal yang sama, namun substansi 
jumlah hutangnya berbeda dalam 2 
(dua) salinan akta tersebut. Ma- 
sing-masing pihak berpegang kepada 
salinan akta pengakuan hutangnya. 
Dalam kasus ini majelis hakim 
melalui suratnya kepada majelis 
pengawas notaris telah meminta 
persetujuan agar foto copy minuta 
aktanya dapat dibawa oleh notaris 
yang bersangkutan dalam sidang 
pengadilan (Pieter Latumeten,2012).
Selain kewajiban untuk melaku-
kan hal-hal yang telah diatur dalam 
UU, notaris masih memiliki suatu 
kewajiban lain. Hal ini berhubungan 
dengan sumpah/janji notaris yang 
berisi bahwa notaris akan meraha-
siakan isi akta dan keterangan yang 
diperoleh dalam pelaksanaan jabatan 
notaris. Secara umum, notaris wajib 
merahasiakan isi akta dan keterangan 
yang diperoleh dalam pembuatan 
akta notaris, kecuali diperintahkan 
oleh undang-undang bahwa notaris 
tidak wajib merahasiakan dan mem-
berikan keterangan yang diperlukan 
yang berkaitan dengan akta tersebut. 
Dengan demikian, hanya undang-un-
dang saja yang dapat memerintahkan 
notaris untuk membuka rahasia isi 
akta dan keterangan/pernyataan yang 
diketahui oleh notaris yang berkaitan 
dengan pembuatan akta yang dimak-
sud.
Hal ini dikenal dengan “kewa-
jiban ingkar” notaris (Tan Thong 
Kie,2000:67) Instrumen untuk 
ingkar bagi notaris ditegaskan 
sebagai salah satu kewajiban notaris 
yang disebut dalam Pasal 16 ayat (1) 
huruf e UUJN, sehingga kewajiban 
ingkar untuk notaris melekat pada 
tugas jabatan notaris. Kewajiban 
ingkar ini mutlak harus dilakukan 
dan dijalankan oleh notaris, kecuali 
ada undang-undang yang memerin-
tahkan untuk menggugurkan kewa-
jiban ingkar tersebut. Kewajiban 
untuk ingkar ini dapat dilakukan 
dengan batasan sepanjang notaris 
diperiksa oleh instansi mana saja 
yang berupaya untuk meminta 
pernyataan atau keterangan dari 
notaris yang berkaitan dengan akta 
yang telah atau pernah dibuat oleh 
atau di hadapan notaris yang  ber-
sangkutan.
Pasal 1909 Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata (KUHPerdata) 
mewajibkan setiap orang yang cakap 
untuk menjadi saksi, untuk memberi-
kan kesaksian di muka pengadilan. 
Pada umumnya semua orang dapat 
menjadi saksi, akan tetapi dalam 
KUHAP (Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana) juga mengatur 
beberapa pihak yang tidak dapat 
menjadi saksi, yaitu dalam Pasal 168 
KUHAP dan Pasal 170 KUHAP. 
Pasal 168 KUHAP memberikan 
pengecualian bagi saksi yang mem-
punyai hubungan kekeluargaan 
dengan terdakwa dan dalam Pasal 
170 ayat (1) KUHAP memberikan 
verschoningsrecht (hak mengundur-
kan diri) dari pemberian kesaksian 
bagi mereka yang karena jabatan, 
harkat martabat dan  pekerjaannya 
wajib menyimpan rahasia.  
Baik menurut Pasal 322 KUHP 
(Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana) maupun menurut Pasal 146 
HIR dan 277 RIB ada kategori-kate-
gori orang yang karena jabatan atau 
pekerjaannya dianggap sebagai 
wajib penyimpan rahasia. Dalam 
Pasal 322 KUHP diadakan sanksi 
pidana terhadap mereka dari kate-
gori-kategori tersebut yang dengan 
sengaja membuka rahasia itu, 
sedangkan menurut Pasal 146 HIR 
dan Pasal 277 RIB mereka boleh 
menolak untuk memberi kesaksian 
mengenai rahasia tersebut (S 
Lumban Tobing (1933:4). 
Penerapan Hak Ingkar Notaris 
Dalam Perkara Perdata dan 
Pidana 
Dalam praktiknya, jika ternyata 
notaris sebagai saksi atau tersangka, 
tergugat, ataupun dalam pemerik-
saan oleh Majelis Pengawas Notaris 
membuka rahasia dan memberikan 
keterangan/pernyataan yang seharus-
nya wajib dirahasiakan, sedangkan 
undang-undang tidak memerintah-
kannya, maka atas pengaduan pihak 
yang merasa dirugikan dapat menun-
tut notaris yang bersangkutan. 
Dalam hal ini, dapat dikenakan Pasal 
322 ayat (1) dan (2) KUHP, yaitu 
membongkar rahasia, yang padahal 
sebenarnya notaris wajib menyim-
pannya. Bahkan sehubungan dengan 
perkara perdata, yaitu apabila notaris 
berada dalam kedudukannya sebagai 
saksi, maka notaris dapat meminta 
untuk dibebaskan dari kewajibannya 
untuk memberikan kesaksian, karena 
jabatannya menurut undang-undang 
diwajibkan untuk merahasiakannya 
(R.Soegondo Notodisoerjo,1982:97- 
98). 
Larangan notaris merupakan 
suatu tindakan yang dilarang untuk 
dilakukan oleh notaris. Jika larangan 
ini dilanggar oleh notaris, maka 
kepada notaris yang melanggar akan 
dikenakan sanksi sebagaimana yang 
tersebut dalam Pasal 85 UUJN. 
Kewajiban bagi notaris untuk 
mengucapkan sumpah sebelum men-
jalankan jabatannya sebagai notaris 
telah ada sejak dari dahulu. Dalam 
sumpah jabatan notaris ditetapkan 
bahwa notaris berjanji di bawah 
sumpah untuk merahasiakan sera-
pat-rapatnya isi akta-akta sesuai 
dengan ketentuan-ketentuan peratu- 
ran-peraturan itu. Peraturan-peratu- 
ran yang  dimaksudkan itu adalah 
peraturan-peraturan dalam Undang- 
Undang Jabatan Notaris khususnya 
Pasal 16, yang berisikan larangan 
bagi notaris untuk memberikan 
grosse akta, salinan/kutipan atau 
memperlihatkan atau memberitahu-
kan isi akta-aktanya selain kepada 
orang-orang yang langsung berke- 
pentingan pada akta itu, para ahli 
warisnya dan para penerima hak 
mereka, kecuali yang dalam hal-hal 
yang diatur dalam peraturan-peratu- 
ran umum. 
Pasal 4 Undang-Undang Jabatan 
Notaris menyatakan lebih luas, 
bahwa kewajiban merahasiakan ini 
juga meliputi keterangan yang diper-
oleh notaris dalam pelaksanaan 
jabatannya. Hal ini lebih karena 
jabatan yang dipangku oleh notaris 
adalah jabatan kepercayaan dan 
justru oleh karena itu seseorang 
bersedia mempercayakan sesuatu 
kepercayaan kepadanya. 
Wajib menyimpan atau meme-
gang rahasia ini dapat diketahui dari 
kode etik profesi. Point ke-5 Sumpah 
Jabatan Notaris menyatakan : 
“Bahwa saya akan merahasiakan 
serapat-rapatnya isi akta-akta selaras 
dengan ketentuan-ketentuan peratu- 
ran ini.” Etika memberikan kewa-
jiban bagi kaum profesional hukum 
sebagai aparat atau pejabat untuk 
menyimpan rahasia, sehingga secara 
etis pula tidak dibenarkan kaum 
profesional hukum membuka rahasia 
yang diberitahukan, dipercayakan 
dan diperolehnya, dari klien (Liliana 
Tedjosaputro,2003:80). 
Notaris masih dapat meraha-
siakan semua apa yang diberitahukan 
kepadanya dalam jabatannya terse-
but termasuk isi-isi akta dengan 
mempergunakan hak yang diberikan 
kepadanya dalam Pasal 1946 ayat (3) 
(Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdata 
(Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata)) dan Pasal 148 KUHP 
(Pasal 146 ayat (3) HIR) untuk me- 
ngundurkan diri sebagai saksi apabi-
la ia dipanggil sebagai saksi untuk 
didengar keterangannya di muka 
pengadilan. 
Apabila notaris dipanggil menjadi 
saksi di muka persidangan penga-
dilan, ia berdasarkan Pasal 1909 ayat 
(2) KUHPerdata dan Pasal-pasal 146 
HIR dan 227 RIB, dapat mempergu-
nakan haknya untuk mengundurkan 
diri sebagai saksi, dengan jalan 
menuntut penggunaan Verschonings-
recht (dahulu “hak ingkar”). 
Verschoningsrecht (hak mengundur-
kan diri) merupakan pengecualian 
terhadap ketentuan umum yang dise-
but tadi, yaitu bahwa setiap orang 
yang dipanggil sebagai saksi, wajib 
memberikan kesaksian (ibid:20).  
Verschoningsrecht berbeda de- 
ngan wraken, dalam kamus hukum 
Yan Pramadya Puspa Verschonings-
recht diartikan sebagai permohonan 
agar dibebaskan dari, hak mengun-
durkan diri (Yan Pramadya Puspa, 
1977:253).
 Sedangkan wraken dalam kamus 
Belanda – Indonesia Datje Rahajoe-
koe diartikan sebagai menolak, 
menolak sebagai saksi Datje Rahajoe 
Koesoemah,1991:302).  Wraken (hak 
ingkar) ada pada pihaknya, penggu-
gat maupun tergugat; mengingkari 
kewenangan hakim yang memeriksa 
perkara karena mempunyai kepenti- 
ngan atau hubungan dengan perkara 
yang diperiksanya. Hak ingkar inilah 
yang dimaksud sebagaimana diatur 
dalam Pasal 28 Undang-undang 
Pokok Kekuasaan Kehakiman 
Nomor 14 Tahun 1970.  
Kewenangan Majelis Pengawas 
Notaris Memberikan Izin Keha- 
diran Notaris Dalam Sidang Pen-
gadilan
Pertanyaan yang sering muncul 
adalah dapatkah notaris dipaksa 
untuk hadir sebagai saksi dalam 
perkara perdata dan apakah untuk 
bertindak sebagai saksi, diperlukan 
persetujuan majelis pengawas notaris 
sebagaimana yang dimaksud dalam 
pasal 66 Undang-Undang Jabatan 
Notaris. Pertanyaan-pertanyaan di- 
atas merupakan pertanyaan yang 
sering muncul yang memerlukan 
jawaban.
Majelis Pengawas adalah suatu 
badan yang mempunyai kewenangan 
dan kewajiban untuk melaksanakan 
pembinaan dan pengawasan terhadap 
Notaris. Menurut Pasal 1 ayat (6) 
Undang-Undang Nomor 2 tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN), Majelis Pengawas 
Notaris merupakan suatu badan yang 
memiliki wewenang dan untuk 
melakukan pembinaan dan penga-
wasan terhadap Notaris. Menurut 
Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Nomor M.02. 
PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata 
Cara Pengangkatan Anggota, Pem-
berhentian Anggota, Susunan Orga- 
nisasi, Tata Kerja dan Tata Cara 
Pemeriksaan Majelis Pengawas 
Notaris, Majelis Pengawas Notaris 
adalah suatu badan yang mempunyai 
kewenangan dan kewajiban untuk 
melaksanakan pengawasan dan pem-
binaan terhadap Notaris.  
Menurut Peraturan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Nomor M.02. 
PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata 
Cara Pengangkatan Anggota, Pem-
berhentian Anggota, Susunan Orga- 
nisasi, Tata Kerja dan Tata Cara 
Pemeriksaan Majelis Pengawas 
Notaris, Majelis Pengawas Notaris 
yaitu Majelis Pengawas yang tugas- 
nya memberi pembinaan dan penga-
wasan kepada notaris dalam men-
jalankan jabatan profesinya sebagai 
pejabat umum yang senantiasa 
meningkatkan profesionalisme dan 
kualitas kerjanya sehingga dapat 
memberikan jaminan kepastian dan 
perlindungan hukum bagi penerima 
jasa Notaris dan masyarakat luas
Menurut Pasal 1 ayat (6) Peratu- 
ran Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Nomor: 
M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang 
Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, 
Pemindahan dan Pemberhentian 
Notaris, Majelis Pengawas Notaris 
adalah suatu badan yang mempunyai 
kewenangan dan kewajiban untuk 
melaksanakan pembinaan dan 
pengawasan terhadap Notaris.
Menurut Pasal 1 ayat (7) Peratur-
an Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Nomor: 
M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang 
Pengambilan  Minuta Akta dan 
Pemanggilan Notaris, yang dimak-
sud dengan Majelis Pengawas 
Daerah adalah suatu badan yang 
mempunyai kewenangan dan kewa-
jiban untuk melaksanakan penga-
wasan dan pembinaan terhadap 
Notaris yang berkedudukan di Kabu-
paten atau kota. Selanjutnya dalam  
Peraturan Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia 
tersebut juga dijelaskan tingka-
tan-tingkatan Majelis Pengawas 
Notaris.
Dalam Pasal 68, Pasal 69 ayat (1), 
Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 76 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 
2014 tentang perubahan Undang-Un-
dang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (UUJN), disebutkan bahwa 
tingkatan-tingkatan Majelis Penga-
was Notaris tersebut meliputi :  
1   Majelis Pengawas Daerah Notaris 
berkedudukan di kota atau kabu-
paten;  
2   Majelis Pengawas Wilayah Nota- 
ris dibentuk dan berkedudukan di 
Ibukota Propinsi; 
3  Majelis Pengawas Pusat Notaris 
dibentuk dan berkedudukan di 
Ibukota Negara Kesatuan Repu- 
blik Indonesia
Wewenang Majelis Pengawas 
Daerah Notaris berkaitan dengan 
pengambilan Minuta Akta dan/ atau 
pemanggilan Notaris baik sebagai 
saksi maupun sebagai tersangka  
oleh Penyidik, Penuntut Umum atau 
Hakim, yaitu:  
1. Prosedur Pengambilan Minuta 
Akta oleh Penyidik, Penuntut 
Umum atau Hakim, dalam Pasal 8 
ayat 1, Pasal 9 sampai dengan 11, 
yaitu: 
a.  Penyidik, Penuntut Umum atau 
Hakim untuk kepentingan 
proses peradilan dapat me- 
ngambil Minuta Akta dan/ atau 
surat-surat yang dilekatkan 
pada Minuta Akta atau 
Protokol Notaris yang terdapat 
dalam Penyimpanan Notaris, 
dengan meminta kepada 
Notaris yang bersangkutan 
untuk membawa Minuta Akta 
dan/ atau sutat-surat yang 
dilekatkan pada Minuta Akta 
atau Protokol Notaris yang 
terdapat dalam Penyimpanan 
Notaris, dengan syarat harus 
megajukan permohonan tertu-
lis pada Majelis Pengawas 
Daerah Notaris setempat.
b. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris memberikan persetu-
juan untuk pengambilan 
Minuta Akta dan atau surat-su-
rat yang dilekatkan pada 
Minuta Akta atau Protokol 
Notaris dalam Penyimpanan 
Notaris oleh Penyidik, Penun-
tut Umum atau Hakim untuk 
kepentingan proses peradilan, 
apabila: 
1   Ada dugaan tindak pidana 
yang terkait dengan 
Minuta Akta dan/ atau 
surat-surat yang dilekat-
kan pada Minuta Akta atau 
Protokol Notaris dalam 
penyimpanan Notaris;  
2    Belum gugur hak menuntut 
berdasarkan ketentuan 
tentang daluarsa peraturan 
perundang-undangan di 
bidang pidana;  
3    Ada penyangkalan keabsa-
han tanda tangan dari para 
pihak;  
4   Ada dugaan pengurangan 
atau penambahan dari 
Minuta Akta; 
5   Ada dugaan Notaris me- 
lakukan pemunduran 
tanggal akta. 
c. Persetujuan Majelis Penga-
was Daerah Notaris diberikan 
setelah mendengar keterangan 
dari Notaris yang bersangku-
tan;
d. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris tidak memberikan 
persetujuan untuk pengambi-
lan Minuta Akta dan/ atau 
surat-surat yang dilekatkan 
pada Minuta Akta atau Pro- 
tokol Notaris dalam penyim-
panan Notaris, apabila tidak 
memenuhi ketentuan pada 
Pasal  9;
e. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dalam waktu paling 
lambat 14 (empat belas) hari 
sejak permohonan pengambi-
lan Minuta Akta dan/atau 
surat-surat yang dilekatkan 
Pada Minuta Akta atau 
Protokol Notaris oleh Penyi- 
dik, Penuntut Umum atau 
Hakim harus memberikan 
persetujuan atau tidak mem-
berikan persetujuan terhadap 
pengambilan tersebut; 
f. Jika jangka waktu 14 (empat 
belas) hari itu terlampaui maka 
Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dianggap menyetujui 
pengambilan Minuta Akta 
dan/ atau surat-surat yang 
dilekatkan pada Minuta Akta 
atau Protokol Notaris.
2. Prosedur Pemanggilan Notaris 
oleh Penyidik, Penuntut Umum 
atau Hakim dalam Pasal 14 
sampai dengan Pasal 18:  
a. Penyidik, Penuntut Umum 
Pendahuluan
Kini, peristiwa nyaris serupa 
terjadi lagi di kota yang sama, tepat-
nya di titik nol Yogyakarta. Seekor 
kuda betina bernama Dewi milik 
Wagiran itu tergeletak di jalan raya 
dan akhirnya melahirkan anaknya. 
Dewi memang sedang berbadan dua 
dan oleh pemiliknya diperkirakan 
akan melahirkan dua bulan lagi. 
Dewi harus tetap bekerja menarik 
andong karena si empunya tidak 
punya sumber pendapatan lain selain 
menarik andong untuk wisatawan. 
Alasan ekonomi yang membuat 
Wagiran memaksakan Dewi tetap 
bekerja meskipun ia tahu Dewi 
sedang bunting delapan bulan (ww-
w.detik.com, 24/03/15).
Dari kisah Dewi dan kuda milik 
Sutarso dapat diajukan pertanyaan: 
apakah Wagiran dan Sularso selaku 
pemilik kuda memiliki hak tanpa 
batas untuk mempekerjakan kuda- 
kuda itu meskipun dalam keadaan 
bunting 7 dan 8 bulan sekalipun? 
Apakah pemilik kuda dapat diper-
salahkan jika kemudian kuda itu 
mengalami luka atau bahkan mati? 
Sebaliknya, apakah Dewi yang 
seekor kuda itu punya hak untuk 
tidak dipekerjakan ketika sedang 
bunting? Kalaupun misalnya Dewi 
punya hak lalu siapa yang akan 
mempertahankan haknya bila dilang-
gar? Bukankah Dewi hanyalah 
seekor kuda yang tidak dapat berbi- 
cara apalagi menjadi pihak penggu-
gat di pengadilan untuk memperta- 
hankan haknya? (Efendi, 2015).
Pada 2014, seorang warga Dusun 
Jomblang, Kecamatan Berbah, 
Kabupaten Sleman, Yogyakarta, 
Danang Sulistyo alias Danang 
Sutowijoyo harus berurusan dengan 
polisi dari Polres Sleman karena 
membunuh 7 seekor kucing dan 
mengunggahnya di media sosial. 
Perbuatan Danang Sulistiyo dilapor-
kan Polisi oleh lembaga penyayang 
hewan, Animal Defenders, karena 
melanggar Pasal 302 ayat (2) Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) yang mengatur penga-
niayaan yang menyebabkan hewan 
mati. Danang Sulistiyo berkilah 
bahwa Ia membunuh kucing-kucing 
itu karena kucing tidak termasuk 
hewan yang dilindungi (www.tem-
po.co, 05/03/14). Sementara itu 
Polisi yang menerima laporan pem-
bunuhan kucing itu sempat merasa 
bingung. Brigadir Djuweni yang 
menerima laporan menyatakan 
bahwa selama 30 tahun Ia bertugas 
sebagai Polisi baru kali ini menerima 
laporan kasus penganiayaan hewan 
(www.tempo.co, 05/03/14).
Dari perbuatan Danang Sulistyo 
dapat dilontarkan pertanyaan:apakah 
jika tidak ada undang-undang yang 
dibuat untuk melindungi hewan 
maka manusia boleh sesukanya 
membunuh hewan itu? Dari sudut 
pandang lain mungkin orang akan 
bertanya apakah seseorang dapat 
dihukum penjara “hanya” karena 
membunuh seekor kucing? 
Bukankah sudah lazim orang mem-
bunuh sapi, kambing atau ayam 
untuk dimakan dagingnya? Jika pun 
ada hewan yang dibunuh sementara 
kita bukan pemiliknya apakah kita 
dirugikan? Bagaimana kalau yang 
dibunuh hewan liar tanpa pemilik?
Di Australia, dua orang turis 
Perancis, Thibaud Jean Leon Vallet 
yang berusia dua puluh empat tahun 
dan sepupunya, Jean Mickael Batri- 
kian delapan belas tahun dituntut di 
Pengadilan Magistrates, Perth, Aus-
tralia, dengan dakwaan melakukan 
kekejaman terhadap hewan. Tuntu- 
tan hukum terhadap dua orang turis 
Perancis karena mereka diketahui 
menyemprotkan aerosol dan korek 
api yang kemudian menghanguskan 
seekor quokka di Pulau Rottnest, 
Australia Barat. Quokka adalah jenis 
binatang marsupial (hewan berkan-
tung) kecil dan berukuran tubuh 
seperti tikus yang memakan tum-
buh-tumbuhan (herbivora) dan aktif 
pada malam hari atau nocturnal 
(www.dailymail.co.uk, 12/04/15). 
Pengadilan menjatuhkan denda ma- 
sing-masing sebesar $4.000 dan jika 
mereka gagal membayar dendanya 
maka diganti dengan penjara selama 
tujuh hari atau sampai mereka mem-
bayar denda (www.watoday.com, 
18/04/15).
Pertanyaan-pertanyaan seperti 
apakah manusia bebas untuk berbuat 
apa saja terhadap hewan untuk diam-
bil manfaatnya seperti dagingnya 
untuk dimakan atau kulitnya untuk 
pakaian atau untuk percobaan di 
laboratorium termasuk membunuh- 
nya sekedar untuk kesenangan 
berburu? Apakah hewan memiliki 
hak sehingga ia harus dibiarkan 
bebas dan manusia tidak boleh 
mengganggunya? Seandainya hewan 
memiliki hak lalu siapa yang akan 
mempertahankan haknya bila dilang-
gar oleh manusia? Bukankah hewan 
tidak mampu berbicara apalagi men-
jadi penggugat di pengadilan untuk 
mempertahankan haknya? Telah 
menjadi bagian dari pemikiran dan 
perdebatan tentang hak hewan yang 
telah berlangsung lama dan sampai 
sekarang tidak ada konsensus antara 
pihak yang mendukung dan yang 
menolak.
Pemikiran
Pemikiran hak hewan bukanlah 
hal baru tetapi sudah ada semenjak 
abad ke-6 sebelum masehi. Pada 
abad itu Pythagoras menulis "For as 
long as men massacre animals, they 
will kill each other. Indeed, he who 
sows the seed of murder and pain 
cannot reap joy and love" dan 
Pythagoras pun dianggap sebagai 
"The First Animal Rights Philoso-
pher" (Violin, 1990). Pythagoras-
sendiri adalah seorang vegetarian 
yang keras (a strict vegetarian) yang 
tidak hanya tidak mau memakan 
daging hewan, tetapi juga tidak 
menggunakan pakaian dan alas kaki 
yang berasal dari kulit hewan tetapi 
dari tumbuhan yaitu lontar (Violin, 
1990). Pythagoras percaya bahwa 
ada hubungan kekeluargaan manusia 
dengan hewan. Oleh karena itu, 
tindakan saling bunuh diantara 
mereka adalah kejahatan yang sangat 
buruk (Violin, 1990).
Pada beberapa abad sesudahnya 
tepatnya abad ke-4 masehi, Aristote-
lesmen gajukan gagasannya tentang 
hewan dan menurutnya hewan itu 
ada disediakan untuk manusia untuk 
makan dan kebutuhan lainnya. Aris-
toteles berpendapat bahwa hewan 
berada di bawah manusia karena 
hanya manusia yang memiliki akal 
atau dapat berpikir. Oleh karena itu, 
manusia dapat menggunakan hewan 
untuk keperluannya (www.animale-
thics.org.uk, 2015). Aristoteles 
dalam “Politics” menulis "that 
non-human animals ranked below 
humans in the great chain of being. 
He argued that because of their irra-
tionality that they could not have any 
interests of their own, and did not 
warrant respect" (Bryan, 2007:31).
Pembicaraan hak hewan muncul 
kembali pada permulaan abad 
ke-19,tepatnya pada 1824, ketika 
kelompok progresip warga negara 
Inggris yang berkumpul di sebuah 
kafe di Kota London kemudian 
membentuk “Society for the Preven-
tion of Cruelty to Animals” atau 
SPCA yang merupakan organisasi 
pertama di dunia yang memprjuang-
kan kesejahteraan hewan. Pada 1837 
kerajaan (Royal) memberikan duku- 
ngan kepada organisai SPCA dan 
pada 1840, Ratu Victoria (Queen 
Victoria) memberikan izin untuk 
menambahkan kata Royal pada nama 
SPCA sehingga berubah menjadi 
“Royalsociety for the Prevention of 
Cruelty to Animals” seperti yang kita 
kenal sampai hari ini (www.rsp-
ca.org.uk, 2015).Organisasi RSCPA 
dengan cepat menyebar diseluruh 
wilayah Eropa dan Amerika Serikat 
untuk mendorong negara-negara 
untuk membuat undang-undang yang 
melindungi kesejahteraan hewan. 
RSCPA dan sister organizationnya 
berjuang agar hewan diperlakukan 
secara layak (Bryan, 2007:31).
Henry Salt yang meninggal pada 
1939 saat berusia 88 tahun, lima 
tahunsebelum ditemukannya kata 
"vegan", selama 55 tahun telah 
dengan jelas dan konsisten mempro-
mosikan hak hewan, dan apa yang 
kita kenal sekarang sebagai ethical 
veganism. Henry Salt menulis 
hampir empat puluh buku, kebanya-
kan berkaitan dengan tema veganism 
yang telah membuka jalan pergera-
kan veganism seperti yang dikenal 
sekarang, termasuk buku Animals' 
Rights: Considered in Relation to 
Social Progress yang merupakan 
penggalian pertama gagasan hak 
hewan. Henry Salt kemudian diang-
gap sebagai "The Father of Animal 
Right" (www.vegsource.com, 2015).
Pemikiran hak hewan kembali 
mencuat pada tahun 1975 saat Peter 
Singer’s mempublikasikan bukunya, 
Animal Liberation (Rowlands, 2009: 
1). Peter Singer’s mengajukan teori 
moral atau utilitarianisme untuk 
membenarkan dan mempertahankan 
hak hewan. Paham utilitarianisme 
memandang bahwa tindakan-tinda-
kan baik yang sesuai dengan moral 
adalah untuk meningkatkan atau 
menghasilkan sejumlah besar 
kesenangan, kebahagian atau kepua-
san. Peter Singer’s berargumentasi 
bahwa hak hewan digunakan untuk 
meningkatkan persyaratan-persya- 
ratan untuk tidak lagi melakukan 
tindakan terhadap hewan sebagai 
bahan percobaan (menerapkan prin-
sip-prinsip ilmiah terhadap binatang) 
dan melakukan tindakan percobaan 
terhadap hewan untuk kepentingan 
ilmiah atau ilmu pengetahuan dan 
komersial (Rowlands, 2009:1).
Utilitarianisme adalah konsep 
yang dikembangkan oleh Bentham 
dan diberikan pengertian "that prop-
erty in any object, whereby it tends to 
produce benefit, advantage, plea-
sure, good, or happiness, (allthis in 
the present case comes to the same 
thing) or (what comes again to the 
same thing) to prevent the happening 
of mischief, pain, evil, or unhappi-
ness" (Bentham, 2000:15). Berdasar-
kan konsep utilitarianisme Bentham 
menurut Curzon menghasilkan prin-
sip "that we may approveor disap-
prove of an action according to its 
tendency to increase or diminish an 
individual’s happiness" (Curzon, 
1995:67). Menurut Bentham 
kesenangan adalah kebaikan dan rasa 
sakit adalah suatu keburukan. "Plea-
sure is to be equated with good, pain-
with evil" (ibid).
Penganut paham utilitarianisme 
lainnya adalah John Stuart Mill. 
Menurut Mill "The utilitarian creed 
accepts as the foundation of morals 
the ‘greatest happiness’ principle, ie, 
‘that actions are right in proportion 
as they tend to promote happiness, 
wrong as they tend to produce the 
reverse of happiness" (Mill, 
2009:14). Utilitarianisme menerima 
prinsip dasar moral adalah kebaha-
giaan atau kesenangan yang besar. 
Tindakan yang benar menghasilkan 
kesenangan, tindakan salah meng-
hasilkan kesengsaraan. Henry Sidg-
wick seorang utilitarian Inggris 
memberikan pengertian utilitarian-
isme "By utilitarianism is here meant 
the ethical theory,that the conduct 
which, under any given circumstanc-
es, is objectively right, is that which 
will produce the greatest amount of 
happiness on the whole; that is, 
taking into account all whose happi-
ness is affected by the conduct" 
(McGee, 2004: 92).
Utilitarianisme sebagai dasar 
pemberian hak hewan didukung oleh 
Gaverick Matheny. Utilitrarianisme 
menurutnya adalah "act in such a 
way as to maximize the expected 
satisfaction of interests in the world, 
equally considered" (Matheny, 
2006:14). Lebih lanjut Gaverick 
Matheny menyatakan "I have 
argued that utilitarianism is a 
reasonable ethical theory, that this 
theory includes animals in its moral 
consideration, and that it obliges us 
to make dramatic changes in our 
institutions and habits – most imme-
diately, that we become vegetarian 
or preferably vegan" (ibid).
Pada tahun 1983, Tom Regan 
mempublikasikan karya pentingnya 
Animal Right dan menolak pandan-
gan Peter Singer's yang menempat-
kan utilitarianisme sebagai dasar hak 
hewan. Menurut Tom Regan, hewan 
memiliki hak karena mereka memili-
ki apa yang disebut inherent value 
(Mark Rowlands, 2009: 1). Secara 
moral manusia berkewajiban untuk 
bertindak kepada hewan dengan 
menghormati inherent value itu. 
Meskipun berbeda pendangan men-
genai dasar pemberian hak kepada 
hewan namun Peter Singer’s dan 
Tom Regan sependapat bahwa 
hewan tidak boleh dijadikan bahan 
percobaan untuk kegiatan ilmiah dan 
lain-lain.
Perdebatan
Pemikiran mengenai hak hewan 
menjadikan para sarjana terbelah 
pendapatnya. Sebagian sarjana 
menerima hak hewan dan sebagian 
lainnya menolak. Perdebatan tentang 
hak hewan dapat dilihat dari perde-
batan antara pendukung dan penolak 
hak hewan sebagai berikut (David 
Graham, 2014):
Penolak       :  Bagaimana kamu dapat 
mengatakan kalau 
hewan memiliki hak? 
Ini tidak mungkin.
Pendukung : Mengapa?
Penolak      : Untuk satu hal, hewan 
tidak dapat berpikir. 
Mereka tidak dapat 
memper tanggungja- 
wabkan perbuatannya. 
Untuk memiliki hak, 
kamu harus memiliki 
kapasitas.
Pendukung : Tunggu sebentar, bayi 
tidak dapat berpikir. 
Apakah itu berarti 
berlaku bagi bayi?
Penolak      : Tentu saja tidak. Bayi 
akan mampu berpikir 
pada suatu saat nanti. 
Kita harus memper-
lakukan mereka se- 
bagai calon pemilik 
hak.
Pendukung : Tetapi bagaimana jika 
bayi kemudian sakit 
dan hanya mampu 
hidup selama 6 bulan? 
Bagaimana dengan 
orang yang lahir de- 
ngan bagian otak yang 
hilang sehingga kapa-
sitas mentalnya seper-
ti bayi? Bagaimana 
dengan orang pikun? 
Apakah mereka dapat 
kita bunuh, makan, 
jika orang-orang se- 
perti itu tidak dapat 
memperlakukan dirin-
ya sendiri, apakah kita 
m e m p e r l a k u k a n 
mereka seperi bayi?
Penolak       : Baik…saya akan me- 
mikirkannya lagi 
untuk itu?
Para penganjur dan pendukung 
hak hewan seringkali merujuk 
pernyataan Bentham "The question is 
not, can they reason? nor, can they 
talk? but, can they suffer?" (Singer, 
1989:151). Hewan tidak dapat 
berfikir, hewan tidak bisa berbicara 
tetapi hewan dapat merasakan 
penderitaan atau rasa sakit. Oleh 
karena dapat merasakan rasa sakit, 
maka hewan diberikan hak untuk 
tidak disakiti. Mengenai hal ini 
Gaverick Matheny menyatakan 
sebagai berikut (Matheny, 2006:16- 
17):
"Do any nonhumans have inter-
ests? By the principle of equal 
consideration of interests, interests 
matter, regardless of whose inter-
ests they are. We can agree that we 
all have an interest, at a minimum, 
in a pleasurable life, relatively free 
of pain. Pleasure and pain matter 
to all of us who feel them. As such, 
it follows that we are obliged to 
consi- der, at a minimum, the inte- 
rests of all those who are capable 
of feeling pleasure and pain – that 
is, all those who are sentient. We 
can then say that sentience is a 
sufficient condition for having 
interests and having those interests 
considered equally. Are any nonhu-
man animals sentient? That is, are 
any nonhumans bio-logically 
capable of feeling pleasure and 
pain? There are few people today, 
including biologists, who seriously 
doubt the answer is yes. For most 
of us, our common sense and expe-
rience with animals, especially 
dogs and cats, are sufficient to let 
us answer affirmatively. However, 
our commonsense and experience 
cannot always be trusted, and so 
we should look for further evidence 
that animals other than ourselves 
are sentient… We have similar 
reasons for believing that many 
nonhuman animals feel pain. 
Human beings evolved from other 
species. Those parts of the brain 
involved in sensing pleasure and 
pain are older than human beings 
and common to mammals and 
birds, and probably also to fish, 
reptiles, and amphibians. For most 
of these animals, awareness of 
pain would serve important func-
tions, including learning from past 
mistakes."
Bagi penganut libertarian maka 
hewan memiliki hak negatif dan 
bukan hak positif seperti hak untuk 
mendapatkan pendidikan atau hak 
perawatan kesehatan. Hewan memi-
liki hak negatif berupa hak untuk 
dibiarkan sendiri dan hak untuk tidak 
dibunuh atau tidak diburu (Graham, 
2014).
Pendapat yang menerima hak 
hewan berdasarkan alasan sebagai 
berikut (Regan, 2014) :
1.  The philosophy of animal rights is 
rational
Tindakan diskriminasi yang dila- 
kukan secara sewenang-wenang 
adalah tindakan tidak rasional dan 
tindakan diskriminasi terhadap 
hewan adalah tindakan sewenang- 
wenang. Suatu tindakan salah 
memperlakukan makhluk hidup, 
khususnya yang lemah dalam 
intelegensi manusia normal 
sebagai alat atau sumber daya 
atau model atau komoditi.
2. The philosophy of animal rights is 
scientific
Filosofi hak hewan adalah peng-
hormatan terhadap ilmu pengeta-
huan secara umum dan evolusi 
biologi pada khususnya. Darwin 
menyatakan bahwa perbedaan 
manusia dan hewan hanya pada 
tingkatannya bukan jenisnya.
3.  The philosophy of animal rights is 
unprejudiced
Rasis adalah seseorang yang 
berfikir bahwa rasnya lebih baik 
dari ras lainnya. Sexist adalah 
adalah suatu kepercayaan bahwa 
jenis kelaminnya lebih tinggi dari 
jenis kelamin yang lain. Rasisme 
dan sexisme adalah paradigma 
intolrensi dan cara berpikir sempit 
yang tidak dapat didukung. Tidak 
ada ras atau jenis kelamin yang 
lebih tinggi atau lebih rendah. Ras 
dan jenis kelamin memang berbe-
da secara bilogis bukan secara 
moral. Hal yang sama berlaku 
untuk spesies. Pandangan yang 
mengganggap bahwa spesies 
homo sapiens lebih tinggi daripa-
da spesies lainnya adalah keliru. 
Tidak ada spesies yang lebih 
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atau Hakim, untuk kepenti- 
ngan proses peradilan dapat 
memanggil Notaris sebagai 
saksi, tersangka atau terdakwa 
dengan mengajukan permo-
honan tertulis kepada Majelis 
Pengawas Daerah Notaris 
setempat; 
b. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dapat memberikan 
persetujuan pemanggilan No- 
taris sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 ayat (1) apabi-
la: 
Ada dugaan tindak pidana yang 
berkaitan dengan Minuta Akta dan 
atau surat-surat yang dilekatkan pada 
Minuta Akta atau Protokol Notaris 
yang terdapat dalam penyimpanan 
Notaris;  
1. Belum gugurnya hak menun-
tut berdasarkan ketentuan 
tentang daluarsa dalam pera-
turan perundang-undangan 
dibidang pidana; 
c. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris  dapat memberi per- 
setujuan kepada Penyidik, 
Penuntut Umum atau Hakim 
setelah mendengar keterangan 
dari Notaris yang bersangku-
tan;
d. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris tidak memberikan per- 
setujuan pemanggilan Notaris 
sebagai saksi, tersangka atau 
terdakwa kepada Penyidik, 
Penuntut Umum atau Hakim, 
apabila tidak memenuhi per- 
syaratan dalam Pasal 15;
e. Majelis Pengawas Daerah 
Notaris wajib memberikan 
persetujuan atau tidak mem-
berikan persetujuan secara 
tertulis dalam jangka waktu 
paling lambat 14 (empat belas) 
hari sejak permohonan secara 
tertulis untuk pemanggilan 
Notaris sebagai saksi, tersang-
ka atau terdakwa yang diaju-
kan oleh Penyidik, Penuntut 
Umum atau Hakim kepada 
Majelis Pengawas Notaris;
f. Jika jangka waktu 14 (empat 
belas) hari terlampaui dan 
Majelis Pengawas Daerah 
Notaris tidak memberikan 
persetujuan atau penolakan 
persetujuan pemanggilan 
Notaris sebagai saksi, tersang-
ka atau terdakwa secara tertu-
lis kepada Penyidik, Penuntut 
Umum atau Hakim, maka 
Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dianggap menyetujui 
pemanggilan Notaris.
Simpulan
Pada dasarnya hak ingkar adalah 
hak untuk mengundurkan diri dari 
memberikan kesaksian dimuka 
Pengadilan dalam masalah Perdata 
maupun Pidana. Dalam perkara 
perdata, notaris lebih leluasa untuk 
menggunakan hak ingkar yang dibe- 
rikan undang-undang kepadanya. 
Istilah hak ingkar ini merupakan 
terjemahan dari bahasa Belanda 
verschoningsrecht yang artinya 
adalah hak untuk dibebaskan dari 
memberikan keterangan sebagai 
saksi dalam suatu perkara perdata 
maupun pidana. Hak ini merupakan 
pengecualian dari prinsip umum 
bahwa setiap orang yang dipanggil 
sebagai saksi wajib memberikan 
kesaksian itu. Hak Ingkar dapat 
dilihat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 
e UU No 30 Tahun 2004 jo UU No 
No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan 
Notaris.
Hak ingkar ini dalam praktek 
masih membingungkan para notaris 
untuk menggunakannya. Hal ini 
disebabkan karena hak ingkar masih 
berimplikasi dalam pelaksanaannya 
khususnya dalam perkara pidana. 
Dalam perkara pidana yang dicari 
adalah kebenaran materil sehingga 
kehadiran Notaris sebagai saksi 
sangat diperlukan, berlainan dengan 
perkara perdata yang mencari kebe-
naran formil. Kehadiran notaris 
sudah dapat dianggap ada dengan 
dihadirkan akta notaris yang dibuat 
oleh notaris yang bersangkutan. 
Menurut Peraturan Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia, pada dasarnya Majelis 
Pengawas Daerah Notaris mempu-
nyai kewenangan untuk Memberikan 
Izin Kehadiran Notaris Dalam 
Sidang Pengadilan sepanjang tidak 
bertentangan dengan peraturan dan 
undang-undang.
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tinggi.
4. The philosophy of animal rights is 
just
Keadilan adalah prinsip tertinggi 
dalam etika. Kita tidak dapat 
melakukan ketidakadilan untuk 
mendatangkan keuntungan, tidak 
boleh melanggar suatu hak untuk 
mendapatkan keuntungan. Perbu-
dakan dan mempekerjakan anak 
di bawah umur adalah dibiarkan- 
nya tindakan melanggar hak 
untuk memperoleh keuntungan 
dan masih banyak contoh keti- 
dakadilan sosial yang dibiarkan. 
Hal ini tidak berlaku untuk filoso-
fi hak hewan, yang mana prinsip 
tertinggi adalah keadilan. Tidak 
ada seorang pun yang memiliki 
hak untuk mendapatkan keuntu- 
ngan dari hasil melanggar hak 
pihak lain, apakah itu dari manu-
sia atau hewan.
5. The philosophy of animal rights is 
compassionate
Semua makhluk hidup mengi- 
nginkan perasaan empati dan 
simpati atau dengan kata lain 
cinta kasih terhadap korban 
ketidakadilan, apakah itu manusia 
atau hewan.
6. The philosophy of animal rights is 
unselfis
Filosofi hak hewan adalah komit-
men untuk melayani mereka yang 
lemah, baik itu manusia atau 
hewan, orang yang tidak memiliki 
kemampuan mempertahankan 
diri sendiri, dan orang yang mem-
butuhkan perlindungan terhadap 
orang yang rakus dan kejam. Filo-
sofi hak hewan ini mensyaratkan 
suatu komitmen tidak karena 
kepentingan diri kita untuk mem-
berikannya, akan tetapi karena ini 
adalah hak untk melakukannya.
7. The philosophy of animal rights is 
individually fulfilling
Semua tradisi dalam etika, baik 
yang sekuler ataupun religius, 
tediri atas empat hal penting, 
yaitu ilmu pengetahuan, keadilan, 
kasih sayang dan kebebasan. Filo-
sofi hak hewan tidak terkecuali 
melipatkan empat hal tersebut. 
Filosofi hak hewan ini mengajar-
kan bahwa pilihan-pilihan manu-
sia harus dilandasi ilmu pengeta-
huan, keadilan, kasih sayang dan 
kebebasan dan itu harus ditentu-
kan secara bebas. Tidak mudah 
untuk mencapai keempat hal 
tersebut, tetapi semua manusia 
tidak akan bisa hidup tanpa keem-
pat hal tersebut.
8.  The philosophy of animal rights is 
socially progressive.
Dampak besar oleh masyarakat 
manusia adalah ekploitasi terha-
dap hewan. Hal ini misalnya 
dalam kasus bahan makanan yang 
tidak sehat, kebiasaan mengggu-
nakan hewan untuk kepentingan 
ilmu pengethuan dan banyak lagi 
bentuk ekploitasi terhadap hewan. 
Ini merupakan kegagalan negara 
dalam melayani kepentingan war- 
ga negaranya. Menurut Mahatma 
Gandhi bangsa yang besar 
dengan kemajuannya moralnya.
9.  The philosophy of animal rights is 
environmentally wise.
Kebanyakan kasus degradasi 
lingkungan seperti efek rumah 
kaca, pencemaran air dan hilang- 
nya kesuburan tanah adalah 
karena tindakan ekploitasi hewan 
secara berlebihan. Begitu juga 
untuk masalah-masalah lingku- 
ngan seperti hujan asam, pem-
buangan limbah racun ke laut, 
pencemaran udara dan rusaknya 
habitas alami. Dalam hal ini 
tindakan perlindungan terhadap 
hewan adalah sama dengan tinda-
kan perlindungan terhadap bumi.
10. The philosophy of animal rights 
is peace-loving.
Dasar filosofi hak hewan adalah 
memperlakukan manusia dan 
hewan dengan penuh rasa hormat. 
Hal ini mewajibkan kita untuk 
tidak membahayakan orang lain 
atau hewan sementara kita sendiri 
memperoleh keuntungan dari 
tindakan itu. Filosofi ini adalah 
filosofi perdamaian dan menolak 
agresi militer. Filosofi ini meng-
inginkan perdamaian secara luas 
yang mencakup perdamaian ter- 
hadap spesies-spesies lain. Filo-
sofi ini memiliki kepercayaan 
bahwa perdamaian dunia tidak 
akan tercipta jika kita gagal mem-
bawa perdamaian terhadap 
hewan-hewan disekitar kita.
Tibor Machan menolak hak 
hewan dengan alasan bahwa prinsip 
“nonaggression” tidak dapat diter-
apkan terhadap hewan. Hewan bukan 
kelompok “the moral community” 
yang dilindungi oleh prinsip “nonag-
gression.” Menurut Tibor Machan 
hanya manusia yang punya hak tidak 
termasuk hewan. Apakah hewan 
punya kesalahan, perasaan menyesal 
dan penyesalan yang mendalam, atau 
meminta maaf atau apa saja yang ada 
dalam kelompok itu? Tentu saja 
tidak, kata Machan. Oleh karena itu 
Tibor Machan mengajukan tesisnya 
“Hewan bukan agen moral seperti 
manusia, bahkan gorilla sekalipun” 
(Machan, 2014).
Pendapat yang menolak hak 
hewan berdasarkan alasan sebagai 
berikut (Regan, 2014):
1. You are equating animals and 
humans, when, in fact, humans 
and animals differ greatly.
Kita tidak dapat mengatakan 
bahwa manusia dan hewan sama 
dalam segala hal. Misalnya kita 
tidak dapat mengatakan bahwa 
anjing dan kucing dapat melaku-
kan kalkulus, atau babi dan sapi 
dapat menikmati puisi. Dalam hal 
ini manusia dan hewan memiliki 
banyak perbedaan. 
2. You are saying that every human 
and every other animal has the 
same rights, which is absurd. 
Chickens cannot have the right to 
vote, nor can pigs have a right to 
higher education.
Kita tidak dapat mengatakan 
bahwa manusia dan hewan memi-
liki hak yang sama. Bahkan tidak 
semua manusia memiliki hak 
yang sama. Misalnya orang 
dengan gangguan mental serius 
tidak memiliki hak untuk 
mendapatkan pendidikan tinggi.
3.  If animals have rights, then so do 
vegetables, which is absurd.
Banyak hewan seperti manusia, 
mereka secara psikologis 
menginkan kesejahteraan hidup. 
Seperti manusia maka hewan 
memiliki hak untuk diperlakukan 
dengan rasa hormat. Pada sisi 
lain, kita tidak punya alasan, dan 
tentu saja secara ilmiah memper-
cayai bahwa wortel dan tomat 
memiliki fungsi psikologis. 
Seperti sayur-mayur lain, wortel 
dan tomat tidak memiliki otak 
atau pusat sistem syaraf. Oleh 
karena itu tidak cukup alasan 
untuk menganggap sayuran 
sebagai makhluk psikologis, 
misalnya dengan kemampuan 
untuk merasakan senang dan 
sakit. Dengan alasan ini adalah 
tidak rasional untuk menerima 
hak hewan dan menolak hewan 
dengan kasus wortel dan tomat.
4. Where do you draw the line? If 
primates and rodents have rights, 
then so do slugs and amoebas, 
which is absurd.
Sering kali adalah sulit untuk 
mengetahui secara pasti di mana 
suatu garis penarik (draw the 
line). Misal kita tidak dapat men-
gatakan secara pasti bagaimana 
seseorang itu dikatakan tua atau 
seseorang itu dikatakan tinggi. 
Kita tentu saja dapat mengatakan 
bahwa seseorang yang berusia 88 
tahun adalah tua dan seseorang 
yang tingginya 7,1" adalah tinggi. 
Sama juga kita tidak dapat men-
gatakan dengan pasti bahwa 
hewan memiliki fungsi psikolo-
gis, tetapi pada satu sisi lain kita 
dapat mengatakan dengan pasti 
berdasarkan ilmu pengetahuan 
yang ada primata dan hewan-he-
wan kecil seperti tikus dan tupai 
memiliki fungsi psikologis. 
Sementara itu amoba dan siput 
tanpa tempurung dan hewan 
lainnya tidak memiliki organ otak 
dan fungsi psikologis.
5.  But surely there are some animals 
who can experience pain but lack 
a unified psychological identity. 
Since these animals do not have a 
right to be treated with respect, 
the philosophy of animal rights 
implies that we can treat them in 
any way we choose.
Benar bahwa beberapa hewan 
seperti udang dan kerang memili-
ki kapasitas untuk mengetahui 
rasa sakit tetapi secara psikologis 
tidak dapat merasakan rasa sakit 
itu. Sejak saat itu hewan-hewan 
itu tidak memiliki hak untuk 
dihormati dan implikasinya ma- 
nusia dapat memperlakukan 
hewan-hewan itu sesuai dengan 
keinginanya. Manusia dapat 
memakan udang, kerang dan 
hewan sejenis itu atau meman-
faatkan hewan-hewan itu dengan 
cara-cara lain. Tidak akan ada 
justifikasi moral terhadap hak 
hewan sebab hewan itu mera-
sakan sakit karena dimakan atau 
dimanfaatkan untuk keperluan 
lain.
6.  Animals don't respect our rights. 
Therefore, humans have no obli-
gation to respect their rights 
either.
Terdapat banyak situasi di mana 
individu yang memiliki hak tidak 
mampu menghormati hak orang 
lain. Misalnya bayi dalam kandu- 
ngan, anak-anak dan orang sakit 
mental. Dalam hal ini kita tidak 
dapat melakukan mereka secara 
tidak hormat karena mereka tidak 
menghormati hak kita. Sebalik- 
nya kita berkewajiban menghor-
mati hak mereka, bahkan ketika 
mereka tidak memiliki kewajiban 
untuk menghormati hak kita. Apa 
yang benar dalam kasus bayi 
dalam kandungan, anak-anak dan 
orang sakit mental, belum tentu 
benar dalam kasus yang melibat-
kan hewan. Hewan tidak berke-
wajiban menghormati hak manu-
sia tetapi hal ini tidak menghapus-
kan kewajiban manusia untuk 
menghormati hewan.
7.  God gave humans dominion over 
other animals. This is why we can 
do anything to them that we wish, 
including eat them.
Tuhan menciptakan manusia 
dengan kedudukan yang lebih 
tinggi dibandingkan dengan 
hewan. Oleh sebab itu manusia 
dapat melakukan apa saja terha-
dap hewan termasuk untuk 
memakan daging hewan.
8. Only humans have immortal souls. 
This gives us the right to treat the 
other animals as we wish.
Manusia dalah satu-satunya 
makhluk hidup yang memiliki 
jiwa yang tidak akan pernah mati. 
Oleh karena itu manusia diberi-
kan hak untuk memperlakukan 
hewan sesuai dengan keinginan 
manusia.
9.  If we respect the rights of animals, 
and do not eat or exploit them in 
other ways, then what are we 
supposed to do with all of them? 
In a very short time they will be 
running through our streets and 
homes.
Jika hewan memiliki hak dan 
manusia tidak dapat memakan 
dagingnya atau memanfaatkan- 
nya dengan cara lain, lalu apa 
yang harus dilakukan oleh manu-
sia terhadap hewan. Semakin hari 
maka jumlah hewan akan sema-
kin banyak dan hewan-hewan itu 
akan ke jalan-jalan atau masuk 
ketempat tinggal manusia dan itu 
bisa membahayakan manusia.
10. Even if other animals do have 
moral rights and should be 
protected, there are more impor- 
tant things that need our attention 
-- world hunger and child abuse, 
for example, apartheid, drugs, 
violence to women, and the plight 
of the homeless. After we take 
care of these problems, then we 
can worry about animals rights.
Memikirkan hak moral bagi 
hewan dan kemudian melindungi 
hak itu adalah tindakan berlebi-
han. Oleh karena masih banyak 
persoalan yang membutuhkan 
perhatian dan tindakan segera, 
misalnya menipisnya bahan 
makanan, perdagangan anak, 
rasisme, obat-obatan, kekerasan 
terhadap perempuan dan gelan-
dangan. Jika persoalan-persoalan 
seperti itu telah dapat diselesaikan 
maka hak hewan baru dapat kita 
pikirkan.(Regan 2014)
Menggugat Untuk Hak Hewan
Di Amerika Serikat, pengakuan 
hak hewan antara lain dalam perkara 
Talikum, Katina, Corky, Kasat-
kam and Ulises, five orcas, (Plain-
tiffs) vs. Sea World Parks & Enter-
tainment, Inc. and Sea World, 
LLC, (Defendants). Dalam perkara 
ini penggugat adalah lima ekor paus 
yang bernama Talikum, Katina, 
Corky, Kasatkam dan Ulises yang 
diwakili oleh kelompok pegiat kese-
jahteraan hewan, yaitu Masyarakat 
untuk Perlakukan Etis terhadap 
Hewan atau People for the Ethical 
Treatment of Animals(PETA) meng-
gugat Sea World Parks &Entertain-
ment, Inc. and Sea World, LLC, 
(selanjutnya disebut Sea World).
Menurut penggugat pihak ter- 
gugat telah melakukan perbuatan 
perbudakan terhadap Talikum, 
Katina, Corky, Kasatkam dan 
Ulises. Perbuatan tergugat telah 
melanggar section one amandemen 
ke-13 Konstitusi Amerika Serikat 
yang telah menghapus dan melarang 
perbudakan. Menurut penggugat 
Talikum, Katina, Corky, Kasat-
kam dan Ulises mengalami perbuda-
kan karena United States (District 
Court Southern District of Califor-
nia, 3) :
1. Tidak memiliki kebebasan fisik 
dan psikologis.
2. Tidak ada sarana atau alat untuk 
melarikan diri.
3. Terpisah dari habitat asli dan 
spesiesnya.
4. Tidak mampu untuk berperilaku 
secara alami atau menentukan 
keinginan sendiri atau menentu-
kan cara hidupnya sendiri.
5. Berada di bawah kehendak Sea 
World.
6.  Dibatasi secara tidak alami, dalam 
tekanan dan dalam kondisi yang 
tidak baik.
7. Menjadi subyek inseminasi buatan 
atau pengumpulan sperma untuk 
tujuan pengembangbiakan secara 
paksa.
Tergugat memberikan jawaban 
bahwa penggugat tidak memiliki 
kapasitas menggugat (legal stan- 
ding) karena tidak memenuhi keten-
tuan Rule 17 of the Federal Rules of 
Civil Procedure terutama Article III 
yang menyatakan:
a plaintiff must show that (1) it has 
suffered an‘injury in fact’ that is 
(a) concrete and particularized 
and (b) actual or imminent, not 
conjectural or hypothetical; (2) the 
injury is fairly traceable to the 
challenged action of the defendant; 
and (3) it is likely, as opposed to 
merely speculative, that the injury 
will be redressed by a favorable 
decision.
Tergugat menyatakan bahwa 
amandemen ke-13 Konstitusi Ameri-
ka Serikat digunakan untuk melarang 
tindakan perbudakan manusia. Paus 
dan hewan lain tidak termasuk dalam 
amandemen ke-13 Konstitusi Ameri-
ka Serikat.
Mengenai legal standing penggu-
gat, hakim Jeffry T. Miller member-
ikan pertimbangan bahwa penggugat 
tidak memiliki kemampuan untuk 
mengajukan gugatan dan oleh karena 
itu pengadilan tidak memiliki 
kewenangan untuk mengadili perka-
ra. Pertimbangan hakim Jeffry T. 
Miller adalah "Here, there is no 
likelihood of redress under the Thir-
teenth Amendment because the 
Amendment only applies to humans, 
and not orcas. Because Plaintiffs are 
without standing to bring this action, 
no 'case' or 'controversy' exists and 
this court lacks subject matter juris-
diction. Accordingly, this case is 
dismissed under Rule 12(b)(1)" 
(Regan 2014).
Mengenai penerapan amandemen 
ke-13 Konstitusi Amerika Serikat 
hakim Jeffry T. Miller menyatakan 
bahwa amandemen ke-13 Konstitusi 
Amerika Serikat berlaku untuk kaum 
wanita serta kaum Afrika-Amerika 
yang pernah mengelami perbudakan 
dan tidak berlaku kepada hewan. 
Oleh karena itu, kasus harus ditutup. 
Pertimbangan hakim Jeffry T. 
Miller mengenai penerapan amande-
men ke-13 Konstitusi Amerika Seri-
kat terhadap penggugat adalah 
sebagai berikut (Regan 2014):
"Unlike the other constitutional 
amendments relied upon by Next 
Friends, the Thirteenth Amend-
ment targets a single issue: the 
abolition of slavery within the 
United States. The Amendment’s 
language and meaning is clear, 
concise, and not subject to the 
vagaries of conceptual interpreta-
tion - “Neither slavery nor invo- 
luntary servitude…shall exist 
within the United States or any 
place subject to their jurisdiction.” 
As “slavery” and “involuntary 
servitude” are uniquely human 
activities, as those terms have been 
historically and contemporaneous-
ly applied, there is simply no basis 
to construe the Thirteenth Amend-
ment as applying to non-humans."
Berdasarkan pertimbangan-per-
timbangannya Hakim Jeffry T. 
Miller memberikan konklusi sebagai 
berikut (Regan 2014):
"Even though Plaintiffs lack stan- 
ding to bring a Thirteenth Amend-
ment claim, that is not to say that 
animals have no legal rights; as 
there are many state and federal 
statutes affording redress to Plain-
tiffs, including, in some instances, 
criminal statutes that “punish 
those who violate statutory duties 
that protect animals.” Cetacean, 
386 F.3d at 1175. While the goal of 
Next Friends in seeking to protect 
the welfare of orcas is laudable, 
the Thirteenth Amendment affords 
no relief to Plaintiffs. In sum, the 
court dismisses the action with 
prejudice for lack of subject matter 
jurisdiction. The Clerk of Court is 
instructed to close the file."
Hakim memutuskan bahwa 
People for the Ethical Treatment of 
Animals (PETA) tidak memiliki 
kapasitas untuk mengajukan gugatan 
dan oleh karena itu perkara harus 
ditutup. Namun demikian bukan 
berarti hewan tidak memiliki hak 
hukum. Di Amerika Serikat telah 
banyak undang-undang yang mem-
berikan perlindungan hukum bagi 
hewan termasuk penggugat. Misal- 
nya undang-undang pidana yang me- 
ngancam dengan hukuman pidana 
kepada orang yang melanggar kewa-
jiban berdasarkan undang-undang 
untuk melindungi hewan.
Perkara selanjutnya adalah perka-
ra yang diajukan oleh kelompok 
pendukung hak hewan The Nonhu-
man Rights Project untuk kepenti- 
ngan seekor simpanse yang bernama 
Tommy di the New York Supreme 
Court. Gugatan bertujuan agar 
Tommy diberikan status hukum 
sebagai manusia (personhood) dan 
bukan sebagai benda yang dapat 
menjadi obyek hak milik. Dengan 
memiliki status hukum sebagai 
manusia, maka Tommy tidak sepan-
tasnya ditempatkan dalam suatu 
kandang yang membatasi kebebasan 
geraknya (Porter, 2013). Inti dari 
gugatan The Nonhuman Rights 
Project adalah "attempt to get judges 
to declare that the great apes are 
legal persons and free them from 
captivity" (Grimm, 2013: 1154). 
Gugatan bertujuan agar hakim me- 
nyatakan bahwa simpanse adalah 
manusia dan membebaskan mereka 
dari sangkar.
The Nonhuman Rights Project 
mengajukan gugatan dengan meru-
juk pada preseden perkara Sierra 
Club v. Morton di mana hakim Wil-
liam O. Douglas memberikan 
dissenting opinion yang mengakui 
hak lingkungan sebagai benda inani-
matif sebagai berikut (Porter, 2013):
"So it should be as respects valleys, 
alpine meadows, rivers, lakes, 
estuaries, beaches, ridges, groves 
of trees, swampland, or even air 
that feels the destructive pressures 
of modern technology and modern 
life. The river, for example, is the 
living symbol of all the life it 
sustains or nourishes – fish, aqua- 
tic insects, water ouzels, otter, 
fisher, deer, elk, bear, and all other 
animals, including man, who are 
dependent on it or who enjoy it for 
its sight, its sound, or its life. The 
river as plaintiff speaks for the 
ecological unit of life that is part of 
it. Those people who have a mean-
ingful relation to that body of 
water – whether it be a fisherman, 
a canoeist, a zoologist, or a logger 
– must be able to speak for the 
values which the river represents 
and which are threatened with 
destruction… With all respect, the 
problem is to make certain that the 
inanimate objects, which are very 
core of America’s beauty have 
spokesmen before they are 
destroyed... That is why these envi-
ronmental issues should be 
tendered by the inanimate object 
itself. Then there will be assuran- 
ces that all of the forms of life 
which it represents will stand 
before the court – the pileated 
woodpecker as well as the coyote 
and bear, the lemmings as well as 
the trout in the streams. Those 
inarticulate members of the 
ecological group cannot speak. But 
those people who have so frequent-
ed the place as to know its values 
and wonders will be able to speak 
for the entire ecological communi-
ty."
Hakim Steven Wise menyatakan 
bahwa perjuangan luar biasa untuk 
memperoleh status hukum sebagai 
manusia bagi simpanse telah dimu-
lai. Sementara hakim Joseph Sise 
menyatakan bahwa pengadilan 
tertarik terhadap gugatan untuk 
mendapatkan suatu hak tetapi penga-
dilan tidak akan mempertimbangkan 
bahwa simpanse adalah manusia. 
Hakim pada the New York 
Supreme Court menolak gugatan 
The Nonhuman Rights Project. 
Putusan hakim menyatakan bahwa 
habeas corpus (putusan pengadilan 
yang berisi perintah untuk melepas-
kan seseorang yang ditahan secara 
tidak sah) hanya berlaku untuk 
manusia dan tidak berlaku untuk 
hewan.
Penutup
Terlepas pendapat mana yang 
benar, tetapi sebagai manusia yang 
beradab apakah pantas kita memper-
lakukan hewan dengan semena-me-
na? Tentu saja tidak. 
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